 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INDONESIA
) (
- 
 
109 
 
-
) (
Pasal
  
 
527
Cukup  
 
jela
s
.
)
[bookmark: _GoBack]


PRESIDEN REPUBLIK     INOONESIA





SALINAN




PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR   22   TAHON  2021
TENTANG PENYELENGGARAANPERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN
LINGKUNGANHIDUP



DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA



PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA,




Menimbang







Mengingat































SK  No 085459 A

bahwa  untuk   melaksanakan   ketentuan  Pasal  22 dan  Pasal   185 huruf   b Undang-Undang  Nomor  11 Tahun   2020  tentang   Cipta Kerja,    perlu     menetapkan     Peraturan     Pemerintah    tentang Penyelenggaraan   Perlindungan   dan   Pengelolaan  Lingkungan Hid up;

1.            Pasal      5     ayat      (2)    Undang-Undang      Dasar      Negara
Republik Indonesia  Tahun    1945;

2.      Undang-Undang     Nomor    32      Tahun        2009       tentang Perlindungan		dan      Pengelolaan      Lingkungan      Hidup (Lembaran	Negara     Republik    Indonesia    Tahun      2009
Nomor   140,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang     Nomor    11 Tahun   2020     tentang   Cipta Kerja  (Lembaran  Negara   Republik Indonesia  Tahun   2020
Nomor     245,    Tambahan     Lembaran    Negara     Republik
Indonesia  Nomor  6573);
3.      Undang-Undang       Nomor    11 Tahun   2020   tentang    Cipta
Kerja  (Lembaran    Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2020
Nomor     245,     Tambahan     Lembaran    Negara     Republik
Indonesia  Nomor  6573);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN	PEMERINTAH   TENTANG   PENYELENGGARMN PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGJ\N  HIDUP.

BAB I

KETENTUAN  Ur.,1UM

Pasal   1

Dalam   Peraturan   Pemerintah   ini yang   dimaksud   dengan:

1.	Lingkungan   Hidup   adalah    kesatuan   ruang   dengan    sernua benda, 	daya,    keadaan,    dan    makhluk    hidup,     terrna  suk rnanusia		dau   perilakunya,    yang   mempengaruhi    alam   itu sendiri,    kelangsungan    perikehidupan,    dan   kesejahteraan manusia		serta   makhluk   hidup   lain.
2. 	Perlindungan    dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   adalah upaya 	sistematis    dan    terpadu      yang    dilakukan     untuk melestarikan	fungsi    Lingkungan    Hidup    dan    mencegah terjadinya	pencemaran    dan/   atau   kerusakan    Lingkungan Hidup 		yang       meliputi      perencanaan,        pemanfaa.tan, pengendalian,		pemeliharaan,          pengawasan,          dan penegakan	 hukum.
3. 	Perizinan    Berusaha     adalah      legalitas    yang     diberikan kepada 		Pelaku    Usaha    untuk    memulai   dan   menjalankan usaha 	dan/   atau   kegiatannya.
4. 	Persetujuan     Lingkungan    adalah     Keputusan     Kelayakan Lingkungan		  Hidup       atau       Pernyataan       Kesanggupan Pengelolaan	Lingkungan   Hidup   yang   tela.h mendapatkan persetujuan		dari     Pemerintah     Pusat     atau     Pemerintah Daerah.
5. 	Analisis    Mengenai    Dampak    Lingkungan     Hidup     yang selanjutnya	   disebut      Amdal     adalah      Kajian     mengenai dampak		 penting     pada     Lingkungan    Hidup     dari    suatu usaha 	dan/   a tau    kegi.atan   yang     direncana.kan,     untuk digunakan	 sebagai     prasyarat     pengambilan     keputusan ten tang   penyeleriggaraan    usaha    dan/   a tau   kegiatan   serta termuat		dalarn    Perizinan    Berusaha,     atau     persetujuan Pernerintah	Pusat   atau   Pemerintah   Daerah.

6   Upaya   ...
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6. 		Upaya      Pengelolaan      Lingkungan      Hidup      dan      Upaya  Pemantauan	Lingkungan   Hidup   yang   selanjutnya    disebut  UKL-UPL adalah      rangkaian     proses     pengelolaan      dan pemantauan	 Lingkungan   Hidup   yang   dituangkan    dalam  bentuk 	standar       untuk      digunakan       sebagai    prasyarat pengambilan	  keputusan     serta    termuat     dalam    Perizinan
	Berusaha,
	atau     persetujuan
	Pemerintah
	Pusat
	atau

	Pemerintah
	Daerah.
	
	
	


7. 	Keputusan       Kelayakan      Lingkungan       Hidup      adalah keputusan	yang     menyatakan      kelayakan     Lingkungan Hidup   dari  suatu    rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang waiib  dilengkapi  dengan    Amdal.

8. 	Pernyataan    Kesanggupan   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup adalah 	 standar       pengelolaan     Lingkungan     Hidup     dan pemantauan	Lingkungan   Hidup    dari   penanggung    jawab Usaha 	dan/atau       Kegiatan    yang     telah     mendapatkan persetujuan	 dari     Pemerintah     Pusat     atau     Pemerintah Daerah 	bagi   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   wajib   UKL• UPL.

9. 		Surat        Pernyataan       Kesanggupan       Pengelolaan        dan Pemantauan		Lingkungan   Hidup   yang   selanjutnya    disebut SPPL adalah    pernyataan    kesanggupan    dari   penanggung jawab 	Usaha      dan/   atau      Kegiatan    untuk      melakukan pengelolaan		dan    pemantauan     Lingkungan     Hidup    atas Dampak		Lingkungan      Hidup      dari      Usaha      dan/atau Kegiatannya	 di luar   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang  wajib Amdal atau   UKL-UPL.

	10.
	Persetujuan
	Pemerintah    adalah    bentuk     keputusan    yang

	
	diterbitkan
	oleh     Pemerintah     Pusat      atau      Pemerintah


Daerah       sebagai       dasar       pelaksanaan       kegiatan     yang
dilakukan   oleh  Instansi   Pemerintah.

11.   Usaha    dan/atau     Kegiatan  adalah    segala   bentuk    aktivitas yang 	dapat      menimbulkan      perubahan      terhada.p    rona Lingkungan	Hidup   serta   menyebabkan    dampak   terhadap Lingkungan	Hidup.

12.   Dampak   Lingkungan   Hidup   adalah    pengaruh   perubahan pada 	Lingkungan    Hidup    yang    diakibatkan     oleh    suatu Usaha   dan/atau    Kegiatan.

	13.
	Dampak   Penting   adalah     perubahan     Lingkungan
	Hidup

	
	yang     sangat      mendasar     yang    diakibatkan     oleh
	suatu


Usaha   dan/atau    Kegiatan.


14.  Formulir   ...
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14.   Formulir  UKL-UPL adalah     isian   ruang   lingkup UKL-UPL.

15.   Formulir   Kerangka    Acuan     adalah      isian   ruang    lingkup kajian 	analisis        Dampak      Lingkungan      Hidup       yang merupakan	hasil   pelingkupan.

16.   Analisis   Dampak    Lingkungan    Hidup    yang    selanjutnya disebut 	Andal     adalah      telaahan     secara      cermat      dan mendalam		tentang    Dampak  Penting  suatu    rencana   Usaha dan/   atau   Kegiatan.

17.   Rencana  Pengelolaan  Lingkungan   Hidup yang   selanjutnya disebut    RKLadalah  upaya   penanganan    dampak   terha.dap Lingkungan	Hidup   yang   ditimbulkan   akibat    dari   rencana Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

	18.
	Rencana     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup
	Rinci     yang

	
	selanjutnya   disebut    RKL Rinci  adalah    upaya
	penanganan

	
	dampak   terhadap    Lingkungan    Hidup    yang
	ditimbulkan


akibat     dari    rencana     Usaha     dan/atau      Kegiatan    yang
berada      dalam     kawasan     yang     sudah      mernilki   Amdal kawasan.

19.   Rencana       Pemantauan         Lingkungan        Hidup        yang selanjutnya		disebut      RPL    adalah      upaya      pemantauan komponen	Lingkungan     Hidup     yang     terkena      dampak akibat   dari  rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

20. 	Rencana      Pemantauan       Lingkungan    Hidup   Rinci     yang selanjutnya	disebut    RPL Rinci adalah    upaya   pemautauan komponen	Lingkungan     Hidup     yang     terkena      dampak akibat 	dari    rencana     Usaha     dan/   atau     Kegiatan    yang berada 		dalam     Kawasan    yang     sudah      memilki    Amdal kawasan.

21. 	Lembaga    Uji    Kelayakan     Lingkungan      Hidup      adalah lembaga	yang    dibentuk    oleh    Pernerintah    Pusat     untuk melakukan	uji  kelayakan.

22. 	Tim   Uji  Kelayakan   Lingkungan    Hidup    adalah     tim   yang dibentuk	oleh  Lembaga  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup yang 	berkedudukan       di     pusat       dan      daerah        untuk melakukan	uji  kelayakan

23. 		Sistem      lnformasi     Lingkungan     Hidup     adalah      sistem  kombinasi	dari   teknologi   informasi  dan    aktivitas    orang yang   menggunakan    teknologi  untuk    mendukung    operasi  dan   manajernen   Lingkungan   Hidup.
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24. 	Pelaku     Usaha     adalah     orang    perseorangan     atau     badan usaha 	yang   melakukan    Usaha    dan/   a tau   Kegiatan   pada bidang   tertentu.

25. 	Instansi       Pernerintah       adalah         kementeriarr/   lernbaga pemerintah	nonkementerian/instansi        Pemerintah   Daerah yang   melakukan   kegiatan  pada   bidang   tertentu.
26.    Dokumen   Evaluasi   Lingkungan   Hidup   yang   selanjutnya disingkat		  DELH   adalah      dokumen     evaluasi     Dampak Penting	pada      Lingkungan      Hidup      terhadap      Usaha dan/   atau   Kegiatan  yang   telah   berjalan   untuk    digunakan sebagai 		instrumen       Perlindungan       dan       Pengelolaan Lingkungan	Hidup.
27. 	Dokumen       Pengelolaan       Lingkungan        Hid up       yang selanjutnya	 disingkat    DPLH  adalah     dokumen    evaluasi dampak		tidak   penting    pada   Lingkungan   Hidup   terhadap Usaha 	dan/atau      Kegiatan   yang    telah     berjalan    untuk digunakan		sebagai        instrumen        Perlindungan        dan Pengelolaan	Lingkungan   Hidup.
28. 	Pencemaran     Lingkungan     Hidup     adalah      masuk      atau dimasukkannya	makhluk    hid up,   zat,    energi,    dan/   atau komponen  lain  ke dalam   Lingkungan   Hidup   oleh   kegiatan manusia	sehingga    melampaui    baku    mutu     Lingkungan Hidup   yang   telah   ditetapkan.
	29.
	Kerusakan
	Lingkungan       Hidup
	adalah
	perubahan

	
	langsung
	dan/   atau    tidak    langsung
	terhadap
	sifat   fisik,


kimia,       dan/   atau       hayati       Lingkungan       Hidup       yang
melampaui   Kriteria  Baku   Kerusakan   Lingkungan   Hidup.
30. 	Perusakan   Lingkungan   Hidup   adalah   tindakan   orang  yang menimbulkan		perubahan    langsung   atau    tidak    langsung terhadap		sifat   fisik,   kimia,    dan/   atau    hayati    Lingkungan Hidup 	sehingga    melampaui     Kriteria   Baku     Kerusakan Lingkungan	Hidup.
31.    Penanggulangan         Pencemaran         Lingkungan        Hidup dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup   adalah    cara   atau proses    untuk    mengatasi   Pencemaran    Lingkungan   Hidup dan/   atau   Perusakan   Lingkungan   Hidup.
32.    Perlindungan    dan    Pengelolaan    Mutu    Air  adalah     upaya sistematis	dan   terpadu     yang   dilakukan    untuk     menjaga Mutu   Air.



33.  Daerah    ...
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33. 	Daerah     Aliran    Sungai    yang    selanjutnya   disingkat   DAS adalah 		suatu     wilayah   daratan      yang    merupakan     satu kesatuan			dengan      sungai     dan     anak     sungainya,     yang berfungsi  menampung,    menyimpan,   dan   mengalirkan    air yang 	berasal     dari   curah     hujan     ke   danau     atau    ke   laut secara    alamiah,   yang   batas    di  darat   merupakan    pemisah topografis	 dan    batas     di   laut     sampai      dengan      daerah perairan		yang   masih   terpengaruh    aktivitas   daratan.
34. 	Cekungan    Air   Tanah     yang    selanjutnya   disingkat   CAT adalah 		suatu       wilayah     yang      dibatasi      oleh      batas hidrogeologis,	tempat       semua      kejadian     hidrogeologis, seperti 	pengimbuhan,      pengaliran,     dan     pelepasan     air tanah    berlangsung.

35. 	Badan   Air adalah    air  yang   terkumpul   dalam   suatu    wadah baik 	alami     maupun     buatan      yang     mempunyai     tabiat hidrologikal,  wujud   fisik, kimiawi, dan   hayati.

36. 	Pencemaran     Air   adalah      masuk      atau     dimasukkannya makhluk	hid up,   zat,   energi,   dan/   a tau   komponen   lain   ke dalam 	air   oleh   kegiatan    manusia    sehingga   melampaui Baku   Mutu   Air yang   telah   ditetapkan.

37. 	Mutu    Air   adalah     ukuran      kondisi     air   pada    waktu     dan tempat    tertentu   yang   diukur    dan/   atau   diuji   berdasarkan parameter	 tertentu    dan   metode    tertentu    sesuai    dengan ketentuan	peraturan    perundang-undangan.

38. 	Baku   Mutu   Air adalah    ukuran    batas   atau   kadar   makhluk hidup, 	zat,   energi,    atau    komponen   yang   ada   atau    harus
	ada      dan/   atau       unsur
	pencemar
	yang
	ditenggang

	keberadaannya    di dalam
	air.
	
	


39. 	Mutu   Air Sasaran   adalah    Mutu   Air yang   ditentukan    pada waktu 	tertentu    untuk     mencapai    Baku    Mutu    Air  yang ditetapkan.

40.    Air  Limbah   adalah     air   yang    berasal     dari    suatu     proses dalarn   suatu    kegiatan.

41. 	Baku   Mutu   Air  Limbah  adalah    ukuran     batas    atau   kadar unsur 		pencemar   dan/atau    jumlah    unsur    pencemar   yang ditenggang	keberadaannya     dalam   Air  Limbah  yang   akan dibuang	atau   dilepas    ke  dalam   media   air  dan   tanah    dari suatu 	Usaha   dan/atau     Kegiatan,
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42. 	Udara    Ambien  adalah    udara    bebas    di  perrnukaan    bumi pada 	lapisan     troposfir   yang    berada     di   dalam     wilayah yurisdiksi	Republik    Indonesia    yang     dibutuhkan      dan berpengaruh		terhadap     kesehatan     manusia,     makhluk hidup,    dan  unsur    Lingkungan   Hidup   lainnya.

43. 	Mutu    Udara    adalah     ukuran     kondisi    udara     pada    waktu dan 	ternpat     tertentu      yang      diukur       dan/   a tau      diuji berdasarkan		parameter     tertentu    dan    metode     tertentu berdasarkan	ketentuan    peraturan    perundang-undangan.

44. 	Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Udara   adalah    upaya sistematis	dan   terpadu     yang   dilakukan    untuk     menjaga Mutu   Udara.

45. 	Rencana  Perlindungan   dan  Pengelolaan  Mutu   Udara   yang selanjutnya	disingkat   RPPMU adalah    perencanaan     yang memuat	potensi,   masalah,   dan   upaya    Perlindungan    dan Pengelolaan	Mutu   Udara   dalam   kurun    waktu   tertentu.

46. 	Wilayah  Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Udara   yang selanjutnya	disingkat  WPPMUadalah   wilayah  yang   dibagi
	dalam    beberapa
	area    untuk     perencanaan
	Perlindungan

	dan   Pengelolaan
	Mutu   Udara.
	


47.    Pencemar   Udara   adalah    zat,  energi,   dan/   a tau   komponen lainnya   yang  menyebabkan   terjadinya  pencemaran   udara.

48. 		Sumber  Pencemar   Udara   adalah    setiap   kegiatan   manusia yang 	mengeluarkan     Pencemar    Udara     ke   dalam    Udara  Ambien.

49. 		Pencemaran    Udara    adalah    masuk     atau    dimasukkannya zat,  energi,   dan/   a tau   komponen   lainnya    ke  dalam    Udara Ambien oleh  kegiatan  manusia   sehingga  melampaui   Baku Mutu   Udara   Ambien yang   telah   ditetapkan.

50. 		Baku   Mutu   Udara    Ambien  adalah    nilai   Pencemar   Udara yang   ditenggang   keberadaannya    dalam   Udara   Ambien.

	51.
	Emisi     adalah      Pencemar    Udara     yang
	dihasilkan     dari

	
	kegiatan  manusia   yang   masuk    dan/atau
	dimasukkannya


ke  dalam   udara,    mempunyai   dan/   atau   tidak   mempunyai
potensi    Pencemaran   Udara.
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52. 	Behan      Emisi     adalah      jumlah       Pencemar     Udara     yang dibuang	oleh   suatu    Usaha    dan/atau     Kegiatan   ke  Udara Ambien.

53. 	Baku      M1.1tu   Emisi      adalah       nilai      Pencemar      Udara maksimum	yang   diperbolehkan    masuk    atau   dimasukkan ke  dalam   Udara   Ambien.

54.    Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Laut   adalah     upaya sistematis	dan   terpadu     yang   dilakukan    untuk     menjsga Mutu   Laut.

55.    Laut     adalah       ruang      perairan     di    muka      bumi      yang menghubungkan	daratan      dengan     daratan      dan    berituk• bentuk 		alamiah     lainnya,    yang     merupakan      kesatuan geografis  dan   ckologis  beserta    segenap  unsur    terkait,    dan yang 	batas     dan    sistemnya    ditentukan     oleh    peraturan perundang-undangan      dan   hukum    internasional.

56. 	A1.r  Laut  adalah    air  yang   berasal    dari  Laut  atau   samudera yang   memiliki   salinitas   0,5   sampai    dengan     30  practical salinity  unit (psu)  atau   lebih  dari   30  psu.

57. 	Mutu   Laut   adalah    ukuran     kondisi    Laut   pada   waktu    dan tern pat  tertentu   yang   diukur    dan/   atau   diuji   berdasarkan parameter	  tertentu     dan    metode     tertentu     berdasarkan ketentuan	peraturan    perundang-undangan.

58. 	Baku    Mutu    Air  Laut    adalah     ukuran      batas    atau    kadar makhluk	ludup,     zat,   energi,    atau    komponen    yang    ada a tau      harus       ada      dan/   atau      unsur       pencemar      yang ditenggang   keberadaannya    di dalam   Air Laut.

59. 		Kriteria    Baku     Kerusakan     Lingkungan     Hidup     adalah  ukuran 		batas     perubahan     sifat    fisik,    kimia,     dan/  a tau hayati 	Lingkungan    Hidup    yang    dapat     ditenggang     oleh Lingkungan	Hidup     untuk       dapat      tetap     melestarikan fungsinya.

60. 	Pencemaran    Laut   adalah    masuknya   atau    dimasukannya makhluk	hid up,   zat,   energi,   dan/   a tau   kornponen   lain   ke dalam    lingkungan    Laut   oleh   kegiatan   manusia    sehingga kualitasnya	turun      sampai      ke    tingkat      tertentu     yang menyebabkan		lingkungan    Laut   tidak   sesuai    lagi  dengan Baku   Mutu   Air Laut.


61.  Keru sakan    .    .    .
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61. 	Kerusakan    Laut    adalah     perubahan     langsung    dan/   atau tidak 	langsung    terhadap     sifat    fisik,    kimia,     dan/   atau hayati 	  Laut    yang    melampaui    kriteria     baku     kerusakan yang   telah   ditctapkan.

62. 	Pengendalian     Pencemaran     dan/   atau     Kerusakan     Laut adalah 	setiap   upaya   atau   kegiatan   pencegahan   dan/   atau penanggulangan	dan  / a tau   pemulihan    Pencemaran    Laut dan/atau	Kerusakan   Laut.

63. 	Status    Mutu   Laut  adalah    tingkatan   Mutu   Laut  pada   lokasi dan   waktu    tertentu   yang   dinilai   berdasarkan    Baku   Mutu Air  Laut    dan/   atau    kriteria     baku    kerusakan     ekosisrem Laut.

64. 	Terumbu   Karang    adalah    suatu    ekosistem   yang   hidup    di dasar   perairan   dan  berupa    bentukan   batuan    kapur    terdiri dari 	polip-polip   karang     dan    organisme-organisme      kecil lain  yang   hidup   dalam   koloni.

65. 	Mangrove  adalah    vegetasi  pantai   yang   memiliki morfologi khas   dengan    sistem    perakaran   yang   mampu    beradaptasi pada   daerah    pasang    surut    dengan    substrat    lumpur    atau lumpur    berpasir.

66. 	Padang    Lamun    adalah    hamparan    lamun    yang   hidup    dan tumbuh		di   laut    dangkai,    mempunyai     akar,     rimpang, daun, 	bunga     dan    buah,     dan    berkembang    biak    secara generatif  dan  vegetatif.

67. 	Bahan       Berbahaya      dan      Beracun      yang      selanjutnya disingkat		83  adalah    zat,  energi,   dan/   atau   komponen   lain yang  karena    sifat,   konsentrasi,    dan/ataujumlahnya,        baik secara 	langsung      maupun       tidak       langsung,       dapat mencemarkan	dan/   atau     merusak     Lingkungan     Hidup, dan/   atau   membahayakan     Lingkungan   Hidup,   kesehatan, serta    kelangsungan    hidup    manusia   dan   makhluk    hidup lain.

68.    Limbah  adalah    sisa   suatu    Usaha   dan/atau    Kegiatan.

	69.
	Limbah
	Bahan    Berbahaya   dan   Beracun
	yang   selanjutnya

	
	disebut
	Limbah   83   adalah     sisa   suatu
	usaha     dan/   atau


kegiatan  yang   mengandung    83.







70.   Limbah  ...
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70. 	Limbah    Non   Bahan      Berbahaya     dan     Beracun     yang selanjutnya	disebut     Limbah   non83     adalah     sisa    suatu Usaha 	dan/atau       Kegiatan    yang     tidak     menunjukkan karakteristik	 Limbah  83.

71. 		Prosedur      Pelindian      Karakteristik       Beracun       (Toxicity Characteristic		Leaching    Procedure}   yang      selanjutnya disingkat	TCLP  adalah      prosedur     laboratorium       untuk  memprediksi	potensi    pelindian  83  dari   suatu   Limbah.

	72.
	Uji  Toksikologi
	Lethal   Dose-SO yang   selanjutnya    disebut

	
	Uji  Toksikologi
	LDso adalah    uji   hayati    untuk     mengukur


hubungan      dosis-respon      antara       Limbah    83     dengan
kematian   hewan   uji  yang   menghasilkan    50%  (lima    puluh persen)   respon    kematian   pada   populasi   hewan   uji.

73. 	Simbol    Limbah   83   adalah     gambar     yang    menunjukkan karakteristik 	Limbah  83.

74. 		Label  Limbah  83  adalah    keterangan    mengenai   Limbah  83 yang   berbentuk    tulisan    yang   berisi   informasi   mengenai Penghasil  Limbab  83,  alamat   Penghasil   Limbah  83,  waktu  pengemasan,	jumlah,   dan   karakteristik    Limbah  83.
75. 	Pelabelan    Limbah   83    adalah     proses     penandaan     atau pemberian		label   yang   dilekatkan   atau    dibubuhkan     pada kemasan 	langsung   Limbah  83.
76.    Ekspor   Limbah  83  adalah    kegiatan  mengeluarkan    Limbah
83     dari     daerah      pabean      Negara     Kesatuan     Republik
Indonesia.
77. 	Notifikasi    Ekspor      Limbah    83    adalah      pemberitahuan terlebih	dahulu      dari    otoritas     negara     eksportir    kepada otoritas 		negara        penerima       sebelum       dilaksanakan perpindahan	lintas   batas   Limbah  83.
78. 	Pengelolaan    Limbah   83   adalah     kegiatan   yang    meliputi pengurangan,		penyimpanan,                pengurnpulan, pengangkutan,	pemanfaatan,       pengolahan,       dan  I a tau penimbunan,
79. 	Dumping    (Pembuangan)     adalah      kegiatan     membuang, menempatkan,	dan/   atau   memasukkan    limbah    dan/   atau bahan 	dalam    jumlah,    konsentrasi,    waktu,      dan    lokasi tertentu		dengan        persyaratan        tertentu       ke      media Lingkungan		Hidup   tertentu.



80.  Pengurangan    ...
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80. 	Pengurangan      Limbah    B3    adalah      kegiatan     Penghasil Limbah	B3     untuk        mengurangi      jumlah        dan/atau mengurangi	sifat  bahaya    dan/   a tau   racun    dari   Limbah B3 sebelum  dihasilkan   dari   suatu    Usaha   dan/atau     Kegiatan.

81.    Penghasil   Limbah  83   adalah     Setiap    Orang   yang   karena
Usaha   dan/atau     Kegiatannya   menghasilkan    Limbah  83.

82. 	Pengumpul     Limbah    B3    adalah       badan      usaha       yang melakukan	kegiatan   Pengumpulan    Limbah   83   sebelum dikirim    ke  tempat    Pengolahan   Lim.bah B3,   Pemanfaatan Limbah  B3,  dan/   a tau   Penimbunan  Limbah B3.

	83.
	Pengangkut melakukan
	Limbah kegiatan
	B3    adalah
Pengangkutan
	badan
Limbah
	usaha
B3.
	yang

	84.
	Pemanfaat
	Limbah
	B3     adalah
	badan
	usaha
	yang

	
	melakukan
	kegiatan
	Pemanfaatan
	Limbah
	83.
	

	85.
	Pengolah melakukan
	Limbah kegiatan
	B3     adalah       badan
Pengolahan   Limbah  83.
	usaha
	yang

	86.
	Penimbun
	Limbah
	B3     adalah       badan       usaha
	yang

	
	melakukan
	kegiatan
	Penimbunan  Limbah B3.
	


87. 		Penyimpanan    Limbah   B3   adalah     kegiatan     menyimpan Limbah	 B3   yang    dilakukan    oleh   Penghasil    Limbah   83 dengan 	maksud   menyimpan   sementara     Limbah   83  yang dihasilkannya.

88. 	Pengumpulan   Limbah  83  adalah   kegiatan  mengumpulkan Limbah  B3 dari  Penghasil  Limbah  B3  sebelum  diserahkan kepada 	Pemanfaat    Limbah   B3,    Pengolah    Limhah   B3, dan/   atau   Penimbun  Limbah B3.

89. 		Pemanfaatan     Limbah   B3   adalah     kegiatan     penggunaan kembali,	daur    ulang,    dan/atau     perolehan    kembali   yang bertujuan		untuk    mengubah   Limbah B3  menjadi   produk  yang 	dapat    digunakan    sebagai     substitusi      bahan     baku, bahan 	  penolong,  dan/atau     bahan    bakar   yang   aman    bagi kesehatan		 manusia   dan   Lingkungan   Hidup.

90.     Pengolahan   Limbah  B3  adalah    proses    untuk    mengurangi dan/atau	menghilangkan     sifat    bahaya     dan/atau      sifat racun.

91. 	Penimbunan    Lirnbah  B3  adalah     kegiatan   menempatkan Limbah	83   pada    fasilitas   penimbunan     dengan     maksud tidak 	membahayakan         kesehatan         manusia        dan Lingkungan	Hidup.


g2.  Sistem    ...
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92. 	Sistem     Tanggap    Darurat    adalah      sistem     pengcndalian keadaan	darurat           yang         meliputi        pencegahan, kesiapsiagaan,	dan        penanggulangan         kedaruratan Pengelolaan	   Limbah    83     akibat      kejadian     kecelakaan Pengelolaan  Limbah  83.

93. 	Persetujuan    Teknis    adalah     persetujuan     dari   Pemerintah atau 	Pemerintah     Daerah     berupa      ketentuan     mengenai standar 	Perlindungan   dan  Pengelolaan  Lingkungan   Hidup dan/atau		analisis     mengenai   dampak    lalu   lintas    Usaha dan  I a tau       Kegiatan      sesuai        peraturan        perundang• undangan.

94.    Surat    Kelayakan   Operasional   yang   selanjutnya    disingkat SLO adalah    surat    yang   memuat   pernyataan    pemenuhan mengenai	standar         Perlindungan       dan       Pengelolaan
	Lingkungan     Hidup     Usaha
	dan/atau      Kegiatan
	sesuai

	dengan    ketentuan    peraturan
	perundang-undangan.
	


95. 		Setiap     Orang     adalah     orang    perseorangan     atau     badan  usaha, 	baik   yang   berbadan    hukum     maupun    yang   tidak berbadan	hukum.

96. 		Pejabat     Fungsional    adalah     adalah     pegawai    negeri    sipil yang 	menduduki      jabatan        fungsional    pa.da    Instansi Pernerintah.

	97.
	Pejabat     Fungsional
	Pengawas   Lingkungan    Hidup   yang

	
	selanjutnya   disebut
	Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup


adalah    pegawai  negeri    sipil  yang   diberi    tugas,    tanggung
jawab, 	wewenang,   dan    hak    secara     penuh     oleh   pejabat yang   berwenang   untuk    melakukan   Pengawasan   dan/atau penegakan	hukum    Lingkungan   Hidup.

98.   Pengawasan    adalah     kegiatan   yang   dilaksanakan     secara langsung		atau     tidak    langsung    oleh    Pejabat     Pengawas Lingkungan		Hidup        untuk         mengetahui        dan/   a tau menetapkan	tingkat    ketaatan    penanggung    jawab    Usaha dan/atau	Kegiatan  atas   ketentuan   yang  ditetapkan   dalam Perizinan	 Berusaha    atau    Persetujuan     Pemerintah    serta peraturan		 perundang-undangan       di  bidang    Perlindungan dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.




99.  Sanksi    ...
 (
SK 
 
No
 
084513
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK       INDONESIA


-   13 -

	99.    Sanksi     Administratif    adalah
	perangkat
	sarana      hukum

	administrasi              yang
	bersifat
	pembebanan





 (
kewajiban/perintah
dan/atau
penarikan
kembali
keputusan    
 
tata   
 
usaha
negara
yang   
 
dikenakan
kepada
)penanggung jawab  Usaha  dan/atau   Kegiatan atas dasar ketidaktaatan  terhadap ketentuan yang ditetapkan  dalam peraturan    perundang-undangan       di  bidang    PerJindungan dan     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup      serta      Perizinan Berusaha   atau   Persetujuan    Pemerintah.

100. Pemerintah    Pusat    yang    selanjutnya    disebut     Pemerintah adalah 	Presiden    Republik    Indonesia    yang     memegang kekuasaan	pemerintahan    Negara   Republik  Indonesia  yang dibantu 		oleh   Wakil  Presiden   dan    menteri   sebagaimana dimaksud	   dalam   Undang-Undang    Dasar   Negara   Republik Indonesia  Tahun    1945.

101. Pemerintahan     Daerah     a.dalah    penyelenggaraan     urusan pemerintahan		oleh     Pemerintah      Daerah       dan      dewan perwakilan		rakyat     daerah     menurut    asas     otonomi   dan tugas 	pembantuan      dengan      prinsip      otonomi     seluas• luasnya		dalam     sistem     dan     prinsip      Negara     Kesatuan Republik		Indonesia      sebagaimana       dimaksud      dalam Undang-Undang	  Dasar   Negara   Republik  Indonesia   Tahun
1945.

102. Pemerintah   Daerah   adalah   kepala   daerah   sebagai   unsur penyelenggara		pemerintahan      daerah      yang     memimpin pelaksanaan		urusan         pemerintahan        yang       menjadi kewenangan	daerah    otonom.

10.3.Menteri adalah   menteri yang menyelenggarakan   urusan pemerintahan		di   bidang    Perlindungan     dan    Pengelolaan Lingkungan	Hidup.



Pasal   2

Peraturan   Pemerintah   ini  mengatur   mengenai:

a.      Persetujuan    Lingkungan;

b.      Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Air;

c.      Pcrlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Udara;

d.      Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Laut;

e.      Pengendalian   Kerusakan   Lingkungan   Hidup;




f. Pengelolaan   ...
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f.      Pengelolaan  Limbah  83  dan   Pengelolaan   Limbah  nonB3;

	g.
	dana    penjaminan     untuk     pemulihan
	fungsi    Lingkungan

	

h
	Hidup:

Sistem   Informasi  Lingkungan   Hidup;
	

	
1.

J.
	pernbinaan   dan   Pengawasan;   dan

pengenaan   Sanksi   Administratif.
	






BAB II PERSETULTUALNINGKUNGAN


Bagian   Kesatu

Um um



Pasal   3

(1) 	Persetujuan     Lingkungan    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   2 nuruf   a wajib   dimiliki  oleh  setiap   Usaha    dan/atau Kegiatan	yang     memiliki    Dampak    Penting    atau      tidak penting    terhadap   lingkungan.

(2) 	Persetujuan      Lingkungar..   sebagaimana     dimaksud     pada ayat 	(1)  diberikan    kepada     Pelaku     Usaha     atau     lnstansi Pemerintah.

(3) 		Persetujuan     Lingkungan     sebagaimana     dimaksud     pada ayat   (2) menjadi  prasyarat   pencrbitan   Perizinan   Berusaha atau   Persetujuan    Pemerintah.

(4) 		Persetujuan     Lingkungan     sebagaimana     dimaksud     pada ayat   (3) dilakukan   melalui:

a.      penyusunan    Amdal   dan  uji  kelayakan   Amdal;   atau

b.      penyusunan      Formulir    UKL-UPL  dan     pemeriksaan
Formulir UKL-UPL.

(.5)		Persetujuan     Lingkungan     sebagaimana      dimaksud      pada ayat   (3) berakhir   bersamaan   dengan   berakhirnya   Perizinan Berusaha	atau   Persetujuan     Pemerintah.



(6) Dalam   ...
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(6)	Dalam     hal    Perizinan    Berusaha     berakhir     sebagaimana dimaksud	pada   ayat  (5) dan  tidak   terjadi   perubahan    Usaha dan/   atau     Kegiatan,    perpanjangan      Perizinan    Berusaha dapat   menggunakan     dasar    Persetujuan    Lingkungan   yang eksisting.

(7) 	Bentuk            pengakhiran           Persetujuan           Lingkungan sebagaimana		dimaksud     pada     ayat    (5)   dibuktikan     olch penanggungjawab	Usaha   dan/   atau   Kegiatan   dengan    telah melakukan	pengelolaan   Lingkungan    Hidup   di tahap   pasca operasi.



Pasal   4

Setiap    rencana    Usaha     dan/atau     Kegiatan   yang    berdampak terhadap   Lingkungan   Hidup   wajib  memiliki:

a.      Amdal;

b.      UKL-UPL;atau c.      SPPL.


Pasal   5

(1) 	Amdal  sebagaimana    dimaksud    dalam     Pasal    4  huruf     a wajib 	dimiliki   bagi       setiap     rencana    Usaha     dan/   atau Kegiatan	yang     memiliki    Dampak     Penting     terhadap Lingkungan	Hidup.

(2)    Rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang    wajib   memiliki
Amdal sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

	a.
	jenis      rencana      Usaha      dan/atau
	Kegiatan
	yang

	
	besaran/   skalanya   wajib  Amdal; dan/
	a tau
	


b. 	jenis   rencana   Usaha     dan/   atau   Kegiatan  yang   lokasi Usaha 	dan/atau       Kegiatan    dilakukan      di    dalam dan/   a tau     berbatasan      langsung     dengan      kawasan lindung.

(3)	Rencana  Usaha   dan/   atau   Kegiatan  yang  lokasinya  berada di  dalam    kawasan   lindung   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) huruf    b  meliputi  jenis   rencana   Usaha    dan/atau Kegiatan  yang   dapat    dilakukan   sesuai    dengan    ketentuan peraturan	perundang-undangan.


(4) Rencana   ...
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(4)		Rencana     Usaha      dan/atau       Kegiatan     yang     lokasinya berbatasan	 langsung        dengan         kawasan         lindung sebagaimana	dimaksud    pada    ayat   (2)  huruf    b,  meliputi jenis   rencana   Usaha     dan/atau    Kegiatan  yang:

	a.
	batas      tapak
	proyeknya     bersinggungan
	langsung

	
	dengan    batas
	kawasan   lindung;  dan/   atau
	


b. 	berdasarkan     pertimbangan    ilmiah    memiliki   potensi dampak	yang      mempengaruhi       fungsi       kawasan lindung  tersebut.

(5)	Dalam   hal  rcncana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  memenuhi ketentuan		sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (4) huruf    b, penanggung	jawab      Usaha    dan/atau     Kegiatan   meminta arahan 	instansi      Lingkungan     Hidup      sesuai       dengan kewenangannya		dengan          melampirkan         ringkasan pertimbangan		ilmiah.

(6)	Berdasarkan       ringkasan      pertimbangan       ilmiah      yang disampaikan	sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (5),  Tim Uji  Kelayakan   Lingkungan    Hidup    mela.kukan    telaahan dan 	memberikan     arahan       kepada      penanggung     jawab Usaha   dan/atau    Kegiatan  berupa:

a. 	rencana    Usaha     dan  / a tau    Kegiatan   mempengaruhi fungsi   kawasan   lindung;  atau

b.      rencana        Usaha         dan/atau          Kegiatan        tidak mempengaruhi	fungsi   kawasan   lindung.

(7) 	Kawasan   lindung   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2) huruf 	b  tercantum    dalam    Lampiran   I   yang   merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pemerintah  ini.



Pasal   6

(1)	UKL-UPLsebagaimana    dimaksud   dalarn   Pasal   4  huruf    b wajib   dimiliki  bagi    Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   tidak memiliki  Dampak  Penting  terhadap   Lingkungan   Hidup.

(2)    Rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   wajib   memiliki
UKL-UPLsebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a. 	jenis   rencana   Usaha     dan/atau     Kegiatan  yang   tidak rnemiliki Dampak  Penting;



b. jenis   ...
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b. 	jenis   rencana   Usaha     dan/   atau   Kegiatan  yang   lokasi Usaha 	dan/   atau       Kegiatan     dilakukan      di     Iuar dan/atau			tidak       berbatasan     langsung      dengan kawasan		lindung;  dan

c.       termasuk   jenis    rencana   Usaha      dan/   atau    Kegiatan yang   dikecualikan   dari  wajib  Amdai.



Pasal   7

( 1)        SPPL   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4 huruf   c wajib dimiliki	bagi     Usaha      dan/atau       Kegiatan    yang     tidak memiliki	 Dampak   Penting   terhadap    Lingkungan    Hidup dan   tidak   termasuk   dalam   kriteria    wajib  UKL-UPL.

(2)    Rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   wajib   merniliki
SPPL  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a. 	jenis   rencana   Usaha    darr/atau   Kegiatan yang   tidak memiliki  Dampak  Penting  dan   tidak   wajib   UKL-UPL;

	b.
	merupakan
	Usaha   dan/atau     Kegiatan  Usaha   mikro

	
	dan     kecil
	yang     tidak     memiliki    Dampak    Penting


terhadap   Lingkungan   Hidup;   dan/   atau

c. 		termasuk   jenis    rencana   Usaha      dan/a.tau    Kegiatan yang   dikecualikan   dari  wajib  UKL-UPL.



Pasal8

Kriteria   Usaha     dan/atau      Kegiatan   yang    merniiiki   Dampak Penting   terhadap     Lingkungan    Hidup     yang    wajib    memiliki Amdal   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   5  ayat   (1)  terdiri atas:

a.      pengubahan    bentuk    lahan   dan   bentang   alam;

	b.
	eksploitasi    sumber
	daya    alam,
	baik
	yang
	terbarukan

	
	maupun   yang   tidak
	terbarukan;
	
	
	


c. 	proses      dan      kegiatan     yang      secara       potensial     dapat menimbulkan		Pencemaran    Lingkungan   Hidup    dan/   atau Kerusakan	Lingkungan     Hidup     serta     pemborosan     dan kernerosotan	  sumber    daya   alam   dalam   pemanfaatannya;

d. 	proses    dan   kegiatan  yang   hasilnya   dapat    mernpengaruhi lingkungan	alarn,    lingkungan    bnatan,      serta    lingkungan sosial   dan   budaya:



e. proses    ...
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e.       proses    dan   kegiatan   yang   hasilnya   akan    mempengaruhi pelesrarian	kawasan     konservasi     sumber       daya      alam dan/   atau   perlindungan    cagar   budaya;

f.	introduksi    jenis    tumbuh-turnbuhan,       hewan,     dan   jasad renik;

g.      pembuatan   dan  penggunaan   bahan    hayati   dan   nonhayati;

	h
	kegiatan     yang
	mernpunyai      risiko      tinggi
	dan/   atau

	
	mernpengaruhi
	pertahanan    negara:    dan/   a tau
	


1. 	penerapan     teknologi    yang     diperkirakan      mempunyai potensi    besar   untuk    mempengaruhi    Lingkungar.   Hidup.



Pasa19

	Menteri   melakukan    evaluasi   terhadap    jenis
	rencana
	Usaha

	dan/   a tau     Kegiatan    yang     wajib    dilengkapi
	dengan
	Amdal

	sehagaimana
	dimaksud
	dalam     Pasal    5  ayat    (2),  UKL-UPL

	sebagaimana
	dimaksud
	dalam     Pasal    6   ayat    (2),   dan    3PPL

	sebagaimana
	dimaksud
	dalam    Pasal   7  ayat   (2) paling    sedikit


setiap   5 (lima) tahun    sekali.


	
	Pasal
	10
	

	(1)
	Kewajiban  memihki
Pasal     5   ayat     (2)
	Amdal   sebagaimana dikecualikan	bagi
	dimaksud rencana
	dalam
U saha


dan/   atau   Kegiatan  yang:

a. 	lokasi   rencana   Usaha   dan/atau     Kegiatannya   berada pada   kabupaterr/kota     yang   memiliki  rencana   detail tata 	ruang     yang    telah     dilerigkapi    dengan      kajian Lingkungan	Hidup      strategis     yang      dibuat       dan dilaksanakan	 secara    kornprehensif   dan   rinci    sesuai dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan:

b. 	lokasi   rencana   Usa.ha  dan/atau     Kegiatannya   berada pada 	kawasan    hutan     yang    telah    memiliki   rencana kelola hutan  yang  telah dilengkapi dengan   kajian Lingkungan	hidup       strategis     yang      dibuat       dan dilaksariakan	 secara    komprehensif   dan   rinci   sesuai dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan:






 (
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c. 	program   Pemerintah    dan/atau     Pemerintah    Daerah yang    telah    memiliki   kebijakan,    rencana,    dan/atau program		berupa       rencana      induk      yang          telah dilengkapi			dengan           kajian      Lingkungan      Hidup strategis	yang     dibuat      dan     dilaksanakan       secara komprehensif		dan    rinci      sesuai    dengan     ketentuan peraturan		perundang-undangan;

d. 	rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang  dilakukan  di dalam 	dan/   a tau      berbatasan       langsung      dengan kawasan		lindung  yang   dikecualikan;

	e.
	merupakan
	kegiatan        Pemerintah
	dan/   a tau

	
	Pemerintah
	Daerah    yang   dilakukan
	dalam    rangka


penelitian   dan   bukan    untuk    tujuan    komersial;

f.	rencana    Usaha    dan/atau     Kegiatan   yang   berada     di dalam   kawasan   yang   telah   dilengkapi  dengan    Amdal kawasan	dan   Persetujuan    Lingkungan   kawasan;

	g.
	rencana
	Usaha    dan/atau
	Kegiatan   yang    berada     di

	
	dalam
	kawasan      yang
	berdasarkan        peraturan


perundang-undangan,       Usaha    dan/atau     Kegiatan  di
dalam   kawasan  dipersyaratkan   menyusun  RKL-RPL rinci   yang   telah   dilengkapi   dengan    Amdal   kawasan dan   Persetujuan    Lingkungan   kawasan;

h.      dilakukan   dalam   kondisi   tanggap  darurat     bencana;

1. 		dalam    rangka    pemulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup  yang 	dilakukan        oleh       Pemerintah        dan/  a tau Pemerintah	Daerah    di  kawasan   yang   tidak   dibebani Perizinan  Berusaha;   dan/   a tau

J.		rencana        Usaha         dan/atau          Kegiatan         selain  sebagaimana		dirnaksud   dalam   Pasal   5 ayat   (2) huruf a,   yang    berbatasan     langsung    atau     berada     dalam  kawasan	 lindung,       yang       telah       mendapatkan penetapan	pengecualian    wajib   Amdal  dari   instansi yang 	berwenang    dan    bertanggung    jawab    terhadap pengelolaan		kawasan   lindung.

(2)		Kajian     Lingkungan     Hidup     strategis    yang    dibuat      dan dilaksanakan	secara    komprehensif   dan   rinci  sebagaimana dimaksud	pada    ayat    ( 1)   huruf    a,   huruf    b,  dan   huruf    c diselenggarakan	dengan     pendekatan     holistik,    integratif, tematik,  dan   spasial.
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	(3)
	Rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan   yang
	dikecualikan

	
	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf
	d meliputi:


a. 	eksplorasi   pertambangan,    minyak   dan   gas  bumi,   dan panas 	bumi     yang     tidak      diikuti      dengan       Usaha dan/   a tau              Kegiatan            pendukung              yang skala/besarannya	wajib  Arndal;

b. 	penelitian      dan      pengembangan       nonkomersial      di bidang 	ilmu    pengetahuan     yang    tidak    mengganggu fungsi   kawasan   lindung;

c. 	kegiatan    yang    rr:enunjang/mendukung        pelestarian kawasan	lindung;

d. 	kegiatan   yang    terkait    kepentingan    pertahanan     dan keamanan	negara      yang     tidak     memiliki    Dampak Penting  terhadap   Lingkungan   Hidup;

e. 	kegiatan  secara   nyata   tidak   memiliki  Dampak  Penting terhadap	Lingkungan   Hidup;   dan/   atau

f. 	budidaya   yang   diizinkan   bagi  penduduk    asli   dengan luasan 	tetap   dan   tidak   mempengaruhi    fungsi   lindung kawasan	dan   di bawah   pengawasan   ketat.

(4)	Ketentuan   lebih   lanjut    mengenai   tata   cara   pengecualian sebagaimana	dimaksud    pada    ayat   (1)  huruf    a,  huruf    b, dan  huruf   c tercantum   dalam   Lampiran  Iyang  merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan   Pernerintah, ini.



Pasal   11

(1)		Rencana      Usaha       dan/atau        Kegiatan       sebagaimana dimaksud		dalam   Pasal   10 ayat   (1) huruf   a  sampai   dengan  huruf    f, dan   huruf   j  wajib   memiliki   UKL-UPLatau  SPPL sesuai 	dengan        ketentuan         peraturan         perundang• undangan.

(2)		Rencana      Usaha       dan/atau        Kegiatan       sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   10 ayat   (1) huruf   g wajib mcmiliki RKL-RPL rinci       berdasarkan     Persetujuan      Lingkungan kawasan		sesuai         dengan          ketentuan          peraturan perundang-undangan.
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(3)     RKL-RPL rinci    sebagaimana     dimaksud     pada     ayar    (2)
rnerupakan    bentuk    Persetujuan    Lingkungan   bagi  Pelaku U saha   di  dalam   kawasan   dan   dinyatakan    da lam   bentuk Pernyataan   Kesanggupan   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup yang    disahkan     oleh    pengelola   kawasan    dau    menjadi prasyarat    Perizinan   Berusaha    Pelaku    Usaha     di   dalam kawasan.

	(4)
	Rencana
	Usaha
	dan/   at.au
	Kegiatan      sebagaimana

	
	dimaksud
	dalam
	Pasal    10  ayat
	(1)  huruf    h  dan   huruf    i


tidak   memerlukan   dokumen   Lingkungan   Hidup.



Pasal   J 2

(1)    Rencana  Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang:

	a.
	tidak
	wajib
	Amdal    sebagaimana     dimaksud
	dalam

	
	Pasal
	5 ayat
	(2) huruf   a; dan/   atau
	


b.      wajib   UKL-UPLsebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal
6 ayat  (2) huruf   a, atau   SPPL sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal   7 ayat   (2) huruf   a,

dapat    ditetapkan   menjadi  jenis   rencana   Usaha    dan/   atau
Kegiatan  yang  wajib  memiliki  Amdal   oleh  Menteri.

{2) 	Rencana      Usaha       dan/   atau       Kegiatan      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   ( 1)  diusulkan    secara    tertulis    kepada Menteri  oleh:

a. 	menteri     dan/   atau      kepala       lembaga     pemerintah nonkementerian;

b.      gubernur;

c.      bupati/wali    kota;   dan/atau d.      masyarakat.
(3)    Usulan     tertulis     sebagaimana     dimaksud    pada     ayat    (2)
paling   sedikit   berisi:

a.      identitas   pengusul,

b. 	deskripsi   jenis    rencana    Usaha    dan/atau      Kegiatan yang  akan   dilakukan   beserta    skala/   besarannya;

c. 	status      dan    kondisi     lmgkungan    di   dalam     dan    di sekitar 	lokasi    rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan: Jan
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d.
	
analisis terjadi,
	
Dampak	Lingkungan     Hidup     yang     akan ketersediaan	teknologi        pengelolaan


Lingkungan     Hidup,      dan      alasan       ilmiah      bahwa
rencana   Usaha   darr/utau   Kegiatan  tersebut   memiliki Darnpak   Pentmg   terhadap    Lingkungan    Hidup    dan dapat    ditetapkan    ruenjadi  rencana   Usaha    dan/   al au Kegiatan  yang   wajib  memiliki  Amdal.

l4, 	Usulan     sebagairnana    dimaksud    pada    ayat    (3)  disusun dalam 	1      (satu)     dckurnen    pengajuan     penetapan     jenis rencana		Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   wajib   memiliki Amdal.



Pasal   13

( l)     Menteri   melakukan     evaluasi    terhadap     usulan      tertulis sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   12 ayat   (3).

(2)	Dalam   melakukan   evaluasi   sebagaimana    dimaksud   pada ayat   (1),  Menteri  menugaskan    pejabat    yang   membidangi Amdal,   UKL-UPL,  dan   SPPL.

	(3)
	Evaluasi      sebagaimana        dimaksud dilaksanakan    dengan    mempertimbangkan
	pada
·
	ayar
	(2)

	a.
	alasan 	ilmiah     bahwa      rencana Kegiatan			tersebut       memiliki terhadap		Lingkungan   Hidup;
	Usaha
Dampak
	dan/atau
Penting

	b.
	daya   dukung    dan   daya   tampung di lokasi   rencana   Usaha   dan/atau
	Lingkungan   Hidup
Kegiatan;


c.       tipologi    ekosistern     setempat     yang      dipcrkirakan memiliki	Dampak    Penting    terhadap     Lingkungan Hidup;   dan

d.       teknologi  pengelolaan   Darnpak  Lingkungan   Hidup. (4)    Dalarn   hal  hasil   evaluasi  merrunjukkan:
a. 	usulan      dapat     diterima,    pejabat     yang    membidangi Amdal, 	 UKL-UPL,     dan        SPPL        menerbitkan rekornendasi	penetapan     rencana    Usaha     dan/   atau Kegiatan  yang   tidak   wajib   memiliki  Amdal   menjadi rencana	Usaha      clan/  atau      Kegiatan    yang     wajib merniliki Amdal,   kenada    Menteri;  atau
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b. 	usulan        tidak       dapat        diterima,      pejabat        yang membidangi		Amdal,      UKL-UPL,     dan         SPPL menerbitkan	rekomendasi      penolakan      penetapan suatu 	rencana   Usaha   darr/  atau   Kegiatan  yang   tidak wajib 		merrnliki   Amdal    menjadi    rencana     Usaha dan/   a tau     Kegiatan    yang     wajib     memiliki   Amdal, kepada    Menteri.



Pasal   14

Hasil  evaluasi  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   13 ayat   (4)
menjadi  bahan    pertimbangan    Menteri  untuk:

a. 	menetapkan    keputusan    suatu    rencana   Usaha    dan/   atau Kegiatan  yang    tidak   wajib  memiliki Amdal menjadi  wajib memiJiki Amdal;   atau

	b.
	menolak     usulan       penetapan
	suatu
	rencana
	Usaha

	
	dan/   a tau    Kegiatan   yang    tidak
	wajib
	memiliki
	Amdal


menjadi  wajib   memiliki Amdal.



PasaJ 15

Jangka 		waktu     pelaksanaan     evaluasi    dan    penetapan     atau penolakan	penetapan   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang tidak 	wajib    memiliki   Amdal    menjadi   wajib   memiliki   Amdal sebagaimana		dimaksud     dalam      Pasal      13    dan     Pasal      14 dilakukan		paling     lama     30    (tiga    puluh)     hari     kerja     sejak permohonan	   dinyatakan   lengkap.



Pasal   16

(1)	Rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   wajib   memiliki Amdal  sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    5  ayat    (2) huruf 	a    dapat      ditetapkan      menjadi     rencana     Usaha dan/  atau   Kegiatan  yang   tidak   wajib   memiliki  Amdal   oleh Menteri.

(2)	Rencana      Usaha        dan/   atau       Kegiatan      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   ( 1)   diusulkan    secara    tertulis    kepada Menteri, oleh:

a. 	menten       dan/atau       kepala       lembaga     pemerintah nonkemen  terian;

b.       gubernur;
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c.      bupati/wali    kota;   dan/  a tau d.      masyarakat.
(3)     Usulan     tertulis      sebagaimana     dimaksud     pada     ayat    (2)
paling   sedikit   berisi:

a.       identitas   pengusul;

b. 	deskripsi    rencana    Usaha    dan/   atau    Kegiatan   yang akan   dilakukan   beserta    skala/besarannya;

c.       status     clan   kondisi     lingkungan    di   da!am    dan      di sekitar 	lokasi    rcncana    Usaha     dan/   atau     Kegiatan; dan

	d.
	analisis
	darnpak     Lingkungan     Hidup
	yang     akan

	
	terjadi,
	ketersediaan          teknologi
	pengelolaan


Lingkungan      Hidup,      cian     alasan       ilmiah      bahwa
rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan   tersebut    tidak memiliki    Dampak     Pentmg    terhadap     Lingkungan Hidup    dan   dapat    ditetapkan    menjadi  jenis    rencana Usaha    dan/   atau   Kegiatan  yang   tidak   wajih   merniiiki Amdal.


Pasal   17

(1) 	Menteri   melakukan     evaluasi    terhadap     usulan     tertulis sebagairnana	dimaksud   dalam   Pasal   16 ayat   (3}.

(2) 	Dalam   rnelakukan   evaluasi   sebagaimana    dimaksud   pada ayat   (1),  Menteri  menugaskan    pejabat    yang   membidangi Amdal, UKL-UPL,  dan   SPPL.

(3)    Evaluasi      sebagaimana        dimaksud       pada       ayat       (2)
dilaksanakan    dengan    mempertimbangkan     aspek:

a. 	Dampak    Lingkur.gan    Hidup     dari    rencana     Usaha dan/   atau      Kcgiatan     dapat       ditanggulangi      sesuai dengan 	perkernbangan       ilmu      pengetahuan       dan teknologi;

b. 	daya   dukung    dan   daya   tampung   Lingkungan   Hidup di lokasi   rencana   Usaha   dan  /atau    Kegiatan;  dan

c. 	berdasarkan     pertim  bar.gan     ilmiah    bahwa     rencana Usaha 	dan/   atau      Kegiatan     cidak     menimbulkan Dampak  Penting.
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(4)    Dalam   hal  hasil   evaluasi  menunjukkan:

a. 	usulan      dapat     diterima,    pejabat     yang    membidangi Amdal, 	UKL-UPL,   dan       SPPL         menerbitkan rekomendasi	penetapan     rencana    Usaha     dan/atau Kegiatan yang  wajib  memiliki Amdal  menjadi  rencana Usaha   dan/atau     Kegiatan  yang   tidak   wajib   memiliki Amdal, kepada    Menteri;  atau

b. 	usulan        tidak       dapat        diterima,      pejabat        yang membidangi		Amdal,      UKL-UPL,     dan         SPPL menerbitkan	rekomendasi      penolakan      penetapan suatu 	rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan  yang   wajib memiliki   Amdal    menjadi   rencana    Usaha     dan/atau Kegiatan  yang   tidak    wajib   memiliki  Amdal,    kepada Menteri.



Pasal   18

Hasil  evaluasi  sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   17 ayat   (4)
menjadi  bahan    pertimbangan    Menteri  untuk:

a. 	menetapkan    keputusan    suatu    rencana   Usaha     dan/atau Kegiatan	yang    wajib   memiliki   Amdal    menjadi   rencana Usaha 	dan/atau      Kegiatan   yang    tidak    wajib    memiliki Amdal; atau

b. 	menolak     usulan       penetapar,      suatu       rencana      Usaha dan/   a tau   Kegiatan  yang   wajib   memiliki  Amdal   menjadi rencana	Usaha     dan/atau      Kegiatan   yang     tidak     wajib memiliki Amdal.



Pasal   19

Jangka 	waktu     pelaksanaan     evaluasi    dan    penetapan     atau penolakan	penetapan   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang wajib  memiliki Amdal menjadi tidak  wajib  memiliki Amdal sebagaimana	dimaksud     dalam      Pasal      17    dan     Pasal      18
	dilakukan
	paling     lama
	30    (tiga    puluh)
	hari
	kerja     sejak

	permohonan
	dinyatakan
	lengkap.
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Pasal20

(1)		Untuk    menentukan     rencana    Usaha    dan/atau       Kegiatan yang 	wajib     memiliki    Amdal,      UKL-UPL,   atau      SPPL, penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kegiatan   melakukan proses   penapisan   secara    mandiri.

(2)	Dalam   hal  penanggung   jawab     Usaha    dan/   atau   Kegiatan tidak 	 dapat      melakukan      penapisan      secara      mandiri, penanggung		   jawab              Usaha        dan/atau         Kegiatan mengajukan			penetapan        penapisan        dari       instansi Lingkungan	Hidup    pusat,     organisasi    perangkat    daerah yang 	membidangi     Lingkungan     Hidup     provinsi,    atau orgamsasi		perangkat        daerah         yang        membidangi Lingkungan		  Hidup      kabupaten/kota         sesuai      dengan kewenangannya.

(3)	Penetapan    penapisan    yang    disampaikan     oleh    instansi Lingkungan	Hidup    pusat,     organisasi    perangkat    daerah yang 	membidangi     Lingkungan     Hidup     provinsi,    atau orgarusasi		perangkat        daerah         yang        membidangi Lingkungan		 Hidup      kabupaten/kota         sesuai      dengan kewenangannya	memuat:

a.       rencana    Usaha     dan/   atau     Kegiatan   wajib    memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau   SPPL; dan

b. 	kewenangan   uji  kelayakan  Amdal, pemeriksaan   UKL• UPL,  atau   SPPL.

(4)	Proses     penetapan     penapisan     sebagaimana      dimaksud pada 	ayat     (3)    tercantum      dalam      Lampiran     I    yang merupakan		bagian     tidak     terpisahkan      dari     Peraturan Pemerintah	ini.



Bagian   Kedua
Penyusunan    Amdal   dan   Uji Kelayakan  Amdal


Pasal   21

	(1)
	Amdal   disusun   oleh   penanggung
	jawab    Usaha
	dan/atau

	
	Kegiatan  pada   tahap    perencanaan
	suatu    Usaha
	dan/atau

	
	Kegiatan.
	
	


(2)	Lokasi   rencana    Usaha    dan/atau     Kegiatan   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) wajib  sesuai   dengan    rencana   tata ruang.
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(3)	Kesesuaian    lokasi     rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan dengan    rencana   tata   ruang    sebagaimana    dimaksud   pada ayat 	(2)    dibuktikan      dengan       konfirmasi     kesesuaian kegiatan	  pemanfaatan        ruang        atau        rekornendasi kesesuaian		kegiatan  pernanfaatan  ruang    sesuai   derigan keteruuan	peraturan    perundang-undangan.

(4) 		Dalam     hal    lokasi     rencana     Usaha     dany atau     Kegiatan tidak 	sesuai     dengan     rencana    tara    ruang   sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (3),      dokumen   Amdal   tidak    dapat dinilai 		dan     dikembalikan     kepada     penanggung      jawab  Usaha   dan/atau    Kegiatan.


Pasal22

(11      Dalam      menyusun    Amdal,      penanggung    jawab       Usaha
dan/   atau   Kegiatan  menggunakan    pendekatan    studi:

a.     tunggal;
b.     terpadu;   atau c.     kawasan.
(2)    Pendekatan    studi    tunggal     sebagaimana    dimaksud    pada
ayat    ( lJ   huruf     a  dilakukan    apabila     penanggung    jawab Usaha        dan/atau         Kegiatan      merencanakan         untuk melakukau    1   (satu)  jenis   Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang kewenangan       pembinaan       dan/   atau       pengawasannya berada       di     bawah       I        (satu)      kementerian,       Iernbaga pemerintah       nonkementerian,         organisasi       perangkat daerah       provinsi,     ata:. ..i        organisasi     perangkat      dacrah kabupaten/kota.

(3)	Pendekatan    studi    terpadu     sebagaimana    dirnaksud    pada ayat 	(1)  huruf     b  dilakukan    apabila     penanggung    jawab Usaha 		dan/   atau        Kegiatan      merencanakan         untuk rnelakukan	 le bih   dari     1     ( satu]    jenis     Usaha     dan  / a tau Kegiatan	 yang    perencanaan     dan    pengelolaannya     saling terkait 	dalarn    satu    kesatuan    hamparan    ekosistem   serta pernbinaan	dan/atau     pengawasannya     berada     di  bawah lebih 	  dari     1      (satu)    kernenterian,     lembaga    pernerintah nonkementerian,	organisasi    perangkat    daerah     provinsi, atau   organisasi   perangkat   daerah    kabupatcn/kota.



 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INOONESIA
)
(4) Pendekatan    ...
 (
SK 
 
No
 
84530
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA



-  28  -


(4) 	Pendekatan    studi   kawasan   sebagairnana   dimaksud   pada ayat   ( 1\ huruf   c dilakukan   oleh  pengelola  kawasan   selaku penanggung	jawab         Usaha     dan/atau      Kegiatan    yang merencanakan		untuk      rnelakukan     lebih    dari     1      (satu] Usaha 	  dan/   arau    Kegiatan  yang   akan    dilaksanakan     oleh Pelaku 		Usaha     di   dalarn    kawasan,    terletak     dalam     saru kesatuan		  zona    rencana    pengembangan     kawasan,    yang telah 	rnendapatkan     penetapan    kawasan    dan    pengelola kawasan		sesuai    derigan   ketentuan    peraturan    perundang• undangan.

(5) 		Pendekatan    penyusunan     Amdal   sebagaimana     dimaksud pada  ayat   (1) huruf    a  dan   huruf    b yang   dilakukan    oleh lebih   dari    1    (satu)    penanggung   jawab     Usaha    dan/atau Kegiatan  terhadap   Usaha    dan/atau      Kegiatan   yang   saling  terintegrasi	dapat    disusun    dalam     1   (satu)    Amdal    yang dapat 	digunakan    untuk     penerbitan     lebih   dari    1    (satu)  Perizinan  Ber u saha.



Pasal   23

( 1)       Penanggung      jawab              Usaha        dan/   a tau       Kegiatan sebagaimana	dimaksud    dalam    Pasal    21  ayat   ( i)   dalam penyueunan			Amdal      dapat       nilakukan      sendiri       atau menunjuk	pinak   lain  dalam   hal  tidak   mampu.

(2) 	Penyusunan    Amdal   wajib  dilakukan   oleh  penyusun   yang memiliki  sertifikat  kompetensi.

(3)		Hasil     penyusunan      Amdai     yang     disusun      pihak      lain sebagaimana	dimaksud    pada   ayat   (1) menjadi    tanggung jawab   penanggungjawab     Usaha   dan/atau     Kegiatan.



Pasal24

(1)	Aparatur      sipil     negara      yang     bekerja       pada      instansi Lingkuugan	Hidup    pusat,     organisasi    perangkat    daerah yang 	mernbidangi    Lingkungan    Hidup     provinsi,     atau organisasi		 perangkat        daeruh         yang        membidangi Lingkungan	 Hidup     kabupaten/kota        dilarang     menjadi penyusun	Amds l.





(2) Dalam   ...

PRESIDEN
REPUBLIK     INDONESIA
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(2) 	Dalam        hal       instansi       Lingkungan       Hidup        pusat. organisasi		 perangkat        daerah         yang        membidangi Lingkungan	Hidup    provinsi,   atau    organisasi    perarigkat daerah 		 yang         membidangi         Lingkungan         Hidup kabupaten/kota		bertindak   sebagai      penanggung   jawab Usaha 	dan/   atau       Kegiatan,      aparatur       sipil      negara sebagaimana		dimaksud     pada     ayat    (1)   dapat     menjadi penyusun		Amdal.



Pasal   25

Penyusunan     Amdal    dimulai    dengan     penyediaan     data     dan informasi  sebagai   berikut:

a. 	hasil         penapisan         kewenangan        penilaian        Amdal sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   20;

b.      deskripsi   rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan;

c.       rona    Lingkungan    Hidup    awal   di   dalam    dan    di   sekitar lokasi 	rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan    yang    akan dilakukan;	dan

d.      hasil   pengumuman    dan   konsultasi   publik.



Pasal26

Amdal   sebagaimana    dimaksud   dalarn   Pasal   22  ayat   (1) terdiri atas:

a.      Formulir  Kerangka  Acuan;

b.      Andal;   dan c.      RKL-RPL.


Pasal27

(1)    Penyusunan    Amdal   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasa.l
21  ayat   (1) dilakukan   melalui   tahapan:

8.          pelaksanaan    pelibatan   masyarakat   terhadap   rencana
Usaha   dan/   atau   Kegiatan;

b. 	pengisian.   per.gajuan,   pemeriksaan.    .tan   penerbitan berita   acara   kesepakatan    Formulir  Kerangka  Acuan:


c.  penyusanan    ...

PRESIDEN REPUBLIK       INDONESIA






c.      penyusunan    dan  pengajuan   Andal  dan  RKL-RPL;  dan d.      penilaian  Andal   dan   RKL-RPL.
(2)    Pemeriksaan     Forrnulir    Kerangka    Acuan     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1) huruf    b dan   penilaian   Andal   clan RKL-RPL scbagaimana   <limaksud pada  ayat  (1} huruf   d merupakan    bagian   uji  kelayakan   Amdal.



Pasal28

(1) 	Penanggung    jawab      Usaha     dan/atau      Kegiatan    dalam menyusun	Amdal   sebagaimana   dirnaksud   dalam   Pasal   2] ayat 	(1)  melibatkan    masyarakat    yang    terkena     dampak iangsung,

	(2)
	Pelibatan    masyarakat     yang
	terkena     dampak
	langsung

	
	sebagaimana   dimaksud   pada
	ayat   ( 1)  dilakukan
	melalui:


a.      pengumuman     rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan;
dan

b.      konsultasi   publik.

(3)	Masyarakat   yang   terkena    dampak   langsung   sebagaimana dimaksud		pada     ayat     (iJ     berhak      mengajukan      saran, pendapat,		 dan     tanggapan      terhadap     rencana     Usa ha dan/atau	Kegiatan  dalamjangka    waktu    10 (sepuluh)  hari kerja 	sejak    pcngumuman     sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) huruf   a.

(4)	Saran,    pendapat,   dan   tanggapan   scbagaimana    dimaksud pada 	ayat     (3)    disampaikan      secara      tertulis       kepada penanggung	jawab     Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

(5) 	Masyarakat   yang   t.erkena  darnpak  langsung   memberikan saran,    pendapat,   dan  tanggapan   terhadap   rencana   Usaha dan/   a tau   Kegiatan  pada   konsultasi    publik    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   b.

(6)		Saran,   pendapat,  dan  tanggapan   terhadap   rencana   Usaha dan/   a tau   Kegiatan  pada   konsultasi    publik    sebagaimana
	dimaksud
	pada     ayat
	(5)   dicatat
	dalarn
	berita
	acara

	konsultasi
	publik.
	
	
	
	


(7)	Pehbatan    masyarakat     yang    terken-      dampak    langsung sebagaimana	 dimaksud   pada   ayat   (2J  dilakukan   sebelum penyusunan	Formulir  Kerangka  Acuan.



Pasal   29  ...
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(1)	Masyarakat      yang      terkena       dampak      langsung      yang dilibatkan     dalam       penyusunan       Amdal    sebagairnana dimaksud	dalam   Pasal   28 ayat  (1) merupakan   masyarakat yang   berada     di  dalam    batas    wilayah   studi   Amda!   yang akan 	terk-ma    dampak     secara      langsung     baik     positif dan  Zatau   negatif    dari   adanya     rencana   Usaha    dan/atau Kegiatan.

(2) 	Pemerhati    Lingkungan     Hidup,     peneliti,    atau     lernbaga swadaya		masyarakat     pendamping    yang    telah    membina dan/   atau     mendarnpingi     masyarakat      terkena      dampak langsung		  sebagaimana     dimaksud    pad a   ayat    ( lj   dapat dilibatkan		sebagai    bagian    dari   masyarakat    yang   terkena dampak	langsung.



Pasal   30

( 1)       Dalam       melakukan       pengumuman        rencana       U saha dan/atau	Kegiatan   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
28 ayat   (2) huruf    a,  penanggung   jawab    Usaha    dan/atau
Kegiatan  wajib   menyampaikan    informasi   secara    ringkas, benar,    dan   repat   mengenai:

a.      nama      dan     alarnat.     penanggung     jawab          Usaha dan/   atau   Kegiatan;

b.      jenis   rencana   Usaha   darr/atau    Kegiatan;

c.       skala/besaran         dari      rencana      Usaha       darr/utau
Kegiatan;

d.       lokasi   rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan;

e.       dampak   potensial    terhadap    iingkungan    yang    akan timbul 	dan    konsep     umum     pengendalian     Dampak Lingkungan	Hidup:

f. 	tanggal     pengumuman      mulai     dipasang    dan    batas waktu   penyarnpaian   saran,   pendapat,   dan  tanggapan dari  masyarakat;   dan

g. 	nama       dan      alamat       penanggung      jawab       Usaha dan/   atau   Kegiatan  yang   menerima   saran,    pendapat, dan   tanggapan   dari  masyarakat.




(2) Inforrnasi   ...
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	(2)
	Infonnasi   dalam    pengurnuman    rencana   Usaha
	dan  Zatau

	
	Kegiatan      sebagaimana       dimaksud       pada
	ayat       (1)


disarnpaikan     dengan     menggunakan      bahasa     Indonesia
yang   baik   dan   benar,   jelas,    dan   mudah     dimcngerti   oleh seluruh 	lapisan    masyarakat.

(3) 		Selain     menggunakan      bahasa      Indonesia.     sebagaimana dimaksud		pada    ayat   (2),   informasi   dalam   pengumurnan rencana		Usaha     dan/   atau    Kegiatan     dapat    disarnpaikan dengan 	menggunakan     bahasa     daerah     atau    lokal   yang sesuai   dengan    lokasi   dimana    pengumuman     tersebur   akan dilakukan.

(4)		Pengumuman     rencana    Usaha    dan  Zatau    Kegiatan    y311g memuar	informasi   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   ~1} disampaikan	mela]ui:

a.       media   massa;    dan/atau
b.      pcngurnurnan   pada   lokasi   Usaha   dan/   atau   Kegiatan. (5)    Selain    media    yang    wajib   digunakan    untuk     melakukan
pengumuman      sebagaimana     dimaksud     pada    ayat     (4),
penanggung     jawab      Usaha      dan/   atau     Kegiatan    dapat menggunakan          media          lain         untuk           mclakukan pengumurnan,    berupa:
a.      media   cetak   seperti   brosur,    pamflet,  atau   spanduk;
b. 	media     elektronik    meJalui   te]evisi,   laman,     jejariug sosial,   pesan   elektronik,   dan/   a tau   radio;
c, 	papan    pengumuman    di  instansi   Lingkungan   Hidup dan 	instansi    yang    membidangi     Usaha     dan/atau Kegiatan  di tingkat   pusat,  daerah    provinsi.  dau/   atau daerah    kabupaten  Zkota;  dan
d.      media   lain  yang   dapat   digunakan.


Pasal   ;11

(1 l      Masyarakat   yang   terkeria  dampak   langsung   sebagaimana dirnaksud		dalarn    Pasal    29   berhak     mengajukan     saran, pendapat,		 clan     tanggapan      rerhadap      rencana      Usaha dan/atau	Kegiatan  (i.alamjangka   waktu    10  (sepuluh]  hari kerja   sejak   pengumuman   sebagaimana  dimaksud    dalam Pasal   2~~ ayat   (2) huruf   2..

(2) S8_1an   ...
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(2) 	Saran,    pendapat,    dan   tanggapan    sebagaimana    dirnaksud pada 	ayat      (1)    disarnpaikan      secara       tertulis       kepada penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kegiatan.

	(1)
	Dalam    menyampaikan     saran,
	pendapat,    dan    tanggapan

	
	terkait    pengumuman     rencana
	Usaha    dan/atau     Kegiatan

	
	sebagaimana    dimaksud    pada
	ayat   (2),  masyarakat    wajib


mencantumkan     identitas   pribadi   yang  jelas   sesuai    dengan
dokumen   kependudukan.

(4) 	Saran,   pendapat,   dan  tanggapan   masyarakat   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (3) dapat   berupa:

a. 	informasi  deskriptif  ten tang  kondisi   lingkungan   yang berada    di dalam   dan  di sekitar   lokaai/   tapak   rencana Usaha   dan/atau    Kegiatan;

	b.
	nilai-nilai
	lokal
	yang     berpotensi
	akan      terkena

	
	dampak
	rencana
	Usaha     dan/   atau
	Kegiatan   yang


akan   dilakukan;   dan/   atau

c.        aspirasi   masyarakat,    keinginan,   dan  harapan   terkait dengan    rencana   Usaha   danjatau    Kegiatan.

(5) 	Saran,   pendapat,   dan  tanggapan   masyarakat   sebagaimana dimaksud	pada        ayat        (4)      disampaikan         derigan menggunakan		bahasa    Indonesia   dan/atau    bahasa    daerah atau 	lokal    yang    sesuai     dengan     lokasi     rencana    Usaha dan/   atau   Kegiatan.

(6)	Berdasarkan    saran,    pendapat,   dan   tanggapan   masvarakat yang   telah   diterima   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5), penanggung		jawab          Usaha          dan/atau          Kegiatan mendokumentasikan	dan   me ngolah   saran,    pendapat,   dan tanggapan	masyarakat.

(7) 	Saran,    pendapat,    dan   tanggapan   masyarakat    yang   telah diolah 	sebagaimana      dimaksud     pada     ayat     (6}    wajib digunakan		oleh    penanggung     jawab     Usaha      dan/   atau Kegiatan	sebagai     masukan     dalam     pengisian    Forrnulir Kerangka  Acuan.



Pasal32

Pelibatan   masyarakat    yang   terkena    dampak   langsung   melalui konsultasi   publik   sebagaimana    dirnaksud   dalam   Pasal   28  ayat (2) huruf   b mcncakup:



a.  kelompok  ...
 (
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a.       kelompok  masyarakat    rentan    (vulnerable  group);

b.        masyarakat    adat   (indigenous  people):   dan/atau

	c.
	kelompok    laki-Iaki   dan
	kelompok    perernpuan
	dengan

	
	mernperharikan  kesetaraan
	gender.
	




Pasal33

(l) 		Sebe  l urn   pelaksanaan      konsultasi     publik    sebagairnar.a dimaksud	dalarn    Pasal   28  ayat   (2) lruruf    b,  µenanggung jawab 	Usaha    dan/   atau    Kegiatan:

a. 		berkoordiria   si   dengan     instansi      terkait     dan    tokoh  masyarakat	yang     akan     dilibatkan      dalam     proses ko ns ulta.si   publik;   dan

b. 	mengundang      masyarakat      yang     akan     dilibatkan dalam 	koris  ultasi    publik.

(2) 	Dalam       undangan       konsultasi       publik       sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (1)  huruf     b,    pe nanggurig    jawab Usaha 	dan/atau       Kegiatan    menyarnpaikan       informa  si merigenai:

a.       tujuan     kon sul tasi   publik;

b.      waktu    dan   ternpat    pelaksanaan     kon su ltaai   publik;

c. 	bentuk,      cara,    dan   metode     kon su lta si  publik    yang akan 	dilakukan;

d.       tempat       dimana       masyar   akat     dapat      memperoleh informasi	tambahan;      dan

e. 	lingkup     saran,       pcndapat,      dan     tanggapan      dari masyarakat.

(3) 	Bentuk,       cara,        dan        rnetode        kon sultast         publik sebagaimana		dimaksud       pada       ayat       (2)     huruf    c dilakukan	secara     dalam    jaringan     atau     Juar   jaringan mencakup:
a.      lokakarya;
b.       seminar,
c.       focus   group   discussion;
d.      temu   warga;
e.      forum    dengar    peridapat:



f. dialog   ...
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f.      dialog   in t.e ra ktif;   dan/   a tau
g.       bentuk,        cara,     dan      metode       Jain     yang      dapat digunakan	untuk      berkomunikasi      secara     2  (dua) arah.
(4) 	Penanggung     jawab      Usaha     dan/atau       Kegiatan    dapat memilih		salah      satu      atau      kornbinasi      dari     berbagai bentuk, 			cara,        dan        metode         konsultasi         publik sebagaimana	dimaksud      pada     ayat     t3)   yang     secara efektif 	dan    efisien     dapat     menjaring     saran,      peridapat   , dar,   tanggapan    masyarakat     secara    optimal.



Pasal34

(1) 		Dalarn     pelaksanaan       konsultasi      publik,     perianggung jawab 	·      Usaha       dan/   a tau      Kegiatan      meny  ampaikan informasi	paling    scdikit    terkait:

a.      deskripsi   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan,

	b.
	dampak   potensial
	yang   akan   timbul    dari   identifikasi

	
	awal   penanggung
	jawah    Usaha    dar.,'  atau    Kegiatan


meliputi      penurunan       kualitas      air      permukaar.,
penurunan       kualitae     Udara      Ambien,    Kerusakan Lingkungan,   keresahan    masyarakat,    gangguan   lalu lintas,  gangguan  kesehatan   rnasyarakat,   kesernpatan kerja,   dan   peluang  berusaha;   dan

	c.
	komponen   lingkungan    yang
	akan    terkena     darnpak

	
	dari  rencana   Usaha   dan/atau
	Kegiatan.


(2) 		Berdasarkan         informasi       yang        disarnpaikan          oleh penanggung	 jawab         Usaha         dan/   atau        Kegiatan sebagaimana	dimaksud      pada     ayat     ( 1),   masyarakat yang 	terkena           dampak         Jangsung                  berhak menyampaikan		saran,        pendapat,       dan      tanggapan terhadap		:rencana   Usaha   dan  Zatau   Kegiatan.

	(3)
	Penanggung     jawab
	Usaha     dan  z atau     Kegiatan    wajib

	
	mendokumentasikan
	dan   mengolah    saran,     pendapat,

	
	dan       tanggapan
	masvarakat         yang        disampaikan


sebagaimana     dirnak  sud   pada    ayat   (2).


(4) Saran    ...


- 36  -


(4) 		Saran,      pendapat,      dan     tanggapan      masyaraka   t   yang telah 	diolah      sebagaimana      dimaksud      pada     ayat     (3) wajib 		digunakan        oleh      pcnanggung      jawab      Usaha dan/atau		Kegiatan   sebagai     masukan    dalam    pengisian Formulir  Kerangka    Acuan.



Pasal   35

	(1)
	Pengumuman
	rencana       Usaha       dan/atau        Kegiatan

	
	sebagaimana
	dimaksud    dalam    Pasal   28  ayat   (2) huruf    a

	
	disampaikan
	juga     oleh     penanggung     jawab          Usaha


dan/   atau   Kegiatan  kepada   Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan
Hidup.

	(2}
	Tim     Uji
	Kelayakan     Lingkungan
	Hidup      melakukan

	
	pelibatan
	masyarakat           dengan
	menempatkan


pengumuman      yang     disampaikan      penanggung     jawab
Usaha     dan/atau       Kegiatan    kepada      masyarakat      pada sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup   bersamaan dengan    pengumuman    yang   dilakukan   penanggung   jawab Usaha    dan/atau     Kegiatan  sebagaimana    dimaksud   dalam Pasal   28  ayat   (2) huruf   a.

(3)    Masyarakat      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2)
melipi .. ti:
a.      pemerhati   Lingkungan   Hidup;  dan/   a tau b.      masyarakat    berkepentingan    lainnya.

	(4)
	Masyarakat   sebagaimana    dimaksud
	pada   ayat
	(3) berhak

	
	mengajukan    saran,     pendapat,    dan
	tanggapan
	terhadap


rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan  dalam   jangka     waktu
10       (sepuluh)        hari        kerja         sejak        pengumuman dipublikasikan.

(5)    Saran,    pendapat,   dao   tanggapan   scbagaimana    dimaksud
	pada    ayat
	(4)  disampaikan
	kepada
	Tim   Uji   Kelayakan

	Lingkungan
	Hidup.
	
	


(6) 	Tim  Uji  Kelayakan   Lingkungan   Hidup   rnenyaring   saran, pendapar,	dan  tanggapan   yang  disampaikan    sebagaimana dimaksud	 pada    ayat   (5)  untuk     memilah   masukan    yang relevan.


 (
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	(7)
	Tim   Uji   Kelayakan
	Lingkungan    Hidup    menyampaikan

	
	saran,        pendapat,
	dan       tanggapan       yang       relevan


sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6) kepada    penanggung
jawab   Usaha   dan/   a tau   Kegiatan  untuk    digunakan   dalam pengisian	Formulir  Kerangka  Acuan.



Pasal   36

(1) 		Kementerian/lembaga      pemerintah     nonkernenterian     yang membidangi	sektor     bidang     Usaha     dan/atau      Kegiatan wajib  Amdal  menyusun   Formulir   Kerangka  Acuan   spesifik sesuai   dengan   jenis   Usaha   dan/  atau   Kegiatan.

(2)	Formulir       Kerangka      Acuan        spesifik      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) terdiri   atas:

a.      formulir  pelingkupan;   dan

b.     formulir  metode   studi   Andal.

(3)	Kementerian/lembaga      pemerintah    nonkementerian     yang membidangi	sektor     bidang     Usaha     dany atau     Kegiatan wajib  Amdal,   dalam   menyusun   Formulir  Kerangka  Acuan spesifik	sebagaimana        dimaksud       pada        ayat       (1) berkoordinasi	 dengan    Menteri.

(4)	Menteri  memasukkan    Formulir   Kerangka  Acuan    spesifik yang 	disusun     oleh    kementerian/lembaga        pemerintah nonkementerian	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) ke dalam   sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup.

	(5)
	Formulir
	Kerangka
	Acuan
	spesifik      sebagairnana

	
	dimaksud
	pada    ayat
	( 1)   disusun
	dengan     menggunakan

	format    sebagaimana
	tercantum    dalam
	Larnpiran   II yang

	merupakan     bagian
	tidak     terpisahkan
	dari     Peraturan


Pemerintah   ini.



Pasal   37

(1) 	Penanggung    jawab     Usaha     dan/atau      Kegiatan   mengisi Formulir	Kerangka   Acuan    spesifik  yang    tersedia   dalam sistem 	 informasi        dokurnen        Lingkungan        Hidup sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   36  ayat   (4).
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(2)		Dalam     hal    Forrnulir    Kerangka    Acuan     spesifik     nelum  terse  dia   dalarn    sistem     informasi   dokumcn     l.ingkungan Hidup 	sebagairnana    dimaksud    pada    ayat    (1),  pengisian Formulir  Kerangka  Acuan   mengacu  pada   format   Formulir Kerangka  Acuan    sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   36 ayat   (5).


	
	Pasal
	38
	

	( 1)
	Formulir   Kerangka oieh     penanggung
	Acuan    yang   telah    diisi   dan jawab 	Usaha       dan/   a tau
	diajukan
Kegiatan


sebagairnana   dimaksu.d  dalam   Pasal   37  diperiksa   oleh:

a.     Menteri  melalui   Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup
yang  berkedudukan    di pusat;

b.     gubernur     melalui     Tim   Uji   Kelayakan    Lingkungan
Hidup   yang   berkedudukan    di provinsi;  atau

c. 	bupati/wali       kota      melalui       Tim      Uji     Kelayakan Lingkungan	Hidup        yang        berkedudukan         di kabupaten/kota.


(2)	Tim  Uji  Kelayakan   Lingkungan   llidup    dalam    rnelakukan pemeriksaan	Formulir     Kerangka    Acuan      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) dapat   melibatkan:

a. 		ahli  terkait   dengan   rencana   Usaha   dan/atau     Kegiatan atau 	Dampak      Lingkungan      Hidup      dari      Usaha  dan/  a tau  Kegiatan;  dan

	b.
	instansi
	terkait     dengan     rencana
	Usaha
	dan/atau

	
	Dampak
	Lingkungan    Hidup    dari
	Usaha
	dan/atau

	
	Kegiatan.
	
	
	


(3)	Peme.ciksaan     sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1) dilakukan	dalam   jangka    waktu    paling   lama.   10  (sepuluh) hari   kerja   sejak    Forrnulir  Kerangka  Acuan    diterima   dari per.anggung	jawab      Usaha      dan/   atau     Kegiatan    secara lengkap.

(4) 	Basil    perneriksaan     Formulir    Kerangka    Acuan     disusun dalam 	bentuk       berita       acara       kesepakatan       Formulir Kerangka  Acuan   yang   ruemuat  inforrnasi  paling   sedikit:

a.      Dampak  Penting  hipotetik,

b.      batas   wilayah  studi   clan  batas   waktu   kajian;
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d.      penetapan   kategori  Amdal;   dan

e.      waktu   penyusunan    dokumen  Andal   dan   RKL-RPL.

	(5)
	Tata     laksana      pemeriksaan
	Forrnulir    Kerangka
	Acuan

	
	tercantum     dalam     Lampiran
	II  yang    merupakan
	bagian


tidak   terpisahkan    dari  Peraturan   Pemerintah   ini.



Pasal   39

(1) 		Penanggung   jawab    Usaha    darr/  atau   Kegiatan   menyusun dokumen	Andal   berdasarkan     Formulir   Kerangka    Acuan  sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   38 ayat   (4).

(2)    Dokurnen   Andal    sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)
memuat:

	a.
	pendahuluan;
	

	b.
	deskripsi   rencana   Usaha alternatifnya;
	dan / a tau   Kegiatan  beserta


c.      deskripsi   rinci  rona   Lingkungan   Hidup;

d.      hasil   dan   evaluasi  pelibatan   masyarakat;

e. 	penentuan     Dampak   Penting   hipotetik   yang    dikaji, batas   wilayah  studi,   dan   batas   waktu   kajian;

f. 	prakiraan     Dampak    Penting    dan     penentuan      sifat penting    dampak;

g.       evaluasi       secara         holistik
Lingkungan   Hidup;

h.       daftar   pustaka;   dan

1.         lam piran.


terhadap        Dampak

(3)	Penyusunan      dokumen     Andal     sebagaimana     dimaksud pada 	ayat       (2)     dilakukan       berdasarkan        pedoman penyusunan	   dokumen    Andal     sebagaimana     tercantum dalam 	 Larnpiran     II    yang     merupakan      bagian      tidak terpisahkau	dari  Peraturan   Pernerintah  ini.


Pasal   40  ...
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Pasal40

(1)	Penanggung   jawab    Usaha    dan  Zatau   Kegiatan  menyusun dokumen	RKL-RPL    berdasarkan        dokumen      Andal sebagaimana		dimaksud   dalam   Pasal   39  ayat   (2).

(2)    Dokumen   RKL-RPLsebagaimana    dimaksud   pada   ayat   ( 1)
memuat:

a.      pendahuluan;

b.      matrik   RKL;

c.   matrik    RPL;

d. 		persyaratan     dan    kewajiban    terkait     dengan     aspek  Perlindungan	 dan    Pengelolaan    Lingkungan     Hidup yang 	relevan        terdiri        atas        pengolahan         dan pembuangan	Air  Limbah,  pemanfaatan   Air  Limbah untuk 	 aplikasi     ke    tanah,       pembuangan        Emisi,  Pengelolaan	Limbah    B3,     dan/atau        pengelolaan dampak  lalu  lintas;

e.		pernyataan      komitmen    penanggung     jawab     Usaha dan/   a tau   Kegiatan  untuk    melaksanakan     ketentuan yang   tercantum   dalam   RKL-RPL;

f.      daftar   pustaka;   dan
g.   1iampi•ran.

(3)		Penyusunan    dokumen   RKL-RPL sebagaimana     dimaksud pada 	ayat       (2)     dilakukan       berdasarkan         pedoman penyusunan		dokumen    RKL-RPL yang   tercantum     dalam  Lampiran	II  yang   merupakan    bagian    tidak    terpisahkan dari  Peraturan  Pemerintah  ini.



Pasal   41

(1) 	Penyusunan      dokumen    Andal     sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal    39   dan    dokumen    RKL-RPL sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    40   dibagi    berdasarkan     kategori Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

(2)    Kategori sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a.       kategori  A;

b.      kategori  B; atau c.       kategori C.

 (
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(3J	Kategori  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) ditentukan berdasarkan	kriteria:

a.      kompleksitas   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan;

b.      dampak   rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan  terhadap
Lingkungan   Hidup;

c.      sensitifitas   lokasi   rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan;
dan/ata.u

d.      kondisi    daya   dukung    dan   daya   tampung   Lingkungan
Hidup   di lokasi   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan,

(4) 	Penetapan   kategori  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1), ayat   (2), dan   ayat   (3) tercanturn   dalam    Lampiran   I yang
	merupakan
	bagian
	tidak
	terpisahkan
	dari     Peraturan

	Pemerintah
	ini.
	
	
	




Pasal42

( 1)       Penyusunan     dokumen    Andal    dan    dokumen    RKL-RPL sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   41 ayat   (2) dilakukan dalam   jangka    waktu:

a.      kategori  A paling   lama    180  (seratus   delapan   puluh)
hari;

b.       kategori  B paling   lama   120  (seratus   dua   puluh)    hari;
dan

c.      kategori  C paling   lama   60  (enam   puluh)    hari.

(2)	Dalam    hal   penyusunan     dokumen   Andal    dan    dokumen RKL-RPL  bersifat       sangat       kompleks,     jangka       waktu penyusunan	dapat     dilakukan     lebih    lama    dari    jangka waktu 	kategori   A  sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1) huruf   a.

(3) 		Penambahan    waktu   penyusunan    sebagaimana     dimaksud pada 	ayat      (2)    dilakukan      berdasarkan        permohonan penanggung	jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.
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Pasal43

(1) 	Penanggungjawab    Usaha   dan/atau    Kegiatan  mengajukan dokumen	Andal   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   39 dan 	dokumen    RKL-RPL sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   40  melalui    sistem    informasi   dokumen   Lingkungan Hidup   kepada    Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota sesuai   dengan    kewenangannya.

(2) 	Pengajuan     dokumen     Andal     dan     dokumen    RKL-RPL sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  harus     dilengkapi dengan    Persetujuan   Teknis.

(3)    Persetujuan    Teknis   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
terdiri   atas:

a.      pemenuhan    Baku   Mutu   Air Limbah;

b.      pemenuhan    Baku   Mutu   Emisi;

c.      Pengelolaan  Limbah  83;  dan/atau

d.      analisis    mengena.i dampak   lalu  lintas.



Pasal44

( 1)        Dokumen   Andal    dan  ·    dokumen    RKL-RPL se bagaimana dimaksud	dalam   Pasal   43  dilakukan   penilaian   oleh:

a.      Menteri    rnelalui    Tim    Uji    Kelayakan    Lingkungan
Hidup   yang   berkedudukan    di pusat;

b.      gubernur    melalui     Tim   Uji   Kelayakan    Lingkungan
Hidup   yang   berkedudukan    di provinsi;  atau

	c.
	bupati/wali
	kota
	melalui       Tim     Uji     Kelayakan

	
	Lingkungan
	Hidup
	yang        berkedudukan         di


kabupaten/kota.

(2) 	Penilaian  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan melalui   tahapan:

a. 	penilaian   administrasi;    dan b. 	 penilaian   substansi.
(3)    Penilaian  administrasi    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat
(2) huruf   a meliputi:

a. 	kesesuaian   lokasi   rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan dengan    rencana   tata   ruang;
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b.      persetujuan     awal   terkait     rencana    Usaha    dan/atau
Kegiatan;

c.      Persetujuan   Teknis;

d.       keabsahan    tanda    bukti    registrasi   lembaga   penyedia jasa 	penyusunan      Amdal,    apabila       penyusunan dokumen	Andal   dan   dokumen   RKL-RPL dilakukan oleh  lembaga  penyedia  jasa   penyusunan    Amdal;

	e.
	keabsahan
	tanda
	bukti
	sertifikasi
	kompetensi

	
	penyusun
	Amdal; dan
	
	
	

	f.
	kesesuaian dokumen
	sistematika
RKL-RPL dengan
	dokumen pedoman
	Andal       dan penyusunan


dokumen   Andal   dan   dokumen   RKL-RPL.

(4)    Penilaian  substansi    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
huruf   b meliputi:

a.      uji  tahap    proyek;

b.      uji   kualitas    kajian    dokumen    Andal    dan    dokumen
RKL-RPL;dan

c.        Persetujuan   Teknis.

(5)	Dalam      hal     hasil      penilaian     substansi      sebagaimana dimaksud	pada     ayat     (2)   huruf      b   terdapat     Dampak Lingkungan		 Hidup   yang   tidak   dapat    dikelola  dan   harus dilakukan		 perubahan        Persetujuan       Teknis,        harus mendapatkan		persetujuan      dari     kementerian/lembaga pemerintah		nonkementerian     atau    organisasi    perangkat daerah    yang   berwenang.



Pasa]   45

(1)    Penilaian   substansi   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
44   ayat    (4)  dilakukan    melalui    rapat    Tim   Uji  Kelayakan
Lingkungan   Hidup   secara   tatap   muka   langsung   dan/   atau dalam   jaringan.

(2)	Dalam    hal   rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan   bersifat kornpleks	dan       melibatkan       banyak        pihak,        rapat sebagaimana		dimaksud   pada   ayat   ( 1)   dapat   dilaksanakan lebih  dari   1   (satu)   kali.

(3)		Dalam      melakukan      penilaian     substansi       sebagairnana dimaksud	pada    ayat   (  1). Tim  Uji  Kelayakan    Lingkungan Hidup   melibatkan   pihak:
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a. 	masyarakat   yang  terkena    dampak  langsung   terhadap rencana	Usaha   dan/atau    Kegiatan;

b. 	ahli  terkait   dengan   rencana  dan/   atau   dampak  Usaha dan/   atau   Kegiatan;

c.      instansi     sektor      penerbit     persetujuan      awal     dan
Persetujuan   Tekni  s;

	d.
	instansi   pusat,    provinsi, atau   kabupaten/kota terkait     dengan     rencana    dan/   atau     dampak
	yang
Usaha

	
	dan/  atau   Kegiatan;  dan/   atau
	

	e.
	masyarakat masyarakat
	pemerhati	Lingkungan   Hidup   dan/   atau berkepentingan	lainnya      yang      telah


menyampaikan      saran,      pendapat,     dan     tanggapan
yang 	relevan    pada    pelibatan    masyarakat     di   tahap penyusunan	Formulir  Kerangka  Acuan.

	(4)
	Dalam       penilaian       substansi,
	Tim      Uji      Kelayakan

	
	Lingkungan       Hidup       dapat
	melibatkan       masyarakat

	
	sebagaimana     dimaksud     pada
	ayat    (3)   huruf     e   dalam


kondisi   tidak   diperoleh  saran,    pendapat,   dan   tanggapan.

(5)	Hasil   penilaian   substansi    Tim  Uji  Kelayakan   Lingkungan Hidup 	disusun    dalam    berita    acara    rapat    yang    memuat informasi:

	a.
	dokumen
	Andal     dan
	dokumen
	RKL-RPL  tidak

	
	memerlukan
	perbaikan;
	atau
	


b. 	dokumen  Andal  dan  dokumen   RKL-RPLmemerlukan perbaikan.

(6)	Terhadap   dokumen   Andal   dan   dokumen   RKL-RPL yang tidak 	 memerlukan     perbaikan     sebagaimana      dimaksud pada 	ayat    (5)  huruf     a,   Tim   Uji  Kelayakan   Lingkungan Hidup   melakukan   uji  kelayakan,

(7)	Terhadap     dokumen   Andal   dan   dokumen   RKL-RPLyang memerlukan	perbaikan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (5)	huruf      b,    Tim    Uji    Kelayakan    Lingkungan     Hidup mengembalikan	dokumen   Andal   dan   dokumen  RKL-RPL kepada 		penanggung    jawab     Usaha     dan/atau      Kegiatan untuk 	diperbaiki  dalam   jangka   waktu   paling   lama   30  (tiga puluh)   hari   kerja.
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Pasal   46

(1) 	Penanggung        jawab         Usaha         dan/atau          Kegiatan menyarnpaikan	dokumen   Andal   dan   dokumen   RKL-RPL yang 	telah       diperbaiki      sesuai        dengan        ketentuan sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   45  ayat  (7).

(2)	Terhadap   dokumen   Andal   dan   dokumeri   RKL-RPL yang telah 	diperbaiki    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    ( 1), Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup   melakukan   evaluasi perbaikan.

(3)    Berdasarkan    evaluasi   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat (2), Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup   melakukan     uji kelayakan.



Pasal   47

(1)	Uji kelayakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana    dimaksud dalarn   Pasal   45  ayat   (6) dan   Pasal   46  ayat   (3) dilakukan berdasarkan	kriteria    kelayakan   yang   meliputi:

a.       kesesuaian   lokasi   rencana   Usaha   dan/atau    Kegiat an dengan    rencana   tata   ruang   dan  ketentuan    peraturan perundang-undangan	yang   mengatur   terkait    dengan pemanfaatan	ruang;

b.       kesesuaian      rencana      Usaha       dan/atau       Kegiatan dengan 		kebijakan     di    bidang      Perlindungan     clan Pengelolaan	Lingkungan    Hidup    serta    sumber     daya alam 	yang     diatur      dalam      peraturan      perundang• undangan;

c.       rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan  tidak   mcnganggu kepentingan	pertahanan    keamanan;

d.       prakiraan   secara   cer mat  mengenai  besaran   dan   sifat penting    dampak   dari   aspek   biogeofisik  kimia.   sosial, ekonomi,	budaya,     tata      ruang,       dan      kesehatan masyarakat		pada   tahap    pra   konstruksi,    kon struksi, oper asi,      dan      pasca       operasr       Usaha       dan/   atau Kegiatan;

e. 	basil     evaluasi     secara      holistik      terhadap     seluruh Dampak  Penting  sebagai     satu   kesatuan   yang   saling terkait   dan   saling   mempengaruhi    sehingga  diketahui perimbangan	Dampak   Penting  yang   bersifat     positif dengan    yang   bersifat    negatif;


 (
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f. 		kemampuan     penanggung    jawab     Usaha     dan/atau Kegiatan   dan/atau     pinak    terkait    yang   bertanggung jawab   clalam menanggulangi   Dampak   Penting  negatif  yang 	akan      ditimbulkan      dari      Usaha      dan/atau
K egiatan     yang     direncanakan      dengan      pendekatan
teknologi,  sosial,   dan   kelernbagaan;

	g.
	rencana        Usaha         dan/ mengganggu      nilai-nilai masyarakat    ( emic  view);
	atau sosial
	Kegiatan        tidak atau      pandangan

	h.
	rencana     Usaha mempengaruhi
	dan/atau dan/   atau
	Kegiatan	tidak      akan mengganggu	entitas


ekologis yang   rnerupakan:

1.     entitas    dan/   atau   spesies    kunci   (key  species);

2. 	memiliki  nilai  penting    secara   ekologis  (ecological importance);

3. 	memiliki  nilai  penting    secara   ekonomi  (economic importance);  dan/   atau

4.      memiliki  niJai  penting     secara    ilmiah    (scientific·
importance);

	
1.
	rencana        Usaha         dan/   a tau
	Kegiatan        tidak

	
	menimbulkan    gangguan   terhadap
	Usaha    dan/atau


Kegiatan  yang   telah   berada    di  sekitar    rencana   iokasi
Usaha   dan/atau    Kegiatan;  dan/atau

J.	tidak   dilampauinya    daya   dukung    dan   daya   tampung Lingkungan	Hidup      dari     lokasi      rencana     Usaha dan/   a tau   Kegiatan,  dalam   hal  terdapat   perhitungan daya   dukung    dan   daya   tampung   Lingkungan   Hidup dimaksud.

(2)	Berdasarkan    hasil   uji  kelayakan   sebagaimana    dimaksud pada 	ayat    ( 1),  Tim   Uji   Kelayakan    Lingkungan    Hidup menyampaikan	rekomendasi    kepada    Menteri,   gubernur, atau   bupati/wali    kota   sesuai   dengan    kewenangannya.

(3)    Rekomendasi     sebagaimana      dimaksud     pada     ayat     (2)
berupa:

a. 	rekomendasi   kelayakan   Lingkungan   Hidup;   atau b. 	rekomendasi   ketidaklayakan    Lingkungan   Hidup.
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	(4)
	Rekomendasi   kelayakan
	Lingkungan   Hidup   sebagaimana

	
	dimaksud      pada      ayat
	(.3)      huruf       a     dapat       berupa

	
	rekomendasi     kelayakan
	bagi    sebagian    rencana    Usaha


dan/   a tau    Kegiatan    yang    diusulkan     oleh    penanggung
jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.



Pasa!48

(1)	Jangka     waktu    penilaian   substansi    dokumen   Andal   dan dokumen	RKL-RPLdan  uji  kelayakan   Lingkungan   Hidup sebagaimana	dimaksud    dalam    Pasal   44   sampai    dengan Pasal  4 7, dilakukan   paling   lama   50  (lima puluh)   hari  kerja sejak   dokumen  Andal   dan  dokumen   RKL-RPLdinyatakan lengkap  dalam   penilaian   administrasi.

(2)	Jangka      waktu     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (l} termasuk	jangka    waktu    perbaikan   dokumen   Andal   dan dokumen	 RKL-RPL  dalam      penilaian     substansi      oleh penanggung		jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.



Pasal49

(1) 		Rekomendasi   basil   uji  kelayakan   sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal    4 7  ayat    (2)  menjadi   bahan    pertimbangan Menteri,  gubernur,   atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan  kewenangannya	dalam   menetapkan:

a. 		surat    Keputusan   Kelayakan  Lingkungan    Hidup,   jika rencana	Usaha   dan/atau    Kegiatan   dinyatakan    layak Lingkungan	Hidup;   atau

b. 		surat   keputusan    ketidaklayakan    Lingkungan   Hidup, jika   rencana   Usaha    dan/   atau    Kegiatan   dinyatakan tidak   layak   Lingkungan   Hidup.

	(2)
	Surat
	Keputusan
	Kelayakan    Lingkungan     Hidup
	atau

	
	surat
	keputusan
	ketidaklayakan       Lingkungan
	Hidup


sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)  ditetapkan    dalam
jangka 	waktu    paling   lama    10  (sepuluh)   hari   kerja   sejak rekomendasi	basil   uji  kclayakan   diterima.

(3)		Surat     Keputusan     Kelayakan    Lingkungan      Hidup     yang ditetapkan	sebagairnana    dimaksud   pada   avat   (l)  huruf    a merupakan:

a.      bentuk    Persetujuan    Lingkungan;   dan
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b.      prasyarat      penerbitan      Perizinan     Berusaha      atau
Persetujuan    Pemerin tah.

(4)	Persetujuan     Pernerintah     sebagaimana     dimaksud     pada ayat 	(3)  huruf     b  diterbitkan     sesuai     dengan     ketentua.n peraturan	perundang-undangan.

(5) 	Perizinan      Berusaha       atau       Persetujuan       Pernerintah sebagairnana	 dimaksud    pada    ayat   (4) merupakan    dasar pelaksanaan	Pengawasan   Usaha   dan/ata.u   Kegiatan.
(6)	Surat        Keputusan        Kelayakan       Lingkungan       Hidup sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  huruf     a,   paling sedikit   mernuat:
a. 	dasar          ditetapkannya.         Kepurusan         Kelayakan Lingkungan		Hidup,     berupa     rekomendasi     hasil     uji kelayakan	dari     Tim    Uji    Kelayakan     Lingkungan Hidup;
b. 	identitas     penanggung     jawab          Usaha      dan/   atau Kegiatan sesuai  dengan  identitas yang tertulis  dalam Perizinan	Berusaha    a tau    Persetujuan     Pemerintah  , meliputi:
1.     nama   Usaha   dan/atau    Kegiatan;
2.     jenis   Usaha   dan/atau    Kegiatan;
3. 	nama     dan   jabatan      penanggung    jawab    Usaha dan/atau	Kegiatan:
4.      alamat    kantor:  dan
5.      lokasi   Usaha   dan/   atau   Kegiatan;
	c.
	lingkup
	rencana
	Usaha     dan/atau
	Kegiatan
	yang

	
	disetujui
	untuk
	dilakukan,     baik
	kegiatan
	utama


maupun       kegiatan      pendukung       sesuai        dengan
Persetujuan     Teknis    yang    diterbitkan    oleh   instansi yang   berwenang   menerbitkan    Persetujuan    Teknis;
d.      Persetujuan   Teknis   paling   sedikit   mernuat:
1.	standar     teknis    baku    mutu    Lingkungan   Hidup, Pengelolaar;  Limbah  B3,  dan/ atau    analisis mengenai  dampak   lalu  lintas;
2. 	standar       kompetensi     sumber       daya     manusia terkait 		baku        mutu        Lingkungan       Hidup, Pengelolaan	Limbah  B.3, dan   analisis    mengenai dampak	lalu  lintas;   dan
3.       sistem   manajemen   lingkungan.


 (
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e. 	persyaratan      penanggung     jawab     Usaha     dan/atau Kegiatan		untuk     merneriuhi   komitmen    Persetujuan Teknis 	sebelum    operasi      terkait      dengan      lingkup Persetujuan	Teknis;

f.      kewajiban     penanggung     jawab      Usaha      dan/atau
Kegiatan,  yang   terdiri   atas:

1.        memenuhi    ketentuan    scsuai    dengan     dokumen
RKL-RPL;
2. 	mematuhi     ketentuan      peraturan      perunds ...ng• undangan		di      bidang        Perlindungan        dan Pengelolaan	Lingkungan   Hidup;
3.      memeriuhi   kewajiban   pada   Persetujuan    Teknis pasca 	verifikasi      pemenuhan       baku       mutu Lingkungan	Hidup,     Pengelolaan    Limbah   B3, dan/   atau   anahsis    mengenai  dampak   lalu  lintas:
4. 	rnenyiapkan   dana   penjaminan   untuk    pemulihan fungsi 	Lingkungan      Hidup       sesuai       dengan ketentuan		peraturan    perundang-undangan;
5. 	melakukan    pengelolaan    Limbah   nonB3    sesuai rincian 	pengelolaan      yang      terrnuat      daiam dokurnen  RKL-RPL;
6. 	menyampaikan              laporan               pelaksanaan persyaratan	dan   kewajiban   Perizinan   Berusaha a tau          Persetujuan           Pemerintah          terkait
Persetujuan    Lingkungan   secara   berkala    setiap   6 (enam)   bulan   sekali;
	7.
	mengajukan
	permohonan             perubahan

	
	Persetujuan
	Lingkungan   apabila    direncanakan


untuk     melakukan    perubahan    Usaha    dan/atau
Kegiatan;
8. 	melakukan    audit     lingkungan     pada     tahapan pasca 	operasi     untuk      memastikan     kewajiban telah   dilaksanakan     dalam    rangka    pengakhiran kewajiban		pengelolaan       dan        pemantauan Lingkungan	Hidup;   dan/   atau
9. 	kewajiban   lain   yang    ditetapkan    oleh   Menteri, gubernur,	atau   bupati/waJi   kota   sesuai    dengan kewenangannya		berdasarkan         kepentmgan Perlindungan	clan     Pengelolaan      Lingkungan Hidup;
g.      hal-hal    lain,  yang   meliputi:



1. keten  tuan   .    .    .
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	1.
	ketentuan
	bahwa     penanggung     jawab
	Usaha

	
	dar./atau
	Kegiatan    dapat     dikcnakan
	Sanksi


Administratif    apabila     ditemukan     pelanggaran
administratif;
2. 	ketentuan     bahwa     penanggung    jawab       Usaha dan/   a tau    Kegiatan   wajib    memberikan     akses kepada 	  Pejabat     Pengawas    Lingkungan    Hidup untuk 	melakukan    pengawasan    sesuai     dengan kewenangan;
3.       ketentuan      masa      berlaku       Surat      Keputusan Kelayakan			Lingkungan          Hid up,          yang menjelaskan			 bahwa       keputusan       kelayakan Lingkungan		Hidup    ini   berlaku     selarna     Usaha dan/   atau   Kegiatan  berlangsung   sepanjang   tidak ada   perubahan    atas   Usaha    dan/atau     Kegiatan dimaksud;	dan
4.      tanggal    penetapan    Surat    Keputusan    Kelayakan
Lingkungan   Hidup.
(7)	Surat      keputusan      ketidaklayakan      Lingkungan     Hidup sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  huruf     b,   paling sedikit   memuat:
a.      lingkup  rencana   Usaha   dan  z atau   Kegiatan;
b.      dasar      pertimbangan      ketidaklayakan       Lingkungan
Hidup;
c.      penetapan   ketidaklayakan    Lingkungan   Hidup;   dan d.       tanggal        penetapan        keputusan        ketidaklayakan
Lingkungan   Hidup.


Pasal50

(1)	Surat    Keputusan        Kelayakan   Lingkungan    Hidup    yang telah 	diterbitkan      oleh      Menteri,      gubernur,       atau bupati/wali      kota           sesuai       dengan       kewenangannya diumumkan	 kepada    masyarakat   melalui   Sistem   Informasi Lingkungan	Hidup   atau   cara  lainnya   yang  ditetapkan   oleh Pemerintah.

	(2)
	Cara       lainnya        yang
	ditetapkan       oleh       Pemerintah

	
	sebagairnana   dimaksud
	pada   ayar  (1) terdiri   atas:


a.      media   rnassa:   dan  Zatau
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(3)		Pengumuman      sebagaimana      dimaksud      pada     ayat     (1) dilakukan	paling     lambat      5    (lima)   hari     kerja     sejak diterbitkannya	surat    Keputusan    Kelayakan    Lingkungan Hidup.


Pasal   51

Tata 	laksana       penilaian     dokumen     Andal      dan     dokumen RKL-RPL, penyampaian    basil   uji  kelayakan,     dan   penetapan surat 	   Keputusan       Kelayakan      Lingkungan      Hidup       atau ketidaklayakan	Lingkungan    Hidup     sebagaimana     dimaksud dalam 	  Pasa]    44   sampai     dcngan     Pasal    50   tercanturn    dalam Lampiran	II yang   merupakan    bagian    tidak    terpisahkan     dari Peraturan	Pernerintah  ini.



Bagian   Ketiga

Penyusunan    dan   Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL


Pasal   52

(1)		Formulir  UKL-UPLdiisi   oleh    penanggung    jawab    Usaha  danjatau	Kegiatan     pada      tahap      perencanaan      Usaha  dan/   atau   Kegiatan.
(2)		Lokasi   rencana   Usaha    dan/atau     Kegiatan    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) wajib  sesuai   dengan   rencana   tata ruang.
(3)		Kesesuaian    lokasi   rencana    Usaha     dan/atau       Kegiatan dengan    rencana   tata   ruang    sebagaimana     dimaksud    pada ayat 	(2)    dibuktikan      <lengan   konfirmasi      kesesuaian kegiatan		pernanfaatan        ruang        atau        rekomendasi kesesuaian		 kegiatan   pemanfaatan    ruang    sesuai    dengan  ketentuan	peraturan    perundang-undangan.
(4)		Dalam     hal    lokasi     rericana    Usaha     dan/atau       Kegiatan tidak 	sesuai     dengan     rencana    tata    ruang   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (3),    Formulir Ul(L-UPL tidak    dapat diperiksa	dan      dikembalikan   kepada   penanggung   jawab  Usaha   dan/atau    Kegiatan.
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Pasal   53

(1)	Penyusunan        Forrnulir      UKL-UPL    dimulai      dengan penyediaan	data   dan   informasi  berupa:
a.      deskripsi      rencana      Usaha       c.lan/atau      Kegiatan;
dan/atau
b.      Persetujuan   Teknis.
(2)	Dalam   ha]  Usaha    dan/   atau   Kegiatan  yang   direncanakan lebih 	dari     1       (satu)     Usaha      dan/atau      Kegiatan    yang perencanaan	dan    pengelolaannya     saling     terkait      serta berlokasi	di  dalam    satu    kesatuan    hamparan    ekosistem, dapat   dimuat    dalam    1   (satu)    Formulir UKL-UPL.
(3)	Pendekatan   penyusunan    Formulir  UKL-UPLsebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) yang   dilakukan   oleh  lebih   dari   1 (satu) 	penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan terhadap	  Usaha       dan/atau        Kegiatan     yang       saling terintegrasi		dapat    disusun   dalam    1   (satu)   Formulir  UKL• UPLyang  dapat   digunakan   untuk    penerbitan   lebih   dari   1 (satu)   Perizinan  Berusaha   atau   Persetujuan    Pemerintah.

Pasal54

( 1)       Aparatur   sipil   negara        yang       bekerja        pada       instansi Lingkungan	Hidup    pusat,     organisasi    perangkat    daera.h yang 	membidangi     Lingkungan     Hidup      provinsi,     atau organisasi			perangkat        daerah         yang        membidangi Lingkungan		Hidup     kabupaten/kota        dilarang     menjadi penyusun	UKL-UPL.

(2)	Dalam    hal   instansi    Lingkungan    Hidup    Pusat,   organisasi perangkat	 daerah     yang    membidangi    Lingkungan    Hidup provinsi,	 atau       organisasi      perangkat       daerah        yang membidangi		Lingkungan         Hidup         kabupaten/kota bertindak	 sebagai      penanggung   jawab      Usaha    dan/atau Kegiatan,	aparatur     sipil   negara     sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    (1)  dapat     menjadi   penyusun     UKL--UPLbagi instansinya		masing-masing.

Pasal   55

(1)		Formulir     UKL-UPL  disusun     dalam      bentuk      standar  pengelolaan	dan   pemantauan    Lingkungan    Hidup.

(2)		Kementerian/iembaga      pemerintah     nonkerncnterian     yang mernbidangi	sektor     bidang     Usaha     dan/atau      Kegiatan wajib   UKL-UPL menyusun      Formulir    UKL-UPL standar  spesifik  sesuai   dengan   jenis   Usaha   dan/  atau   Kegiatan.
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('3)		Kementerian/lembaga      pemerintah    nonkernenterian      yang membidangi	sektor     bidang     Usaha     dan,'atau       Kegiatan wajib 	UKL-UPL,  dalam     menyusun     Formulir     UKL-UPL standar 		spesifik   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat   (2) berkoordinasi		dengan    Mcnteri.

	(4)
	Menten  memasukkan
	Formulir  UKL-UPL standar     spesifik

	
	yang     disusun     oleh
	kementerian/   lernbaga    pemerintah


nonkementerian      sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) kc
daiarn   sistern   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup.

(5) 	Formulir      UKL-UPL    standar         spesifik      sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (2)  disusun    dengan     menggunakan format    sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran   Ill  yang
	merupakan
	bagian
	tidak
	terpisahkan
	dari
	Peraturan

	Pernerintah
	ini.
	
	
	
	




Pasal   56

(1)	Penanggung    jawab     Usaha     dan/atau      Kegiatan    rnengisi Formulir  UKL-UPL standar     spesifik   yang   tersedia   dalam sis tern        informasi        dokumen        Lingkungan        Hidup se bagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55  ayat   ( 4).

(2)	Dalam     hal    Formulir    UKL-UPL standar      spesifik   belum tersedia		dalam     sistern    inforrnasi   dokumen    Lingkungan Hidup 	sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),  pengisian Forrnulir  UKL-UPLstandar   mengacu  pada   format   Formulir UKL-UPL standar     sebagaimana   dimaksu<l  dalam   Pasal   55 ayat   (5).

(3) 	Formulir     UKL-lJPL   standar        spesifik     atau      Forrnulir UKL-UPLstandar    yang  telah   diisi  sebagaimana   dimaksud pada 	ayat    (1)  dan    ayat    (2)  disertai     dengan     Pernyataan Kesanggupan	Pengelolaan   Lingkungan   Hidup,

(4) 	Pernyataan   Kesanggupan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (3)  disusun    dengan menggunakan		format      sebagaimana      tercantum      dalam Lampiran	III   yang   merupakan    bagian    tidak   terpisahkan dari  Peraturan   Pemerintah   ini.
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Pasal   57

(1}		Penanggung  jawab    Usaha   dan/atau     Kegiatan  mengajukan permohonan	pemeriksaan      Formulir     UKL-UPL  standar  spesifik  atau    Formulir   UKL-UPL standar    yang   telah   diisi kepada:

a.     Menteri,  untuk    Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang:

	1.
	Perizinan
	Berusaha
	atau          Persetuiuan

	
	Pemerintah
	diterbitkan
	oleh  Pemerintah;


2.      berlokasi  di lintas   provinsi;  dan/atau

3. 	berlokasi    di   wilayah   laut    lebih    dari    12   (dua belas)   mil  laul    diukur    dari  garis   pantai    ke  arah laut   lepas;

b.     gubernur,   untuk    Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang:

1. 	Perizinan         Beru saha          a tau          Persetujuan Pemerintab	diterbitkan   oleh  Pemerintah   Daerah provmsi;

2.      berlokasi  di  lintas   daerah    kabupaten/kota      yang
berada    dalam    l  (satu)   provinsi:  dan/   atau

3. 	berlokasi   di  wilayah   laut   paling   jauh     12  (dua belas]   mil  dari     garis   pantai    ke  arah    laut   lepas dan/   atau   ke  arah   perairan   kepulauan;

c. 	bupatiy   wali   kota,    untuk     Usaha    dan/   atau    Kegiatan yang 	Perizinan       Berusaha        atau        Persetujuan Pemerintah	diterbitkan      oleh     Pernerintah     Daerah katupaten/kota.

(2)	Pcngajuan   permohonan    pemeriksaan    Formulir   l.JKL--UPL standar 	spesifik   atau     FormuJir   UKL-UPL standar      yang telah   diisi  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan melalui:

	a.
	sistern       Perizinan
	Berusaha       terintegrasi
	secara

	
	elektronik,     dalam
	hal    penanggung     jawab
	Usaha

	
	dan/atau    Kegiatan
	merupakan    Pelaku   Usaha;
	atau


b. 		sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup,   daJam  hal 	penanggung    jawab     Usaha     dan/atau       Kegiatan merupakan	Instansi   Pernerintah.

	(3)
	Pengajuan     Formulir     UKL-UPL  standar       spesifik
	atau

	
	Forrnulir  UKL-UPL standar     sebagaimana    dimaksud
	pada


ayat   (1) dilengkapi  dengan    Persetujuan   Teknis.



(4) Persetujuan    ...
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(4)    Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3)
terdiri   atas:

a.      pemenuhan    Baku   Mutu   Air Limbah;

b.      pemenuhan    Baku   Mutu   Emisi;

c.      Pengelolaan   Limbah  83;  dan/atau

d.      analisis    mengenai  dampak   lalu  lintas.

(5J	Terhadap     Formulir     UKL-UPL   standar        spesifik     atau Formulir	UKL-UPLstandar    yang   telah   diisi   sebagaimana dimaksud		pada   ayat   ( 1)   dilakukan   pengumuman      melalui sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup   untuk:

	a.
	usaha tingkat
	yang 	terindentifikasi     sebagai risiko   menengah   rendah;
	usaha
	dengan

	b.
	usaha tingkat
	yang 	terindentifikasi     sebagai risiko   menengah  tinggi;
	usaha
	dengan

	c.
	usaha tingkat
	yang 	terindentifikasi risiko   tinggi; dan
	sebagai
	usaha
	dengan


d.       kegiatan  wajib  UKL-UPLyang  dilakukan   oleh  Instansi
Pemerintah.

(6)	Masyarakat   berhak    menyampaikan    saran,    pendapat,    dan tanggapan	melalui   sistem   informasi  dokumen   Lingkungan Hidup.



Pasal   58

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	melakukan     pemeriksaan      administrasi melalui 	sistem     informasi    dokumen    Lingkungan    Hidup terhadap		Formulir    UKL-UPL  standar           spesifik    atau Formulir  UKL-UPLstandar    untuk:

a. 	usaha       dengan      tingkat      risiko     menengah     rcndah sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   57  ayat   (5) huruf a;

b. 	usaha       dengan       tingkat       risiko      menengah      tinggi sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   57  ayat   (5) huruf b;

c. 	usaha      dengan      tingkat      risiko     tinggi     sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   57  ayat   (5) huruf   c; atau


d.  kegiatan   ...
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d. 	kegiatan   yang    dilakukan    oleh   Instansi    Pemerintah sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   57  ayat   (5) huruf d.

(2)	Pemeriksaan    administrasi     sebagaimana     dimaksud    pada ayat   ( 1)  dilakukan   terhadap:

a. 	konfirmasi   kesesuaian    kegiatan   pemanfaatan     ruang atau   rekornendasi   kesesuaian    kegiatan   pemanfaatan ruang;

	b.
	persetujuan
	awal    terkait     rencana    Usaha     dany atau

	

c.
	Kegiatan;

Persetujuan
	

Teknis;   dan

	d.
	kesesuaian
	isi  Formulir   UKL-UPL standar        spesifik


atau     Formulir   UKL-UPL standar      dengan     pedoman
pengisian.

(3)


Dalam    hal   hasil    pemeriksaan Formulir    UKL-UPL  standar UKL-UPLstandar:


administrasi	menyatakan spesifik	atau      Formulir

a.       telah      lengkap   dan    benar,     dilakukan    pemeriksaan substansi;	atau

b. 	belum   lengkap  dan   benar,    penanggung   jawab    Usaha dan/atau		Kegiatan  melengkapi   Formulir   UKL-UPL standar 	spesifik  atau   Formulir  UKL-UPLstandar.



Pasal59

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	rnelakukan       pemeriksaan       substansi Formulir	UKL-UPL  standar           spesifik    atau      Formulir UKL-UPLstandar.

(2)	Menteri   dapat     mendelegasikan     pemeriksaan     substansi Forrnulir	UKL-UPL  standar           spesifik    atau      Formulir UKL-UPLstandar   yang   merupakan    kewenangan    Menteri sebagaimana	dimaksud    pada    ayat   (1)  kepada     gubernur atau   bupati/wali    kota.






Pasal   60  ...
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(1) 	Pemeriksaan      substansi      Formulir     UKL-UPL   standar spesifik		untuk     usaha     dengan     tingkat     risiko    menengah rendah 	 sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    57  ayat   (5) huruf 	a    dilakukan      secara      otomatis     melalui      sistem Perizinan		Berusaha    terintegrasi    secara    elektronik   untuk Formulir  UKL-UPLstandar     spesifik yang  diisi  oleh  Pelaku Usaha.

(2) 	Berdasarkan        perneriksaan        substansi        sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) diterbitkan:

a.       persetujuan     Pernyataan     Kesanggupan     Pengelolaan
Lingkungan   Hidup;   atau

b.      penolakan     Pernyataan      Kesanggupan      Pengelolaan
Lingkungan   Hidup.

(3)	Persetujuan     atau     penolakan    Pernyataan     Kesanggupan Pengelolaan	Lingkungan    Hidup    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2) diterbitkan    secara    otomatis   melalui    sistem Perizinan	Berusaha    terintegrasi    secara    elektronik   untuk Formulir  UKL-UPLstandar    spesifik yang   diisi  oleh  Pelaku Usaha.



Pasal   61

(1)	Pemeriksaan      substansi      Formulir     UKL-UPL   standar spesifik	atau      Formulir    UKL-UPL  standar       dilakukan untuk:

a. 	usaha       dengan       tingkat       risiko      menengah      tinggi sebagaimana	dimaksud     dalam     Pasal     57   ayat    (5) huruf   b;

b. 	usaha      dengan      tingkat      risiko     tinggi     sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   57  ayat   (5) huruf   c; atau

c. 	kegiatan   yang    dilakukan    oleh   lnstansi    Pemerintah sebagaimana	dimaksud     dalam     Pasal     57   ayat    (5) huruf   d.

	(2)
	Pemeriksaan
	substansi   sebagaimana
	dimaksud   pada   ayat

	
	( 1)   dilakukan
	oleh:
	


a. 	Menteri      dengan         menugaskan        pejabat         yang membidangi	Amdal,   UKL-UPL,dan  SPPL; atau



b. gubernur   ...
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b. 	gubernur   atau   bupati/wali   kota  dengan    menugaskan kepala 	perangkat       daerah        yang       membidangi Lingkungan	Hidup.

(3)	Pemeriksaan   substansi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (2)	dilakukan    terhadap   kesesuaian    standar     pengelolaan dan  pemantauan    Lingkungan  Hidup   denganjenis    rencana Usaha   dan/atau    Kegiatan  dan  jenis   Dampak  Lingkungan Hidup   yang   terjadi.

(4)	Pemeriksaan      substansi      Formulir     UKL-UPL   standar spesifik  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan dalamjangka	waktu   paling   lama   3 (tiga) hari  kerja   melalui sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup.

(5)		Pemeriksaan     substansi     Formulir    UKL-UPL   standar  sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  dilakukan     dalam  jangka 	waktu     paling    lama    5   (lima) hari    kerja    dengan  melibatkan:

a.      instansi   yang   membidangi   rencana   Usaha    dan/   atau
Kegiatan  yang   bersangkutan;

b. 	instansi        penerbit       Persetujuan         Teknis         bagi pemenuhan	baku        mutu        Lingkungan       Hidup, Pengelolaan  Limbah  83,  dan/   atau   analisis    mengenai dampak	lalu  lintas;   dan/   a tau

c. 	instansi          yang           menyelenggarakan pemerintahan	di bidang   penataan   ruang.


urusan

(6)		Pemeriksaan      substansi       Formulir      UKL-UPL  standar  sebagaimana	dimaksud   pada   aya.t (5)  dilaksanakan    secara  dalam   jaringan   dan/   atau   luar  jaringan.


Pasal62

(1)		Dalam      hal     hasil      pemeriksaan        substansi        Formulir UKL-UPLstandar    spesifik  atau   Formulir  UKL-UPLstandar sebagaima.na	dimaksud   dalam   Pasal   61  ayat   (4) dan   ayat (5)  tidak    terdapat    perbaikan,     Menteri,   gubernur,     atau bupati/wali	  kota       sesuai       dengan        kewenangannya memberikan		persetujuan         Pernyataan        Kesanggupan
	Pengelolaan
	Lingkungan
	Hidup     dalam     jangka      waktu

	paling    lama
	2  (dua)  hari
	kerja   mclalui    sistem    informasi


dokumen   Lingkungan   Hidup.

(2) Dalam   ...
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(2)		Dalam    hal   hasil    pemeriksaan    substansi     Formulir    UKL• UPL standar      spesifik   atau     Formulir    UKL-UPL standar  sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   61  ayat   (4) dan   ayat (5)  perlu    dilakukan    perbaikan,    Menteri,   gubernur,    atau bupati/wali	  kota       sesuai        dengan        kewenangannya menyarnpaikan	arahan      perbaikan    kepada     penanggung jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan  melalui   sistem   informasi dokumen	Lingkungan   Hidup.

	(3)
	Penanggung     jawab
	Usaha      dan/atau       Kegiatan    wajib

	
	melakukan   perbaikan
	Formulir  UKL-UPLstandar    spesifik


atau     Formulir    UKL-UPL    standar      dan     menyampaikan
kembali  kepada    Menten,  gubernur,   atau   bupati/wali    kota sesuai 	 dengan    kewenangannya    melalui    sistem    informasi dokumen	Lingkungan   Hidup   dalam   jangka    waktu    paling lama 	5    (lima)  hari     kerja     sejak     diterimanya     arahan perbaikan		Formulir    UKL-UPL  standar       spesifik    atau Formulir			UKL-UPLstandar.

(4)	Berdasarkan      perbaikan      Formulir     UKL-UPL   standar spesifik	atau     Formulir   UKL-UPL standar      sebagaimana dimaksud		pada      ayat      (3),    Menteri,    gubernur,      atau bupati/wali		  kota       sesuai        dengan        kewenangannya menerbitkan			persetujuan       Pernyataan       Kesanggupan Pengelolaan		Lingkungan     Hidup     dalam     jangka      waktu paling   lama   2  (dua) hari   kerja   sejak   perbaikan    Formulir UKL-UPL standar       diterima    melalui      sistem      informasi dokumen	  Lingkungan   Hidup.

(5)    Dalam   hal:

a. 	perbaikan    Formulir   UKL-UPL standar     spesifik  atau Formuhr	UKL-UPL standar     yang   disampaikan     oleh penanggung	jawab    Usaha    dan/  atau    Kegiatan   telah melebihi  batas   waktu   yang   ditetapkan;   atau

b. 	perbaikan      tidak      sesuai       dengan       standar        yang dipersyaratkan,

permohonan   persetujuan    Pernyataan   Kesanggupan Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   ditolak   dan   dikembalikan ke  penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan.

(6) 	Pelaksanaan        kewenangan       persetujuan        Pernyataan Kesanggupan		Pengelolaan          Lingkungan          Hidup sebagaimana	dimaksud     pada     ayat     (1)   dan     ayat     (4) dilakukan	oleh:


a.  pejahat    ...
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a. 	pejabat   yang    mernbidangi    Amdal,    UKL-UPL,  dan SPPL  yang   ditugaskan    oleh   Menteri.   untuk     Usaha dan/   atau   Kegiatan  wajib   UKL-UPLyang  rnerupakan kewenangan	Menteri;

b.	kepala        perangkat       daerah        yang       membidangi Lingkungan	 Hidup   provinsi,  untuk    Usaha    dan/   atau Kegiatan	wajib        UKL-UPL    yang        merupakan kewenangan	  gubernur:   atau

	c.
	kepaia        perangkat
	daerah        yang
	membidangi

	
	Lingkungan    Hidup
	kabupaten/kota,
	untuk     Usaha


dan/   atau   Kegiatan  wajib   UKL-UPL yang   merupakan
kewenangan   bupati/wali    kota.



Pasa163

Persetujuan           Pernyataan          Kesanggupan          Pengelolaan Lingkungan    Hidup    sebagaimana     dimaksud    dalam    Pasal    62 ayat   ( 1)   clan  ayat   (4), paling   sedikit   memuat:

	a.
	dasar            ditetapkannya            persetujuan
	Pernyataan

	
	Kesanggupan     Pengelolaan     Lingkungan
	Hidup,      berupa

	
	rekomendasi    hasil   pemeriksaan    substansi
	Formulir  UKL•


UPL standar     spesifik  atau   Forrnulir  UKL-UPL standar;

b. 	identitas    penanggung    jawab    Usaha     dan/   atau    Kegiatan, meliputi:

l.       nama   Usaha   danj   atau   Kegiatan;

2.     jenis   Usaha  dan/atau    Kegiatan;

3. 	nama       dan      jabatan        penanggung      jawab      Usaha dan/   atau   Kegiatan;

4.       alamat    kantor;    dan

5.      !okasi   Usaha   dan/atau    Kegiatan;
c. 		deskripsi   dan   lokasi    rencana    Usaha    dan  r atau    Kegiatan yang 	akan     dilakukan,     balk    kegiatan    utama     maupun kegiatan	pendukung    sesuai     dengan     Persetujuan      Teknis  yang 	   diterbitkan       oleh       instansi       yang       berwenang menerbitkan	Persc.tujuan   Teknis;
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d.      Persetujuan   Teknis   paling   sedikit   memuat:

1.      standar     teknis    pernenunan    baku    mutu    Lingkungan
Hidup,    Pengelolaan    Limbah   B:3,  dan  z atao     analisis
mengenai  dampak   lalu  Iintas,

2. 		standar      kornpetensi    sumber     daya    manusia    tcrkait baku    mutu   Lingkungan   Hidup,    Pengelolaan Limbah B3,  Jan   analisis    mengenai  dampak   laiu  lintas;   dan

3.      sistem   manajernen   lingkungan;

c. 		persyararan     bagi    penanggung    jawab     Usaha     danz  atau Kegiatar.  untuk    memenuhi   ketentuan    dalarn   Persetujuan Teknis   sebelum  beroperasinya    instalasi   dan/   a tau   fasilitas yang   terkait    dengan    lingkup  Persetujuan   Teknis;

f. 	kewajiban   penanggung   jawab    Usaha    dan/   a tau   Kegiatan, antara 	lain:

	1.
	memenuhi
	ketentuan    pengelolaan    dan   pernantauan

	
	lingkungan
	dalam   matrik    UKL-UPL;


2.      memenuhi   ketentuan   Persetujuan   Teknis   setelah    SLO
diterbitkan;

3. 	menyiapkan     dana     penjaminan      untuk      pemulihan fungsi  Lingkungan  Hidup  sesuai  dengan  ketentuan peraturan	perundang-  undangan;

4. 	menyampaikan    laporan    pelaksanaan    persyaratan    Jan kewajiban	Perizinan     Berusaha     atau      Persetujuan Pemerintah	 terkait     Persetujuan     Lingkungan    secara berkala    setiap   6 (enarn) bulan   sekali;

5 	melakukan   pengelolaan   Limbah  nonB3   sesuai   rincian pengdolaan	dan     pernantauan      lingkungan     dalam matrik    UKL-UPL;

6. 	mengajukan     permohonan     perubahan      Persetujuan Lingkungan	  apabila    direncanakan    untuk    melakukan perubahan	Usaha   dan/atau    Kegiatannya;   dan

	7.
	kewajiban
	lam
	yang      ditetapkan
	oleh      Menteri,

	
	gubernur,
kewenanga
	atau
nnya
	bupati/wali      kota
berdasarkan
	oesuai     dengan
kepentingan


Perlindunga  n dau   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup.



Pasal   64  ...
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Pasal   64

	(1)
	Persetujuan
	Pernyataan       Kesanggupan
	Pengelolaan

	
	Lingkungan
	Hidup    sebagaimana    dimaksud
	dalam    Pasal


63  merupakan:

a.     bentuk    Persetujuan    Lingkungan;   dan

b.      prasyarat      penerbitan      Perizinan     Berusaha      arau
Persetujuan    Pernerintah.

(2) 	Perizinan      Berusa   ha      a tau      Persetujuan       Pernerintah sebagaimana		dimaksud     pada     ayat    ( 1)     menjadi    dasar pelaksanaan	pengawasan   Usaha   dan/atau    Kegiatan.

(3) 	Persetujuan     Pemerintah     sebagaimana     dimaksud     pada ayat 	(1)  huruf     b   diterbitkan     sesuai     dengan     ketentuar, peraturan	perundang-undangan.



Bagian   Keempat

Pengisian  SPPL



Pasal65

	(1)
	SPPL   bagi    usaha     yang    dilakukan
	oleh    Pelaku     Usaha

	
	sebagaimana       dimaksud      dalam
	Pasal       7     ayat      (2)


diintegrasikan    ke  dalam   nomor   induk   berusaha.

(2) 	SPPL  sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   7 ayat   (2) bagi kegiatan	yang     dilakukan      oJeh     Instansi     Pemerintah dilakukan	 mela]ui  pengisian   formulir  yang   menjadi  dasar penerbitan		Persetujuan    Pemerintah.

{_3)	Tata  cara  pengisian  Iorrnuhr  sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (2) tercantum    dalam    Lampiran   Ill  yang   merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan   Pemerintah   ini.



Pasa166

(1)	Pengintegrasian     SPPL   ke  dalarn    nomor    induk    berusaha sebagaimana	dimaksud   dalarn   Pasal  65  ayat  (1) dilakukan melalui 	sistern     Perizinao    Berusaba    terintegrasi     secara elektronik.

(2) Pengisian   _         ..
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	(2)
	Pengisian
	formu]ir   SPPL  sebagaimana
	dimaksud    dalam

	
	Pasal    65
	ayat    (2)  dilakukan    melalui
	sistem     informasi


dokumen   Lingkungan   Hidup.

(3)    Formulir    SPPL  sebagaimana     dimaksud    pada     ayat    (2)
memuat:

	a.
	kesanggupan
	penanggung
	jawab
	Usaha
	dan/atau

	
	Kegiatan
	untuk
	mernatuhi
	
	peraturan


perundang-undangan       di   bidang     Perlindungan     dan
Pengelolaan  Lingkungan   Hidup;

b. 	lokasi    rencana    Usaha    dan/atau     Kegiatan   memiliki konfirmasi	kesesuaian    kegiatan   pemanfaatan    ruang atau   rekomendasi   kesesuaian    kegiatan   pemanfaatan ruang 	sesuai         dengan         ketentuan        peraturan perundang-undangan;dan

c.      kewajiban  dasar   pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

(4)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	menyetujui   secara   otomatis  atas   formulir SPPL sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (3) yang  telah   diisi oleh 	Instansi     Pemcrintah      melalui      sistem      informasi dokumen	Lingkungan   Hidup.



Bagian   Kelima

Penyusun   Amdal



Pasal67

( 1)       Penyusunan      Amdal     dilaksanakan      oleh    tim    penyusun Amda]  yang    ditetapkan     oleh   penanggung    jawab     Usaha dan/   a tau   Kegiatan.

(2)    Tim  penyusun    Amdal   sebagairnana    dimaksud    pada    ayat
(1) dapat    berasal    dari:

a.      perorangan;    atau

b.      lembaga  penyedia  jasa   penyusunan    Amdal.

	(3)
	Tim  penyusun    Amdal
	sebagaimana
	dirnaksud
	pada    ayat

	
	(1) terdiri   atas:
	
	
	'


a.      ketua;    dan

b.      anggota.


(4) Ketua   ...
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(4) 		Ketua   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3) huruf  a wajib rnemiliki	sertifikat   kompetensi    yang    mcmenuhi     standar  kualifikasi  ketua   tim  penyusun  Amdal.

{5)	Anggota  sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3,,   huruf     b paling   sedikit   terdiri   atas   2 (dua)  orang   yang  wajib  merniliki sertifikat		kornpetensi   yang   memenuhi   standar     ki...ialifikasi anggota	tim  penyusur.   Amdal   dan/   atau    kuaiifikasi   ketua tim  penyusun   Arndal.

(6) 		Dalam     melakukan     penyusunan      Amdal,     tim    penyusun A:ndal 	sebagairnana      dimaksud     pada     ayat     (2)   harus melioatkan		tenaga     ahli    yang    memenuhi     kualifikasi     di bidangnya	rnasing-rnasing     sesuai     dengan      jenis     Usaha dan/   atau   Kegiatan  dan   Dampak   Lingkungan    Hid up  yang diakibatkan		oleh  rencana   Usaha   darr/  atau   Kegiatan.

{7)	Tim    penyusun     Amdal     yang     berasai      dari     perorangan sebagairnana	dimaksud    pada    ayat    (2)  huruf    a  dibentuk melalui 	keputusan     penanggung    jawab     kegiatan    clengan memenuhi	ketentuan   sebagaimana   dimaksud   pa-Ia  ayz t (3) sampai    dengan   ,.3..yat (6).



Pasal68

	(1)
	Sertifikat
	kompetensi     penyusun
	Amdai     sebagaimana

	
	dimaksud
	dalam   Pasal   67  ayat   (4)
	dan   ayat   (5) diperoleh


melalui   sistem   sertifikasi  kompetensi   penyusun   Amdal.

(2) 		Sistem        sertifikasi       kornpetcnsi       penyusun         Arndai  sebagaimana	  dimaksud   pada   ayat   (1) dilaksanakan      oleh suatu 	lembaga  yang   berfungsi  sebagai   lembaga   pelatihan kornpetensi	Amdal    dan    lembaga   sertifikasi    kompetensi Amdal.

(3) 	Sistem        sertifikasi       kornpetensi       penyusun        Amdal sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi  tahapan:

a.      pelanhan   penyusunan    Amdal;

b.      1    iji kornpetensi;   dan

c.      penerbitan   sertifikat  kompetensi   penyusun   Amdal.

(4 l         Penert.itnn      sertifikat      kornpetensi      penyusun      Amdal sebagairnana	dimaksud   pada   ayat   t3) huruf   c terdiri   atas.
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&.         kualifikasi  kerua  tim  penyusun   Arndal; dan b. 	kualifikasi   anggota  tim  penyusun  Amdal.


Pasal69

( 1)        Pelatihan     penyusunan     .Amdal     sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal     68    ayat     (3)   huruf     a   dilaksanakan      oleh lembaga  pelatihan   kompetensi   Amdal,

	(2)
	Lembaga
	pelatihan      kornpetensi     Amdal      sebagaunana

	
	dimaksud
	pada      ayat      (1)    mengajukan       perrnohonan

	
	akreditasi
mcliputi:
	kepada    Menteri  dengan    dilengkapi   persyaratan


a.      idcntita   s lembaga  pelatihan   kompeterrsi  Arndai;

b.      penanggung   jawab    pelatihan    kompetensi    penyusun
Amdal;

c. 	daftar    pengajar   tetap   dan   tidak   tetap   yang   memiliki pengalaman	menyusun    Amdal   paling   sedikit   5 [Iima] Lahun;

	d.
	menggunakan berdasarkan
	bahan standar
	ajar      (kurikulum)
kornpetensi;
	Amdal

	e.
	menyediakan pelaksanaan Arndal: dan
	informasi pelatihan
	pu bli k kompetensi
	mengcnai penyusun

	
f.        sistern   manajernen   mutu.






 (
(3)
Menteri
mernberikan
akreditasi      
 
kepada        
 
lernbaga
pelatihan
kompetensi
Amdal    
 
yang    
 
telah    
 
rnemenuhi
ketentuan
dalam  
 
jangka
waktu   
 
paling  
 
lama  
 
3 
 
(tiga]
 
hari
)kerja   sejak   diterima   persyaratan    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2) dengan    lcngkap  dan   benar.

(4}	Lernbaga     pelatihan      kompetensi      Amdal      yang      Lelah terakreditasi	sebngaimana      dimaksud      pada      ayat     (3) melaporkan			pernenuhan         ketcntuan         sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2)  hurut    c  sampai    dengan     huruf    f kepada    1\1cnt.erisetiap   l  (satu]   tahun    sekali.
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(1) 	Uji  kornpetcnsi   sebagaimana    dirnaksud   dalam    Pasal   68 ayat 	(31  huruf    b  dan   penerbitan      sertifikat   kornpetensi sebagaimana	 dimaksud   da.lam Pasal   68  ayat   (3) huruf    c dilaksanakan	 oieh  lembaga  sertifikasi   kompeterisi   Amdai sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   68  ayat   (2).

(2) 	Lernbaga    sertifikasi     kompeteusi     Amdal     sebagaimana dimaksud	pada      ayat      ( 1)       mengajukan      permohonan penetapan		   kepada          Menteri       dengan          dilengkapi persyaratan		meliputi:

a.      identuas   lembaga  sertifikasi  kornpeterisi  Arndal;
b.      penanggung  jawab   sertifikasi  kompetensi   Arndal:
c. 	sistem     uji   kornpetensi    sesuai     dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan;
d.       penguji   yang   merniliki  pengalaman   paling   sedikit    10 (sepuluh)  tahun    di bidang   penyusunan    Amdal;
e. 	sistem       informasi     publik      yang      terkait       dengan pelaksanaan	uji  kompetensi;
f. 		mekanisme    penanganan    pengaduan    dari   pengguna jasa   dan   publik;   dan
g.      sistem   manajemen  mutu,
(3}		Lembaga     sertifikasi     kompetensi      Amdal     yang      relah ditetapkan		seba.gaimana      dimaksud      pada      ayat      (1) melaporkan			pemenuhan         ketentuan          sebagaima.na dimaksud	pada   ayat   (2) huru  f c  sampai   dengan    huruf    g kepada    Menteri  setiap    l  (satu)   tahun    sekali.


Pasal   71

(1)	Lembaga     sertifikasi     kompetensi      Amdal     menerbitkan sertifikat	kornperensi    untuk      peserta      yang    dinyatakan lulus   uji  kornpetenai   sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal
70  ayat   (1).

(2) 	Lernbaga     sertifikasi      kompetensi      Amdal      melakukan evaluasi  terhadap   pemegang   sertifikat   kompetensi    paling sedikit 	1   (satu)   kali  dalam   jangka    waktu    3 (tiga) tahun.

	(3)
	Evaluasi       sebagairnana
	dirnaksud       pada       ayat
	(2)

	
	dilak  sanakan   terhadap
	mutu   Arndal   yang   disusun.
	


(4) 	Kritcria   evaluasi    mutu     Amdal    sebagaimana     dimaksud pada   &y:1t (.1)  J.:ti~t:1~>kan,.:,leh Menteri.
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(1) 	Berdasarkan       hasil      evaluasi     sebagaimana       dimaksud dalam 	Pasal    71,   lembaga   sertifikasi   kompetensi    Amdal melakukan:

a. 	keberlanjutan       berlakunya       sertifikat      kompetensi penyusun	Amdal;   atau
b.      pencabutan    sertifikat   kompetensi   penyusun    Amdal. (2)    Pencabutan    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) huruf
b dilakukan   jika   penyusun   Amdal:

a.       menyalahgunakan      sertifikat   kompetensi;

b.       melakukan    penjiplakan    dalam    penyusunan     Amdal;
dan/atau

	c.
	melakukan
	pemalsuan
	data
	dan    informasi
	dalam

	
	penyusunan
	Amdal.
	
	
	


(3)	Penyusun     Amdal    yang    sertifikat    kompetensinya      telah dicabut,	dilarang   melakukan    penyusunan    Amdal.

(4)	Lembaga     sertifikasi     kompetensi      Amdal      melaporkan pencabutan	sertifikat     kompetensi      penyusun      Amdal sebagaimana	 dimaksud    pada    ayat    (1)  huruf     b  kepada Menteri  dan   menginformasikan     kepada    publik,

Pasal   73

(1)	Lembaga  penyediajasa     penyusunan    Amdal   sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal   67  ayat   (2)   huruf    b  mengajukan permohonan	registrasi   kepada    Menteri  dengan    dilengkapi persyaratan:

a.      identitas   pemohon:
b.      akte   pendirian   badan    hukum;
c.      penanggung   jawab   sertifikasi  kompetensi  Amdal;
d. 	memiliki   paling    sedikit    2  (dua)   orang    tenaga     tetap penyusun	 Amdal        yang        memiliki       sertifikat kompetensi	yang     memenuhi      standar       kualifikasi ketua    tim  penyusun    Amdal;
e. 	memiliki   paling    sedikit    2  (dua)   orang    tenaga     tetap penyusun	 Amdal        yang        memiliki       sertifikat kompetensi	yang     memenuhi      standar       kualifikasi anggota  tim  penyusun    Amdal;


 (
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f. 	rr.emiliki  perjanjian   kerja   dengan    tenaga    tidak   tetap penyusun	Amdal        yang        memiliki       sertifikat kompetensi	 penyusun       Amdal      yang      memenuhi standar 	kualifikasi   anggota  rim  penyusun    Amdal;
g. 		memiliki  perjanjian   kerja   dengan    tenaga    ahli   sesua.i  dengan 	dampak    potensial    yang    diakibatkan       uleh rencana	Usaha   dan/atau    Kegiatan;
h.      memiliki  sis tern  manajemen    rnutu;    dan
1.	melaksanakan    pengendalian    mutu   internal   terhadap pelaksanaan	penyusunan    Amdal,   termasuk   menjaga prinsip 	ketidakberpihakan       dan/   atau     menghindari konflik   kepentingan.

	(2)
	Menteri   memberikan     tanda     registrasi    kepada
	lembaga

	
	penyedia  jasa   penyusunan    Amdal   dalam   jangka
	waktu    3

	
	(tiga) hari   kerja    setelah     perrnohonan    registrasi
	diterima


dan  memenuhi   persyaratan    sebagaimana    dimaksud   pada
ayat   (1).

(3) 	Lembaga   penycdia   jasa    penyusunan      Amdal   yang   telah teregistrasi		sebagaimana       dimaksud      pada      ayat      (2) melaporkan			pernenuhan         ketentuan         sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2)  huruf    d  sampai    dengan     huruf    i kepada    Menteri  setiap    1   (satu)   tahun    sekali.



Pasal   74

(1) 	Menteri    melakukan      evaluasi     terhadap     Japoran    yang disampaikan	oleh:

a.      lembaga  pelatihan   kompetensi   Amdal;

b.      iembaga  sertifikasi   kornpetensi   Amdal;   dan c.      lembaga  penyedia  jasa   penyusunan    Amdal.
(2}	Evaluasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan melalui    inspeksi   secara    berkala    paling   sedikit    1   (satu)   kali dalam   3 (tiga) tahun    atau   sewaktu-waktu    jika   diperlukan.
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(1)    Dalam   hal  hasil   evaluasi   Menteri  menunjukkan:

a. 	lembaga      pelatihan       kompetensi       Amdal        tidak memenuhi	akreditasi   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   69  ayat   (4);

b.      lembaga      sertifikasi       kompetensi       Amdal       tidak memenuhi	penetapan    sebagaimana    dimaksud   dalam Pasal   70  ayat   (3); a tau

c. 	lembaga    penyedia   jasa    penyusunan      Amdal     tidak memenuhi	registrasi   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   73  ayat   (3),

Menteri  memberikan    peringatan    tertulis.

(2)	Lembaga  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) yang   tidak melaksanakan		ketentuan     mengenai    peringatan     tertulis dalam 	jangka     waktu     30   (tiga  puluh)     hari    kerja    sejak peringatan	tertulis         diterima,       Menteri      melakukan pembekuan	 akreditasi,       penetapan,       atau       registrasi lembaga.

	(3)
	Pembekuan      sebagaimana       dimaksud diberikan   dalam   jangka    waktu    1   (satu)
	pada tahun.
	ayat
	(2)

	
(4)    Selama    masa    pembekuan    sebagaimana     dimaksud    pada

	ayat
	(3):
	
	
	
	

	a.
	lembaga
	pelatihan
	kompetensi
	Amdal
	dilarang

	melaksanakan      pelatihan     kompetensi     penyusunan


Amdal;

b. 	lembaga     sertifikasi     kompetensi      Amdal      dilarang melaksanakan	sertifikasi    kompetensi     penyusunan Amdal;   atau

c. 	lembaga   penyedia  jasa    penyusunan     Amdal   dilarang melaksanakan	penyusunan    Amdal.

(5)	Dalam     hal     lembaga    dapat      melaksanakan       ketentuan peringatan	tertulis    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1), Menteri  mencabut   pembekuan.

(6)	Dalam   hal  lembaga  tidak   dapat   melaksanakan     ketentuan peringatan	  tertulis     sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) setelah 	berakhirnya    jangka     waktu    pembekuan,     Menteri mencabut	akreditasi,   penetapan,    atau   registrasi   lembaga.
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(7) 	Menteri      menyarnpaikan        kepada        publik        mengenai pernbekuan	 sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (2)  dan pencabutan	sebagaimana    dirnaksud   pada   ayat   (6) melalui sistern   inforrnasi  dokurncn   Lingkungan   Hidup,



Bagi an  Keena rn

Pcrnbentukan	Lernbaga  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup dan  Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup


Pasal   76

(1)    Menteri  membentuk    Lembaga  Uji Kelayakan  Lingkungan
H ;~,-u'U"i'..,·

(2)	Lembaga    Uji   Kelayakan    Lingkungan     Hidup     bertugas membantu	Menteri  dalam:

a.    membentuk   Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup;

b.    melakukan   sertifikasi  ahli;

c.    menyusun   daftar   kumpular;   ahli  bersertifikat;

d. 	menyediakan     sistern     informasi    uji   kelayakan    yang merupakan	 bagian     dari    sistem    inforrnasi   dokumcn Lingkungan	Hidup;

e.    melakukan     pembinaan     kepada     Tim   Uji   Kelayakan
Lingkungan   Hidup;  dan

f. 	rnelakukan   monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan    uji kelayakan	oleh  Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup.
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Lembaga   UJi  Kelayakan   Lingkungan    Hidup    menyusun Tim    Uji    Keiayakan     Lingkungan     Hidup      berdasarkan usulan    riari:

a.      pejabat     yang    membidangi    Amdal,     UKL-UPL,  dan SPPL  untuk    Tim   Uji  Kelayakan   Lingkungan    Hidup yang   berkedudukan    di pusat;

b.       gubernur     untuk     Tim    Uji   Kelayakan    Lingkungan
Hidup   yang   berkcdudukan    di provinsi;  atau


c. bupati    ...
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c. 	bupati/wali       kota      untuk        Tim      Uji     Kelayakan Lingkungan		Hidup        yang        berkedudukan        di kabupaten	/ kota.

(2) 	Menteri   menetapkan     Tim    Uji   Kelayakan    Lingkungan Hidup 	berdasarkan      hasil     telaahan     dari    Lembaga   Uji Kelayakan	 Lingkungan   Hidup   atas   usulan     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1).

(3)		Pejabat    yang    membidangi    Amdal,    UKL-UPL dan    SPPL, gubernur	atau    bupati/wali    kota   sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) dapat    mengusulkan    lebih   dari   1  (satu)   Tim Uji  Kelayakan   Lingkungan    Hidup    kepada    Lembaga   Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup   dalam   hal  kuantitas   Amdal  yang   harus    di]akukan   uji  kelayakan    sangat   tinggi.

(4)	Persyaratan    pengusulan    Tim  Uji  Kelayakan   Lingkungan Hidup    tercantum    dalam    Lampiran   IV yang   merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan   Pemerintah   ini.



Pasal   78

Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup   berkedudukan:

a.       di pusat;

b.       di provinsi;  atau

c.        di kabupaten/kota.



Pasal   79

(1)    Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan  Hidup  yang  berkedudukan
di  pusat    sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   78  huruf    a bertugas		melakukan    uji   kelayakan    Amdal    untuk     jenis rencana	Usaha   dan/atau    Kegiatan:

a.      yang       Perizinan       Berusaha        atau        Persetujuan
Pemerintah   diterbitkan   oleh  Pemerintah   Pusat;

b.      berlokasi  di:

1.     lintas   negara;

2.      lintas   provinsi;  dan / atau




3. wilayah  ...
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3. 	wilayah  laut   lebih   dari    12  (dua   belas)   mil  laut diukur 	dari    garis  ·            pantai     ke   arah    laut    lepas; dan/atau

	c.
	yang      Persetujuan       Pemerintah      diterbitkan
	oleh

	
	gubernur     dan    organisasi    perangkat     daerah
	yang


membidangi    Lingkungan    Hidup    provinsi   bertindak
sebagai   penanggung   jawab   kegiatan.

(2)	Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup  yang  berkedudukan di  provinsi  sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   78  huruf b  bertugas   melakukan    uji  kelayakan   Amdal   untuk    jenis rencana	Usaha   dan/   atau   Kegiatan:

a.      yang       Perizinan       Berusaha        atau        Persetujuan
Pemerintah   diterbitkan   oleh  gubernur;

b.      berlokasi  di:

1. 	lintas     kabupaten/kota       yang    berada      dalam     1 (satu)   provinsi;  dan/  atau

2. 	wilayah  laut   paling   jauh    12  (dua   belas)   mil  laut diukur 	dari    garis    pantai     ke   arah     laut    lepas; dan/atau

c. 		yang      Persetujuan       Pemerintah       diterbitkan        oleh bupati/wali		kota   dan   organisasi     perangkat    daerah  yang 	membidangi            Lingkungan              Hidup kabupaten/kota	bertindak      sebagai      penanggung jawab   kegiatan.

(3)    Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup  yang  berkedudukan
di  kabupaten/kota      sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
78   huruf     c  bertugas    rnelakukan    uji   kelayakan   Amdal untuk     jenis     rencana     Usaha     dan/atau      Kegiatan   yang Perizinan      Berusaha       atau       Persetujuan       Pemerintah diterbitkan   oleh  bupati/wali    kota.

(4)    Menteri      dapat        menugaskan        Tim      Uji      Kelayakan
Lingkungan     Hidup      yang     berkedudukan       di    provinsi
	sebagaimana
	dimaksud     pada
	ayat
	(2)   dan     Tim
	Uji

	Kelayakan
	Lingkungan    Hidup
	yang
	berkedudukan
	di


kabupaten/kota       sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (3)
untuk 	melakukan   uji  kelayakan   Lingkungan   Hidup   yang Perizinan		Berusaha       atau       Persetujuan       Pemerintah diterbitkan	oleh  Pemerintah   Pusat.



(5) Gubernur    ...
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(5) 		Guberriur   atau   bupati   / wali  kota   dapat    merninta   bantuan Tim  Uii Kelayakan  Lingkungan   Hidup  yang  berkedudukan di   pusat     untuk     melakukan    uji   kelayakan     Lingkungan Hidup 	yang      Perizinan     Berusaha      atau      Persetujuan Pernerintah	diterbitkan    oleh   gubernur    atau    bupati/wali
kota   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (2)  huruf    a  dan ayat   (3).



Pasal   80
(1) 		Dalam     hal    rencana     Usaha     darr/ntau       Kegiatan     yang penyusunan		AmdaJnya  menggunakan     pendekatan    studi terpadu 	atau    kawasan   serta   memiliki   lebih  dari    I  (satu) Perizinan  Berusaha   at.au  Persetujuan     Pemerintah   dengan  kewenangan			penerbitan       Perizinan       Berusaha.      atau Persetujuan	Pemerintah   berada    di:

a.      pusat,    provinsi,  dan   kabupatcn  Zkota:

b.      pusat    dan   provinsi;  atau c.     pusat    dan   kabupaten/kota,
uji     kelayakan      dilakukan      oleh     Tim     Uji     Kelayakan
Lingkungan   Hidup   yang   berkedudukan    di  pusat.

{2J	Dalam     hal    rencar.a    Usaha     dan/atau      Kegiatan    vang penyusunan			Amdalnya   rnenggunakan    pendekatau    studi terpadu 	::;1ta.1.1    kawasan   serta   memiliki  lebih   dari    1    (satu) Perizinan  Bcrusaha   atau   Persetujuan    Pemerintah   dengan kewenangan			penerbitan       Perizinan      Berusaha       atau Persetujuan			  Pemerintah       berada        di      provinsi      dan kabupaten	Zkota,  uji   kelayakan    dilakukan    oleh   Tim   Uji Kelayakan		Lingkungan     Hidup    yang    berkedudukan      di provmsi.





	( l)
	Tim    Uji
	Kelayakan
	Lingkungan     Hidup
	sebagaimana

	
	dimaksud
	dalarn   Pasal
	78  terdiri   atas:
	

	a.
	ketua;
	

	b.
	kepala   sekretariat;
	dan

	c.
	anggota.
	




(2) Ketua   ..
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(2) 		Ketua   dan  kepala   sekretariat   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1)  huruf    a  dan   huruf    b  dijabat    oleh   pejabat     yang menangani	Amdal    atau     pejabat     fungsional     tertentu    di instansi	Lingkungan    Hidup    pusat,    organisasi    perangkat daerah   yang  membidangi   Lingkungan   Hidup   provinsi,  atau orgarusasi		perangkat        daerah         yang        membidangi Lingkungan		  Hidup       kabupaten/kota         yang      merniliki pengalaman	 dala.m penilaian  Amdal   paling   sedikit   2  (dua) tahun.

(3)    Anggota yang   berkedudukan    di pusat    terdiri   atas:
a. 	paling   sedikit   5 (lima) orang   ahli  bersertifikat   dengan latar   belakang  keilmuan  yang  beragam  terkait   dengan dampak  rencana   Usaha   dan/atau    Kegiatan;  dan
b. 		paling   banyak    5 (lima) orang   dari  unsur    kementerian yang 	menyelenggarakan      urusan      pemerintahan      di bidang 		Perlindungan     dan    Pengelolaan     Lingkungan Hidup.
(4)	Anggota      yang        berkedudukan         di       provmsi       atau kabupaten/kota	terdiri   atas:
	a.
	paling   sedikit   5 (lima) orang
	ahli  bersertifikat
	dengan

	
	latar      belakang     keilmuan
	yang     beragam
	terkait


dengan    dampak   rencana   Usaha   dan/atau     Kegiatan;
b. 	1        (satu)      orang      dari      unsur       kementerian      yang menyelenggarakan	urusan     pemerintahan     di  bidang Perlindungan	dan    Pengelolaan    Lingkungan    Hidup; dan
c. 	paling   banyak    5 (lima) orang   dari   perangkat    daerah yang 	membidangi     Perlindungan     dan     Pengelolaan Lingkungan	Hidup.

	(5)
	Ahli   bersertifikat
	sebagaimana     dimaksud
	pada    ayat    (3)

	
	huruf   a dan   ayat
	(4) huruf   a terdiri   atas:
	


a.      ahli  mutu   udara;
b.      ahli  mutu   air;
c.      ahli  mutu    tanah;
d.      ahli  keanekaragaman     hayati;
e.      ahli  kehutanan:
f.      ahli  sosial;
g.      ahli  kesehatan   masyarakat;
h.      ahli  transportasi;


i. ahli  ...
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1.
	ahli
	geologi;
	

	J.

k.

1.
	ahli ahli
ahli
	hidrogeologi;

hidrologi;

kelautan;   atau
	

	m.
	ahli
	lain    sesuai
	dengan
	dampak
	rencana
	Usaha


dan/atau    Kegiatan.



Pasal82

(1) 		Lembaga  Uji  Kelayakan   Lingkungan   Hidup   berdasarkan hasil   telaahan   dapat    memberikan    saran    kepada    Menteri untuk 		menambah     atau     mengganti      anggota     Tim'    Uji Kelayakan	Lingkungan    Hidup   yang   berasal     dari   tenaga  ahli	bersertifikat     yang     diusulkan      oleh    pejabat      yang membidangi		 Amdal,   UKL-UPL,dan   SPPL, gubernur   atau bupati/wa!i		kota   sebagaimana    dimaksud    dalam   Pasal   77 ayat   (1).

	(2)
	Tambahan   atau    penggantian
	ahli   bersertifikat    diperoleh

	
	dari    daftar     kumpulan     ahli
	bersertifikat     sebagaimana


dimaksud   dalam   PasaJ   76  ayat   (2) huruf   c.



Pasal83

Lembaga    Uji    Kelayakan     Lingkungan     Hidup      melakukan pembinaan      terhadap      Pemerintah      Daerah       untuk       dapat
	memenuhi
	persyaratan      pengusulan
	Tim
	Uji
	Kelayakan

	Lingkungan
	Hidup.
	
	
	




Bagian   Ketujuh

Ahli  Bersertifikat   Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup



Pasal84

(1)    Menteri   menetapkan     ahli   bersertifikat    sebagai     anggota
Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup.

(2)	Penetapan      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      (1) dilakukan		melalui    Lembaga   Uji  Kelayakan   Lingkungan Hidup 	dengan        mekanisme       penilaian       calon       ahli bersertifikat.


Pasal   85  ...
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(1)    Mekanisme    penilaian     sebagaimana     dimaksud     dalam
Pasal   84  ayat   (2)  dilakukan   terhadap:

a.      latar   belakang  pendidikan   minimal  sarjana;

b. 	pengalaman     sesuai     keilmuannya     paling    sedikit     3 (tiga) tahun;

c.      sertifikat    pelatihan     yang     terkait      dengan      kajian
Dampak  Lingkungan;

d. 	rekam   jejak   penilaian   Amdal   yang   telah    dilakukan oleh  ahli  tersebut;

e. 	tulisan       ilmiah      dari     ahli     tersebut      yang      telah diterbitkan	di  jurnal     nasional    atau    internasional; dan/atau

f.      rekomendasi   dari  asosiasi  keahlian.

(2)	Berdasarkan      hasil     penilaian     sebagaimana      dimaksud pada 	ayat      (1),     Menteri     menerbitkan       tanda       ahli bersertifikat.

(3)    Ahli bersertifikat    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
harus    menandatangani     pakta   integritas.



Bagian   Kedelapan

Dokumen  Evaluasi  Lingkungan   Hidup   dan   Dokumen  Pengelolaan
Lingkungan   Hidup



Pasal86

Penanggung    jawab      Usaha      dan/atau      Kegiatan    yang     telah melaksanakan     Usaha    dan/atau     Kegiatan  sebelum   berlakunya Peraturan   Pemerintah   ini  dan   memenuhi   kriteria:

a. 	tidak   memiliki dokurnen  Lingkungan  Hidup   atau   dokumen Lingkungan	Hidupnya    tidak     sesuai     dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan;      dan

b. 	lokasi   Usaha    dan/atau     Kegiatan   sesuai    dengan     rencana tata   ruang,

wajib  menyusun   DELH atau   DPLH.



Pasal   87  ...
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(1)
	

Penanggung
	Pasal   87

jawab
	

Usaha
	

dan/atau          Kegiatan

	
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam
	Pasal     86    mengajukan

	
	DELH  atau
	DPLH  yang
	telah
	disusun     melalui     sistem

	informasi   dokumen    Lingkungan
	Hidup
	kepada
	Menteri,

	gubernur,       atau       bupati/wali
	kota
	sesuai
	dengan


kewenangannya.

(2)		DELH  atau      DPLH  yang     telah     disusun      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) diumumkan    kepada    masyarakat melalui:

	a.
	sistem    informasi   dokumen    Lingkungan
	Hidup    oleh

	
	Menteri,    gubernur,     atau     bupati/wali
	kota     sesuai


dengan    kewenangannya;    dan

b. 	pengumuman    pada   lokasi   Usaha    dan/atau     Kegiatan o]eh  penanggung   jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

(3)    Pengumuman      sebagaimana      dimaksud     pada      ayat     (2)
memuat   informasi:

a.      Usaha    dan/atau     Kegiatan   beserta     evaluasi   Dampak
Lingkungannya;    dan

b.      Rencana   pengelolaan    dan   pemantauan     Lingkungan
Hidup.

(4)	Berdasarkan    pengumuman    sebagaimana    dimaksud    pada ayat  (2) dan  ayat  (3), masyarakat   dapat   memberikan   saran, pendapat,	dan  tanggapan   dalamjangka    waktu   paling   lama
5 (lima) hari   kerja   sejak   diumumkan.



Pasal   88

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	melakukan       penilaian      DELH     atau pemeriksaan		DPLH  melalui     sistem     informasi    dokumen Lingkungan	Hidup.

	(2)
	Dalam     melakukan
	penilaian
	DELH  atau
	pemeriksaan

	
	DPLH sebagaimana
	dimaksud
	pada   ayat   (1):
	


a.      Menteri menugaskan    pejabat   yang  membidangi DELH
atau   DPLH; atau


b. 	gubernur   atau   bupati/wali    kota   menugaskan    kepala perangkat	daerah      yang     membidangi     Lingkungan Hidup.
 (
(3)
 
Hasil  
 
...
) (
SK 
 
No
 
097424
 
A
)

PRES   I DEN REPUBLIK      INDONESIA


- 78 -


(3)	Hasil       penilaian      DELH    atau        perneriksaan      DPLH sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (2) disusun   dalam   berita acara   yang   memuat   informasi:

	a.
	DELH atau   DPLH diterima;  atau
	

	b.
	DELH atau   DPLH perlu   dilakukan
	perbaikan.

	(4)
	Berdasarkan	berita    acara    sebagaimana     dimaksud ayat   (3) huruf   a,  Menteri,  gubernur,   atau   bupati/wali
	pada kota


sesuai    dengan    kewenangannya    menerbitkan    persetujuan
DELH atau   DPLH.

	(5)
	Persetujuan
	DELH atau     DPLH  sebagaimana    dimaksud

	
	pada       ayat
	(4)     dipersamakan        dengan        Persetujuan

	
	Lingkungan
	yang     digunakan      sebagai      prasyarat      dan


termuat     dalam     Perizinan    Berusaha     atau     Persetujuan
Pemerintah.

(6)	Berdasarkan     berita    acara     sebagaimana     dimaksud    pada ayat 	(3)  huruf     b,   penanggung    jawab     Usaha     dan/atau Kegiatan  melakukan   perbaikan.

(7) 	Tata  cara  penyusunan,    penilaian  DELH, atau   pemeriksaan DPLH  tercantum    dalam     Lampiran    V  yang    merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pemerintah  ini.



Bagian   Kesem bilan

Peru bahan    Persetujuan    Lingkungan

Pasal89

(1)	Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan    wajib melakukan	perubahan     Persetujuan    Lingkungan    apabila Usaha 		dan/atau      Kegiatannya    yang    telah     memperoleh surat 	Keputusan     Kelayakan    Lingkungan    Hidup       atau persetujuan		  Penyataan        Kesanggupan        Pengelolaan Lingkungan		Hidup      direncanakan       untuk       dilakukan perubahan.

	(2)
	Perubahan      Usaha
	dan/atau
	Kegiatan
	sebagaimana

	
	dimaksud   pada   ayat
	(1.)  rneliputi:
	
	





 (
a.
perubahan   
 
spesifikasi  
 
teknik,   
 
alat  
 
produksi,
bahan
baku
,
   
 
bahan     
 
penolong,   
 
dan/atau     
 
sarana
Usaha
)dan/atau      Kegiatan      yang     berpengaruh     terhadap
Lingkungan   Hidup;

b.       penambahan    kapasitas   produksi;



c. perluasan    ...
 (
SK 
 
No
 
097425
 
A
)

P~ESIDEN
REPUBLIK     INDONESIA



- 79  -


r»              perluasan   lahan   Usaha   dan/atau    Kcgiatan;

d.      p-rubahan       waktu       atau      durasi       operasi       Usaha dan / at-cu  Kegiatan;

e. 	terjadinya    perubahan     kebijakau    pemerintah     yang ditujukan	untuk      peningkatan      Perlindungan      dan Pengelolaan		Lingkungan   Hidup;

f.		terjadi    perubahan     Lingkungan    Hidup   yang    sangat  mendasar	akibat    peristiwa   aiam   atau   karena   akibat  min,    sebelum    dan    pada     waktu     Usaha    dan  Zatau Kegiatan  yang   bersangkutan     dilaksanakan;

g. 	tidak     dilaksanakannya       rencana     Usaha     dan/atau Kegiatan  dalam    jangka     waktu    3  (tiga)   tahun     sejak diterbitkannya			surat        Keputusan            Kelayakan Lingkungan	Hidup        atau     persetujuan      Penyataan Kesanggupan		Pcngelolaan   Lingkungan   Hiriup;

	h.
	perubahan
	identitas
	penanggung
	jawab
	Usaha

	
	dan/   atau
	Kegiatan;
	
	
	


1.           perubahan    wilayah  administrasi    pernerintahan:

J.        perubahan           pengelolaan          dan          pemantauan
Lingkungan   Hidup;

k.     SLO  Usaha    dan/   atau   Kegiatan  yang   lebih   ketat   dari
Persetujuan    Lingkungan   yang   dimiliki;

1.	penciutan/   pengurangan    dan/   a tau   luas   areal   U saha dan/   atau   Kegiatan;  dan  / atau

m. 	terdapat      perubahan       dampak      dan/   atau       risiko Lingkungan	Hidup   berdasarkan    basil   kajian   analisis risiko   Lingkungan  Hidup   dan/   atau   audit   Lingkungan Hidup   yang   diwajibkan.

(3) 	Perubahan        Persetujuan        Lingkungan       sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (2),   menjadi   dasar     dilakukannya perubahan		Perizinan      Berusaha       atau       Persetujuan Pernerintah       sesuai        dengan         ketentuan        peraturan perundanga   n - undangan.






Pasal 90.
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Pas....:.190

(1) 	Perubahan        Persetujuan        Lmgkungan        sebagairnana dimaksud	dalam   Pasal   89  ayat   (2) dilakukan   melalui:

a. 	peru banan          Persetujuan         Lingkungan        dengan kewajiban	rnenyusun    dokumen    Lingkungan    Hidup baru;   atau

b. 	pcrubahan     Persetujuan     Lingkungan    tanpa     disertai kcwajiban	menyusun    dokumen    Lingkungan    Hidup baru.

	(2)
	Perubahan
	Persetujuan
	Lingkungan    dengan     kewajiban

	
	rnenyusun
	dokurnen
	Lingkungan        Hidup         baru

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada    ayat    (1)  huruf    a   berlaku


untuk    perubahan   Usaha   dan/atau    Kegiatan  sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   89  ayat   (2) huruf   a sampai    dengan huruf   g.

	(3}
	Perubahan
	Persetujua.n      Lingkungan      tanpa       disertai

	
	kewajiban
	menyusun    dokumen   Lingkungan   Hidup    baru


sebagaimana    dimaksud    pada    a.yat   (1)  huruf    b   berlaku
untuk 	perubahan    Usaha   dan/atau    Kegiata.n sebagairnana dimaksud	dalam   Pasal   89  ayat   (2) huruf   h sampai    dengan hurufm.


	
	Pasal   91
	

	(1)
	Perubahan menyusun
	Persetujuan dokumen
	Lingkungan
Lingkungan
	dengan     kewajiban
Hidup         baru


sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   90  ayat   (1) huruf    a
dilakukan   melalui:

a. 	perubahan    st irat   Keputusan   Kelayakan   Lingkungan Hidup 	dengan     kcwajiban    melakukan     penyusunan dan  uji  kelayakan   Amdal   baru;

	b.
	perubahan
	persetujuan
	Pernyataan     Kesanggupan

	
	Pengclolaan
rnelakukan
	Lingkungan
penyusunan
	Hidup    dengan     kewajiban
dan   pcrneriksaan    Formulir


UKl.-UPL standar      spesifik   atau    Forrnulir   UKL·-UPL
standar;   atau

c. 		perubahan    surat    Keputusan    Keiayakan   Lingkungan Hidup 	dengan     kewajiban    melakukan      penyusunan dan  penilaian   addendum Andal   dan   RKL-RPL.


(2) Dalam   ...
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(2) 	Dalam    hal   perubahan     Usaha     dan/atau     Kegiatan   yang dilakukan	 menyebabkan    skala/besaran     kumulatif   Usaha dan/atau	Kegiatan  tersebut   menjadi  skala/besaran     wajib memiliki	Amdal,     perubahan      Persetujuan      Lingkungan dilakukan	 melalui    penyusunan    dan   uji  kelayakan   Amdal baru.

(3) 	Dokumen   addendum  Andal   dan    RKL-RPL sebagaimana dimaksud	pada   ayat   ( 1)  huruf   c terdiri   atas:

a.      tipe  A;

b.      tipe  B; dan c.      tipe  C.


Pasal92

(I)	Tata    cara    penyusunan     Amdal    sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal    36   dan    Pasal    39   berlaku     secara     mutatis mutandis  untuk     penyusunan     Amdal   baru    sebagaimana dimaksud	dalarn   Pasal   91  ayat   (1) huruf   a.

(2)	Tata   cara    penyusunan     Formulir   UKL-UPL sebagaimana dimaksud		dalam    Pasal   55  dan   Pasal   56  berlaku     secara mutatis   mutandis untuk     penyusunan   Formulir  UKL-UPL standar 	spesifik     atau       Formulir     UKL-UPL   standar sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   9]  ayat   (1) huruf   b.



Pasal93

( l)     Perubahan       Persetujuan       Lingkungan      tan pa     disertai kewajiban	 menyusun    dokurnen   Lingkungan   Hidup    baru sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   90  ayat   (I]    nuruf   b dilakukan	melalui:

a. 	perubahan    surat    Keputusan   Kelayakan   Lingkungan Hidup 	atau      perubahan      persetujuan      Pernyataan Kesanggupan		Pengelolaan       Lingkungan       Hidup sebagaimana	dimaksud     dalam     Pasal     89   ayat    (2) huruf   h dan   huruf   i;   atau
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b. 	perubahan    surat    Keputusan    Kelayakan   Lingkungan Hidup 	atau      perubahan      persetujuan      Pernyataan Kesanggupan		Pengelolaan   Lingkungan    Hidup    yang disertai 	  perubahan     pengelolaan    dan    pemantauan Lingkungan	Hidup     sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   89  ayat   (2) huruf   j  sampai    dengan    huruf   m.

(2) 	Perubahan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   b terkait    dengan    pengelolaan   dan   pemantauan    Lingkungan Hidup   yang   memerlukan    Persetujuan    Teknis,    dilakukan berdasarkan	Perubahan   Persetujuan   Teknis.



Pasal   94

(1)	Untuk    menentukan    perubahan    Persetujuan    Lingkungan sebagaimana		dimaksud      dalam      Pasal      91     ayat      ( l.], penanggung	jawab   Usaha   dan/atau     Kegiatan  melakukan proses   penapisan   secara   mandiri.

(2)	Dalam   hal  penanggung   jawab     Usaha   dan/atau     Kegiatan tidak 	dapat      melakukan      penapisan      secara      mandiri, penanggung			jawab         U saha         dan/   a tau         Kegiatan mengajukan		penetapan      penapisan      kepada       instansi Lingkungan	 Hidup    pusat,   organisasi    perangkat    daerah provinsi	yang     membidangi      Lingkungan     Hidup,      atau organisasi		perangkat      daerah       kabupaten/kota         yang membidangi			Lingkungan        Hidup         sesuai         dengan kewenangannya			disertai      dengan      penyajian     informasi lingkungan.

	(3)
	Penyajian   informasi   lingkungan
	sebagaimana    dimaksud

	
	pada      ayat      (2)    menggunakan
	format       sebagaimana

	tercantum    dalam
	Lampiran   V  yang    merupakan
	bagian

	tidak   terpisahkan
	dari  Peraturan  Pemerintah  ini.
	




Pasal   95

( 1)        Penanggung  jawab   Usaha   dan / a tau  Kegiatan  mengajukan permohonan	 perubahan    Persetujuan    Lingkungan   kepada Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	melaiui       sistem      inforrnasi     dokumen Lingkungan	Hidup.
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(2)	Terhadap   permohonan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1),   Menteri,   gubernur,    atau     bupati/wali     kota     sesuai dengan    kewenangannya    melakukan:

a.      uji  kelayakan   Amdal   baru;

	b.
	pemeriksaan
	Formulir    UKL-UPL  standar
	spesifik

	
	atau   Formulir
	UKL-UPLstandar;    atau
	


c.      penilaian   addendum   Andal  dan  RKL-RPL.



Pasal96

(1)	Tata   cara   uji  kelayakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud		dalam     Pasal     47   sampai      dengan      Pasal     49 berlaku 	secara     mutatis    muiandis  untuk     uji   kelayakan Amdal   baru   sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   95  ayat (2) huruf   a.

(2)	Tata     cara     pemeriksaan      Formulir     UKL-UPL   standar spesifik	atau     Formulir    UKL-UPL   standar      sebagaimana dimaksud		dalam     Pasal     57    sampai      dengan      Pasal     62 berlaku 	 secara      mutatis    mutandis  untuk      pemeriksaan Formulir	  UKL-UPL standar     spesifik  atau    Formulir  UKL• UPL standar    sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   95  ayat (2) huruf   b.



Pasal   97

(1)	Tim   Uji   Kelayakan    Lingkungan    Hidup     sesuai     dengan kewenangannya	melakukan    penilaian    addendum    Andal dan   RKL-RPLsebagaimana    dimaksud   dalam    95  ayat   (2) huruf   c, dengan    tahapan:

	a.
	penerimaan   permohonan
	penilaian   addendum   Andal

	
	dan       RKL-RPL,       dan
	perubahaan        Persetujuan


Lingkungan;

b.      perneriksaan     administrasi      addendum     Andal     dan
RKL-RPL;

c.      penilaian   substansi    addendum   Andal   dan   RKL-RPL;
dan

	d.
	penyampaian
	rekomendasi         kelayakan
	atau

	
	ketidaklayakan
	Lingkungan   Hidup.
	





(2) Pemeriksaan    ...
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(2)    Pemeriksaan   administrasi    addendum Andal   dan   RKL-RPL
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   b berupa:

a.      kesesuaian     perubahan     rencana     Usaha     dan/atau
Kegiatan  dengan    rencana   tata   ruang;

b.      persetujuan    awal  Usaha   dan/atau    Kegiatan;

	c.
	Persetujuan
	Teknis
	dalam
	hal
	terjadi
	perubahan

	
	Persetujuan
	Teknis;
	
	
	
	


d. 		keabsahan    tanda    bukti   registrasi    lembaga   penyedia jasa   penyusunan    Amdal,   apabila   penyusunan    Andal dan   RKL-RPLdilakukan    oleh  lembaga  penyedia  jasa penyusunan	Amdal;   dan/  atau

	e.
	keabsahan
	tanda       bukti
	sertifikasi
	kompetensi

	
	penyusunan
	Amdal.
	
	


(3}	Dalam   melakukan    penilaian   substansi    addendum  Andal dan   RKL-RPLsebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf c, untuk    addendum Andal   dan   RKL-RPL:

	a.
	tipe     A,   Tim     Uji
	Kelayakan
	Lingkungan
	Hidup

	
	melibatkan     pihak
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam


Pasal   45  ayat   (3);

b. 	tipe     B,    Tim    Uji    Kelayakan     Lingkungan     Hidup melibatkan:

1.   instansi    sektor    yang    menerb.tkan     Persetujuan
Teknis;   dan

 (
yang   
 
terkait    
 
dengan
rencana
Usaha
dan/atau
Kegiata
n
,
   
 
dan/atau
dampak
Usaha
dan/atau
Kegiata
n
;
 
 
dan
)2.    instansi  pusat,     provinsi,   atau    kabupaten/kota




	c.
	tipe     C,    Tim    Uji    Kelayakan
	Lingkungan     Hidup

	
	melibatkan      instansi      teknis
	yang      menerbitkan

	
	Persetujuan    Teknis,    dalam    hal
	terdapat    perubahan

	
	pengelolaan    dan    pemantauan
	Lingkungan     Hidup


serta   terdapat   perubahan    Persetujuan   Teknis.

	(4)
	Berdasarkan
	hasil
	pemeriksaan
	
	administrasi

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada     ayat
	(2)
	dan     penilaian


substansi    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3),  Tim  Uji
Kelayakan   Lingkungan   Hidup   menerbitkan    rekomendasi hasil   uji  kelayakan.


(5) Jangka     ...
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(5)	Jangka     waktu    penilaian   addendum   Anda!   dan   RKL-RPL sampai 	dengan     disarnpaikannya     rekomendasi    hasil    uji kelayakan	dilakukan   paling   lama:

a. 		50  (lima  puluh)   hart   kerja   terhitung   sejak    addendum Andal   dan   RKL-RPL tipe  A diterima   dan   dinyatakan lengkap  secara    administra.si   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2);

b. 		30  (tiga  puluh)    hari   kerja   terhitung   sejak   addendum Andal   dan   RKL-RPL tipe  B diterima   dan   dinyatakan lengkap  secara    administrasi    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2); dan

r..        15  (lima  belas)   hari   kerja   terhitung   sejak   addendum Andal   dan   RKL-RPL tipe  C diterima   dan   dinyatakan lengkap  secara    administrasi    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2}.



Pasal   98

(1) 		Rekomendasi   hasil   uji  kelayakan   sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal    97   ayat    (4)  menjadi   bahan     pertimbangan Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan  kewenangannya	dalam   menetapkan:

a. 	surat      Keputusan      Kelayakan     Lingkungan     Hidup terhadap	perubahan       rencana      Usaha       dan/atau Kegiatan,  jika   perubahan    rencana   Usaha    dan/atau Kegiatan  dinyatakan   layak   Lingkungan   Hidup:   atau

b.       keputusan        ketidaklayakan        Lingkungan       Hidup terhadap	perubahan       rencana      Usaha      dan/atau Kegiatan ,   jika   peruba.han   rencana   Usaha    dan/atau Kegiatan  dinyatakan   tidak   layak   Lingkungan   Hidup.

(2) 	.Jangka   waktu     penerbitan     surat     Keputusan     Kelayakan Lingkungan		Hidup   atau   surat   keputusan    ketidaklayakan Lingkungan		Hidup   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan	paling   lama    10  (sepuluh)   hari   kerja   terhitung sejak   rekomendasi   hasil   uji  kelayakan   diterima.

(3)	Surat        Kepuuisar.        Kelayakan       Lingkungan       Hidup sebagaimana	   dimaksud    pada   ayat   (2) menjadi   prasyarat penerbitan		dan     tcrmuat     dalam     perubahan      Perizinan Berusaha	atau   Persetujuan    Pernermtah
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Pasal99

(1)	Pemeriksaan    perubahan     Persetujuan     Lingkungan    tanpa disertai   kewajiban  menyusun   dokumen  Lingkungan   Hidup baru   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal  90  ayat  (1) huruf b   melalui     pemeriksaan     administrasi     atas     kelengkapan permohonan	perubahan     Persetujuan     Lingkungan    yang meliputi:

	a.
	laporan      perubahan
	pengelolaan
	dan
	pemantauan

	
	Lingkungan   Hidup;
	dan/  atau
	
	


b. 	laporan     perubahan     Persetujuan     Teknis     dalam     hal terjadi   perubahan    Persetujuan   Teknis.

	(2)
	Pemeriksaan
	administrasi    atas   kelengkapan    permohonan

	
	perubahan
	sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      (1)


dilakukan   paling   lama    1    (satu)   hari   kerja   terhitung   sejak
permohonan   diterima.

(3)	Dalam    hal   hasil    pemeriksaan    administrasi     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) dinya.takan  permohonan:

a. 	lengkap     dan      benar,       Menteri,     gubernur,       atau bupati/wali	kota     sesuai      dengan      kewenangannya menerbitkan:

1.     surat    Kepuxusan   Kelayakan   Lingkungan   Hidup;
a tau

2.     persetujuar.             Penyataan             Kesanggupan
Pengelolaan  Lingkungan   Hidup,

terhadap      peruoahan       rencana      Usaha       dan/atau
Kegiatan;

	b.
	tidak      lengkap
	dan/atau       tidak      benar,       Menteri,

	
	gubernur,     atau
	bupati/wali      kota     sesuai      dengan

	
	kewenangannya
diperbaiki.
	mengembalikan    perrnohonan   untuk


 (
paling  
 
lama
10 
 
(sepuluh)
han  
 
kerja  
 
terhitung
sejak  
 
hasil
pemeriksaan
administrasi
diterima.
)(4)	Jangka        waktu       penerbitan       perubahan        Persetujuan Lingkungan,	termasuk    pengembalian    permohonan    untuk perbaikan	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) dilakukan



	(5)
	Perubahan        Persetujuan         Lingkungan
	sebagaimana

	
	dimaksud   pada   ayat   (3) menjadi  prasyarat
	penerbitan   dan


termuat     dalam     Per izinan     Berusaha     a tau    Persetujuan
Pemerintah.

 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INOONESIA
)
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Pasal   100

( I]     Pengelola    Kawasan    yang     telah     merniliki    Persetujuan Lingkungan,	 melakukan   penggabungan    dan   penyesuaian Persetujuan		 Lingkungan    dari   penanggung   jawab    Usaha dan/atau	Kegiatan   dalam     kawasan    pada     Persetujuan Lingkungan		Kawasan.
(2)    Pengelola   kawasan    melakukan     perubahan     Persetujuan
Lingkungan  jika   terdapat:
a.       penambahan    jenis   Usaha   dan/atau     Kegiatan  di  luar
Persetujuan    Lingkungan   kawasan;
b. 	penambahan     RKL-RPL rinci    dengan     jenis     Usaha dan/   atau       Kegiatan      yang       sesuai        Persetujuan Lingkungan	kawasan;
c. 	perubahan    kegiatan   pada   Usaha   dan/   atau   Kegiatan dalam   kawasan   yang   telah   beroperasi;   dan  I a tau
d.       perubahan           pengelolaan          dan          pemantauan
Lingkungan   Hidup.
(3) 	Perubahan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) huruf    a dilakukan	melalui      perubahan      dokumen     Lingkungan Hidup   sebagaimana    dimaksud   dalam   90  ayat   (1) huruf   a.
(4) 		Perubahan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   b sampai 	dengan     huruf    d,   dilakukan    melalui    perubahan pengelolaan	  dan       pemantauan        Lingkungan        Hidup  sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   89  ayat   (2) huruf  j.
(5) 		Perubahan       sebagaimana       dimaksud      pada      ayat      (4) dilakukan		bersamaan       dengan       pelaporan       Perizman Berusaha	terkait    Persetujuan    Lingkungan   secara   berkala  setiap   6 (enam) b, ilan.

 (
.,_
.
)

 (
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Tata  cara:

Pasal   101
a. 	penyusunan    addendum  Andal   dan   RKL-RPL se bagaimana dimaksud	dalam   Pasal   91  ayat   (3);
b.      penilaian    addendum  Andal    dan    RKL-RPL sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal    97  dan   Pasal   98;  dan
c. 	perneriksaan    perubahan     Persetujuan    Lingkungan    tanpa disertai 	kewajiban     menyusun      dokurnen     Lingkungan Hidup   baru   sebagaimana   d:i.maksud dalam   Pasal    99,
sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran   V yang   rnerupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pernerintah  ini.



Bagian    ...

PRESIDEN
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Bantuan   Pemcrintah   Terhadap   Usaha   Mikro  dan   Kecil


	
	Pasal   102

	(1)
	Pemerintah penyusunan
	Pusat    dan   Pemerintah    Daerah     membantu
Amdal    bagi   usaha     mikro    dan    kecil   yang


memiliki  Darnpak  Penting  tcrhadap   Lingkungan   Hidup

(2) 	Bantuan     penyusunan      Amdal     sebagairnana     dimaksud pada 	ayat      (1)    berupa       fasilitasi,      biaya,      dan/atau penyusunun	Amdal.

	(:3~
	Penyusunan       Amdal      bagi     usaha       mikro      dan
	keci!

	
	sebagaimana      dimaksud     pada     ayat     (1)   dibantu
	oleh

	
	kementerian/lembaga       pemerintah    nonkementerian
	atau


perangkat     daerah     yang    membidangi    Usaha     dan/atau
Kegiatan.

	(4)
	Dalam
	hal         usaha     mikro    dan    kecil      sebagaimana

	
	dirnaksud
	pada  ayat   (1) berada    di bawah   pembinaan   atau


pengawasan     lebih    dari     1      (satu)    kementerian/lembaga
pemerintah      nonkementerian       atau      perangkat     daerah, penyusunan     Amdal    bagi   usaha     mikro    dan    kecil     yang direncanakan,     dilakukan       oleh       kernen  terian  I lem baga
pemerintah   nonkementerian    atau   perangkat   daerah     yang membidangi   usaha    yang   dorninan.

	(5)
	Penentuan
	mengenai  usaha    mikro   dan  kecil  sebagaimana

	
	dirnaksud
keten  tuan
	pada     ayat    (1)   dilaksanakan      sesuai     dengan
pera turan    perundang-  undangan.




Bagian   Kesebelas

Pendanaa.n  Persetujuan    Lingkungan



Pasal   103

Penanggung    jawab    Usaha     dan/atau      Kegiatan   bertanggung jawab     atas     pendanaan    penyusunnn    Amdal    atau     Forrnulir UKL-UPLstandar    spesifik  atau   Forrnulir  UKL-UPLstandar.




Pasal   104   ...
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A
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(1) 	Pendanaan    operasional   kegiatan   Lembaga  Uji  Kelayakan Lingkungan	 Hidup    dibebankan     pada    bagian     anggaran kementerian			yang           menyelenggarakan           urusan pemermtahan		di  bidang    Perlindungan    dan    Pengelolaan Lingkungan	Hidup.

	(2)
	Pendanaan
	operasional     kegiatan    Tim    Uji    Kelayakan

	
	Lingkungan
dibebankan
	Hidup      yang      berkedudukan        di     pusat
pada     bagian     anggaran    kementerian     yang


menyelenggarakan       urusan       pemerin tahan       di    bidang
Perlindungan   dan   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup.

(3) 	Pendanaan     operasional     kegiatan    Tim    Uji    Kelayakan Lingkungan	Hidup     yang     berkedudukan       di    provmsi berasal 	dari     anggaran     pendapatan      belanja       daerah provms1.

(4)		Pendanaan     operasional     kegiatan    Ti?TI    Uji    Kelayakan Lingkungan	Hid.up      yang          berkedudukan             di kabupaten/kota		berasal       dari     anggaran       pendapatan belanja   daerah    kabupaten/kota.



Pasal   105

(1) 	Bantuan     penyusunan      Amdal     sebagaimana      ciimaksud dalam   Pasal    102  yang   kewenangan   periila.annya     berada di Pemerintah,  pendanaannya     bersurnber  dari  anggaran pendapatan	dan   belanja  negara.

(2) 	Bantuan     penyusunan      Amdal     sebagaimana      dimaksud dalam    Pasal    102  yang   kewenangan    penilaiannya    berada di Pemerintah  Daerah   provinsi atau  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota,	pendanaannya          bersumber         dari anggaran		pendapatan      dan     belanja      negara      dan/   atau anggaran	pendapatan    dan   belanja   daerah.



Pasal   1.06

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

a. 	daftar    Usaha    dan/   atau    Kegiatan  'Najib   Arndal, UKL• UPL, dan   SPPI.;




b.  tata   ...
 (
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A
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b.      tata      cara      sistem       sertifikasi     kompetensi      Amdal, pelatihan	kompetensi    Amdal,    dan   lembaga   penyedia jasa   penyusunan    Amdal;

c.      pembentukan      Lernbaga   Uji   Kelayakan    Lingkungan
Hidup   dan  Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup;   dan d.      tata   cara   penilaian   calon   anli  bersertifikat,
diatur    dengan    Peraturan   Menteri.



BAR Ill

PERLINDUNGAN   DAN  PENGELOLAAN   MUTU   AIR



Bagian   Kesatu

Ketentuan   Umum



Pasal   107

	(1)
	Perlindungan     dan    Pengelolaan    Mutu    Air
	sebagaimana

	
	dimaksud   dalarn   Pasal   2 huruf   b   dilakukan
	terhadap   air


yang   berada    di dalam   Bad an  Air.

(2)    Sadan    Air sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a.      Badan   Air permukaan    meliputi:

1.     sungai,    anak   sungai,    dan   sejenisnya;
2.       danau    dan   sejenisnya;
3.      rawa   dan   lahan   basah    lainnya;  dan/   atau b.      akuifer.
{3)      Penyelenggaraan    Perhndungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a.      perencanaan;

b.      pernanfaatan;

c.      pengr-ndalian;   dan d       pemeliharaan.




Bagian   ...
 (
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A
)
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Perencanaan



Pasal   108

(1) 	Perencanaan     Perlindungan     dan    Pengelolaan    Mutu     Air diselenggarakan	dengan      pendekatan     DAS,   CAT,  dan ekosistemnya.

	(2)
	Perencanaan
	Perlindungan
	dan
	Pengelolaan    Mutu     Air

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada
	ayat     (1)    dilaksanakan

	
	melalui:
	
	
	


a.      inventarisasi   Sadan    Air;

b.      penyusunan    dan   penetapan   Baku   Mutu   Air;

c. 	perhitungan    dan   penetapan   alokasi    beban    pencemar air;  dan

d.       pcnyusunan     dan    penetapan    rencana    Perlindungan dan   Pengelolaan   Mutu   Air.



Paragraf   1

Inventarisasi   Sadan    Air



Pasal   109

	(1)
	Inventarisasi     Sadan     Air   sebagaimana
	dimaksud    dalam

	
	Pasal   108  ayat   (2) huruf   a dilaksanakan
	oleh  Menteri.


(2)    Inventarisasi   Sadan    Air sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
( 1)  dilakukan   dengan    tahapan:

a.      mengidentifikasi    Badan   Air; dan

b.      melakukan   karakterisasi    Sadan    Air.



Pasal   1     tO

(1)    Identifikasi  Badan   Air sebagairnana   dimaksud   dalam   Pasal
109   ayat    (2)   huruf     a   dilakukan     untuk      mendapatkan informasi    mengenai    Sadan     Air   sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   107  ayat   (2).



(2) ldentifikasi   ...


 (
•
)
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(2)    Identifikasi   Badan    Air  sebagaimana    dimaksud    pada    ayat
( 1)  dilaksanakan    melalui:

a.      citra   satelit;

b.      foto  udara;    dan/atau

c.      penyelidikan   hidrogeologi.

(3)	Identifikasi      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      (2) dilakukan	dengan    memperhatikan    peta   DAS dan  peta   CAT dengan    tingkat    ketelitian   paling   kecil  skaia    1 :50.000.



Pasal   111

	(1)
	Citra       satelit,        foto      udara,        dan/atau
	penyelidikan

	
	hidrogeologi  sebagaimana   dimaksud   dalam
	Pasal   110  ayat


(2) diinterpretasikan     dengan    tahapan:

a. 	mendelineasi     citra     satelit,      foto    udara,      dan/   atau penyelidikan	hidrogeologi;  dan

b.      memindahkan     hasil   delineasi   ke  dalam    peta   Badan
Air   dengan      tingkat      ketelitian     paling     kecil     skala
1:50.000.

(2)	Peta  Badan   Air sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf b 	digunakan       se bagai       acuan        dalam       pelaksanaan karakterisasi	Badan   Air.



Pasal   112

(1) 	Karakterisasi     Badan     Air   sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   109  ayat   (2) huruf   b dilakukan   untuk    mendapatkan inforrnasi:

a.      aspek   hidrologi  dan   hidrogeologi;

b.      aspek   geologi;

c.      aspek   morfologi;

d.      aspek   ekologi;

e.      aspek   Mutu   Air;

f.      aspek   sumber    pencemar;   dan g.      aspek   pernanfaatan    air.
(2)	Informaei  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan dengan    cara   pengumpulan    dan   pengkajian:



a.  <lats  ...
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a.      data   sekunder;   dan/   atau

b.      da~t a pn.mc:::-.

{3)	Terhadap   karakterisasi     Badan    Air  dengan    menggunakan data   sekunder   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf a 	dapat     dilakukan     verifikasi    melalui     kegiatan     survci lapangan.

(4) 	Hasil    karakterisasi     Badan     Air   sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) disusun   di atas   peta   Badan   Ai!' sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal    11 J    ayat   (2) yang   merupakan    peta Perlindungan	dan   Pengelolaan   Mutu   Air  dengan     tingkat ketelitian  paling   kecil  skala   I :50.000.



Paragraf  2

Penyusunan    dan   Penetapan   Baku   Mutu   Air



Pasal   113

(1)		Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali     kota   sesuai    dengan  kewenangannya	menyusun    dan   menetapkan    Baku    Mutu Air sebagaimana   dimaksud    dalam   Pasal   108  ayat   (2) huruf b untuk:

a.      air  tanah;    dan

b.      air  permukaan    berdasarkan     segmentasi   atau    zonasi
Badan   Air.

(2)	Baku    Mutu   Air  unruk    air  tanah    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   ( 1) huruf   a dilakukan   melalui   pemantauan    rona awal    Mutu    Air   tanah     dan/   atau    pemantauan     Mutu    Air tanah    referensi.

(3)	Baku     Mutu     Air    untuk      air    permukaan      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) huruf   b mengacu  pada   Baku   Mutu Air  Nasional  sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran   VI yang   merupakan    bagian    tidak   terpisahkan    dari   Peraturan Pemerintah	   ini.



Pasal   114

(1)		Baku   Mutu   Air  sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal    113 ayat 	(1)  disusun    dan    ditetapkan     oleh    Menteri    setelah  berkoorriinasi	dcngan:



a.   menteri
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a. 	menteri          yang           menyelenggarakan pemerintahan	di bidang   sumber    daya   air;

urusan

b. 	menteri          yang           menyelenggarakan            urusan pemerintahan	di   bidang     energi    dan    sumber      daya mineral;

c. 	menteri          yang           menyelenggarakan            urusan pemerintahan	di bidang   tata ruang;  dan;   atau

	d.
	menteri
	yang           rnenyelenggarakan
	urusan

	
	pemerintahan
	di  bidang   kehutanan.
	


(2) 	Baku   Mutu   Air  sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    1.  13 ayat   il)  disusun   dan   ditetapkan   oleh  gubernur   setelah:

a.      mendapatkan    pertimbangan    teknis   dari  Menteri;  dan b.      berkoordinasi   dengan    bupati/wali    kcta.
(3)	Baku   Mutu   Air  sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    113 ayat 	(1)  disusun    dan    ditetapkan    oleh   bupat.i/wali    kota setelah:

a.      mendapatkan    pertimbangan    teknis   dari  Menteri;  dan b.      berkoordinasi   dengan    gubernur   di wilayahnya.


Pasal   l 15

(1)	Dalam    hal   bupati/wali     kota    tidak    dapat     melaksanakan penyusunan		dan   penetapan    Baku   Mutu   Air  sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    113  ayat   (1),  gubernur   menyusun dan 	menetapkan       Baku       Mutu       Air     ya.ng    menjadi kewenangan	bupati/wali    kota   di wilayahnya.

(2)	Dalam       hal      gubernur       tidak       dapat        mela.ksanakan penyusunan		'dan   penetapan   Baku   Mutu   Air  sebagaimana dima.ksud	dalam    Pasal    113  ayat   ( 1),  Menteri   menyusun dan 	menetapkan       Baku       Mutu       Air     yang       menjadi kewenangan	gubernur.










Paragraf   ...
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Paragraf  3

Perhitungan   dan   Penetapan   Alokasi Behan   Pencemar  Air



Pasal   116

(1) 	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya		melakukan    perhitungan    dan   penetapan alokasi   beban   pencemar  air  sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal   108 ayat   (2) huruf   c untuk    rnendapatkan    nilai  be ban pencemar	air   paling    tinggi   dari   sumber     pencemar    yang diperbolehkan	dibuang  ke  Badan   Air permukaan.

(2)    Sumber   pencernar   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)
terdiri   atas   sektor:

a.      industri;

b.      domestik;

c.      pertambangan;

d.      minyak   clan  gas  bumi;

e.      pertanian   dan   perkebunan;

f.      perikanan;

g.      peternakan;   ctan

h. 	sektor      lain     sesuai      dengan      perkembangan       ilmu pengetahuan	dan   peraturan    perundang-undangan.

(3) 	Perhitungan    dan   penetapan    alokasi    beban    pencemar   air sebagaimana	dimaksud     pada      ayat     (1)    dilaksanakan melalui:

a. 	hasii   karakterisasi    Badan   Air se bagaimana   dimaksud dalam   PasaJ 112  ayat   (.:'.1-);   dan

b.      Baku    Mutu   Air  berdasarkan    segmentasi   dan   zonasi Badan 	Air  sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    113 ayat   (1) huruf   b.

(4)		Dalam    hal   bupati/wali     kota    tidak    dapat    melaksanakan perhitungan	 dan   penetapan    alokasi    beban    pencemar   air sebagaimana		dimaksud       pada       ayat       (1),     gubernur menghitung	dan   menerapkan     alokasi    beban   pencemar   air yang  menjadi  kewenangan   bupati/waii   kota  di wilayahnya.



(5) Dalam   ...
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(5)		Dalam       hal      gubernur       tidak       dapat       melaksanakan perhitungan	 dan   penetapan    alokasi    beban    pencemar   air sebagaimana	 dimaksud   pada   ayat  (1), Menteri  menghitung dan  menetapkan   alokasi   be ban  pencemar  air  yang  menjadi kewenangan	gubernur.



Paragraf  4

Penyusunan    dan   Penetapan   Rencana  Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Air



Pasal   117

Penyusunan	rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air sebagaimana		dimaksud    dalam     Pasal     108   ayat    (2)   huruf     d meliputi:

a.      rencana   Perlindungan   dan  Pengelolaan  Mutu   Air nasional;

b.      rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air provinsi:
dan

c. 	rencana      Perlindungan       dan      Pengelolaan      Mutu       Air ka.bupaten/kota.



Pasal   118

(1)	Rencana  Perlindungan   dan  Pengelolaan  Mutu   Air nasional sebagaimana	dimaksud      dalam      Pasal      117     huruf      a diterapkan	pada:

a.      DAS lintas   negara;

b.       DAS lintas   provinsi;

c.      DAS dan   CAT strategis   nasional;

d.      CATlintas  negara;    dan e.       CATlintas  provinsi.
(2)	Rencana   Perlindungan   dan  Pengelolaan  Mutu   Air nasional sebagaimana	dirnaksud     pada     ayat     (1)    disusun     dan ditetapkan	oleh  Menteri  sctelah    berkoordinasi   dengan:






a.   menteri   ...
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a. 	menteri          yang           menyelenggarakan pemerintahan	di  bidang   sumber    daya   air;

urusan

b. 	menteri          yang           menyelenggarakan            urusan pemerintahan	di   bidang     energi    dan    sumber      daya mineral;

	c.
	menteri
	yang           menyelenggarakan
	urusan

	
	pemerintahan
	di  bidang   tata   ruang;
	


d. 	menteri          yang           menyelenggarakan            urusan pemerintahan	di  bidang   kehutanan;    dan/   atau

e. 	gubernur          dan          bupati/wali           kota          sesuai kewena ngannya.



Pasal   119

(1) 		Rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu  Air provinsi sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   117  huruf    b disusun dan   ditetapkan   oleh  gubernur.

(2)	Rcncana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air  provinsi sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) diterapkan   pada:

a.      DAS lintas   kabupaten/kota;       dan b.      CAT dalam   Provinsi.
(3)		Penetapan    rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan    Mutu Air 	provinsi     sebagaimana      dimaksud      pada      ayat     (2) dilakukan	setelah:

a.      mendapatkan    pertim  bangan    teknis   dari   Menteri;  dan b.      berkoordinasi   dengan    bupati/wali    kota.


Pasal   120

(1) 	Rencana      Perlindungan       dan      Pengelolaan      Mutu      Air kabupaten/kota	sebagairnana   dimaksud   dalam   Pasal    117 huruf   c disusun   dan   ditetapkan   oleh  bupati/wali    kota.

	(2)
	Rencana      Perlindungan       dan
	PengeJolaan     Mutu      Air

	
	kabupaten/kota       sebagaimana
	dimaksud    pada     ayat    (1)


diterapkan   pada   DAS dalam   kabupaten/kota.

(3) 	Penetapan    rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu Air kabupaten/kota      scbagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) dilaku  kan   setela  h:

a. menc.lapatkan   ...
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a.      mendapatkan    pertimbangan    teknis   dari   Menteri;  dan b.      berkoordinasi   dengan    gubernur   di  wilayahnya.


Pasal   121

(1)	Rencana      Perlindungan       dan      Pengelolaan      Mutu       Air sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   117  berisi:

a.      pemanfaatan;
b.      pengendalian;   dan c.      pemeliharaan,

(2)


Rencana      Perlindungan se bagaimana     dimaksud ditetapkan   berdasarkan:


dan      Pengelolaan     MutL1  Air
pada     ayat     ( 1}      disusun     dan

a.       pemantauan    Mutu   Air;

b.      Baku   Mutu   Air; dan

c.      alokasi   beban   pencemar   air.



Pasal   122

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewcnangannya	melakukan       pemantauan        Mutu      Air sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   121   ayat   (2) huruf   a dengan    cara:

a.      manual;   darr/  atau

b.      otomatis  dan   terus-menerus.

(2) 	Hasil   pernantauan     sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) diintegrasikan	ke   dalam     Sistem     Informasi    Lingkungan Hidup.

	(3)
	Hasil   pernantauan
	sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)

	
	digunakan   sebagai
	dasar   penentuan    status    Mutu   Air.




Pasal   123

{1)	Status    Mutu   Air sebagairnana   dimaksud   dalam   Pasal    122 ayat 	(3)  ditentukan     dengan     cara    membandingkan     hasil pernantauan	Mutu     Air   sebagairnana     dimaksud     dalarn Pasal 		12·.2   ayat   (1)  de-ngan Baku    Muta    Air  sebagairnana
dimaksud   dalam   Pasal   l 1. 3 ayat   p ).


(2) Status    ...
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(2)    Status     Mutu    Air   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)
meliputi:

a.    tercernar;  atau b.     baik.
(3)	Untuk    status    Mutu   Air tercemar,   Menteri,  gubernur,   atau bupati/wali	kota        sesuai        dengan         kewenangannya menetapkan:

a.    Mutu   Air sasaran;   dan

b.    rencana   pengendalian   Mutu   Air.

	(4)
	Untuk     status
	Mutu
	Air   baik,    Menteri,
	gubernur  ,     atau

	
	bupati/wali
	kota
	sesuai        dengan
	kewenangannya


menetapkan     rencana    pencega han    Pencemaran     Air   dan
pemeliharaan    Mutu   Air.

{5)    Mutu   Air  sasaran     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (3)
huruf   a ditentukan    dengan    mempertimbangkan:

	a.
	peta   Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Air;
	

	b.
	Baku   Mutu   Air;
	

	c.
	ketersediaan    teknologi  pengendalian   Pencemaran dan
	Air;

	d.
	kondisi    sosial.   ekoriomi,  dan   budaya.
	




Pasal   124

( 1)        Rencana      Perlindungan       dan      Pengelolaan      Mutu      Air sebagaimana		dimaksud   dalam   Pasal   121  ayat   (1) menjadi bagian 	dari     rencana     perlindungan      dan     pengelolaan Lingkungan	Hidup.

(2)	Rencana      Perlindungan       dan      Penge1olaan     Mutu      Air sebagaimana	dirriaksud  pada   ayat   (1) digunakan   dalam:

a.      penyusunan     rencana   pengelolaan    surnber     daya   air;
clan

b.         penyusunan     tata    ruang    melalui    kajian    Lingkungan
Hidup   strategis,

sesuai                  den gan perundang-undangan.


ketentuan                 peraturan




(3) Rencana   ...
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	(3)
	Rencana      Perlindungan
	dan      Pengelolaan
	Mutu      Air

	
	sebagairnana    dimaksud
	pada    ayat   {1)   dapat
	diubah    jika


terjadi   perubahan:

a.       Baku   Mutu   Air  sebagairnana    dimaksud    dalarn    Pasal l  :i_3 ayat   ( lJ;

b.       tata   ruang;    dan  /utau ..
 (
SK 
 
No
 
08460
 
l
 
A
)

c.      kebijakan        lainnya         yang        berirnplikasi
Perlindui.gan   dan   Fengelolaan  Mutu   Air.


pad a




Bagian   Ketiga

Pernanfaa tan



Pasal   125

(1}	Pemanfaatan    air  pada   Badan    Air  dilakukan    berdasarkan rencana	PerJindungan      dan      Pengelolaan      Mutu       Air se bagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   117.

(21	Pemanfaatan     air   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1) dapat 	dilakukan    pada    seluruh     Badan    Air  sesuai   dengan Baku   Mutu   Air atau   Mutu   Air sasaran.





Pasal   126

Badan 	 Air  dapat    dimanfaatkan     sebagai    penerima   Air  Limbah bagi  Usaha    dan  z atau   Kegiatan  dengan    tidak   melampaui   Baku Mutu 	Air   scbagaimana    dimaksud    daiam    Pasal     113   ayat    (1)
	huruf
	b atau   Mutu   Air  sasaran
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam

	Pasal
	123  ayat   (3) lruruf   a.
	
	
	










Bagian   ...
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Bagian   Keempat

Pengendalian



Paragraf   1

Umum



Pasal   !27

( 1)    Pengendalian      Pencemaran     Air        dilaksanakan       sesuai dengan 	rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   117.

(2) 	Pengendalian     Pencernaran     Air   sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) meliputi:

a.       pencegahan   Pencemaran  Air;

	b.
	penanggulangan
	Pencemaran
	Air; dan

	c.
	pcmulihan   Mutu
	Air.
	




Paragraf  2

Pencegahan  Pencernaran  Air



Pasal   128

(1) 	Pencegahan      Pencemaran      Air    sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   127  ayat   (2) huruf   a dilakukan   pada   sumber pence  mar:

a.       nirtitik;    dan b. 	titik.
(2) 	Peucegahan   Pencernaran   Air sebagaimana   dimaksud    pada ayat 	(1)  huruf     &    dilakukan    melalui       cara    pengelolaan terbaik.

(3) 	Pencegahan   Pencernaran   Air sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1) huruf   b dilakukan   melalui:

a.       penyediaan   sarana    dan   prasarana:


 (
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	b.
	pelaksanaan
	pengurangan,
	penggunaan
	kembali,

	
	pendauran
	ulang,       perolehan
	kembali
	manfaat,


dan/atau    pengisian   kembali  Air Limbah;

c.      penetapan   Baku   Mutu   Air Limbah;

d.       Persetujuan   Teknis   untuk    pemenuhan   Baku   Mutu  Air
Limbah;
 (
SK 
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A
)

e. 	penyediaan        personel       yang        kompeten pengendalian	Pencemaran  Air;


dalam

f.      internalisasi     biaya     Perlindungan     dan     Pengelolaan
Mutu   Air;  dan

g. 	penerapan       sistem       perdagangan       alokasi       beban pencemar	air.


Pasal   129

	(1)
	Pemerintah    dan/atau
	Pemerintah    Daerah     menyediakan

	
	sarana    dan   prasarana
	pengendalian  Pencemaran  Air.


(2)	Sarana      dan     prasarana    pengendalian    Pencemaran    Air sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  disediakan    untuk sumber    Air Limbah  dari:

a.      rumah    tangga;    dan

b.      air  limpasan   atau   nirtitik.

(3)	Pemerintah        dan/   atau        Pemerintah        Daerah         dapat memberikan	 bantuan   sarana    dan  prasarana    pengendalian Pencemaran	Air   bagi  usaha    mikro   dan   kecil.

(4)	Hasil   pengolahan   Air  Limbah  dari   sarana     dan   prasarana pengendalian	Pencemaran     Air   sebagaimana     dimaksud pada   ayat  (1) harus   memenuhi   Baku   Mutu   Air Limbah  dan alokasi   beban  pencernar   air.

(5)	Dalam   menyediakan    sarana    dan   prasarana    pengendalian Pencemaran	Air, Pemerintah  dan/atau   Pemerintah  Da.erah sebagaimana		dimaksud    pada    ayat    (1)  dapat    melakukan kerja   sama   dengan    badan    usaha    yang   memiliki  Perizinan Berusaha.

(6)	Penyediaan        sarana         dan        prasarana         pengendalian Pencemaran	Air   dilaksanakan     sesuai     dengan     ketentuan peraturan	perundang-undangan.



Pasal   130  ...
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Pasal   :!.30

(1) 	Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan    yang menghasilkan	Air Lim bah  wajib  rnengolah  Air Limbah.

(2) 	Hasil  pengolahan   Air Limbah  sebagaimana   dimaksud   pada ayat   [I]  dilakukan:

a. 	pernanfaatan     dengan     cara    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   128  ayat   (;1)  huruf   b;

b.      pemanfaatan       dengan       cara      aplikasi      ke     tanah;
dan/atau

c. 	pernbuangan    ke  Badan    Air  perrnukaan    dan/   atau    ke formasi  terten  tu.

(3) 	Pelaksanaan      pernanfaatan      dan/   atau     pembuangan     Air Limbah		sebagaimana        dimaksud        pada        ayat        (2) dilaksanakan		ci.engan    tidak       menimbulkan       dampak pencemaran	dan/   atau   kerusakan   Lingkungan   Hidup   serta sesuai 	dengan         ketentuan        peraturan        perundang• undangan



Pasal   131

(1) 	Menteri  menetapkan    Baku   Mutu   Air Limbah  sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   1   28  ayat   (3) huruf   c.

(2)	Baku   Mutu   Air Limbah  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (l) 	diterapkan     pada     Usaha     dan/atau      Kegiatan    yang melakukan	kegiatan:

a.       pernbuangan   Air Lirnbah  ke  Badan   Air pcrmukaan;

b. 	pembuangan    clan/  a tau   pemanfaatan    Ail  Limba h  ke formasi  tertentu;

c.       pemanfaatan     Air  Limbah   untuk     aplikasi   ke   tanah;
dan/atau

	d.
	bentuk       pernbuangan      dan/atau       pemanfaatan
	Air

	
	Lirnbah   lainnya     sesuai    dengan     perkembangan
	ilmu

	
	pengetahuan    dan   teknologi.
	


(3) 	Penetapan     Baku      Mutu    Air    Limbah    untuk       kegiatan sebagaimana	dirnaksud      pada       ayat       (2)     dilakukan berdasarkan:

 (
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a. 	ketersediao  n re.knologi pengolahan   Air Limbah;  dan b.  pertimbangan    ...
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b.     pertimbangan    ekonon  ti.



Paeal   132

( 1)     Menteri   menetapkan     standar      teknologi   pengolahan    Air
Limbah.

(2)    Standar   teknologi   scbagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1)
dilakukan   dengan:

a.      verifikasi  teknologi;  dan/   atau

b.      registrasi   teknologi  pengolahan   Air Limbah.

	(3)
	Penanggung
	jawab      Usaha      dan  Zatau     Kegiatan    dapat

	
	menggunakan
	standar         teknologi      yang       ditetapkan

	
	sebagairnana
	dimaksud    pada    ayat   ( 1)    a tau   menentukan


teknologi    berdasarkan      Baku     Mutu     Air    Limbah    yang
ditetapkan.



Pasal   133

( 1)        Penanggung  jawab   Usaha   dan/   a tau   Kegiatan  wajih  Amdal atau 	UKL-UPL yang    melakukan     kegiatan    pernbuangan dan/atau		pemanfaatan        Air      Limbah      sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   131  ayat   (2) wajib:

a.     membuat   kajian;   atau

b.     menggunakan     standar     teknis    yang   disediakan    oleh
Pernerintah,

sebagai         dasar         pertimbangan         dalam         penetapan
Persetujuan   Teknis   pernenuhan   Baku   Mutu   Air Limbah.

(2)	Pengelola    kawasan     dalam      memeriksa     RKL-RPL  rinci Pelaku    Usaha    dalarn   kawasan   yang   melakukan    kegiatan pembuangan		dan/   atau        pemanfaatan        sebagaimana dirnaksud	dalarn    Pasal     131   ayat    (2),  mempersyaratkan Persctujuan		Teknis    pemenuhan    Baku    Mutu    Air  Limhah pada   RKL RPL rinci.

(3) 	Kajian   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf    a  bagi kegiatan	pembuangan       Air     Limbah     ke     Badan       Air permukaan	   sebagaimana    dimaksud   dalarn   Pasal   131  ayat (?.)  huruf   a  meliputi:

a.      jenis   dan   kapasitas   produksi;


b. jenis   ...
 (
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b. 	jenis   dan  jumlah     bahan    baku   dan   bahan    penolong yang   digunakan;

c.      sumber,  kapasitas   air  baku,   dan   neraca    air;

d.       sumber,   debit,   volume,  dan   karakteristik    mutu    air limbah;

e.       perhitungan       detil     dan      kriteria       desain       sietem pengolahan	Air Limbah dan  lumpu:r yang  dihasilkan;

f. 	hasil      pemantauan       rona      lingkungan      awal      air permukaan;

g. 	perhitungan     Baku    Mutu    Air  Lirnbah   berdasarkan alokasi   be ban  pencemar  air  dan  prediksi  se baran   Air Limbah  di air  permukaan;

h.       lokasi   titik  penaatan,   pernbuangan   Air  Limbah,  dan pemantauan	air  permukaan;

1.	rencana    pemantauan      mutu     Air   Limbah   dan    air perrnukaan;	dan

	J.
	sarana
	prasar   ana
	dan
	sistem
	penanggulangan

	
	keadaan
	darurat.
	
	
	


(4)	Kajian   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (lJ  huruf    a  bagi kegiatan	pembuangan    dan/atau    pemanfaatan    Air  Limbah ke  formasi  tertentu    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
131  ayat   (2) huruf   b   meliputi:

a. 		surnber,  volume,   karakteristik    Air Limbah  yang   akan diinj e ksikar-;

b.      pengolahan   Air Limbah  dan/   a tau  fasilitas  injeksi;

c. 	daerah     kajian    mjeksi    yang    menggambarkan     lokasi sumur 	injeksi    terkait    dengan    jarak    ter hadap    sumur penduduk,     Sadan      Air    terdekat,     dan/   atau      zona konservasi	ai_.-  t ar ah;

d. 	data    sumur     injeksi     dan    karakteristik     zona    target injeksi  mence.k.ip   lapisan     zona    kedan    dart   lapisan zona  penyangga;

	e.
	volumey  kapasitus
	tampung   zcna   target   .njeksi    dan

	
	perkiraar.   sebaran
	Air Lirnbah  di zona   target   injeksi;


f.      uji  integritas  mekanik,

g.       konstruksi   SUff1.J.r  bor;


h.  sumur    ,...
 (
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h.      sumur    pantau;

1.           debit   dan   tekanan   injeksi   pada   kepala    sumur;

J.	tekanan    rekah     maksimum    di   lapisan     zona    kedap yang 	menyebabkan     perpindahan     Air   Limbah   dari formasi  ke  sumber    air  minum    bawah   tanah;

k.     rencana   pemantauan    kinerja    injeksi   Air Limbah;

1.            Sistem   Tanggap  Darurat;   dan

m. 	rencana   penutupan    sumur    injeksi   yang   telah   selesai masa   operasmya.

(5) 	Kajian   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf    a  bagi kegiatan  pemanfaatan    Air Limbah  untuk    aplikasi  ke  tanah sebagaimana	dimaksud   dalam    Pasal    131  ayat   (2) huruf    c meliputi:

a.      jerus   dan   kapasitas   produksi;

b.      jenis   dan  jumlah    bahan    baku   yang   digunakan;

c. 		sumber,  debit,   volume,  dan  karakteristik    Air Limbah yang   akan   dimanfaatkan;

d.      tujuan    pemanfaatan    Air Limbah;

	e.
	lokasi,
	media      lingkungan     yang     rnenerima
	Air

	
	Limbah,
	dan  jalur   pemaparan   Air Limbah;
	


f.       analisis    sistem   teknologi  pemanfaatan    Air Limbah:

g.      dosis,    frekuensi,   dan/atau     rotasi    pemanfaatan   Air
Limbah;

h.      besaran   dampak   pemanfaatan    Air Limbah;

	
1.

J.
	efisiensi  penggunaan

rencana   pengelolaan
	air;

Air  Limbah  dan   lumpur    yang

	
	dihasilkan;
	

	k.
	rencana   pernantauan
	Air Limbah  dan   Mutu   Air;  dan

	1.
	sarana       prasarana keadaan   darurat.
	dan     sistem      penanggulangan







Pasal   1J4  ...
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(1) 	Kajian    pembuangan     dan/atau     pemanfaatan     Air  Limbah sebagaimana	dimaksud     dalam      Pasal      133    dilakukan melalui   penyusunan    skenario  dampak   berdasarkan:

a.      fungsi   ekologis  di  sekitar    Usaha   dan,'  atau   Kegiatan;

b.      alokasi   beban   pencemar   air;  dan/atau

c. 	teknologi  yang   akan   digunakan   pada   rencana   Usaha dan/  atau   Kegiatan.

(2) 	Dalam   hal  alokasi    beban   pencemar   air  belum   ditetapkan, perhitungan	Baku    Mutu    Air  Limbah   dilakukan    melalui prediksi	sebaran   Air  Limbah  berdasarkan     data   Mutu   Air pada 	segmen   atau    zonasi    Badan     Air   perrnukaan     pada lokasi   Usaha   dan/atau    Kegiatan.

(3) 		Dalam     hal    perhitungan     Baku     Mutu    Air   Limbah    yang dibuang  pada   air  permukaan   lebih  longgar dari  Baku  Mutu Air 	Limbah     yang      ditetapkan      Menteri      sebagaimana dimaksud	dalam     Pasal     131   ayat    (1),   pejabat     pemberi Persetujuan		Teknis    wajib    menentukan     Baku    Mutu    Air  Limbah  sama   atau   lebih  ketat   dari  Baku   Mutu   Air Limbah yang   ditetapkan   Menteri.

(4) 	Dalam    hai   alokasi    beban    pencemar    air   sudah     terlewati, Usaha 	dan/atau      Kegiatan    tidak     diperbolehkan     untuk melakukan	pernbuangan   Air Limbah  atau   diwajibkan:

a. 	untuk       memanfaatkan       Air    Limbah     sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   128  ayat  (3) huruf   b; dan/atau

b. 	melakukan    alternatif    lain   dalam    upaya     penurunan beban   pencemar   air  pada   sektor   lain.

(5) 	Dalam    hal   alokasi    beban    pencemar   air   sudah     terlewati, pejabat 	pemberi    Persetujuan     Teknis     wajib    melakukan evaluasi		terhadap      Persetujuan       Teknis       yang       tela.h diterbitkan.






Pasal   135  ...
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Pasal   135

(1)		Penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan   mengajukan permohonan	 Persetujuan    Teknis   pemenuhan     Baku   Mutu Air  Limbah  sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   43  ayat (3) huruf   a  dan   Pasal   57  ayat   (4) huruf   a  kepada    Menteri, gubernur,	atau       bupati/wali       kota       sesuai      dengan  kewenangannya.

	(2)
	Pesmohonan
	Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud

	
	pada     ayat
	(1)   dilengkapi    dengan      persyaratan      kajian


sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal    133  untuk    kegiatan
pembuangan     dan/  a tau    pemanfaatan     Air   Limbah   yang dimohonkan.

(3)	Permohonan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2) disampaikan		melalui        sistem        informasi       dokumen lingkungan	untuk    Persetujuan    Teknis    pemenuhan    Baku Mutu   Air Limbah.

(4)	Permohonan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (3) dilakukan	pemeriksaan      kelengkapan      dan     kebenaran kajian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) dalam   jangka waktu 	paling   lama   2  (dua) hari   kerja   sejak   permohonan diterima.

(5)		Dalam    melakukan    pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (4):

a. 	Menteri,    menugaskan      pejabat      yang     membidangi pengendalian	Pencemaran   Air;  dan

b. 		gubernur   atau   bupati/wali   kota,   menugaskan   pejabat yang  membidangi   Lingkungan   Hidup.



Pasal   136

	(1)
	Dalam     hal dalam   Pasal
	hasil    pemeriksaan     sebagaimana
135  ayat   (4) menyatakan:
	dimaksud

	a.
	lengkap dalam
	dan   benar, Pasal     135
	pejabat    sebagaimana ayat     (5)   melakukan
	dimaksud penilaian


substansi;   atau

b. 	tidak      lengkap     dan/atau       tidak      benar,       pejabat sebagaimana	dimaksud    dalam     Pasal     135   ayat    (5) mengembalikan		kepada     penanggung    jawab     Usaha dan/   a tau   Kegiatan  untuk    melakukan   perbaikan.


(2) Penilaian   ...
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(?.)	Penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud   pada   ayai   (1) huruf   a dilakukan   terhadap   kaiian   sebagaimana   dimaksud dalam 	Pasal    133 untuk     kegiatan   pembuangan    dan/atau pemanfaatan	Air Limbah  yang   dimohonkan.

	(3)    Penilaian   substansi
	sebagaimana    dimaksud
	pada   avat  (2)

	dapat        melibatkan
	tenaga        ahli      yang
	rnembidangi


pengendalian   Pencemaran  Air.

(4) 	Terhadap      Persetujuan       Teknis       yang      tidak       lengkap darr/ atau    tidak   benar    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat (1) huruf    b,  penanggung   jawab    £Jsaha   dan/atau     Kegiatan melakukan		perbaikan   dalarn  jangka    waktu   paling   lama   10 (sepuluh)	hari   kerja   sejak   permohonan    dinyatakan    tidak lengkap  dan/   atau   tidak   benar.



PasaJ   137

Dalam    hal   hasil    penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   136  ayat   (2)  menunjukkan:

	a.
	memenuhi
	persyaratan
	Persetujuan      Teknis,       pejabat

	
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam      Pasal      135     ayat      (5)

	
	menerbitkan
	Persetujuan
	Teknis   untuk    pemenuhan    Baku


Mutu   Air Limbah;  atau

b 	tidak   memenuh  i persyaratan    Persetujuan    Teknis,    pejabat sebagaimana		dimaksud      dalam      Pasai      135     ayat      (5) menerbitkan		 penclakan       Persetujuan       Teknis       untuk pemenuhan	Baku     Mutu     Air    Limbah    disertai      alasan penolakan.



Pasal   138

(1)	Persetujuan     Teknis    untuk     pemenuhan     Baku    Mutu    Air Limhah  sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal    137  huruf    a memuat:

a.      standar     teknis   pcmenuhan    Baku   Mutu   Air Limbah;

b.      standar    kompetcnsi   sumber    daya   manusia;   dan c.      sisterr,   manajemen   lingkungan.
(2)	Standar     teknis      pernenuhan      Baku     Mutu     Air    Limbah sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1}  huruf   a meliputi:

a.      parameter   dan   nilai  Baku   Mutu   Air Limbah;


 (
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b.      desain    instalasi   pengolahan   Air Limban;

c.       titik  penaatan   dengan    nama   dan   titik  koordinat;

d. 		titik  pembuangan    dan/   atau   pernanfaatan    Air Limbah dan   titik  koordinat;

e.      titik    pemantauan     pada    Badan    Air   perrnukaan,     air
	
	tanah,      dan / a tau     tanah      dengan      nama      dan
	titik

	

f.
	koordinat  ;

biaya   Perlindungan    dan   Pengelolaan  Mutu   Air;
	

	g.
	kewajiban:
	


1.	memisahkan    saluran    Air Limbah  dengan    saluran limpasan	air  hujan;

	2.
	memiliki    unit     pengolahan      dan
	saluran       Air

	
	Limbah  kedap   air;
	

	3.
	memiliki  alat  ukur   debit;   dan
	

	4.
	merniliki   Sistem    Tanggap   Darurat
Air; Lian
	Pencemaran


h.      laraugan:

1.     mem buang   Air Limbah  secara    sekaligus   dalam    1
(satu)   saat   atau   pelepasan   dadakan:

2. 	mengencerkan        Air      Limbah      dalam        upaya penaatan	baras   kadar   yang   dipersyaratkan;

3.      membuang   Air Limbah  di luar   titik  pe-naatan;

4. 		mengaplikasikan     Air  Limbah  di  luar   area   yang ditetapkan	dalam    izin  pemanfaatan     Air  Limbah ke  tanah;    dan/atau

5.       menyampaikan    data   palsu.

(3) 		Staridar   kompetensi   sumber    daya   manusia     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   [I]  huruf   b meliputi:

a.      penanggung  ja.wab pengendalian   Pencernaran   Air;

b.      penanggung   jawab   operator  instalasi   pengolahan   Air
Limbah;   dan

c,       personel   yang   merniliki  kompetensi    lainnya     scsuai kebutuhan,

yang   herscrtifika  t




(4) Sistem    ...
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(4J		Sistem     manajemen     lingkungan    sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) huruf   c paling   sedikit   memuat:

a.      pemantauan    mutu   Air Limbah;

b. 	penaatan    Baku    Mutu    Air   Limbah   yang    ditetapkan bagi  Usaha   dan/atau    Kegiatan;

	c.
	pemantauan tanah    secara
	Mutu     Air    permukaan berkala;  dan
	dan/atau
	air

	d.
	pelaporan
Pencemaran
	seluruh
Air.
	kewajiban
	pengendalian




Pasal   139

Penilaian    substansi     sampai     dengan     penerbitan     Persetujuan Teknis   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   136  sampai   dengan Pasal   138  dilakukan   dalam   jangka    waktu    paling   lama   30  (tiga puluh)   hari   kerja.



Pasal   140

Penanggung    jawab     Usaha      dan/atau      Kegiatan    yang     wajib dilengkapi   SPPL,  wajib    melakukan     pengolahan    Air   Limbah sebelum  dibuang  dan/atau    dimanfaatkan.



Pasal   141

Dalam   pemenuhan    Baku   Mutu   Air  Limbah,  penanggung   jawab Usaha      dan/atau       Kegiatan    dapat      melakukan      kerja     sama dengan:

a.      badan    usaha;    atau

b. 	Pemerintah    dan/   atau    Pemerintah    Daerah     sesuai    dengan ketentuan	peraturan    perundang-undangan.



Pasal   142

( 1)      Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	mela kukan           verifikasi        terhadap Persetujuan	Teknis.
l'(~))


Verifikasi  sebagairnana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan untuk:


a.  melihat    ...
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a.
	
melihat pemenuhan
	
kesesuaian
Baku
	
antara
Mutu       Air
	
standar
Limbah
	
teknis dengan


pembangunan    sarana    dan  prasarana   yang  dilakukan;
dan

b. 	memastikan      berfungsinya     sarana      dan     prasarana serta   terpenuhinya    Baku   Mutu   Air Limbah.

(3) 		Hasil       verifikasi      terhadap       sarana        dan       prasarana pengendalian	Pencemaran     Air   sebagaimana      dirnaksud pada   ayat  (2) memenuhi   atau   tidak  memenuhi   Persetujuan Teknis.

(4) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (3):

&.. 	memenuhi    Persetujuan     Teknis,     Menteri,   gubernur, atau bupati/wali  kota sesuai dengan  kewenangannya menerbitkan	SLO; atau

b. 	tidak       mernerruhi      Persetujuan       Teknis,       Menteri, gubernur,	 atau     bupati/wali      kota     sesuai      dengan kewenangannya	memerintahkan      untuk     melakukan perbaikan		sarana         dan        prasarana        dan / a tau perubahan	Persetujuan    Lingkungan  yang   din ... angkan dalarn   berita   acara.

(5) 		SLO sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) huruf   a  sebagai  dasar 	Menteri,   gubernur,    ata.u   bupati/wali     kota    sesuai  dengan    kewenangannya    dalam   melakukan    pengawasan.

(6) 		Penanggung   jawab    Usaha    dan/   atau   Kegiatan   melakukan perbaikan	sarana     dan    prasarana     sesuai     dengan    berita  acara 	sebagaimana     dima.ksud    pada     ayat     (4)   huruf     b sampai    dengan    Baku   Mutu   Air Limbah  terpenuhi.

(7) 		Dalam    hal   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan tidak   melakukan    perbaikan   sarana    dan   prasarana    scsuai dengan    berita   acara    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (4) huruf    b,  Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup   melakukan pengawasan.



Pasal   143

(1)	Standar   kompetensi    sumber    daya   manusia    sebagaimana dimaksud	dalarn   Pasal   138  ayat   (3) me1iputi kemarnpuan:


a.      melakukan   identifiko si surnber    pencernar   air;
 (
b. 
 
menentukan
) (
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b.      menentukan    karakteristik    Air Limbah;

c.      menilai   tingkat    Pencemaran  Air;

d. 	mengoperasikan    dan   melakukan    perawatan   instalasi pengolahan	Air Limbah;

e.      melakukan   identifikasi   bahaya    dalam   pengolahan  Air
Limbah;

f.	melaksanakan     tindakan   keselamatan    dan   kesehatan kerja  terhadap   bahaya    dalam   pengolahan   Air Limbah; dan

g. 	menguasai      standar        kompeterrsi     lainnya       sesuai dengan 	perkembangan       ilmu      pengetahuan       dan peraturan	  perundang-undangan.

(2) 	Pemenuhan    standar      kompetensi    sum her   daya    manusia sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    ( 1)     pal mg   lam bat    l (satu]   tahun    sejak   SLO diterbitkan.



Pasal   144

	[I]
	Pemantauan
	mutu     Air   Limbah   sebagaimana     dimaksud

	
	dalam   Pasal
	138  ayat   (4) huruf   a dilakukan   secara:


a.      manual;   dan/atau

b.      otomatis  dan   terus   menerus.

	(2)
	Pemantauan
	mutu
	Air
	Limbah      secara
	manual

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada
	ayat    (1)   huruf
	a   harus


memenuhi   ketentuan:

a.      dilakukan   pada   titik  penaatan   Air Limbah;

b. 	menggunakan     metode     pemantauan      sesuai     dengan ketentuan	peraturan    perundang-undangan;      dan

c. 	dilakukan    oleh   laboratorium    yang   telah    teregistrasi oleh  Menteri.

(3)	Menteri  menetapkan   jenis   Usaha   darr/  atau   Kegiatan  yang wajib   melakukan    pemantauan     mutu    Air  Limbah   secara otomatis  dan   terus   menerus   sebagaimana    dimaksud   pada ayat   ( l 1     huruf   b.



Pasal   145  ...
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(i) 	Sisterr;    rnanajemen    lingkungan    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   138  ayat   (4) dilakukan   melalui   tahapan:

a.      perencanaan;

b.      pelaksanaan;

c.      pemeriksaan;    dan d.      tindakan.
(2) 	Perencanaan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf a meliputi:

a. 	menentukan       lingkup      dan      menerapkan       sistern manajemen		lingkungan        terkait         pengendalian Pencemaran	Air;
b.      rnenetapkan  kebijakan  pengendalian  Pencemaran  Air;
c. 	memastikan      kcpernimpinan      dan     korrutmen     dari manajemen		puncak           terhadap         pengendalian Pencernaran	Air;
d. 	rnernastikan       adanya        struktur       organisasi      yang rnenangani	pengendalian   Pencemaran   Air;
e. 	menetapkan    tanggungjawab    dan   kewenangan    untuk peran   yang   sesuai,
f. 	menentukan    aspek   pengendalian   Pencemaran   Air dan dampaknya;
g. 	ideritifikasi   dan   merniliki  akses    terhadap    kewajiban penaatan	pengendalian   Pencemaran  Air;

h.      menentukan    risiko   dan  peluang  yang  perlu   ditangani;

1.	merencanakan      untuk     mengambil    aksi    menangani risiko 	dan    peluang    serta     evaluasi    efektifitas    dari kegiatan  tersebut;   dan/   atau

J.	menetapkan    sasaran     pengendalian   Pencemaran   Air, menentukan	indikator        dan         proses          untuk rnencapamya.

(3)	Pelaksanaan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   b meliputi:





a.  menentukan    ...
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a. 	menentukan     sumber     daya   yang   disyaratkan     untuk pencrapan	 dan     pemeliharaan      sistern     manajemen lingkungan	terkait    pengendalian   Pencernaran   Air;

b.	menentukan     sumber     daya    manusia    yang    merniliki sertifikasi  kompetensi   pengendalian   Pencernaran   Air;

c. 	menetapkan,     menerapkan,     dan    memelihara    proses yang 	dibutuhkan     untuk      komunikasi     internal    dan eksternal;

d. 	memastikan     kesesuaian     metode     untuk     pembuatan dan 	pemutakhiran       serta     pengendalian      inforrnasi terdokumentasi;
c.       menetapkan,       menerapkan,        dan       rnengendalikan proses pengendalian  operasi yang dibutuhkan  untuk memenuhi	persyaratan          sistern          manajernen
	
	lingkungan
dan/atau
	terkait     pengendalian     Pencernaran    Air;

	f.
	menentukan diperlukan.
	potensi    situasi    darurat    dan   respon   yang


(4)    Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   c
meliputi:

	a.
	memantau,
	mengukur,          menganalisa,           dan

	

b.
	mengevaluasi
mengevaluasi
	kinerja    pengendalian   Pencernaran   Air;
pcmenuhan        terhadap       kewajiban


penaatan   pengendalian   Pencernaran   Air;
c.      melakukan   internal   audit   secara   berkala;  dan/   atau
d. 	mengkaji   sistem    manajemen    lingkungan    organisasi terkait 	pengendalian        Pencemaran       Air      untuk memastikan	kesesuaiar.,  kecukupan,   dan  keefektifan.

(5)	Tindakan   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   '1)  huruf    d meliputi:
 (
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a.      melakukan

tindakan           untuk

menangarn
ketidaksesuaian;     dan

b. 	meiakukan        tindakan       perbaikan       berkelanjut.an terhadap	sistern   manajemen   lingkungan   yang   sesuai dau  efektif  untuk    meningkatkan    kinerja   pengendalian Pencemaran	Air.



Pasal   146  ...
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Pelaporan  seluruh   kewajiban pengendalian Pencemaran Air sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal     138   ayat    (4)  huruf     d dilakukan   melalui    Sistem   Informasi  Lingkungan   Hidup.



Pasal   147

(1) 	Setiap       Usaha       dan/atau        Kegiatan     yang      berpotensi mencemari	air        melakukan         internahsasi          biaya Perlindungan	dan    Pengelolaan    Mutu    Air   dalam     biaya produksi	dan/   a tau  operasinya.

	(2)
	Biaya       Perlindungan        dan
	Pengelolaan
	Mutu
	Air

	
	sebagaimana   dimaksud   pada
a.      pencegahan   Pencemaran b.      pengelolaan   Air Limbah; c.      pemantauan    Air Limbah
	ayat   ( 1)  meliputi

Air;



dan   Mutu   Air:
	biaya:
	


d.      penanggulangan   Pencemaran  Air;

e. 	pemulihan    Mutu    Air  pasca    kedaruratan     dan   pasca operasi;

f. 	penyediaan     sarana      prasarana     kedaruratan      dalam pengendalian	Pencemaran  Air;

g.      pengem bangan    teknologi  terbaik    dalam   pengendalian
Pencemaran  Air;

h. 	penyediaan   dan   peningkatan    kapasitas    sumber    daya manusra	dalam       pengendalian     Pencemaran     Air; danr  atau

1.         kegiatan   lain   yang   mendukung    upaya    pengendalian
Pencemaran  Air.



Pasal   148
( 1 !         Mentcri    mengem bangkan     sis tern    perdagangan      alokasi beban 	  pcncemar   air   terhadap    Usaha    dan/atau     Kegiatan yang 	melakukan     kegiatan    pernbuangan     Air   Limbah   ke Badan   Air permukaan

(2)	Perdagangan    alokasi     beban     pencemar    air   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   ( 1)   mernpcrtimbangkan:


a.  ketersediaan    .   .   .
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	a.
	ketersediaan
	alokasi     beban    pencemar
	air   di   lokasi

	
	pembuangan
	Air Limbah;  dan
	


b.      alokasi     beban     pencemar    air   dari    Usaha     dan/atau
Kegiatan.

(3) 	Perdagangan    alokasi     beban     pencemar    air   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) ditetapkan    berdasarkan     rencana Perlindungan	dan   Pengelolaan   Mutu   Air  yang   ditetapkan oleh 	Menteri,   gubernur,     atau     bupati/wali     kota    sesuai dengan    kewenangannya.



Pasal   149

(i) 		Perdagangan      alokasi       beban       pencernar      air     nasional ditetapkan	oleh    Menteri   setelah     berkoordinasi      dengan  kementerian		dan/   atau   lembaga   nonkementerian    terkait.

(2) 	Perdagangan      alokasi       beban       pencemar      air     provmsi ditetapkan	oleh  gubernur   setelah:

a.      berkoordinasi   dengan    bupati/wali    kota;   dan

b.      mendapatkan    rekornendasr   teknis   dari   Menteri.

(3)	Perdagangan   alokasi    beban   pencemar   air  kabupaten/kot.a ditetapkan	oleh   bupati/wali     kota    setelah     mendapatkan rekomendasi		teknis   dari  Menteri.



Pasal   150

(1)	Penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan  hanya   dapat membuang	Air  Limbah  ke  Badan    Air  perrnukaan    sesuai dengan 	kuota       alokasi       be ban      pencemar      air     yang dimilikinya.

(2)	Alokasi  beban    pencemar   air  sebagaimana    dimaksud   pada ayat   ( 1)   dapat    diperj  ualbelikan   antara    penanggung   jawab Usaha 	dan/   atau       Kegiatan      sesuai        dengan        sistem perdagangan		aloka  si      be ban       pence  mar       air      yang dikembangkan	oieh  Menteri.



Paragraf   ...
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Paragraf 3

Penanggulangan



Pasal   151

(1)		Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau         Kegiatan    yang menyebabkan	Pencernaran       Air      wajib       melakukan penanggulangan	 Pencemaran  Air.

(2)	Penanggulangan    Pencemaran    Air  sebagaimana    dimaksud pad a ayat   ( 1)   dilakukan   dengan    cara:

a. 	pemberian   informasi  peringatan   Pencemaran   Air pada ma syaraka t;

b.      pengisolasian  Pencernaran  Air;

c.      penghentian    sumber    pencemar   air;  darr/  a tau

	d.
	cara      lain pengetahuan
	scsuai 	dengan dan   teknologi.
	perkembangan
	ilmu

	(3)
	Pemberian  informasi  sebagairnana huruf    a  dilakukan    dalam    jangka
	dimaksud   pada   ayat   (2)
waktu    paling    lama    24


(dua  puluh    empat)   jam   sejak   diketahuinya    pencemaran.

(4) 		Dalam    hal   terjadi     Pencemaran    Air,   penanggung     jawab  Usaha 	 dan/atau      Kegiatan   wajib    melaporkan      keadaan tersebut		sebagai    keadaan   darurat     secara   elektronik   dalam  waktu 	paling    lama    24   (dua    puluh     ernpat]    jam    kepada  Menteri,	  gubernur,     dan/atau      b:..ipatiZwali    kota     sesuai  dengan    kewenangannya.

(5)    Laporan  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   l'-t)  rnemuat:

	a.
	lokasi;
	

	b. c. d.
e.
	waktu;

penyebab;

dugaan    darnpak  terh.idap   lingkungan;

upaya   yang   ielan   r+ilakukan.
	



dan




?asal    152  ...
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	Pasal   152
	

	(1)
	Dalam    hal   penanggung   jawab    Usaha tidak       melakukan       penanggulangan sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
	dan/atau     Kegiatan
Pencemaran     Air
151   ayat   (1)  dalam


jangka    waktu   paling   lama   24  (dua  puluh    empat)   jam   sejak
diketahuinya       pencemaran,       Menteri,     gubernur,      atau bupati/wali        kota       sesuai        dengan         kewenangannya menetapkan          pihak          ketiga          untuk           melakukan penanggulangan   Pencemaran  Air.

(2)	Terhadap    kegiatan    penanggulangan     Pencernaran     Air sebagaimana	dimaksud    pada    ayat   (1)  dibebankan    biaya kepada    penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan.



Paragraf 4

Pemulihan   Mutu   Air

Pasal   153

(1)	Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan    yang menyebabkan	Pencemaran        Air      wajib       melakukan pemulihan	Mutu   Air.

(2)    Pemulihan   Mutu   Air sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilakukan   dengan    cara:

a.      pembcrsihan   unsur    pencernar  air;

b.      rernediasi;

c.      rehabilitasi;

d.      restorasi;   dan/   a tau

e. 	lainnya         sesuai         dengan         perkembangan         ilmu pengetahuan	dan   teknologi.


Pasal   154

(1)	Dalam    hal   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan tidak 	 melakukan      pemulihan     Mutu     Air    sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    153  ayat   (1) dalam   jangka    waktu paling 	  lama     30    (tiga    puluh)     hari     sejak     diketahuinya Pencemaran	Air,  Menteri,  gubernur,   atau   bupati/wali    kota sesuai 	 dengan    kewenangannya    menetapkan    pihak    ketiga untuk 	melakukan   pemulihan   Mutu   Air.



(2) Terhadap   ...
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	(2)
	Terhadap
	kegiatan
	pemulihan     Mutu     Air   sebagaimana

	
	dimaksud
	pada    ayat
	(1)  menggunakan    dana    penjamman


untuk    pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup.



Pasal   155

Pemulihan   Mutu   Air  sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal    i54 dilakukan     oleh    Pemerintah     dan/atau      Pemerintah     Daerah sesuai   derigan   kewenangannya   jika:

a. 		lokasi       Pencemaran       Air      tidak       diketahui         sumber  penccmarnya;	dan/   atau

b.      tidak   dikerahui   pihak   yang   melakukan   Pencemaran   Air.



Bagian   Kelima

Perneliharaan



Pasal   :56

( 1)       Pemeliharaan      Mutu     Air    diselenggarakan      berdasarkan rencana	Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Air.

('2)      Pemeliharaan    Mutu   Air dilakukan   pada:

a.      Badan   Air  kelas   sa tu ·

b.      Badan   Air yang   berada    di kawasan   lindung;

c.      mata   air;

d.      air  tanah;    rJan/  atau e.      dariau   tertutup.
(3) 	Menteri,  gubernur,    atau    hupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenanganr.ya	rnelakukan      pemeliharaan       Mutu      Air rnelalui  v 1,aya:

a.      konservasi   Badan   Pj1   cian  ekosistemnya:

b.      pencadangan    Badar,   Air dan  ekosistemnya;    dan/   a tau c.      pengcnciali  ..s n ncrubahar,    iklirn.






( 4) Konservasi   .    .    .
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(4) 	Konservasi    Badan     Air   dan    ekosistemnya     sebagairnana dimaksud	pada   ayat   (3) huruf   a,  meliputi  kegiatan:

a. 	perlindungan    Badan   Air dengan    Baku   Mutu   Air kelas satu;   dan/   a tau

b.      perlindungan    ekosistern   di  sekitar    Badan    Air  dengan
Baku   Mutu   Air kelas   satu.

(5) 	Pencadangan    Badan    Air  dan   ekosistemnya    sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (3)  huruf    b  merupakan     Badan    Air yang 	tidak     dapat     dimanfaatkan      dalam     jangka      waktu tertentu.

!6J	Pengendalian     perubahan     iklim    sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (3)  huruf    c  dilakukan    melalui    pengelolaan  Air Limbah	untuk     memitigasi    pelepasan    Emisi    gas    rumah kaca.

	(7}
	Pengendalian     perubahan
	iklim    sebagaimana
	dimaksud

	
	pada      ayat      (6)    dilakukan
	sesuai      dengan
	ketentuan


pera  turan   perundang-undangan.



Bagian   Keenam

Hak,  Kewajiban,  dan   Larangan



Pasal   157

Setiap   Orang   berhak:

	a.
	mendapatkan      informasi    tentang      rencana
	Perlindungan

	
	dan   Pengelolaan   Mutu   Air  yang   ditetapkan
	oleh   Menteri,


gubernur,   arau  bupati/wali    kota;

b. 	mendapatkan      pendidikan      tentang      sumber      pencemar, bahaya 	Pencernaran    Air,   dan    upaya     Perlindungan     dan Pengelolaan	Mutu   Air;

c.      berpai  tisipasi    dalam   memantau   Mutu   Air;

d.      berpartisipasi     dalarn    me-ijaga   dan    meningkatkan     Mutu
Air;

e. 	menyampaikan      cengaduan     clan   mengajukan     keberatan atas 	Pencemaran     Air   yang     terjadi      di    lingkungannya; darr/utau


f. mendapatkan     ...
 (
SK
 
No
 
084622
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA


-  122  -


f.	mendapatkan        perlindungan       hukum        dalam       rangka memperjuangkan	Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Air sebagai 	suatu     upaya     perjuangan     atas    hak    Lingkungan Hidup   yang   baik  dan   sehat.



Pasal   158

Setiap   Orang   berkewajiban:

a.      memelihara   dan   menjaga  kelestarian   dan   fungsi   air;

b.      melakukan   pencegahan   Pencemaran   Air;  dan

c. 	ikut  berpartisipasi    dalam   penanggulangan   Pencemaran  Air dan   pemulihan   Mutu   Air.



Pasal   159

Setiap   Orang   dilarang:

a. 	memasukkan     Air   Limbah   ke   air   tanah,     mata    air,    dan danau 	tertutup;

b. 	memasukkan    sampah,   limbah    padat,    limbah    lumpur,   83, dan/atau	Limbah  83  ke  Badan   Air;

c.       merusak   kondisi    fisik  dan   fungsi   Badan   Air;

d.      melakukan     perbuatan     yang    menimbulkan     Pencemaran
Air;

e. 	melepaskan   jenis    asing    invasif,    produk    rekayasa   genetik ke 	8adan      Air   yang     bertentangan      dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan;      dan/   atau

	f.
	memberikan
	informasi           palsu,
	menyesatkan,

	
	menghilangkan
	informasi,      merusak
	informasi,      atau


memberikan   keterangan   yang   tidak   benar.



8agian    Ketujuh

Peran   Serta   Masyarakat



Pasal   160

Masyarakat       berperan       aktif       dalam        Perlindungan        dan
Pengelolaan  Mutu   Air berupa:


a.   memantau    ...
 (
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a. 	memantau     Badan      Air    secara      mandiri    di    lingkungan masing-masing;

b. 	melakukan    upaya    pengurangan     bahan     pencemar    air   di lingkungan	masing-masing;

c. 	menyampaikan     inforrnasi   hasil    pemantauan     yang    benar dan   akurat;

d.      menyebarluaskan     gerakan  pengurangan    pencemar   air;

e. 	melakukan    kemitraan    dengan    para    pihak    dalam    rangka pengurangan	pencemar   air;  dan/atau

f.       melakukan       program      ekoriparian      untuk        pemulihan ekosistem	Badan   Air.


	
	Pasal
	161
	

	(1)
	Pemerintah
	dan
	Pernerintah
	Daerah
	sesuai
	dengan


kewenangannya         dapat         memfasilitasi        terbentuknya
kemitraan   antara    masyarakat   dengan   badan   usaha,    dalam melakukan   pengurangan    pencemar   air.

	(2)
	Kemitraan
	sebagaimana
	dimaksud
	pada       ayat       (1)

	
	dituangkan
	dalam    bentuk
	perjanjian
	antara     masyarakat


dengan    badan   usaha    yang   bersangkutan.



Pasal   162

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

a. 	tata   cara   inventarisasi,    penyusunan    dan   penetapan    Baku Mutu 	Air,   perhitungan     dan    penetapan     alokasi     beban pencemar	air,      tata      cara       pemantauan        Mutu       Air, perhitungan		status       Mutu     Air,    penetapan      Mutu     Air sasaran,	  dan    penyusunan,      penetapan,     dan    perubahan rencana	Perlindungan   dan   Pengelolaan  Mutu   Air;





b.  penyediaan    ...
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	b.
	penyediaan   sarana
	dan   prasarana,    tata   cara   pembuangan

	
	dan    pemanfaatan
	air   lirnbah.   Baku    Mutu    Air   Limbah,

	
	penetapan    standar
	teknologi,   tata   cara   penyusunan     dan


penetapan   Persetujuan    Tekms   pemerruhan   Baku   Mutu   Air
Limbah  dan   SLO,  persyaratan    pemenuhan    Baku   Mutu   Air Limbah   Usaha     dan/atau     Kegiatan   wajib    SPPL,  standar kompetensi    pengendalian     Pencemaran    Air,   pemantauan mutu    Air  Limbah,   tata   cara   pelaporan,    sistem    informasi dan   tata   cara   perdagangan   alokasi   beban   pencemar   air;

c.      tata   cara   penanggulangan   Pencemaran  Air;

d.      tata   cara   pemulihan   Mutu   Air:  dan

e.      tata   cara   pelaksanaan    kernitraan,

sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   108  sampai    dengan    Pasal
161  diatur    dalam   Peraturan   Menteri.





BAB IV

PERLINDUNGAN  DAN  PF:NGELOLAAN MUTU   UDARA



Bagian   Kesatu

Umurn



Pasal   163

Penyelenggaraan    Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Udara meliputi:

a.      perencanaan;

b.      pemanfaatan;    dan c.      pengendalian.




Bagian    ...
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Bagian   Ked ua

Perericanaan



Paragraf   1

Urnum



Pasal   164

Perencanaan      Perlindungan      dan     Pengelolaan     Mutu     1  Jdara
<lilakukan  melalui:

a.      inventarisasi    udara;

	b.
	pcnyusunan
	dan
	penetapan
	Baku   Mutu   Udara   Arnbien;

	c.

d.
	penyusunan

penyusunan
	dan

dan
	penetapan

perietapan
	~'PPMU; dan

RPPMU.






Paragraf  2

Jnventarisasi   Udara


Pasal   ies

(1)    Inventarisasi    udara    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
164  huruf   a meliputi:

a.      sumber    Emisi   dan/   atau   sumber    gangguan;   dan b.      Mutu   Udara   ambien.
(2) 	Inventarisasi    sumber     Ernisi   dan/   a tau   sumbcr     gangguan sebagaimar-a	dimaksud    pada   ayat   (1) huruf    a  dilakukan pada:

a. 	sumber    tidak   bergerak;  dan b. 	sumber    bergerak.
(3)	Inventarisasi    Mutu   Udara   ambien    sebagaimana    dimaksud pads   ayat   (ll   huruf   b dilakukan   pada   Udara   Ambien.





Pasal   166  ...
 (
SK 
 
No
 
084626
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA

-  126  - Pasal   166

(1)    Inventarisasi    udara    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
165  ayat   ( 1)   dilakukan   dengan    tahapan:

a. 	identifikasi      sumber       Emisi           dan/   atau       sumber gangguan,	jenis     Emisi     dan/   a.tau    jenis     gangguan Pencemar  Udara;   dan

b. 	penghitungan     Emisi,     gangguan,    dan    Mutu     Udara ambien.

	(2)
	Penahapan
	sebagaimana       dimaksud
	pada
	ayat      (1)

	
	dilakukan

a.      data
	dengan    menggunakan:

primer;   dan z atau
	
	

	
	b.      data
	sekunder.
	
	


(3)    Data   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) antara    lain:

a.      hasil   pengarnbilan   contoh    uji;

b.      laporan     pemantauan     dan    perigelolaan    Lingkungan
Hidup   dari  pemegang  Persetujuan    Lingkungan;

c.      data   laporan    statistik;   dan/atau d.      data   lainnya    yang  relevan.


Pasal   167

(1)    Identifikasi   sebagairnana   dimaksud   dalam    Pasal    166  ayat
{l)   huruf      a   dilakukan     untuk      memperoleh     data     dan informasi  rnengenai:

......            jenis    Usaha    dan/   atau    Kegiatan  yang   menghasilk.m
Ernisi   dan , atau   gangguan;

b.      lokasi   surnber    Emisi   dan/arnu    sumber    gangguan;

c.      parameter   clan  nilai   parameter    Pencernar   Udar a;


d.      sebaran   Er;:isi  dan   gangguan,
 (
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e. 	dampak        terhadap lingkungan;


kesehatan        manusia        dan
f.      tingkat   perturnbuhan    ekonomi;  dan g.      ringka  ~   kepadatan   penduduk,


(2) H asil
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(2) 	Hasil    identifikasi    sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1) digunakan	sebagai    dasar    penghitungan    Emisi,   gangguan, dan   Mutu   Udara.



Pasal   168

Penghitungan    Emisi,   gangguan,   dan   Mutu   Udara   sebagaimana
	dimaksud   dalam
	Pasal
	166  ayat   (1) huruf
	b dilakukan
	dengan

	cara:
	
	
	
	

	a.      pengukuran;

b.      perhitungan.
	dan/
	a tau
	
	




Pasal   169

(1)    Pengukuran     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     168
huruf   a dilakukan   dengan    cara:

a.      manual;   dan/atau

b.      otomatis  dan   terus-rnenerus.

(2)	Pengukuran       seba.gaimana     dimaksud      pada      ayat      (1) dilakukan	sesuai   dengar,   ketentuan   peraturan   perundang• undangan.





Pasal   170

Perhitungan    sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal    168  huruf    b dilakukan   untuk    mendapatkan    nilai  dari   setiap   sumber    Emisi, gangguan,   dan   Mutu    Udara.



Pasal   171

	(1)
	Penghitnngan
	Emisi,       gangguan,      dan      M11tu
	Udara

	
	sebagaimana
	dimak  sud  dalam   Pasal   168  dilakukan
	untuk

	
	mendapatkan
	informasi   tingkat,   status,     proyeksi
	Emisi,

	gangguan,   dan   Mutu   Udara.

	(2)
	Penghitungan      scbagairnana      dimaksud dilakukan     oleh    personel    yang    memiliki
	pada 	ayat kompetensi
	(1)
di


bidang   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Uda.ra.




Pasal   172  ...
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Inventarisasi	udara    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    165 sampai    dengan    Pasal   1 71  dilakukan  oleh:

a.      Menteri,  untuk    inventarisasi   udara    nasional;

b.       gubernur,   untuk    inventarisasi   udara    provinsi;  dan


c. 	bupati/wali          kota, kabupaten/kota.


untuk


inven tarisasi           udara


Pasal   173

	(1)
	Menteri       dalam         melakukan
	inventarisasi
	udara
	

	
	sebagaimana      dimaksud      dalam
	Pasal      172
	huruf
	a


berkoordinasi   dengan:

a. 	menteri/kepala     lembaga  pemerintah   nonkementeria.n terkait;    dan

b.      Pemerintah   Daerah    terkait.

	(2)
	Gubernur       dalam        melakukan
	inventarisasi        uda.ra

	
	sebagaimana      dimaksud      dalam
	Pasal      172     huruf      b

	
	berkoordinasi   dengan    Pemerintah
	Daerah   kabupaten/kota

	
	dalam    1    (satu)   provinsi.
	


(3)	Bupati/wali    kota   dalam    melakukan    inventarisasi     udara sebagaimana	dimaksud      dalam      Pasal      172     huruf      c mengoordinasikan	perangkat   daerah    terkait.



Paragraf 3

Penyusunan    dan   Penetapan   Baku   Mutu   Udara   Ambien



Pasal   174

(1)	Baku   Mutu   Udara   Ambien  sebagaimana    dimaksud   dalam Pasal 	164    huruf      b   disusun     dan     ditetapkan     dengan mempertim  bangkan:

a.      hasil   inventarisasi   udara;    dan

b.      aspek   kesehatan,    sosial,   ekonomi,  dan   lingkungan.

(2)	Baku    Mutu   Udara    Ambien  sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) meliputi:

a.      jenis   parameter;   dan
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(3) 	Baku    Mutu   Udara    Arnbien  sebagairnana    dirnaksud   pada ayat   (2)  tercantum    dalam    Lampiran   VU  yang   merupakan bagian   tidak   terpisahkan    dari  Peraturan   Pernerintah   ini.

(4)	Baku    Mutu    Udara    Ambien  sebagaimana    dimaksud    pada ayat 	(2)   digunakan      sebagai      dasar      penyusunan      dan penetapan	nilai    kcnsentrasi     Udara    Ambien   tertinggi   di kelas   WPPMU.



Paragraf  .,.~

Penyusurian   dan   Penetapan   Wilayab  Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu
Udara



PasaJ   175

(1}	WPPMU sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   164   huruf   c terdiri   atas:

a.      WPPMU nasional;

b.      WPPMU lintas   provinsi;

c.      WPPMU provinsi;

d.      WPPMU lintas   kabupaten/kota;      dan e.      V/PPMU kabupatcn/kota.
(2)    WPPMU sebagaimana    dimaksud   pada  ayac  (  1) terdiri   atas:

a. 	WPPMU Kelas   I,  untuk    peruntukan     pelestarian    dan pericadangan	udara    bersih;

b.	WPPMU   Kelas     TI,     untuk       peruntukan       kawasan permukirnan,	komersial,     pertanian,      perkebunan, dan/atau	peruntukan     lain   yang    mempersyaratkan kelas   yang  sama;   dan

	c.
	WPPMU   Ke-las    lJI,
	untuk
	peruntukan       industri

	
	darr/  atau     pcruntukan
kelas   yang   sarna.
	lain
	yang    mempersyaratkan


(3)	WPPMlJ  sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (i)   disusun paling   sedikit   berdasarkan:

a. 	hasil     penghitungan     Emisi    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   168,


b. nilai   ...
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b.      nilai  konsentrasi    Udara  Ambien;

c.      rencana   tata   ruang   wilayah;

d. 	kesamaan   karakteristik    bentang   alam;   dan e. 	kondisi   iklim  dan   meteorologi.
(4)    Dalam     hal    suaru     wilayah    memiliki    kawasan    pristine,
kawasan   tersebut     dikategorikan    ke  dalam    Wf'PMU kelas
I.



Pasal   176

WPPMU sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    175  ditetapkan oleh  Menteri  setelah    berkoordinasi   dengan:

	a.
	menteri  yang   menyelenggarakan
	urusan
	pernerintahan
	di

	

b.
	bidang   tata   ruang;

menteri  yang   menyelenggarakan
	

urusan
	

pernerintahan
	

di


bidang   perindustrian;    dan

c. 	menteri   yang    menyelenggarakan      urusan      pemerintahan dalam   negeri



Paragraf 5

Penyusunan    dan   Penetapan   Rencana  Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu
Udara



Pasal   177

RPPMU sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasa]   164  huruf   d terdiri atas:

a.      RPPMU nasiorial;

b.      RPPMU provinsi;  dan

c.      RPPMU  ka.bupat.en/kota.



Pasal   178

(1)    RPPMU nasional   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    177
huruf  a disu sun  un cuk:

a.      WPFMU  skala   nasional;   dan b.      VIPPMU skala   lintas   provinsi.

(2) RPPMU ...
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	(2)
	RPPMU nasional   se bagaimana    dimaksud
	pada    ayat    ( 1)

	
	disusun     berdasarkan      nilai    konsentrasi
	Udara     Ambien


tertinggi  di  kelas   WPPMU.



Pasal   179

(1)    RPPMU provinsi  sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal    177
huruf   b disusun   untuk:

a.      V/PPMUskala  provinsi:  dan

b.      WPPMUskala  lintas   kabupaten/kota.

(2)    RPPMU  provinsi   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)
disusun   berdasarkan:

a.      RPPMU nasional;   dan

b.      nilai    konsentrasi     Udara    Ambien   tertinggi   di   kelas
WPPMU.



Pasal   180

(1)	RPPMU  kabupaten/kota       sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 	1 77  huruf    c  disusun   untuk     seluruh     WPPMU yang berada    dalam    1   (satu)   wilayah  kabupaten/kota.

(2)	RPPMU  kabupaten/kota       sebagaimana     dimaksud     pada ayat   ( 1)   disusun   berdasarkan:

a.      RPPMU nasional;

b.      RPPMU provinsi;  dan

c.      nilai    konsentrasi     Udara    Ambien   tertinggi   di   kelas
WPPMU.



Pasal   181

(1)    RPPMlJ nasional   sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal   177
huruf    a     disusun    dan    ditetapkan    oleh   Mcnteri   setelah
	berkoordinasi
	dcngan
	menteri/kepala
	lernbaga

	pemerintah
	nonkementerian
	terkait.
	

	(2)
	RPPMU pr ovinsi   sebagaimana    dimaksud   dalam
nuruf   h   disusun   dan   ditetapkan   oleh  gubernur
	Pasal    177
setelah:



a.      mendapatkan    pertimbangan    teknis   dari   Menteri;  dan b.      bei koordinasi   dengan    bupati/wali    kota.
 (
(3)
 
RPPMlJ 
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(3)
	
RPPMU kabupaten  Zkota    sebagairnana
Pasal      1 77     huruf       c.      disusun      dan
	
dimaksud	dalam ditetapkan		oleh


bupati/wali    kota   setelah:

a. 	meridapatkan    pertimbangan    teknis   dari  Menteri:  dan b. 	berkoordinasi   dengan    gubernur   di wilayahnya.


Pasal   182

RPPMU sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal   177  paling   sedikit memuat:

a.      pemanfaatan    sumber    daya   alam;

b.      pengendalian   Pencemaran   Udara;

c.      pemeliharaan    sumber    daya   alam;   dan

d.      adaptasi   dan   mitigasi  terhadap   perubahan    iklim.



Pasal   183

RPPMU  sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal     177    disusun dengan    mempertimbangkan:

a.      status    Mutu   Udara   ambien;  dan

b.     bentuk    pemanfaatan,

pada   masing-masing    kelas   WPPMU.



Pasal   184

(1)	Status    Mutu   Udara   ambien    sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 		l 83       huruf         a      ditentukan        dengan         cara membandingkan	hasil   pemantauan    Udara   Ambien dengan nilai 	Mutu    Udara     WPPMU yang    telah    ditetapkan     oleh Menteri.

(2) 	Status    Mutu   Udara   ambicn    sebagaimana    dimaksud   pada ayat   (1) terdiri   dari:
a. 	tercemar;   dan b. 	tidak   tercernar.

	(3)
	Dalam   hal   status    Mutu   Udara   ambien    tercemar,
	Menteri,

	
	gubernur,       atau       tupati/wali         kota       scsuai
	dengan


kewenangannya    menetapkan    Mutu   Udara   sasaran.



(4) Mutu   ...
 (
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(4)    Mutu   Udara   sasaran     sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
ditentukan    dengan    mernpertimbangkan:

a.      faktor   ekonorni:  dan

b.      perkernbangan    teknologi  pengendali   Emisi.

(5)		Dalam   hal   WPPMU sebagaimana    dimaksud   pada   ayat  (1) belum   ditetapkan,    status    Mutu   Udara   ambien   ditentukan dengan 	cara    membandingkan     hasil    pemantauan      Udara  Ambien  dengan    Baku   Mutu   Udara   Ambien.



Pasal   185

(1) 	RPPMU sebagaunana    dimaksud   dalam   Pasal    182  menjadi bagian 	dari     rencana     Perlindungan      dan     Pengelolaan Lingkungan	Hidup.

(2)		RPPMU   sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     ( 1)   dapat diubah,    jika   terdapat   perubahan    pada:

a.      Baku   Mutu   Udara   Ambien;

b.      kelas   WPPMU; dan/atau c.       tat.a  ruang.


Bagian   Ketiga

Pemanfaatan



Pasal   186

( 1)        Pemanfaatan    WPPMU dilaksanakan    berdasarkan    RPPMU
nasional,	RPPMU   provinsi,   dan   RPPMU kabupaten/kota se bagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   1 77.

(2)    Pernanfaatan    WPPMU sebagaimana    dimaksud    pada    ayat
( 1)   dapat   dilakukan   pada:

a.      WPPMU kels.s  l;

b.      WPPMU kelas   II; dan

c.      WPPMU kelas   HI.



Pasal   187  ...
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Pasal   187

(1)	Pemanfaatan     WPPMU  kelas     I     sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal     186   ayat    (2)  huruf     a   dilakukan     terbatas untuk:

a.      penelitian   dan   ilmu  pengetahuan;

b.      jasa   lingkungan;   dan

c. 	kegiatan  lainnya   yang  tidak   mengubah   fungsi   "'.VPPMU dan/atau	sesuai       dengan       ketentuan       peraturan perundang-undangan.

(2)	Pemanfaatan    WPPMU kelas   U dan   kelas   111   sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    186  ayat   (2)  huruf    b  dan   huruf    c dapat   dimanfaatkan    untuk    kegiatan   sesuai    RPPMU.



Bagian   Keempat

Pengendalian



Paragraf   1

Umum



Pasal   188

(1)	Pengendalian     Pencernaran     Udara     dilaksanakan      sesuai dengan    RPPMU sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   177.

(2)	Pengendalian    Pencemaran    Udara    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (1) meliputi:

a.      pencegahan;

b.      penanggulangan;    dan

c.      pemulihan   dampak   Pencemaran   Udara.


Paragraf  2

Pencegahan


Pasal   189

Pencegahan   Pencemaran   Udara   sebagaimana    dimaksud   dalam
Pasal   188  ayat   (2) huruf   a dilakukan   melalui   penerapan:


a. Baku   ...
 (
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A
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	a.
	Baku   Mutu   Emisi;
	

	b.
	Persetujuan      Teknis
	pernenuhan
	Baku
	Mutu
	Emisi


sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   43  ayat   (3)  huruf    b
dan   Pasal   57  ayat  (4) huruf    b;

c.      baku   mutu   gangguan;

d.      internalisasi    biaya   pengelolaan   Mutu   Udara;

e.      kuota   Emisi   dan   sistem   perdagangan   kuota   Emisi;   dan

f. 	Standar      Nasional     Indonesia     terhadap      produk       yang digunakan	di rumah    tangga   yang   mengeluarkan    residu   ke udara.



Pasal   190

(1)	Menteri   menyusun    dan    menetapkan     Baku    Mutu    Emisi sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   189  huruf   a.

(2)		Baku   Mutu   Emisi     sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) disusun	dengan      mempertimbangkan        teknologi     terbaik  yang   tersedia.

(3)    Baku   Mutu   Emisi     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (2)
diterapkan   pada:

a.      sumber    Ernisi  tidak   bergerak;  dan b.      sumber    Emisi   bergerak.


Pasal   191

(1)	Baku      Mutu      Emisi      sumber        Emisi      tidak      bergerak sebagaimana	dirnaksud   dalam    Pasal    190  ayat   (3) huruf    a ditetapkan	untuk    Usaha   dan/   atau   Kegiatan  dengan:
a.      dampak   Emisi   rendah;    dan b.      dampak   Emisi   tinggi .
•
(2)    Baku    Mutu    Emisi    sumber     tidak    bergerak   untuk     Usaha
dan/atau       Kegiatan     dengan       dampak      Emisi      rendah sebagaimana       dima ksud       pad a      aya t      ( 1)      h uruf       a menggunakan     baku     mutu     yang    ':elc:h    ditetapkan     oleh Menteri.


(3) Baku   ...
 (
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(3) 	Baku    Mutu    Emisi    sumber     tidak    bergerak   untuk     Usaha dan/   a tau       Kegiatan      dengan        dampak      Emisi       tinggi sebagaimana	dimaksud    pada     ayat     (1)   huruf     b   wajib dilengkapi  dengan    Persetujuan   Teknis.

	(4)
	Dalam      hal
	kegiatan     dengan       dampak     Emisi
	tinggi

	
	sebagaimana
	dimaksud     pada     ayat    (3)   dihasilkan
	oleh


pelaku    usaha    dalam    kawasan   yang   wajib   RKL-RPL rinci,
pengelola  kawasan   dalam    memeriksa   RKL-RPL rinci mempersyaratkan      Persetujuan    Teknis    pemenuhan     Baku Mutu   Emisi   pada   RKL-RPLrinci.                                    ·

(5)	Dalam   hal  Baku   Mutu   Emisi   sebagaimana   dimaksud   pada ayat  (2) belum   ditetapkan   oleh  Menteri,  penanggung   jawab Usaha   dan/   atau   Kegiatan  wajib  mengajukan    permohonan Persetujuan	Teknis.


Pasal   192

	(1)
	Penanggung
	jawab      Usaha      dan/atau
	Kegiatan    wajib

	
	mengajukan
	perrnohonan   Persetujuan
	Teknis   nemerruhan


Baku   Mutu   Emisi  sebagaimana   dimaksud   dalarr ..  Pasal   191
ayat    (3)  dan    ayat    (5)  kepada     Menteri,     gubernur,     atau bupati/wali    kota   sesuai    dengan    kewenangan    Pcrsetujuan Lingkungan.

(2)	Permohonan   Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (1) dilengkapi  dengan    kajian   yang   rnernuat:

a.      identifikasi   sumher    Ernisi:

b.      informasi  data   meteorologi;

c.      informasi  rona   awal  kawasan   terdampak;

d.      perhitungan    Beban   Emisi  yang   dihasilkan;

e. 	perhitungan      simulasi    dispersi    untul:   rr.. enetapkan kadar   maksimum;

f.      perhitungan    ne-aca    massa; g.      bahan    baku   dan   penunjang; h.      perhitungan    efisiensi;
1.         besaran   dampak   pembuangan    Emisi: J.       nilai  mutu   Emisi;
k.     proses   produks.;

L         alat  pengendaf    Ernisi  yang   digunakan:

m.   konsumsi   ...
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m.     konsurnsi   energi   yang   digunakan;

n.      rencana   pengelolaan   Emisi;   dan

o.      rencana   pemantauan    Emisi   dan   Udara   Ambien.

	(3)
	Permohonan
	sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2)

	
	disampaikan
	melalui    Sistem   Informasi  Lmgkungan   Hidup


untuk    Persetujuan    Teknis   pemenuhan    Baku   Mutu   Ernisi.

(4) 	Terhadap    permohonan     Persetujuan     Teknis     sebagimana dimaksud	pada       ayat       (1)     dilakukan       perneriksaan kelengkapan	  kajian    sebagaimana    dimaksud   'pada  ayat   (2) dalam   jangka    waktu    paling   Jama   2  (dua)   hari   kerja   sejak permohonan	 diterima.

(5)	Dalam    melakukan    pemeriksaan     sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (4):

	a.
	Menteri,    menugaskan
	pejabat      yang
	membidangi

	
	pengendalian   Pencemaran
	Udara;   dan
	


b. 		gubernur   atau   bupati/wali   kota,   menugaskan    pejahat yang   membidangi   Lingkungan   Hidup,



Pasa]   193

	(1)
	Dalam     hal dalam   Pasal
	hasil     pemeriksaan     sebagaimana
192  ayat   (4J menyatakan:
	dimaksud

	a
	lcngkap dalam
	dan   benar, Pasal      192
	pejabat     sebagaimana ayat     (5)   melakukan
	dimaksud penilaian


substansi;   atau

b. 	tidak      lengkap     dan/   atau       tidak      benar,       pejabat sebagaimana	dimaksud    dalam     Pasal     192   ayat    (5) mengernbs ...likan    kepada     penanggung    jawab     Usaha dan/atau	Kegiatan  untuk    melengkapi   persyaratan.

(2j 	Terhadap   persyararan    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat ( 1)  huruf    b,  penanggung   jawab    Usaha    dan/   atau   Kegiatan melakukan		perbaikan   dalam   jangka    waktu   paling   lama   10 (sepuluh)	nari   kerja   sejak   permohonan    dinyatakan    tidak lengkap  darr/  atau   tidak   benar.



Pasal   194  ...
 (
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A
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(1)    Penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud    dalarn    Pasal
193     ayat      ( 1)      huruf       a    dilakukan      terhadap      kajian sebagaimana    dirnaksud   dalarn    Pasal    192   ayat   (2)  untuk kegiatan     yang     rnernpunyai     dampak     Emisi     tinggi     ke lingkungan.

(2)	Penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) dapat 	melibatkan       tenaga        ahli      yang       membidangi pengendalian	Pencernaran   Udara.

(3)	Dalarn      hal     basil      penilaian      substansi       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) menunjukkan:

	a.
	tclah     mernenuhi     persyaratan      Persetujuan pejabat    sebagairnana   dimaksud   dalam   Pasal
{5)         menerbitkan        Persetujuan        Teknis pemenuhan    Baku   Mutu   Emisi;   atau     ·
	Teknis,
192  ayat untuk

	b.
	tictak  memenuhi    persyaratan pejabat    sebagaimana   dimaksud
	Persetuiuan dalam   Pasat
	Teknis,
192  ayat

	(5) menerbitkan    penolakan   Persetujuan   Teknis   untuk


pemenuhan       Baku      Mutu      Emisi      disertai       alasan
penolakan.



Pasal   195

Penilaian    substansi     sarnpai     dengan     penerbitan     Persetujuan Teknis     sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal     194   dilakukan dalam   jangka    waktu   paling   lama   30  (tiga  puluh)   hari   kerja.



Pasal   ] 96

Persetujuan     Tcknis     untuk      pcmenuhan      Baku     Mutu     Ernisi sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal     194   ayat    (3)  huruf     a memuat:

a.      standar    teknis   pernenuhan   Baku   Mutu   Emisi;

b.      standar    kornpetensi   sumber    riaya manusia;   dan c.      sistcm   manajcmen   lingkungan,


Pasal   197  ...
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Pasal   197

Standar    teknis     pemenuhan     Baku    Mutu    Emisi    sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   196   huruf   a meliputi:

a.      parameter   dan   nilai  Baku   Mutu   Emisi;

b.      desain   alat  pengendali  Emisi;

c.      lokasi   titik  pengambilan   sampel;

d. 	sumber    Emisi   wajib   pantau     dilengkapi   dengan    nama    dan titik  koordinat;

e.      sarana    prasarana    pengambilan   sampel;

f.      lokasi   dan   titik  pemantauan    Udara   Ambien;

g.      kewajiban:

1.           memiliki  alat  pengendaii   Emisi;

2.      menaati    Baku     Mutu     Emisi    yang    ditetapkan     bagi
Usaha   dan/atau    Kegiatan;

3.      memenuhi    persyaratan     teknis    pengambilan    sampel
Emisi;

4.      memantau     Mutu     Uda.ra  ambien      dan     konsentrasi
Emisi   secara   berkala;

5.       melaksanakan        pengurangan        dan       pemanfaatan kembali;

6.       memiliki       penanggung        jawab        yang        memiliki kompetensi	di  bidang    perlindungan    dan   pengelolaan Mutu   Udara;

7.      melakukan   perhitungan    Behan   Emisi;

8.      memiliki Sistem   Tanggap  Darurat  Pencemaran   Udara;
dan

	9.
	melaporkan
	seluruh          kewajiban       pengendalian

	
	Pencemaran
	Udara       melalui        Sistem        Informasi

	
	Lingkungan
	Hidup;   dan


h.       larangan:

1. 	membuang    Emisi    secara     langsung    atau    pelepasan dadakan;

2. 	melakukan     pembuangan      Emisi     non-fugitive    tidak melalui   cerobong;



 (
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3. 	menambahkan       udara      ke    cerobong     setelah      alat pengendali,	di   luar    dari    proses     operasi     kegiatan; dan/atau

	4.
	tindakan
	lain     yang     dilarang     dalam
	Persetujuan

	
	Lingkungan
	dan/   atau          ketentuan
	peraturan


perundang-undangan.



Pasal   198

(1)	Standar   kompetensi    sumber    daya   manusia    sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   196  huruf   b meliputi:

a.       penanggungjawab      pengendalian   Pencemaran   _Udara;

b.      penanggung    jawab    instalasi    alat    pengendali    Emisi;
dan

c. 	personel   yang   memiliki  kompentensi    lainnya     sesuai dengan    kebutuhan.

(2)		Standar   kompetensi    sumber    daya   manusia     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (1) meliputi  kemampuan:

a.      melakukan   identifikasi   sumber    pencemar   Emisi;

b.      menentukan    karakteristik    pencemar   Emisi;

c.      menilai   tingkat    pencemaran    Emisi;

d. 	mengoperasikan      dan     melakukan      perawatan      alat pemantauan	Emisi;

e.      melakukan    identifikasi   bahaya     dalam    pengendalian
Emisi;

f. 	melaksanakan     tindakan   keselamatan    dan   kesehatan kerja 	terhadap    bahaya     dalam    pengendalian     Emisi; dan

g. 	menguasai      standar        kompetensi      lainnya.    sesuai dengan 	perkembangan       ilmu      pengetahuan       dan peraturan		perundang-undangan.



Pasal   199

(1)	Sistern    manajemen    lingkungan    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   196  huruf   c dilakukan   melalui   tahapan:

a.      perencanaan;


b.  pelaksanaan    ...
 (
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	b.
	pelaksanaan;
	

	c.
	pemeriksaan;
	dan

	d.
	tindakan.
	


(2)	Perencanaan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf a meliputi:

a.      menentukan       lingkup      dan      menerapkan       sistem manajemen		lingkungan        terkait         pengendalian Pencemaran	Udara;
 (
SK 
 
No
 
97456
 
A
)

b. 	menetapkan      kepemimpinan      dan manajernen		puncak           terhadap Pencemaran	Udara;


komitmen	dari pengendalian

c.      menetapkan      kebijakan     pengendalian      Pencemaran
Udara;

d. 	menentukan     sumber     daya   yang    disyaratkan     untuk penerapan	 dan     pemeliharaan      sistem      manajemen lingkungan	terkait    pengendalian   Pencemaran   Udara;

	e.
	memiliki sertifikasi
	sumber      daya     manusia     yang     memiliki kompetensi      pengendalian      Pencemaran

	
	Udara;
	

	f.
	menetapkan pengendalian
	struktur     organisasi
Pencemaran   Udara;
	yang
	menangani

	g.
	menetapkan peran   yang
	tanggung  jawab   dan sesuai;
	kewenangan
	untuk


h. 	menentukan    aspek    pengendalian    Pencemaran    Udara dan  dampaknya;

1.	mengiden tifikasi       dan kewajiban	penaatan Udara;


memiliki     akscs       terhadap pengendalian       Pencemaran

J.	merencanakan      untuk      mengambil    aksi    menangani risiko 	dan    peluang    serta     evaluasi    efektifitas    dari kegiatan  tersebut;

k. 	menetapkan       sasaran        pengendalian       Pencemaran Udara serta menentukan  indikator dan proses untuk mencapamya;

1.	memastikan     kesesuaian     metode    untuk     pembuatan dan 	pemutakhiran       serta     pengendalian      informasi terdokumentasi;


m.  menentukan     ...
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	m.
	menentukan
	risiko  dan  peluang  yang  perlu   ditangani;

	
	dan/atau
	

	n.
	menentukan diperlukan.
	potensi    situasi    darurat    dan   respon   yang


(3)		Pelaksanaan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   b meliputi:

a. 	memantau, mengevaluasi Udara;   dan


mengukur,          menganalisa,           dan kinerja       pengendalian       Pencemaran

	b.
	mengevaluasi       hasil       pemantauan        Emisi
	yang

	
	dilakukan     terhadap     nilai    Baku     Mutu     Emisi
ditetapkan      dalam      Persetujuan      Lingkungan
	yang
atau


peraturan       perundang-undangan         yang      mengatur
tentang    Baku   Mutu   Emisi.

(4)		Dalam   hal  evaluasi  hasil   pemantauan    Emisi  sebagaimana dimaksud		pada       ayat       (3)     huruf       b     menunjukkan ketidaktaatan,		rencana       pengelolaan       Emisi       harus dilakukan	perubahan.

(5)	Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   c meliputi:

a. 	mengevaluasi       pemenuhan        terhadap       kewajiban penaatan	pengendalian   Pencemaran   Udara;

b.      melakukan   internal  audit   secara    berkala;  dan

c. 	mengkaji   sistem    manajemen    lingkungan    organisasi terkait 	pengendalian      Pencemaran      Udara      untuk memastikan	kesesuaian,   kecukupan,   dan  keefektifan.

(6)	Tindakan   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)  huruf    d meliputi:

	a.
	melakukan
	tindakan
	untuk
	menangam

	
	ketidaksesuaian;
	dan
	
	


b. 	melakukan        tindakan       perbaikan       berkelanjutan terhadap		sistem    manajemen   lingkungan   yang   belum sesuai 	dan     efektif     untuk      meningkatkan      kinerja pengendalian	Pencemaran   Udara.





Pasal   200   ...
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Pasal200

Penanggung    jawab     Usaha      dan/atau      Kegiatan    yang     wajib dilengkapi  SPPL, wajib  melakukan   pengelolaan   Emisi.



Pasal   201

(1) 	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	melakukan     verifikasi   terhadap     sarana dan   prasarana    pengendalian   Pencemaran   Udara.

(2)	Verifikasi  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan unt.uk:

 (
b.
memastikan
berfungsinya
sarana     
 
dan    
 
prasarana
pengendalian
Pencemaran
Udara  
 
serta  
 
t=rperruhinya
Baku  
 
Mutu  
 
Emisi.
)a. 	melihat         kesesuaian         antara          standar           teknis pemenuhan	Baku   Mutu   Emisi   dengan    pembangunan sarana 	dan     prasarana      pengendalian     Pencernaran Udara. yang   dilakukan;   dan





	(3)
	Hasil       verifikasi      terhadap       sarana        dan
	prasarana

	
	pengendalian    Pencemaran    Udara   sebagaimana
	dimaksud

	
	pada    ayat    (2)  berupa     memenuhi    atau    tidak
	memenuhi

	
	Persetujuan   Teknis,
	


(4) 		Dalam    hal   basil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (3):

a. 	memenuhi    Persetujuan    Teknis,    Menteri,     gubernur, atau bupati/wali  kota sesuai dengan  kewenangannya menerbitkan	SLO; atau

b. 	tidak       mernenuhi      Persetujuan       Teknis,       Menteri, gubernur,		atau     bupati/wali      kota     sesuai      dengan kewenangannya	memerintahkan     untuk     melakukan perbaikan		   sarana         dan       prasarana        dan/   atau perubahan	Persetujuan    Lingkungan  yang  dituangkan dalarn   berita   acara.

(5) 	SLO  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) huruf   a sebagai dasar 	Menteri,     gub-rnur,    atau    bupati/wali     kota   sesuai dengan    kewenangannya    dalam   melakukan   pengawasan.





(6) Penanggung   ...
 (
SK 
 
No
 
84646
 
A
)
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(6) 	Penanggung   jawab    Usaha   darr/  atau    Kegiatan  melakukan perbaikan	sarana     dan    prasarana     sesuai     dengan     berita acara 	sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (4)   huruf     b sampai    dengan    Baku   Mutu   Emisi   terpenuhi.

(7)	Dalam    hal   penanggung   jawab    Usaha    dan/   atau    Kegiatan tidak   rnelakukan   perbaikan   sarana    dan   prasarana    sesuai dengan    berita   acara    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) huruf   b,  Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup   melakukan pengawasan.



Pasal   202

Pemenuhan      standar      kompetensi      sumber       daya      manusia sebagairnana     dimaksud    dalam     Pasal     198   dilakukan     paling lambat    1   (satu]   tahun    sejak   SLO diterbitkan.



Pasal203

(1)	Penanggung    jawab     Usaha     dan/atau      Kegiatan    dengan sumber 	   Emisi     tidak     bergerak    sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal     190    ayat     (3)   huruf     a   wajib     mernerruhi ketentuan	Baku   Mutu   Emisi.

(2) 	Pernenuhan    ketentuan    Baku    Mutu    Emisi      sebagaimana dimaksud	pada    ayat    ( 1)    dilakukan    melalui    pemantauan Emisi   dengan    cara:

a.      manual;   dan/atau

b.      otornatis  dan   terus    menerus.

(3) 	Pemantauan     Emisi    dengan     cara    manual      sebagaimana dimaksud	pada      ayat      (2)    huruf      a     dilakukan      oleh laboratorium		yang   teregistrasi   oleh  Menteri.

(4) 	Pemantauan      Emisi     dengan      cara     otomatis    dan     terus• mencrus	sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)  huruf    b dilakukan	  dengan    cara   mernasang   alat   pemantau    untuk mengukur		kuantitas     kadar     dan    laju    alir    Emisi    yang terka  librasi.

(5) 	Menteri  menetapkan    Usaha   dan/   atau   Kegiatan  yang  wajib melakukan	pemantauan       secara      otomatis     dan     terus• menerus.


 (
-,._     
 
.
)
(6) Setiap   ...
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 (
(1)
Sumber   
 
Emisi
bergerak   
 
sebagaimana
dimaksud   
 
dalam
Pasal  
 
190  
ayat
(~1) 
 
huruf  
 
b
 
meliputi:
)(6) 	Setiap   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang wajib   mclakukan   pemantauan    secara    otomatis   dan   terus•
	menerus,
	wajib   mengintegrasikan     pemantauan
	Emisinya

	ke  dalam
	Sistern   lnformasi  Lingkungan   Hidup.
	




Pasal204




	a.
	produk    dari otomotif;
	Usaha   dan/atau
	Kegiatan  sektor   industri

	b.
	penggunaan
	alat   transportasi
	darat;    dan

	c.
	penggunaan
	alat   bcrat.
	

	(2)
	Sumber    Emisi
Kegiatan  sektor
	bergerak		produk industri	otomotif
	dari    Usaha     dan/atau sebagaimana    dimaksud


pada   ayat   (1) huruf   a dikategorikan   berdasarkan:

a. 	tipe    baru,     meliputi    model    baru     dan    yang    sedang diproduksi;	dan

b.       produk    yang   telah   beroperasi.

(3)    Sumber  Emisi   bergerak  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
(1) huruf   b meliputi  sumber    Emisi   berbasis.

a.      ialan:   dan  I a tau
~                '                 I
b.     nonjalan.



Pasal   205

(1)	Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan       yang menghasilkan	Emisi:

a. 	produk    dari  Usaha   dan/   atau   Kegiatan  sektor   industri otomotif;

b. 	penggunaan       alat       transportasi        darat        berbasis nonjalan;	dan/   atau
c,      penggunaan    alat   berat,

wajih  mernenuhi   ketentuan    Baku   Mutu   Emisi.

(2)	Produk     nasil    industri    otomotif   sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (J)   hur uf  a m--liputi:

a       enjir,  model   1Y... r u;  dar.



b.   enjm   .
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b.      enjin  yang   sedang   diproduksi.

(3)	Pemenuhan     Baku    Mutu    Emisi    sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) dilakukan   dengan    ketentuan:

a. 	untuk    produk    hasil   Usaha   dan/atau     Kegiatan  sektor industri		otomotif,  dilakukan    oleh   laboratorium    yang terakreditasi	   oleh   Komite  Akreditasi   Nasional   atau badan 	akreditasi   penandatanganan      perjanjian   saling pengakuan	dalam     forum    Asia   Pacific  Accreditation Cooperation (APAC)atau International Laboratorium Accreditation  Cooperation  (ILAC);dan

b. 	untuk    alat   transportasi    darat    berbasis   nonjalan   dan alat 	berat,     dilakukan    oleh   personel   yang    memiliki sertifikat   yang   diterbitkan    lembaga   sertifikasi   sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan  di bidang   standardisasi    dan   penilaian   kesesuaian.



Pasal206

( 1)       Setiap      Orang      yang      menghasilkan       Emisi      dari      alat transportasi		darat    berbasis   jalan    sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   204  ayat  (1) hurufb     dan  ayat  (3) huruf   a harus memenuhi	ketentuan   Baku   Mutu   Emisi.

	(2)
	Pemenuhan     ketentuan     Baku    Mutu
	Emisi    sebagaimana

	
	dimaksud   pada   ayat   (1) dilaksanakan
	dengan    ketentuan:


a. 	diterapkan   pada   alat  transportasi    darat   berbasis  jalan yang   telah   memasuki   masa    pakai    lebih   dari   3 (tiga) tahun; 	dan
I
b.      pengukuran    dilakukan    oleh   personel   yang   memiliki
sertifikat   yang   diterbitkan    lembaga   sertifikasi   sesuai dengan   ketentuan  peraturan  perundang-undangan    di bidang   standardisasi    dan   penilaian   kesesuaian.

(3)	Pemenuhan     ketentuan     Baku    Mutu    Emisi    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   a  digunakan    sebagai    dasar pengenaan	  tarif  pajak   kendaraan   bermotor.

	(4)
	Ketentuan
	lebih   lanjut    mengenai   pengenaan    tarif   pajak

	
	kendaraan
	bermotor  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)


diatur      oleh     menteri    yang     menyelenggarakan       urusan
pemerintahan    dalam   negeri,   setelah    berkoordinasi   dengan
Menteri.





Pasal   207   ...
 (
SK 
 
No
 
097457
 
A
)
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(1) 	Menteri  menyusun   dan  menetapkan    baku   mutu   gangguan sebaga.imana  dimaksud   dalam   Pasal   189  huruf   c.

(2)    Gangguan   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a.      kebisingan;

b.       kebauan;   dan c.      getaran.
(3)    Baku   mutu    gangguan   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
(1) ditetapkan   dengan    mempertimbangkan:

a.      kesehatan   manusia;

b.       keselamatan    sarana    fisik;

c.       kelestanan    bangunan;

d.       kctersediaan    teknologi  terbaik;  dan  / atau e.      kemarnpuan   ekonomi.


Pasal   208

(1) 		Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau        Kegiatan     yang mengeluarkan	gangguan    sebagaimana      dimaksud    dalam Pasal   207  ayat   (2) wajib  melakukan   uji  gangguan.

(2)    Uji    gangguan     sehagaimana      dimaksud     pada     ayat     (1)
dilakukan   dengan:

	a.
	menggunakan
	laboratorium     yang
	teregistrasi     oleh

	
	Menteri;  dan/
	atau
	


b. 	menggunakan    personel  yang   memiliki  sertifikat   yang ditcrbitkan	oleh  lernbaga  sertifikasi,



Pasal209

(1) 	Setiap      Usaha      dan  z atau      Kegiatan    harus       melakukan internalisasi	biaya   pengclolaan   Mutu   Udara    sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   189  huruf   d.






(2) Internalisasi    ...
 (
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A
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(2) 	Internalisasi    biaya   pengeloJaan   Mutu   Udara    sebagaimana dimaksud	pada        ayat        ( 1)           dilaksanakan         dengan memasukkan		biaya     pengendalian      Pencernaran     Udara dala.m perhitungau   biaya  produksi  atau   biaya   suatu    Usaha dan/   atau   Kegiatan.

(3) 	Biaya     pengendalian      Pencemaran      Udara      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) meliputi  biaya:

a.      pencegahan   Pencemaran   Udara;

b.      pengemba.ngan   teknologi  terhaik    rendah    Emisi;

c.      penggunaan    bahan    bakar   bersih;

d.      pengernbangan    sumber    daya   manusia;   dan/   atau

e.      kegiatan   lain   yang   mendukung    upaya    pengendalian
Pencernaran   Udara.



Pasal   210

(1)	Menteri  menetapkan    kuota   Emisi   dan   sistem   perdagangan kuota 	Emisi    sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal     189 huruf 		e    terhadap      Usaha      dan/atau       Kegiatan     yang menghasilkan	Emi si.
(2)	Kuota     Emisi     sebagaimana      dimaksud     pada      ayar     U) ditetapkan	oleh    Menteri   serelah     berkoordinasi     dengan menteri/kepaia	lembaga     pemerintah      nonkernenterian terkait.

	(3)
	Perdagangan    kuota    Emisi    sebagairnana    dirnaksud
	pada

	
	ayat     (1)   ditentukan      berdasarkan      RPPMU  yang
	telah

	
	ditetapkan   oleh  Menteri,  gubernur,   atau   bupati/wali
	kota.




Pasal   2 l l

(1)		Penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan   hanya   dapat melepas	Emisi      sesuai       dengan       kuota       Emisi      yang dimili.k:i11ya.

l2) 	Kuota   Emisi   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   {  l)  dapat diperjualbelikan	antar   penanggungjawab     Usaha   dan/atau Kegiatan.
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Pasal   212

(1)	Menteri  yang   menyelenggarakan    urusan     pemerintahan   di bidang    kesehatan    menyusun    Standar   Nasional  Indonesia terhadap	produk    yang   digunakan    di  rumah     tangga    yang mengeluarkan	residu     ke   udara     sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal     189  huruf   f.

(2)		Standar      Nasional     Indonesia     terhadap      produk      yang digunakan	di rumah    tangga   yang   mengeluarkan    residu   ke udara 	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

	a.
	kebauan;
	

	b.
	gangguan   kesehatan;
	dan

	c.
	bentuk    standar    lainnya   sesuai   dengan ilmu                pengetahuan                dan
	perkembangan peraturan

	
	perundang-undangan.
	
	






 (
(3)
Standar     
 
Nasional
Indonesia    
 
terhadap     
 
produk      
 
yang
digunakan  
 
di
 
rumah
tangga  
 
yang  
 
mengeluarkan   
 
residu   
 
ke
udara    
 
sebagaimana
dimaksud   
 
pada   
 
ayat   
 
(1) 
 
ditetapkan
)dengan    mempertimbangkan:

a.      kesehatan   masyarakat;

b.      larangan   penggunaan   83;

c.      kelcstarian   bangunan;

d.       ketersediaan    teknologi  terbaik;  dan/   atau e.      kondisi   ekonomi.
(4)	Dalam    menyusun     Standar    Nasional   Indonesia,    menteri yang   menyelenggarakan     urusan     pemerintahan     di  bidang kesehatan		berkoordinasi         dengan         instansi        yang mempunyai	tugas   dan   fungsi   di  bidang    standardisasi    dan penilaian   kesesuaian.

(5)	Ketentuan    lebih    lanjut     mengenai    penyusunan      Standar Nasional	Indonesia   terhadap    produk    yang   digunakan   di rumah 	tangga   yang   mengeluarkan    residu    ke  udara    diatur dalam   peraturan    menteri  yang   menyelenggarakan     urusan pemerintahan	di bidang   kesehatan.


 (
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Paragraf  3

Penanggulangan



Pasal   213

(1)		Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau        Kegiatan     vang melakukan	Penccmaran      Udara      wajib     melaksanakan penanggulangan	sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   188 ayat   (2) huruf    b.
 (
SK 
 
No 
 
84655
 
A
)

Penanggulangan         Pencernaran        Udara dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi  kegiatan:


sebagaimana

	a.
	pcmberian
	informasi
	kepada
	masyarakat      terkait

	
	Pencemaran
	Udara;
	
	


b.       penghentian    sumber    Pencernaran   Udara;   nan

c. 	cara    lain   yang    sesuai     dengan     perkembangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.

(3) 	Penghentian     sumber      Pencemaran     Udara     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf    b dilakukan   dengan    cara:

a.      penghentian    proses   produksi;

b.       penghentian         kegiatan        pada         fasilitas menyebabkan	Pencernaran   Udara;   dan/   atau


yang

c.       tindakan    tertentu    untuk     meniadakan     Pencernaran
Udara   pada   sumbernya.

(4) 	Penanggung     jawab      Usaha      dan/   atau      Kegiatan     yang melakukan		 penanggulangan          Pencemaran         Udara sebagairnana			dimaksud         pada         ayat         (2)       wajib menyampaikan			laporan         pelaksanaan         penghentia.n Pencemaran		Udara      kepada       Menteri,     gubernur,      dan bupati/wali	kota.



Pasal   2 l't

	( 1)
	Penanggulangan
	Pencen  iaran
	Udara         se bagaimana

	
	dimaksud    dalarn
	Pasal    213    ayat
	(11    dilakukan     dalam


jangka     waktu    paling    lambat    24   (dua   puluh     empat)    jam
sejak   diketahuinya    Pencernaran   Udara.


(2) Dalam   ...
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(2) 	Dalam        hal        penanggulangan         Pencernaran        Udara sebagairnana		dimaksud    pada    ayat    (1)  tidak    dilakukan, Menteri,   gubernur,    atau    bupati/wali    kora   sesuai    dengan kewenangannya	menetapkan        pihak        ketiga        untuk melakukan	penan  gguiangan   Pencemaran   Udara

(3)	Biaya    yang     timbul     dari    pelaksanaan      penanggulangan Pencemaran		Udara   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2i dibebankan	kepada     pcnanggung    jawab    Usaha    danz  atau Kegiatan  yang   melakukan   Pencemaran   Udara.



Pasal   215

	(1)
	Dalam       hal      terjadi       bencana
	yang       mengakibatkan

	
	Pencemaran    Udara,    Pemerintah
	dan   Pemerintah    Daerah


melakukan   penanggulangan    Pencemaran   Udara.

(2)	Penanggulangan     bencana    sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (1) dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan.



Paragraf  4

Pernulihan   Dampak  Pencemaran   Udara



Pasal   216

(1)    Setiap    Orang    yang   melakukan    Pencemaran    Udara    wajib
	melakukar,
	pemuhhan       dampak
	Pencemaran       Udara

	sebagaimana
	dimaksud   dalarn   Pasal
	188  ayat   (2) hurut    c.



(2)		Pemulihan     darnpak     Pencemaran      Udara     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) meliputi  kegiatan:

a.      oembersihan        unsur          pencernar
Lingkungan   Hidup;  dan


pad a       media

b. 	cam.   lain   yang    sesuai     dengan     perkernbangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.




Pasal  217   ...
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(1) 		Pemulihan     dampak     Pencemaran     Udara     sebagaimana dimaksud	dalam     Pasal    2 16   aya t   ( 1)   dilakukan      dalam  jangka 	waktu     paling    lambat     30   (tiga  puluh)     hari    sejak diketahuinya	Pencernaran   Udara.

(2)	Dalam    hal   pemulihan    sebagaimana    dimaksuo    pada    ayat (1) tidak   dilakukan,    Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali kota 	sesuai     dengan     kewenangannya     menetapkan     pihak ketiga 		untuk     melakukan    pemulihan    fungsi    Lingkungan Hidup.

	(3)
	Biaya      yang
	timbul
	dari
	pelaksanaan        pemulihan

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada
	ayat   (2) dibebankan    kepada


Setiap   Orang   yang   melakukan   Pencemaran   Udara.


	
	Pasal   218
	

	(1)
	Pemulihan dimaksud
	dampak     Pencemaran dalarn     Pasal     217    ayat
	Udara      sebagaimana
(1)   dilakukan     oleh


Menteri,  gubernur,   atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan
kewenangannya,    jika:
a.      Sumber  Pencemar   Udara   tidak   diketahui;   da.n/  atau b.      tidak   diketahui   pihak   yang   melakukan   pencernaran.

	(2)
	Pemulihan
	dampak
	Pencemaran      Udara
	sebagaimana

	
	dimaksud
	pada   ayat
	( 1)   dilaksanakan    oleh:
	


a.       Menteri, jika   dampak  pencemaran    lintas   provinsi;

	b.
	gubernur,
	jika        dampak
	pencernaran
	lintas

	
	kabupaterr/
	kota;   dan
	
	


c.       bupati/wali    kota  ,   jika   dampak   pencernaran    terbatas dalam   wilayr... h  kabupaten/kota.



Pasal   219

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

a.      tata   cara   inventarisasi   udara;

b.      tata   cara   pcnyusunan    da.n  penetapan   WPPMU;

c.      tata      cara      penyusunan,       penetapan,      dan      perubahan
RPPMTT;

d.      Baku   Mutu   Ernisi;


e. Persetujuan  ...
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e_        Persetujuan     Teknis    pemenuhan     Baku    Mutu    Emisi    dan
SLO;

f.      baku   mutu   gangguan;

g.      tata   cara   penetapan   kuota   Emisi;

h.      sistem   perdagangan    kuota   Emisi;

1.         penanggulangan    Penccmaran   Udara;   dan

J.        pernulihan   dampak    Pencemaran   Udara,

sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   163  sampai    dengan    Pasa]
218  diatur    dalam   Peraturan   Menteri.



BABV

PERLINDUNGAN   DAN  PENGELOLAAN   MUTU   LAUT



Bagian   Kesatu

Um um



Pasal   22(,

Penyelenggaraan	Perlindungan     dan    Pengelolaan    Mutu     Laut bertujuan:

a. 	melindungi   wilayah  Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia dari  Pencemaran   dan/   atau   Kerusakan   Laut;

	b.
	rnenjamin
	kelangsungan
	kehidupan
	makhluk    hidup    dan

	
	kelestarian
	Mutu   Laut;
	
	


c.      menjarnin   pemenuhan    dan   perlindungan    hak   atas    Mutu
Laut   sebagai   bagian   dari   hak  asasi   manusia;   dan

	d.
	mencapai
	keserasian,     keselarasan,      dan
	keseimbangan

	
	Mutu
	Laut        untuk          mewujudkan
	pcmbangunan


berkelanjutan



Pasal   221

	(1)
	Penyelenggaraan
	Perlindungan
	dan
	Pengelolaan
	Mutu

	
	Laut  dilakukan
	oleh:
	
	
	


a.      Menteri;  arau

b.      guber  nur.

(2) Menteri  ...
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(2)	Menteri   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)  huruf     a berwenang	  pada    lokasi    di  atas    12  (dua   belas)    mil   laut, kawasan		strategis     nasional,     dan     kawasan      strategis nasional	tertentu.

(3) 		Gubernur    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1) huruf    b berwenang	pada   lokasi   di  bawah    12  (dua   belas)   mil  laut diukur 	dari  garis   pantai    ke  arah   laut   lepas,   di  luar   Usaha  dan/   a tau   Kegiatan  minyak   dan   gas  bumi.



Pasal222

Penyelenggaraan     Perlindungan     dan    Pengelolaan    Mutu     Laut meliputi:

	a.
	perencanaan;
	

	b. c. d.
	pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan.
	

dan




Bagian   Kedua

Perencanaan



Paragraf   1

Umum

Pasal223

( 1)        Perencanaan     sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    222 huruf   a dilaksanakan    terhadap:
a.      Air Laut;   dan

b.      ekosistem   Laut.

{2)    Ekosistem    Laut    sebagaimana.    dimaksud     pada     ayat    ( 1)
huruf   b terdiri   atas:
a.      ekosistern  Mangrove;

b.      ekosistem   Padang    Lamun;

c.       ekosistem  Terumbu   Karang;  dan

d. 	ekosistem  lainnya    sesuai   dengan    perkembangan    ilmu pengetahuar-	dan   n.kr.ologi.


(3) Perencanaan    ...
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(3)    Perencanaan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)
dilaksanakan    melalui:

a.      inventarisasi    Mutu   Laut;

b.      penetapan   Baku   Mutu   Air Laut;

c.      penetapan   kriteria    baku   kerusakan    ekosistem   Laut;

d.      penetapan   Status    Mutu   Laut;   dan

e. 	penyusunan     dan    penetapan     rencana    Perlindungan dan   Pengelolaan   Mutu   Laut.



Paragraf 2

Inventarisasi   Mutu   Laut



Pasal   224

(1)	lnventa.risasi    Mutu    Laut    sebagairnana    dimaksud    dalam Pasal   223  ayat   (3) huruf    a  bertujuan    untuk    menyediakan mforma.si 	 mengenai     kondisi       Pencemaran       ctan/  atau Kerusakan	Laut  yang   mempengaruhi    Mutu   Laut.

(2)    Inventarisasi   Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
	(1) dilakukan    dengan    cara
	pengumpulan
	dan   pengkajian

	data   primer   dan/atau    data
	sekunder.
	


(3)	Data     primer      dan/   atau      data      sekunder      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) diperoleh  dari:

a.      pemantauan    Mutu   Laut;

b.      laporan     pemantauan     dan    pengelolaan    Lingkungan
Hidup   dari  pemegang  Persetujuan    Lingkungan;

c.      laporan    statistik;

d.      citra   satelit;

e.      foto  udara:

f.      foto  bawah   laut;

g. 	data      satu      peta     ekosistem     laut     dengan       tingkat ketelitia.n  paling   kecil skala   1 :50.000;  dan/   atau

h.      data   lainnya   yang   relevan.




(4) Data   ...
 (
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(4) 	Data     primer      dan/   atau      data      sekunder      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) meliputi:

a.      jenis   ekosistem   Laut;

b.      peruntukan    Laut;

c.      bentuk    pemanfaatan;

d.      sumber    pencemar   dan/   atau   sumber    perusak;

e.       jenis   pencemar   dan/atau    perusak;

f.	jenis    Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   menghasilkan pencemaran	dan/   atau   kerusakan;

g. 	lokasi      sumber       yang      menyebabkan       pencemaran dan/   a tau  kerusakan;

h.       lokasi   pencemaran    dan/   atau   kerusakan;

1.         parameter   dan   nilai  parameter   kualitas   Air  Laut;

J.        tutu  pan   dan   kerapatan   Mangrove;

k.     luas   Padang    Lamun;

1.           luas   tutupan     Terumbu   Karang;

m.     sosial   ekonomi;

n.       sebaran   dampak   pembuangan    Air  Limbah   ke  Laut;

dan
 (
SK 
 
No
 
097
 
459
 
A
)

o. 	dampak        terhadap lingkungan.


kesehatan


manusia


dan

(5) 	Hasil   inventarisasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1) digunakan	sebagai   dasar    penentuan    Baku   Mutu   Air Laut, kriteria   baku   kerusakan   ekosistem  Laut,  penetapan   Status
	Mutu   Laut,
	serta   penyusunan
	rencana
	Perlindungan
	dan

	Pengelolaan
	Mutu   Laut.
	
	
	




Pasal225

(1)	Pemantauan     Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   224  ayat  (3) huruf   a dilaksanakan    untuk    mengetahui kualitas	Air Laut  dan   kerusakan    eksosistem   Laut.

(2) 	Pemantauan     Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud       pada ayat 	(1)  dilakukan    o1eh  Menteri   atau     gubernur     sesuai dengan    kewenangannya.


(3) Pemantauan    ...
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(3)    Pemantauan    Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
( 1)   dilaksanakan    paling   sedikit:

a. 	2 (dua) kali  dalam    1   (satu)   tahun    untuk    pemantauan kualitas	Air Laut;   dan

	b.
	1   (satu)   kali  dalam    1
	(satu)   tahun
	untuk
	pemantauan

	
	kerusakan    ekosistem
	Laut.
	
	




Pasal226

Data  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   224  ayat   (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya   dilakukan  oleh laboratorium   yang   teregistrasi   oleh  Menteri.





Pasal227

(1)    Hasil   inventarisasi     sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
224  ayat   (5) diolah   dengan:

a. 	perhitungan;    dan b. 	analisis.
(2) 	Perhitungan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   a dilakukan	dengan    menggunakan    metode   yang  telah   diakui secara   nasional   dan/   atau   internasional.

(3) 		Perhitungan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1) dilakukan	untuk       mendapatkan       data      dan     informasi mengenai  nilai  dari:

a.      kualitas   Air Laut;

b.       tutupan     dan   kerapatan    Mangrove;

c.      luasan    Padang    Lamun;  dan

d.       luasan    tutupan     Terumbu   Karang.

(4) 	Analisis   sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)  huruf     b dilakukan			dengan       membandingkan        data       dan/atau informasi	hasil   inventarisasi    dengan    Baku   Mutu   Air  Laut dan/   a tau   kriteria     baku    kerusakan    ekosistem   Laut   serta melihat 		korelasinya        untuk          mengetahui         kondisi Pencemaran			 dan/   a tau         Kerusakan         Laut         yang mempengaruhi	Mutu   Laut.



(5) Pengolahan   ...
 (
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(5)   .Pengolahan    hasil    inventarisasi     sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    (1)  dilakukan    untuk     mendapatkan     informasi sumber 	dan  jenis   pencemar   dan/   atau   perusak,   Mutu    Air Laut,   dan   tingkat    kerusakan    ekosistem   Laut.


Pasal228

	(1)
	Inventarisasi     Mutu    Laut    sebagaimana
	dimaksud    dalam

	
	Pasal   223  ayat   (3) huruf   a,  dilaksanakan
	oleh  Menteri  atau


gubernur   sesuai    dengan    keweriangannya.

(2) 	Menteri    dalam      melakukan      inventarisasi      Mutu      Laut sebagairnana	dimaksud     pada      ayat     ( 1)       berkoordinasi dengan:

a. 	menteri Zkepala lembaga  terkait;    dan b. 	Pernerintah   Daerah.
(3)	Gubernur     dalam     melakukan     inventarisasi     Mutu     Laut sebagaimana	dimaksud     pada     ayat     (1)    berkoordinasi dengan:

a.      Menteri;

b.      rnenteri/  kepala   lembaga  terkait;    dan c.       Pernerintah   Daerah    kabupatan/kota.


Paragraf  3

Penetapan   Baku   Mutu   Air Laut



Pasal229

(1)    Baku   Mutu   Air  Laut   sebagairnana   dimaksud   dalam    Pasal
223  ayat   (3) huruf   b terdiri   atas   peruntukan:

a.      pelabuhan;

b.       wisata   bahari;    den c.      biota   Laut.
(2)	Baku   Mutu   Air Laut   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi  jenis   parameter   Air  Laut   dan   nilai   parameter   Air Laut.

(3)    Baku   Mutu   Air  Laut   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
digunakan   sebagai   dasar   penetapan   Status    Mutu   Laut.




(4) Baku   ..
 (
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084659
 
A
)
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(4) 	Baku   Mutu   Air Laut   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) tercantum	dalam    Lampiran   VIII yang   merupakan    bagian tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pemerintah  ini.



Pasal   230

(1)		Menteri   menetapkan     Baku    Mutu    Air   Laut    peruntukan lainnya 	selain      yang      telah      ditetapkan        sebagaimana dimaksud		dalam   Pasal   229  ayat   ( 1).

(2)	Baku    Mutu    Air   Laut    peruntukan     lainnya     sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (1)  ditetapkan     berdasarkan      hasil inventarisasi		Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal 	224      ayat       (5)     serta       berkoordinasi       dengan menteri/kepala		lembaga  terkait.

(3) 	Baku    Mutu    Air   Laut    peruntukan     lainnya     sebagaimana dimaksud		pada     ayat    (1)   sepanjang    belum     ditetapkan, merujuk	pada    Baku    Mutu    Air  Laut    untuk     peruntukan biota   Laut   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   229   ayat (1) huruf   c.





Paragraf 4

Penetapan   Kriteria  Baku   Kerusakan   Ekosistem   Laut



Pasal   231

( 1)      Menteri  menetapkan    kriteria    baku    kerusakan    ekosistem Laut 	sebagaimana    dimaksud    dalam     Pasal    223   ayat    (3) huruf 		c   setelah      berkoordinasi     dengan      menteri/kepala lembaga  terkait.

(2) 	Kriteria   baku     kerusakan     ekosistem    Laut    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) meliputi:

a.      kriteria    baku   kerusakan   Mangrove;

b.      kriteria    baku   kerusakan    Padang    Lamun;

c.      kriteria    baku   kerusakan   Terumbu   Karang;  dan

d.      kriteria      baku     kerusakan      ekosistem     Laut     lainnya
	sesuai    dengan    perkembangan
	ilmu   pengetahuan
	dan

	teknologi.
	


(3) Penetapan
	


...
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(3) 	Penetapan      kriteria       baku      kerusakan      ekosistem     Laut sebagaimana	dimaksud    pada    ayat   (2)  dilakukan    dengan mempertim  bangkan:

a. 	hasil   inventarisasi   Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal   224  ayat   (5); dan

b. 	pengkajian    data    dari    berbagai   publikasi    penelitian nasional	dan/   a tau  internasional.

	(4)
	Penetapan      kriteria      baku      kerusakan
	ekosistcm     Laut

	
	sebagaimana      dimaksud     pada      ayat
	(2)    dilaksanakan


dengan    tahapan:

a.      pengumpulan    dan   pengkajian   data;

b. 	penjaringan     masukan    dari    pemangku    kepentingan dalam   pengelolaan   ekosistem   Laut;   dan

c. 	penyusunan    dan   penetapan   kriteria    baku   kerusakan ekosistern  Laut.



Pasal  232

	(1)
	Kriteria      baku        kerusakan        Mangrove
	sebagaimana

	
	dimaksud    dalam    Pasal    231   ayat   (2)  huruf
	a  ditetapkan


berdasarkan:

a.      tutupan     tajuk;

b.      kerapatan   pohon   Mangrove yang   hid up;  dan/   atau

	c.
	parameter
	lain    sesuai     dengan
	perkembangan
	ilmu

	
	pengetahuan
	dan   teknologi.
	
	


(2)	Kriteria   baku     kerusakan     Padang     Lamun     sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    231   ayat   (2)  huruf    b  ditetapkan berdasarkan:

a.      luas   area   kerusakan    Padang    Lamun;  dan/atau

	b.
	parameter
	lain    sesuai     dengan
	perkembangan
	ilmu

	
	pengetahuan
	dan   teknologi,
	
	





 (
(3)
Kriteria 
 
baku   
 
kerusakan
Terumbu   
 
Karang
sebagaimana
dimaksud   
 
dalam   
 
Pasal
231  
 
ayat  
 
(2) 
 
huruf
c 
 
ditetapkan
)berdasarkan:

a.      tutu  pan  Terumbu   Karang;  dan/  a tau

b. 		parameter    lain    sesuai     dengan     perkem  bangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.


Pasal   233  ...
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(1) 	Kriteria   baku     kerusakan     ekosistem    Laut    sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    231   ayat    (1)  digunakan    sebagai dasar   penetapan   Status    Mutu   Laut.

(2)	Kriteria    baku     kerusakan      ekosistem     Laut     yang     telah ditetapkan	sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)  dapat dievaluasi  dan/   atau   diubah.

Pasal234

Menteri melakukan   evaluasi  dan/   a tau  perubahan   kriteria    baku kerusakan   ekosistcm  Laut  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
231  ayat   (1) dengan    mempertimbangkan:

a.       hasil     inventarisasi     Mutu     Laut    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   224  ayat   (5);

b.      perkembangan    ilmu  pengetahuan    dan  teknologi;  dan/   atau

	c.
	perubahan
	rencana
	zonasi
	ruang       Laut
	dan/   atau

	
	peruntukan
	Laut.
	
	
	



Paragraf 5

Penetapan   Status    Mutu   Laut



Pasal235

(1)	Menteri   atau     gubernur    sesuai     dengan     kewenangannya menetapkan	Status     Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud dalarn   Pasal   223  ayat   (3) huruf   d.

(2)    Status     Mutu    Laut   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)
ditetapkan   berdasarkan:

a. 	hasil   inventarisasi   Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal   224  ayat   (5);

b.      Baku    Mutu   Air  Laut   sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal229;dan

c. 	kriteria   baku   kerusakan   ekosistem  Laut  sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   231.




(3) Status    ...
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(3) 	Status     Mutu    Laut   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1) ditetapkan	dalam    bentuk     indeks    yang    menggambarkan tingkat    Status    Mutu   Laut.



Pasal   236

Status       Mutu      Laut     yang      telah      ditetapkan      sebagaimana dimaksud    dalam     Pasal    235   ayat    (3)  ditindaklanjuti     dengan menyusun   rencana   Perlindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Laut.



Paragraf 6

Penyusunan    dan   Penetapan   Rencana   Perlindungan   dan   Pengelolaan Mutu   Laut



Pasal237

(1)	Menteri   atau     gubernur     sesuai     dengan     kewenangannya menyusun	dan    menetapkan    rencana   Perlindungan    clan Pengelolaan		Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud     dalam Pasal   223  ayat   (3) huruf   e.

(2) 	Menteri    dalam      menyusun     dan     mcnctapkan      rencana Perlindungan	dan    Pengelolaan    Mutu    Laut.   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) berkoordinasi   dengan:

a. 	menteri/kepala     lembaga  terkait;    dan b. 	Pemerintah   Daerah.
(3) 	Gubernur    dalam     menyusun     dan    menetapkan     rencana Perlindungan	dan    Pengelolaan    Mutu    Laut    sebagairnana dimaksud	pada   ayat   (1) berkoordinasi   dengan:

a.       Mcnteri;

b.      kepala   lembaga  terkait;    dan

c.       Pernerintah   Daerah    kabupatan/kota.



Pasal   238

( lJ     Rencana     Perlindungan      dan     Pengelolaan     Mutu      Laut sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   237  disusun   dengan menerapkan	 prinsip      pengelolaan     ruang      Laut     secara terpadu.



(2) Rencana   ...
 (
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(2)	Rencana     Perlindungan      dan     Pengelolaan     Mutu      Laut sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) menjadi  bagian    dari rencana	Perlindungan      dan      Pengelolaan     Lingkungan Hidup.

(3)		Rencana     Perlindungan      dan     Pengelolaan      Mutu      Laut sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (2)   digunakan     dalam  kajian   Lingkungan   Hidup   strategis.

(4)		Rencana     Perlindungan      dan     Pengelolaan      Mutu    Laut sebagaimana		dimaksud     pada     ayat    (2)    menjadi     acuan  dalam 	melakukan          pemanfaatan,             Pengendalian Pencemaran	dan/atau    Kerusakan   Laut,   dan  pemeliharaan Mutu   Laut.



Pasal239

Rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Laut   yang   telah ditetapkan     sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    237   dapat dievaluasi  dan/   a tau   diubah    dalam   hal  terdapat:

a.      perubahan    rencana   zonasi   ctan/atau    rencana   tata   ruang;
dan/atau

	b.
	perubahan
	kebijakan     lainnya     yang     berimplikasi
	pada

	
	Perlindungan
	dan   Pengelolaan   Mutu   Laut.
	




Bagian   Ketiga

Pemanfaatan



Pasal240

(1) 		Pemanfaatan     sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    222 huruf   b dilaksanakan    dengan    mernperhatikan:

a.      keberlanjutan    proses   dan   fungsi   Laut;

b.      keberlanjutan    produktrvitas   Laut;   dan

c. 	keselamatan,       mutu       hidup,       dan      kesejahteraan masyarakat.

	(2)
	Pemanfaatan
	sebagaimana
	dimaksud
	pada
	ayat     (1)

	
	dilaksanakan
	berdasarkan.
	
	
	


a       rencana   zcnasi   dan/   at au  rencana   tata   ruang;


b.  perun  tukan    ...
 (
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b.      peruntukan;    dan

	c.
	rencana	Perlindungan sebagaimana	dimaksud
	dan 	Pengelolaan    Mutu    Laut dalam   Pasal   237.

	(3)
	Pemanfaatan dilaksanakan
	sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)
sesuai        dengan        ketentuan       peraturan


perundang-undangan.





Bagian   Keempat

Pengendalian



Paragraf   1

Um urn



 (
a.
pencegahan;
b.
c.
penanggulangan;
pemulihan.
dan
)Pasal241

	(1)
	Pengendalian sebagaimana dilaksanakan Pengelolaan Pasal   237.
	Pencemaran  dan/atau   Kerusakan  Laut dimaksud      dalam      Pasal      222     huruf      c sesuai     dengan     rencana    Perlindungan    dan
Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud     dalam

	(2)
	Pengendalian sebagaimana
	Pencemaran dimaksud   pada
	dan/
ayat
	a tau     Kerusakan
(1) meliputi:
	Laut








(3)	Pengendalian      Pencemaran     dan/   atau      Kerusakan     Laut sebagaimana	dimaksud     pada     ayat    ( 1)     dilakukan     oleh Menteri, gubernur,  atau  bupati/wali  kota sesuai  dengan kewenangannya.








 (
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) (
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Pencegahan



Pasal242

	(1)
	Menteri,    gubernur,     atau
	bupati/wali
	kota     melakukan

	
	pencegahan      Pencernaran
	dan/atau
	Kerusakan      Laut


sebagaimana   dimaksucl  dalam   Pasal   241  ayat   (2) huruf   a.

(2)	Pencegahan      sebagaimana       dimaksud      pada      ayat      (1) dilakukan	terhadap     Pencemaran     dan/   atau     Kerusakan Laut  yang   berasal    dari  darat   dan/   a tau   Laut.

(3)    Pencegahan      sebagaimana       dimaksud      pada      ayat      (2)
dilakukan   melalui:

a.      penyediaan   sarana    dan   prasarana;

b.      pembatasan    Limbah  ke  Laut;

c.      pencegahan   sampah   Laut;   dan

d.      instrumen    lain   sesuai    dengan    kebutuhan     dan/   atau perkembangan    ilmu  pengetahuan    dan   teknologi.

(4)    Pencegahan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2)
dilakukan   pada   sumber    pencemaran   dan/atau    kerusakan:

a.     nirtitik;    dan b.     titik.
(5)	Pencegahan       pada        sumber        pencemaran        dan/   a tau kerusakan	nirtitik    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (4) huruf   a dilakukan   melalui   cara   pengelolaan   terbaik.



Pasal   243

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan keweriangannya		menyediakan      sarana       dan     prasarana Pengendalian		Pencemaran     dan/   atau      Kerusakan      Laut sebagaimana	dimaksud   dalam    Pasal   242   ayat   (3) huruf    a untuk 	sumber    nirtitik   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
242  ayat   (4) huruf   a.



(2) Sarana    ...
 (
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(2)	Sarana        dan       prasarana        Pengendalian       Pencemaran dan/atau	Kerusakan    Laut   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) dilaksanakan    untuk    mempertahankan     Mutu   Laut.



Pasal244

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	dalam        menyediakan        sarana         dan prasarana		 Pengendalian          Pencemaran          dan/   atau Kerusakan	Laut   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   243 ayat   (1) dapat   memberikan   bantuan   sarana    dan  prasarana Pengendalian	Pencernaran   dan/   atau   Kerusakan   Laut   bagi usaha 	mikro   dan   kecil.

(2)	Menteri,  gubernur  ,   atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenanganriya	dapat     melakukan     kerja     sama     dengan badan 	usaha    dalam    menyediakan    sarana     dan   prasarana
	Pengendalian
	Pencemaran
	dan/atau       Kerusakan
	Laut

	sebagaimana
	dimaksud   pada
	ayat   (1).
	


(3)		Penyediaan       sarana         dan       prasarana          Pengendalian Pencemaran		dan/   a tau     Kerusakan     Laut     sebagaimana dimaksud		pada     ayat     (2)   dilaksanakan      sesuai     dengan  ketentuan	peraturan    perundang-undangan.



Pasal   245

Pembatasan    Limbah   ke   Laut    sebagaimana    dalam    Pasal    242 ayat   (3) huruf   b diterapkan   pada:

a.      Dumping  (Pembuangan);   dan b.       pembuangan    Air Limbah.


Pasal246

(1)    Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan     yang
-     melaksanakan     pernbatasan    Limbah  ke  Laut   dengan    cara Dumping	(Pembuangan)    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   245  huruf   a harus    memenuhi:

a. 		Persetujuan     Teknis     sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   43  ayat   (3) huruf    c dan   Pasal   57  ayat   (4) huruf c;dan

b.  ketentuan    ...
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b.      ketentuan   lokasi   pembuangan.

(2) 		Ketentuan    lokasi     pembuangan     sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) mempertimbangkan:

a.      perlindungan    terhadap   area   sensitif;  dan

b.      rona    awal   kualitas    Air  Laut   yang    memenuhi    Baku
Mutu   Air  Laut   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
229.

(3J	Area  sensitif   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   a antara 	lain  terdiri   atas:

a.      kawasan   konservasi   perairan;

b.      daerah    rekreasi  atau   wisata   bahari;

c.      kawasan   Mangrove;

d.      Padang    Lamun;

e.      Terumbu   Karang;

f.      kawasan   taman    nasional;

g.      kawasan   taman    wisata   alam   Laut;

h.      kawasan   cagar   budaya    dan   ilmu  pengetahuan;

1.         kawasan   rawan   bencana   alam;

J.	daerah       pemijahan      dan     pembesaran      ikan      serta budidaya	perikanan;

k.     alur   migrasi   biota   Laut  yang   dilindungi;

1.          daerah    penangkapan    ikan   atau   zona   perikanan;

m.     alur   pelayaran;   dan/atau n.      wilayah  pertahanan.
(4) 		Dalam     hal    rona     awal    kualitas    Air   Laut    sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2)  huruf    b  tidak   memenuhi    Baku Mutu   Air  Laut,   wajib   dipastikan    tidak   ada   penambahan konsentrasi	   pada   parameter   yang   melampaui   Baku   Mutu Air Laut.



Pasal   247    ...
 (
SK 
 
No
 
084668
 
A
)

PRES  I DEN REPUBLIK     INDONESIA

-  168  - Pasal   247

(1)	Penanggung     jawab       Usaha      dan/atau       Kegiatan     yang melaksanakan		pembatasan    Limbah  ke  Laut   dengan    cara pembuangan	Air  Limbah   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   245  huruf   b   harus    memenuhi   ketentuan:

	a.
	Baku
	Mutu  Air Limbah
	sebagaimana
	dimaksud   dalam

	
	Pasal
	1] 1;
	
	


b. 	standar          teknologi       pengolahan        Air       Limbah sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   132; dan

c. 	ketentuan        lainnya        sesuai       dengan         peraturan perundang-undangan.

(2)	Pembatasan   Limbah  ke Laut  dengan    cara   pembuangan  Air Limbah	sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)  berlaku kepada    penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang memiliki		dampak     Air    Limbah    ke    lingkungan     berupa rendah    atau   tinggi.

(3)    Dalam   hal  dampak  Air Limbah  ke  lingkungan   berupa:

a. 	rendah,    penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan wajib   menaati   Baku   Mutu   Air  Limbah  sesuai    dengan ketentuan	peraturan    perundang   undangan;    dan

	b.
	tinggi,   penanggung
	jawab    Usaha    dan/atau
	Kegiatan

	
	wajib  mendapatkan
	Persetujuan   Teknis.
	




Pasal248

	(1)
	Penanggung
	jawab      Usaha      danz  atau      Kegiatan     yang

	
	melaksanakan
	pembatasan    Limbah  ke  Laut   dengan    cara

	
	pembuangan
	Air  Limbah   sebagaimana    dimaksud    dalam


Pasal    245   huruf    b  dan   memiliki  dampak   Air  Limbah  ke
lingkungan   tinggi  se bagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   24 7 ayat  (3) huruf   b wajih  memhuat   kajian   teknis   sebagai   dasar pertimbangan    Persetujuan   Teknis.

(2)    Kajian     teknis      sebagaimana      dimaksud     pada     ayat     (1)
meliputi:

a.      identifikasi   sumber,   kuantitas,    dan   karakteristik   Air
Limbah;



b.  penentuan    ...
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b. 	penentuan     parameter     kunci     yang    akan     dijadikan prediksi	sebaran    Air   Limbah   dan    Baku    Mutu    Air Limbah;

c.      identifikasi   Laut  penerima  Air Limbah; d.      kualitas   Air Laut  penerima  Air Limbah; e.      data   sirkulasi   Air Laut  musiman;
f.      area   sensitif   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   246
ayat   (3);

g. 	prediksi     sebaran     Air    Limbah    di    Laut     termasuk penentuan	zone  of initial dilution;

h. 	usulan         titik       pemantauan        kualitas       Air      Laut berdasarkan	hasil    prediksi   sebaran    Air   Limbah  di Laut;

1. 		informasi   mengenai   tata   letak   industri    keseluruhan dan	penandaan       unit      yang      berkaitan        dengan  pengelolaan	Air Limbah;

J.	neraca    air  yang   menggambarkan    keseluruhan    sistem pengelolaan	Air Limbah;

k. 	informasi      mengenai      deskripsi      sistem       instalasi pengolahan	Air Limbah;

1.	informasi   yang    menjelaskan    upaya    yang    dilakukan dalam   pengelolaan   Air Limbah;

m. 	prosedur      operasional      standar        tanggap      darurat mstalasi	pengolahan   Air Limbah;

n. 	informasi   yang    menjelaskan    upaya    yang    dilakukan dalam   pengelolaan   Air Limbah;  dan

o.      informasi      uraian        penanganan       kondisi       darurat
Pencemaran   Laut.


Pasal   249

(1)	Penanggungjawab     Usa.ha dan/atau    Kegiatan  mengajukan permohonan	Persetujuan    Teknis    pemenuhan    Baku   Mutu Air  Limbah  sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   43  ayat (3) huruf   a dan   Pasal   57  ayat   (4) huruf   a yang   dibuang   ke Laut 	kepada      Menteri    atau      gubernur     sesuai      dengan kewenangannya.





(2)  Permohonan     ...
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(2)	Permohonan    Persetujuan    Teknis    pemenuhan    Baku    Mutu Air Limbah  yang   dibuang   ke  Laut   sebagaimana    dimaksud pada 	ayat     (1)   dilengkapi    dengan      persyaratan      kajian sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   248  ayat   (2).

(3)	Permohonan   Persetujuan    Teknis   pemenuhan     Baku   Mutu Air  Limbah  yang   dibuang   ke  Laut   sebagaimana    dimaksud pada 	ayat     (2)   disampaikan      melalui      sistern     informasi dokumen	Lingkungan   Hidup   untuk    Persetujuan    Teknis.



Pasal   250

(1)		Permohonan    Persetujuan    Teknis    pemenuhan     Baku   Mutu Air Limbah  yang   dibuang   ke  Laut   sebagaimana     dimaksud dalam 		Pasal    249    dilakukan     pemeriksaan      kelengkapan kajian 	sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   248   ayat   (2) dalam   jangka    waktu    paling   lama   2  (dua)  hari   kerja   sejak permohonan	diterima.
(2)    Dalam   melakukan    pemeriksaan    permohonan    Persetujuan
Teknis   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1):
a. 		Menteri    menugaskan      pejabat       yang     membidangi Pengendalian	Pencemaran   dan/   a tau  Kerusakan   Laut; dan
b.      gubernur     menugaskan      pejabat      yang     membidangi
Lingkungan   Hidup.
(3)	Dalam   hal  hasil  pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1) menyatakan:
a. 	lengkap   dan   benar,    pejabat     sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2) melakukan   penilaian   substansi;    atau
b. 	tidak      lengkap     dan/atau        tidak       benar,       pejabat sebagaimana	 dimaksud   pada   ayat   (2) mengembalikan permohonan	Persetujuan   Teknis   untuk    diperbaiki.
(4)	Penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3) dapat 	melibatkan    tenaga    ahli   Pengendalian    Pencemaran dan/atau	Kerusakan   Laut.
(5)	Terhadap   hasil   pemeriksaan    sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (3) huruf   b yang   tidak   lengkap  dan/atau    tidak   benar, penanggung	jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan  melakukan perbaikan	dalam   jangka    waktu    paling   lama    10  (sepuluh) hari   kerja   sejak   dinyatakan    tidak   lengkap  dan/   atau   tidak benar.
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Dalam    hal   basil    penilaian   substansi    sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   250  ayat   (3) huruf   a menunjukkan:

	a.
	telah      memenuhi
	persyaratan,
	pejabat       sebagaimana

	
	dimaksud      dalam
Persetujuan    Teknis
	Pasal      250
pemenuhan
	ayat      (2),    menerbitkan
Baku    Mutu    Air  Limhah


yang   dibuang   ke  Laut;   atau

b. 	tidak      memenuhi      persyaratan,       pejabat       sebagaimana dimaksud	 dalam       Pasal      250     ayat      (2)    menerbitkan penolakan	Persetujuan    Teknis    untuk     pemenuhan     Baku Mutu   Air  Limbah  yang   dibuang   ke  Laut   disertai     dengan alasan    penolakan.



Pasal252

Persetujuan    Teknis    pemenuhan    Baku    Mutu   Air  Limbah  yang dibuang      ke     Laut      yang       telah       memenuhi       persyaratan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   251  huruf   a memuat:

a.      standar    teknis   pemenuhan    Baku   Mutu   Air Limbah;

b.      standar    kompetensi   sumber    daya   manusia;   dan c.      sistem   manajernen   lingkungan.


Pasal   253

Standar	teknis       pemenuhan       Baku       Mutu       Air     Limbah sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   252  huruf   a   meliputi:

a.      parameter   dan   nilai  Baku   Mutu   Air Limbah;

b.      desain    instalasi   pengolahan   Air Limbah;

c.      titik  penaatan   dengan    nama   dan   titik  koordinat;

d.      titik  pembuangan    dengan    nama   dan   titik  koordinat;

e. 	titik     pemantauan      Air    Laut     dengan      nama      dan     titik koordinat;

f.      kewajiban:

1.      melaksanakan    pemantauan    Air Limbah;

2.      melaksanakan    pemantauan    kualitas   Air Laut;

3.      melaporkan   hasil   pemantauan;




4.   mcmisahkan     ...
 (
SK 
 
No
 
084672
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA


·        -  172  -


4. 	memisahkan     saluran      Air   Limbah   dengan      saluran limpasan	air  hujan;

5.      memiliki  saluran    Air Limbah  kedap   air;


6.      memiliki  alat  ukur   debit   atau   alat  ukur   yang   setara;
 (
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A
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7. 	memiliki       Sistem        Tanggap pengolahan	Air Limbah;  dan


Darurat        instalasi

8.      memiliki  Sistem   Tanggap  Darurat   Pencemaran    Laut;
dan g.      larangan:
1.	membuang    Air   Limbah   secara     sekaligus    dalam     1 (satu)   kali  pembuangan;

2. 	mengencerkan     Air   Limbah   dalam     upaya     penaatan batas   kadar   yang   dipersyaratkan;    dan

3.      membuang   Air Limbah  di luar   titik  penaatan.



Pasal   254

(1)		Standar   kompetensi    sumber    daya   manusia     sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   252  huruf   b meliputi:

a.      penanggung   jawab   pengendalian  Pencemaran  Air;

b.      penanggung   jawab    operator  instalasi  pengolahan  Air
Limbah;  dan

c. 	personel   yang    memiliki   kompetensi    lainnya     sesuai kebutuhan,

yang   memiliki  sertifikat  kompetensi.

(2)	Standar   kompetensi    sumber    daya   manusia    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) meliputi  kemampuan:

a.      melakukan   identifikasi   sumber    pencemar   air;

b.      menentukan     karakteristik    Air Limbah;

c.      menilai   tingkat    Pencemaran  Air;

d.      mengoperasikan     dan   merawat   instalasi    pengolahan
Air Limbah;

e.      melakukan   idcn tifikasi   bahaya    dalam   pengolahan  Air
Limbah;



f. melaksanakan     .    .    .

PRES   I OEN REPUBLIK.    INDONESIA



-  173  -


f. 	melaksanakan     tindakan   keselamatan    dan   kesehatan kerja   terhadap   bahaya    dalam   pengolahan   Air Limbah; dan

g. 	menguasai      standar        kompetensi      lainnya       sesuai dengan 	perkembangan       ilmu      pengetahuan       dan peraturan	  perundang-undangan.



 (
SK 
 
No
 
84675
 
A
)


 (
(
)1  \
J. I

Pasal255

Sistem     manajernen    lingkungan    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   252  huruf   c dilakukan   melalui   tahapan:

a.      perencanaan;

b.       pelaksanaan;
c.       perneriksaan;   dan d. 	tindakan.
(2) 	Perencanaan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf a meliputi:   ·

	a.
	menentukan    lingkup   sistern    manajemen
	lingkungan

	
	terkait          Pengendalian         Pencemaran
	dan/   a tau


Kerusakan   Laut;

b.       menctapkan      kebijakan     Pengendalian      Pencemaran dan/   a tau   Kerusakan   Laut;

	c.
	menentukan
	sumber     daya   yang    disyaratkan     untuk

	
	penerapan
	dan     pemeliharaan      sistem      manajemen

	
	lingkungan
	terkait         Pengendalian        Pencemaran


dan/atau    Kerusakan   Laut;

d. 	menentukan     sumber     daya    manusia    yang    memiliki sertifikasi  kompetensi  Pengendalian  Pencemaran  Air;

	e.
	menetapkari
	kepemimpinan      dan     komitmen     dari

	
	manajemen
	puncak           terhadap         Pengendalian

	
	Pencernaran
	dan/atau    Kerusakan   Laut;

	f.
	menetapkan
Pengendalian
	struktur     organisasi    yang     menangani
Pencernaran   dan/  a tau  Kerusakan   Laut;


g. 	menetapkan    tanggungjawab    dan   kewenangan    untuk peran   yang   sesuai;



h.  menentukan    ...
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h. 	menentukan        aspek        Pengendalian        Pencemaran dan/   a tau   Kerusakan   Laut  dan  dampaknya;

	
1.
	mengidentifikasi       dan
	memiliki     akses       terhadap

	
	kewajiban      penaatan
	Pengendalian       Pencemaran


dan/   atau   Kerusakan   Laut;

J.	merencanakan      untuk      mengambil    aksi    menangani risiko 	dan    peluang    serta     evaluasi    efektifitas    dari kegiatan  tersebut;

	k.
	menetapkan
	sasaran
	Pengendalian       Pencemaran

	
	dan/   a tau
	Kerusakan
	Laut,       serta       menentukan


indikator   dan   proses   untuk    mencapainya;

1.	memastikan     kesesuaian     metode     untuk     pembuatan dan 	pemutakhiran       serta      pengendalian      informasi terdokumentasi;

	m.
	menentukan
	risiko   dan  peluang  yang   perlu   ditangani;

	
	dan/atau
	

	n.
	menentukan diperJukan.
	potensi    situasi    darurat    dan   respon   yang


(3) 		Pelaksanaan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   b meliputi:

	a.
	memantau,
	mengukur,
	menganalisa,           dan

	
	mengevaluasi
	kinerja
	Pengendalian      Pencemaran


dan/   atau   Kerusakan   Laut;

b. 	mendokumentasikan      hasil    pemantauan     Air  Limbah dan   kualitas   Air Laut;

 (
d.
melaporkan
seluruh
kewajiban
Pengendalian
Pencemaran
dan/  
 
atau
Kerusakan  
 
Laut.
)c. 	melakukan    evaluasi   hasil    pemantauan     Air   Limbah mengacu	pada    Baku    Mutu    Air   Limbah   yang    telah ditetapkan		dalam   Persetujuan   Teknis   atau    peraturan perundang-undangan	yang   mengatur    tentang     Baku Mutu   Air Limbah;  dan




	(4)
	Dalam      hal     evaluasi
	hasil
	pernantauan      Air    Limbah

	
	sebagaimana       dimaks
	ud      p
	ada       ayat       (3)    huruf        b


menunjukkan     ketidaktaatan,      penanggung    jawab     Usaha
dan/   atau    Kegiatan  mengubah   rencana   pengelolaan  Air
Limbah.

(5) Perneriksaan   ...
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(5)		Perneriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   c meliputi:
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a. 	mengevaluasi       pemenuhan        terhadap penaatan		Pengendalian       Pencemaran Kerusakan	Laut;


kewajiban
dan/atau

b.      melakukan   mternal   audit   secara   berkala;  dan

c. 	mengkaji   sistem    manajemen    lingkungan    organisasi terkait 	Pengendalian         Pencemaran         dan/   a tau Kerusakan		 Laut     untuk      memastikan      kesesuaian, kecukupan,		dan   keefektifan.

(6)	Tindakan   sebagaimana    dimaksud meliputi:


pada    ayat   (1)  huruf    d

a. 	melakukan            tindakan ketidaksesuaian;	dan


untuk


rnenangaru

b. 	melakukan        tindakan       perbaikan       berkelanjutan terhadap	sistem    manajemen   lingkungan   yang   sesuai dan  efektifuntuk    meningkatkan    kinerja   Pengendalian Pencemaran	dan/   atau   Kerusakan   Laut.



Pasal   256

Penilaian    substansi     sampai     dengan     penerbitan     Persetujuan Teknis    pemenuhan    Baku    Mutu   Air  Limbah  yang   dibuang  ke Laut  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   250  dilakukan   dalam jangka    waktu   paling   lama   30  (tiga puluh)   hari   kerja.



Pasal257

Penanggungjawab    Usaha  dan/atau   Kegiatan yang melakukan perubahan    terhadap    muatan     Persetujuan    Teknis    pemenuhan Baku    Mutu    Air  Limbah  yang   dibuang   ke   Laut    sebagaimana dimaksud     dalam      Pasal      251     huruf      a,    wajib     melakukan perubahan   Persetujuan   Teknis   sebagai   dasar   perubahan Persetujuan    Lingkungan.



Pasal   258   ...
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(1)    Menteri   atau     gubernur    sesuai     dengan     kewenangannya
	melakukan
	verifikasi
	terhadap       Persetujuan
	Teknis

	sebagaimana
	dimaksud
	dalam   Pasal   252.
	


(2)    Verifikasi  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) untuk:

a.       melihat    kesesuaian    standar     teknis   pemenuhan    Baku Mutu   Air  Limbah  dengan    pembangunan     sarana     dan prasa  ran a yang   dilakukan;   dan

	b.
	memastikan
	berfungsinya     sarana
	prasarana
	dan

	
	terpenuhinya
	Baku   Mutu   Air Limbah.
	
	


(3)    Hasil    verifikasi    sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (2)
memenuhi   atau   tidak   memenuhi   Persetujuan    Teknis. (4)    Dalam   hal  hasil   verifikasi:
a. 	rnemenuhi       Persetujuan       Teknis,        Menteri      atau gubernur		sesuai            dengan            kewenangannya menerbitkan	SLO; atau

b. 	tidak    terpenuhi    atau    terdapat    perubahan     terhadap Persetujuan		 Teknis,     Menteri   atau    gubernur    sesuai dengan 	kewenangannya     memerintahkan     melakukan perbaikan	untuk     melakukan    perbaikan    sarana     dan prasarana		  dan/   a tau        perubahan         Persetujuan Lingkungan		yang   dituangkan    dalam   berita   acara.

(5) 	SLO sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) huruf   a sebagai dasar 	bagi   Menteri  atau    gubernur    dalam    melaksanakan pengawasan.

(6) 	Penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan  melakukan perbaikan	sarana     dan    prasarana     sesuai     dengan     berita acara 	sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (4)   huruf     b sampai    dengan    Baku   Mutu   Air Limbah  terpenuhi.

(7)	Dalam    hal   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan tidak 	melakukan    perbaikan    sesuai    dengan     berita    acara sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (4)  huruf     b,   Pejabat Pengawas  Lingkungan   Hidup   melakukan   pengawasan.

	(8J
	Pemenuhan
	standar      kompetensi    sumber     daya    manusia

	
	sebagaimana
(satu)   tahun
	dimaksud   dalam   Pasal   254   paling   lambat    1
setelah    SLO diterbitkan.





Pasal   259    ...
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(1) 		Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau        Kegiatan     yang mendapatkan	Persetujuan   Teknis   pemenuhan     Baku   Mutu Air  Limbah  yang   dibuang   ke  Laut  sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   252  wajib  melakukan    pemantauan    terhadap:

a. 	Air Limbah;   dan b.	kualitas   Air Laut.
(2) 		Pemantauan     mutu     Air   Limbah   sebagaimana      dimaksud pada 	ayat     ( 1)      huruf      a    dilaksanakan      sesuai     dengan  mekanisme	sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   144.



Pasal   260

( 1)        Penanggung  jawab    Usaha    dan / a tau   Kegiatan  melaporkan seluruh 	kewajiban    Pengendalian    Pencemaran    dan/   atau Kerusakan	Laut   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   255 ayat   (3) huruf   d.

(2)		Pelaporan  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan melalui   Sistem   Informasi  Lingkungan   Hidup.



Pasal   261

(1)	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	melakukan     pencegahan     sampah     Laut sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   242  ayat   (3) huruf   c.

	(2)
	Pencegahan    sampah    Laut
	sebagaimana
	dimaksud    pada

	
	ayat    (1)  meliputi   sampah
	yang    berasal
	dari   kegiatan  di


darat   dan/   atau   di  Laut.

(3)	Pencegahan    sampah    Laut    sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) dilakukan   melalui:                                               ·

a.       pengurangan    sampah   di  sumber;  dan b.      pemantauan    sampah   Laut.
(4)	Pengurangan    sampah   di  sumber     sebagaimana    dimaksud pada 	ayat     (3)   huruf      a    dilaksanakan      sesuai      dengan ketentuan	peraturan    perundang-undangan.




(5) Pemantauan    ...
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(5) 		Pemantauan     sampah   Laut   sebagaimana    dimaksud     pada ayat 	(3)  huruf    b  dilaksanakan     untuk     memperoleh     data karakteristik	sampah   Laut.



Pasal262

(1)    Pemantauan    sampah   Laut   sebagaimana    dimaksud   dalam
Pasal   261  ayat   (5) mencakup:

a.       sampah   pantai;

b.       sampah   terapung;   dan c.      sampah   dasar   Laut.
(2) 	Pemantauan     sampah   Laut   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) dilaksanakan    dengan    tahapan:

a.      perencanaan;

b.      pelaksanaan;

c.      pengolahan    dan   analisis     data    karakteristik     sampah
Laut;  dan

d.      pelaporan   dan   evaluasi.

(3) 	Data   karakteristik     sampah   Laut   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (2) huruf   c meliputi:

a.      komposisi; b.      berat:   dan c.       kepadatan.
(4) 	Data   karakteristik     sampah   Laut   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (3) menjadi  dasar    dalam    pengurangan    sampah Laut.



Paragraf 3

Penanggulangan



Pasal   263

	(1)
	Penanggung     jawab      Usaha
	dan/atau
	Kegiatan
	yang

	
	mengakibatkan     Pencemaran
	dan/   a tau
	Kerusakan
	Laut


wajib  melakukan   penanggulangan    sebagaimana   dimaksud
dalam   Pasal   241  ayat   (2) huruf   b.



(2) Penanggung    ...
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(2) 	Penanggung        jawab          Usaha          dan/   atau          Kegiatan sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1)  wajib    menyusun rencana	penanggulangan    pada   keadaan   darurat.

(3)    Penanggulangan     sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)
dilakukan   dengan    cara:

a. 	pemberian        informasi       peringatan        pencemaran dan/   a tau   Kerusakan   Laut  kepada    masyarakat;

b.      pengisolasian      pencemaran       dan/atau       Kerusakan
Laut;

c.      pembersihan    bahan    pencemar   dan  / atau   perusak;

d.      penghentian         sumber          pencemaran         dan/   atau
Kerusakan   Laut;   dan/  atau

e. 	cara      lain      sesuai       dengan       perkembangan       ilmu pengetahuan	dan   teknologi

(4) 	Penghentian     sumber     pencemaran     dan/atau      Kerusakan Laut 	sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (3)   huruf     d dilakukan	dengan    cara:

a. 	penghentian         kegiatan        pada         fasilitas        yang menyebabkan	pencemaran      dan/   atau      Kerusakan Laut;   dan/   a tau

b.       tindakan    tertentu    untuk     meniadakan     pencemaran dan / a tau   kerusakan    pada   sumbernya.

(5) 		Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan      yang melakukan		penanggulangan        pencemaran        dan/  atau Kerusakan	Laut    sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1) wajib 	menyampaikan      laporan      penanggulangan       kepada  Menteri  atau   gubernur.


Pasal   264

(1) 	Penanggulangan     pencemaran    dan/atau     Kerusakan    Laut sebagaimana	dimaksud      dalam      Pasal      263     ayat      (1) dilakukan	dalam    jangka     waktu     paling    lambat     24   (dua puluh 	empat)      jam      sejak      diketahuinya       pencemaran dan/   a tau   Kerusakan   Laut.


(2) Dalam   ...
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(2) 	Dalam       hal      penanggulangan        pencemaran       dan/atau Kerusakan	 Laut    sebagaimana     dimaksud    pada     ayat    ( 1) tidak 	dilakukan,    Menteri   atau    gubernur    sesuai     dengan kewenangannya	menetapkan        pihak        ketiga        untuk melakukan	penanggulangan.

(3) 	Biaya    yang     timbul     dari    pelaksanaan      penanggulangan sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (2) dibebankan    kepada penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kegiatan.


Pasal   265
Menteri     atau      gubernur      sesuai       dengan       kewenangannya melakukan   penanggulangan    pencemaran   dan/   a tau   Kerusakan Laut   sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   241  ayat   (2) huruf    b terhadap    pencemaran    dan/   atau    Kerusakan    Laut   yang    tidak diketahui    sumber     atau    penanggung    jawab     Usaha     dan/   atau Kegiatannya.


Paragraf 4
Pemulihan


Pasal   266

(1) 	Penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan  '       yang melakukan	 pencemaran    dan/   a tau   Kerusakan    Laut   wajib melakukan	pemulihan   Mutu   Laut   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   241  ayat   (2) huruf   c.

(2)    Pemulihan   Mutu   Laut   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
(1) dilakukan   untuk    mengembalikan    Mutu   Laut.

(3)    Pemulihan   Mutu   Laut   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
( 1)   dilakukan   dengan    cara:

a.      penghentian         sumber          pencemaran         dan/   atau Kerusakan	Laut   dan   pembersihan    bahan     pencemar dan/   atau   perusak;

b.      remediasi;

c.      rehabilitasi;

d.      restorasi;   dan/   atau

e. 	cara      lain      sesuai       dengan       perkembangan       ilmu pengetahuan	dan   teknologi.



Pasal   267  ...
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Pasal   267

(1)    Pemulihan   Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
	266    ayat
	( 1)  dilaksanakan     dengan
	menyusun
	rencana

	pemulihan
	Mutu   Laut.
	
	


(2)	Rencana   pemulihan    Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    (1)  diajukan    kepada     Menteri   atau    gubernur sesuai 		dengan       kewenangannya       untuk       mendapatkan persetujuan.

(3)		Pemulihan    Mutu     Laut    wajib    dilakukan     dalam    jangka  waktu 	paling    lambat    30   (tiga   puluh)    hari   sejak   rencana pemulihan	Mutu   Laut  disetujui.



Pasal268

(1)		Menteri   atau     gubernur    sesuai     dengan     kewenangannya melakukan	  pemulihan   Mutu   Laut   dalam    hal  penanggung jawab 	Usaha     dan/atau      Kegiatan    tidak     melaksanakan pemulihan	Mutu   Laut  sebagaimana   dimaksud    dalam   Pasal
267  ayat   (3).

	(2)
	Menteri   atau     gubernur
	sesuai     dengan     kewenangannya

	
	sebagaimana    dimaksud
	pada   ayat   (1)  menetapkan    pihak

	
	ketiga   untuk    melakukan
	pemulihan   Mutu   Laut.


(3)	Biaya  yang  timbul   dari  pelaksanaan    pemulihan   Mutu   Laut sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (2) dibebankan    kepada penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kegiatan.



Pasal269

Menteri     atau       gubernur      sesuai       dengan       kewenangannya melakukan   pemulihan   pencemaran    dan/   atau  Kerusakan   Laut sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    2trl    ayat    !'.?)     huruf     c terhadap    pencemaran    dan/   atau    Kerusakan    Laut   yang    tidak diketahui    surnber     atau    penanggung    jawab     Usaha     dan/atau Kegiatannya.
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Ragian   Kelima

Pemeliharaan



Pasal   270

(1) 	Pemeliharaan     sebagaimana     dirnaksud    dalam     Pasal    222 huruf   d dilaksanakan    untuk    mempertahankan     Mutu   Laut.

	(2)
	Pemeiiharaan
	Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud    pada

	
	ayat         ( 1)
	di sele nggarakan        berdasarkan          rencana

	
	Perlindungan
	dan    Pengelolaan    Mutu    Laut    sebagaimana


dimaksud   dalam   Pasal   23 7.

(3) 	Perneliharaan    Mutu    Laut    sebagaimana     dimaksud    pada ayat   ( 1) dilakukan   melaJui upaya:

a. 	perlindungan      ekosistem     Laut     sebagai      pcnyangga kehidupan;

b.      pen eta pan  kawasan   konservasi   perairan;   dan/   atan

c. 	pelestarian     fungsi     ekosistern    Laut     dalam     rangka adaptasi	dan   mitigasi  perubahan    ikhm.

(4) 	Perlindungan        ekosistern       Laut       sebagai        penyangga kehidupan	 sebagaimana    dirnaksud   pada   ayat   (3) huruf    a ditujukan	untuk      terpeliharanya      proses      ekologis   yang menunjang		kelangsungan        kehidupan       Laut       untuk meningkatkan		kesejahteraan       masyarakat      dan      mutu kehidupan	manusia.

(5) 	Penetapan     kawasan     konservasi     perairan     sebagaimana dimaksud	pada    ayat    t3)   huruf     b   dilaksanakan      sesuai dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan.

(6) 	Pelestarian   fungsi   ekosistem   Laut   dalam    rangka    adaptasi dan 	mitigasi    perubahan     iklim    sebagaimana     dimaksud pada 		ayat    {3)   huruf    c  dilakukan    untuk     mengantisipasi dampak  perubahan   iklim.



Pasal   271

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

	a.
	inventarisasi
	Mutu   Laut,

	b.
	pemantauan
	Mutu   Laut;



c.  tata   ...
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<;, 	tata      earn.     pe-nerapan     Baku      Mutu      Air    Laut     untuk perun  tukan    l ain nva :

d. 	penyusunan,     penetapan.    dan    perubahan     kriteria     baku kerusakan	ekosistem   Laut;
c.      penetapan   Status    Mutu  Laut;

f.      penyi isunan,         penetapan,       dan       perubahan        rencana
Perlinciungan   dan   Pengelolaan  Mutu   Laut,

g. 	tata   cara   penyusunan    dan   Pcnetapan   Persetujuan    Teknis pernenuhan	Baku   Mutu   Air Limbah  yang   dibuang   ke  Laut dan   SLO;
h.      pemantauan    sampah   Laut:

1.            penangzulangan    pcncemaran    dan/   a tau   Kerusakan   Laut; J.       pernulihan   Mutu   Laut:   dan
k.    perneliharaan Mutu   Laut,

sebagaimana    dirnaksud   dalam   Pasal   224  sarnpai    dengan    Pasal
270  diatur    dalam   Peraturan   Menteri,



BAB Vi

PENGENDALIAN  KERUSAKAN  LINGKUNGAN  HIDUP



Pasal   27?.

	[I]
	Untuk
	menentukan
	terjadinya    Kerusakan
	Lingkungan

	
	Hidup,
	ditetapkan
	kriteria     baku    Kerusakan
	Lingkungan

	
	Hiduµ.
	
	
	


(2)		Kriteria  bak u Kerusakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) meliputi  kriteria    baku   kerusakan:

	a.

b.
	Terumbu   Karang;

Mangrove;
	

	c.
	Padang    Lamun:
	

	d.
	tanah   untuk    produke:  biomaesa;
	

	e.
	gambut;
	

	f.
	karr.t;
	

	g.
	Iingk ungan  yang   berkaitan   dengan    kebakaran dan  ! a ta 1,  Iahan;
	nutan



h.  lahan    ..

PRES   I DEN REPUBLIK     INDONESIA


-  184  -


h. 	lahan          akibat           Usaha          dan/atau           Kegiatan pertambangan;	dan

1. 	kriteria    baku    Kerusakan    Lingkungan   Hidup    lainnya sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan   dan teknologi.

(3) 	Kriteria  baku   Kerusakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (2)  huruf    a,   huruf    b,  dan   huruf    c diatur 	sesuai     dengan     ketentuan     dalam     Pasal    231    dan Pasal   232.

(4)	Kriteria  baku   Kerusakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   d dan   huruf   e dilaksanakan sesuai 		dengan                   ketentuan                 peraturan perundang-undangan.

(5) 		Kriteria  baku   Kerusakan   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2)  huruf    f  sampai    dengan    huruf    i ditetapkan	 dalam   Peraturan   Menteri.

(6)	Dalam    hal   kriteria     baku    Kerusakan    Lingkungan    Hidup sebagaimana		dimaksud    pada    ayat   (5)  belum    ditetapkan, penentuan		kriteria     baku    Kerusakan    Lingkungan    Hidup dilakukan	berdasarkan    hasil   kajian   atau   pendapat   ahli.



Pasal273

(1)	Ketentuan   mengenai  kriteria    baku   Kerusakan   Lingkungan Hidup    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    272   ayat   (2) huruf 	g,   dikecualikan     terhadap     kegiatan     pembukaan lahan 	  dengan        cara       pembakaran       yang       dilakukan masyarakat	di lahan   miliknya  sendiri.

(2)	Pelaksanaan    pembukaan    lahan    dengan    cara   pembakaran dilakukan	berdasarkan    kearifan  lokal  yang   meliputi:

a.      luas    lahan     maksimal    2   (dua)  hektare      per    kepala keluarga;

b.      dikelilingi     oleh      sekat      bakar       sebagai       pencegah penjalaran	api  ke wilayah  sekelilingnya;   dan

c.       ditanami   tanaman   jenis   varietas  lokal.

	(3)
	Pemerintah
	dan/atau
	Pemerintah
	Daerah     memberikan

	
	rekomendasi,
	fasilitasi,
	pembinaan,
	dan    pendampingan


bagi  masyarakat    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1).



( 4) Keten tuan   .    .    .
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(4)		Ketentuan    lebih   lanjut    mengenai   tata    cara   pelaksanaan pembukaan	lahan    dengan     cara    membakar     berdasarkan kearifan  lokal  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) diatur  dalam   Peraturan   Menteri.



BAB VII

PENGELOLAANLIMBAHBAHAN BERBAHAYADAN BERACUN DAN PENGELOLAANLIM8AH NON 8AHAN 8ER8AHAYA DAN 8ERACUN



Ragian   Kesatu

Umum



Pasal   274

(1)	Setiap   Orang   yang  menghasilkan   Limbah wajib  melakukan pengelolaan	Limbah  yang   dihasilkannya.

(2)    Pengelolaan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)
meliputi:

a.       Pengelolaan  Limbah  83;   dan b.      Pengelolaan   Limbah  non83.




8agian    Kedua

Pengelolaan  Limbah  Bahan    8erbahaya   dan   Beracun



Paragraf   1

Um um



Pasal275

Penyelenggaraan    Pengelolaan  Limbah  83  meliputi:

a.       penetapan   Limbah  83;

b.      Pengurangan   Limbah  83;

	c.
	Penyimpanan
	Limbah
	83;

	d.
	Pengumpulan
	Limbah
	83;
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	e.

f.
	Pengangkutan    Limbah  83;

Pemanfaatan   Limbah  83;
	

	g.
	Pengolahan   Limbah  83;
	

	h.
	Penimbunan    Limbah  83;
	

	
1.
	Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83;
	

	J.
	pengecualian   Limbah  83;
	

	k.
	perpindahan    lintas   batas   Limbah  83;
	

	1.
	Penanggulangan          Pencemaran         Lingkungan
	Hidup

	dan/atau     Kerusakan    Lingkungan   Hidup    dan   pemulihan

	
	fungsi   Lingkungan   Hidup;
	
	

	m.
	Sistem    Tanggap   Darurat dan
	dalam    Pengelolaan
	Limbah  83;

	n.
	pembiayaan.
	
	




Paragraf 2

Penetapan   Limbah  Bahan    8erbahaya   dan   8eracun



Pasal   276

(1)	Setiap      Orang     yang     menghasilkan      Limbah    83     wajib melakukan	Pengelolaan   Limbah  83  yang   dihasilkannya.

	(2)
	Limbah     83 berdasarkan
	sebagaimana      dimaksud      pada      ayat kategori  bahayanya   terdiri   atas:
	(1)

	
	a.      Limbah
	83  kategori   1; dan
	

	
	b.      Limbah
	83  kategori 2.
	

	(3)
	Limbah     83 berdasarkan
	sebagaimana      dimaksud      pada      ayat sumbernya   terdiri   atas:
	(2)

	
	a.      Limbah
	83  dari   sumber    tidak   spesifik;
	

	
	b.       Limbah
	83  dari  83  kedaluwarsa,   83  yang  tumpah,
	83


yang   tidak   memenuhi   spesifikasi   produk    yang   akan
dibuang,   dan   bekas   kemasan   83;   dan c.      Limbah  83  dari  sumber    spesifik.
(4)	Limbah  83   dari   sumber     spesifik  sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (3) huruf   c meliputi:

a.      Limbah  83  dari   sumber    spesifik  umum;    dan
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b.      Lirnbah 83  dari   sum her  spesifik  khusus.



PasaJ   277

Limbah     B3     scbagaimana       dimaksud      dalam       Pasal      276 merupakan       Lirnbah     83      sebagaimana       tercanturn      Jalam Lampiran   IX  yang   merupakan    bagian    tidak    terpisankan     dari Peraturan   Pernerintah   ini.



Pa38.l 278

( l)     Dalarr.    hal   t.erdapat   Limbah   di   luar    daftar     Limbah   83 sebagaimana			tercantum      dalam       Lampiran      IX    yang merupakan		bagian      tidak     terpisahkan      dari     Peraturan Pernerinrah	im   yang    terindikasi    memiliki   karakteristik Limbah	B~,,    Merucri   wajib   rnelakukan    uji   karakter.stik untuk 	mer.gidentiflkasi   Lirnbah  sebagai:

a.      Lirnbah  83  kategor  i 1;

b. 	Limbah  83  kategori  2; atau c. 	Limbah  nonB3.
(2) 	Karakteristik     Limban   l:33    sebagaimana     dimaksud     pada ayat   ( 1)   meliputi:

a.      mudah    rneledak; b.      mudah    rnenyala; c.      reaktif;
d.     infeksius;

e.      korosif:  danr  atau

f.      beracun.

(3) 		Uji  .k2!"al{tPristik untuk     rnengidentifikasi    Limbah   sebagai Limhan  F,3  kategori   1    sebagaimana    dirnaksud   pada   ayat (1~  huruf    a rneliputi uji:

a. 	karaxtcriscik      mudah       mcledak,     mudab       menyala, reaktif, 	irn."ks;11s,   d.:1a/atau   korosif    sesuai     dengan parameter	UJl        scbagaimana       tercantum       dalam
	Lampiran
	Y     ~  ang       merupakan        nagian
	tidak

	terpieahkan
	r:L-u-i  T-'e,.::.ruran Perner intan   ini;
	




b.  karakteristik    ...
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	b.
	kar akteristik
	beracun        melalui         TCLP       untuk

	
	menentukan
	Limbah  yang   diuji   mcrniliki  konsentrasi


zat     pencernar     lebih     besar      dari     konsentrasi      zat
pencernar       pada        kolom       TCLP-A     sebagaimana tercanturn     dalam     Larnpiran    XI   yang     merupakan bagian    ridak   terpisahkan    dari   Peraturan    Pernerintah ini;  dan

c.       karakteristik     beracun    melalui     Uji  Toksikologi   LDso untuk 	menentukan    Limbah  yang   diuji   mcmiliki  nilai Uji Toksikologi  LD50  lcbih  kecil  dari  atau   sama   dengan
50  mg/kg    (Iima  puluh    miligrarn  per    kilogram)  berat
badan    hewan   l rii.

(4) 		Uji  karakteristik  untuk     merigidentifikasi    Limbah   sebagai Limbah  83   kategori   2  sebagaimana    dimaksud    pada   ayat ( 1)  huruf   b rneliputi   UJi:

a. 	karakteristik         beracun        melalui         TCLP       untuk rnenentukan	 Limbah   yang   diuji  merniliki  konsentrasi zat 	pencernar    iebih    kecil    dari    atau     sama     dengan konsentrasi	zat   pencernar   pada    kolom   TCLP-.A.dan merniliki konsentrasi   zat pencemar  lebih besar  dari konsentrasi  zat  pencemar  pada   kolom  TCLP-B sebagaimana		tercant.um    dalam     Lampiran    XI  yang
	rnerupakan
	bagian    ridak   terpisahkan
	dari   Peraturan

	Pemerintah
	ini;
	


b.		karakteristik     beracun    melalui     T Jji  Toksikologi    LDso untuk 	menentukan    Lirribah yang   diuji   rnemitiki   nilai Uji Toksikologi  LD50   lebih   besar   dari   50  mg/kg    (lima puluh 	rniligrarn  per  kilogram)  berat   badan    hewan   uii dan   lebih   kecil   dari   atau    sama    dengan    5000   mg/kg (lima  ribu   miligram  per  kilogram)  berat   badan   hcwan  uji;  dan

	c.
	karakteristik     beracun
	melalui     uji   toksikologi    sub•

	
	kronis     sesuai     dengan
	parameter     uji   sebagaimana


tercantum      dalam      Larnpiran    X    vang     merupakan
bagian    tidak   terpisahkan    dari   Perati  .ran   Pernerintah
1n1.

(5) 	Uji karakteristik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) dan ayat   (4) dilakukan   sec.-ra  berur  utan.
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Pasal   279

( 1)        Dalam        rnelakukan       UJI         karakteristik        sebagaimana drmaks.ud	dalam      Pasal      278,     Menteri    menggunakan laboratorium		yang   terakreditasi    untuk    masing-rnasing    uji.

(2J	Dalam   hal  belum   rerdapar  laboratorium   yang   terakreditasi sebagaimana		dimaksud    pada    ayat    (1),  uji   karakteristik dilakukan		dengan       menggunakan       laboratorium      yang menerapkan		prosedur    yang     telah     mcmenuhi     Standar Nasional	Indonesia   mengenai   tata    cara    berlaboratorium yang   baik.



PasaJ 280

(1)		Menteri    setelah      mendapatkan      hasil     UJi    karakteristik sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   278  meriugaskan   tim ahli  Limhah  B3  untuk    rnelakukan    evaluasi   terhadap   hasil uji  karakteristik.

(2) 		Evaluasi  oleh  tim  ahii  Limbah    83  sebagaimana    dimaksud pada   ayat   il)  rncliputi  identifikasi   dan   analisis    terhadap:

a.      hasil   uji  karakteristik    Limbah;

b. 	proses   produksi   pada   usaha    dar.,'  acau   kegiatan  yang menghasilkan	Lirnbah;  dan

c. 	bahan       baku       dan/   a tau      bahan       penolong     yang digunakan	dalarn   proses   produksi.

(3)	Evaluasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2}  dilakukan paling 	lama      10    (sepuluhj     hari     kerja     sejak     Mente.ci memberikan	penugasan.

	(4)
	Tim   ahli   Limbah   B3   rnenyampaikan
	rekornendasi    hasil

	
	evaluasi  kepada    Menteri  paling   lama
	4  (empat)  han   kerja

	
	sejak   hasil   evaluasi  diketalrui.
	


(5) 	Rekomendasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) paling sedikrt   mcmuat:

a.      identitas   Lirnbah;

b.      dasar    pertirnbangan   rekomendasi;   dan

c.      kesimpulan       hasil      evaluasi      terhadap      hasil      UJI
kara  kterisuk   Lirnbah.


 (
'  
 
. 
 
<
)
(6) Dalam   ...
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(6)		Dalam   hal   hasil   evaluasi   terhadap   Limbah   menunjukkan adanva 	karakteristik       Limbah     83      yang      memenuru ketentuan		sebagaimana    dirnaksud   dalam    Pasal   278   ayat (3) atau   ayat  •4), rekomendasi   tim  ahli  Limbah  83  memuat pernyataan		  bahwa   Limbah  merupakan:
a. 	Limbah  B~3  kategori  1; atau b. 	Limbah  B3  kategori  2.

	(7)
	Dalam      hal     hasil      evaluasi     terhadap      Limbah
	tidak

	
	rnenunjukkan      adanya      karakteristik      Limbah    83
	yang

	
	rnemenuhi   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam
	Pasal


278  ayat   (3) atau   ayat  {4), rekomendasi   tim  ahli  Limbah  B.'3
mernuat   per: rvataan     bahwa    Limbah   merupakan     Limbah nonB3.



Pasal   281

(1)    Tim  ahii   Limbah  83   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal
280  ayat   ( l)  dibentuk   oleh  Menteri.

(2)    Tim  ahli  Limbah  B3  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
rerdiri   a tas:

a.      ketua,

b.      sekretarrs;   dan c.      anggota.
(3)	Susunan   tim  ahli  Limbah  B3  sebagaimana   dimaksud   nada ayat   ( 1)   paling   sedikit   terdiri   atas   pakar   di bidang:

a.      toksikologi;

b.      kesehatan   manusra;

c.      proses   industr   i;

cl.       kiII1ia;

e.      biolog.;   Jar;
f,      pakar   1ri.in  yang   ditentukan    oleh  Menteri.









Pasal   282  ...
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(1)	Menteri melakukan   rapat   koordinasi  dengan    kementerian/ lembaga	pernerintah    nonkementerian     yang    memberikan izin 	Usaha     dan/atau      Kegiatan    atau     yang     melakukan pcmbinaan	  terhadap     Usaha     dan/atau      Kegiatan    untuk membahas	rekomendasi    tim  ahli   sebagairnana    dimaksud dalam   Pasal   280  ayat   (4).

(2)	Berdasarkan        hasil       rapat        koordinasi       sehagaimana dimaksud	pada   ayat   (1), dalarn   jangka    waktu    paling   lama
7 (tujuh)   hari   kerja   Menter  i menetapkan    Limbah  sebagai:

a. 	Limbah  B2 kategori   l ;   a tau b. 	Limbah  133 katcgori 2.


Paragraf 3

Pengurangan    Limbah  Bahan    Ber bahaya    dan  Bera-iun





 (
·
,
)
(1)	Setiap     Orang     yang     rnenghasilkan      Limbah    83     waj.o melakukan	Pengurangan    Limban  83.

 (
12
)\      )








(3)






(. 4"}


Pengurangan     Limbah   B3   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   ( 1)   dilakukan   rnelalui:

a.      substitusi    bahan;

b.     modifikasi  proses;    dan/   a tau

c.       penggunaan    teknologi  ramah    lingkungan.

Substitusi     bahan     sebagairnana    dimaksud    pada    ayat    (2) huruf    a  dapat    dilxkukan   rnelalui  pernilihan   bahan     baku dan/  atau    bahan    p-nolong   yang   semula    mengandung   B3 digantikan   dengar;    oahan   baku   dan/   atau   bahan    penolong yang   tidak   mengandung    BJ.

Modifikasi  proses    cebagaimar-a  dirnaksud    pada    ayat   (2) huruf   b rlqp&1. dire kukan    rnelalui pcmilihar:  dan  pcnerapan proses   prodr.ksi  y=,.r!g lebih  efisien.



Pasal  284  ...
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(1) 	Setiap   Orang   yang  menghasilkan    Limbah  B3  sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal  28]   wajib   menyarupaikan    laporan secara 	t•.::rt, . rlis   keuada      Menteri   mengenai    pelaksariaan Pengurangan	Lirnbah  83.

(2)    Laporan  secara    tertuhs    sebagaimana   dirnaksud   pads   ayai
( 1)   disarnpaikan    sccara    berke  la  paling   sedikit    1    (satu)   kali dalam     6   (enarn)    Lulan    sejak    Pengurangan     Limbah   83 dilak: rkan.



Para.graf 4

Penyimpanan   Limbah  Bahan    Berbahaya   dan   Beracun



Pasal   285

(1)	Setiap      Orang     yang     menghasilkan       melakukan	Penyirnpanan   Limbah  83.

(2) 		Setiap   Orang   yang   mcnghasilkan   Limbah B3  sehagaimana dirnaksud	pada   s._,-2t    ( lJ dilarang  melakukan    pencarnpuran Lirnbah  B3 yang   disimpannya,

P) 	Untuk      dapat      melakukan      Pcnyirnpanan      Limbah     83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   [I],  Setiap   Orang   yang menghasilkan		Limbah  83  wajib  memenuhi:

a.       standar    Penyimpanan   Limbah  83  yang  diintegrasikan ke   dalam     nomor     induk     berusaha,    bagi    Penghasil Lirnbah   83  dari  Usaha   dan/   atau   Kegiatan  wajib  SPPL; danz  atau

b.       rincian    ceknie   Penyirnpanan   !.imbah   B3  yang   dimuat dalam   Persetujuan    Lingkungan,   bagi:

l.       Penghasil    Limbah    83     dari     Usaha      dan/   atau
Kegiatan  wajib  Arndal  atau   UKL-UPL;dan

2.       Instansi   Pernerintah   yang   menghasilkan    Limbah
83.

(4) 	Standar   dan/   atau   rincian    teknis   Penyimpanan   Limbah  83 sebagaim.::i.·1a  «imaksud   pada ayat   (3) meliputi:

a.      narna,   suml=-r.  karakteristik,    dan  jumlah    Limbah  B3
yang  ukan   disimpan:

 (
-
•
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b.       dokumen       yang       mer.jelaskan
Penyimpanan   Limbah  83;

tentang         ternpat

c.       dokurnen    yang     menjelaskan     rentang      pengernasan
Limbah  83;

d.      persyaratan    Lingkungan   Hidup;   clan

e.       kewajiban    pernenuhan      standar     dan/   atau     rmcian teknis   Penyirnpanan   Limbah  83.

(5)    Tata   cara   pengintegrasian     standar     Penyimpanan    Limbah
83      terhadap      nornor      induk       berusaha       sebagaimana dimaksud    pada     ayat    (3)  huz uf   a   dilaksanakan      sesuai dengan    kerentuan   peraturan    perundang-undangan.



Pasal.286

Ternpat	Penyimpanan     Lirnbah   83    sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   '.28.';  ayat  (4) huruf   b harus    rnernenuhi  persyaratan:

a.       lokasi   Penyimpanan   Limbah  83;

	b.
	fasilitas
	Penyimpanan
	Limbah   83    yang    secuai
	dengan

	
	jumlah
	Limbah    B3,
	karakteristik      Limbah
	B3,     dan


dilengkapi     dengan       upaya      pengendalian      Pencemaran
Lingkungan   Hidup;   dan

c.      peralatan   penauggulangan    keadaan   darurat.



Pasal237

(1) 		Lokasi   Penyimpanan    Limbah  B3  sebagairnana     dirnaksud dalarn 	Pasal    286   huruf    a  harus     bebas    banjir   dan   tidak rawan   bencana   alam.

(2)	Dalarn    hal   lokasi    Penyirnpanan    Limbah   83   tidak    bebas banjir 	 dar,   rawan     bencana      alam,     lokasi     Penyimpanan Limbah 		83    harus      dapat     direkayasa     dengan      teknologi untuk 	Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

(3)	Lokasi   Penyimpanan    Limhah    B3  sebagaimana    dirnaksud pada 	ayar    (1)    dan     ayat     (2)   harus      berada      di    dalarn penguasaan	Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Lanbah    83.



Pasai   288   ...
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Pasal 288

(1) 	Fasilitas  Penyimpanan   Limbah  83  sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal   286 huruf   b dapat   berupa:

a.      bangunan;

b.       tangki   dan/   atau   kontainer;

c.      silo;

d.      tempat    tumpukan    limbah    (waste  pile);

e.       waste   impoundment;  dan/   atau

 (
(2)
Fasilitas  
 
penyimpanan
sebagaimana   
 
dimaksud  
 
pada  
 
ayat
(1) 
 
huruf   
 
a
,
  
 
huruf   
 
b,
huruf   
 
c, 
 
dan/atau    
 
huruf   
 
f 
 
dapat
digunakan  
 
untuk   
 
melakukan  
 
penyimpanan:
)f.	bentuk     lainnya     sesuai    dengan     perkembangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.





	a.
	Limbah
	83  kategori
	1;

	b.
	Limbah
	B3  kategori
	2 dari   sumber    tidak   spesifik;  dan

	c.
	Limbah
	83  kategori
	2 dari   sumber    spesifik  umum.


(3}	Fasilitas   penyimpanan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (1) huruf    a,  huruf    c,  huruf    d,  huruf    e,  dan/atau     huruf    f dapat   digunakan   untuk    melakukan   Penyimpanan    Limbah B3  kategori  2 dari  sumber    spesifik  khusus.



Pasal   289

( 1)        Fasilitas    Penyimpanan     Limbah    83    berupa      bangunan sebagaimana	dimaksud   dalam    Pasal   288  ayat   (1) huruf    a harus    memenuhi   persyaratan,

a.      desain      dan     konstruksi     yang     mampu      melindungi
Limbah  B3  dari  hujan   dan   sinar   matahari;

b.      memiliki  penerangan   dan  ventilasi;  dan

c.      memiliki  saluran    drainase   dan   bak  penampung.

	(2)
	Persyaratan
	fasilitas
	Penyimpanan         Limbah
	B3

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada     ayat     (1)   berlaku
	untuk

	kegiatan  penyimpanan:




a.       Limbah  83  kategori   1; dan



b.   Limbah  ...
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b. 	Limbah  83  kategori  2 dari   sumber    tidak   spesifik  dan sum her  spesifik  urn um.



Pasal   290

Persyaratan     fasilitas   Penyimpanan     Limbah   83    sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   289  ayat  (1) huruf   a dan  huruf   c berlaku untuk      kegiatan    Penyimpanan     Limbah   83    kategori    2   dari sumber    spesifik  khusus.



Pasal   291

Peralatan     penanggulangan       keadaan     darurat       sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   286  huruf   c paling   sedikit   meliputi:

a.       alat  pemadam   api;  dan

b.      alat  penanggulangan    keadaan   darurat     lain  yang   sesuai.



Pasal292

(1)	Pengemasan    Limbah   83    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   285  ayat  (4) huruf   c dilakukan   dengan   menggunakan kemasan	yang:

a.      terbuat    dari  bahan    yang   dapat   mengemas   Limbah  83 sesuai 	dengan     karakteristik     Limbah   83   yang    akan disimpan;

b. 	mampu    mengungkung   Limbah  83  untuk    tetap   berada dalarn   kemasan;

c. 	memiliki    penutup      yang      kuat      untuk       mencegah terjadinya	tumpahan     saat    dilakukan    penyimpanan, pemindahan,	atau   pengangkutan;    dan

d. 	berada      dalam      kondisi      baik,     tidak     bocor,      tidak berkarat,	atau   tidak   rusak.

(2)    Kemasan  Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
wajib  dilekati    Label Limbah 83  dan   Simbol   Limbah  83.

(3)	Label  Limba.h  83    paling     sedikit     memuat     keterangan mengenai:

a.      nama   Limbah  83;

b.      identitas   Penghasil  Limbah  83;



c.   tanggal    ...
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c.      tanggal   dihasilkannya    Limbah  83;  dan d.       tanggal   pengemasan   Limbah  83.

	(4)
	Pemberian
	Simbol      Limbah     83     disesuaikan       dengan

	
	karakteristik
	Limbah   83   sebagaimana    dimaksud    dalam


Pasal   278  ayat   (2).



Pasal293

Nomor    induk       berusaha       atau       Persetujuan       Lingkungan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   285  ayat   (3) wajib   diubah dalam   hal  terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan:

a.      nama   Limbah  83  yang   disimpan;

b.      lokasi   tempat    Penyimpanan   Limbah  83;  dan/   a tau

c.      desain   dan   kapasitas   fasilitas  Penyimpanan   Limbah  83.



Pasal294

(1)		Persyaratan     Lingkungan    Hidup    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   285  ayat   (4) huruf   d paling   sedikit   meliputi:

a. 	memfungsikan      tempat      Penyimpanan      Limbah    83 sebagai   tempat    Penyimpanan   Limbah  83;

b. 	menyimpan    Limbah   83   yang    dihasilkan    ke   dalam tempat    Penyimpanan   Limbah  83;

	c.
	melakukan
	pengemasan    Limbah   83   sesuai
	dengan

	
	karakteristik
	Limbah  83;  dan
	


d. 	melekatkan   Label Limbah  83  dan   Simbol   Limbah  83 pada   kemasan   Limbah  83.

(2)	Persyaratan     Lingkungan    Hidup    sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    (1)  huruf    c  dan   huruf    d  dikecualikan    untuk kegiatan	Penyimpanan    Limbah  83  kategori  2 dari   sumber spesifik  khusus.



Pasal   295

Kewajiban    pemenuhan      standar       dan/   a tau     rincian       teknis
Penyimpanan    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal
285  ayat   (4) huruf   e dilakukan   dengan    cara:

a.      melakukan   identifikasi   Limbah  83  yang   dihasilkan;



b.  melakukan    ...
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b. 		melakukan   pencatatan    nama   dan  jumlah    Limbah  83  yang dihasilkan;

	c.
	melakukan
	Penyimpanan      Limbah
	83     sesuai      dengan

	
	ketentuan
	sebagaimana      dimaksud
	dalam      Pasal      286


sampai    dengan    Pasal   291;

d.      melakukan    Pemanfaatan    Limbah  83,   Pengolahan   Limbah
83,    dan/atau     Penimbunan     Limbah   83   yang    dilakukan sendiri   atau   menyerahkan    kepada    Pengumpul   Limbah  83, Pemanfaat    Limbah   83,    Pengolah   Limbah   83,    dan/   atau Penimbun   Limbah  83;  dan

e.      menyusun     dan     menyampaikan      laporan      Penyimpanan
Limbah  83.



Pasal   296

(1)	Setiap      Orang      yang      menghasilkan      Limbah     83     dan melakukan	kegiatan   Penyimpanan   Limbah  83  wajib:

a.       memenuhi       standar         dan/   atau        rincian         teknis Penyimpanan		Limbah       83        dan        persyaratan Lingkungan	Hidup;

b.      melakukan   Penyimpanan   Limbah  83  paling   lama:

1. 	90    (sembilan    puluh)      hari     sejak     Limbah    83 dihasilkan,	un tuk   Limbah   83   yang    dihasilkan sebesar    50 kg (lima puluh   kilogram) per  hari  atau lebih;

2.      180  (seratus   delapan   puluh)    hari   sejak   Limbah
83  dihasilkan,   untuk    Limbah  83  yang  dihasilkan kurang    dari  50  kg  (lima puluh    kilogram)  per  hari untuk    Limbah  83  kategori   1;

	3.
	365    (tiga  ratus     enam    puluh
	lima)  hari    sejak

	
	Limbah  83   dihasilkan,    untuk
	Limbah  83   yang

	
	dihasilkan     kurang      dari     50
	kg    (lima   puluh


kilogram) per   hari   untuk    Limbah  83   kategori  2
dari   sumber     tidak   spesifik  dan   sumber     spesifik umum;    atau

4. 		365    (tiga  ratus     enam     puluh     lima)   hari    sejak Limbah	83     dihasilkan,      untuk       Limbah      83 kategori  2 dari   sum ber  spesifik  khusus;
 (
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c.   menyusun    ...
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c. 	menyusun    dan   menyampaikan    laporan    pelaksanaan kegiatan		Penyimpanan     Limbah    83    yang     menjadi bagian 	dalam    pelaporan    dokumen    lingkungan,    dan disampaikan	kepada:

1. 	bupati/wali     kota,    untuk     Penghasil   Limbah   83 dari 	Usaha      dan/atau      Kegiatan    wajib     SPPL; dan/atau

2. 	pejabat    Penerbit  Persetujuan    Lingkungan   sesuai dengan 	kewenangannya        untuk         Penghasil Limbah  83  dari   Usaha   dan/   atau   Kegiatan  wajib Amdal   atau   UKL-UPL.

(2) 	Penyusunan    laporan    pelaksanaan    kegiatan   Penyimpanan Limbah  83   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf    c memuat:

a.      sumber,   nama,    dan  jumlah    Limbah  83;

b.      kategori  dan/   atau   karakteristik    Limbah  83;

c.      pelaksanaan    Penyimpanan   Limbah  83;  dan

d. 	Pemanfaatan     Limbah   83,    Pengolahan    Limbah   83, dan/atau		Penimbunan     Limbah   83   yang    dilakukan sendiri 	oleh      Penghasil     Limbah     83      dan/   a tau penyerahan		Limbah  83   kepada     Pengumpul    Limbah
83,    Pemanfaat    Limbah   83,    Pengolah    Limbah   83, dan/  atau   Penimbun   Limbah  83.

(3) 	Laporan   kegiatan   Penyimpanan    Limbah  83   sebagaimana dimaksud		pada     ayat     (2)   disampaikan     kepada      pejabat penerbit	Persetujuan    Lingkungan   paling    sedikit     1    {satu) kali   dalam    6  (enam)   bulan    sejak   nomor    induk    berusaha dan/  atau   Persetujuan    Lingkungan   diterbitkan.



Pasal297

(1) 		Dalam   ha]  kegiatan   Penyimpanan    Limbah  83   melampaui jangka 	waktu     sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    296 ayat   (1) huruf   b,  Penghasil  Limbah  83  wajib:

a. 	melakukan     Pemanfaatan     Limbah    83,     Pengolahan Limbah    83,     dan/   a tau     Penimbunan      Limbah    83; dan/atau

b.      menyerahkan    Limbah  83  kepada    pihak   lain.


(2) Pihak   ...
 (
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(2) 	Pihak   la.in  sebagaimana    dimaksud    pa.da  ayat   (1) huruf    b meliputi:

a.      Pengumpul  Limbah  B3;

b       Pemanfaat  Limbah 83~

c.     Pengolah Limbah 83;  dan/   atau ct.     Penimbun   Limbah  B3.
(3) 	Pihak    lain    sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (2)  wajib merniliki   Perizinan  Berusaha   untuk    kegiatan  bidang   usaha Pengelolaan	Limbah  B;1.



Paragraf 5

Pengumpulan   Limbah  Bahan    Berbahaya   dan  Beracun



Pasal   298

	l l)
	Setiap    Orang
	yang     mcnghasilkan      Limbah    83     wajib

	
	menyerahkan
	Limbah    83    yang     dihasilkannya      kepada


Pengumpui   Limbah  83,   dalam   hal:

a.      tida.k  mampu     memenuhi    ketentuan    jangka     waktu
Penyirnpanan   Limbah  83;  dan/atau

b. 	kapasitas        tempat         Penyimpanan       Limbah      B3 terlam  paui.

(2) 	Penyerahan    Limbah   83   kepada     Pengumpul    Lirnbah   83 sebagaimana		dimaksud   pada   ayat  (1) disertai    dengan    bukti penyerahan	Limbah B3.

(3)	Salman       bukti      penyerahan      Limbah    B3     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) menjadi   bagian    dalam    pelaporan pelaksanaan		kegiatan       Penyirnpanan        Limbah       83 sebagaimana	dimakeud   dalam   Pasal   296  ayat   (1) huruf   c.



Pasal299

(i) 	Pengumpulan    Limbah  B3   oleh    Pengumpul    Limbah   B3 sebagaimana	.hmaksud     dalam      Pasal     2'J8     dilakukan der.gar.:

a.      segregasi  Limbah  B1;  dan b.      Penyirnpanan  Limbah E


(2) Segregasi  ...
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(2)    Segregasi   Limbah   B3   sebagaimana    dirnaksud    pada    ayat
( 1)  hurt .. f a dilakukan   sesuai   dengan

	a.
	narna     t.irnbah
Lampir  an      IX
	83 	scbagaimana yang 	merupakan
	tercantum bagi.-n
	dalam tidak

	terpisahkan    dari  Peraturan   Pemerintah   ini;  dan

	b.
	karakteristik dalam   Pasal
	Li.nbah    83
278  ayat   (2).
	sebagaimana
	dimaksud


(3) 	Penyimpanan    Lirnbah   B3   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   [I]  huruf    b  dilaksanakan     sesuai    dengan     ketentuan Penyimpanan	Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   285  sampai    dcngan    Pasal   297.



Pa!':;al 300

( 1)       Untuk      dapat      melakukan      Pengumpulan      Lirul.ah    83, Pengumpul	Limbah  83  wajib  memiliki:

a.      Perse  rujuan   Lingkungan;   dan

b.      Perizinan    Berusaha    untuk     kegiatan    bidang     usaha
Pengclolaan  Limoah B3.

(2) 		Untuk    mendapat    Pcrset  ujuan    Lingkungan     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   ( lj  nuruf    a,  Pengurnpul    Limbah  83 wajib    rnemiliki   Persetujuan     Teknis    Pengelulaan     Limbah
93.

(3)    Pengumpul   Limbah  B3  dilarang:

a. 	melakukan      Pemanfaatan      Lim.bah    83      dan/   atau Pengolahan	Lirnbah    83     terhadap     sebagian     atau seluruh 	Limbah  83  yang   dikumpulkan;

b.      rnenyera hkan   Limbah  B3  yang   dikumpulkan    kepada
Pengurnpul   Limbah  83  yang   lain;  dan c.      melakukan   pe.ncampuran  Limbah B3.


Pc1~ai 301

(1) 	Untuk    rnendapat   Persetujuan    Teknis   Pengelolaan   Limbah B3   sebagairnana     diruaksud    dalarn    Pasal    300    ayat    (2L Pengurnpul	Limbah  B3  ruengajukan    permohonan    secara tert  ..ilis '.-<...en,,dE,:




a.  Menteri  ...
 (
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a. 	Mer.tevi,   untuk      Pengumpulan      Limbah    83     skala nas.onal;

b.      gubernur,     untuk      Pengumpulan     Limbah   83    skala


	c.
	bupati/wali     kota,
	untuk
	Pengumpulan     Limban   83

	
	skala   kabupateny
	kota.
	


 (
a.
'lama, Limoah
-surnber,  
 
kategon,    
 
dan 
 
/utau
B3
 
yang  
 
akan  
 
dikurnpulkan;
karakteristik
b.
rencana
Limban
pembangunan
B~~ 
 
yang  
 
mernuat:
fasilitas
Pengumpulan
)(2) 	Permohonan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan   Lirnbah   83 untuk 	kegiatan    Pengumpulan     Limbah   B3   sebagaimana dimaksud	pada    ayat    ( l)   dilengkapi   dengan     persyaratan yang   meliputi:







	l .
	desain          dan
Pengumpulan
	rancang        bangun
Limbah  B3;  dan
	tasilitas

	2.
	jadwal       pci«ksanaan
Pengumpulan    Limbah
	pernbangunan
83;
	fasilitas

	c.
	rencaria       pernbangunan labcratorium      uji    Limbah Jaboratorrum    yang    mampu
	dan/   atau
83 	atau menguji
	penyediaan alat     analisa paling     sedikit

	karakreristik     Limbah   83    mudah
menyala,  reaktif,   korosif,  dan/atuu
	meledak,
beracun;
	mudah


d.      tata  letak   lokasi   Pengumpulan   Limbah  83;

e. 	dokurnen       yang       menjelaskan        tentang         tempat Pcnyimpanan	 Limbah  B3  sesuai    dengan    persyaratan sebagaimana		dirnaksud     dalam     Pasal     286    sarnpai dengan    Pasai   29 _;    ;

f. 	dokumen    yang     menjelaskan     tentang      pengernasan Lirnbah	B3   sesuai     dcngan     ketentuan     sebagairnana dimaksud	dalam   Pasal   292;

g.      proseclur  Pengurnpulan   Limbah  83;

h. 		lrukti     kepr.rmlikar.    atas     dana     penjaminan       untuk  pernulihan	tungsi   Lingkungan    Hidup;

1.         perhitungan    biaya  dan   mode) keekonomian;

J.	Sisrem    Tanggap   Darurat    berupa    dokumen    program kedaruratan	Pe.igctolaan  Limbah  83;   dan




k.  tenaga    ..
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k.	tenaga   kerja  yang  telah   merniliki   sertifikat  kompetensi di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.

(3) 	Permohonan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan   Limbah   83 untuk 	kegiatan    Pengumpulan     Limbah   83    dari    sumber spesifik  khusus     kategori  2  dikecualikan    dari   persyaratan permohonan	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   f.

(4) 	Limbah     83     yang      akan      dikumpulkan       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   a harus    dapat   dimanfaatkan dan/   a tau  diolah.



Pasal   302

(1)	Menteri,     gubernur,      atau       bupati/wali       kota      setelah menerima	permohonan    Persetujuan    Teknis    sebagaimana dimaksud	  dalam      Pasal     301     memberikan     pernyataan tertulis 	mengenai   kelengkapan    administrasi    permohonan paling   lama   2 (dua)  hari   kerja   sejak   permohonan   diterima.

(2) 	Setelah       permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri, gubernur,	atau     bupati/wali     kota    melakukan     verifikasi paling   lama   7 (tujuh)    hari   kerja.

(3) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) menunjukkan:                                 '

	a.
	permohonan
	Persetujuan         Teknis
	rnemenuhi

	
	persycratan,
	Menteri,    gubernur,     atau
	bupati/wali


kota  menerbitkan    Persetujuan   Teknis   untuk    kegiatan
Pengumpulan    Limbah  83   paling   lama   7  (tujuh]    hari kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui;   atau

b. 	permohonan     Pcrsetujuan     Teknis     tidak     memenuhi persyaratan,	Menteri,    gubernur,     atau     bupati/wali kota  menolak  permohonan   Persetujuan    Teknis   untuk kegiatan		Pengumpulan     Limbah   83    paling    lama    7 [tujuh] 	hari    kerja    sejak    hasil    verifikasi   diketahui, disertai    dengan    alasan    penolakan.




Pasal   303  ...
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Pas ..11   303

(1) 	Dalam     hal    pemegang    Persetujuan     Teknis     Pengelolaan Limbah	B3   untuk      kegiatan    Pengumpulan     Lirnbah   83 berkehendak	untuk    mengubah:

a.      lokasi   .empat    Penyimpanan   Limbah  83;

b.       desain    dan   kapasitas    fasilitas   Penyimpanan    Limbah
83;  dan/  atau

c.      ske la Pengumpulan    Limbah  83,

pemegang	Persetujuan        Tcknis        wajib       rnengajukan permohonan		perubahar.     Persetujuan      Teknis      kepada Menteri	gubernur,   atau    bupati/wali   kota   sesuai    dengan kewenangannya.

(2) 		Menteri,  gubernur,   dan/   atau   bupati/wali    kota  melakukan evaluasi	terhadap    perrnohonan    perubahan      Pcrsetujuan Teknis    sebagaimana    dirnaksud   pada   ayat   (1)  paling   lama
10   (sepuluh)    hari    kerja    sejak    perrnohonan     perubahan
Persetujuan   Tek nis  diterima.

(3) 	Dalam    hal   basil    evaluasi   sebagaimana     dirnaksud    pada ayat   (2) menunjukkan:

a. 	kese suaian    data,   Menteri,  gubernur,   arau   bupati/wah kota 	menerbitkan      perubahan     Persetujuan      Teknis Pengelblaan  Limbah  B3 untuk    kegiatan  Pengutnpulan Lim1Y1h H3 paling   larr.a  7 (tujuh)   hari  kerja   sejak   hasil evaluasi  diketahui;   a tat,

	b.
	ketidaksesuaian
	data,      Menteri,      gubernur       atau

	
	hupati   / waii   kota
	rnenolak   permohonan    perubahan


Persetujuan     Teknis    Pengelolaan    Limbah   83   untuk
kegiatan    Pengumpulan     Limbah   8.3   paling     lama    7 (tujuh]     hari    kerja     sejak    hasiJ    evaluasi    diketahui, disertai    dengan    alasan    penolakan.

(4)    Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1)
menjadi  dasar   dalarn   peruhahan   Persetujuan   Lingkungan.



Pasal   304

Persetujuan    Teknis     Pengelo-aan   Limbah   83   untuk     kegiatan
Pengumpulan    Lirnbah  B3  rnemuat:


&.   identitas   ...
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a.      identitas      pernegang     Persetujuan      Teknis      Pengelolaan
Limbah  B3;

b.      tangzal       penerbitan       Persetuiuan       Teknis       Pengelolaan
Limbah  D:·\

c. 	kewajiban    pemegang     Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah	B~   untuk      kegiatan    Pengumpulan     Limbah   B3 setelah    Perizman  Berusaha   terbit;   dan

d. 	persyaratan       teknis       Pengumpulan      Limbah     B3     yang meliputi:

1.      nama,      surnber,     kategori,     dan/   a tau     karakteristik
Limbah  B3  yang   akan   dikumpulkan;

2.      desain    dan    rancang    bangun     fasilitas   Pengurnpulan
Limhah    83;

3.      t.ata  cara   pengemasan   Limbah B3;

4.        Lata letak   lokasi   Pengurnpulan   Limbah  BJ;

5.     ketentuan  simbol   Lirnbah 83:

6. 	Sistem    Tanggap   Darurat    berupa     dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  83;  dan

	7.
	kcpemilikan     fasilitas
	laboratorium
	darr/  a tau
	ala t

	
	c1 nalisa    laboratorium
	yang    mampu
	menguji
	paling


sedikit     karakteristik     Limhah   83    rnudah      meledak,
mudah    menyala,  reaktif,   korosif,  dan/   atau   beracun.



Pasal305

Kewajiban  pemcgang   Persetujuan  Teknis    Pengelolaan   Limbah B3   untuk      kegiatan    Pengurnpulan     Limbah   B3   sebagaimana dimaksud   dalarn   Pasal  3Cv1  huruf   c meliputi:

a. 	mengurnpulkan      Limbah    B~i    sesuai     dengan     nama     clan karakter  istik  Limbah  B3;

b. 	rnemtungsikan    ternpat    Penyimpanan    Limbah   8]    sebagai tempat    Fer.yirnpanan   Limbah  83;

	c.
	menyimnan     Limbah
	B3   yang
	dikumpulkan
	ke   dalam

	
	tempat    Per.yirnpanan
	Limbah  B3
	;
	


d.	melakukan    p<:::.'1gcrr.r.i.~an    Limoah   83    sesuai       dengan karaktei  isrik  :..irn::iah  ~:>.?-.

e .• nclekatkan    ...
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e.      melekatkan   simbol   Limbah  B3  pada   kemasan   Limbah  83;

f.      melakukan   .dentilikasi   Limbah  83  yang   dikumpulkan;

g. 	melakukan   segregasi  Limbah  83  sesuai   dengan    ketentuan sebagaimana   dirnaksud  dalam   Pasal   299  ayat   (2);

h.      melakukr  n  pencatatan    narna,    sumber      karakteristrk,    dan
jumlah    Lirnbah  83  yang   dikumpulkan;

t.          menyusun     dan     menyampaikan      laporan      Pengurnpulan
Limbah  B3;

J.	memiliki   dan     melaksanakan      Sistem     Tanggap    Darurat berupa 	dokumen      program     kedaruratan       Pengetoiaan Limbah  BJ;  d1n

k. 	mcmiliki  tenaga    kerja   yang   merniliki  sertifikat   kompctensi di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.





~asal ~06

t).)    Pcngumpui   Limbah  B3  wajib:

	a.
	mclaksariakan      kewajiban     sebagairnana
	t:ercantum

	
	dalam     Persetujuan     Teknis    Pengelc,Jaan
	Limhah   83

	untuk    kcgiatan  Pengumpulan   Limbah  B3;

	b.
	meIakukan dimaksud
	segregasi     Limbah     83 dalam   Pasal   299  ayat   (2J:
	sebagaimana


c. 	melakukan    Penyirnpanan    Limbah  BJ  paling   lama   90 (sernbilan	puluh)    hari    sejak    Lirnbah  B3   diserahkan olch  Setiap   Orang   yang   mengha~ilkan   Limbah  B3;

	d.
	menvu'sun
	cian
	menyampaikan
	laporan

	
	pernbangunan
	fasilitas
	Pengurnpulan
	Limbah    83,

	bagi   Pengumpul   Lirnbah  B3  yang   masih    melakukan


pembangunan    fasiiitas  Pengumpulan   Lirnbah B3;  dan

e.      menyusun   dan  meuyarnpaikan   laporan    Pengurnpulan
Limbah  B3 yang   mernuat:

1.	nama,       sumber,      karakteristik,       dan      iumlah l.imbar;  B.?-;



2.  salinan    ...
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2. 	salinan          bukti         penyerahan         Limbah       83 sebagaimana	dimaksud    dalam    Pasal    298   ayat (3);

3.      identitas   Pengangkut   Limbah  83;

4.      pelaksanaan    Pengumpulan    Limbah  83;   dan

	5.
	penyerahan
	Limbah     83     kepada       Pemanfaat

	
	Limbah    83,
	Pengolah    Limbah    B3,    dan/   atau


Penimbun   Limbah  83.

(2)	Laporan  pembangunan    fasilitas  Pengumpulan    Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  ( 1)  huruf   d disampaikan kepada 	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai dengan    Persetujuan    Teknis   Pengelolaan   Limbah  83  untuk kegiatan		Pengumpulan     Limbah   B3,    paling     lambat      14 (empat    belas)    hari    kerja    sejak    seiesainya     pembangunan fasilitas  Pengumpulan    Limbah  83.

(3) 		Laporan  Pengumpulan    Limbah  83  sebagaimana    dimaksud pada 		ayat     (1)   huruf     e   disampaikan     kepada     Menteri, gubemur,		 atau       bupatt/wali        kota       sesuai       dengan Persetujuan		Teknis      Pengelolaan     Limbah     83      untuk kegiatan	Pengumpulan    Limbah  83,   paling   scdikit    1  (satu)  kali 	dalam     6   (enam)    bulan     sejak     Persetujuan      Teknis Pengelolaan	Limbah  83  diterbitkan.



Pasal307

( 1)       Berdasarkan            laporan             pern bangunan            fasilitas Pengumpulan		 Limbah  B3  sebagairnana   dimaksud   dalam Pasal 	306      ayat      (2),     Menteri,     gubernur,      dan/   atau bupati/wali		kota       sesuai        dengan         kewenangannya melakukan	verifikasi   paling    lambat     10   (sepuiuh    puluh) hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

(2) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud     pada ayat   (1) menunjukkan    Iasilitas  Pengurnpulan    Limbah  83:

a.      sesuai       dengan       Per setujuan      Te.knis.      Pengelolaan Limbah 83 untuk   kegiatan Pengumpulan Limbah 83, Menten,		gubernur,     atau     bupari/wali     kota     sesuai dengan 	kewenangar.nya     menerbitkan     SLO  kegiatan Pengumpulan	Limbah   83;  atau



b.  tidak   ...
 (
SK 
 
No
 
097443
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK       INDONESIA



--  '.207 -


b. 	tidak   sesuai    dengar:    Persctujuan    Teknis   Pengelolaan Lirnbah B3 unruk    kegiatan  Pengumpulan    Limbah  B3, Menreri,		gubernur,    [atau     bupati/wali     kota    sesuai dengan 	kewcnangannya     mcnyarnpaikan     surat     agar Pengurnpu:		Limbah      B3       mengubah        rencana pembangunan			fasilitas      yang       termuat       dalam Persetujuan	Teknis    Perigelolaan   Limhah   B2   untuk kegiatan  Pengurnpulan   Limbah  83.

(.3)	Penerbit an   3LO   atau     penyarnpaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setclah    verifikasi  dilakukan.

	
(4)
	SLO      untuk
	kegiatan
	Pcngumpulan       Limbah      B3

	
	sebagaimar;a
	dirnaksud
	pada    ayat    {2)   huruf     a   menjadi


dasar   dirr,ulainya:

a.       kegiaran  operasional   Pengumpulan    Limbal,  83;  dan

	b.
	pe,,g;J J.,usan     terhariap    ketaatan
	penanggung    jawab

	
	u~a~'c'-, Jan/atau     Kegiatan  dalam
	Perizinan  Berusaha.




Pa~al  308

(1)		Dalarn      hal     Penyimpanan        Limbah     83      sebagairnana dimaksud	dalam   Pasal   3()6 ayat   (1) huruf   c melampaui   90 (sernbilan	  puluh]      hari,     Pengumpul      Limbah     83    wajib rnenyerahkan	Limhah  B3  yang   dikurnpulkannya     kepada  pihak   lain.

(2)    Pihak   lain  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:

a.       Pemanfaat   Limbah  83;

b.      Pengolah  Lirr:bah 83;  dan/   atau c. 	Pcnrubun    Lirnbah  BJ.
(3) 	Untuk   dapat    melakukan    Pcngumpulan    Limbah  83,   pihak lain   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) wajib   memiliki Perizinan	Berusaha    di  bi-rang   usaha    Pengelolaan   Limbah
83.



Pasal   309  ...
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Pasal   309

(1) 	Pengurnpul       Limbah      B3      yang       telah       rncmperoleh Persetujuan			Teknis      Pengelolaan     Limbah     D3     untuk kegiatan	Pengurnpulan       Limbah     8.3     wajib      merniliki penetapan		penghenrian   kegiatan  jika  bermaksud:
a.      rneughentikan    Usaha   dan  I a tau  Kegiatan;

	b.
	mengub» h    penggunaan
	lokasi
	<lan/ a tau
	fasilitas

	
	Pengumpulan    Limbah  B:-:5;
	atau
	
	




 (
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A
)
c.      merrundahkan

lokasi

dan/atau

Iasilitas
Pengurnpulan   Limbah  B3.

(2) 	Untuk      memperoleh     penetapan     penghentian      kcgiatan, Pengumpul	Limbah  B3  sebagairnana   dimaksud   pada   ayat (L)  wajib    melaksanakan      pemulihan     fungsi     Lingkungan Hidup 	dalam     hal    diternukan     Pencemaran     Lingkungan Hidup,   dan  harus    mengajukan   permohonan   secara   tertulis kepada    Menteri.

(3)    Permohonan      sebagairnana      dimaksud      pada      ayat      (2)
dilengkapi  dengan:

a.      identitas   pemohon;

b.      laporan       pelaksanaan     Pengumpulan     Limbah   B3;
dan  Zatau

c.      laporan     pelaksanaan     pemulihan    fungsi    Lingkungan
Hidun.

(4) 	Menteri    setelah      menerima     permohonan    sebagairnana dimaksud		pada     ayat    (2)  melakukan     evaluasi    tcrhadap perrnohonan	dan    menerbitkan     penetapan     penghentian kegiatan	paling    lama    30   (tiga   puluh)     hari    kerja    sejak perrnohoi -an  diterima.








Paragraf  ...
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Penaangkutan    Limbah  Bahan   Bernanaya   dan   Beracun



Pasal   310

	[I]
	Pengangkutan
	Linibah
	83     wajib     dilakukan      dengan

	
	rnenggunakan
	aiat  angkut
	yang  tert.utup  untuk    Limbah  83

	
	katcgori
	
	


(2) 	Pengangk ..1thn     Limbah     83     dapat      dilakuke.n     dengan mengguna-ran	aiat  ang!....T1.t yang  terbuka    unn  .. k Limbah  BJ kategori



Pasal   31 j

(1)    Pengangkutan    Limb  ...h  BJ  wajib  memiliki:

a.      rekomendast   Peugangkutan    Limbah  83;   dan

b.      Perizinan   Berusaha   di  bidang    Perigangkutan    Limbah
BJ.

	(2)
	Reko-ner.das:
	Pengangkutan
	Limbah    83     sebagaimana

	
	dimaksud
	pada      ayat      (1)
	huruf
	a
	menjadi
	dasar



 (
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A
)
diterbitkannya          Perizinan
Pengangkutan    Limbah  83.

Berusaha         di        bidang

Untuk    memperoieh    rekomendasi    Pengangkutan     Limbah
83     sebagaimana      dirnaksud     pada     ayat     (l)      huruf      a, Pengangkut    Limbah   83   har us   mengajukan    perrn.ohonan secara     tertulis     kepada     Menteri   dan    dile ngkapi     dengan persyaratan    yang   melipuri:

	a.

b.
	identitas   pemohon;

akta   pc.r.dirian    badan    usaha;
	

	c.
	bukti     kepemilikan     atas     dana     penjaminan pemulihan   fur.gsi   Liugkurigan  Hidup:
	untuk

	d.
	buku   kepcrnilikan   alat   angkut;    dan
	

	e.
	dokurnen  Pengangku  t an  Lim bah   B:3.
	

	(4)
	Dokurnen
	Pengaugkurau       Lnnbah      BJ      sebagairnana

	
	dimaksud
	pada   avat   ,):  huruf   e memuat:



c;.,. .

..i, e.n1  , is"'

rJlac.,._r:. .      .1·u··nl


1·J';,._..,      ..i..        ·r:-11.a. .::.li-

a_n!

z5kut:)


1J.  sumber   ...
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b. 	surnoer,   nama,   dan    karakteristik     Limbah   B3   yang dia ngku  t;

c. 	prcsedur     penanganan      Limbah    83     pada     kondisi darurat;

d.       peralatan   untuk    penanganan    Limbah  B3;  dan e.       prosedur   bongkar  muat   Limbah  83.


Pasal312

(1) 	Menteri    setelah      menerima     permohonan      rekomendasi sebagairnana		dimaksud      dalam      Pasal      311     ayat      (.3) mernberikan	pernyataan     tertulis     mengenai    kelengkapan
	admirustrasi
	paling
	lama
	2
	[dua]   hari
	kerja
	sejak

	permohonan
	diterim: z .
	
	
	
	
	


(2)    Setelah        permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri
rnelakuka n verifikasi paling   lama   7 (tujuh)  hari  kerja.

(0) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) menunj   ukkan:

a. 	permohonan     rekomendasi     mernerruhi    persyaratan, Menteri	menerbitkan      rekornendasi      Pen.gangkutan Limbah  83  paling   lama   7 (tujuh)   hari   kerja   sejak   hasil veritikasi  diketahui;   atau

	b.
	permohonan
	rekomeridasi         tidak          merncnuhi

	
	pcrsyaratan,
	Menteri        rnenolak        rekornendasi

	
	Pengangkutan
	Lirnbah  a3  paling   Iama   7 [tujuh]   hari


kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui,   disertai    dengan
alasan    penolakan.

(4)    Rekomcndasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3) huruf
a memunt:

a.      kode  manifes  Pengangkutan    Limbah  83;

b.       nama    dan   karakteristik     Limbah   83   yang   diangkut:
can

c.       rnasa  berlaku    rekomendasi,



Pasal   313  ...
 (
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084711
 
A
)
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Pasal   313

!1) 	Sete.ah    mendapat   rekornendasi   dari   Menteri,  Pengangkut Limhah	B3    wajib    mengajukan     permohonan     Perizinan Berusaha		di      bidang        Pengangkutan         Limbah      83 sebagaimana	  dimaksud   dalarn   Pasal   3 l l  ayat   ( 1)  huruf   b.

(2)	Perizinan   Beiusaha    di  hidang    Pengangkutan     Limbah   83 sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (])   diter bitkan     oleh menteri  yang   menyelenggarakan     urusan     perncrirn.ahan   di bidang   perhubungan.

!3) 	Persyaratan    dan    tata    cera    perrnohonan    dan    penerbiran Perizinan	Berusaha    di  bidang    Pengangkutan    Limbah  B3 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (2! dilaksanakan    sesuai dengan    kerentuan   peraturan    perundang-undangan.



Pasal   314

(1)	Pengangkut   Limbah  83  yang   tclah   memperoleh   Perizinan Berusaha	di      bidang        Pengangkutan       Litnbah     B3 sebagaimana	  dirnaksud   dalam   Pasal   313  wajib:

a. 	melakukan    Pengangkutan    Limbah  83   sesuai    dengan rekornendasi	Pengangkutan    Limbah  83  dan  Perizinan Bcrusaha	di bidang   Pengangkutan    Limbah  B-3;

b. 	menvarnpaikan     manifes   Pengangkutan     Limbah   B.3 secara   elektronik   kepada    Menteri;  dan
c.      rnelaporkan   oelaksanaan    Pengangkutan    Limbah  83. (2)    Laporan   sebagai.nana     dimaksud    pada    ayat    f 1)    huruf    c
memuat:

a.      nama,    surnber,   karakteristik,    dan  jumlah    Limbah 8:3
yang  c!_ianekut;

h.      jumlah    dan  jenis   alat  angkut    Limbah  83;

c.      tujuan    akhir   pengangkutan    Limbah  B~\  dan d.      buk.:_:;  penyerahan   Limbah  B3.






(3) Laporan  ...
 (
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'  .
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.... -.,.   ...
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•	(3)    Laporan       sebagaimana        dirnaksud       pada        ayat       (2) disampaikan	kepada     Menteri   dan    ditembuskan     kepada menteri  yang   menyelenggarakan    urusan     pernerintahan    di
bidang    perh  ubungan    paling   sedikit    I   (satu)   kali   dalam    6 (enam)   bulan.



 (
,".>
)Para ,:.-raf  7

Pemanfaatan    Limbah  Bahan    Bcrbahaya     dan   Beracun




t l)


 (
)
)12·
\

Pasa_!315

Pemantaatan    Limbah  83   wajib   dilaksanakan     oleh   Setiap
Orang   yang   menghasilkan    Limbah  B3.

Dalam   hal  Setiap   Orang   scbagaimana   dimaksud   pada   ayat (])  tidak   mampu    melakukan   sendiri,    Pernanfaatan   Limbah B3  diserahkan    kepada    Pemanfaat   Limbah  R.3.


Pasal   .316

:1)    Pernanfaatan    Limbah   83   sebagaimana    dimaksud    cialam
Passi   31.5 ayat  ( 1)   rneliputi:

a.       Pernanfaatan   Limbah   B3   sebagai     substitusi     bahan
bakU'.

b. 		Pemanfaatan    Lirnbah  B3  sebagai    substicusi    sumber energi;

c.      Pernantaatan    Limbah  B3  sebagai    bahan    baku,   dan

d. 	Pemanfaatan          Limoah        83         sesuai           dengan pcrkernbangan	ilmu  pengetahuan    dan   teknologi.

(2) 	Pemanfaatan     Limbah   B3   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   ( l) dilakukan   dengan    mempertimbangkan:

a.      ketersediaan    teknologi;

b. 	standar   produk    jika   hasii    Pemanfaatan    Limbah   B3 ber. ipa  produk:  dan

c.      stander       Lingkungan      Hidup       atau       baku       mutu
Lingkungan   Hidup,


Pasal   J 17 ...
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(1) 	Setiap     Orang    yang    rnenghasilkan     Limbah   83    dilarang melakukan		Pemanfaatan       Limbah     B3      sebagairnana dimaksud	dalam     Pasat    316    lerhadap    Limbah   83    dari sum ber  tidak   spesifik  dan   sum her  spesifik  yang   merniliki tingkat    kontarninasi    radioaktif  lebih   besar   dari   atau   sama dengan 	1   Bq/  cm-   (satu   Becquerel  per   sentimeter   persegi) dan'   atau   konsentrasi    aktivitas   sebesar:

a. 		1       Bq/ gr    (satu     Becquerel    per    gram]     untuk      tiap radionuklida	anggota   deret    uranium     dan    thorium; atau
b.       LO  Bqz gr (sepuluh  Becquerel  per  gram)  untuk    kalium. Radionuklida   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   ( J}   huruf
a meliputi:

a.       Ura--1ium-2~18(U-238);

b.      Piumbum-Zl  O  (Ph-210):


c,      Radillm-226   {Ra-226):
 (
SK 
 
No
84715
A
)

ct .

Ra di1um-...:,.....~,.,..".)

(R5.-~')2onJ· ;

e.      Thorium-Zvx   (Th-228,;

f.       Thorium-230    (fh-230j;
g.      Thorium-Zo-!  (Th-234); dan h.      Poloniurn-Zl  O  I_Po-2JO).

	(3)
	Radionuklida        Poronium-Zl  O
	(Po-210J
	sebagairnana

	
	dima.ksud   pada    ayat    (2)  huruf
	h  hanya
	be ...laku    ur.tuk


pcnenruan     konsentrasi     aktivitas    radionuklida     anggota
deret   uranii  im  Jan   thorium  pada   Limbah  88  yang   berasal dari  kegiatan  ek.sploite.si   dan   pengilangan   gas  bumi.

	(4)
	Larangan
	rnelakukan        Pernanfaatan        Limbah       B3

	
	dikecualikar,
di     bawah
	jika   tingkat    radioaktivitas    dapat    ditunmkan
tingkat       kontaminasi      radioaktif     darr/  atau


konsentrasi    aktivitas    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat
 (
l
)-   \
11 ·


Pasal   318  ...
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Pasal 3:i8

1.1)       Untuk    dapat    melakukan    Pernanfaatan    Limbah  B3,  Setiap
Orang   yang   mcnghasilkan    Lirnbah  83  wajib  memiliki:
a.      Perserujuan   Lingkungan;   dar, b.      Perizinan  Berusaha.

	(2~
	Untuk           mendapatkan
	Persetujuan           Lingkungan

	
	sebagaimans,    ciimaksud
	pada    ayat    (1)  huruf     a,   Sctiap


Orang    yang    me.nghasilkan    Limbah   B3   wajib    merniliki
Persetujuan      Tekr.is      Pengelolaan     Limbah     B3     1 ... ntuk kegiatan  Pernanfaatan   Limbah  B3.

11)	Setiap   Orang   yang   rnenghasilkan   Limbab  83  sebagaimana dirnaksud	pada   ayat   l2.l  rnengajukan   permohonan    kepada Menteri,  diler.gkapi  dengan    persyaratan    yang   meliputi:

a. 	nama  ,    surnber,   karakteristik,    dan  jumlah    Limhah  83 yang   r,kun  dirnanfaatkan;

b.      lokasi    dan   koordinat   kegiatan   Pemanfaatan    Limbah
81;

c.      rencana   pem bangunan   fasilitas  Pemanfaatan   Limbah
83,        bagi        Pemanfaatan        Limbah       B:3      yang membutuhkar.      fasilitas    Pemanfaatan      Limbah    B3, yang   rnemuat

1.     desain          dan         rancang        bangun          fasilitas
Pemanfaatan    Lirnbah  83;  dan

	2.
	jadwal       pelaksanaan
Pernanfaatan  Limbah
	pembangunan
B3;
	fasilitas

	d.
	dokurnen	mengenai   tern pat  Penyirnpanan sesuai 	dengan      ketentuan     sebagairnana
	Limbah  83 dimaksud


dalam   Pasal   286  sarnpai   dengan    Pasal   29 l ;

e. 	dokurnen   rnengenai   pengemasan    Limbah   83   sesuar dengan 	ketentuan     sebagairuana     uimaksud     dalarn Pasal   292;

f.      dokumen   m-r.genai   desain    dan   spesifikasi   teknologi,
<:hn kapr.: ... its s Pernanfnato n  Lirnoah  B3;

g.      ;:inKttr>ir:::-1    mengeriai   nama   dan   jumlah     bahan     baku
·:bn/ ara 1.i   bahan   pcnolong berupa    Limbah  B3  untuk campur.,n   Pernanfaatan   Limbah  33;


 (
7
)
h.  prosedur
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h.       prosedur   Pemanfaatan    Limbah  83;  dan

1. 	dokumen     rencana     uji     coba     peralatan,      metode, teknologi,  dan/atau    fasilitas  Pemanfaatan   Limbah  83 yang   meliputi:

1.      lokasi   uji  coba;

2.      jadwal   pelaksanaan    uji  coba;

3. 	keterangan        mengenai       peralatan,        metode, teknologi,	dan/   a tau       fasilitas      Pemanfaatan Limbah  83;

	4.
	keterangan
	mengenai
	rencana
	pelaksanaan
	
UJl

	
	coba;   dan
	
	
	·
	


5.      prosedur   penanganan    pelaksanaan    uji  coba, bagi  Pemanfaatan    Limbah  83:
1. 		sebagai      substitusi      bahan      baku      yang     tidak memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;   dan/   a tau

2.      sebagai    substitusi    sumber    energi.

J.	Sistem   Tanggap   Darurat    berupa     dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  83;  dan

k.	tenaga    kerja   yang   memiliki sertifikat  kompetensi  di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.

(4)	Permohonan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan   Limbah  83 untuk 	kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  83   kategori   2  dari sumber 		spesifik   khusus      dikecualikan     dari    persyaratan permohonan	Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (3) huruf   e.



Pasal   319

(1)	Menteri     setelah       menerima     permohonan      Persetujuan Teknis 		Pengelolaan       Limbah      83       untuk         kegiatan Pemanfaatan	Limbah   83   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 	318    memberikan     pernyataan     tertulis      mengenai kelengkapan		administrasi        permohonan       Persetujuan Teknis   paling   lama   2  (dua) hari   kerja   sejak   permohonan diterima.

(2)	Setelah        permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi  paling   lama   7 (tujuh)   hari   kerja.


 (
.     
 
'  
 
.
)
(3) Dalam   ...
 (
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(3)	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) merrunjukkan:

a. 		perrnohonan         Perserujuan         Teknis         memenuhi per syaratan,       Mentcri      menerbitkan         Persetujuan Teknis 	Pengclolaan     Limbah    B3    untuk      kegiatan Pernanfaatan	Limbah  B3  paling   lama   7  (tujun)    hari kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui;   atau

	b.
	permohonan
	Persetujuan
	Teknis
	tidak
	memenuhi

	
	persyara  .an,
	Menteri
	menolak
	
	pcrmohonan


Fersetujuan     Teknis    Pengelolaan    Limbah   83    untuk
kegiatan    Pernanfaatan     Limbah   B3   paling     lama     7 (tujuh)     hari    kerja    sejak    hasil    verifikasi   d.ketahui, disertai    dengan    alasan    penolakan.



Pasal   320
(1,     Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     83      untuk
kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  B3  wajib  diubah    dalam   hal
terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan    yang   meliputi:

a. 	r ama,    kategori,   dan   karakteristik     Limbah   83   yang d iman faatkan;

b.      teknologi   dan    kaoasitas    Pemanfaatan    Limbah   B3;
dan/atau

c. 	bahan       baku      dan/atau       bahan      penolong     berupa Limbah	B3   uruuk     campuran    Pernanfaatar,    Limbah B3.

(2}	Permohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis    sebagairnana dimaksud		pc1 d8  aya i:   ( 1)   dia j ukan    secara    tertul  is  kepad  a Menteri	paling    lama     10   [sepuluh]    hari,     setelah     terjadi perubahan

(3)	Perrnohonan   perubahan    Persetujuan    Te knis   sebagaimana dimaksud	pada    ayat   ( J }      diajukan    secara    tertulis     kepada Me11 teri.

	(4)
	Menter:
	melakukan      evaluasi
	terhadap      perrnohonan

	
	perubahan
	Persetujuan     Teknis
	sebagaimana     dirnaksud


pada    ayat   13)   paling    lama    10  (sepuluh]   hari   kerja    sejak
pcrrnohcnan   perubahan    Persetuiuan   Teknis   diterima.

(5) 		Dalam    hai   h;-:..sil evaiuasi   sebagaimana     oimaksud      pada avat   (-1)  me nnnjukkan:



a.  kesesuaian    .
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a 	kescsuaian     data,     Menteri   menerbitkan     perubahan Persetujuan	Teknis    Pcngelolaan    Li:mbah    B3   untuk kegiatan	Pemanfaatan     Limbah   83    paling     lama     7 (tujuh)   hari   kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau

b. 	ketidaksesuaian     data,   Menteri  rnenolak  permohonan perubahan		Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah B3   untuk     kegiatan   Pemanfaatan    Limbah   83   paling lama 	7    (tujub)      hari     kerja     sejak     hasil     evaluasi dikctahu.,	disertai    dengan    alasan    penolakan.

(6)	Perubahan     Persetujuan     Teknis     sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    (5)   huruf    a  menjadi   dasar    dalam    perubahar. Persetujuan	Lingkungan.



Pasal  3:2 l

	( 1)
	Persetujuan      Teknis kegiatan  Pemanfaatan
	Pengelolaan     Limbah
Limbah  B3  mernuat:
	B3
	un cuk

	a.
	identitas
Limbah
	pernegang   Persetujuan
B3;
	Teknis
	Pengelclaan

	b.
	tanggal
Lirnbal:
	penerbitan
B3;
	Persetujuar,
	Teknis
	Pengelolaan

	c.
	kewajiban  pernegang  Persetujuan    Teknis
Lirnbah  83  untuk    kegiatan   Pemanfaatan
	Pengelolaan
Limbah B3,


setelah    Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

d. 	persyaratan     teknis     Pernanfaatan     Limbah   B3   yang melinuti.

l .                    nama,     kategori.   dan    karakteristik     Limbah   83 yang   akan   dimanfaatkan;


'.L.	:;urnl&h,  kapasitas,     clan   komposisi    Limbah   83 yang   akan   dimanfaatkan;


3.      desam          dan         rancang
::-·emanfaatan  Limbah   B3;


bangun        fasilitas

4.      tata   cara   pengernasan   Limbah   83;

5.      tata   letak   lokasi   Pernanfaatan   Limbah  83;

6.       ketentuar;   si,::,bo1  Lirnbah 83;

7. 		rata    retak    saluran      untuk     pengelolaan    Limbah cair  yang   dinasilkan   dari   kegiatan   Pernanfaatan Lim r.,;;, h B~;

8.  hasil   ...

SK No 084718 A
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8. 		hasil  uji  laboratorium   untuk   Limbah  B~i sebelum dnnanfaatkan,	parameter     kualitas     lingkungan, dart  standar     mutu   produk;   dan

9. 	Sistern     Tanggac      Darurat     Limbah    B3    berupa dckurnen     prof-mm    kedaruratan       Pcngelolaan Limbah    83

(2) 	Kewajiban    pernegang    Persctuiuan      Teknis      Pengelclaan Limbah	B~1    untuk      kegiatan    Pemanfaatan     Limbah    BJ sebagairnana	dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   c meliputi:

a.       melakukan         ident.ifikasi         Limbah        Bo        yang dikurnpulkan-

	b.
	rnelaksanakan dengan    standar
	Pemanfaatan      Limbah    B3 produk,   standar     Lingkungan
	sesuai
Hidup,

	
	dan ,' atau   baku
	mutu   Lingkungan   Hidup:
	

	c.
	melaksanakan
Pemanfaatan
	uji  coba   Pemanfaatan
Lirnbah B3:
	Limbah
	83  bagi


1.	sebagai      substitusi      bahan      baku      yang     tidak merniliki Staridar  Nasional  Indonesia;   dan/atau

2.      sebagai  substitusi    surnber    energi;

d.      melakukan   pencatatan    narna   dan  jumlah    Limbah  B3
:;ang 	dimanfaatkan        dari       Limbah      B3       yang dihasilkannya;

e. 	rnemfungsikan     ternpat   Penyirnpanan     Limbah    83 sebagai   tempat    Penyirnpanan   Limbah  83;

f. 	menyirnpan   Limbah  B3  yang   akan    dimanfaatkan     ke dalam   ternpat    Penyirnpanan   Limbah  B~:

g.       rnelakukan     Pengurnpulan     Limbah    B3   yang     akan dimanfaatkan;

h.      memanfaatkan     Limbah  B3   sesuai    dengan     teknologi
Pemr.nfaatan   Limbah  83  yang   dimili.ki;

	
1.
	rnenyu  sun
	dan
	ruenyampaikan
	laporan

	
	perr.bangunan
	Iasilitas
	Pernanfaatan   Limbah
	B3,  bagi


Pcnghasil   Limbah  B3  yang   belum    merniliki  fasilitas
Pernanfcata-i   LJm.h9.]-,  BJ:


J,   menyusun    .
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J.	menyusun     dan     menyampaikan      laporan      uji    coba Pemanfaatan	Limbah  B3,  bagi   Pemanfaatan    Limbah B3 	sebagai      substitusi      bahan      baku      yang     tidak memiliki	 Standar      Nasional     Indonesia      dan/   a tau substitusi	sumber    energi;

k.     menyusun   dan   menyampaikan    laporan    Pemanfaatan
Limbah  83;

1.	melakukan    uji   terhadap    produk     hasil    Pemanfaatan Limbah  B3  secara    berkala    paling   sedikit    1   (satu)   kali dalam   6 (enam) bulan;

m. 	memiliki  Sistem    Tanggap   Darurat   berupa     dokumen program  kedaruratan    Pengelolaan  Limbah  B3;  dan

n. 	memiliki    tenaga       kerja      yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan  Limbah B3.



Pasal   322

(1)    Penghasil      Limbah      B3      yang       melakukan       kegiatan
Pemanfaatan   Limbah  B3 wajib:

	a.
	melaksanakan      kewajiban    sebagaimana dalam    Persetujuan     Teknis    Pengelolaan
	tercantum
Limbah   83

	untuk    kegiatan  Pemanfaatan  Limbah B3;

	b.
	melakukan dihasilkannya
	Pengumpulan sesuai   dengan
	Limbah       B3       yang ketentuan    sebagaimana


dimaksud   dalam   Pasal   298;

c. 	melakukan   Penyimpanan   Limbah  B3 yang   dihasilkan di  tempat     Penyimpanan    Limbah   B3   sesuai     dengan ketentuan	sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    286 sampai    dengan    291;

	d.
	melakukan
	pengemasan
	Limbah
	B3       yang

	
	dihasilkannya
	sesuai   dengan
	ketentuan
	sebagaimana

	dimaksud   dalam   Pasal   292;


e. 	melakukan        Pemanfaatan         Limbah       83        yang dihasilkannya		sesuai       dengan       ketentuan       dalam Persetujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan  Pemanfaatan   Limbah B3;

f.      menaati   Baku    Mutu    Air  Limbah,  jika    Pemanfaatan
Limbah  B3  menghasilkan    Air Limbah;


g. menaati   ...


 (
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g.       mcnaati   Baku   Mutu   Emisi,  jika   Pemanfaatan    I.imbah
B3  me-nghasilkan  Emisi;

h.       menyusun            dan            menyarnpaikan            laporan pernbangurian		fasiiitas  Pernanfaatan   Limbah  B3,  bagi Penzhasii	Limbah   83   yang   beium    merniliki  Iasiliras Pernanfaatan	Lirnbah B3;

1.	menyusun     dan     rnenvampaikan      laporan      uji    coba Pernanfaatan	Limbah  83,   bagi   Pernanfaatan    Limbah B3 	sebagai      substitusi      bahan      baku      yang     tidak rnemiliki	 Standar      Nasional     Indonesia     dc:1n/ atau substitusi	surnber    cnergi;

J.        menyus.un   dan   rnenyarnpaikan   laporan    Pemanfaatan
Limbah  B3,  yang   mernuat:

l ,                nama,      jumlah,      kategori,     dan      karakteristik
Lim bah  B3;  dEJ n

~'.        pelaksauaar-   kegiatan Pemanfaatan    Limbah  83;

 (
PRESIDEN
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REPUBLIK
) (
INDONESIA
)
k. 	merniliki dan   melaksanakan    Sis tern  Tanggap  Dar urat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  B3;  dan
 (
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merniliki    tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompctensi   di bidang   Pengelolaan  Limbah  B3.

(2}	Pemanfaatan    Limbah  83   kategori   2  dari   sumb-r     spesifik khusus 	dikecualikan       dari      kewajiban      sebagaimana dimaksud	 pada   ayat  ( l ]  huruf    d.

(3)	Laporan   pernbangunan     fasilitas   Pernanfaatan    Limbah  B3 sebagaimana	dimak  sud  pada   ayat  (1) huruf   h disarnpaikan kepada    Menteri,  paling   lambat    14 (empat   belas)   hari   sejak selesainya	pernbangunan     Jasilitas   Pemanfaatan     Lirnbah B3.

(4)	Laporan   uji  coba   Pernanfaatan    Limbah   83   sebagaimana dimaksud		pada     ayat    U) huruf     i disampaikan     kepada Menteri,	paling     lambat      14    (ernpat     belas)     hari     sejak
sele-ainva   uii  coba   Pcruanfaatan   Limbah  B3.

{5)	Laporan  Pemanfaatan    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   ( 1)   hu:ruf  j disampaikan    kepada    Menteri,  paling sedikn 	1       (satu]     kali     dalam      6    (enam]      bulan      sejak Persetujuan	Tc!,_ r. is Pengelclar  n  Limbah   83  diterbitkan.


Pasal   323   ...
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(lj 	Berdasarkan    laporan    pernbangunan    fasilitas  Pemanfaatan Limbah  R3  sebagaimana    dirnaksud   dalarn   Pasal   322  ayat (3), 	Menter:    rnclakukan     verifikasi    paling      lambat       10 (sepuiuh)  hari   kerja   sejak   laporan    diterima

(2) 		Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) rr.errunjukkan   fasilitas  Pemanfaatan   Limbah  B3:

a. 	se-suai     dengan       Persetujuan      Teknis       Perigelolaan Limbah  B3  untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Lmibah   BJ, Menteri	menerbitkan      SLO    kegiatan     Pcmanraatan Limbah  B3,   bagi   kegiatan   Pemanfaatau   Lirnbah  83 yang    tidak    wajib   melakukan    uji   ccba    Pcruanfe atan Limbah  B3;  atau

b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan Limbah  83  untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  B3, Menteri  .nenyampaikan    surat    agar  Penghasil   Limbah B3  mengubah    rencana   pembangunan     fasilitas   yang termuat	dalarn      Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah  B2  untuk    kegiatan   Pemanfaata.n   Limbah  83.

(3) 		Penerbitan    SLO   atau     penyarnpaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada   ayai   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh)  hari   setelah    verifikasi  dilakukan.

	(4)
	SLO      untuk
	kegiatan
	Pemanfaatan
	Limbah
	83

	
	sebagaimana
	diruaksud    p
	ada    ayat    (2J   h
	ruf    a   me
	iadi


dasar   dimulamya:

a.      kegiatan  opera... siorial   Pemanfaatan    Limbah  83;  dan

b.      pengawasan     terhadap    ketaatan    penanggung    jawab
Uaaha   dan/   atau   Kegiaian  dalam   Perizman  Berusaha.






( 1)





f")\ ( ""'J

Pasal  3~~4

Berdasarkan    lapoi an  uji  ..oba  Pemanfaatan    Lirnbah  83 sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasa1  32?.  avat   (4), Menteri melakukan   verifikasi  paling   lambat    10 (scpuluh)  hari  kerja sejak   laporan    diterima.

Dalarn    hal   h.rsil   verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada
ayat  ( 1) me ounjukkan    UJi  coba  Pernanfaatan Limbah  B3:



a.  5esuai   ..
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a. 	sesuai       dengan       Persetujuan       Tcknis      Pengelolaan Limbah  B3  untuk    k~giatan  Pemanfaaian    Limbah  83, Mentcri	menerbitkar,     SLO    kegiatan     Pemanfaatan Limbah  E~2;  a tau

b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis  Pengelolaan Lirnban  83  untuk    kegiatan  Pemanfaatan   Limbah B3, Menteri  menyampaikan    surat   agar   Penghasil   Limbah B3  rnengubah   proses    Pemanfaatan    Limbah  B:3 yang terrnuat	dalam      Persetujuan    Teknis      Pengelolaan Limbah  83  untuk    kegiatan  Pernunfaatan   T .irnbah   B3.

(3) 	Penerbitan    SLO   atau     penyampaiau     s:..rrat    sebagaimana dimaksud	pada    ayat   ('2)  dilakukan    paling    lama   :'  (tujuh] hari   setelah    verifikasi  dilakukan.

(4)	SLO      unruk         kegiatan       Pernanfaatan        Limbah      B:3 sebagaimana	dimaksud    pad ..:i    ayat    (2)  huruf     a   menjadi dasar 	iiruulainya.

a.      kegiatan  operasional   Pemanfaatan    Limbah    B3;  dan

	b.
	pengawasan     terhadap    ketaatan
	penanggung    jawab

	
	Usaha   dan/atau    Kegiatan  dalam
	Perizinan  Berusaha.




Pasal   325

	(1)
	Setiap      Orang     yang
	menghasilkan
	Limbah
	B-1   yang

	
	melakukan      kegiatan
	Pernanfaatan
	Limbah
	BJ     wajib


rnemiliki penetapan   penghentian   kegiatan  jika   oermaksud.

 (
b.
mengubah   
 
penggunaan    
 
atau
rnemindahkan
Iokasi
dan 
 
r
 
atau  
 
fasilitas 
 
Pernanfaatan
Lirnbah 
 
B3.
)a.      menghentikar,    Usaha   dan/atau    Kegiatan;  atau




 (
SK 
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A
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,
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Untuk      .nernperoleh     penet.apan    penghentian      kegiatan. Setiap   Orang   sebagairnan«   dimaksud   pada   ayat   (1) harus mengajukan    pcrmohonan    secara    tertulis    kepada    Mentcri,
	gubernur,
	atau     bupati/wali      kota
	sesuai
	kewenangan

	penerbitan
	Persetujuan    Lingkungan.
	
	


(3)    Perrnohonan      scbagairnana      dirnaksud      pada      ayat      (2)
dilengkapi  r:lengaa:

3.         idcr: •  ;.t:--1. s nernchon;  i:!2 ::i

b. 	lapor £1!i   pelaksanaan    Peruanfaatan   Limbah  133. (4) Meriteri
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(4) 	Menteri,     gubernur,      atau      bupati/wali       kota,      setelah menerima	permohonan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (3) melakukan   evaluasi  terhadap   permohonan   paling   lama
10 (sepuluh)  hari   kerja   sejak   permohonan   diterima.

(5)	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (4) menunjukkan:

a. 	tidak      terdapat      Pencemaran      Lingkungan      Hidup, Menteri,	gubernur,    atau     bupatir   wali    kota     sesuai
<lengan    kewenangannya       menerbitkan      penetapan penghentian  kegiatan  Pemanfaatan  Limbah B3  paling lama    7  (tujuh)    hari    sejak    hasil    evaluasi   diketahui;
a tau

b. 		terdapat    Pencemaran    Lingkungan    Hidup,    pemohon wajib 	melakukan      pemulihan      fungsi     Lingkungan Hidup.

(6) 	Penghasil   Limbah  B3  wajib   melaporkan    surat    penetapan penghentian	kegiatan   sebagaimana    dima'csud   pada    ayat (5)  huruf    a  yang   diterbitkan    gubernur    atau    bupati/wali kota, 	kepada     Menteri   paling    lambat     5  (lima) hari    kerja sejak   surat   ditetapkan.

(7)		Menteri   menerbitkan     penetapan     penghentian      kegiatan Pemanfaatan		Limbah  B3  paling   lambat    7 (tujuh)   hari  kerja setelah 		pernohon    selesai     melakukan     pcrnuhhan      fungsi  Lingkungan		Hidup    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (5) huruf 	b,  yang   dibuktikan    dengan    penetapan    status    telah selesainya	pemulihan   lanan   terkontarninasi.



Pasa.l 326

(1) 		Dalam    hal   Setiap    Orang   yang   menghasilkan   Lirnbah  B3 tidak   mampu    meiakukan   seridir  i Pernanfaa i:.<3.1"1.     Lirnbah B3 yang   dihasilkannya:

a.      Pemanfaatan       Limbah      B3      diserahkan        kepada
Pemanfaat   Limbah  B3;  atau

b. 	dapat        melakukan       ekspor        Limba..      83       yang dihasilkannya

(2) 	Penyerahan    Limbah   BJ   kepada     c>u,:-J.,1r1:i.".:.a't     Limoan  B3 sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    ( 1)     huruf  a   disertai dengan    bukti   penyerahan  Limb.al:  83.



(J)  fhlii-ian  ...
 (
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A
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(3)		Salinan      bukti      penyerahan      Limbah    83     sebagaimana dimaksud	pada     ayat    (2)   disampaikan     kepada     Menteri paling   lama   7 (tujuh)   hari   setelah    penyerahan     Limbah  83.

(4)	Ekspor    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) huruf 	b   dapat     dilakukan    jika    tidak    tersedia    teknologi Pemanfaatan	Limbah  83  dan/   a tau  Pengolahan   Limbah  83 di dalam   negeri.



Pasal   327

(1)		Setiap    Orang    sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    326 ayat   (1) huruf    b  untuk    dapat    melakukan    ekspor    Limbah
83  yang   dihasilkannya  wajib:

a. 	mengajukan     permohonan     notifikasi    secara     tertulis kepada    Menteri;

b. 		menyampaikan     rute    perjalanan    ekspor     Limbah   83 yang   akan   dilalui;

c.      mengisi  formulir  Notifikasi Ekspor    Limbah  83;  dan d.      memiliki  izin  ekspor   Limbah  83.
(2)		Menteri  menyampaikan    notifikasi   kepada    otoritas    negara  tujuan 	ekspor        dan       negara        transit        berdasarkan permohonan	notifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat (1) hurufa.

(3)		Notifikasi yang    disampaikan     oleh   Menteri    sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) paling   sedikit   memuat:

a.      identitas   pemohon;

b.      identitas   Limbah  83;

c.      identitas   importir  Limbah  83  di negara    tujuan;

d.       nama,    karakteristik,     dan   jumlah     Limbah   83   yang a.kan diekspor;  dan

e.      waktu   pelaksanaan    ekspor   Limbah  83.

(4)	Dalam   hal  notifikasi  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) disetujui		oleh   otoritas     negara    tujuan     ekspor    dan   negara transit 	Limbah   83,    Mcnteri   menerbitkan     rekomendasi ekspor   Limbah  83.




(5) Rekomendasi    ...
 (
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(5)
	
Rekomendasi
	
ekspor
	
Lirnuah  B3  sebagaimana
	
dimaksud


pada   ayat  (4) menjadi  dasar   penerbitan   izin  ekspor   Limbah
B3  yang   diberikan   oleh   menteri   yang   menyelcnggarakan urusan     pcmerintahs   n di  bi-Iang  perdagangan.

(F.>)	Persyaratan   dan  tata  ca.ra permohonan   dan  penerbit-m  izin ekspor   Limbah  83  dilaksariakan    sesuai   dengan    ketenruan peratu:ran  perundang   ·   undangan.


	
	Pasal   328
	

	( 1)
	PF.::r18.nfa1:1.t       Lim bah       BJ      untuk        dapat
Pemanfaa.an     Limbah   80    yang    dist  rd  hkan
	melakukan oleh    Setiap

	
	Orang    sebagaimana    di.naksud     dalam    Pasal
	326   ayat   (1)


huruf   a wajib   mcrniliki:

a.      Persetujuan    Lingkung-m:   dan

	b.
	Perizinan
Limbah
	Berusaha
B3.
	d:   bidang
	usaha
	Pengelolaan

	(2)
	Pernanfaatan sebagaimana
	Limbah   B.3   oleh    Pemanfua dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi:
	Limbah
	83


a. 	Pemunfaatan    Limbah   B3   seoagai     substirusi    nahan baku,

b. 	Pcmantaatan    Limbah  B3  sebagai    substitusi    sumber energi;

c.       Pemanfaatan    Limbah  83  sebagai   bahan    baku;   dan

cl.	Pemanfaatan         Limbah       83         sesuar          dengan perkcm  bangs :-1    ~i.m u  pengetah ua n  dan   te knologi.

t3) 	Limbah     B'.i  yang    dimanfaatkan     sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (?) berasal    dari  Lirnbah B3 yang   dihasilkan   oleh l  (satu)   atau   heberapa   Penghasil  Lim bah   B.3.








Pasal   329   ...
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(1) 	Pernar.faat   Lirnbah   B3    sebagaimana     dimaksud     dalam Pasal    32b   dilarang     melakukan   Pemanfaatan   Lirnbah  B~ terhadap	  i.imbah    83    dari    sumber      tidak     spesifik    dan surnber 		spesifik    yang     merniliki    tingkat       kcntarninasi radioaktif	  lebih   besar    ( lari   atau    sama    <lengan I  Bq/  cm? [satu 	Becquerel     per      scntimeter      persegi)     dan,'  atau konsentrasi	aktivitax  sebesar:

a.        l     Bq/gr      (satu     Becquerel    per    gram)     untuk      tiap radionuklida	anggota   deret    uranium    dan    tnoriurn; a tau

 (
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b.       10 Bq/gr   (scpuluh  Becquerel  per  gram)  untuk    kaliurn.
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Radionuklida   sebagaimana    dimaksuct  pada   ayat   [l )   huruf a meliputi:

a.      Urariium-z  SS (U-238);

b.      Plumbum-210    (Pb-210); c.      Radium-226   (Rc1.-226); d.      Radium-228   (Ra-'.?28);
c.      Thorium-228   (Th-228);

f.      Thorium·-230   (Th-230);
g.      Thor1nm-~34  (Th-234); dan li.          P- o 1 oru~um-z) ]_ 0 ( P·)-'.Jr:.  1 J;'.

	Radionuklida        Pvk,ni,.1m--210
	(Po-210)
	sebagaimana

	dirnaksud    pada    ayat    (2)  huruf
	h   hanya
	bertaku     untuk








(4)

penentuan     konsentrr.si     aktivitas    radionuklida     anggota
deret   uranium   dan   thorium   pada   Limbah  B3 yang   berasal dari  kegiatan  eksplcitasi  dan   pengilangan   gas  bumi.

Larangar.         roclakukan        Pernanfaatan         Lim bah        83 dikecualika  tl  j.ka   tingkat    i adioaktivitas   dapat    diturunkan di     bav-ah      ringk at     kcntarninasi      radioaktif     dan  ,' atau
konsentro.si   aktivitas   scbagairnana    ctimaksud   pada    ayat
( 1).





Pasal. 330  .       .    .
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Pasal330

( 1;           Untuk       dapst       rnernperoleh      Perscrujuan        Lingkungan scbagaimana	 dimaksud   dalarn   Pasal   328  ayat   (l)  huruf   a, Pernanfaat	Limbah  B:1 wajib   memiliki  Persetujuan    Teknis Pengelolaan		Lirnbah   B3   untuk      ke-giatan   Pemar.taatan Limbah  B:1.

	(2)
	Pernanfaat   Limba.h   B3  scbagaimana    dimaksud
	padc:1.  ayat

	
	(1)  mengajukan    permohonai.    kepada    Menteri,
	dilengkapi


dengan    pcrsyaratan   yang   meliputi:

a. 	narna,    sumber,   karaxterir.tik,   dan  jurnlah    Lim bull  B3 ya~g  cJkar.  dimanfaatkan

b.      lokasi   den   koordinat   kegiatan   Pernanfaatan   Limbah
1:n;

c.       rencana   oernbangunan    fasilitas  Pernanfaatan   Limbah B3 bagi  Pernanfaatan   Limoah  83  yang   membutuhkan Iasilitas  Pern.mfaatar;    Lirnbah  8.3, yang   memuat:

desain          d'--:_a           rancang        bangun          fasilitas
Pemanfauvan   Lirnbah  83;  dan

2.      jadwal       pelaksanaan       pembangunan       fasilitas
Pcmar.taatan  Limbah    83;

	d.
	dcki.men	merigenai    tempat    Penyimpar.an sesuai 	derigan     ketentuan     sebagaimana
	Limbah B3 dimaksud

	dalarr,   Pasal   286  sarnpai   dengan    Pasal   291;

	e.
	dokurncn   mengenai dengan      ketentua.i Pasal   292;
	pengeruasan    Limbah  BJ   sr-suai sebagairuana     dimaksud     dalarr.

	t.
	dck1_~rr1~11   mengena:
	desain    dan   spesifika-:   tcknologi,


rnetode,  proses.    (l~-~1    j .apasitas     Pernar.faatan    Lirnbah
83;

g. 	dokumeri   mengenai   nama    dan   jurnrah     bahan     baku dany  a-au   bal.an    pcnolor.g  berupa    Lirnbah  B]   untuk can  ?'J. :.-......n  Pernan fa a tan  Lunbah  B3;

h.   

dokr  .ncn      t encan«       uji     coba     peralatan,      rnetode, ceknologi,  c:.:.in  ,· c:,  ~r-:.'.-:    iasrlitas  Pcrnanfaatan    Limbah  B3 melipuci:
 (
....-1
_
)1.     lo.   ka,-\s.\  :L    , 11, 1     c·~   o.   b\.  Ja:I

2. jadwal    ...
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•'<.J.             keteran   gan teknolcgi, Limbah   83;


rnengenar      peralatan,        metode,
dany atau       fasilitas      Pernanfaatan

~.      keterangan    mengenai   rencana    pelaksanaan     u.11
cona   nan

5. 	prosedur   pen~ng£.:.rnff:~elaksanaan    uji  cobe , bagi  Pernanfaatan    Lirnbah   B3:
1.		scbagai     ...substitusi       oahan      baku      yang     tidak memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;   dan  / arau

2.      sebagai    substitusi    sumber    energi;

J.        perhitungan    biaya   dan  model   keekonornian:

k.	bukti     kepemilikan     atas     dana     penjarmnan     untuk pernuhhan	tungsi   Lingkungan   Hidup;

I.	rencana        ,Jembangunan        dan / atau        perryediaan Iaboratcrium		uji     Limbah    83     atau      alat     ar.alisa laboratorium	yang    rnarnpu   menguji    paling     sedikit karakteristik	Limbah   B3   mudah     rneledak,    mudah rnenyaia,   reaxtif,   korosif,  dan/   atau   beracun;

m. 	Sistem    Tanggap   Darurat   berupa     dokumen    program kedaruratan    Pengelolaan  Limbah B3;  dan

n. 	tenaga    kerja   yang   memiliki  sertifikat  kompetensi   di oidang   Pengetolaan   Limbah  B3.

(3)		Permohonan    Persetujuan    Teknis   Fengelolaan    Limbah  83 unt uk  kegiatan    Pemanfaatan     Limbah   83   kategori   2  dari sumber    spesifik   khusus     dikecualikan     dari    persvaratan permohonan	Perserujua-i     Teknis  sebagaimana    dimaksnd pada   ayat   ('.?)  huruf   e.



Pasa!   331

( 1)        Men teri     8e·.:u,!h       ruenerima     permohonan      Persetujuan Tekni.s 	Pengeiolaan       Limbah      83       untuk         kegiatan Pernanfaat.;n    Limbah   83   sebagairnana    dimaksud    dalam Pasal     Z~~1J     mernberikan     pernyataan     tertulis      mengenai kclengka 1,.::UJ          81Jmini:-·.tra0i      permohonan       Persetujuan Tekrus   paling   la:r1c• '..:        ldu,.:)   hari   kerja   sejak   permohonan diterirna.

(2) Setelah    ...
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(2) 	Setelah        perrnoho.u-n      dinyatakan       Iengkap,      Me-nteri rnelakukan	vcrifikasi  paling   lama   7 (tujuh]   hari   kerja,

(3) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   scbagairnanu    dimaksud    pada a.yat  (2) mcnunjuklcan:

a.       oermohonan    Per-setuj uan  Teknis   Pengeiolaan   Li-nbah B"3	memenuni     persvaratan,      Menteri    menerbitkan Persetujuan	Teknis    Perigelolaan   Limbah   B3   untuk kegiatan	Penanfaatan      Lnnbah    B3   paling     lama    7 (tujuh)   hari  kerja   sejak  hasil   verifikasi  diketahui;   atau

b.      perrnohonan   Persetujuan    Teknis   Pengelolaan   Limbah
83   tidak    memenuhi    persyaratan,     Menteri   menolak permohonan   Persetujuan    Teknis   Pengelolas,n  Liruhah
83   untuk     kegiatan   Pemanfaatan    Limbah   B3   paling
lnrna 	7   ~tujuh)      hari     kerja     sejak     hasil     verifikasi diketahui,	disertai    dengan    alasan    pcnolakan.



Pasal   332

	[I]
	Persctujuan      Teknis
	Pengelolaan     Limbah     83     untuk

	
	kegiatan   Pemanfaatan
	Limhah  B3  wajib  diubah    dalarn   hal


 (
..      
 
-:  
 
-'l
)
terjadi   perubahan    terhadan   persyaratan    yang   meliputi:


a. 	nama        dan        karakteristik dimanfaatkan;


Um bah


83       yang

b.      desain         ceknologi,      metode,       proses.         kapasitas
Pemanfaatan   Limbah  83;  dan/atau

	c.
	bahan
	baku      dan/
	atau      bahan    ·     penolong
	berupa

	
	Limbah
B3.
	B3   untuk
	carnpuran    Pemanfaatan
	Limbah


{2)	Permohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis   sebagaimana dimaksud	pada    r1.yat 1:    1.}     .riajulcan  secara    tertulis     kepada Meriteri  paling    lama     LO    (sepuluh)    hari,    setelah     terjadi perubahan.

(3) 		Perrnohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis   sebagannana dimaksud	pada    ayat   ( l~    diajukan   secara    tertulis    kepada  Menteri

(4)	Menteri     melakukan       evaluasi      terhadap      permohonan perubahan 	F\::rse::ujuan  Tekrtis    sebagaimana     dimaksud pada 	By}..:.t (3)  pc1h,16 lama    10  (sepuluh)   hari   kerja    sejak permohonan 		rerubc1t~~11Pevsetujuan   Teknis   ditcrima.


(5) Dalarn   ..
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(5) 	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (I'.!·)  menunjukkr-n:

a. 	kesesuaian     data.    Menter  i rr.enerbitkan     perubahan Persctujuan	Teknis    Pengelolaan    Limbah   83    untuk kegiatan	Pemanfaatan     Limbah   B3   paling     lama    7 [tujuh]  bari   kerja   sejak   nasil   evaluasi  diketahui;   atau

b. 	ketidaksesuaian     data,    Menteri  menoiak   permchonan pcrubahan		Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah BJ   untuk     kegiatan   Femanfaatan    Limbah   B.J  paling lama 	7    [tujuh]      har.     kerja     sejak     hasil     evaluasi diketahui,	disertai    de ngan   alasan    pcnolakan.

	(6)
	Perubahan
	Pers-  tujuan     Teknis     sebagaimana
	dimaksud

	
	pada    ayat
	(.5)   huruf    a  .nenjadi   dasar    dalam
	perubahan


Pcrsct  ujuan   Lingkungan.



Pasal 333

[I] 		Perscn ...ijuan      Tekuis      Pcngelolaan     Limbah     B:3    untuk kegiatan  Pernanfaa+an  Limbah  B3  memuat:

a.      identitas   pemegang   P(~:·s~tujuan Tekrns    Pcngelolaan
Limbah    83;_

	b.
	tanggal
	penerbitan
	Persetujuan    Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah
	B3;
	
	


c. 	kewajiban  perncgang  Persetujuan    Teknis   Pengclolaan Limcah  B:3 untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  B3, seterah   Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

ct.      pcrsynratan     tekni-,    Pemanfaatan     Limbah   B3   yang
.nelipuu:

l. 	narna,     sumber,    dan    ka.rakteristik     Lirnbah   83 yang   akan   dir.iar-faatkan:


2. 	jumlah,    kapas.tas,     dan    komposisi    Limbah   83 yang   akan   dimanfaatkan:


3.      desain          Ja11       rancang
Pernanfaatan   Limbah  83;


ban.gun       fasilitas

1     i:?,1&  cara   pengemasan    Limbah  B:1;

 (
.
)'--'•

6.


tR.ta letak   lokasi   Pernanfaatan   Limbah  83;

r.:etenll1nn   Siinbol   Lirnbah B3;

7.  tata   ...



SK  No 084731 A

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA



·      :~31  -


7.		rata    l-.tak    saluru»     untuk     pengelolaan    Limbah cair  yang  dibasilkau   dari   kegiatan   Pernaniaatan Limban   R3:

 (
•
,-
)
8. 	hasil  uji laboratorium   untuk    Lirnbah BJ  sebcluui dimanlaatkan,	parameter    kualitas    lingkungan, dr... n.  st.andar    rnutu  produk;


9. 	Sistern    Tanggap    Darurat     Lmibah dokum-:n	program     kedaruratan Lim bah  B3:  dan


BJ    berupa
Pengciolaar-

l 0.    kepemiiikan   fs silitas   laboratoriurn   dc111/ atau   alat analisa    l8 boratorium     yang     marnpu     menguji paling 	eediki:    karakteristik     Limbah   B3   nrudah meledak,	rnudah       menyala,     reakt  if,    korosif, dan ,' aiau   beracun.

(2}	Kewajiban    pemegang     Persetujuan      Teknis      Pengelclaan Limbar:	I:s3  ·...intuk     kegiatan    Pernanfaatan     Limbah   B3 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  ( l) huruf   c paling   sedikit meliputi:

a.      melakukan         identitikasi


Lim bah       83         yang

, 

l.,;.

dikum  pulkan;

melaksanakan       Pernanfaatan      Limban     8~) dengan    standar  produk,  standar     Lingkungan dan/   arau   baku   mutu   Lingkungan   Hictup;



sesuai
Hidup,

	c
	melaksanakan
	'Jji  coba   Pemanfaatan
	Limbah
	B3  bagi

	
	Pemanfaatan
	Limbah 83:
	
	


1.     scbagai      substitusi      bahan      b::. v.u   yang     tidak
merniliki  Standar   Nasional  Inc'onesia;  dan/   atau

2.      sebagai    substitusi    sumber    cnergi:

d. 	melakukan  pcncatatan   narna   dan  jumiah    Lirnl-ah 83 yang 	dimanfac.tkan         dari       Limbah      83       yang dihasilkannya;

e. 	rnemfungsikan      tt-::rn?at      Penyimpanan      Limbah    B3 sebagai    temos t  Denyirn.panan Limbah  B2>;

f. 	mcnyimpan   i.imbah   B3  yang   akan    dimanfaarkan    ke dalarn   t~···1pat  Peny irupanan   Limbah  83;

g. 	melakul,   an    Pengumpulan    Limbah   R3   yang    akan dim anfa..J tkan;


h.  memanfaatkan    ...
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h.      memanfaatkan   Li-nbah  83   sesuai    dengan     teknologi
Pernanfaa.an    Lirribah £33 yang   dimiliki;

1.	menyusun            dan            menyampaikan             laporan pembangunar;		Ias.litas  Pernanfaatan   Limhah  83,  bagi Penghasii	Limbah  83   yang   belurn    rnerr.iliki    fasilitas Peruanfaatan 	Limbr.h B.3:

J.        men> 1.1~ ....n    dan     rnenyampaikan      laporan      uji    coba
Pemanfaatan    Limbah  B3,   bagi  Pemanfaatan    Limbah
83     scbagai      subctitusi      hahan      baku      yang     tidak mcmiliki     Standar      Nasional     Indonesia      dan/   atau substitusi    sumber    energi;

k.      menyusun   clan  rnenyampaikan    laporan    Pernanfaatan
Limbah  83;

melakukan	1..\j1  terriartap  Limbah  B3  dan   produk    hasil Pernanfaatan		Limbah  B3  secara   berkala    paling   scdikit I  (satu)   kali  dalarn   6 (cnam)   bulan;

m.	memihki  dao   melaksanakan    Sistern   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pcngelolaan Limbah  B3;  dar ...

n. 		merniliki    tenaga       kerja      yang     rnerniliki     sertifikat kompetensi	di  bidang   Pengelolaan   Limbah  83.


Pasal334

(_1)       Pemanfaat   Lirnbah  8~  wajib:

	a.
	melaksanakan      kewajiban     sebagaimana da1am    Pe. setujuan    Teknis    Pengelolaan
	tcrcantum
Limbah   83

	untuk    l.egiatan  Pernanfaatan   Limbah    B3;

	b.
	melakukan
	Penyimpanan
	Limbah  B3 yang  dihasilkan

	
	di   rernpat
	Penyimpanan
	Limbah   83    sebagaimana

	dimaksud   daiarn   Pasal   286  sampai   dengan    Pasal   291;

	c.
	melakukan dihasilkan.ivt,
	ocnzemasan	Limbah seb,-:;~2irr1ana dimaksud
	J3:j       yang dalam    Pasal

	
	292;
	
	

	d.
	melakukan        Pen ~umpulan       Lirnbah
	83       yang

	
	dihasilkar- nva  ~~:-~-:.1;::.. i dengan    ketentuan
	sebagaimana

	
	dimak.su .i dalam   Pao:;;21  2~8;
	



e. melakukan    .    .    .
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e. 	melakukan         Pemanfaatan         Limbah       83        yang dihasilkannya		sesuai       dengan       ketentuan       dalam Persetujuan	Teknis    Pengelolaan    Limbah   83   untuk kegiatan  Pemanfaatan    Limbah  83;

	f.
	menaati
	Baku    Mutu    Air   Limbah,   jika
	Pengolahan

	
	Limbah
	83  menghasilkan    Air Limbah;
	


g.      menaati  Baku   Mutu   Emisi,  jika   Pemanfaatan    Limbah
83  menghasilkan    Emisi;

	h.
	menyusun
	dan
	menyampaikan
	laporan

	
	pembangunan
	fasilitas
	Pemanfaatan   Limbah
	83,  bagi


Pemanfaat   Limbah    83  yang   belum    memiliki  fasilitas
Pemanfaatan    Limbah  83;

1.           menyusun     dan     menyampaikan      laporan      uji    coba
Pemanfaatan    Limbah  83,   bagi   Pemanfaatan    Limbah
83     sebagai      substitusi      bahan      baku      yang     tidak
	memiliki
	Standar      Nasional
	Indonesia
	dan/   a tau

	substitusi
	sumber    energi;
	
	


J.       rnenyusun   dan   menyampaikan    laporan    Pemanfaatan
Limbah  83,  yang   memuat:

	l.
	nama,
	sumber,
	jumlah,
	dan
	karakteristik

	
	Limbah
	83;  dan
	
	
	


2.       pelaksanaan       Pengolahan      Limbah     83     yang dihasilkannya;

k. 	memiliki  dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  B3;  dan

1.	memiliki    tenaga       kerja      yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.

(2) 	Pemanfaatan    Limbah  B3  kategori   2  dari   sumber     spesifik khusus 	dikecualikan       dari      kewajiban      sebagaimana dimaksud	 pada   ayat   (1) huruf   c.

(3)	Laporan   pembangunan     fasilitas   Pemanfaatan    Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (1) huruf   h disampaikan kepada    Menteri,  paling   lambat    14 (empat   belas)   hari   sejak selesainya	pembangunan     fasilitas   Pemanfaatan     Limbah
83.


(4) Laporan  ...
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(4)		Laporan   uji   coba   Pemanfaatan     Limbah   83   sebagaimana dimaksud	   pada     ayat    (1)   huruf     i   disampaikan      kepada  Menteri,	paling     lambat      14    (empat     belas]     hari     sejak selesainya	  uji  coha   Pemanfaatan    Limbah   83.

(5)	Laporan  Pemanfaatan    Limbah  83  sebagaimana    dimaksud pada   ayat   ( 1)   huruf   j disampaikan    kepada    Menteri,  paling sedikit 	1        (satu)     kali     dalam      6    (enam)   bulan      sejak Persetujuan	Tekrus   Pengelolaan  Limbah  83  diterbitkan.


	
	Pasal   335
	

	( 1)
	8erdasarkan
Limbah  83
	laporan    pembangunan sebagaimana    dimaksud
	fasilitas  Pemanfaatan dalam    Pasal   334  ayat


(1) huruf   h,  Menteri  melakukan   verifikasi  paling   lambat    10
(sepuluh)  hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

{2)	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    fasilitas  Pemanfaatan    Limbah  83:

	a.
	sesuai       dengan       Persetujuan      Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah  83  untuk    kegiatan   Pemanfaatan
	Limbah  83,

	
	Menteri    menerbitkan      SLO   kegiatan
	Pemanfaatan

	
	Limbah  83,   bagi   kegiatan   Pemanfaatan
	Limbah   83

	
	yang    tidak   wajib   melakukan    uji   coba
Limbah  83;  atau
	Pemanfaatan


b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan Limbah  83  untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  83, Menteri menyampaikan    surat   agar  Pemanfaat   Limbah
83   mengubah    rencana   pembangunan     fasilitas   yang termuat	dalam      Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah  83  untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  83.

(3)	Penerbitan    SLO  atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah   verifikasi  dilakukan.

	(4}
	SLO     untuk
	kegiatan
	Pemanfaatan        Limbah       83

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada    ayat    (2)  huruf     a   menjadi


dasar   dimulainya:

a.      kegiatan  operasional   Pemanfaatan    Limbah  83;   dan

b.  pengawasan    ...
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b.      pengawasan     terhadap    ketaatan    penanggung    jawab
Usaha   dan/atau    Kegiatan  dalam   Perizinan  Berusaha.



Pasal   336

(1) 	Berdasarkan     laporan     uji   coba    Pemanfaatan   Limbah  B3 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   334  ayat   ( 1)   huruf    i, Menteri  melakukan    verifikasi  paling   lambat     10  (sepuluh) hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

(2) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    uji  coba   Pemanfaatan  Limbah B3:

a.       sesuai       dengan       Persetujuan      Teknis       Pengelolaan Limbah  B3  untuk    kegiatan Pemanfaatan  Limbah B.3, Menteri	menerbitkan      SLO   kegiatan    Pemanfaatan Limbah  B3;  atau

b. 		tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan Limbah  83   untuk    kegiatan   Pemanfaatan    Limbah  83, Menteri menyampaikan    surat   agar  Pemanfaat   Limbah B3  mengubah    proses    Pemanfaatan    Limbah  B3  yang
	termuat      dalam
	Persetujuan      Teknis
	Pengelolaan

	Limbah  B3  untuk
	kegiatan  Pemanfaatan
	Limbah B3.


(3) 	Penerbitan    SLO  atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2)  dilakukan    paling   lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.

	(4)
	SLO     untuk
	kegiatan
	Pemanfaatan      Limbah     B3

	
	sebagaimana
	dimaksud
	pada    ayat    (2)  huruf     a   menjadi


dasar   dimulainya:

a.      kegiatan  operasional   Pemanfaatan    Limbah  B3;  dan

b.      pengawasan     terhadap    ketaatan    penanggung    jawab
Usaha   dan/atau    Kegiatan  dalam   Perizman  Berusaha.







Pasal   337  ...
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Pasal337

(1) 	Pemanfaat      Limbah     83      wajib      memiliki     penetapan penghentian	kegiatan  jika  bermaksud:

a.      menghentikan    Usaha   dan/atau    Kegiatan;  atau

	b.
	mengubah    penggunaan     atau
	memindahkan
	lokasi

	
	dan/atau    fasilitas  Pemanfaatan
	Limbah  83.
	


(2)    Untuk      memperoleh     penetapan      penghentian      kegiatan.
Pemanfaat  Limbah  83   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
(1) wajib   melakukan   pernulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup dalam    hal   terdapat    Pencemaran    Lingkungan   Hidup,    dan harus     mengajukan     permohonan     secara     tertulis     kepada Menteri.

(3)    Permohonan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2)
dilengkapi  dengan:

	a.
	identitas
	pemohon;
	

	b.
	laporan
	pelaksanaan
	Pemanfaatan       Limbah     83;

	
	dan/atau
	
	

	c.
	laporan
Hidup.
	pelaksanaan
	pemulihan    fungsi    Lingkungan


(4) 	Menteri    setelah      menerima     permohonan      sebagaimana dimaksud		pada    ayat    (3)  melakukan     evaluasi    terhadap perrnohonan			dan    menerbitkan     penetapan     penghentian kegiatan	paling     lama      10    (sepuluh)    hari     kerja     sejak permohonan		diterima.



Pasal   338

Setiap     Orang    yang    menghasilkan     Limbah   83    dari    sumber spesifik   sebagaimana    tercantum    dalam    Tabel   3  dan   Tabel   4
Lampiran   IX yang   merupakan    bagian    tidak    terpisahkan     dari Peraturan   Pernerintah   ini,  yang   akan   melakukan   Pemanfaatan Limbah   83    dari    surnber     spesifik   sebagai     produk     samping, dikecualikan     dari     kewajiban     rnemiliki    Persetujuan      Teknis Pcngelolaan  Limbah  83.



 (
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Pasal339

(1) 	Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83  dari   sumber spesifik  yang   akan    melakukan    Pemanfaatan    Limbah   83 dari 	sumber      .spesifik   sebagai      produk      samping    dapat mengajukan	permohonan     penetapan     Limbah    83    dari sumber    spesifik  sebagai   produk    samping  kepada    Menteri.

	(2)
	Limbah  83   dari   sumber
	spesifik  sebagaimana
	dimaksud

	
	pada   ayat   ( 1) yang  dapat
	diajukan   permohonan
	penetapan


Limbah  B3  dari   sumber    spesifik  sebagai    produk    samping
merupakan    Limbah  83   dan   surnber    spesifik  yang   berasal dari  satu   siklus   tertutup   produksi  yang   terintcgrasi.

 (
PRESIDEN
)
(3)	Permohonan    penetapan    Limbah  83   dari   sumber     spesifik sebagai 	produk     samping    sebagaimana     dimaksud     pada ayat 	(1)   diajukan    secara     tertulis      kepada      Menteri   dan di]engkapi  dengan    persyaratan    yang   meliputi:

a.      identitas   pemohon;

b.      profil  Usaha   dan/   a tau   Kegiatan;

c.      nama   Limbah  83;

d. 	bahan       baku       dan/atau        bahan digunakan	 dalam          proses menghasilkan	Limbah  83;








penolong produksi








yang yang

e. 	proses    produksi   yang   menghasilkan    Limbah  83   dari sumber 	spesifik   yang    diajukan    untuk      ditetapkan se bagai   prod uk  sam ping;  dan

f. 		nama   produk    samping  serta   sertifikat   standar    produk  yang   dipenuhi,   yang   ditetapkan    oleh  menteri/kepala iembaga	pemerintah          nonkementerian            yang membidangi Usaha   dan/atau    Kegiatan.



Pasal   340
(1)	Menteri    setelah      menerima     permohorran     sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal   339   mcnugaskan    tim  ahli   Limbah
83  untuk    melakukan   evaluasi.


(2) Tim.·  ..

PRES I DEN REPUBLIK    INDONESIA


- 238 -


(2)	Tim  ahli  Limbah  83   sebagairnana   dimaksud   pada   ayat   (1) rnerupakan	tim   ahli   Limbah   83   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   280.

(3)	Evaluasi   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)  meliputi identifikasi	dan   ana1isis  terhadap:

	a.
	bahan       baku
	dan/atau        bahan       penolong     yang

	
	digunakan
	dalam          proses          produksi         yang

	
	menghasilkan
	Limbah  B3  dari   sumber    spesifik;


b. 	proses    produksi   yang   menghasilkan    Limbah  B3  dari sumber 	spesifik   yang    diajukan    untuk      ditetapkan sebagai   produk    samping;  dan

c. 		nama   produk    samping  serta   sertifikat   standar    produk  yang   dipenuhi,   yang   ditetapkan    oleh  menteri/kepala lembaga	pemerintah          nonkernenterian            yang rnernbidangi  Usaha   dan/atau    Kegiatan.

(4)    Evaluasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3}  dilakukan
	oleh   tim   ahli   Lirnbah kerja   sejak   penugasan
	83   paling diberikan.
	lama
	10 (sepuluh)
	hari

	(5)
	Tim ahli Limbah 83 menyarnpaikan evaluasi  kepada    Menteri  paling   lama seja k hasil   evaluasi  diketahui.
	rekornendasi
4  (ernpat)  hari
	hasil kerja


(6}	Rekomendasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5) paling sedikit   memuat:

a.      identitas   pemohon;

b.      narna   Limbah  83:

c.      dasar   pertirnbangan    rekomendasi;   dan d.      kesimpulan   hasil   evaluasi.
(7)	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (4) menunjukkan:

a. 	penggunaan    Limbah  B3  dari   sumber    spesifik  bersifat pas ti dan   konsisten;

b. 	Limbah  83  dari   sumber    spesifik  dihasilkan   dari   satu siklus   tertutup   produksi  yang   terintegrasi;




C.   Limbah  ...
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c. 		Limbah  B3  diproduksi   sesuai   dengan   standar    produk  yang   ditetapkan    menteri/kepala      lembaga  pemerintah nonkementerian	yang   membidangi   Usaha    dan/atau Kegiatan;  dan

d. 	adanya      nomor     registrasi    produk      samping    sebagai produk  yang ditetapkan  oleh menteri/kepala   lembaga pernerintah	nonkementerian    yang  membidangi   Usaha clan/at.au  Kegiatan,               •

rekomendasi     tim   ahli    Limbah   B3   memuat    pernyataan bahwa    Limbah   B3   dari   sumber     spesifik   sebagai    produk sampmg.

(8)	Dalam     ha!    hasil     evaluasi    tidak     memenuhi     ketentuan sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (7),  rekomendasi    tim ahli   Limbah   B3   memuat   pernyataan    bahwa    Limbah  B3 dari   sumber    spesifik  bukan    sebagai   produk    samping.



Pasal   341

(1) 	Menteri   berdasarkan     rekomendasi    tim   ahli    Limbah  B3 menetapkan	Limbah  83  dari   sumber    spesifik  sebagai:

a.      produk    samping;  atau

b.      bukan    produk    samping.

(2) 		Penetapan   Limbah  83  dari  sumber    spesifik  sebagai   produk  samping  dilakukan   paling   lama   14 (empat   belas)  hari  kerja sejak 	rekomendasi     tim    ahli    Limbah    83    disampaikan kepada    Menteri.

(3)	Dalam    hal   Limbah   83   dari    sumber     spesifik   ditetapkan Menteri	sebagai     produk     sarnping,   Menteri   memberikan rekomendasi	kepada    menteri/kepala     lembaga  pemerintah nonkementerian	yang      membidangi      Usaha       dan/atau Kegiatan	  untuk    menerbitkan    nomor    pendaftaran    barang sebagai   produk.

(4J	Dalarn    hal   Limbah   83   dari    sumber     spesifik   ditetapkan Menteri	sebagai     bukan     produk     samping,    Setiap     Orang yang   menghasilkan    Limbah  83  dari   sumber    spesifik  wajib melakukan	Penyimpanan   Limbah  83.



Paragraf  ...
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Pengolahan   Limbah  Bahan    Berbahaya   dan   Beracun



Pasal342

(1)    Pengolahan    Limbah   83   wajib   dilaksanakan     oleh   Setiap
Orang   yang   menghasilkan    Limbah    83.

(2)    Dalam   ha]  Setiap   Orang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
(l)  tidak   mampu    melakukan    sendiri,    Pengolahan   Limbah
83  diserahkan    kepada    Pengolah  Limbah  83.



Pasal   343

(1)    Pengolahan    Limbah   83    sebagaimana     dimaksud     dalam
Pasal   342  ayat   (1) dilakukan   dengan    cara:

a.      termal;

b.      stabilisasi   dan   solidifikasi;  dan/   atau

c. 	cara      lain      sesuai       dengan       perkembangan       ilmu pengetah  uan   dan   teknologi.

(2)    Pengolahan   Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
(1) dilakukan   dengan    mempertimbangkan:

a.      ketersediaan    teknologi;  dan

b.      standar        Lingkungan      Hidup       atau       baku       mutu
Lingkungan   Hidup.



Pasal   2.44

Setiap     Orang     yang     rr-cnghasilkan     Limbah    83    yang     akan melakukan     Pengolahan    Limbah   83    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   34 2 wajib   memiliki:

a. 	Perserujuan   Lingkungan;   dan b. 	Perizinan  Berusaha.



 (
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(1)		Standar     pelaksanaan       Pcngolahan     Limbah    B3    untuk  Pengolahan	Limbah    B3    yang     dilakukan     dengan     cara termal 	sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    343   ayat   (1) huruf   a meliputi:

a.      Baku   Mutu   Emisi;

b. 	standar      efisiensi   pembakaran     dengan     nilai    paling sedikit    mencapai   99,99%   (sembilan   puluh    sembilan korna   sembilan   sembilan  persen);  dan

c. 	standar      efisiensi   penghancuran      dan    penghilangan senyawa	principle    organic   hazardous   constituents (POHCs)dengan  nilai  paling   sedikit   mencapai   99,99% (sembilan	 puluh    sembilan   koma    sernbilan   sembilan persen).

	(2)
	Standar    efisiensi    pernbakaran     sebagaimana
	dimaksud

	
	pada    ayat    (1)  huruf    b  tidak    berlaku     untuk
	Pengolahan


Limbah   83    dengan      menggunakan      kiln    pada    industri
semen.

(3) 		Standar      efisiensi     penghancuran        dan      penghilangan senyawa  principle  urganic hazardous  constituents (POHCs) sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (1) huruf   c tidak   berlaku  untuk 	Pengolahan     Limbah    83     dengan      karakteristik infeksius.

(4)	Standar      efisiensi     penghancuran        dan      penghilangan senyawa  principle  organic  hazardous constituents (POHCs) sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  ( 1)   huruf   c tidak   berlaku untuk 	Pengolahan   Limbah  83:

3..          berupa    polychlori.nated biphenyls; dun b.      yang   berpotensi   rnenghasilkan:
1.     poluchlorinated dibenzofurans; dan
?..       poluchlorin ated  diberizo-p-dioxins;

(5) 		Dalam      hal     Limbah     B3    yang      akan      diolah      berupa  poluchlorinated	biphcnuls,      pengolahannya            harus memenuhi		standar          -fisiensi       penghancuran           dan pcnghilangan		senyawa   p0lychlorinated biphenuls  dcngan nilai   paling    sed.kir    mencapa:   9Q,9999%  (sembilan    puluh  sernbilan	korna    ~-:;~mbilan. sernbilan    seinbilan     sernbilan persen).


(6) Dalarn    ...
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(6) 	Dalam     hal    Limbah    83    yang     akan     diolah     berpotensi menghasilkan 				polychlorinated            diberizofurans, pengolahannya			harus        memenuhi       standar         efisiensi penghancuran	dan   penghilangan    senyawa  polychlorinated dibenzofuraris		dengan       nilai     paling      sedikit      mencapai
99,9999%	(sembilan    puluh      sembilan     koma     sernbilan sernbilan  sembiJan  sembilan  persen).

(7) 	Dalam     hal    Limbah    B3    yang     akan     diolah     berpotensi menghasrlkan 			polychlorinated          dibenzo-p-dioxins, pengolahannya		harus        mernenuhi      standar         efisiensi penghancuran	dan  penghilangan    senyawa   polyc.hlorinated dibenzo-p-dioxiris dengan     nilai    paling    sedikit     mencapai
99,9999%	(sembilan    puluh      sembilan     koma     sembilan sembilan   sembilan   sembilan  persen).



Pasal   346

(1) 		Standar     pelaksanaan      Pengolahan     Limbah     B3    untuk  Pengolahan		Limbah    B3   yang     dilakukan     dengan     cara stabilisasi	dan   solidifikasi   sebagaimana    dimaksud     dalam Pasal   343   ayat   (1)  huruf    b  berupa    baku    mutu    stabilisasi dan 	solidifikasi     berdasarkan       analisis        orga nik     dan anorganik.

(2) 	Analisis   organik   dan    anorganik    sebagaimana     dimaksud pada 	ayat    ( 1)   dilaksanakan     sesuai     dengan     baku    mutu TCLP sebagairnana    tercantum    dalam    Lampiran   XIIJ yang merupakan		bagian      tidak     terpisahkan      dari     Peraturan Pernerintah	ini.



Pasal   347

	(1)
	Untuk         dapat         memiliki       Persetujuan
	Lingkungan

	
	sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   344
	huruf    a,  Setiap

	
	Orang    yang    menghasilkan    Limbah   B3
	wajib    memiliki


Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     B3     untuk
kegiatan  Pengolahan  Limbah B3.

(2) 	Setiap   Orang   yang   rnenghasilkan   Limbah  83  sebagaimana dimaksud		l~d.rl~          ayat      (1)    mengajukan       permohonan Persetujuan			Teknie      Pengelolaan     Limbah     B3     untuk kegiatan	Pengola han      Limbah     B3     kepada        Menteri, dilengkapi  dengar;   persyaratan    yang   meliputi



a.  nama    ...
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a. 		nama,    sumber,   karakteristik,    dan  jumlah    Limbah  83 yang   akan   diolah;

b.       lokasi   dan  koordinat  kegiatan  Pengolahan   Limbah  83;

c.      rencana   pembangunan     fasilitas   Pengolahan    Limbah
83,   bagi  Pengolahan   Limbah  83  yang   mernbutuhkan
fasilitas  Pengolahan   Limbah  83,  yang   memuat:

1.     desain,      rancang    bangun      fasilitas    Pengolahan
Limbah  83,   dan/atau     alat   Pengolahan    Limbah
83;dan

2.     jadwal       pelaksanaan       pembangunan       fasilitas
Pengolahan   Limbah  83;

	d.
	dokumen   mengenai   tempat    Penyimpanan
	Limbah  8.3

	
	sesuai     dengan      ketentuan     sebagaimana
	dimaksud


dalam   Pasal   286 sampai    dengan    Pasal   291;

e. 		dokumen   mengenai   pengemasan    Limbah   83   sesuai  dengan 	ketentuan     sebagaimana     dimaksud      dalam  Pasal   292;

f. 	dokumen   mengenai   desain    dan   spesifikasi   teknologi, metode,	proses,     dan    kapasitas    Pengolahan    Limbah
83;

	g.
	dokumen
	mengenai   nama    dan   iumlah     bahan     baku

	
	dan/atau
	bahan    penolong  berupa    Limbah  83   untuk

	
	campuran
	Pengolahan   Limbah  83;


h.      prosedur   Pengolahan   Limbah  83;

	
1.
	dokumen     rencana
	uji     coba     peralatan,      metode,

	
	teknologi,  dan/atau
	fasilitas   Pengolahan    Limbah  83

	
	yang   meliputi:
	

	1.
	lokasi   uji  coba;
	

	2.
	jadwal   pelaksanaan    uji  coba;
	

	3.
	keterangan        mengenai       peralatan,
	metode,


teknologi,  dan/   atau   fasilitas  Pengolahan   Limbah
83;

4.      keterangan    mengenai   rencana    pelaksanaan     UJI
coba;dan
5.      prosedur   penanganan    pelaksanaan    uji  coba, bagi  Pengolahan   Limbah  83:


1. dengan    ...
 (
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1.	dengan      cara     termal      sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   343  ayat   ( 1)   huruf   a;  dan

2.       dengan  cam   lain   se suai   dengan    perkembangan ilmu 	pengetanuan     dan    teknologi   sebagairnana dimaksud	daiarri   Pasal   343  ayat   (l)  huruf   c yang tidak   rncrniliki   Standar   Nasional  Indonesia;

J.	Sistern    Tanggap   Darurat    berupa     dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  B3;  dan

k.	tenaga    kcrja   yang   memiliki  sertifikat   kompetensi     di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.



Pasal   348

(1) 		Menteri     seteiah       mcnerrma     permohonan        Persetujuan Teknis   Pengelolaan   Limbah 83  untuk    kegiatan   Pengolahan Limbah	B3    sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal    347 mernberikan	 p--ruyataan    tertulis     mengenai    kelengkapan adrninistrasi	perrnohonan   Persetujuan   Teknis   Pengelolaan Limbah  83  untuk    kegiatan  Pengolahan   Limbah   B3,  paling  lama   2 (dua]  hari   kerja   sejak   permohonan     diterirna.

(2) 	Setelah        permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi  paling   lama   7 (tujuh   )   hari   kerja.

(3J	Dalam    hal   hasil     verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) mcnunjukkan:

a.      p-rmohonan    Persetujuan    Teknis   Pengelclaan   Lirnbah
83    rnemenuhi     persyaratan,      Menteri    menerbitkan Persetujuan     Tcknis    Pengelolaan    Limbah   8.'3  untuk kegiaran  Pengolahan   Limbah  83  paling   lama   7 (tujuh) hari   kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui;   atau

b.      permor.onan    Persetujuan    Teknis   Pengelolaan   Limbah
83 	tidak    mernenuhi    persyaratan,    Menteri   menolak permohonan	Persetujuan    Teknis   Pengeiolaan   Limbah
83    untuk     kegiatan    Pengolahan    Limbah    83    paling    ~ lama     7    (tujuru     hari     kerja     sejak     hasil     verifikasi diketahui,   disertai  dengan    alasan    penolakan.






Pasal   349  ...
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Pasal349

(1)	Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     B3     untuk kegiatan	Pengolahan   Limbah  B3  wajib   diubah    dalam    hal terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan    yang   meliputi:

a.       nama   dan   karakteristik    Limbah  B3 yang   diolah;

b. 	desain,        teknologi,      metode,      proses,        kapasitas, dan/   a tau   fasilitas  Pengolahan   Limbah  B3;  dan/   a tau

c.      bahan      baku      dan/   a tau     bahan      penolong     berupa
Limbah  B3  untuk    campuran  Pengolahan  Limbah B3.

(2)	Permohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis    sebagaimana dimaksud	pada    ayat   ( 1)   diajukan    secara    tertulis     kepada Menteri  paling    lama   30   (tiga puluh)    hari,    setelah    terjadi perubahan.

	(3)
	Menteri     melakukan
	evaluasi
	terhadap      permohonan

	
	perubahan     Persetujuan
	Teknis
	sebagaimana     dimaksud


pada    ayat   (2)  paling    lama    10  (sepuluh)   hari   kerja    sejak
permohonan   perubahan    Persetujuan   Teknis   diterima.

(4)	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (3) menunjukkan:

	a.
	kesesuaian
	data,     Menteri   menerbitkan     perubahan

	
	Persetujuan
	Teknis    Pengelolaan    Limbah   B3   untuk


kegiatan  Pengolahan   Limbah  B3 paling   lama   7 (tujuh)
hari   kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau

b.       ketidaksesuaian     data,   Menteri  menolak   perrnohonan perubahan		Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah B3   untuk     kegiatan    Pengolahan    Limbah   B3   paling lama 	7    (tujuh)      hari     kerja     sejak     hasil     evaluasi diketahui,	disertai    dengan    alasan    penolakan.

(5)	Peruhahan     Persetujuan     Teknis     sebagairnana     dimaksud pada 	ayat   (4)  huruf    a  menjadi   dasar    dalam    perubahan Persetujuan	Lingkungan.



Pasal   3SO

(1)	Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     B3     untuk kegiatan	Pengolahan    Limbah  83  sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   348  ayat   (3) huruf   a paling   sedikit   memuat:

a.      ideutitas   pemegang   Persetujuan    Teknis    Pengelolaan
Limbah   B~~;


b.  tanggal    ...
 (
SK 
 
No
 
084885
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK       INOONESIA


-   2·-:t-6  -


b.      tanggnl    penerbitan    Persctujuan    Teknis    Pengelolaan
Limbah  B3;

	c.
	kewajiban  pemegang   Persetujuan  Teknis
	Pcngelolaan

	
	Limbah  BJ   untuk     kegiatan   Pengolahan
	Limbah  D3,


setelah    Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

d. 	pr.rsyaratan       te.knis     Pengolahan     Limbah    83    yang meliputi:

1.     narna,     surnbcr,    dan    karakteristik     Limbah   83
yang  akan   diola h;

2. 	jumlah      dan    kapasiras    Lirnbah   83    yang    akan diolah;

3.       desain   dan   rancang   bangun    fasilitas  Pengolahan
Lirnbah  B3;

4       spesifikasi   teknis   alar  Pengolahan  Lirnbah B3;

5       Lrt~aletak  lokasi   fasilitas  Pengolahan   Lirnbah  83;

6.      ketentuan  Simbol   Limbah  B3;

7.       tata    lctak    saluran      untuk     pengelolaan    Limbah cair   yang   dihas  ilkan   dari   kegiatar.   Pengolahan Limbah  B3;

8.      hasil      uji     laboratorium      t.:.11t1.1k   karakteristik
Limbah  B3 yang   akan   diolah;

9. 		UJI      Iabcratorium      untuk      parameter       kualitas lingkungan;	dan

10.    Sistem      Tanggap     Darurat      berupa       dokurnen program  kedaruratan    Pengelolaan   Limbah  B3.


(2) 	Kewajiban    pemegang     Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah	r3.3     untuk      kegiatan     Pengolahan     Limbah    B3 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (1} huruf   c paling   sedikit meliputi:
 (
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a. 	melakukar,         ide.ntitikasi dik1lrrl!)l1lk;1r1_;


Limhah


83         yang

b. 		rnelakukan   pencatatan    nama   dan  jumlah    Limbah  B3 yang   drolah:

c.      melak.v-nakan  uji coba  Pengclahan  Limbah B3,  bagi
Pengolahan   Limbah  B2,:


J  .   dengan    ...
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1.	dengan      cara     termal      sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   343  ayat   ( 1)   huruf   a; dan

2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkembangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   ( 1)   huruf   c yang tidak   merniliki Standar   Nasional  Indonesia;

d. 	melaksanakan    Pengolahan   Limbah  83  sesuai    dengan standar 	Pengolahan   Limbah  83;

e. 	memfungsikan      tempat      Penyimpanan      Limbah    83 sebagai   tempat    Penyimpanan   Limbah  83;

f.	menyimpan    Limbah  83   yang   akan    diolah    ke  dalam tempat    Penyimpanan   Limbah  83;

g. 	melakukan     Pengurnpulan     Limbah    83    yang     akan diolah;

	h.
	mengolah
	Limbah
	83
	sesuai      dengan
	teknologi

	
	Pengolahan
	Limbah
	83
	yang   dimiliki;
	

	
1.
	menyusun pembangunan
	dan fasilitas
	menyampaikan
Pengolahan   Limbah
	laporan
83,   bagi


Penghasil   Limbah  83   yang   belum    mcrniliki  fasilitas
Pengolahan   Limbah  83;

	J.
	menyusun
	dan     menyampaikan      laporan      uji    coba

	
	Pengolahan
	Limbah  83)  bagi  Pengolahan   Limbah  83:


1.     dengan   cara   se bagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
343  ayat   (1) huruf   a;  dan

2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkembangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tidak   memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;

k.    menyusun   dan   menyampaikan     laporan     Pengolahan
Limbah  83;

1.	memiliki  dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  83;  dan

m. 	memiliki    tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di  bidang   Pengelolaan  Limbah  83.





Pasal   351   ...
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	(i)
	Penghasil      Lirnbah
Pengolahan   Limbah
	83      yang
83  wajib:
	melakukan
	kegiatan

	a.
	melaksanakan      kewajiban dalam    Persetujuan     Teknis untuk    kegiatan  Pengolahan
	sebagaimana Pengelolaan Limbah  83;
	tercantum
Limbah   83

	b.
	melakukan di   tempat
	Penyimpanan
Penyimpanan
	Limbah  83  yang   dihasilkan
Limbah   83    sebagairnana

	dimaksud   dalam   Pasal   286  sampai    dengan    Pasal   291;

	c.
	melakukan dihasilkannya
292;
	pengemasan sebagairnana
	Limbah dimaksud
	83 dalam
	yang
Pasal

	d.
	rnelakukan
	Pengumpulan
	Limbah
	83
	yang


dihasilkannya    sesuai   dengan    ketentuan    sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   298;

	e.
	melakukan
	Pengolahan         Limbah        83
	yang

	
	dihasilkannya
Persetujuan
	sesuai       dengan       ketentuan
Teknis    Pengelolaan    Limbah   83
	dalam
untuk


kegiatan  Pengolahan   Limbah  83;

f.      mernenuhi   standar     pelaksanaan    Pengolahan   Limbah
83    se bagaimana    dimaksud    dalam     Pasal    345    dan
Pasal   346;

g.      menaati    Baku    Mutu    Air   Limbah,   jika    Pengolahan
Limbah  83  menghasilkan    Air Limbah;

h. 	melakukan      penyimpanan      residu       dan/   atau      sisa pembakaran,	jika   Pengolahan   Limbah  83   dilakukan dengan    cara   termal;

	
1.
	menyusun
	dan            menyampaikan
	laporan

	
	pembangunan
	fasilitas   Pengolahan   Limbah
	83,   bagi


Penghasil   Limbah  83   yang   belum    memiliki   fasilitas
Pengolahan   Limbah  83;

	J.
	menyusun
	dan     menyampaikan      laporan      uji    coba

	
	Pengolahan
	Limbah  83,  bagi  Pengolahan   Limbah  83:

	
1.            dengan      cara     termal      se bagaimana     dimaksud


dalam   Pasal   343  ayat   ( 1)  huruf   a;  dan






2.  dengan    ...
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2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkembangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tidak   memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;

k.     menyusun    dan   menyampaikan     laporan     Pengolahan
Limbah  83,  yang   memuat:

1.     nama,       sumber,     jumlah,      dan      karakteristik
Limbah  83;  dan

2. 	pelaksanaan       Pengolahan      Limbah     83      yang dihasilkannya;

1.	memiliki  dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  83;  dan

m. 	memiliki    tenaga       keria      yang      merniliki    sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.

(2) 	Dalam   hal  Pengolahan   Limbah  83  dilakukan   dengan    cara termal, 		selain       memenuhi       kewajiban       sebagaimana dimaksud	  pada    ayat    ( 1),  pernegang   Persetujuan     Teknis Pengelolaan	Limbah   83   wajib   melakukan    penyimpanan residu   dan/atau     sisa   pernbakaran    berupa    abu   dan   cairan sesuai 	dengan     ketentuan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   285  sampai    dengan    Pasal   297.

(3) 	Dalam   hal  Pengolahan   Limbah  83  dilakukan   dengan    cara stabilisasi	dan    solidifikasi,   selain    memenuhi    kewajiban sebagaimana		dimaksud      pada       ayat       (1),     pemegang Persetujuan		Teknis       Pengelolaan      Limbah     83      wajib melakukan	  Penimbunan    Limbah  83   basil   stabilisasi   dan solidifikasi  di fasilitas  penimbusan    akhir   Limbah  83.

(4) 	Laporan   pembangunan     fasilitas   Pengolahan    Limbah   83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   i disampaikan kepada    Menteri  paling   lambat    14  (empat   belas)   hari   sejak selesainya	pembangunan    fasilitas  Pengolahan   Limbah  83.

(5) 	Laporan   uji   coba    Pengolahan    Limbah   83    sebagaimana dimaksud		pada     ayat    (1)   huruf    j   disampaikan     kepada Menteri,	paling     lambat      14    (empat     belas)     hari     sejak selesainya	  uji  coba  Pengolahan   Limbah  83.


(6) Laporan  ...
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(6)	Laporan   Pengolahan    Limbah  83   sebagaimana   dim'.aksud pada   ayat   (1) huruf    k disampaikan    kepada    Menteri  paling sedikit 	1        (satu)     kali     dalam      6    (enam)   bulan      sejak Persetujuan	Teknis   Pengelolaan   Limbah  83  diterbitkan.



Pasal   352

(1) 	8erdasarkan     laporan     pembangunan     fasilitas   Pengolahan Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   351   ayat (1) huruf   i, Menteri  melakukan   verifikasi  paling   lambat    10 (sepuluh)  hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

(2)	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    fasilitas  Pengolaha.n  Limbah  83:

	a.
	sesuai       dengan       Persetujuan      Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah  83   untuk     kegiatan   Pengolahan
	Limbah   83,

	
	Menteri    menerbitkan      SLO   kegiatan
	Pengolahan

	
	Limbah   83,    bagi   kegiatan    Pengolahan
	Limbah   83

	
	yang    tidak     wajib    dilakukan     uji    coba
	Pengolahan


Limbah  83;  atau

b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan Limbah  83   untuk     kegiatan   Pengolahan    Limbah   83, Menteri  menyampaikan    surat    agar   Penghasil   Limbah
83   mengubah   rencana   pembangunan     fasilitas Pengolahan      Limbah     83      yang      termuat      dalam Persetujuan     Teknis     Pengelolaan    Limbah   83    untuk kegiatan   Pengolahan   Limbah  83.

(3)	Penerbitan    SLO  atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.



Pasal353

(1)	Berdasarkan     laporan     uji   coba    Pengolahan     Limbah   83 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   351   ayat   (1) huruf   j, Menteri  melakukan    verifikasi  paling   lambat     10  (sepuluh) hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

(2) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    uji  coba   Pengolahan   Limbah  83:



a.  sesua1   ...
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	a.
	sesuai Limbah Menteri Lirnbah
	dengan       Persetujuan      Teknis
83   untuk    kegiatan   Pengolahan rnenerbitkan	SLO   kegiatan
83;  atau
	Pengelolaan Lirnbah  83, Pengolahan

	b.
	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis
Lirnbah  83   untuk     kegiatan   Pengolahan
	Pengelolaan
Lirnbah  83,


Menteri  rnenyarnpaikan    surat    agar   Penghasil   Limbah
83   rnengubah    proses    Pengolahan    Lirnbah   83   yang terrnuat     dalarn      Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Lirnbah  83  untuk    kegiatan  Pengolahan   Lirnbah  83.

(3)	Penerbitan    SLO  atau     penyarnpaian     surat     sebagairnana dirnaksud	pada    ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.



Pasal354

	(1)
	Setiap      Orang      yang
	menghasilkan
	Lirnbah    83     dan

	
	rnelakukan      kegiatan
	Pengolahan
	Lirnbah     83     wajib


rnerniliki penetapan   penghentian   kegiatan  jika  berrnaksud:

a.      rnenghentikan    Usaha   dan/atau    Kegiatan;  atau

	b.
	rnengubah    penggunaan     atau
	rnemindahkan
	lokasi

	
	dan/atau    fasilitas  Pengolahan
	Lirnbah  83.
	


(2) 	Untuk      rnernperoleh     penetapan      penghentian      kegiatan, Setiap   Orang   sebagairnana    dirnaksud   pada   ayat   (1) wajib rnelakukan	  pemulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup    dalarn hal   terdapat   Pencernaran    Lingkungan   Hidup,    dan   harus rnengajukan		perrnohonan    secara    tertulis    kepada    Menteri, gubernur,	 atau     bupati/wali      kota     sesuai      kewenangan penerbitan	Persetujuan    Lingkungan.

(3)    Perrnohonan      sebagairnana      dirnaksud      pada      ayat      (2)
dilengkapi  dengan:

a.      identitas   pernohon;

b.      laporan        pelaksanaan        Pengolahan       Lirnbah     83;
dan/atau

c.      laporan     pelaksanaan     pernulihan    fungsi    Lingkungan
Hidup.






(4) Menteri  ...
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(4)	Menteri,     gubernur,       atau       bupati/wali       kota      setelah menerima	permohonan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (3) melakukan   evaluasi  terhadap   permohonan   paling   lama
10 (sepuluh)  hari   kerja   sejak   permohonan   diterima.

(5)	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (4) menunjukkan:

a. 		tidak      terdapat      Pencemaran      Lingkungan       Hidup,  Menteri,		gubernur,     atau     bupati   /wali     kota    sesuai  dengan 	 kewenangannya       menerbitkan        penetapan penghentian	kegiatan   Pengolahan   Limbah    B3  paling  lama 	7  (tujuh)    hari    sejak    hasil    evaluasi    diketahui;
a tau

b. 		terdapat    Pencemaran    Lingkungan    Hidup,    pemohon wajib 	melakukan      pernuiihan     rungsi     Lingkungan Hidup.

(6) 	Penghasi]   Limbah  8.3  wajib   melaporkan    aurat    penetapan penghentian	kegiatan   sebagairnana    dirriaksud   pada    ayat (5)  huruf    a  yang   diterbitkan    gubernur    atau     bupati/wali kota, 	kepada     Menteri   paling    lambat     5  (lima)  hari    kerja sejak   surat   ditetapkan.

	(7)
	Menteri   menerbitkan     penetapan     penghcntian
	kegiatan

	
	Pengolahan   Limbah  83  paling   larnbat    7  (tujuh]
	hari   kerja


setelah     pemohon    selesai     melakukan     pemuhhan     fungsi
Lingkungan   Hidup    sebagaimana    dirnaksud    pada   ayat   (5) huruf    b,  yang   dibuktikan    dengan    penetapan    status     telah selesainya   pemulihan   lahan   terkontamina   si.



Pasal   .355

	(1)
	Dalam    hal   Setiap    Orang
	yang   mcnghasilkan     Lirr.bah  83

	
	tidak   mampu     melakuxan
	scndiri    ,:•c1i.golahcc1   Limbah  83

	
	yang   dihasilkannya:
	


a.      Pengolahan   Limbah  83  diserahkan    kepada    Pengolah
Limbah  83;   atau

b. 	dapat        melakukan        e~:spcr       Li.nban      B3      yang dihasilkannya

(2) 	Penyerahan     Limbah    83    kcpada      .i.:',:.l--:got.:::.:,    L111~-:ia.i"1    83 sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    ( 1)     uuruf   a   disertai dengan    bukti   penverahan    Limbah  .':t3.
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(3)	Salinan      bukti      penyerahan      Limbah    B3    sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (2)   disampaikan     kepada     Menteri paling   lama   7 (tujuh)   hari  setelah    penyerahan  Limbah B3.

(4)	Ekspor    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) huruf 	b   dapat     dilakukan    jika    tidak    tersedia    teknologi Pemanfaatan	Limbah 83  dan/atau    Pengolahan   Limbah 83 di dalam   negeri.



Pasal356

	( 1)
	Setiap    Orang
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam
	Pasal    355

	
	untuk       dapat
dihasilkannya
	melakukan
wajib:
	ekspor
	Limbah
	B3    yang


a. 	mengajukan    permohonan    notifikasi    secara     tertulis kepada    Menteri;

b. 	menyampaikan     rute    perjalanan    ekspor     Limbah  B3 yang  akan   dilalui;

c. 	mengisi  formulir  notifikasi  dari  Menteri;  dan d. 	 memiliki  izin  ekspor   Limbah B3.
(2)	Menteri  menyampaikan    notifikasi  kepada    otoritas    negara tujuan 	ekspor        dan       negara        transit        berdasarkan permohonan	notifikasi  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (1) huruf   a.

(3)	Notifikasi  yang    disampaikan    oleh   Menteri   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) paling   sedikit   memuat:

a.      identitas   Limbah  83  dan  pemohon;

b.      identitas   importir  Limbah  B3  di negara   tujuan;

c. 	nama,     karakteristik,     dan   jumlah     Limbah   83   yang akan   diekspor;  dan

d.      waktu   pelaksanaan    ekspor   Limbah B3.

(4)	Dalam   hal  notifikasi  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) disetujui		oleh   otoritas    negara    tujuan     ekspor    dan   negara transit 	Limbah   B3,    Menteri   menerbitkan     rekomendasi ekspor   Limbah B3.



(5) Rekomendasi   ...
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(S)	Rekornendasi   ekspor    Limoah  83   sebagairnana    dimaksud pada   ayat  (4) menjadi  dasar   penerbitan   izin  ekspor   Limbah
83   yang   diberikan   oleh   menteri   yang   menyelcnggarakan urusan     pernerintahan    di  bidang   perdagangan.

(6) 	Persyaratan  dan  tata  C81a    permohonan   dan  penerbitan   izin ekspor   Limhah  83  dilaksanakan    sesuai   dengan    ketentuan peraturan	perundang-undangan.



Pasal357

	fl)
	
Pengolah
	
Limbah  B:--1   untuk    dapat   melakukan   Pengolahan

	
	Limbah
	B3     yang      diserahkan         oleh      s.~T.la!J       Orang


sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   355   ayat   ( l l   huruf    a
wajib  rnerniliki:

a.      Persetujuan    Lingkungan;   dan

b.      Perizinan    8crusaha     di   bidang     usaha      Pengelolaan
Lirnbah  B3.

(2) 	Pengotahu.i     Limbah     B3    oleh     Pengolah     Limbah     83 cebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1)  dilakukan    dengan
Cclrc'  ..

a.       tcrrnal;

b.      stabilisasi   d.-11,  solidifikasi;  dan/   atau

c. 	cara       lain      sesuai       dengan       perkernbangan       ilrnu pengetahuan	ctan  teknologi.

(3)    Pengolahan   Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat
[L]  dilakukan   dengan    rnempertirnbangkan:

a.      ketersediaan    teknologi:  dan

b.      standar        Lingkungan      Hidup       atau       baku       muru
Lingkungan   Hidup.

(4) 	Limbah  B3  yang   diolah   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (2) dapat    berasal    dari   Limbah    B3  yang   dihasilkan    oleh   1 [satu)   atau   beber-apa Peughasil  Limbah  83.
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( 1)       Untuk         dapat         memiliki       Persetujuan         Lingkungan sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   357  ayat   (1) huruf   a, Pengolah	Limbah  B3  wajib   memiliki  Persetujuan    Teknis Pengelolaan	 Limbah    B3    untuk      kegiatan     Pengolahan Limbah  B3.

(2)	Pengolah  Limbah  B3  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) mengajukan		permohonan   Persetujuan    Teknis   Pengelolaan Limbah	83       kepada        Menteri,      dilengkapi       dengan persyaratan		yang   meliputi:

a. 		nama,    sumber,   karakteristik,    dan  jumlah    Limbah B3 yang   akan   diolah;

b.      lokasi   dan  koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;

c.       rencana   pembangunan     fasilitas   Pengolahan    Limbah B3,  bagi  Pengolahan   Limbah  B3  yang   membutuhkan fasilitas  Pengolahan   Limbah  B3,  yang   memuat:

1.	desain,      rancang    bangun      fasilitas    Pengolahan Limbah  83,   dan/  atau    alat   Pengolahan    Limbah B3;dan

2.     jadwal       pelaksanaan       pembangunan        fasilitas
Pengolahan   Limbah  B3;

	d.
	dokumen   mengenai   tempat    Penyimpanan
	Limbah B3

	
	sesuai     dengan      ketentuan     sebagaimana
	dimaksud


dalam   Pasal   286  sampai    dengan    Pasal   291;

e. 	dokumen   mengenai   pengemasan    Limbah   B3   sesuai dengan 	ketentuan     sebagaimana     dimaksud    .dalam Pasal   292;

f.	dokumen   mengenai   desain    dan   spesifikasi   teknologi, metode,	proses,     dan    kapasitas    Pengolahan    Limbah B3;

g. 	dokumen   mengenai   nama    dan   jumlah     bahan     baku dan/   atau    bahan    penolong  berupa    Limbah  B3  untuk campuran	Pengolahan  Limbah B3;

h.      prosedur   Pengolahan   Limbah  83;

1.		dokumen     rencana     uji     coba     peralatan,      metode, teknologi,   dan/   atau    fasilitas  Pengolahan  Limbah  B3 yang   meliputi:


1. lokasi   ...
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	l ,
	Jokasi  uji  ccba;
	

	2.
	jadwal   pelaksanaan    uji coba;
	

	3.
	keterangan        mengenai       peralatan,
	metode,


teknologi,  dan/   atau   fasilitas  Pengolahan   Limbah
B3;
4. 	keteraugan    mengenai   rencana    pelaksanaan     uji coba;dan
5.      prosedur   penanganan    pelaksanaan    uji  coba, bagi  Pengolahan   Lirnbah  B.1:
l. 	dengan      cara     termal      sebagaimana      dimaksud dalarn   Pasal   343  ayat   (1) huruf   a;  dan
'2.	dengan    cara   lair.   sesuai    dengan    perkernbangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagairnana dirnaksud	dalarn   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tidak   memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;
	J.
	bukti     kepemilikan     atas     dana     penjaminan
	untuk

	

k.
	pernulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup;
per hitungan   biaya   dan   model  keekonornian;
	


l.      rencana        pembangunan         dan/atau         penyediaan
laboratoriurn      uji     Limbah    83     a tau     alat     analisa laboratorium  yang  mampu   menguji paling  sedikit karakteristik     Lirnbah   83    mudah     meledak,    mudah
	
	menyala,  reaktii,    korosif,
	dan/   atau   beracun;
	

	m.
	Sistem    Tanggap   Darurat kedaruratan    Pengeiolaan
	berupa     dokumen
Limbah  B3:  dan
	program


n.       tenaga    kerja   yang   memiliki  sertifikat   kompetensi     di
bidang   Pengelotaan   Limbah  83.


Pasal   359

(1) 		Menteri     setelah       merierima     permohonan       Persetujuan Teknis   Pengelolaan  Limbah  83  untuk    kegiatan   Pengolahan Limbah	B3    sebagairnana     dimaksud     datam     Pasal     .358 mernberikan	 pernyataan     tertulis     rnengenai    kelengkapan administrasi	permohonan   Persetujuan   Teknis   Pengelolaan Limbah  B3  untuk    kegiatan   Pengo)ahan   Limbah   B3,  paling  lama   2 (dua)  hari   kerja   sejak   permohonan    diterima.

(2) 	Setelah        perrnohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi  paling   lama   7 (tujuh)   hari   kerja,

(3) Dalam   ...
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(3)	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) menunjukkan:

a. 	permohonan   Persetujuan   Teknis   Pengelolaan   Limbah B3 	memenuhi     persyaratan,      Menteri    menerbitkan Persetujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan  Pengolahan   Limbah  B3 paling   lama   7 [tujuh] hari  kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui;   atau

b.       permohonan   Persetujuan   Teknis   Pengelolaan   Limbah B3 tidak  memenuhi  persyaratan,   Menteri menolak permohonan	Persetujuan    Teknis   Pengelolaan   Limbah B3   untuk     kegiatan    Pengolahan    Limbah   B3   paling lama 	7    (tujuh)     hari     kerja     sejak     hasil     verifikasi diketahui,	disertai    dengan    alasan    penolakan.



Pasal360

(1)	Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     B3     untuk kegiatan	Pengolahan   Limbah  B3  wajib   diubah    dalam    hal terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan    yang   meliputi:

a.       nama   dan   karakteristik    Limbah  B3 yang   diolah;

b. 	desain,        teknologi,      metode,      proses,        kapasitas, dan/   atau   fasilitas  Pengolahan   Limbah  B3;  dan/   atau

c.      bahan      baku      dan/   atau      bahan      penolong     berupa
Limbah  B3  untuk    campuran  Pengolahan  Limbah B3.

	(2)
	Permohonan    perubahan
	Persetujuan    Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah  B3  sebagaimana
	dimaksud   pada   ayat
	( 1)   diajukan


secara    tertulis    kepada    Menteri.

(3)	Menteri     melakukan       evaluasi     terhadap      permohonan perubahan	 Persetujuan     Teknis    Pengelolaan  Limbah  B3 sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (2)   paling     lama     10 (sepuluh)	hari      kerja      sejak      permohonan      perubahan Persetujuan	  Teknis   diterima.

(4) 	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (3) menunjukkan:

	a.
	kesesuaian
	data,     Menteri   menerbitkan     perubahan

	
	Persetujuan
	Teknis    Pengelolaan    Limbah   B3   untuk


kegiatan  Pengolahan   Limbah  B3 paling   lama   7 (tujuh)
hari   kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau

b.  ketidaksesuaian     ...
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b. 	ketidaksesuaian     data,   Menteri  menolak   permohonan perubahan	Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah
83   untuk     kegiatan    Pengolahan    Limbah   83    paling
lama     7    (tujuh)      hari     kerja     sejak     hasil     evaluasi diketahui,   disertai    dengan    alasan    penolakan.

(5) 	Perubahan     Persetujuan     Teknis    Pengelolaan    Limbah   83 sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (4)  huruf     a   menjadi dasar   dalam   perubahan    Persetujuan    Lingkungan.



Pasal   361

( 1)       Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Limbah     83     untuk kegiatan	Pengolahan   Limbah  83   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   359  ayat   (3) huruf   a paling   sedikit   memuat:

	a.
	identitas
Limbah
	pemegang
83;
	Persetujuan
	Teknis
	Pengelolaan

	b.
	tanggal
Limbah
	penerbitan
83;
	Persetujuan
	Teknis
	Pengelolaan


c. 	kewajiban  pemegang  Persetujuan    Teknis   Pengelolaan Limbah  83   untuk     kegiatan   Pengolahan    Limbah   83, setelah    Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

d. 	persyaratan      teknis     Pengolahan     Limbah    83    yang meliputi:

1.		nama,     sumber,    dan    karakteristik      Limbah   83 yang   akan   diolah;

2. 	jumlah      dan    kapasitas     Limbah   83    yang    akan diolah;

3.      desain   dan   rancang   bangun    fasilitas  Pengolahan
Limbah  83;

4.      spesifikasi   teknis   alat   Pengolahan   Limbah  83;

5.      tata   letak   lokasi   fasilitas  Pengolahan   Limbah  83;

6.      ketentuan    Simbol   Limbah  83;

7. 	tata    letak    saluran     untuk     pengelolaan    Limbah cair   yang   dihasilkan    dari   kegiatan   Pengolahan Limbah  83;

8.      hasil      uji     laboratorium      untuk       karakteristik
Limbah  83  yang   akan   diolah;


9.  uji   ...


-  ?.5() -


9.       UJl       laboratorium      untuk       parameter      kualitas lingkungan;

I   0.    Sistern      Tanggap     Darurat      berupa       dokumen program	kedaruratan     Pengelolaan    Limbah   83; dan
1   1.   kepemilikan   fas.ilitas  Iaboratorium   dan/   a tau  alat analisa 		laboratcriurn      yang     mampu       menguji paling 	sedikit    karakteristik    Limbah  83   mudan rneledak,		mudah       menyala,     reaktit,      kcrosif, dany atau   beracun.

 (
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(2) 	Kewajiban    pemegang    Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah 	B3    untuk      kegiatan     Pengolahan     Limbah    8-'3 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (1) huruf   c paling   sedikit meliputi.
 (
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a.       rnelakukan         identifikasi dikumpulkan;


Lim bah         83


yang

b.       melakukan   pencatatan    nama   dan  jurnlah    Limbah  83 yang   diolah;

c.      melaksanakan     uji  coba   Pengolahan   Lirnbah   B~~.   bagi
Pengolahan   Limbah  83:

l ,             dengan      car a    termal    sebagaimana     dirnaksud dalarn   Pasal   343  ayat ( 1)   huruf   a;  dan

2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkernbangan ilrnu   pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tioak   merniliki  8tandar     Nasional  Indonesia;

d. 	melaksanakan    Pengolahan   Limbah  83  sesuai    dengan standar 	Pengolahan  Limbah B3;

e.      memfungsikan      tempat      Penyimpanan      Limbah    B~
sebagai   tempat  Penyimpanan   Limbah  83;

f. 	menyimpan    Limbah  83   yang   akan    diolah    ke  dalam ternpat    Peuvimpanar,   Limbah  B3;

g. 	rne-lakukan     Pengumpulan      Lirnbah   83    yang     akan diolah:

	h.
	rnr-ngolah
	Limbah     83     sesuai      Jengan
	teknologi

	
	Pcngolahan
	Lirnbah  B3 yang   dimiliki;
	



~-   rnenyusun   ...
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1.
	menyusun
	dan            menyampaikan
	laporan

	
	pembangunan
	fasilitas   Pengolahan   Limbah
	83,   bagi


Pengolah   Limbah   83   yang    belum    memiliki   fasilitas
Pengolahan   Limbah  83;

	J.
	menyusun
	dan     menyampaikan      laporan      uji    coba

	
	Pengolahan
	Limbah  83,   bagi  Pengolahan   Limbah  83:


1.	dengan      cara     termal      sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   343  ayat   ( 1)   huruf   a;  dan

2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkembangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tidak   merniliki  Standar   Nasional  Indonesia;

k.      menyusun    dan   menyampaikan     laporan     Pengolahan
Limbah  83;

1.	memiliki  dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  83;  dan

m.     memiliki    tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di  bidang   Pengelolaan   Limbah  83.



Pasal362

(1)    Pengolah  Limbah  83  wajib:

	a.
	melaksanakan      kewajiban dalam    Persetujuan     Teknis untuk    kegiatan   Pengolahan
	sebagaimana Pengelolaan Limbah  83;
	tercantum
Lirnbah   83

	b.
	melakukan di   tempat
	Penyimpanan   Limbah  83  yang   dihasilkan
Penyimpanan   Limbah   83    sebagaimana

	dimaksud   dalam   Pasal   286  sampai    dengan    291;

	c.
	melakukan
	pengemasan
	Limbah
	83
	yang

	
	dihasilkannya
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam
	Pasal

	
	292;
	
	
	
	

	d.
	melakukan
	Pengurnpulan
	Limbah
	83
	yang


dihasilkannya    sesuai   dengan    ketentuan    sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   298;




 (
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e.   melakukan    ...
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e. 	melakukan         Pengolahan         Limbah        B3        yang dihasilkannya		sesuai       dengan       ketentuan       dalam Persetujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan Pengolahan  Limbah B3;

f.	memenuhi   standar     pelaksanaan    Pengolahan   Limbah B3   sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    345    dan Pasal   346;

g.      menaati    Baku    Mutu    Air   Limbah,   jika    Pengolahan
Limbah  83  menghasilkan    air  Limbah;

h. 	melakukan      penyimpanan      residu       dan/   atau      sisa pembakaran,	jika   Pengolahan   Limbah  B3  dilakukan dengan    cara   termal;

	
1.
	menyusun
	dan            menyampaikan
	la poran

	
	pembangunan
	fasilitas   Pengolahan   Limbah
	B3,   bagi


Pengolah   Limbah   B3  yang   belum    memiliki   fasilitas
Pengolahan   Limbah  83;

	J.
	menyusun
	dan     menyampaikan      laporan      uji    coba

	
	Pengolahan
	Limbah  83,   bagi  Pengolahan  Limbah B3:


1.	dengan      cara     termal      sebagaimana      dimaksud dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   a;  dan

2. 	dengan    cara   lain   sesuai    dengan    perkembangan ilmu 	pengetahuan     dan    teknologi   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   343  ayat   (1) huruf   c yang tidak   memiliki  Standar   Nasional  Indonesia;

k.     menyusun    dan   menyampaikan     laporan     Pengolahan
Limbah  B3,  yang   memuat:

1.     nama,       sumber,     jumlah,      dan      karakteristik
Limbah  B3;  dan

2.       pelaksanaan       Pengolahan      Limbah     B3     yang dihasilkannya;

1.	memiliki  dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  B3;  dan

m. 	merniliki   tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan Limbah B3.
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(2)	Dalam   hal  Pengolahan   Limbah  83  dilakukan   dengan    cara termal, 		selain       memenuhi       kewajiban       sebagaimana dimaksud	  pada    ayat    ( 1),  pemegang   Persetujuan     Teknis Pengelolaan	Limbah   83   wajib   melakukan    penyimpanan residu    dan/   atau   sisa   pembakaran    berupa    abu   dan   cairan sesuai 	dengan     ketentuan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   285  sampai    dengan    Pasal   297.

(3)  Dalam   hal  Pengolahan   Limbah  83  dilakukan   dengan    cara stabilisasi	dan    solidifikasi,   selain    memenuhi    kewajiban sebagaimana		dimaksud      pada       ayat       (1),     pemegang Persetujuan		Teknis       Pengelolaan      Limbah     83      wajib melakukan	  Penimbunan    Limbah  83   hasil   stabilisasi   dan solidifikasi  di  fasilitas  penimbusan    akhir   Limbah  83.

(4)	Laporan   pembangunan     fasilitas   Pengolahan    Limbah   83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   i disampaikan kepada    Menteri  paling   lambat    14  (empat   belas)   hari   sejak selesainya 	pembangunan    fasilitas  Pengolahan   Limbah  83.

(5) 	Laporan   uji   coba    Pengolahan    Limbah   83    sebagaimana dimaksud		pada     ayat    (1)   huruf    j   disampaikan     kepada Menteri	paling     lambat       14    (empat      belas)     hari     sejak selesainya	   uji  coba   Pengolahan   Limbah  83.

(6)	Laporan   Pengolahan    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   ( 1)   huruf    k disampaikan    kepada    Menteri  paling sedikit 	1        (satu)     kali     dalam      6    (enam)   bulan      sejak Persetujuan	Teknis   Pengelolaan   Limbah  83  diterbitkan.



Pasal   363

(1)	Berdasarkan    laporan     pembangunan     fasilitas   Pengolahan Limbah  83   sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   362  ayat (4),    Menteri    melakukan      verifikasi    paling      lambat       10 (sepuluh)  hari   kerja   sejak   laporan    diterima.

(2)	Dalam    hal   hasil    veri.fikasi  sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    fasilitas  Pengolahan   Limbah  83:

	a.
	sesuai       dengan       Persetujuan      Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah  83   untuk     kegiatan   Pengolahan
Menteri    menerbitkan      SLO   kegiatan
Limbah   83,    bagi   kegiatan    Pengolahan
	Limbah   83,
Pengolahan
Limbah   83

	
	yang    tidak     wajib    dilakukan     uji    coba
	Pengolahan


Limbah  83;  atau


b. tidak     ...
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b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis    Pengelolaan Limbah  B3  untuk     kegiatan  Pengolahan  Limbah B3, Menteri  menyampaikan    surat    agar   Pengolah  Limbah B3 	mengubah      rencana      pembangunan        fasilitas Pengolahan	  Limbah     B3     yang      termuat      dalam Persetujuan	Teknis    Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan Pengolahan  Limbah B3.

(3)	Penerbitan    SLO  atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.

(4) 	SLO untuk    kegiatan   Pengolahan   Limbah  B3  sebagaimana dimaksud	pada   ayat  (2) huruf   a menjadi  dasar   dimulainya:

a.       kegiatan  operasional   Pengolahan   Limbah  B3;  dan

	b.
	pengawasan     terhadap    ketaatan
	penanggung    jawab

	
	Usaha   dan/atau    Kegiatan  dalam
	Perizinan  Berusaha.




Pasal364

	(1)
	Berdasarkan
	laporan     uji   coba    Pengolahan   Limbah  B3

	
	sebagaimana
	dimaksud   dalam   Pasal   362  ayat   (5), Menteri


melakukan   verifikasi  paling   lambat    10 (sepuluh)  hari  kerja
sejak   laporan    diterima.

(2)	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    uji  coba  Pengolahan   Limbah  B3:

	a.
	sesuai Limbah Menteri
	dengan 	Persetujuan      Teknis B3  untuk     kegiatan   Pengolahan menerbitkan	SLO   kegiatan
	Pengelolaan Limbah  B3, Pengolahan

	
	Limbah
	B3;  atau
	

	b.
	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis
Limbah  B3  untuk     kegiatan   Pengolahan
	Pengelolaan
Limbah B3,


Menteri  menyampaikan    surat    agar   Pengolah  Limbah
B3   mengubah    proses    Pengolahan    Limbah   B3   yang termuat	dalam      Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah  B3  untuk    kegiatan  Pengolahan  Limbah B3.

(3)	Penerbitan    SLO  atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.


(4) SLO ...
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(4) 	SLO  untuk    kegiatan   Pengolahan   Limbah  83   sehagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   a menjadi  dasar   dirnulainya:

a.      kegiatan  operasional   Pengolahan   Lirubah  83;   dan

	b.
	pengawasan     terhadap    ketaatan
	penanggung    jawab

	
	Usaha   dan/atau    Kegiatan  dalam
	Perizinan  Bcrusaha.




Pasal   365

[L]	Pengolah      Limbah      83       wajib       merniliki      penetapan penghentian	kegiatan  jika   berrnaksud:

a.      menghentikan    Usaha   dan/atau    Kegiatan;  atau

	b.
	mcngubah     penggunaan     atau
	memindahkan
	J.okasi

	
	dan/atau    fasilitas  Pengolahan
	Limbah  83.
	





 (
(2)
Untuk     
 
mernperoleh    
 
penetapan
penghentian     
 
kegiatan,
Pengolah 
 
Li
m
bah 
 
B3 
 
sebagaimana
dirnaksud  
 
pada  
 
ayat  
 
(
 
l)
)wajib    melakukan     pernulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup dalam    hal   terdapat    Pencemaran    Lingkungar    Hidup,    dan harus     mengajukan     permononan     secara     tertulis     kepada Menteri.

(.3)     Permohonan      sebagaimana      dimaksud      oada      ayat     (2)
dilengkapi  dengan:


a.      identitas   pemohon;
 (
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A
)
b. 	la poran       pelaksanaan       pengoi'an1 an dan/atau


Limbah     R3;

c.      laporan     pelaksanaan     pernulihan    fungsi    Lingkungan
Hidup.

(4) 	Menteri    setelah      me.ierima       permohonan      sebagairnaua dimaksud		pada    ayar    {3j   melakukan     evaluasi    terhadap permohonan		  dan    rnenerbitkan     penetapan     penghentian kegiatan	paling     lama      10    (sepuluh)    hari     kerja     sejak permohonan		diterirna.





Paragraf  ...
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Paragraf  9

Penimbunan    Limbah  Bahan    Berbahaya   dan   Beracun



Pasal   366

	(1)
	Setiap     Orang     yang     rnenghasilkan
	Limbah    B3
	wajib

	
	melaksanakan    Penimbunan    Limbah
	83.
	


(2}		Dalam   hal  Setiap   Orang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat ( 1)   tidak   mampu    melakukan   eendiri,  Penimbunan    Limban B3  diserahkan    kepada    Penirnbun  Limbah  B3.



Pasal   367

	{1)
	Penimbunan
	Limbah
	83     01d1      Penghasil     Limbah    83

	
	sebagaimana
	dimaksud
	dalam    Pasal    .366 ayat    (l)   wajib

	
	memiliki:
	
	


a. 	Persetujuan    Lingkungan;   dan b. 	Perizinan  Berusaha.
(2) 	Penimbunan   Limbah  B::) sebagaimana   dimaksud   pada   a.yat ( l) dapat   dilakukan   pada   fasilitas  Penimbunan   Limbah  B8 berupa:

a.      penim  busan    akhir;

b.      sumur    injeksi,

c.      pcnernpatan   kembali  di area   bekas   tambang;
d.       bendungan    penampung   Limbah  tam hang;   dan  / atau e.     fasilitas   Penirnbunan    Limbah  B3  lain   sesuai    dengan
perkembangan    ilrnu  pengetahuan    dan   teknologi,

(3) 	Fasilitas    Penirnbunan     Limbah   B3   berupa      penimbusan akhir   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   a terdiri
	atas
	fasiiitas  penirnbusan
	akhir   Limbah  83:

	a.
	kelas   I;
	

	b.

c.
	kelas   II; dan

ketas   III.
	



 (
'.·
·
)
(4) Terhadap   ...
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(4) 	Ter1H-1d:.::1p   Limhah   B.3   kategor.    2   dari    sumber      spe sifik khusus 	yang  memiliki  tingkat   kontaminasi   radioaktif  lebih besar   dari  at.au  sama   dengan    i  Bq/ cm2   (satu   Becquerel  per sentimeter	pcrsegi)     dan ,' atau       konsentrasi       aktivitas sebesar:

a. 		l    Bq/gr      (satu     Becquerel    per    gram)    untuk      tiap radionuklida	anggota   dcret    uranium     dan    thorium; atau
b.       1  J Bq/ gr (sepuluh  Becquerel  per  gram)  unruk    kaliurn, dilakukan     penirnbunan       paling     rendah      pada     fasilitas
penimbusan    akhir     Limbah     83    kelas     II   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3) huruf   b.

(5) 	Radionuklida    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (4) huruf a me ..1. i· puti:•

a.      Uranium-·238   (U-2~38): b.      Plumbum-Zl  O  (Pb-210); c.      kadium-226    (Ra-226);
d.      I<adium-228  iRa-228); e.      Thorium-228   (Th-228); f.         '!'horium-230   (Th-230);
g.      ThL"irium-234 (Th-234);   dan

h.      Polonium-210   (Pc-2  (O].

	(6)
	Radionuklida        Pnloniurn-210
	(Po-210)
	sebagaimana

	
	dimaksud    pada    ayat    {5)  huruf
	h  hanya
	berlaku     untuk


pencntuan     konsentrasi     aktivitas    radionuklida     a.nggota
deret   uranium   dan   thorium   pada   Limbah   B3 yang   berasal dari  kegiatan  eksploitasi   dan   pengi]angan   gas  bumi.

l7) 		Limbah   B-~   berupa     tailing    dari    kegiatan     pertambangan yang  mern.Iiki tingkat   kontaminasi   radioaktif   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (4) dapat    diternpatkan     pada   fasilitas Penimbunan	Lirnbah  B3  berupa     bendungan     penampung Limbah  tarnbang.




Pasal   368   ...
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Pasal   368

(1) 	Setiap    Orang    yang   rnenghasilkan    Limbah  83   yang   axan melakukan     Penirnbunan     Limbah    B3     pada      Iasilitas penimbusan	akhir    sebagairnana    dimaksud    dalarn    Pasal
 (
Persetujuan     
 
Teknis kegiatan 
 
Penimhunan
Pengelolaan
Limbah 
 
B3
.
Li
m
bah   
 
B3
untuk
Uji
 
total 
 
konsentrasi  
 
zat 
 
p
e
nc
e 
 
mar 
 
sebagaimana  
 
dimak 
 
sud
pada      
 
a
y
at
sebagaimana
(1)    
 
dilakukan      
 
pada      
 
laboratorium
dimaksud  
 
dalam  
 
Pasal  
 
279.
~!I
)367  ayat   (2) huruf   a wajib  melakukan    uji  total   konsentrasi zat       pencernar       sebelum       mengajukan        permohonan



(2)



(3) 	Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83  sebagairnana dimaksud	pada   ayat   ( 1):

a. 	wajib   mengajukan    perrnohonan    Persetujuan     Teknis Pengelolaan		Limbah  83   nntuk     Penirnbunan    Limbah B3   paling    lama    30   (tiga   puluh)    hari    scjak    uji   total konsentrasi			zat     pencemar      Limbah     83      selesai dilakukan;	atau

b.      dapat   menyerahkan    kepada    Penimbun   Limbah  83.



Pasal369

(J)	Lokasi      Penimbunan       Liinbah     83      harus       memenuhi persyaratan	yang   meliputi:

a.      bebas   banjir;

b.      permeabilitas   tanah;

c. 	merupakan    daerah    yang   secara   geologis arnan,   stabil, tidak   rawan    bencana,   dan   di  luar   kawasan   lindung; d9n
d. 	tida 1<  merupakan    daerah    resapan   air  tanah,  terutama yang  digunakan   untuk    air  minurn.

:21	Persyaratan    permeabilitas    tanah    sebagaimana    dimaksud pada    ayat   (L   huruf    b  tidak   berlaku     untuk     Penirnbunan Limbah  83  yang   menggt ..makan   fasilitas  berupa:

a.      sumur    injeksi;

b.       penempatan    kembali  di area   bekas   tambang;

 (
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c. 	bendurigan   penarnpung   Lirnbah tambang;   dan  Zatau d.  fasilitas  ...






d 	fasilitas   Pemmbunan    Limbah  8.3  lain   sesuai    dengan perkernbangan   ilmu  pengetahuan    dan   teknologi.

(3)    Perrneabilitas   tanah    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1)
huruf    b terdiri   atas:

	a.
	permeabilitas      tanah      yang     memiliki
	nilai     paling

	
	banyak   10-7 cm/  detik   (sepuluh   pangkat
	minus    tujuh

	
	sentirneter     per    detikl,    untuk     fasilitas
	penimbusan


akhir   Lirr.bah 33  kelas   !  dan   kelas   II; dan

b.       permeabilitas      tanah      yang     memiliki    nilai     paling banyak 	10-:5    cm/detik    (sepuluh   pangkat   minus    lima sentimeter	per    detikl,    untuk     fasilitas    penimbusan akhir   Limbah  B:3   kelas   III.



Pasal.370

[I) 	Fasilitas     Penimbunan      Limbah    83     harus       mernenuhi pereyaratan	yang   meliputi:

a.      desain    fasilitas;

b.      rncrnihki  sistem   pelapis   yang   dilengkapi  dengan:

]  .                saluran    untuk    pengaturan   aliran   air  permukaan;

2.      pengumpular:    air  lindi  dan   pengolahannya;

3.       surnur    pantau;    clan

4.      lapisan    penutup   akhir;

c.      merniliki  peralatan    pendukung    Penirnbunan    Limbah
B.3 yang   paling   sedikit   terdiri   atas:

1.	peralatan    dan    perlengkapan     untuk     mengatasi keadaan	darurat;

2.       alat   angkut    untuk    Perumbunan   Limbah  83;  dan

3.      alat   pelindung   dan  keselarnatan    diri;  dan

d.       merniliki      rencana       Penimbunan       Limbah      I33,
	penutupan.
	dan
	pasca
	penutupan
	fasilitas

	Penimbunan
	Limbah
	B3.
	
	


(2) 	Persyaratan       mernihki      sistern       pelapis        sebagairnana dimaksud		pada    ayat    (1)  huruf     b   tidak    berlaku     untuk fasilitas	Penirnbunan    Limbah   93   berupa     sumur     injeksi dan/   atau   penempatan    di area   bekas   tam bang.
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Pasal   371

(1) 	Setiap      Orang     yang     menghasilkan      Limbah    BJ     wajib melakukan		Pengcla ban   Limbah  B3  scsuai   dengan    standar pelaksanaan			Pengolahan       Limbah     B3      sebagaimana dimaksud	dalarn    Pasal    345   dan/   atau    Pasal    346    untuk Limbah  B3  vang   akan    dilakukan   penimbunan    di  Iasilitas penimbusan		   akhir   Lirnbah  83.

(2) 	Limbah   83   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    ( 1)    wajib ditimbun	di  fasilitas   penimbusan     akhir    sesuai     hasil    uji total 	konsentrasi     zat   pencernar    sebagaimana     dimaksud dalam   Pasai   368.



Pasal372

(1) 		Untuk        dapat         memiliki       Persetujuan          Lingkungan sebagarmana	dimaksud   dalam   Pasal   J67   ayat   (1) huruf   a, Setiap 	   Orang     yang     menghasilkan      Limhah     B3    wajib memilik;	Persetujuan      Teknis     Pengelolaan      Limbah     83 untuk 	kegiatan   Penimbunan    Limbah  B3.

(2) 	Setiap   Orang   yang   rnenghasilkan   Limbah  B3  sebagairnana dimaksuct	pad a     ayat      (1)    mengajukan       pennohonan Persetujuan		Teknis      Pengelolaan     Limbah    83     kepada Menteri,  dilengkapi  dengan    persyaratan    yang   meliputi,

a. 		nama,    sumber,   karakteristik,    dan  jumlah    Lirnbah  B3 yang   akan   ditirnbun;

b.      rencana   pernbangunan    fasilitas  Perumbunan    Limbah
83,   bagi   Penghasil   Limbah  B3  yang   belum    merniliki fasilitas  Penirnbunan   Limbah  83,  yang   rnemuat:

1.	desain          dan         rancang        bangun          Iasilitas Penimbunan	Limbah  B3 dan  tasilitas  pendukung Penimbunan	 Lirnbah  B3;  dan

	2.
	jadwal       pelaksanaan
	pembangunan
	fasilitas

	
	Penimbunan    Limbah
	B3;
	


c. 	dokumen   mcngenai   lokasi   dan   Iasilitas   Penirnbunan Limbah	83   sesuai     dengan     ketentuan     sehagaimana dimaksud	dalam   Pasal   369  dan   Pasal   370;

d. 	dokumen  merigenai  desain,    teknologi,  metode,  proses, dan   fasilitas  Penimbunan    Limbah  83;


 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INOONESIA
)
e.  prosedur   ...
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e.      prosedur   Penimbunan    Limbah  83;

f.       hasil        uji       laboratorium        terhadap
Lingkungan   Hidup;



parameter

g. 	hasil    uji    laboratorium     permeabilitas     tanah     untuk menentukan	kelas   fasilitas  penimbusan    akhir   Limbah
83;

h. 	persetujuan        dari       lembaga       pemerintah        yang melaksanakan	urusan         di      bidang        keamanan bendungan,	 untuk    kegiatan   Penimbunan    Limbah  83 pada 	fasilitas     Penimbunan      Limbah     83     berupa bendungan	penampung   Limbah  tambang;

1.	rencana        pembangunan         dan/atau         penyediaan laboratoriurn		uji     Limbah    83     atau      alat     analisa laboratorium	yang    mampu     mcnguji   paling     sedikit karakteristik	Limbah   83    mudah     meledak,    mudah menyala,  reaktif,   korosif,  dan/atau    beracun;

J.        rincian   pelaksanaan    penutupan    fasilitas  Penimbunan
Limbah  83;

k.	Sistem    Tanggap   Dan  irat   berupa     dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  83;   dan

1.	tenaga    kerja   yang   memiliki sertifikat  kompetensi  di bidang   Pengelolaan  Limbah  83.

(3)	Dokumen     mengenai     rencana     pembangunan       fasilitas Penimbunan	Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (2)	huruf      b    disusun      dengan       memperkirakan       total konsentrasi	 zat    pencemar     Limbah    83,     bagi    kegiatan Penimbunan	 Limbah  83   pada   fasilitas  penimbusan    akhir Limbah  83.



Pasal   373

(1)		Menteri     setelah       menenma      permohonan        Persetujuan Teknis 		Pengelolaan       Limbah      83       untuk        kegiatan Penimbunan	Limbah   83   sebagaimana    dimaksud     dalam  Pasal 	372    memberikan     pernyataan     tertulis     mengenai kelengkapan		administrasi        permohonan         Persetujuan Teknis    paling   lama   2  (dua) hari   kerja   sejak   permohonan diterima.

(2)	Setelah        permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi  paling   lama   7 (tujuh)   hari   kerja.


(3) Dalam
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(3) 	Dalam    ha]   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) mcnunjukkan:

a. 	permohonan         Persetujuan         Teknis          mernenuhi persyaratan,		Menteri      menerbitkan        Per setujuan Teknis 	Pengciolaan      Limbah    BJ     untuk       kegiatan Penimbunan	Limbah  B:3 paling    lama    7  (tujuh)    hari kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui;   atau

	b.
	pcrrnohorian
	Persetujuan
	Teknis
	tidak
	memenuhi

	
	persyaratan,
	Menteri
	menolak
	
	perrnohonan


Persetujuan     Tekrns    Pengelolaan    Limoah   B3   1... ntuk
kegiatan    Penimbunan     Lirnbah   B3    paling     lama     7 (lujuh)     hari    kerja    sejak    hasil    verifikasi   diketahui, diser  tai  dengan    alasan    penola  kan.



Pasal   374

	( 1 j
	Perserujua:  1         Teknis
	Pengelolaan     Limbah     83      un tuk

	
	kegiatan   Pcnimbunan
	Limbah  83  wajib   diubah    dalam   hal


terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan    yang   meliputi:

a.      nama    dan   karakteristik     Limbah  B3  yang   ditimbun;
dan  z atau

b. 	desain,       tcknologi,      metode,      proses,        kapasitas, clan/  atau  fasilitas  Penimbunan    Limbah  83.

(2) 		Permohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis   sebagaimana dimaksud		pada    ayat   ( I]  diajukan    sccara    tertulis    kepada  Menter,	paling    lama     JO  (sepuluh)    hari,    setelah     terjadi  perubahan.

F1)		Mentcri     melakukan       evaluasi     terhadap       pcrmohonan pernbahan	Persetujuan     Teknis     sebagaimana      dima.ksud pada 	ayat   (2)  (1ali11g lama    10  (sepuJuh)  hari   kerja   sejak permohonan		perubahan    Persetujuan   Teknis   diterima.

(4) 		Dalam    hal   hasil    evaluasi   se bagaimana    dimaksud    pada ayat   (3) menunjukkan:

a.       kese suuian     data,     Men+eri  menerbitkan     perubahan Persetujuan	Teknis    Pengelolaan    Limbah   83    untuk kegiatan    Perurubunan    Limbah   83    paling     lama     7 (uuuh)   hari   kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau
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b. 	keudaksesuaian     data,   f.1eriteri menolak   permohonan pcrubanan		Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah J.33   untuk     kegiatan   Pcnimbunan     Limbah  83   paling lama 	7    (tujuh)      hari     kerja     sejak     hasil     evaluasi diketahui,	disertai    dengan    alasan    penolakan.

	(S}
	Perubahan     Persctujuan
	Teknis     sebagaimana
	dirnaksud

	
	pada    ayat    (4)  huruf    a
	menjadi   dasar    dalam
	perubahan


Persetuj uan   Lingkungan.



Pasai   375

(1) 	Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Lirnbah     83      untuk kegiatan	Penimbunan    Limbah  83  sebagaimana    dimcksud dalam   Pasal   373  ayat   (3) huruf   a,  memuat:

	a.
	identitas
Limbah
	perncgang   Persetujuan
B3;
	Teknis
	Pengelolaan

	b.
	tanggal
	penerbitan
	Persetujuan
	Teknis
	Pengelolaan

	
	Limbah
	83;
	
	
	

	c.
	kewajiban  pemegang  Persetujuan    Teknis
Limbah  83  untuk    kegiatan   Penimbunan
	Perigelolaan
Limbah  B3,


setclah  Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

d. 	persyaratan     t_eknis     Penirnbunan     Limbah   B3   yang meliputi:

1.		nama,     surnber,    dan    karakteristik     Limbah   B3 yang   akan   ditimbun;

2. 	jumlah      Limbah   83    yang    aka.n    ditimbun    dan kapasitas	fasilitas  Penimbunan    Lirnbah  83;

	3.
	desain
Limbah
	rancang
B3;
	bangun     fasilitas
	Penimbunan

	4.
	rincian     tata
Fenimbunan
	letak    dan    rincian
Limban  B3:
	lokasi
	fasilitas


S       liasil   uji  dari   laboratorium    terakredirasi     Limbah
J:33  yang   akan   ditimbun;

G.	uji  laboratorium    terakreditasi    untuk     parameter kualitas	lingkungan;


7 		Sistern     Tanggap    Darurat     Limbah     83    berupa  dokurnen	program     kedaruratan        Pengelolaan Lirubah  B3;  dan
 (
8
.
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8.      rincian         pelaksanaan         penutupan
Penimbunan   Limbah H3.

Iasilitas

(2) 	Kewajiban    pemegang     Persetujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah	83     untuk      kegiatan     Penimbunan      Limbah    83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  [I] huruf   c paling   sedikit meliouti:

a.      melakukan   identifikasi   Limbah  B3 yang   ditirnbun;

	b.
	melaksanakai.       Penirnbunan
	Limbah     B:3
	sesuai

	
	dengan    standar     Penimbunan
	Lirnbah  83;
	


c, 	melakukan   pencatatan    nama   dan  jumlah    Lim bah   83 yang   ditimbun;

d. 	menyimpan   Limbah  B3 yang   akan   ditimbun   ke dalam ternpat   Penyimpanan   Limbah B3;

	e.
	menyusun
	dan
	mcnyampaikan
	laporan

	
	pembangunan
	fasilitas
	Penimbunan    Lirnbah
	B:3, bagi


Penghasil   Lirnbah  B3  yang   belum    merniliki  Iasihtas
Penimbunan   Lirnbah B3;

f.      menyusun    dan   rncnyampaikan    laporan    Penim  bu nan
Lirnbah B3;

g. 	mernihki  dar~ melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pengelolaan Limbah  B3;  dan

h. 	memiliki     tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan   Limbah  B3.



Pasal376

	(1)
	Penghasil      Limbah
	B.3      yang
	melakukan
	kegiatan

	
	Penimbunan    Limbah
	B3  wajib:
	
	


a. 	rnelaksanakan      kcwajiban    sebagaimana      tercantum dalam 	 Persetujuan     Teknis    Pengelolaan    Limbah   83 untuk 	kegiatan  Penimbunan   Limbah B3;

b. 	melakukan   Penyirnpanan   Limbah  B3 yang   dihasilkan di ternpat  Penyimpanan   Limbah  83;

c. 	melakukan         Penimbunan         Limbah       83        yang dihasilkannya		sesuai       dengan       ketentuan       dalam Persetujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan	Penimbunan    Limbah  B~3;

d. mernenuni   ...


..  274  ..


d. 	rne.ne nuhi      standar       Lingkungan     Hidup     dan/ atau baku   mutu   J..ingkungan Hidup   mengenai  pclaksanaan Penirnbunan	Lirnba ~)   B-3;

e.       rnenaati   Baku    ML1U1     Air  Limbah,  jika    penimbur.an menghasilkan	air  Li.nbah;

f.      melakukan    pemagaran    dan    memberi   tanda     tempat
Penimbunan    Limbah    83;

g.	melakukan     pemantauan      kualitas     air    tanah      dan menanggulangi	darnpak  negatif   yang   mungkin   timbul akibat   keluarnya   Limbah  B3  ke  Lingkungan   Hidup:

h.       menurup    bagian     paling    atas    fasilitas    Penirnbunan
Limbah  B3;

1.	menyusun            dan            menyampaikan             laporan pembangunan		fasilira  s Penimbunan    Limbah  B3,  bagi Penghasil	Limbah   B3  yang   belurn    memiliki  fasilitas Penirnbunan	Lirnbah  83;

J.       menyusun    dan   menyampaikan    laporan    Penimbunan
Limbah  B3,  yang   memuat:

1.     uama,      sumber,      j umlah,       dan      karakteristik
Limbah  B3;  dan

2. 		peiaksanaan      Pe.nimbunan     Limban    83     yang dihasilkannya;

k. 	memiliki dan   rnelaksanakar,     Sistern   Tanggap  Darurat berupa 	dok umen    program   kedaruratan     Pengelolaan Lim bah 81;  dan

1.	merniliki    tenaga       kerja      yang      memiliki     sertifikat kompetensr	di  bidang   Pengelolaan   Limbah  B3.

~2)      Kewajiban      mcnutup       bagian        paling       atas       fasilitas
Pcnimbunan Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
{}) huruf   h dilakukan  jika  fasilitas  Penimbunan   Limbah  83
telah   terisi   penuh    atau   kegiatan   Penirnbunan    Limbah  B3 sclesai   diiakukan.

(3}	Laporan   pernbangurian    fusilitas   Penimbunan    Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   ( 1)   huruf   i disampaikan kepada    Menten,  secara    bertahap   pada   kegiatan:



a.  penetapan    ...
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a.
	
penetapan dilengkapi
	
lokasi kajiun
	
Penimbunan     Limbah   83,    dengan tentang 	pernenuhan     persyaratan


lokasi   Lirnbah  B3  yang   meliputi:

1.      bebas   banjir;

2.       permeabilitas   ranan;

3.      rncrupakan    daerah   yang   secara    geologis  aman,
.stabil, tidak  rawan   bencana.   dan  di luar  kawasan iindung;  dan

4.      tidak     merupakan     dacrah      resapan     air    tanah   , terutama   yang   digunakan   untuk    air  rninum;

dan

b.       pelaksanaan      pernbangunan      fasilitas     Penirnbunan
Lirnbah B3.

(4) 	Laporan  pelaksanaan    pcrnbangunan    Iasilitas  Penimbunan Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3) huruf    b bagi 	fasilitas    penimbusan     akhir     Limbah    83,    memuat informasi  mengenai:

	a.
	sistem       pelapis        sesuai
	dengar.
	kelas
	fasilitas

	
	penimhusan    akhir   Lim bah
	B3;  dan
	
	


b.      hasil  tes  kebocoran,  untuk    fasilitas  penimbusan    akhir
Limbah  83  kelas   I  dan   kelas   JI.

(5) 	Pelaporan   secara    bertahap    disampaikan    kepada    Menteri, paling 	1ambat     14   (ernpat    belas)    hari    setelah     selesainya kegiatan  sebagaimana   dirnaksun   pada   ayat   t3) huruf   a dan huruf    b.

(6)    Laporan  Penimbunan    Limbah  B3  sebagairnana    dirnaksud
	pada   ayat
	(1) huruf   j  disarnpaikan
	kepada
	Menteri  paling

	sedikit
	1
	(satu)     kali     dalarn      6
	(enam)
	bulan      sejak


Persetujuan   Teknis   Pengelolaan   Limbah  83  diterbitkan.



Pasal   377

(1) 	Berdasarkan    Iapo-an  pernbangunan    fasilitas   Penimbunan Limbah    83  sebagaimana    dirnaksud   dalam    Pasal   376  ayat (1) huruf   i, Menteri melakuxan  verifikasi paling   larnbat    10 (sepuluh)  hari   k-.rja  .sejak  laporan    diterima.

(2) 		Dalaru    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) meriunjukkan   fasilitas  Penimbunan   Limbah  B3:


 (
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	a.
	sesuai       dengan       Perserujuan      Teknis Limbah   B3 untuk    kegiatan   Penimbunan Menteri       menerbitkan         SLO       untuk Penimbunan    Limbah  83;  atau
	Pengelolaan
Limbah  83,
kegiatan

	b.
	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan    Teknis
Limbah   B3 untuk   kegiatnn  Penimbunan
	Pengelolaan
Limbah  83,


Menreri  inenyarnpaikan    surat    agar   Penghasil   Lirnbah
83   rnengubah   r encana    tasilitas   Penimbunan    Limbah
83     yang      termuat      do lam         Persetujuan       Teknis Pengelolaan   Limbah  83  untuk    kegiatan   Penimbunan Limbah  83.

(3) 	Penerbitan    SLO   atau     pcnyarnpaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujuh) hari   setelah    verifikasi  dilakukan.

(4) 	SLO untuk    kegiatan  Penirnbunan   Limbah  83  sebagairnana dimaksud	pada   ayat  (2) huruf   a menjadi  dasar   dimulainya:

a.       kegratan  operasicnal   Penimbunan   Limbah  83;  dan

b. 	pengawasan     terhadap    ketaatan    penanggung    jawal: Usaha dan  Zatau   Kegiatan  dalam   Perizinan  Berusaha.





(1) 	Setiap    Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83  yang   relah mernperoleh	Persetujuan    Teknis    Pengelolaan    Limbah   83 untuk 	kegiatan   Penimbunan    Limbah   B3   wajib   merniliki penetapan	penghcntian    kegiatan  jika   bermaksud:

a.       menghentikan    Usaha   dan/   atau   Kegiatan;

b.      mengubah    penggunaan     arau    memindahkan      lokasi dan/atau	fasilitas  Penimbunan    Limbah   83:  atau

c. 	melakukan   penutupan    Iasilitas   Penimbunan    Limbah B3   karena     fasilitas   Penimbunan     Limbah   B3   telah pen uh.

(2) 		Untuk      memperolch     penetapan      penghentian       kegiatan, Setiap   Orang   sebagairnana   dimaksud   pada   ayat   (1) harus mengaiulran		permohonan    secara    tertulis    kepada    Menteri, gubernur,	 a tau     bupati/   wali    kcta     sesuai     kewenangan penerbitan	Persetujuan    Lingkungan.

 (
.
..  
 
·.·
)
(3) Perrnohonan   ...
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(3)    Permohonan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (2)
dilengkapi  dengan:
a.      identitas   pemohon;  dan
b.      laporan    pelaksanaan    Penimbunan    Limbah  83.
(4) 	Menteri,     gubernur,       atau       bupati/wali       kota      setelah menerima	permohonan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (3) melakukan   evaluasi  terhadap   permohonan   paling   lama
10 (sepuluh)  hari   kerja   sejak   permohonan   diterima.

(5) 	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (4) menunjukkan:

a. 		tidak      terdapat      Pencemaran      Lingkungan      Hidup,  Menteri,	 gubernur,     atau     bupati   /wali     kota     sesuai  dengan 	keweriangannva      rnenerbitksn      oenctapan penghentian	kegiatan   Penimbunan   Lirnbah  B.'3  paling  lama 	7  (tujuh)    hari    sejak    hasil    evaluasi    diketahui;
a tau

b. 	terdapat    Pencemaran    Lingkungan    Hidup,    pemohon wajib 	melakukan      pernuuhan      i uugsi      Lingkungan Hidup.

(6) 	Penghasil   Limbah  83   wajib   melaporknn   sura:   per.etapan penghentian	kegiatan   sebagairnana    dimaksud    pada    ayat (5)  huruf    a  yang   diterbitkar.    gubernur    atau    bupati/wali kota, 	kepada     Menteri   paling    lambat     5  (lirna)   hari    kerja sejak   surat   ditetapkan.

(7) 	Menteri   menerbitkan     penetapan     penghe ntian     kegiatan Penimbunan	 Limbah  83  paling   lamba t :·  (l<uL}   hari   kerja setelah 		pemohon    seiesai     melakukar,     pcmul.nan     iungsi Lingkungan		Hidup    sebagaimana    dimaksud     pada   ayat   (5) huruf 	b,  yang   dibuktikan    dengan    penetapan    status    telah selesainya	pemulihan   lahan   terkonraminasi.




Ps-sal  3'/'j

(1) 	Setiap    Orang   yang   r.-l•:r;h::t~<;,;-8n      .    ,_:.~.'"l·:,:.:,_'.,   B3  } ::u1g  telah memperoleh		pe:1~1.8]tm                perjgt   ;.;-;-,_ti.:-:r1           kegiatan sebagaimana	dimaksud   o.:i~amP8:-;,:i]     .?78  ~1yat   (5) huruf    a
dan  ayat  (7) wajib  melaksanakan    pemantaus.n    1_)_ngkungan
Hidup   pada   bekas  lokasi   car,/ata._1      :a~i:i\;_;     p._ni~hunan Limbah B3 yang  telah   mernpr  roleh  ~>t."'   e tap.    t  pcnghentian kegiatan.
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	(2)
	Pemantauan
	Lingkungan    Hidup    sebagairnana
	dirnaksud

	
	pada   ayat   ( 1)
	dilakukan   pa ling  singkat:
	


2. 		30  (tiga  puluh]    tahun     sejak   penetapan     penghentian kcgiatan    diterbitkan,     untuk    fasilitas     Penimbunan Lirnbah	B3   berupa     penirnbusan     akhir    dan    sumur  injeksi;

	b.
	10   (scpuluh)    tahun
	sejak    perietapan
	penghentian

	
	kegiatan    diterbitkan,
	untuk      fasilitas
	Periimbunan




 (
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84781
 
A
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( .~.·:),,

Lirnbah   83   bertrpa    bendungan    penarnpung    Limbah
tambang;   dan

c. 		5 (hma)  tahun    sejak  kegiatan  Penirnbunan    Limbah  83 dihentikan,	untuk     fasilitas   Penimbunan     Limban  83 berupa    penernpatan    kembali  di area   bekas   tambang.

Pemantauan     Lingkungan    Hinup    sebagaimana    dimaksud pada   ayat   12}  paling   sedikit   melipuri  kegiatan:

a. 	pernaritauan    terhadap   poterisi    kebocoran,   pelindian, dan  ,' a tau    kegagalan    fasilitas    Penimbunan     Limbah B3;

b.      pernantauan     kualitas    Lingkungan    Hidup    di   se-kitar
Iokasi   fasilitas  Penimbunan    Lim bah  83;   dan

c.       pelaporan   hasil   pemantauan    sebagaimana    dimaksud pada   huruf   a dan   huruf   b sccara    berkala.


Pasal   380

(1}		Dalam    hal   Setiap    Orang   yang   menghasilkan     Limbah   83 tidak   mampu    melakukan    sendiri    Penimbunan    Limbah  B3 yang   dihasilkannya,   Penimbunan    Limbah  83   diserahkan kepada    Penimbun   Limbah  B 3.

(2) 	Penyerahan     Limbah   B3   kepada     Penimbun    Limbah   83 se bagaimana   dirnaksud   pada   ayat  ( 1)  disertai   dcngan    bukti penyerahan 	Limbah  83.

(3) 	Salina.n    bukti      penyerahan      Limbah    B3     sebagairnana dimaksud	pada     ayat    (2)   disampaikan     kepada     Menteri paling   lama   7 (tujuh)   hari   setelah    penyerahan    Limbah  B3.



PasaJ  381  ...
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(1)	Untuk    dapat     rnelakukan    Pcnimbunan     Lirnbah   B3   yang diserahkan	oleh    Setiap     Orang     sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   380,   Penirnbun  Limbah   R3 wajib   merniliki:

a.      Persetujuan    Lmgkungan;   dan

b.       Perizinan    Beruaaha    di   bidang     usaha     Pengeiolaaan
Limbah    B3.

(2)	Penimbunan      Lirnbah    B3    oieh    Penimbun     Limoah    B;\ dilakukan	  pada    fasrluas   penimbusan     akhir    Limbah   B.3 kelas   I atau   kelas   11  sesuai   dengan    ketentuan   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasai   367  ayat   (3) huruf   a dan   huruf   i.J.

(3)  Limbah   83  yang   ditimbun    sebagaimana    dimaksud    pada ayat   ('.2)  dapat   berasal    dari  Limbah  H3 yang  dihasilkan   oleh
1   (satu]   atau   beberapa   Penghasil   Limbah  83.



Pdsn.l 382

( 1)      Untuk         dapat         memiliki       Persetujuan         Lingkungan sebagaimana	 dimaksud   dalam   Pasal   381  ayat   [l.] huruf    a, Penim  bun   Limbah    B3  wajib   memiliki  Persetujuan    'I'eknis Pengelolaan	Limbah    83    untuk      kegiatan     Penimbunan Lirnbah  83.

	(2}
	Penimbun   Limbah  R3  sebagaimana
	dimaksud
	pada    ayat

	
	( 1)        mengajukan        perrnohonan
	Persetujuan
	Teknis

	
	Pengelolaan     Limbah    83     kepada
	Menteri
	dilengkapi


dengan    persyaratan    yang   meliputi:

a. 		karakteristik     dan    jumJah      Limbah   83    yang     akan ditimbun;

b.      rencana   pembangunan    fasilitas  Penimbunan    Limbah
B3,  yang   memuat:

1.	desain          dan         rancang        bangun          fasilitas Penimbunan	Limbah  83  dan  fasilitas  pendukung Penimbunan	 Limbah  R3;   dan

	2.
	jadwal       pelaksanaan
	pcmbangunan
	fasilitas

	
	i-cnimbunan   Limbah
	B3,
	


c,	-:l_ck~mcn    mengcnai   lokasi   dan   fasilitas   Penimbunan Limbah B3. sesuai   dengan   ketentuan   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   369  dan   Pasal   370;


cl.  dokumen     ...
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d. 	dokumen  rnengenai  desain,    teknologi,  rnetode,  proses, aan   fasilitas  Pei.imbunan   Limbah B3;

e.       prosedur   Penimbunan    l imbah   83;

f.       perhitungan    biaya   dan   mode!  keekonomian;

	g.
	hasil         UJl
	laboratorium
	ternadap
	parameter

	
	Lingkungan
Penimbunan
	Hidup     sesuai
Limbah B3;
	dengan
	jenis     fasilitas


h. 	bukti     kepernilikan     atas     dana     penjaminan      untuk pernulihan	fungsi   Lingkungan   Hidup;

1.	rencana        pembangun.in         dan/atau         penyediaan laboratoriurn	uji   Li,11 bah    83   yang    mampu     menguji paling 	sedikit      karakteristik      Limbah    l:33     mudah rneledak,	mudah    menyala,   reaktif,    korosif,  dan/atau beracun:

J.		Sistem    Tanggap   Dar urat    berupa    dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limhah  83;  dan

k. 	tenaga    kerja   yang   memiliki  sertifikat  kompetensi     di bidang   Peugelolaan   Limbah  83.

(3) 		Dokumen     mengenai     rencana      pembangunan        fasilitas Penimbunan	  Limbah  83  sebagaimana   dimaksud    pada  ayat (2)	huruf      b    disusun      dcngan       mempcrkirakan        total konscntrasi	zat  pencernar   Limbah  83.



Pasal   -383

( l)     Menteri     setelah       mcnerrma     permohonan      Persetujuan Teknis 		Pengelolaan       Limbah      83       untuk         kegiatan Penimbunan	Limbah   BJ   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 	382   mem berikan      pernyataan     tertulis      mengenai kelengkapan		adrninistrasi       permohonan       Persetujuan Tekmc    Pcngelolaan   Limbah   8::3   paling    lama    2  (dua)   hari kerja   sejak   pcrmohonan   drterima.

(2) 		Seteiah        permohonan       dinyatakan        lengkap,       Menteri rnelakukan	verifikasi  paling   lama   7  (tujuh)   hari   kerja.

(3) 	Dalam    hal   hasil    veritikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) menunjukkau:



a.  permohonan    .   .   .
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	a.
	permohonan
	Persetujuan         Teknis
	mernenuhi

	
	persyaratan
	Menteri     menerbitkan
	Persetujuan


Teknis      Pengelolaan      Limbah    B3    untuk       kegiatan
Penimbunan    Limbah   83   paling    lama    7  (tujuh)    nari kerja   sejak   hasil   verifikasi    diketahui;   atau

b. 	pennohonan      Persetuj  uan    Teknis     tidak     mernenuhi persvaratan,		Menteri        menolak        permohcna-i Persetujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B:-{    unruk kegiatan		Penimbunan     Limbah   B3    paling     lama     7 (tujuh) 	hari    kcrja    sejak    hasil    verifikasi   diketahui, disertai    dcngan    alasan    penolakan.



Pasal384

( l)     Persetujuan      Teknis      Pengelclaan      Limbah     83      untuk kegiatan	Penimbunan    Limbah  B3  wajib   diubah    dalarn   hal terjadi   perubahan    terhadap   persyaratan    yang   meliputi:

a.      karakteristik    Limbah  83  yang   ditimbun;   dan/   a tau

b. 	desain,        teknologi,      metode,       proses,        kapasitas, c:ian/atau  fasilitas  Penimbunan   Limbah B3.

(2)	Permohonan   perubahan    Persetujuan    Teknis    sebagaimana dimaksud		pada    ayat   ( 11    diajukan    secara    tertuJis    kepada Menteri	paling    lama     10   (sepuluh)   hari,     setelah     terjadi perubahan.

	(3)
	Menteri     melakukan
	evaluasi
	terhadap      perrnohonan

	
	perubahan     Persetujuan
	Teknis
	sebagaimana     dimaksud


pada    ayat   (2J paling    lama    10  (sepu]uh)   hari    kerja    sejak
perrnohonan   perubahan    Persetujuan   Teknis   diterirna.

(4)	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (3) menunjukkan:

a.      kesesuaian     data,     Menteri   menerbitkan     perubahan
l-crsetujuan    Teknis    Pcngclolaan    Lirnbah   B3   untuk kegiatan    Penimbunan     Limbah   BJ    paling     lama     7 (tujuh)   hari   kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau

b.       ketidaksesuaian     data,    Menteri  menolak   permohonan perubahan	Persetujuan    Tcknis    Pengelolaan    Limbah B3   untuk     kegiatan   Penimbunan    Limbah   83   paling lama 	7    (tujuh)      hari     kerja     sejak     hasil     evaluasi dikerahui,   dis e rtai  dengan    alasan    penolakan.



(5) Perubahan    ...
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	(5)
	Perubahan
	Pcrsetujuan     Teknis   sebagairnana
	dimaksud

	
	pada    ayat
	(4)  huruf    a  rnenjadi    dasar    dalam
	perubahan

	
	Persetujuan
	Lingkungan
	




Pasal   385

( 1)        Persetujuan      Teknis      Pengelolaan     Lnnbah     83     untuk kegiat.an  Penimbunan    Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   383  ayat   (3) hur  of a memuat:

	a.
	identitas
Limbah
	pernegang   Persetujuan
B3:
	Teknis
	Pengelolaan

	b.
	tanggal
Limbah
	penerbitan
83;
	Persetujuan
	Tekrns
	Pengelolaan


c. 	kewajiban  pcrnegang  Pcrsetujuan    Tekriis   Pengelolaan Limbah  83   untuk    kegiatan   Penimbunan    Limban  !33, sctelah    Perizinan  Berusaha   terbit;   dan

d. 		persyaratan     ieknis     Penimbunan     Limbah   B:3  yang meliputi:

1.       karakteristik    Limbah  B3 yang  akan   ditimbun;

2. 	jumlah      Limbah   8.3   yang    aka.n    ditimbun    dan kapasitas	fasilitas  Penimbunan    Limbah  BJ;

	3.
	desain
	rancang
	bangun      fasilitas
	Penirnbunan

	
	Limba.h
	B3;
	
	


4.      rincian     tata    letak    dan    rincian     lokasi     fasilitas
Penimbunan    Limbah  B3;

5.      haeil   uji   dari   laboratorium    terakreditasi  untuk
Limbah  83  yang  akan   ditimbun;

6 	uji  laboratorium    terakreditasi    untuk     parameter kualitas	lingkungan;

	7.
	Sis tern    Tanggap    Darurat     Limbah
	B3    berupa

	
	dokumen     program     kedar  uratan
	Pcngelolaan



Lim bah   B3;  dan

8.       rincian         pclaksanaan         penuiupan
Penimbunan    Lirnbah  83.



fasilitas

(2) 	Kewajiban    pernegar.g     Perserujuan      Teknis      Pengelolaan Limbah	R3    untuk      Icegiatan     Penimbunan      Limbah    83 sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1) huruf   c meliputi:


a.  melakukan    .     .    .
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a.      rnelakukan   identifikasi   Limbah  83  yang   ditimbun;

b. 	melaksanakan       Penimbunan       Lirnbah     23      sesuai dengan    standar     Penimbunan    Limbah  83;

c. 	rnelakuka  n pencatatan    nama   dan  jumlah    Limbah  83 yang   ditirnbun:

d. 	menyirnpan   Limbah  BJ  vang  akan   ditimbun   ke  dalam te.rnpat Penyimpanan   Lirnbah B3;

e. 	menyusun            dan            menyampaikan            laporan pembangunan	fasilitas  Penimbunan   Limbah B3;

f,       menyusun    dan   menyampaikan    laporan    Penimbunan
Limhah  83;

g. 	ruerrnliki dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Dar urat berupa 	dokumen   program   kedaruratan     Pcngelolaan Limbah 83;  dan

h. 	memiliki     tenaga       kerja      yang      merniliki     sertifikat komnetensi	di bidang   Pengelolaan  Limbah  B3.



Pasal386

(I]     Penimbun   Lirnbah  83  wajib:

a. 	melaksanakan      kewajiban    sebagaimana      tercantum dalam 	 Perserujuau    Teknis    Pengelolaan    Lirnbah   83 untuk 	kegiatan   Penirnbunan   Limbah  83;

b.       melakukan   Penyimpanan   Limbah  B3 yang   dihasilkan di ternpat    Penyirnpanan   Limbah   83;

c. 	rnelakukan         Penirnbunan         Limbah       83        yang dihasilkannya		sesuai       dengan       ketentuan       dalarn Persctujuan	Teknis     Pengelolaan    Limbah   B3   untuk kegiatan	Penimbunan   Limbah B3;

d.       mernenuhi     standar       Lingkungao     Hidup    dan/   a tau baku   mutu   Lingkungan   Hidup   mengenai  pelaksanaan Penimbunan   Limbah  83;

e.       menaati    Baku    Mutu    Air  Limbah,  jika    penimhunan menghasilkan	air  Limbah;

f.       melakukan    pemagaran    dan    memberi   tanda     tempat
Penimbunan    Limbah  133;


g.   melakukan    ...
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g.



h.


1.


J'.

melakukan  pernantauan   kualitas air tanah  dan menanggulangi   dampak  negatif   yang   ruungkin   timbul akioat   keluarnya   l..imbah B3  ke  Lingkurigan  Hidup;

menutup     bagian     paling    atas    fasilitas     penimbusan akhir   Limbah  B3;

menyusun      dan      menyarapaikan       laporan pernbangunan    fasilitas  Penimbunan   Limbah  83;   dan

mer.vusun    dan   menyampaikan    laporan    Penirnbunan
Liir.bah B3,  yang   rnernuat:

1.      naina,      sumber.     jumlah,      dan      karakteristik
Limban  B3;   dan

2. 	pelaksanaan       Penimbunan      Limbah    83     yang dihasilkannva.

	(2)
	Kewajiban
	menutup       bagian
	paling
	atas
	Iasilitas

	
	penimbusan
	akhir    sebagaimana
	dimaksud
	pada
	ayat   (1)


hurut    h  ·:lll..-kukan   jika  fasiluas  penimbusan    akhir   Limbah
B3  tclah   terisi   penuh    atau   kegia tan  Penirnbunan    Limbah
83  s€Iesai dilakukan.

(3) 	Laporan   pembangunan     Iasilitas   Penirnbunan    Limbah   83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) huruf   i disarnpaikan kepada    Menteri,  secara    bercahap  pada   kegiatan.

	a.
	penetapan
	lokasi
	Penimbunan     Limbah   B3;    dengan

	
	dilengkapi
	kajian
	tentang     pemenuhan     persyaratan


lokasi   Limbah  83  yang   meliputi:

l .                     be bas  banj ir;

2.      permeabilitas    tanah;

:3.	merupakan    daerah  yang  secara  geologis  aman, stabil,   tidak   rawan   bencana,   dan  di. luar  kawasan lindi mg;  dan

4.      tidak     rnerupakan     daerah    resapan   air    ta.iah,
terutarna   yang   digunakan   untuk    air  minum;

dan

b.      pelaksanaan      pembangunan       fasilitas     Penimbunan
Lirnbah 83.


(4} Laporan  ...
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(4) 	Laporan  pelaksanaar:   pembangunan    fasilitas  Penimbunan Limbah  B3  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3) huruf    b bagi 	fasilitas    penimbusan     akhir     Lirnbah   83,    memuat informasi  mengenai:

a. 	sistern       pelapis        sesuai       dengan        kelas       fasilitas penimbusan	akhir   Lirnbah  B3;  dan

b.       hasil   tes  kebocoran,   untuk    fasilitas  pcnimbusan    akhir
Limbah  83  kelas   I  dan   kelas   II.

[S]	Pelaporan   secara    bertahap   disampaikan    kepada    Menteri, paling 	lambat     j 4   (ernpat    belas)    hari    serelah     selesainya kegiatan  sebagaimana   dirnaksud   pada   ayat   (3) huruf    a dan huruf   b.

(6) 	Laporan  Penimbunan    Limbah  83   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (  1) huruf   j  disampaikan    kepada    Menteri  paling sedikit 	1       (satu]     kali     dalarn      6    (enarn)     bulan      sejak Persetujuan	Teknis   Pengelclaan   Limbah  83  diterbitkan.



Pasal   387

(1) 	Berdasarkan    laporan    pembangunan    fasilitas  Penimbunan Limbah  8.3  sebagairnana   dirnaksud   dalam    Pasal   '386  ayat (4), 	Menteri    melakukan      verifikasi    paling      lambat       10 (sepuluh)  hari   sejak   laporan    diterima

('2}     Dalam    hal   hasii    verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1) menunjukkan    fasilitas  Penirnbunan   Limbah  B-1:

a.       sesuai       dengan       Persetujuan      Teknis       Pengelolaan Lirnbah  83  untuk    kegiatan   Penimbunan    Limbah  83, Menteri	rnenerbitkan         SLO       untuk          kegiatan Penimbunan	Limbah  83;  atau

b. 	tidak   sesuai    dengan    Persetujuan   Teknis     Pengelolaan Limbah  83  untuk    kcgiatan   Penimbunan    Limbah  83, Menteri  menyampaikan    surat   agar   Penimbun   Limbah B3  menguban   rcncana   fasiiitas  Penimbunan    Limbah
83     yang      terrnuat     dalarn          Persetujuan      Teknis Pengeiolaan   Limbah  83  1.1nt1.1k  kegiatan   Pcnimbunan Limbah  83.

(3) 	Penerbitan    SLO   atau     penyampaian     surat     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) dilakukan    paling    lama   7  (tujub) hari   setelah    verifrkasi  dilakukan.



(4J  SLO  ...
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(4) 		SLO untuk    kegiatan  Penimbunan   Limbah  83  sebagaimana dimaksud	pada   ayat  (2}  huruf   a menjadi  dasar   dimulainya:

a.      kegiatan  operasional   Pernmbunan   Limbah  B3;  dan

b.      perigawasan    terhadap    kctaatan    penanggung    jawab
Usaha   clan/  atau  Kegiats,n dalam   Perizinan  Berusaha.



 (
,
)Pasal   388
\    )        Penimbun   Limbah  B.'3  yang  telah   mernperoleh   Persetujuan Teknis 	Pengelolaan       Limbah      B3      untuk         kegiatan Penimbunan		Limbah     82     wajib     merniliki    per.etapan penghentian	kegiatan  jika   bermaksud:

a.      menghentikan    Usaha   dar.  / atau   Kegiatan;

b.      mengubah     penggunaan     atau     rnernindahkan     lokasi dan/  atau   fasilitas  Penimbunan    Lirnbah  83;  a tau

c.      melakukan    penutupan    fasilitas  Penimbunan    Lirnbah
93    karena     fasilitas   Penimbunan     Limbah   83    telah pen uh.

	(2)
	Untuk      memperoleh     penetapan      penghentian
	kegiatan,

	
	Penirnbun   Limbah  83   sebagaimana    dimaksud
	pada    ayat


(1) wajib   melakukan    pemulihan   fungsi   Lingkurigan   Hidup
dalam     hal   terjadi     Pencemaran    Lingkungan    Hidup,    dan harus     mengajukan     permohonan     secara     tertulis     kepada Menteri.

(3) 	Pcrmohonan           penetapan           penghentian           kegiatan sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (2) dilengkapi  dengan:

a.      identitas   pernohon:

b.      laporan       pelaksanaan       Penirnburian      Limhah     :S3;
dan  Zatau

c.      laporan     pelaksanaan     pcrnulihan    fungsi    Lingkungan
Hidup.

(4) 		Mcnteri    setelah      menerima     permohonan       sebagaimana dimaksud	  pada    avat    (3)  rnclakukan    evaluasi     terhadap permohonan		dan    menerbitkan     penetapan      per.ghentian kegiatan	paling     lama      10    [sepuluh]    hari     kerja     sejak permohonan	diterima.



Pasal   389  ...
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Pasal   389

(1)	Penimbun   Limbah  83  yang   telah   memperoleh   penetapan penghentian	kegiatan  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
388  ayat  (4) wajib  melaksanakan    pemantauan    Lingkungan Hidup  pada   bekas    lokasi   dan/   a tau   fasilitas   Penimbunan Limbah 83  yang  telah   memperoleh  penetapan   penghentian kegiatan.

	(2)
	Pemantauan     Lingkungan
	Hidup    sebagaimana    dimaksud

	
	pada    ayat    ( 1)    dilakukan
	paling    singkat     30   (tiga  puluh)

	tahun    sejak   penetapan   penghentian   kegiatan   diterbitkan.

	(3)
	Pemantauan     Lingkungan pada   ayat   (2) paling   sedikit
	Hidup 	sebagaimana meliputi  kegiatan:
	dimaksud


a. 	pemantauan     terhadap   potensi    kebocoran,   pelindian, dan/atau	kegagalan    fasilitas    Penimbunan     Limbah
83;

b. 	pemantauan     kualitas    Lingkungan    Hidup    di   sekitar lokasi   fasilitas  Penimbunan    Limbah  83;  dan

c. 	pelaporan   hasil   pemantauan    sebagaimana    dimaksud pada   huruf   a dan   huruf   b secara   berkala.



Paragraf  10

Dumping  (Pembuangan)   Limbah  8ahan    8erbahaya   dan   8eracun



Pasal   390

Setiap     Orang     dilarang    melakukan     Dumping    (Pembuangan) Limbah  83  ke media   Lingkungan   Hidup   tanpa   Persetujuan    dari Pemerintah   Pusat.



Pasal   391

(1)	Setiap       Orang       untuk        dapat       rnelakukan       Dumping (Pembuangan)	Limbah   83   ke   media    Lingkungan    Hidup wajib  memiliki  Persetujuan    dari  Pemerintah.

	(2)
	Persetujuan
	sebagaimana
	dimaksud   pada   ayat   (1) berupa

	
	Persetujuan
	Teknis
	untuk          kegiatan         Dumping


(Pembuangan),     dan     menjadi    dasar      dalam      penerbitan
Persetujuan    Lingkungan.




(3) Setiap   ...
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(3)	Setiap     Orang     sebagaimana      dimaksud     pada     ayat     (1) merupakan	pihak      yang     pertama     kali     menghasilkan Limbah  B3.

(4)	Persetujuan    Teknis    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) diberikan  untuk    kegiatan  Dumping  (Pembuangan)   Limbah B3  ke  media   Lingkungan   Hidup   berupa:

a.      tanah;    dan b.      laut.
(5) 	Persyaratan    dan    tata    cara    permohonan    dan    penerbitan Persetujuan	 Teknis          untuk          kegiatan         Dumping (Pembuangan)	Limbah   B3   ke   media    Lingkungan    Hidup berupa 	tanah    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (4) huruf a   dilaksanakan      sesuai     dengan     ketentuan     Penimbunan
	Limbah
	B3    sebagaimana
	dimaksud
	dalam
	Pasal
	366

	sampai
	dengan    Pasal   379.
	
	
	
	




Pasal392

(1)	Limbah  B3 yang   dapat   dilakukan   Dumping  (Pembuangan) Limbah	B3   ke   media     Lingkungan    Hidup     berupa      laut sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   391   ayat   (4) huruf    b berupa:

a.       tailing   dari  kegiatan  pengolahan   hasil   pertambangan;

b. 	serbuk     bor   dari    hasil    pemboran    Usaha     dan/atau Kegiatan	eksplorasi     dan/   a tau     eksploitasi     di    laut menggunakan	lumpur     bor   berbahan    dasar     sintetis
( synthetic-based  mud); dan

c. 		serbuk     bor   dan    lumpur     bor   dari    hasil    pemboran Usaha 	dan/atau       Kegiatan     eksplorasi       dan/atau eksploitasi		di     laut      menggunakan       lumpur       bor berbahan		dasar   air  (water-based mud).

	(2)
	Terhadap  Limbah  B3  sebagaimana   dimaksud
	pada   ayat  (1)

	
	wajib   dilakukan   netralisasi   atau   penurunan
	kadar    racun


sebelum  dilakukan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah  B3 ke
laut.





Pasal   393   ...
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Pasal   393

Untuk 	memperoleh     Persetujuan      Teknis      untuk       kegiatan Dumping  (Pembuangan)   ke  laut   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal   391   ayat   (4) huruf    b,  Setiap   Orang   yang   menghasilkan Limbah		83    harus     mengajukan    permohonan     secara     tertulis kepada    Menteri.



Pasal394

Permohonan      sebagaimana      dimaksud      dalam       Pasal      393 dilengkapi  dengan    persyaratan   yang  meliputi:

a.      identitas   pemohon;  dan

b.      dokumen   kajian    teknis    Dumping   (Pembuangan)    Limbah
83  yang   paling   sedikit   meliputi  keterangan   mengenai:

1.	nama,   sumber,  karakteristik,   jenis,   jumlah,   dan  debit Limbah	83      yang       akan       dilakukan       Dumping (Pembuangan)	Limbah  83;

2.      studi   pemodelan  Dumping  (Pembuangan)   Limbah 83:

	a)
	untuk        kegiatan
	di      sektor       pertambangan,

	
	memperhatikan
	keberadaan            termoklin


permanen   dan  kedalamannya;    dan

b) 	untuk      kegiatan    di    sektor     minyak     dan     gas, memperhatikan	angin   musim;

3. 	lokasi   tempat    dilakukannya    Dumping  (Pembuangan) Limbah 83 dilengkapi dengan  peta lokasi Dumping (Pembuangan)	Limbah  83;

	4.
	diagram   alir   proses    pengolahan    Limbah  yang
	akan

	
	dilakukan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83;
	

	5.
	rona   awal  laut,   biota   laut,   dan   sedimen;
	

	6.
	studi     pemodelan     untuk      Limbah    83    yang
	akan


dilakukan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83;

7.      hasil   uji  dari  laboratorium   terakreditasi:

a) 	untuk     kegiatan    dari    sektor     minyak     dan    gas, meliputi  parameter:

1)        toksikologi  Lethal    Concentration-50    (LCso)
96  (sembilan  puluh   enam)  jam;


2) total   ...
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2)     total  konsentrasi   logam berat;

3)      total   petroleum   hidrokarbon    (TPH);dan

4)      poli  aromatik  hidrokarkon  (PAH);

b)	untuk       kegiatan     dari      sektor      pertambangan, meliputi  parameter:
1)        toksikologi   Lethal   Concentration-50  (LCso)
96  (sembilan  puluh    enam)  jam;

2)      total   konsentrasi    logam   berat;   dan

3)      teratogenisitas;

8.      komposisi  bahan    kimia   dalam   lumpur    bor;

9. 		peta   batimetri,    daerah     sensitif,   alur   pelayaran,    dan daerah    terlarang   terbatas;   dan

10.    Sistem    Tanggap   Darurat   berupa     dokumen    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  83.


	
	Pasal   395
	

	(1)
	Lokasi tempat    dilakukan   Dumping  (Pembuangan)
83  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   394  huruf
	Limbah b' angka


3 harus    memenuhi   persyaratan    yang   meliputi:

a. 	terletak    di dasar   laut   pada   laut  yang   memiliki  lapisan termoklin  permanen;   dan

b. 	tidak   berada    di lokasi   tertentu   atau   di daerah    sensitif sesuai 	dengan               ketentuan              peraturan perundang-undangan.

(2)		Dalam     hal    tidak     terdapat    laut    yang    memiliki   lapisan  termoklin  permanen   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   ( 1) huruf   a,  lokasi   tempat    dilakukan    Dumping  (Pembuangan) Limbah  83   berupa    tailing   dari   kegiatan   pengolahan    hasil pertambangan	harus    memenuhi    persyaratan    lokasi   yang meliputi:

a. 	terletak     di  dasar    laut   dengan    kedalaman    lebih   dari atau   sama   dengan    100  m  (seratus   meter);

b. 	secara    topografi  dan   batimetri   menunjukkan     adanya ngarai 	dan/   atau       saluran        di     dasar       laut      yang mengarahkan	tailing    ke   kedalaman    lebih   dari   atau sama   dengan    200  m  (dua  ratus   meter);   dan


 (
,.
'-'
         
 
---.,       
 
•       
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I
)
c.  tidak   ...
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c.      tidak   ada   fenome.na    up-welling.

(31	Dalam     hai    tidak    terdapat    laut    yang    merniliki   Iapisan termoklin  permanen   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) hurui a,  lokasi   ternpat    dilakukan   Dumping  (Pernbuangan] Limbnli  B3  berupa    sert.uk    cor  dan   lumpur    bor  dari   hasil pemboran	Usaha    dan  / a tau   Kegiatan  eksplorasi   dan  / atau eksploitasi  di laut  sebagairuana  dimaksud  dalam   Pasal   39~~ ayat   (l)  huruf   b dan  huruf   c harus    memenuhi   persyaratan:

c:1.	terletak     di   lau;    dengan     kedalaman    lebih    dari    atau sama   dengan    50  m  (lima  puluh    meter);   dan

b. 	dampaknya    berada    di  dalarn    radius    lebih   kecil   dari atau 	sama    dengan     500   ru   [lima   ratus     meter)    dari lokasi   pemboran   di  laut.

(4}	Limbah  83  berupa    serbuk bor  dan   lumpur    bor  dari   hasil pernboran	 Usaha    dan/   atau    kegiatan   eksplorasi   dan/   atau eksploitasi  di laut  sebagaimana   dirnaksud   dalam   Pasal   392 ayat 	(1)   huruf     b  dan    huruf     c   yang    dapat     dilakukan Dumping  (Pembuangan]   Lirnbah   83  ke lokasi   sehagaimana dimaksud	pada   ayat   (1}, ayat   (2), dan   ayat   (3) merupakan Limbah  83  yang   tidak   memiliki  kandungan    hidrokarbon.



Pasal   .J96

Dokumen     program     kedaruratan       Pengelolaan     Lirnoah    83
	sebagaimana    dimaksud    dala
	m    Pasal    394   hur
	uf   b  angka
	10

	paling   sedikir   memuat:
	
	
	

	a.      orgamsasi;

b.       idenufikasi    pengaktifan,
	

can   pelaporan
	
	

	c,      prosedur   penanggulangan;
	dan
	
	


d.      jenis   dan   spesifikasi   peralatan.
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:1)

Pasal   397

Menteri setelah  me.rerima permohonan   sebagaimana dimaksud     dalam     Pasal     3\J<'.l.     mernberikan     pernyataan terturis    mcngenai     kelengkapan   administrasi    permohonan paling   la~T'.H  L.  (dua)  hari   kerja   sejak  pcrmohonan   diterima.
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(?)	Setelah        perrnohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi  paling   lama   7 (tujuh)   hari   kerja.

(3) 	Dalam    hal   hasil    verifikasi   sebagaimana    dimalcsud   pada ayat   (2) menunjukkan:

a. 	permohonan        mernenuru       pe.rsyaratan,           Menteri menerbitkan	Persetuioan      Teknis     untuk      kegiat  an Dumping	(Pernbuangan)    Limbah   B3   paling    lama    7 (tujuh]   hari  kerja   sejak   hasil   verifikasi  diketahui:   atau

b.       permohonan    tidak    memenuhi    persyaratan,     Menteri menola.k		permohcnan      Persetujuan     Teknis      untuk kegiatan	Dumpmg   (Pembua.ngan)   Limbah  83   paling lama 	'1     [tujuh]     hari     kerja     sejak     hasil     ver'ifikasi diketahui,		 disertai    dengan    alasan    penolakan



Pasal   398

11)		Perncgang   Persetujuan    Teknis    untuk     kegiatan   Dumping (PF!mh1..rangan)   Limbah  BJ   wajib   mengajukan    perubahan persetuj  uan  jika   terjadi    perubahan    terhadap   persyaratan yang   meliputi:

a.      identitas   pernohcn;

b.      akta   pendirian   badan    hukum;

c. 	narna,   sumber,   karakteristik,   jenis,   jurnlah,   dan  debit Limbah  B3  yang   dilakukan    Dumping   (Pembuangan) Lirnbah  83;  dan/atau

d.      metode   dan  tata  cara   Dumping  (Pembuangan)   Limbah
B.3.

(2) 	Permohonan      perubahan       Persetujuan       Teknis       untuk kegiatan	Dumping    (Pembuangan)    Limbah   83    diajukan
	secara    tertuhs
	kepada    Menteri  paling   lama
	7  (tujuh)    hari

	setelah    terjadi
	perubahan.
	


(3)		Permohonan      perubahan       Persetujuan        Teknis      untuk  kegiatan  Dumping  ':Pembuar..gan) Limbah  B1 sebagairnana dimaksud	pada   ayat   (2) dilengkapi  dengan   dokumen   yang
	menunjukkan
	perubahan          terhadap
	persyaratan

	sebagaimana
	dirnaksud   pada   ayat  (1).
	








 (
r       
 
.
,
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(4) Menteri  ...
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(4)		Menteri     melakukan      evaluasi     terhadap       permohonan perubahan	Persetujuan    Teknis    untuk     kegiatan    Dumping (Pembuangan)	Limbah  83  paling   lama    10  (sepuluh)    hari kerja 	sejak    permohonan    perubahan      Persetujuan     Teknis  diterima.

(5) 	Dalam    hal   hasil    evaluasi   sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (4) menunjukkan:

a. 	kesesuaian     data,     Menteri   menerbitkan     perubahan Persetujuan	Teknis       untuk        kegiatan      Dumping (Pembuangan)		Limbah  83   paling   lama   7  (tujuh)    hari kerja   sejak   hasil   evaluasi  diketahui;   atau

b. 	ketidaksesuaian     data,    Menteri  menolak   permohonan perubahan		Persetujuan      Teknis      untuk       kegiatan Dumping	(Pembuangan)    Limbah   83   paling    lama    7 (tujuh) 	hari    kerja     sejak    hasil     evaluasi    diketahui, disertai    dengan    alasan    penolakan.


Pasal   399

(1) 	Persetujuan         Teknis          untuk          kegiatan         Dumping (Pembuangan)	Limbah  83  sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal   397  ayat   (3) huruf    a dan   Pasal   398   ayat   (5) huruf    a paling   sedikit   memuat:

a.      identitas   pemegang  persetujuan;

b.      tanggal   penerbitan   persetujuan;

c.      persyaratan    Lingkungan   Hidup;   dan

d. 	kewajiban     pemegang     Persetujuan      Teknis      untuk kegiatan   Dumping   (Pembuangan)   Limbah  83.

(2)	Persyaratan     Lingkungan    Hidup    sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (1) huruf   c paling   sedikit   meliputi:

	a.
	melakukan
	netralisasi
	atau   penurunan    kadar    racun

	
	Limbah
	83      yang
	akan       dilakukan       Dumping


(Pembuangan)   Limbah  83;  dan

b.      melakukan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah  8~.

(3)	Kewajiban  pemegang   Persetujuan    Teknis    untuk    kegiatan Dumping		(Pembuangan)       Limbah      83      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) huruf   d paling   sedikit   meliputi:

a. 		melakukan      identifikasi      Limbah     83     yang      akan dilakukan	Dumping  (Pembuangan)   Limbah   83;




b.  melakukan    ...
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b. 		rr.elakukan   pencatatan    nama   dan  jurnlah    Limbah  83 yang  akan   dilakukan   Dumping  (Pembuanganl   Limbah fi3;

c. 	ruelakukan    pernantauan    kualitas   air   laut   pada    tit.ik penaatan;

d.      meuyusun    dan   menyampaikan    laporan    pelaksanaan
Dumping  (Pembuangan]   Limbah  83;

e. 	merniliki dan   melaksanakan    Sistem   Tanggap  Darurat berupa 	dokumen    program   kedaruratan     Pengeloiaan Limbah  83;  dan

f 	rnemiliki      tenaga       kerja     yang      memiliki     sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan   Limbah  B3.



Pasal400

(1) 	Setelah     Persetujuan     Teknis     untuk      kegiatan     Dumping (Pembuangan)	Limbah   B3   terbit,    pemegang   Pcrsetujuan Teknis   wajib

a. 	rnelaksanakan      kewajiban    sebagaimana      tercantum dalam 	Persetujuan    Teknis    untuk    kegiatan   Dumping (Pembuangan)	Limbah  83;

b.      rnelakukan   netralisasi    atau    penurunan    kadar    racun untuk 	Dumping   (Pemhuangan]    Limbah   B3   berupa tailing;

c. 	melakukan   penurunan    kandungan    hidrokarbon    total terhadap	Limbah  B3  untuk    Dumping   (Pembuangan) Limbah  B3  bcrupa    serbuk    bor  dan   lumpur    bor;

	d.
	mernenuhi
	kornposisi      Limbah
	B3     yang      akan

	
	diiakukan
	Dumping  (Pembuangan)
	Limbah  B3:


e. 	melakukan          pernantauan          terhadap          dampak lingkungan		dari            pelaksanaan             Dumping (Pembuangan]	Limbah B3;

f.      menyu'sun   dan   menyampaikan    laporan    pelaksanaan
Dumping  (Pernbuangan]   Limbah  83;

g. 		-nermliki dan   rnelaksar.akan    Sistem   Tanggap   Darurat berupa 	dokurnen   program   kedaruratan      Pengelolaan Limbah  BJ;  dan


h.  memiliki  .
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h. 	memiliki    tenaga      kerja     yang     memiliki    sertifikat kompetensi	di bidang   Pengelolaan   Limbah  83.

(2)		Laporan  pelaksanaan    Dumping   (Pembuangan)    Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat  (1) huruf   f paling   sedikit  memuat:

	a.
	nama,
	sumber,    karakteristik,
	jumlah,     debit     dan

	
	volume
	Limbah  83;  dan
	


b. 		pelaksanaan      Dumping    (Pembuangan)     Limbah    83 yang  dihasilkannya.

(3)	Laporan  Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83  sebagaimana dimaksud	pada    ayat    (2)  disampaikan     kepada     Menteri paling    sedikit    1     (satu)  kali   dalam    6  (enam)  bulan    sejak Persetujuan		  Teknis         untuk          kegiatan        Dumping (Pembuangan)	diterbitkan.



Pasal   401

Setiap     Orang     yang     menghasilkan     Limbah   83    yang     telah memperoleh    Persetujuan     Teknis     untuk      kegiatan    Dumping (Pembuangan)       Limbah     83      wajib     memiliki     penetapan penghentian   kegiatan  jika  bermaksud:

a.      menghentikan    Usaha   dan/  atau   Kegiatan;  dan/   atau

b.      mengubah    penggunaan    dan/atau     memindahkan     lokasi
Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83.



Pasal402

(1)	Untuk      memperoleh     penetapan     penghentian     kegiatan, Setiap 		Orang    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    401 harus 	 mengajukan    permohonan    secara     tertulis     kepada Menteri.

(2)	Permohonan          penetapan          penghentian           kegiatan sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) dilengkapi  dengan:

a.      identitas   pemohon;  dan

b.      laporan   pelaksanaan   Dumping  (Pembuangan)  Limbah
83.






(3) Menteri  ...
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(3)	Menteri    setelah      menerima     permohonan      sebagaimana dimaksud		pada    ayat    (2)  melakukan    evaluasi   terhadap permohonan		  dan    menerbitkan     penetapan     penghentian kegiatan	paling     lama     10   (sepuluh)    hari     kerja     sejak permohonan		diterima.



Paragraf  11

Pengecualian   Limbah  Bahan   Berbahaya   dan  Beracun



Pasal403

( 1)        Limbah  B3  dari   sumber    spesifik  dapat    dikecualikan    dari Pengelolaan		Limbah      83       berdasarkan         Peraturan Pemerintah	ini.

(2)	Untuk    dapat    dikecualikan    dari    Pengelolaan  Limbah  B3 sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1),  Setiap   Orang   yang menghasilkan		 Limbah   B3   dari    sumber      spesifik  wajib melaksanakan		uji  karakteristik  Limbah B3.

	(3)
	Uji karakteristik    Limbah
	B3  sebagaimana
	dimaksud
	pada

	

(4)
	ayat   (2) dilakukan   secara

Uji karakteristik    Limbah
	berurutan.

83  sebagaimana
	

dimaksud
	

pada


ayat   (3) meliputi uji:

a. 	karakteristik      mudah       meledak,     mudah       menyala, reaktif, 	infeksius,    dan/  a tau    korosif    sesuai     dengan parameter	uji      sebagaimana       tercantum       dalam
	Lampiran
	X     yang       merupakan       bagian
	tidak

	terpisahkan
	dari  Peraturan  Pemerintah  ini;
	


b. 	karakteristik     beracun    melalui     Uji  Toksikologi  LDso untuk 	menentukan    Limbah  B3  dari   sumber    spesifik yang   diuji   memiliki  nilai   Uji  Toksikologi  LDso lebih kecil   dari   atau    sama   dengan    50  mg/kg    (lima puluh miligram  per  kilogram) berat   badan   hewan   uji;

c. 	karakteristik     beracun    melalui     Uji  Toksikologi  LDso untuk 		menentukan    Limbah  B3  dari   sumber    spesifik yang   diuji   memiliki  nilai   Uji  Toksikologi  LDso lebih besar 		 dari    50    mg/  kg    (lima  puluh      miligram    per kilogram) berat   badan    hewan   uji  dan   lebih   kecil  dari atau 	sama    dengan    5000   mg/kg    (lima ribu   miligram per  kilogram) berat   badan   hewan   uji;
 (
d. 
 
karakteristik
) (
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d. 	karakteristik     beracun    melalui     Uji  Toksikologi  LDso untuk 	menentukan    Limbah  83   dari   sumber     spesifik yang   diuji   memiliki   nilai   Uji  Toksikologi  LDso lebih besar 	dari    5000     mg/  kg   (lima  ribu     miligram    per kilogram) berat   badan   hewan   uji;

	e.
	karakteristik
	beracun
	melalui
	TCLP     untuk

	
	menentukan
	Limbah   83
	dari   sumber
	spesifik   yang


diuji   memiliki   konsentrasi    zat   pencemar    lebih   kecil
dari    atau     sama    dengan     konsentrasi     zat   pencemar pada  kolom  TCLP-8 sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran      XI     yang       merupakan       bagian        tidak terpisahkan    dari  Peraruran   Pemerintah   ini;  dan

f. 	karakteristik     beracun    melalui     uji   toksikologi    sub• kronis 	sesuai     dengan     parameter     uji    sebagaimana tercantum	dalam      Lampiran     X   yang     merupakan bagian    tidak   terpisahkan    dari   Peraturan    Pemerintah
1n1.



Pasal404

	(1)
	Dalam        melakukan       uji      karakteristik
	Limbah      83

	
	sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    403,
	Setiap    Orang

	
	yang   menghasilkan    Limbah  83  dari   sumber
	spesifik  wajib



 (
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meng. gunakan.

laboratorium     yang     terakreditasi      untuk
..
masmg-masmg    UJL

(2)		Dalam   hal  belum   terdapat   laboratorium   yang  terakreditasi sebagaimana	dimaksud    pada    ayat    (1),  uji   karakteristik Limbah  83  dilakukan   dengan    menggunakan     laboratorium yang   menerapkan    prosedur   yang   telah  memenuhi   Standar Nasional	Indonesia    mengenai   tata    cara    berlaboratorium yang   baik.



Pasal405

(1)		Hasil  uji  karakteristik    Limbah  83  sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasa l   403   disampaikan     oleh   Sctiap    Orang    yang menghasilkan	Limbah   B3   dari    sumber     spesifik    kepada  Menteri.



(2)  Penyampaian    ...
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	(2)
	Penyarnpaian
	hasii       uji      karakteristik        Limbah      BJ

	
	sebagaimana
permohonan
	rlimaksud     pada    ayat   (1)  dilcngkapi   dengan
pengecualian      Limbah    B3     dari      surnber


spesifik  secara    tertulis    dan   dokumen   yang   paling    sedikit
meliputi:

a.      identitas  pernohon;

b.       idenritas    Limbah   B3    dari     sumber      spesifik    yang dihasilkan;

	c.
	bahan       baku
	dan/atau        bahan       penolong
	yang

	
	digunakan
menghasilkan
	dalam          proses          produksi
Limbah  B3  dari   surnber  spesifik;
	yang
dan


d, 		proses    produksi   yang   menghasilkan    Limbah   B8  dari sumber 	spesifik.

(3) 	Menteri    setelah      menerima     permohonan      pengecualian sebagaimana	 dimaksud   pada   ayat  (2) menugaskan    tim  ahli Limbah  B3  untuk    melakukan    evaluasi   terhadap   hasii   uji karakteristik	Limbah  83.

(4) 	Tim  ahli  Limbah  B3  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) merupakan	tim   ahli   Limbah   83   sebagaimana    dimaksud dalarn   Pasal   280 .



Pasal   406

(1) 	Evaluasi  oleh  tim  ahli  Limbah  83   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   405  ayat   (3) meliputi  identifikasi  dan   analisis terhadap:

a.      hasil   uji  karakteristik    Limbah  83;

c.       proses   produksi   pada   Usaha   dan/  atau   Kegiatan  yang menghasilkan	Limbah  83  dari  sumber    spesifik:  dan

c. 	bahan       baku       dan/atau        bahan       penolong     yang digunakan	dalam   proses   produksi.

(2)    Evaluasi  sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan
	paling     lama
	10    (sepuluh)
	hari
	kerja
	sejak
	Menteri

	memberikan
	penugasan.
	
	
	
	


(3)	Tim   ahli   Limbah   B3   menyampaikan     rekomendasi     hasil evaluasi	kepada    Menteri  paling   lama   4  (empat)  hari   kerja sejak   basil   cvaluasi  diketahui.


( +)   Rekornendasi   ...
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(4) 	Rekomendasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) paling sedikit   memuat:

a.      identitas   Limbah  83  dari  sumber    spesifik;

 (
c.
kesimpulan
hasil     
 
evaluasi
terhadap
hasil
UJI
karakteristik
Limbah 
 
83.
)b.      dasar   pertimbangan    rekomendasi;   dan




	(5)
	Dalam     hal
	hasil    evaluasi    menunjukkan      tidak     adanya

	
	karakteristik
	Limbah      83       dari       sumber         spesifik,

	
	rekomendasi
	tim   ahli    Limbah   83    memuat    pernyataan


bahwa      Limbah    83    dari     sumber      spesifik    merupakan
Limbah  83   dari   sumber     spesifik  yang   dikecualikan    dari
Pengelolaan   Limbah  83.

(6) 	Dalam       hal       hasil       evaluasi      menunjukkan        adanya karakteristik		Limbah      83       dari       sumber         spesifik, rekomendasi	tim   ahli    Limbah   83    memuat    pernyataan Limbah  83  dari   sumber    spesifik  tetap   merupakan    Limbah
83  dari  sumber    spesifik.


Pasal407
(1) 	Menteri   berdasarkan     rekomendasi    tim   ahli    Limbah   83 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   406  menetapkan:
a.      pengecualian    dari   Pengelolaan   Limbah  83   terhadap
Limbah  83  dari  sumber    spesifik;  atau
b. 		Limbah  83   dari   sumber     spesifik  tidak    dikecualikan dari  Pengelolaan   Limbah  83.
(2) 	Penetapan       sebagaimana       dimaksud       pada.     ayat       (1) dilaksanakan		paling     lama     2    (dua)   hari     kerja     sejak rekomendasi	disampaikan   oleh  tim  ahli  Limbah  83  kepada Menteri.


Paragraf  12
Perpindahan    Lintas   Batas   Limbah  Bahan    Berbahaya   dan   Beracun


Pasal408
( 1)      Dalam   hal  Limbah  83  akan   diekspor  ke  negara    penerima, Penghasil	Limbah   83   atau    eksportir    Limbah   83   harus mengajukan	permohonan     notifikasi   kepada     Pemerintah Republik  Indonesia   melalui   Menteri.


(2) Permohonan    ...
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(2)    Permohonan   notifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat
(1) dilengkapi  dengan    keterangan   paling   sedikit   mengenai:

a.      identitas   eksportir   Limbah  83;

b.      negara    tujuan    ekspor   Limbah  83;

c. 		dokumen  mengenai  nama,   sumber,   karakteristik,    dan jumlah 	Limbah  83  yang   akan   diekspor;

d.      alat  angkut    Limbah  83  yang   akan   digunakan;

e.      negara    transit;

f. 	tanggal      rencana     pengangkutan,       pelabuhan      atau terminal		tujuan      transit,      waktu     tinggal     di    setiap transit, 	dan    pelabuhan     atau     terminal    masuk     dan keluar;

g.      dokumen   mengenai  asuransi;

h.      dokumen   mengenai  pengemasan   Limbah  83;

1.		dokurnen  mengenai  tata   cara   penanganan    Limbah  83 yang   akan   diangkut;   dan

	J.
	dokumen     yang
	berisi     pernyataan      dari
	Perighasil

	
	Limbah    83    dan
	eksportir     Limbah    83
	mengenai


keabsahan    dokumen  yang   disampaikan.

(3) 	Pelaksanaan      ekspor      Limbah    83     dapat      dilaksanakan apabila:

a. 	notifikasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) yang dikirimkan	oleh     Pemerintah      Republik     Indonesia kepada 	negara    penerima   disetujui   negara    penerima; dan

b. 	notifikasi   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) yang dikirimkan	oleh     Pemerintah      Republik     Indonesia kepada    negara    transit    disetujui   negara    transit.

(4) 	Dalam   hal  notifikasi  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3) disetujui		oleh  otoritas     negara    tujuan     ekspor    dan   negara transit 	Limbah   83,    Menteri   menerbitkan     rekomendasi ekspor   Limbah  83.






(5) Rekomendasi   ...

PRES    I OEN REPUBLIK         INDONESIA


-  301  ·


(5) 	Rekomendasi   ekspor    Limbah  E3   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (4) menjadi  dasar   penerbitan   izin  ekspor   Limbah
83   yang   diberikan   oleh   menteri   yang   menyelenggarakan urusan     pemerintahan    di bidang   perdagangan.

(6) 	Persyaratan   dan  tata   cara  permohonan   dan  penerbitan   izin ekspor   Limbah    83  dilaksanakan    sesuai   dengan    ketentuan peraturan	perundang    undangan.



P:1.~al 409

(1) 	Dalam   hal  Limbah  83 akan   dimasukkan    ke dalam   wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk  tujuan  transit, Pengangkut	Limbah  B3  melalui    negara    eksportir   Limbah
83    han  is   rnengajukan     pcrrnohonan     r.otifikasi    kepada
Perncrintah   Republik  Indonesia   melalui   Menteri,

	(2)
	Menteri   mernberikan    jawabar-
	berupa     persetujuan     atau

	
	periolakan     atas      perrnchonan
	notifikasi     sebagaimana


dimaksud    pada    ayat    (1)  dalarn    waktu    paling    larnbat    60
(enam   puluh)   hari   se oelurn   transit    dilakukan.

	(3)
	Dalam      hal
	Menteri    menolak
	permohonan      ru.uflkasi

	
	sebagairnana
	dimaksud     pads
	ayat     (2)   harus      disertai


dengan    alasan    penotakan.



Paragraf   J -1

Penanggulangan    Pencemar an  Lingkungan   Hid up  dany  atau   Kerusakan
Lingkungan   Hidup   dan   Perru.lihan  Fungsi   Lingkungan   Hidup



P<1f,al 4] 0

Setiap     Orang     yang     ~engh,t:.i1kan    Lirnbah   83,    Pengurnpul Lirnbah  82.,   Pe.nganckut   i.unbah     83,    Pemanfaat    Limbah   B3, Pengolah   Lirnoah   33,    d2n/?,i:.:.u Penirnbun   Lirnbah   8'3  yang mclakukan       Pence-n.n an       Lingkungan       Hidup        dun / atau Perusakan   Lingkungan   did-up  wajib  melaksanakan:
 (
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a. 	Penanggi ilangan          Penc=rnaran        Lingxungan dan  I a..n:.:.u   Kerusakan   Lingk,.1n~j,<.1.n   Hidup:   dan

b.      pcrrr.ilihan  fnrie;::;::  Lingkungan   Hioup.


Hidup



i1-:1sal 41.    !    ...
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Setiap   Orang   yang   melakukan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah B3  yang   melakukan   Pencemaran   Lingkungan   Hidup   dan/   a tau Perusakan   Lingkungan   Hidup   wajib  melaksanakan:

a. 		Penanggulangan          Pencemaran         Lingkungan          Hidup  dan/atau	Kerusakan   Lingkungan   Hidup;   dan

b.      pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup.


Pasal   412

	(1)
	Penanggulangan          Pencemaran
	Lingkungan         Hidup

	
	dan/atau      Kerusakan     Lingkungan
	Hidup     sebagaimana


dimaksud   dalam   Pasal   410  huruf   a dan   Pasal   411  huruf   a
dilakukan   dengan:

a.      pemberian    informasi    mengenai    peringatan     adanya
	Pencemaran
	Lingkungan   Hidup   dan/atau
	Kerusakan

	Lingkungan
	Hidup   kepada    masyarakat;
	


b. 	pengisolasian        Pencemaran        Lingkungan       Hidup dan/   a tau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup;

	c.
	penghentian    sumber
	Pencemaran
	Lingkungan
	Hidup

	
	dan/  a tau   Kerusakan
	Lingkungan
	Hidup;  dan/
	atau


d. 	cara      lain      sesuai       dengan       perkembangan       ilmu pengetahuan	dan   teknologi.

(2)	Pemberian      informasi      mengenai      peringatan       adanya Pencemaran			Lingkungan     Hidup    dan/   a tau     Kerusakan Lingkungan		 Hidup   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat   (1) huruf 	a  dilakukan    melalui    media    cetak    dan/   atau    media elektronik	paling    lama    24   (dua   puluh    empat)    jam    sejak Pencemaran			Lingkungan     Hidup    dan/   a tau     Kerusakan Lingkungan		Hidup   diketahui.

(3)		Pengisolasian    Pencemaran    Lingkungan     Hidup    dan/   atau Kerusakan	Lingkungan    Hidup    sebagaimana      dimaksud pada   ayat  (1) huruf   b dilakukan    dengan    cara   paling   sedikit  meliputi:

a. 	evakuasi     sumber      daya     untuk      menjauhi     sumber Pencemaran	 Lingkungan   Hidup  dan/   a tau   Kerusakan Lingkungan	Hidup;

	b.
	penggunaan
	alat         pengendalian
	Pencemaran

	
	Lingkungan
	Hidup   dan/   atau   Kerusakan
	Lingkungan

	
	Hidup;
	
	



c. identifikasi   ...
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c.      identifikasi   dan   penetapan   daerah    berbahaya;   dan

d, 		penyusunan      dan    penyarnpaian     laporan     terjadinya potensi 	Pencemaran     Lingkungan    Hid up    dan/  atau Kerusakan		Lingkungan      Hidup      kepada      Menteri, gubernur,		atau      bupati/wali      kota     sesuai     dengan  kew enangannya.

(4) 	Penghentian      surnber      Pencemaran      Lingkungan     Hidup dan/   atau     Kerusakan     Lingkungan     Hidup     scbagaimana dirnaksud	pada    ayat   (1}   huruf    c  dilakukan    dengan     cara paling   sedikit   meliputi:

a.      r~nghentian    proses   produksi;

	b.
	pcnghentian     kegiatan    pada     fasilitas    yang dengan       sumber       Pencernaran      Lingkungan dan  / atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup;
	terkait
Hidup

	c.
	tindakan    tertentu    untuk     meniadakan
Lingkungan   Hidup   dan/   a tau   Kerusakan
	Pencernaran
Lingkungan

	
	Hidup   pada   sumbernya;   dan
	
	

	d.
	penyusunan penghentian
	dan   penyampaian    laporan    pelaksanaan
Pencemaran        Lingkungan        Hidup


dan  /u tau     Kerusakan     Lingkungan     Hidup      kepada
Menteri,    guber!lur,     arau     bupati/wali     kota     sesuai dengan    kewenangannya.



Pasa!   413

	(1)
	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai
	dengan

	
	kewenangannya        rnenetapkan        pihak        ketiga
	untuk


melakukan      Penanggulangan       Pencernaran      Lingkungan
Hidup   dan/   a tau  Kerusakan   Lingkungan   Hid up  atas   be ban biaya:

a.      Setiap      Orang      yang      menghasilkan       Lim bah     83
Pengurnpul     Limbah    B3     Pengangkut     Limbah    83, Pernanfaat      Limbah     B3~    Pengolah     Lim bah      B3, dan  z atau       Penimbun      Limbah     B3      sebagaimana climaksud  dalarn   Pasal   410;  dan






b.  Setiap   .
 (
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A
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b. 	Setiap          Orang         yang         melakukan          Dumping (Pernbuangan)	Limbah   B~~    sebagaimana     dimaksud dalarn   Pasal   411

jika 	Penanggulangan      Pencemaran     Lingkungan     Hiriup dan/   a tali      Kerusakan     Lingkungan     Hidup     sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal   412   tidak   rnulai   dilakukan    daiarn jangka    waktu   paling   lama   24  (dua  puluh    empat)   jam   sejak diketahuinya	Pencernaran    I ,ingkungan    Hidup    dan/   atau Kerusakan	 Lingkungan   Hidup.

(2) 	Biaya   sebagaimana    dimaksud   pada   avat   (1}  dapat    berasal dari:

a.      dana      penanggulangan        Penccmaran     Lingkungan
 (
,      
 
.  
 
'
)
Hid up  dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup;   atau

b.      dana         penjarrunan
Lingkungan   Hidup.


untuk         pemu!ihan        fungsi



Pa sai  IJ. J  4

'1) 	Biaya    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    413   ayat    (2) diperhitungkan	sebagai        kerugian       lingkungan       jika Penanggwangan		Pencemaran         Lingkungan         Hidup dan/   atau    Kerusakan    Lingkungan   Hidup   tidak   dilakukan oleh:

	a.
	Setiap      Orang      yang
	rnengha.silkan
	Limbah
	B3,

	
	Pengumpul     Lirnban
	BJ,    Penga.ngkut
	Limbah
	B],

	
	Pernanfaat      Limbah
	B3,    Pengolah
	Limbah
	83,

	dan/   a tau
	Pernmbun      Limbah
	83
	sebagaimana

	dirnaksud
	dalarn   Pasal   41 O;  dan
	
	


b. 	Setiap          Orang         yang         melakukan         Dumping (Pembuangan)	Limbah   B3   sebagairnana     dimaksud dalam   Pasal   411 .

(2) 	Besaran     kerugian     lingkungan     sebagairnana     dimaksud pada   ayat   (1) ditetapkan   berdasarkan    kesepakatan    antara Menteri	gubernur,    atau    bupati/wali    kota   dengan     pihak sebagaimana	dimaks'ud  pada   ayat   (lJ.



Pasal   415   ..   _
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	(1)
	Pelaksanaan
	pemulihan       fungsi       Lingkungan
	Hidup

	
	sebagaimana
	dimaksud    dalam     Pasal    410    huruf
	b   dan


Pasal   411  huruf   b dilakukan   dengan    tahapan:

a. 	penghentian    sumber     pencemaran    dan   pembersihan zat  pencemar;

b.      remediasi;

c.      rehabilitasi;

d.      restorasi;   dan/   atau

e. 	cara   lain    sesuai         dengan         perkembangan         ilmu pengetahuan	dan   teknologi.

(2) 		Pemulihan      fungsi       Lingkungan      Hidup      sebagaimana dimaksud	pada      ayat     ( 1)       dilakukan       terhadap       lahan terkontaminasi.



Pasal   416

Penghentian      surnber       pencemaran      dan      pembersihan      zat pencemar    sebagaimana    dimaksud    dalarn    Pasal    415   ayat    (1) huruf   a dilakukan   dengan    cara   paling   sedikit   meliputi:

a. 	identifikasi    lokasi,     sumber,    jenis,     zat    pencemar,     serta besaran	pencernaran;

b.      penghentian    proses   produksi;

c.       penghentian    kegiatan   pada    fasilitas   yang   terkait    dengan sumber 	Pencemaran     dan/atau      Kerusakan     Lingkungan Hidup;

	d.
	tindakan
	tertentu      untuk        meniadakan
	Pencemaran

	
	Lingkungan
	Hidup    dan/   atau      Kerusakan
	Lingkungan

	
	Hidup   pada
	sumbernya;   dan
	


e.       penyusunan      dan     penyampaian      laporan       pelaksanaan penghentian		Pencernaran    Lingkungan    Hidup     dan/atau Kerusakan	Lingkungan   Hidup   kepada    Menteri,  gubernur, atau   bupati/wali    kota   sesuai   dengan    kewenangannya.








Pasal   417   ...
 (
SK 
 
No
 
097500
 
A
)

PRESIDEN
REPUBLIK     INOONESIA

-  :306 - Pasal  4 l '/

Rernediasi   sebagaimana     rlirnaksud   dalam    Pasal    415   ayat    (1)
huruf    b dilakukan   d,-!ngan cam   paling   sedikit   rneliputi:

a.      pernilihan  teknologi  rcmediasi;

b.      penyusunar,    rencana  dan   pelaksanaan    rernediasi;  dan

c. 	penyusur.an      dan     penyampaian      laporan       pelaksanaan rcmediasi	terhadap      Pencernaran      Lingkungan      Hidup kepada 	Mcnteri ,    gubernur,    atau   bupati/wali    kota   cesuai dengan    kewenangannva



Pasal   418

Rehabilitasi   sebagaimana    dimaksud   dalain    Pasal   415   ayot   (1)
huruf   c dilakukan   dengan    cara   palmg   sedikit   meliputi:

a.      identifikaei    Iokasi,     penyebab,    dan    besaran     kerusakan
Lingkungan   Hidup;

l"'.        pemilihan   me lode  t chabilitasi:

c.      penyusunan    rencana   dan   pelaksanaan    rehabilitasi;   dan

	d.
	pcnvusunar:
	dan     penyampaian
	laporan       pelaksanaan

	
	rehabilitasi
	terhadap     .Kerusakan
	Lingkungan      Hidup


kepada    Menteri,   gubernur,  atau    bupati/wali    kota   sesuai
dengan    kewenangannya.



Pc:isai419

Restorasi   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    415    ayat    fl)
huruf   d dilakukan   dengan    cam.  paling   sedikit   meliputi:

a.      identifikasi    Iokasi,     penye.bah,   dan     besaran    Kerusakan
Lingkuugan   Hidup;

b.      pernilihan   metode   restorasi;

c.      penyusunan    rencana   dnn  pelak  sanaan    restorasi;   dan

d.      penyr.sunan      dun     penyampaian      laporan       pelaksanaan
	restorasi
	Ker-rsakan   t.ingkungan
	Hidup    kcpada
	Mcnreri,

	guberriur,
	atau       bupati/wali
	kota       sesuai
	dengan


xe wenangarm ya






Pasal   420    ...
 (
SK 
 
No
 
84809
 
A
)

PRESIDEN
REPUBLIK     INOONESIA


- 307 -


Pasal   420

	l l)
	
Tahapan        pemulihan
	
fungsi         Lingkungan        Hidup

	
	sebagaimana     dimaksud
dalam    dokumen    rericana
	dalam     Pasal     415    dituangkan
pemulihan    fungsi    Lingkungan

	
	Hidup.
	


(2)	Dokumen   rencana    pemulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup sebagaimana	  dimaksud   pada   ayat   (1) harus    mendapatkan persetujuan	dari  Menteri  sebelum  pelaksanaan    pernulihan fungsi   Lingkungan   Hidup.

(3)	Dokumen   rencana    pemulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup sebagaimana	dimaksud   pada   ayat   (1) memuat:

a.       tahapan   pcmulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup;   dan

b. 	hasil       identifikasi       zat       pencernar       sebagairuana dirnaksud	dalam   Pasal   416  huruf   a.



Pasal   421

(1) 	Identifikasi   zat   pencemar   sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal  420  ayat  (3) huruf   b untuk    tanah   tercemar  dilakukan melalui 	uji    karakteristik      beracun     melalui      TCLP  dan analisis    total  konsentrasi   zat  pencemar   sebelum  dilakukan pemulihan	fungsi   Lingkungan   Hidup.

	l2)
	Nilai  baku
	untuk     identifikasi   zat   pencemar   sebagaimana

	
	dimaksud
	pada    ayat    ( 1)     dilakukan    sesuai     dengan     nilai


baku    sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran   XIII yang
merupakan      bagian      tidak     terpisahkan      dari     Peraturan
Pemerintah   ini,  dengan    ketentuan:

a. 	jika   konsentrasi    zat  pencernar  lebih   besar   dari  TCLP• A	dan/   atau      total     konsentrasi      A    (TK-A),  tanah dimaksud	wajib   dikelola  sesuai    dengan     Pengelolaan Lirnbah  83  kategori  l;

	b.
	jika    konsentrasi     zat   pencemar
	sama    dengan     atau

	
	lebih   kecil  dari  TCLP-A dan/atau
	total   konsentrasi    A


(TK-A)ctan lebih    bcsar    dari   TCLP-B dan/   atau    total
konsentrasi	B (TK-B), tanah    dimaksud   wajib   dikelola sesuai  dengan    Pengelolaan   Limbah  B3  kategori  2;



c. jika   ...
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c. 	jika    konsenrras.i    zat   pencemar    sarna    dengan     arau lebih   kecil  dnr i 'i'CLP-B dan/   atau   total   konsentrasi   B (TK-B)    dan   Iebih   besar   dari  TCLP-C   dan/   atau    total konseutrasi	C (TK-C), tar-ah   dimaksud   wajib  dikelola sesuai   dengan    pengelolaan   Limbah  nonB3;   atau

d. 	jika    konsentrasi     zat   pencerr.ar   sama    dengan     atau lebih   kecil  dari   TCLP-C  dan/   atau   total   konsentrasi   C (TK-C),   tanah     dimaksud    dapat     digunakan     sebagai tanah    pelapis   dasar.



Pasal   422

(l) 	Pernulihau      fungsi       Lingkungan      Hidup       sebagaimana dimaksud	daJam       Pasal       415      dilaksanakan        hingga memperoleh  penctapan   stat  us  telah   eeiesainya   pernulihan lahan   terkontaminasi    dari  Menteri.

(2) 	Untuk     mernperoleh    penetapan     status      telah     selesainya pemulihan		lahan      terkontarninasi      dari     Menteri    harus diajukan	permohonan    sccara    tertulis.

(3) 	Permohonan    secara    tertulis    sebagaimana    dimaksud   pada ayat   (2) dilengkapi  dengan:

a.       identitas   pemohon;  dan

b,      laporan     peJaksanaan    pemulihan    fungsi    Lingkungan
Hidup.
 (
SK 
 
No
 
084810
 
A
)

(4)		Laporan     pelaksanaan       pemulihan       fungsi  Hidup 	sebagaimana     dimaksud    paJa     ayat paling   sedikir   memuat:

a.      identitas   pemohon;  dan


Lingkungan
(3)  huruf     b

b.       rincian     pelaksanaan     pemulihan    fungsi    Lingkungan
Hidup.


Pasal   423

(1) 		Menteri  setelah    rnenerima   perrnohonan   penetapan     status  telah 	selesainya       pernulihan       lahan       terkontaminasi sebagaimana		   dimaksud     dalam     Pasal    422    membenkan pernyataan	ter tulis    mengenai   kelengkapan     administrasi permohonan		   paling      lama     2    (dua)     hari     kerja     sejak permohonan		dite:rima.



(2) Setelah    ...
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(2)	Setelah       permohonan       dinyatakan       lengkap,      Menteri melakukan	verifikasi   paling    lama    30   (tiga   puluh)     hari kerja.

(3)	Dalam    hal   hasil   verifikasi   sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (2) menunjukkan:
a. 	permohonan        memenuhi       persyaratan,         Menteri menerbitkan		penetapan      status       telah      selesainya pemulihan	lahan      terkontaminasi      paling     lama     7 (tujuh)   hari  kerja   sejak  hasil  verifikasi  diketahui;   atau
b. 	permohonan    tidak    memenuhi    persyaratan,     Menteri menolak	  permohonan       penetapan       status        telah selesainya		pemulihan    lahan     terkontaminasi     paling lama 	7    (tujuh)     hari     kerja     sejak     hasil     verifikasi diketahui	disertai    dengan   alasan    penolakan.
(4)	Penetapan     status      telah     selesainya     pemulihan     lahan terkontaminasi	sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (3) huruf   a paling   sedikit   memuat:
a.      tanggal   penerbitan   penetapan;
b.      ringkasan   hasil   verifikasi;
c.      pernyataan   bahwa:
1.       pemulihan      fungsi      Lingkungan     Hidup      yang dilaksanakan	telah   layak   dan   dapat   dihentikan; dan
2. 		Lingkungan    Hidup    telah    kembali    pada    fungsi  semula 	sebelum       terjadinya         Pencemaran Lingkungan	Hidup        dan/atau           Kerusakan Lingkungan  Hidup.


Pasal424
(1)		Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan  kewenangannya	menetapkan        pihak       ketiga       untuk  melakukan	pemulihan     fungsi     Lingkungan     Hidup     atas beban   biaya:
a.       Setiap      Orang      yang      menghasilkan       Limbah    83, Pengumpul	 Limbah   83,     Pengangkut     Limbah   83, Pemanfaat	Limbah     83,      Pengolah     Limbah     83,
	dan/atau
	Penimbun      Limbah
	83
	sebagaimana

	dimaksud
	dalam   Pasal   410;  dan
	
	





b.  Setiap   ...
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b. 	Setiap         Orang         yang         melakukan         Dumping (Pembuangan)	Limbah   B3   sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal   411,

jika    pemulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup    sebagaimana dimaksud   dalam    Pasal   415   tidak   mulai   dilakukan   dalam jangka     waktu     paling    lama    30   (tiga   puluh)     hari    sejak Penanggulangan         Pencemaran         Lingkungan        Hidup dan/   a tau  Kerusakan   Lingkungan  Hidup  dilakukan.

(2)	8iaya   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dapat   berasal dari:

a.      dana       Penanggulangan       Pencemaran       Lingkungan
Hidup dan/  a tau  Kerusakan   Lingkungan   Hidup;   a tau
 (
SK 
 
No
 
083210
 
A
)

b.      dana        penjaminan        untuk         pemulihan
Lingkungan   Hidup.


fungsi


Pasal   425

Biaya     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     424    ayat     (2) diperhitungkan     sebagai    kerugian   lingkungan   jika   pemulihan fungsi   Lingkungan   Hidup   tidak   dilakukan  oleh:

a. 	Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  B3,  Pengumpul Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat   Limbah B3,  Pengolah  Limbah  B3,  dan/  atau   Penimbun  Limbah B3 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   41 O;  dan

b. 	Setiap    Orang    yang    melakukan    Dumping   (Pembuangan) Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   411.


Pasal426

Besaran   kerugian   lingkungan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal  425  ditetapkan   berdasarkan   kesepakatan    antara    Menteri, gubernur,    atau    bupati/wali    kota   dengan     pihak    sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   425  huruf   a dan   huruf   b.


Pasal427

Pemulihan   fungsi    Lingkungan   Hidup    sebagaimana    dimaksud dalam     Pasal     415    dilakukan     oleh    Pemerintah,     pemerintah
	daerah
	provinsi,    dan     pemerintah
	daerah
	kabupaten/kota

	sesuai
	dengan    kewenangannya   jika:
	
	


a. 	lokasi          pencemaran          tidak          diketahui          sumber pencemarannya;	dan/  a tau


b.  tidak   ...
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b.      tidak   diketahui   pihak   yang   melakukan   pencemaran.



Paragraf  14

Sistem   Tanggap  Darurat   dalam   Pengelolaan   Limbah  Bahan    Berbahaya   dan
Beracun



Pasai428

Setiap     Orang     yang    menghasilkan     Limbah    B3,    Pengumpul Limbah  B3,   Pengangkut    Limbah   B3,   Pemanfaat   Limbah  B3, Pengolah   Limbah   B3,   dan/   atau    Penimbun   Limbah   B3  wajib memiliki  Sistem   Tanggap  Darurat.



Pasal429

Sistem   Tanggap  Darurat   dalam    Pengelolaan   Limbah  B3  terdiri atas:

a. 	pencegahan    kedaruratan     Pengelolaan   Limbah  83   melalui penyusunan	program    kedaruratan     Pengelolaan    Limbah B3;

b.      kesiapsiagaan     melalui    pelatihan    dan   geladi   kedaruratan
Pengelolaan  Limbah  B3;  dan

c.      penanggulangan    kedaruratan    Pengelolaan   Limbah  83.



Pasal430

Kedaruratan    Pengelolaan   Limbah  83   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   429  meliputi:

a.      keadaan   darurat     pada   kegiatan  Pengelolaan   Limbah  83;

b.      keadaan  darurat          Pengelolaan        Limbah       B3        skala kabupaten/kota;

c.      keadaan   darurat     Pengelolaan   Limbah  83   skala    provinsi;
dan

d.      keadaan   darurat     Pengelolaan   Limbah  83  skala   nasional.
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Pasal   431

Setiap     Orang     yang    mcnghasilkao     Lirnbah     B3,    Pengumpul Limbah   B~.   Pcngangknt    Limbah   B:i,   Pernanfaat   Limbah   83, Pengolah   Limbah   R3,   darr/  atau    Pe.niinbun     Limbah   B3  wajib menyusun   program  kedaruratan    Pengelolaan  Limban  B3  sesuai d.engan kegiatan  yang   dilakukannya.



Pasal   4~2

(1) 	Kepala         instansi         dae rah         kabupaten   rkota         yang bertanggungjawab	ch   bidang     penanggulangan      bencana menyusun	program   kedaruratan     Pengelolaan   Limbah  83 skala   kabupaten   r kota.

(2) 	Kepaia   instansi   daerah   provinsi  yang   berranggungjawab    di bid;  ng    perianggulangan      bencana     mcnyusun        program kedr.ruratan    Pengelolaan   Limbah  I33 skala   prcvinsi.
	(~)
	Kepala       lembaga
	pemerintah       nonkernenterian
	yang

	
	bertanggungjawab
	di   bidang     perianggulangan
	bencana


menyusun    rxo,?;rc:.,nkerlat  uratan     Pengelolaa .."1   Lirnbah  B3
skala   nasional.
(-+)	Dalarn     penyusunan      program    kedaruratan      Pengelolaan Lirnbah  B3  skala   ka bupatenrkota,     Kepala   instansi   daerah kabupaten	zkota      yang      bertanggungjawab        di     bidang penarrggulangan	bencana   berkoordinasi   dengan:
a.      Seb1p    Orang    scbago.imar.s,    dimaksud    dalam     Pasal
431;
b.      Menter  i;
c.      gubernur;
d.      instansi   Lingkungan   Hidup   kabupaten   z kota;   dan e.      instansi   terkait   lainnya    di  kabupaten/kota.
(3) 	Dalam     penyusunan      program    kedaruratan      Pengelolaan Limbah  83  skala   provinsi.  Kepala   instansi   daerah    provinsi yang 	bertanggungjawab       di     bidang       penanggulangan bencana		berkoordinasi   dengan:
a.      Seti.ip    Orang    sebagai.nana     dimaksud    dalam     Pasal
-13 ~;
b.      Meuteri:
c.      ins.ansi   Lingkungan   Hidup   provmsi:  dan d.      instansi   terkaii    lainnya    di provinsi.


(h)  Dalam   ...
 (
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	(6)
	Dalam     penyusunan      program    kedaruratan
	Pengelolaan

	
	Limbah   B3   skala    nasional,    Kepala    lembaga
nonkementerian       yang      bertanggungjawab
	pemerintah
di     bidang


penanggulangan    bencana   berkoordinasi   dengan:

a.      Setiap    Orang    sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal
431;

b.      Menteri;  dan
 (
SK
 
 
No
 
097029
 
A
)

c. 	kementerian         dan/   a tau nonkementerian	terkait.


lembaga


pemerintah


Pasal433

	{1)
	Program    kedaruratan       Pengelolaan     Limbah
	B3    skala

	
	kabupaten/kota         merupakan       bagian        dari
	program


penanggulangan    bencana   kabupaten/   kota.

(2) 		Program    kedaruratan       Pengelolaan     Limbah     83     skala provinsi  merupakan    bagian   dari  program   penanggulangan bencana	provinsi.

(3) 		Program    kedaruratan       Pengelolaan     Limhah     83     skala nasional  merupakan   bagian   dari  program   penanggulangan bencana	nasional.


Pasal   434

(11     Program        kedar  uratan          Pengelolaan        Limbah       B3 sebagaimana	dirnaksud   dalam    Pasal   431   d:=1.11     Pasal    43'3 paling   sedikit   meliputi:

a.      infrastruktur;    dan

b.      fungsi   penanggulangan

(2)	Infrastruktur      sebagaimana   dimaksud   pada huruf   a paling   sedikit   meliputi:

a.      organisasi;

b.      koordinasi:


ayat        ( i)

c. 	fasilitae  dan  peraiatan   1.errnasuk peralatan   peringatan dini  dan   alarm:

d.      prosedur   pcnanggulangan:    dan

e.      peiatihan   dan   geladi   keadaan   darurat.


(3) Fungsi    ...
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(3)    Fungsi   penanggulangan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
(1) huruf   b paling   sedikit   meliputi:

a.      identifikasi,   pelaporan,   dan   pengaktifan;

b.      tindakan   mitigasi;

c.      tindakan   perlindungan    segera;
 (
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d. 	tindakan            perlindungan             untuk penanggulangan	keadaan         darurat, masyarakat,	dan   Lingkungan   Hidup;   dan


petugas pekerja,

e. 	pem berian         informasi       dan masyarakat.


instruksi        kepada



Pasal   435

Sistem      Tanggap     Darurat     Pengelolaan     Limbah    B3    wajib dilaksanakan     oleh   Setiap    Orang    yang   menghasilkan     Limbah B3,  Pengumpul   Limbah  B3,  Pengangkut   Limbah  B3,  Pernanfaat Limbah  B3,  Pengolah  Limbah  B3,  dan/atau    Penimbun   Limbah B3  berdasarkan   program kedaruratan   Pengelolaan Limbah B3 sesuai       dengan       kegiatan      Pengelolaan     Limbah     B3     yang dilakukannya.



Pasal   436

Setiap     Orang     yang    menghasilkan      Limbah   83,     Pengumpul Limbah  83,   Pengangkut    Limbah   B3,   Pemanfaat  Limbah  B3, Pengolah    Limbah     83,      dan/  atau      Penimbun    Limbah    B3 sebagaimana         dimaksud         dalam          Pasal         435         wajib menyelenggarakan      pelatihan    dan    geladi  kedaruratan     untuk kegiatan  yang  dilakukannya    paling   sedikit    1   (satu)   kali  dalam    1 (satu)     tahun      untuk      memastikan     Sistem     Tanggap    Darurat Pengelolaan  Limbah  83  dapat   dilaksanakan.



Pasal437

Sistem   Tanggap  Darurat   Pengelolaan  Limbah  B3  skala kabupaten/kota    dikoordinasikan  oleh Kepala instansi daerah kabupaten/kota       yang    bertanggungjawab      di    bidang penanggulangan    bencana   dan   dilaksanakan    bersama   dengan:




a.  Setiap   ...
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a.      Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/   atau   Penimbun   Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   435;

b.      instansi   Lingkungan   Hidup   kabupaten/kota;      dan c.      instansi   terkait    lainnya    di kabupaten/kota,
berdasarkan 	program    kedaruratan      Pengelolaan    Limbah    83 skala   kabupaten/kota.



Pasal438

(1)		Kepala         instansi         daerah          kabupaten/kota             yang bertanggungjawab	di   bidang     penanggulangan       bencana sebagaimana           dimaksud           dalam            Pasal           43 7 mengoordinasikan	 pelatihan      dan     geladi     kedaruratan secara 	terpadu       sesuai      dengan      program      kedaruratan Pengelolaan  Limbah  83  tingkat    kabupaten/kota.

(2)	Pelatihan   dan   gela<likedaruratan     sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (1) wajib  diikuti   oleh:

	a.
	Setiap      Orang      yang
	menghasilkan
	Limbah
	83,

	
	Pengumpul     Limbah
	83,     Pengangkut
	Limbah
	83,

	
	Pemanfaat      Limbah
	83,      Pengolah
	Limbah
	83,

	dan/   atau
dimaksud
	Penimbun      Limbah
dalam   Pasal   435;
	83
	sebagaimana


b.      instansi   Lingkungan   Hidup   kabupaten/kota;      dan c.      instansi   terkait    lainnya    di  kabupaten/kota.
(3)	Pelatihan   dan   geladi   kedaruratan     diselenggarakan     paling sedikit    1   (satu)   kali  dalam   2 (dua) tahun.



Pasal   439

Sistem   Tanggap  Darurat   Pengelolaan  Limbah  83  skala   provinsi
	dikoordinasikan     oleh
	Kepala    instansi    daerah
	provinsi   yang

	bertanggungjawab   di
	bidang     penanggulangan
	bencana    dan

	dilaksanakan    bersama
	dengan:
	


a.      Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,  dan/atau     Penimbun   Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   435;



b.  instansi   ...
 (
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	b.
	instansi
	Lingkungan   Hidup   provinsi;  dan

	c.
	instansi
	terkait    lainnya    di provinsi,


berdasarkan	program    kedaruratan      Pengelolaan    Limbah   83 skala   provinsi.



Pasal440

(1)	Kepala   instansi   daerah    provinsi  yang  bertanggungjawab  di bidang    penanggulangan     bencana   sebagaimana    dimaksud dalam    Pasal   439   mengoordinasikan     pelatihan    dan   geladi keadaan	darurat     secara    terpadu     sesuai    dengan    program kedaruratan	Pengelolaan   Limbah  83  skala   provinsi.

(2)	Pelatihan     dan     geladi     keadaan     darurat       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) wajib  diikuti   oleh:

	a.
	Setiap      Orang      yang
	menghasilkan
	Limbah
	83,

	
	Pengumpul     Limbah
	83,     Pengangkut
	Limbah
	B3,

	
	Pemanfaat      Limbah
	83,      Pengolah
	Limbah
	83,


dan/atau        Penimbun      Limbah     83      sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   435;

b.       instansi   Lingkungan   Hidup   provinsi;  dan c.      instansi   terkait    lainnya    di provinsi.
(3)    Pelatihan   dan   geladi   kedaruratan     diselenggarakan     paling
sedikit    1   (satu)   kali  dalam   3 (tiga) tahun.

Pasal   441

Sistem  Tanggap Darurat  Pengelolaan Limbah 83 skala  nasional dikoordinasikan      oleh    Kepala     lembaga    pemerintah nonkementerian      yang     bertanggungjawab      di    bidang penanggulangan    bencana    dan   dilaksanakan    bersama   dengan:

a.      Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/atau    Penimbun   Limbah  83 sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   435;

b.      Menteri;  dan





c.  kementerian    ...
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c. 	kemen  terian nonkemen  terian,

dan/atau             lembaga           pemerintah

berdasarkan	program   kedaruratan    Pengelolaan   Limbah  B3 skala   nasional.



Pasal442

(1)		Kepala       lembaga      pemerintah       nonkementerian         yang bertanggungjawab		di   bidang     penanggulangan       bencana sebagaimana	dimaksud           dalam            Pasal           441 mengoordinasikan		 pelatihan     dan     geladi     kedaruratan secara 	terpadu       sesuai      dengan      program     kedaruratan Pengelolaan  Limbah  B3  skala   nasional.

(2) 		Pelatihan     dan     geladi     keadaan     darurat       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (1) wajib  diikuti   oleh:

	a.
	Setiap      Orang      yang
	menghasilkan
	Limbah
	B3,

	
	Pengumpul     Limbah
	83,     Pengangkut
	Limbah
	B3,

	
	Pemanfaat      Limbah
	83,      Pengolah
	Limbah
	83,

	dan/   a tau
	Penimbun      Limbah
	83
	sebagaimana

	dimaksud
	dalam   Pasal   435;
	
	



b.      Menteri;  dan

c. 		kementerian         dan/   a tau nonkementerian.



lembaga        pemerintah

(3)	Pelatihan   dan   geladi   kedaruratan     diselenggarakan     paling sedikit    1    (satu)   kali  dalam   4 (empat) tahun.



Pasal443

	( 1)
	Penanggulangan
	kedaruratan     dalam
	Pengelolaan
	Limbah

	
	B3  paling   sedikit
	meliputi  kegiatan:
	
	


a.      identifikasi      keadaan     darurat       dalam      Pengelolaan
Limbah  B3;  dan

b. 	Penanggulangan       Pencemaran      Lingkungan      Hidup dan/   atau            Kerusakan           Lingkungan           Hidup se bagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     412    sampai dengan  Pasal   414.



(2) Dalam   ...
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(2)	Dalam       melaksanakan        penanggulangan        kedaruratan Pengelolaan	Limbah  83,   Setiap   Orang   yang   menghasilkan Limbah  83,   Pengumpul   Limbah  83,   Pengangkut    Limbah
83,  Pemanfaat  Limbah  83,  Pengolah  Limbah  83,  dan/   atau
Penimbun   Limbah  83  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal
435  wajib  mengutamakan    keselamatan   jiwa  manusia.

(3)	Penanggulangan     sebagaimana     dimaksud    pada     ayat    (1) dilaksanakan		sesuai       dengan       program      kedaruratan PengeJolaan	Limbah   83    sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   434.

(4)	Dalam     hal     penanggulangan       kedaruratan       Pengelolaan Limbah 83  terdapat   Pencemaran   Lingkungan   Hidup,   wajib dilakukan	pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   terhadap lahan 	terkontaminasi     Limbah  83   sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   415  sampai    dengan    Pasal   427.



Pasal444

(1)    Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/  atau   Penimbun   Limbah  83 sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal    435    berdasarkan program  kedaruratan    sesuai    dengan    kegiatan   Pengelolaan Limbah    83     yang     dilakukannya      wajib     melaksanakan kegiatan      penanggulangan        kedaruratan       jika       terjadi keadaan    darurat      dalam     Pengelolaan    Limbah   83    yang dilakukannya.

(2) 	Pelaksanaan    kegiatan  penanggulangan     kedaruratan    wajib dilaporkan	secara    tertulis    dan   berkala    setiap   hari   kepada Menteri, gubernur,  atau  bupati/wali  kota sesuai  dengan kewenangannya.



Pasal   445,

	(1)
	Kepala        instansi
	daerah
	kabupaten/kota
	yang

	
	bertanggungjawab
	di   bidang
	penanggulangan
	bencana


menginisiasi   dan  memimpin  pelaksanaan    penanggulangan
kedaruratan	jika      terjadi       keadaan      darurat             skala kabupaten/kota.



(2) Setiap   ...
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(2)    Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah   83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/atau    Penimbun   Limbah  83 sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   435   wajib   ikut   serta melaksanakan    penanggulangan    kedaruratan    sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1).



Pasal446

( 1)        Kepala   instansi   daerah    provinsi  yang  bertanggungjawab    di bidang 	penanggulangan        bencana      menginisiasi      dan mernimpin  pelaksanaan    penanggulangan    kedaruratan    jika terjadi   keadaan   darurat     skala   provinsi.

(2)    Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/   atau   Penimbun   Limbah  83 sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   435   wajib   ikut   serta melaksanakan    penanggulangan    kedaruratan    sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1).



Pasal447

	(1)
	Kepala       lembaga
	pemerintah
	nonkementerian
	yang

	
	bertanggungjawab
	di   bidang
	penanggulangan
	bencana


menginisiasi   dan  memimpin  pelaksanaan'penanggulangan
kedaruratan    jika   terjadi   keadaan   darurat     skala   nasional.

(2)    Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  83,   Pengumpul
Limbah  83,   Pengangkut    Limbah  83,   Pemanfaat    Limbah
83,   Pengolah  Limbah  83,   dan/  atau   Penimbun   Limbah  83 sebagaimana    dimaksud   dalam    Pasal   435   wajib   ikut   serta melaksanakan    penanggulangan    kedaruratan    sebagaimana dimaksud   pada   ayat   ( 1).





Paragraf  ...
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Paragraf  15

Pcmbiayaan







(l)






(2)



 (
(
)~,
,:)•
'      I

Pasa1448

Perrnohorian    Persetujuan    Tekms    Pengelolaan   Limbah  83 dibiayai oleh Setiap  Orang yang menghasilkan  Limbah B3, Pengumpul       Lirnlah        83,      Pengangkut       Limbah     B3, Pernanfaat    Lunhah     R.;3,     Pengolah     Lirnbah    83,      dan Penirnoun   Limbah  B3.

Permohonan	   Persetujuan   Teknis   untuk    kegiatan   Dumping [Pembuanga  n] Limbah  B3  dibiayui oleh  Setiap   Orang   yR11g melakukan	Dumping   (Pembuangan)   Limbah  BJ.

Biava  untuk:

	a.
	pernbinaan    dan
	pengawasan     yang    dilakukan
	cleh

	
	Menteri,  gubcrnur,
	arau   bupati/wali    kota;
	


b.      pcla tihan   dan   2elc1.di kedaruratan;    dan

c. 		pemulihan    f ur.gsi    Lingkungan    Hidup    sebagaimana dirnaksud	dalam   Pasal   427,

dialokaeikau     dan     Anggaran    Pendapatan      dan     Belanja Negara    ata ,;  Anggaran   Pendapatan    da.n   Belanja   Daerah sesuui        dcngan         ketentuan        peraturan        perundang• unda  ngan.





Ketentuan   Ienih  l.1L}Jr  rneng-nai:

a..      tata   cara   uji  karal.  reristik    sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal   278  dan   Pasal 404,

h.      tata    kerja    tim   ahl:   sebagairuana    dimaksud    dalam    Pasal
281;

c. 	rincinn      !·,~rsyarntan    ternpat     Penyirnpanan     Lirnbah   23 sebagaimana 	dimaksud    daiarn   Pasal   286   sampai    dengan Pa.s~-.tJ  201 ;

d.       tate   cara  pengemasan    Limbah  I-3~.  Ddabelan   Limbah  B3, dan  peruberian   Sirnbol   Limban  B.'3  sebagairnana   dimaksud dalam   Pasa!  292;


~ pesifikasi   .
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e. 	spesifikas:      dan       rinciau       pcnggunaan       alai       angkut sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   310;
 (
SK 
 
No
 
84824
 
A
)

f. g. h.
1.


_,.


k.


rincian    dan   penggunaan    rnanifes   Perigangkutan    Limbah
83  sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal   314;

rincian    Pernanfaatun    Limbah  B]   sebagaimana    dimaksud dala.m  Pasal   316;

rincian     Pengolahan    Limbah     D3   sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   343;

Baku   Mutu   Ernisi  sebagaimana   dirnaksud   dalam   Pasal   345
ayat  ( t:   b .u  uf  a;
fasil.tas   Pcnimburian    Limbah    R3  sebagaimana    dirnaksud dala rn Pasai   36 7;

uji   total    koneentrasi    zat   pencernar   untuk     Penirnbunan
Limbah  133 sebagaimana    dimaksud   dalarn   Pasal   368;

rincian     persyaratan     lokasi    untuk     fasilitas   Penimbunan
Limbah  B:j  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   369;

m. 	rincian      persyaratan     fasilitas    Penimbunan     Limbah   B3 sebagain.anc,	dirnak.sud  dalarn   Pasal   370;

n 	tata    cara    dan    rincian     pelaksanaan     periutupan     bagian paling 	uta s    rasfliras    penimbusan      akhir      sebagaimai.a dimaksuo	dalarn   Pasal   376  av.-t  ~i) huruf   h dan   Pasal   380 ayat   (1)hiruf h;

o. 	tata   cara   clan  persyaratan    pemantaur-n   Lingkungan   Hidup sebagairuana  dimaksud  dalarn   Pasal   379  dan   Pasal   389;

p. 	rincian     persyaratan     Persetujuan    Tekms    untuk     kegiatan Dumping		(Pembuangan)       Limbah      B3      sebagaimana dimaksud	dalarn   Pc·-~>1.1.  :~44  sampai    dengan    Pasal   396;

	q.
	tata      cara
	pcrrnohonan      dan      penerbitan       penetapan

	
	penghentian
	kegiatan   Dumping  (Pembuangan)   Limbah  83

	
	sebagaimana
	dimaksud   dalarn   Pasal   402,

	
r.       rincian     Penanggulangan     Pencernaran    Lingkungan    Hidup





 (
dan 
 
rarau     
 
Keruaakan
Lingkungan
Hidup
sebagaimana
dima
 
ksud  
 
dalarn  
 
Pasal
412;
rincian   
 
pelaksana.m   
 
pern
 
ulihan  
 
fungsi  
 
Lingkurigan  
 
Hi
d
u
)s. 		p sebagaiman-i  dir..akaud    dalam   Pasal   427;  dan

L  format   ...
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t. 	format     program    kedaruratan      Pengelolaan     Limbah    83 sebagairnana	rlimaksud   'lalw:11  Pasai   434;

diatur    dalarn   Peraturan   Mcnteri.



Bagian   Ketiga

Pengelolaan   Limban  NonB3



Paragraf   l

C'mum



Pasal   450  ·

(1)    Pengclolaan   Limbah  non83    dilakukan   terhadap:

a.      Limbah  nonB3   terd.aftar;  dan b.       Limban non33  khusus.
(2) 	Limbah non83    terdaftar   sebagnimana   dimaksud   pada   ayat (1)  huruf     a   termuat    dalam    daftar    J.imbah   nonB]     yang tercantum	dalam    Lampiran   XIV yang   rnerupakan    bagian tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pemerintah  ini.

	(3)
	Limbah  nonB:3 khusus     .:.1:.bagaimana dimaksud   pada
	avat

	
	( 1) huruf   b merupakan    Lirnbah  83  yang   dikecualikan
	dari

	
	Limbah   83    berdasarkan      penetapan     pengecuaiian
	dari


Pengelolaan   Limban  B3 dari  sumber    spesifik  sebagaimana
dimaksud   dala  m Pasa  l 4 07  ayat   ( 1)   huruf   a.



Pasal   451

Pengciolam    Limbah   n0n83     terhadap    Lirnbah  non83     khus  ..rs sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   450  ayat   {3)   dilaksanakan sesuai   dengan    Pengelolaan  Limbah  non83   yang   tertuang   dalam penetapan   perigecualian   Limbah  83.







Pasal   452    ...
 (
,.
).......            ,·              (h·   ..
'(..         ...                            ,(
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Pasal   452

Pengelolaan     Limbah    nonB-3   terhadap     Lirnbah   nonB3 terdaftar   sebagairnana   dimakcud   dalarn   Pasal   450  ayat   (1) huruf    a,  dilaksunakan     sesuai    dengan    persyaratan    teknis Pengelolaan   Limbah  nonB3.

Penyelc.rggaraan   pcngelolaan   Limbah  nonB2   sebagaimana dimaxsud   pada   ayat   (l_l  dilakukan   oleh  Setiap   Orang   yang mengnasilkan     Limbah   nonB3.     dan    rinciannya     termuat dalarn   Fersetujuan    Lingkungan

Rinc.ian  pengelolaan  Lirnbah nori.83 yang  termuat  dalarn Persetujuan     Lingkungan     sebagaimar.a     dimakeud     paou ayat   (2) meliputi:

a.      identitas   Limbah  nonB3;

	b.
	bentuk
	Limbah  nonB3;
	

	c.
	surnber
	Limbah  nonB3;
	

	d.
	jurnlah dan
	Limbah  :::1cm83  yang   dihasilkan
	setiap
	bulau;


e.      jenis   pengeloiaan   Limbah  i10nB::\.

(4) 	Dalam      nal     pelaksanaan       Usaha       darr/  atau      Kegiatan menghasilkan	Limbah   nonB3    baru    yang    tidak    termuat dalam  Persetujuan  Lingkungan, penghasil Limbah non83 melakukan	p-rubahan    Persetujuan    Lingkungan.

(5) 	Pengelolaan   Limbah  nc,nB3  sebagaimana    dimaksud    pada ayat   (1} rnelipui.i:

a.      pengurnngan    Limbah  nonB2; b.      penvimpanan    Limbah  nonB.1; c.      pernanfaatan    Limbah  nonB3; d.     peuirnbunan    Limbah  nonB3;
e.      perpiridahan   lintas   batas   Limbah  nonB3;

f.      Penanggulangan       Pencernaran      Lingkungan      Hidup
	
	dan/   atau
	Kerusakan       Lingkungan       Hidup       dan

	

g.
	pcmulihan

pelaporan,
	f'u:-.i.gsi  Lingkungan   Hidup;   dan







Pasal   453   ...
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Dalam     pengelolaan    Limbah   non83     sebagaimana     dimaksud dalam   Pasal   452  ayat   (5), Setiap   Orang   dilarang  melakukan:

a. 	Dumping  (Pembuangan)  Limbah nonB3   tanpa   Persetujuan dari  Pemerintah   Pusat;

b.      pembakaran    secara   terbuka    (open  burning);

c.      pencampuran    Limbah  non83    dengan    Limbah  83;  dan

d. 	melakukan   penimbunan   Limbah  nonB3   di fasilitas  tempat pemrosesan	akhir.



Paragraf 2
Pengurangan   Limbah  Non83



Pasal   454

( 1)        Setiap    Orang    yang    menghasilkan    Limbah   non83     dapat melakukan	pengurangan    Limbah  nonB3.

(2)    Pengurangan   Limbah  non83    dilakukan:

a. 	sebelum  Limbah  non83    dihasilkan;   dan b.       sesudah   Limbah  nonB3   dihasilkan.
(3)	Pengurangan     Limbah   non83      sebelum    Limbah    non83 dihasilkan		sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) huruf    a dilakukan	dengan    cara:

a.      modifikasi  proses;   dan/  a tau

b.      penggunaan   teknologi  ramah    lingkungan.

(4)	Pengurangan     Limbah   non83      sesudah     Limbah    non83 dihasilkan	 sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (2) huruf    b dilakukan	dengan   cara:

	a.

b.
	penggilingan (grinding);

pencacahan    (shredding);
	

	c.
	pemadatan    (compacting);
	

	d.
	termal;   dan/atau
	

	e.
	sesuai   dengan    perkembangan teknologi.
	ilmu  pengetahuan
	dan



(5) Dalam   ...
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(5) 	Dalam     hal    pengurangan      Limbah   nonB3     sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (4) menghasilkan:

a.      Emisi;   dan/   a tau b.       Air Limbah,
wajib   memenuhi    Baku    Mutu    Emisi   dan   Baku    Mutu   Air
Limbah.



Paragraf 3

Penyimpanan  Limbah NonB3



Pasal455

(1)		Setiap    Orang    yang    menghasilkan     Limbah    nonB3    wajib melakukan	penyimpanan    terhadap    Limbah    nonB3    yang dihasilkannya	sebelum     dilakukan       pengelolaan       lebih lanjut.

(2)	Penyimpanan   Limbah  nonB3   sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1) dilakukan   pada   fasilitas  berupa:

a.      bangunan;

b.      silo;

c.      tempat    tumpukan    Limbah  (waste  pile);

d.      waste   impoundmeni;   dan/atau

e. 	bentuk     lainnya     sesuai    dengan     perkembangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.



Pasal   456

(1)	Terhadap   Limbah  nonB3   yang   disimpan,   dapat   dilakukan pengemasan	sesuai    dengan   jenis   Limbah  nonB3.

(2)	Pengemasan   Limbah  nonB3   sebagaimana    dimaksud   pada ayat   ( 1)   dilakukan   dengan    menggunakan    kemasan   yang:

a. 	berada      dalam      kondisi      baik,     tidak      bocor,      tidak berkarat,	dan   tidak   rusak;    dan

b.      dilengkapi  dengan    label  Limbah  nonB3.

(3)    Label Limbah nonB3   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
huruf   b paling   sedikit   memuat:



a.    identitas   ...
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a.      identitas   Limbah  nonB:3;

b.      bentuk    Lirnbah  nonB:3;

c.      jumlah    Limhah  non33;    dan

d.      tr  nggal   Lirnbah n0nB3   rusimpan.



Pas&]  45'7

( 1)      Fasilitas     penvimpanar'       Limbah     nonB8       sebagaimana dimaksud    daiam     Pasal    455    ayat    (2)  harus     memenuhi ketentuan:

a.      kriteria    lokasi:

b.      knt.ena    dcsain;    dan

c       rnernperhatikan    kape.sitas  penyirnpanari.

(2) 	Kriteria  lokasi   sebagaimana   dirnaksud   pada   ayat  (1) huruf a melipuri:

a.       bebas   banjir;

o. 	mempertimbangkan       jarak      yang      aman       cerharlap perairan	seccrti  garis   batas    pasang    tertinggi  air  laut, kolam,   rawa,   mata   air,  sungai,    clan  sumur    periduduk; dan
c. 	terletak     di  area    kegiaran   pengnasil    Limbah   nonB3 yang   tercantum   dalaru   Pe-r'setujuan  L ingkungan.



Pasal   458

(1} 	Dalam    hal   lokasi    fasilitas   penyimpanan     Limbah   non83 tidak 	memenuhi    kriteria     sebagaimana     dimaksud    dalam Pasal   45 7  ayat   (2), dapat   dilakukan   rekayasa   teknologi.

	(~J
	Fasilitas
	penyimpanan    Limbah  nonB3    dilengkapi   dengan

	
	prosedur
	tata    kelola    yang    baik    sehingga    menghindari

	
	ceceran
	dan      tum.pahan      Lirnbah    nonB3       ke     media


1 ingku  ngai ! .
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Paragraf  4
.0emo.nfa.atar. Limbah  noui3~'3



Pasal   ·459

(1) 	Setiap     Orang    yang    inenghasilkan     Limbah   ncn83      atau pihak   lain  dapat   rnelakukan   pcmanfaatan   Limbah  :-ion83.

(2)    Pemanfaatan    Lim bah  nonB.3 sebagaimana   dimaksud   pada
ayat   (l)  wajib   tercantum   dalarn   Persetujuan    Lingkungan.

(3) 	Pemanfaaran   Limbah  I1')f.1.B3   sebagaimana   dimaksud   pada ayat   ( 1)   :ne;..:~111:i:

a. 	ncme,n taa tan     Limbah    r~0nB3 bahan 	baku,

seo• agai•         substitusi

b. 	pemanfaatan       Limbah     ,li.·,nn.1     sebagai       subsrirusi svrnber    cnergi;

c.      pemanfaatan    i,imbah    nonB3   sebagai   ba han   baku;

d. 	pemanfaatan        Limbah      non83 sam ping;  dan


se bagai       prod uk

	e.
	pemanfaatar,
	,...i-nbah       :ionB3        sesuai         dengan

	
	perkerr.banzan
	ilrnu  pengetahuan    dan   teknoiogi.




Pasai   460

(1)	Pemanfaatan      Limbah dalam 	Pasal        4 59 mem.pertir n bangkan:



nonB3 		sebagaimana      dimaksud ayat 	(2)      dilakukan        dengan

a.      ketersediaan    «-knologi;

b.      standar       p:-c.:l1J~·-,    jika,    hasil     pemanfaatan     Lirnbah
nonB3   berupa    produk;  dan

c.      baku   mutu    Lingkungan   Hidup.

(2) 	Dalarn    ha!   pemanfaatan     Limt.ah   n0nB:3  dilakukan    olch pihak    lain   -sebagaimana   dimaksud   da'am    Pasal   459   ayat (1) yang   tidak   wajib   merniliki  Perizuian  Berusaha,    t incian dan 	tujuan     pemanfaatan     Lirnbah  r.onB3    harus     termuat dalam   Persctujuan    Lingkungan   perighasil  Limbah  nonB3.





l'.~...,}  Da.Ia,n   ...
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(3J	Dalarn     hs.1    pernanfaatan     Limnah    nonB3     tidak     sesuai derigan   rincian     dan    tujuan      pernanfaatan     sebagaimana dimaksud	pada    ayat   l2).  penghasil   Lirnbah  nonB3    wajib bertanggung	jawab   rerhadap   pemanfaatan    Limbah  non83.





{!)      Pemanfaatan     Lir,11:,c:\.L    r• ..:.-nB3    sebagai     substit   usi    hahan baku 	scbagaiman»    dimaksud    dalam    Pasal    459   ayat    {3) huruf   ::i.  dapat  dilakukan   pada   kegiatan:

a. 	pem buatan  oeton,   ba rako,  paving   block,  beton   ringan, dan   bahan    konstruksi   Ie.ir.nya  yang   sejenis;

b.      inductri  semen:

c.      pernadatan   tan.ih;   dan

d. 	bentuk     lainnya     se suai    dengan     perkembangan     ilrnu pengeta nunn   Jan   teznologi.

(2) 	Produk     hasil    pernanfaatau     Limbah   nonB3     sebagaimana dimaksud	pada   ayat    (1)  h8I1.!S       meruenurn  persyaratan standar 	produk



Pasal462

(1) 	Pemanfaatan     Lirnbah    nonB3    sebagai     substitusi     sumber energi    sebagaimana    dirnaksuri   dalarn    PasaJ   459   ayat   (3) huruf 	b   dapat     berupa      xegiatan    pemanfaatan      sebagai substitusi.   bahan    bakar.

l2) 	Limbah  nonB3   s,..:-.,agaima::-1a   dirnaksud   pada   ayat  (1) harus memenuhi	persyaratan     total    konsentrasi     zat    pencemar pemanfaatan		Limbah    nor.83      untuk      subsritusi     bahan baks ..r.
p~	Dalam     hal    pemanfaatan      Lirubah   11onB3   sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) rnenghasilkan:

a.      Emisi:   dan b.      Air Limbah,
wajib   mernenuhi  Baku    ~..Iutu   Emisi   dan   Baku    Mutu    Air
Lim bah.
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(1)

Pasal   463

Pema.nfaatan      Limbah     ncnB3       sebagai       bahan



baku
sebagaimana    dirnaksud   dalam    Pasal   459   ayat   {1}   hurt ..:. f c
dapat   berupa    ~egia.tan  ·

a.       pernbuatan       produk       vang      menggunakan       proses koagulasi, 	kt-isralisasi,  oksidasi,  dan   destilasi;

b. 	pembua tan    produk     kertas,      low  grade   paper,    dan kerta  s chipboard;

c.      pembuatan    case  oil dar-  b-:ir. .:~n  Jakar    minyak;

d.      peleburan   logam;

e.       pernbuatan     produk     berbahan    dasar     logam.    kertas, plastik.    dan   kaca;

f.      pembuatan    oembenah   tan.ih;   dan

g. 	sesuai    dengan    perkcrnbangan    ilrnu  pengetahuan    dan teknologi.

(2) 	Prociuk  nasil    pernanfaatan     Limbah   nonB3    sebagaimana dimaksud	pada     ayat    [I)   wajib    mernenuhi    persyaratan standar 	produk
(31    Standar    produk     sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    {2)
dapat    oerupa:

a.      Standar   Nasional  mdonesia;

b.      standar    yang   ditetapkan   oleh  Pemenntah;    atau c.      standar    dari  negara    lain  atau   internasional.


Pasal464

Pemanfaatan       Limbah     nonB3       senagai       produk        samping sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   459  ayat   (3) huruf   d harus mernenuhi   kerentuan:

a..	dihasilkan    dari   proses    industri   yang   terintegrasi    dengan proses   utarna,    sebagai   produk    sekunder;

b.       penggunaannya  bersuat  pasti;

c. 	kualitas   produk    yang   dihasilkan   bersifat    konsisten;   dan d.       merncnuhi   syarat   dan/   atau   srandar    produk.
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Paragraf  5

Penimbunan    Limbah  nonB.3



Pa8al  465

(1) 	Setiap    Orang    yang    mer.ghasilkan    Limban   nonB3    dapat rr.elakukan     penimbunan     Lir11"1c:1h    nor:.B3.

(2) 	Penirnbunan   I .imbah   nonB0   sebagaimana   dimaksud   pac.la ayat 	(1)   dapat      dilakukan     fYtt:la   fasiliras      penimhunan Limbah  n,)nB'3 berupa:

a.       penimbusan  akhir   Lirnbah  nonB3;

b.      penernpatan   di are«   bckas   tambang;

 (
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c.      bendungan    penampung   Lirnbah  tambang:   dan/atau
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d.   fasilitas  penirnbunan   Limbah dcngan 	perkembangan       ilmu teknologi,


nonB2-    lam    se suai pengetah  uan      dan



Pasal   466

(1) 	Penirnbunan   Limbah  nonB3   di fasilitas  penimbusan    akhir Lirnbah  nonB.3   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   465 ayat   (2) huruf   a harus    mernenuhi   persyaratan:

a.      lokasi:

b.      desain   konstruksi;

c.      sarans    dan   prasarana    pendukung   fasilitas;

d.      tata   cara   penimbunan;

e. 	-::emeriksaan       sarana       dan     prasarana      pendukung fasilitas;

f. 	pemeliharaan      sarana      dan     prasarana      pendukung fasilitas;

g.      pernautauan    Iingkungan:   dan

h.       tata   cara  dar ...     rincian    penutupan.

(2) 	Limbah  wmB3   sebagairnana   dimaksud   pada   ayat  (~) harus mernenuhi	keienn  .an  uji  point filter.




(3) Dalam   ...



- 3.3  l  -


(3}	Dalarn    hal    nasu   uJi  point  filter   sebagaimana     dunaksud pada   ayat   (2) rnenunjukkan    terdapat   cairan    bebas    .Ialam Limbah	nonB3,     wajib    dilakukan    pre-treatment   berupa solidifikasi  dan/   atau   stabilisasi.



Paragraf  6

Perpindahan    Lintas   Batas   Limbah  nonB3


Pasal   467

(l} 	Daiam     hal    Setiap     Orang   yang    mer.ghasilkan     Limbah nonB2 	tidak     mampu      melakukan     sendiri      pengelolaan Limbah       .non83,       penghasil       Limbah        nonB3        dapat melakukan	ekspor   Limbah  nonB3.

	(2)
	Dalam      ha!
	negara       tujuan
	ekspor
	
	Limbah     nonB3

	
	sebagaimana
	dimaksud     pada
	ayat
	fl)
	mengategorikan


Lirnbe h    11r:,nB3  yang     diekspor     sebagai      Limbah    83,
penghasil   Lirnbah  nonB.1 harus    mengajukan    pcrmohonan notifikasi   kepada    Pernerintah   Republik  Indonesia   melalui Menteri.

	(3)
	Tata   cara   perruohonan    notifikasi   sehagaimana
	dirnaksud

	
	pada     ayat    (2)   dilaksariakan     sesuai     dengan
	kctentuan


perpindahan       Iintas      batas      Limbah     B3     sebagairnana
dimaksud   dalarn   Pa sal  408.



Paragraf  7

	Penanggulangan
	Pencemaran   Lingkungan  Hidup   dan/   atau
	Kerusakan

	Lingkungan
	Hidup   dan   Pemulihan   Fungsi   Lingkungan
	Hidup




Pasal468
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Sr.tiap     Orang      yang     menghasilkan      Limbah    nonB3,      yang m=rakukan       Pencernaran       Lingkungan       Hidup        dan  / a tau Perusakan   Lingkungan   Hidup   wajib  melaksanakan:

a. 	Penn.nggulanga r,       Pericemaran        Lingkungan dan/atau	Kerusakan   Lingkungan   Hidup;   dan

b.      pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup.


Hidup


Paragraf  ...
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Paragraf 8

Pelaporan



Pasa1469

(1) 	Laporan  pelaksanaan    kegiatari  pengelolaan   Limbah  nonB3 dilakukan	paling   sedikit    1   (satu}  kali  dalam    J    (satu)   tahun kepada 	Menteri,  gubernur,    atai  ..     hupati/wali    kota   sesuai dengan    kewenangannya.

(2) 	Pelaporan       kegiatan       pengelolaan        Lirnbah      n.onB3 sebagaimana	dirnaksud     pada     ayat     (1)   paling     sedikit memuat:

a.      nama   Limbah  nonB3,

b.      ji.mlah    Limbah  nonB3;

c.      wakcu   penyimpanan    Limbah  nonB3;   dan

d.      jenis   kegiatan   pengelolaan   Limbah  nonB3,    terrnasuk
Limbah  nor183  yang   dimanfaatkan    oleh  pihak   lam.



Pasal   170

Kctentuan   lebih  lanjut    rneugenai:

a. 	tata     cara     pengurangan      Limbah    non83      sebagaimana dimaksuo	daiarn   Pasal   454:

b. 	persyaratan    fasilitas  penyimpanan   Limbah  nonB3   dan  tata cars-  penv  .inpanan    Limbah  nc~·;B3  sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   455  sampai    dengan    Pasal   458;

c. 	tata     cara     pernanfaatan      Lirunah    nonR3      sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   ·.;.59  sampai    dengan    Pasal   464:

d.       persyaratan    fasilitas   pcnirnbunan    Limbah  nunB3   dan   rata cara   perumbunan    Lirnbah  nonB~3  sebagaimar.a   dimaksud dalarn   Pasal   46S  dun  ~8.SBl    466;

	e.
	Penanggulangan
	Penccrnaran
	Lingkungan         Hidup

	
	dany  atau    Kerusakan
	i.ingkungan
	Hidup    dan   pemulihan


fungsi    Lingkungan   Hidup    sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasat   468;  dan

f.	tata   cam.  pelaporan   kegiata.n  pengelolaan   Limbah  nonB3 scbagaimana	dimaksud   dalain   Pasal   469,

diatur    dalam   Peraturan   Menteri.
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DANA PEN,JAMINAN  lJJ~TUK PKMULlHAN  FTJNGSI LINGKU~fGAN I-HOUP



f'asrtl   471

( l J             Dana    penjaminan    untuk     pernuli  t Jan   fungsi    Lingkungan
Hidup   uigunakan   untuk    ·::c:f!giatan:

a. 	penanggulangan       Pcncemaran      Lingkungan     Hidup dan/   atau   Kcrusaka.i   Lingkungan   Hid-up;  dan/   a tau

b. 	pemulihan       tungsi        Lingkungan       Hidup        akibat Pencernara  n Lingkungan   Hidup   dan / a tau   Kerusakan Lingkungan	Hidup,

yang   tirnbul   akibat    s.uatu   Usaha   dan  zatau   Kegiatan.

	(2)
	Penggunaan
Lingkungan
	dane    penjamir.an    untuk     pernulihan    fungsi
Hidup     sebagaimana    di.naksud   pada   ayat   (1)

	
	dilakukan
konstruksi.
	pada      tahapan      kegiatan      pra      konstruksi,
kornisioning,     operasi       dan      perneliharaan,

	dan  ' atau    pasca    operas!    scsuai    tahapan    vang   tert  antum

	
	dalam   Persetujuan    Lingkungan.
	

	(3)
	Pcnanggulangan          Pencernaran dan/  atau     Ker.rsakan     Lingkungan
	Lingkungan         Hidup
Hidup     sehagaimana

	dimaksud   pada   avat   (J) huruf   a meliputi  kegiatan:


a. 	perr.ber ian        informasi       peringatan        Pencemaran Lingkungan	Hidup   darr/  atau   Kerusakan   Lingkungan Hidup 	kepada    masyarakat;
b. 	pengbentian    surnber    Pencernaran   Lingkungan   Hidup dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup;
c.       pengisolasian        Pencernaran        Lingkungan       Hidup
dan/  atau   Kcrusakan   Lingkungan   Hidup;   dan/   a tau
d. 	upaya      hu.1.1      scs'uut     dengan       perkernbangan       ilmu pengetahuan	d.an  tekuologi.

(4) 	Pemulihan   fungsi    Lingkurigan   Hidup   akibat    Peucemaran Lingk ungan      Hidup      dan  Zatau     Kerusakan      Lingkungan Hidup 	sebagaimana     dimaksud     pada     ayat    (1)   hurut     b rnehputi  kegiatan:

8.. 	penghentian    surnber     pencernaran    dan   pemhersihan unsur 	pencemar:

b.      remediasi;


C,   rehabilitasi   ...
-                    ....            ' -








PRESIDEN
REPUBLIK     INDONESIA



-   ;~.34 -

	c.
	rei 1:.c: bili ta si ;
	

	d.
	reetorasi;   dan'  atau
	

	e.
	upaya      bin      :-..,r:<s'Jru      dengan
	perkembanga»       ilmu


pengetahu.m   clan  teknologi.

(5) 	Kegiatan  pt"ad.np:g1.1lar,2/1n   Pencemaran   Lingkungan   Hidup dan  z  atau    Kerusakan    Lingkungan    Hidup    dan   pernulihan fungsi 	Lingkungan    Hidup    sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (J) dan   ayat   (4) dilakukan  di:

a.      dalarn   areal   Usaha   dan/   a tau   Kegiatan;  darr/  atau

b. 	luar    areal    Usaha     darr/  atau    Kegiatan   yang    terkena darnpak  dari  Usaha   danr  atau   Kcgiatan.


Pasal472

	(1)
	Perr..egang  Persctujuan     Lingkungan
	wajib    menyediakan

	
	dana    penjaminan     untuk     pcmulihan
	fungsi    J... ingkungan

	
	Hidup   sebagaimana    dimaksud   dalam
	Pasal   4 71. ·


(2) 	Dalam         ha]        pemegang        Persetujuan         Lingkungan sebagaimana		  dimaksud   pada   ayat   (1) merupakan    instansi Pemerintah			atau        Pemerintah        Daerah,       kewajiban penyediaan		dana     penjaminan     untuk     pernulihan    fungsi Lingkungar,  Hidup   dilaksanakan    sesuai   dengan    ketentuan peraturan	perundang-undangan         di    bidang     keuangan negara  ..

(3) 	Pelaku       usaha        pcmegang      Persetujuan        Lingkungan menyediakan		dana    penjaminan    untuk     pemulihan    fungsi Lingkungan	Hidup     sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) untuk 	disimpan   di  bank    pernerintah    yang   ditunjuk    oleh Pemermtah.

	(4)
	Untuk     je nis    Usaha     dan/atau
	Kegiatan   tertentu,     dana

	
	penjarninun    urrtuk    pemu!ihan
	fungsi    Lingkungan    Hidup


capat    dikelola  secara  mandin.
(5) 	.Jen.s    1-'saha.    dan  z atau     Kegiatr-n  te rtentu      sebagaimana diniaksud	pada   ayat   {.C~)   t11emil~bkriteria:

a. 	termasuk    Li8::-l h.:.~   riJ.11/ atau    Kegiatan     risiko    rendah dan 	menengah    ternadap    Lingkungan    Hidup;     dan/ atau




b.  tidak   ...
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b. 	tidak   mernanlas  tkan   sumber     daya   atam   yang   tahap perencanaannya akan  rnengubah beritang alam dan rncmiliki	rcncana     pasca     operasi     Usaha     darr/  axau Kegiatan.

(6) 		Pemerintah    rncnctapkan    jenis    Usaha    dan/   a tau   Kegiatan tertentu	sebagairnana   dimal.eud   pada   ayat   (4).

 (
'
 
~
.
)

 (
c
.
 
 
pemyataan
) (
.
..
) (
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Pa::.::.:il  473

Dana    penjaminan    untuk     pernulihan    fungsi    Lingkungan Hidup    sebagairnana    dimaksuo    dalam    Pasal    ,'.! 72  ayat   (3) disediakan   oleh  Pelaku   Usaha   dalam   bentuk:

a.      deposit» berjangka b.      iabungan   bersarna;
c.       bank   garansi;   dan/   atau

d. 	Iainnv»      sesuai        dengan        ketentuan perundang-undanga 	n.


peraturan

(2) 		Penyediaan    dana     penjaminan     untuk     pemulihan      fungsi  Lingkungau		Hidup    dapat    dilakukan     dalam    bentuk     polis asuransi	atau       instrumen       keuangan        lainnya       yang diterbitkan	 oleh  lernbaga  jasa   keuangan    rmlik  pemerintah yang   ditunjuk   oleh  Pemerintah.


Pasal   474

(1) 	Dana    penjaminan    untuk     pemuiihan    fungsi    Lingkungan Hidup    sebagaimana    dirnaksud   dalarn    Pasal    472   ayat   (4) ditunjukkan	dengan    adanya·

a. 	bukti        kcpemilikan        dana        penjaminan        untuk pemulihan	fungsi   Lingkungan   Hid up;  dan/   atau

	b.
	pernyataan      peruntukan      dana     penjaminan
	untuk

	
	pemulihan        fungsi         Lingkungan        Hidup
	bagi

	
	penanggu  !angan         Pencernaran     Lingkungan
	Hid up


dan  I atau     Kerusakan       Lingkungan    Hidup    dan,'  a tau
pernulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup.

(2)    Pernyataaa    peruntukar:    sebagnimana   dimaksud   pada   a.yat
( 1)   huruf    b paling   sedikit   mernuat:

a.       identitas     Pelaku   Usaha;

b.      J cmlah   dana   penjaminan:
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	c.
	pernyataan
	peruntukan      dana     penjaminan      untuk

	
	pemulihan
	fungsi    Lingkungan    Hidup     sebagaimana

	
	dimaksud
	pad a    ayat     ( 1)     huruf      b    bagi    kegiatan


penanggulangan       Pencemaran      Lingkungan      Hidup
dan/   atau     Kerusakan    Lingkungan    Hidup    dan/   atau pemuhhan	fungsi   Lingkungan   Hidup.



Pasal475

(1)	Kewajiban  penempatan    atau   penyediaan   dana   penjaminan untuk 	pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	dalam   Pasal   47 1      dan   Pasal   4 72:
a.       dicantumkan    dalam   Persetujuan    Lingkungan;   dan b.       dimuat    di dalam   Perizinan  Berusaha.

	(2)
	Jangka       waktu       penempatan       atau      penyediaan
	dana

	
	penjaminan	untuk    pemulihan    fungsi    Lingkungan sebagaimana	 dimaksud   pada   ayat   ( 11  dilaksanakan
	Hidup
sesuai

	dengan
	ketentuan        peraturan
	perundang-undangan

	mengenai
	Perizinan  Berusaha.
	




Pa&a1476

	(1)
	Besaran     dana      penjarninan
	untuk
	pemulihan      fungsi

	
	Lingkungan   Hidup   ditentukan
	dengan
	memperhitungkan:


a. 		tipologi  dampak   dan/   atau    risiko   Lingkungan    Hidup yang   akan   terjadi:

b. 		media    Lingkungan    Hidup    atau     surnber     daya    aJam yang  akan   mengalarni  Penc=maran   Lingkungan   Hidup dan/  atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup,

c. 	tingkat/  derajat        Pencernaran       Lingkungan       Hidup dan/atau	Kerusakan    Lingkungan   Hidup    yang   akan terjadi:

d.       lamanya    Pencernaran    Lingkungan    Hid up   dan/   a tau
Kerusakan   Lingkungan   Hidup   yang   akan   terjadi:

	e.
	jenis         kegiatan        penanggulangan
	Pencemaran

	
	Lingkungan   Hid up  dan/   atau   Kerusakan
	Lingkungan


Hidup   dan/   atau   pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup
yang   akan   dila kukan;
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f. 	kinerja/  layanan   jasa    Lingkungan    Hidut,    yang   akan dipulihkan;

	g.
	jangka           waktu
	yang
	dibutuhkan
	untuk

	
	penanggulangan
	Pencernaran
	Lingkungan
	Hidup


dany.atau    Kerusakan    Lingkungan    Hictup  dan/atau
pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup;

h. 	perencanaan         dan         supervisi        penanggulangan Pencemaran	 Lingkungan   Hidup   dan/   atau   Kerusakan Lingkungan		Hidup      dan/   a tau      pemulihan      fungsi Lingkungan	Hidup;   dan/atau

1.	kriteria     lainnya     scsuai     dengan     karakteristik     lokasi dan  jenis   Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

	(2}
	Penghitungan   besaran   dana   penjaminan
	untuk    pemulihan

	
	fungsi    Lingkungan    Hidup    sehagaimana
	dimaksud    pada


ayat  (1) dilakukan   pada   saat   perencanaan    Usaha   dany atau
Kegiatan.

(3) 		Ketentuan    lebih    Janjut    meugenai   mekanisme,     tata    cara perhitungan,		 dan    penetapan    besaran    dana    penjaminan untuk 	pernulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   sebagaimana dimaksud	pada      ayat     (1)    diatur      oleh     menteri      yang membidangi		masing-masing      Usaha     dan/atau       Kegiatan sesuai   dengan   kewenangan   pernberian   Perizinan   Berusaha setelah    berkoordinasi   dengan    Menteri.



Pasal   477

(1)	Dana    penjaminan    untuk     pemulihan    fungsi    Lingkungan Hidup 	sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal    4 72   hanya dapat 		digunakan      oleh      Pelaku       Usaha       berdasarkan keputusan	dari     Pemerintah     atau     Pemerintah     Daerah sesuai   dengan    kewenangannya.

(2) 	Penggunaan    dana    penjaminan    untuk     pernulihan    fungsi Lingkungan	Hidup   dapat   dilakukan   oleh  pihak   ketiga   yang ditunjuk	oleh  Pemerintah   atau   Pemerintah   Daerah    sesuai dengan    kewenangannya.

(3)	Penunjukan     pihak    ketiga    sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (2)  dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan.
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(4) 	Pelaku    Usaha    wajib   mernenuhi   kekurangan    pembiayaan apabila 	dana      penjaminar:      untuk       pemulihan      fungsi Lingkungan	Hidup    sebagairnana    dimaksud    pada   ayat   (1) tidak   rnencukupi.

(5)		Dalam     hal    dana     penjaminan     untuk      pemulihan      fungsi  Lingkungan	Hidup    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (1) sudah 	digunakan       untuk        kegiatan       penanggulangan Pencemaran	   Lingkungan     Hidup     dan/   atau     Kerusakan Lingkungan		Hidup        dan/atau         pernulihan         fungsi Lingkungan	 Hidup,    Pelaku     Usaha     wajib    menyediakan kernbali	 kecukupan    dana    penjaminan    untuk    pemulihan fungsi   Lingkungan   Hidup.



Pasal   478

Penyediaan      dana       penjaminan       untuk       pernulihan      fungsi Lingkungan    Hid up   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    4 77 tidak       membebaskan        kewajiban      Pelaku       Usaha        untuk melakukan     pengendalian     Pencernaran     Lingkungan     Hiclup dan/atau       Kerusakan      Lingkungan      Hidup      akibat       Usaha dan/  a tau   Kegiatan.


Pasal479

Penerapan     kewajiban    penyediaan     dana     penjaminan     untuk pemulihan    fungsi    Liugkungan   Hidup    sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal   4 71  sampai   dengan    Pasal   4 78 dilaksanakan    sesuai dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan.





BABlX

SISTEM INFORMASl LINGKUNGAN 1-IIDUP



Pasal480

(ll 		Menteri,  gubernur,   atau    bupati/wali     kota   sesuai    dengan  kewenangannya	menyediakan     inforrnasi    melalui     Sistern  Informasi Lingkungan Hidup.

(2) 		Sistem       Inforrnasi      Lingkungan      Hidup       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   ( 1}   dikernbangkan     terintegrasi    sccara  elektronik  yang   terdiri   atas   sistem   informasi:

 (
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a.      dokumen   Lingkungan   Hidup;

b.      pelaporan   Persetujuan    Lingkungan;

c.      status    Lingknngan   Hidun;

d.      Pengelolaan   Limbah  83;

e.      peta   rawan   hngkungan:

f.      pengawasan     dan    penerapan     Sanksi     Adrninistratif;
dan

g.       inforrnasi   Lingkungan     Hidup   lainnya.



Pasal481


(1)	Sistem         informasi        dokurncn        Lingkungan        Hidup sebagairnana	dimaksud   dalarn   Pasal   480   ayat   (2) huruf    a bertujuan:


a.      mernpermudah          proses          pelayanan
Lmgkungan   Hidup   bagi  Setiap   Orang;


dokumen

b.       mempermudah   penvusunan   dokumen    Lingkungan
Hidup;

c. 	mempercepat     proses      peniJaian    dan     pemeriksaan dokumen	Lingkungan   Hidup;

d. 	mernpermudah        dalarn        pelacakan        data        bagi masyarakat,	penanggung    jawab       Usaha     dan/atau Kegiatan,  dan   pemerintah;

e. 	rnembantu         pengambilan         keputusan          dalam penentuan	kelayakan,'  ketidaklayakan      Lingkungan Hid...ip    terhadap     suatu      rencana    usaha      clan/  a tau kegiatan;  dan

f. 	mernfasilitasi    keterbukaan     informasi   publik    dalam proses 	penilaian      dan       pemeriksaan       dokumen Lingkungan	Hidup.

(2) 	Sistern         informasi        dokumen        Lmgkungan        Hidup senagaimana	dirnaksud   pade   ayat   (1) paling   sedikit   terdiri dari:

a.      Jayanan  publik;

b.      basis   data   dckurnen   Lingkungan   Hidup, c       webGJS dokurnen   Lingkungan   Hidup;


d.  standar     .    .    .

SK  No 084841 A
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d.      standar    Persetujuan    Teknis;

e.      uengumuman    rencana   Usaha   dan/   atau   Kegiatan;

r.       penilaian    dan    pcmeriksaan     dckumen    Lingkungan
Hidup;   dan

g. 	penelusuran     proses     uji   kelayakan,    penilaian,    atau pemeriksaan	dokumen   Lingkungan   Hidup,

(3) 	Sistem         informasi        dokumen        Lingkungan        Hidup sebagaimar: .. a   dirnaksud    pada     ayat    (2)   digunakan     oleh Menteri,	gubernur,       ntau       bupati/wali       kota       dalam melakukan		proses    Uji  Kelayakan,   penilaian,   pemeriksaan dokurnen		  Lingkungan        Hidup,         dan        pengambilan keputusan.

	{4)
	Sistem         informasi        dokurnen        Lingkungan
	Hidup

	
	sebagairnana   dima.ksud  pada   ayat   (3) terintegrasi
	dengan:


a.  sistern   informasi  di tingkai    ckoregion;  dan b.  sistern   informasi  Perizinan  Berusaha.


Pasal   482

(1) 	Sistem   informasi  dokumen   Lingkungan   Hidup   digunakan dalam:

a.      pengumuman    rencana   Usaha   dan/atau     Kegiatan;

b.      pengisian   Forrnulir  Kerangka  Acuan;

c.      perneriksaan   Forrnulir  Kcrangka  Acuan;

d. 	penyusur.an     dokumen    Andal    dan    dokurnen    RKL• RPL:

e.      Uji Kelayakan;

f.       pengisian    Formulir   UKL-UPL standar      spesifik   dan
Forrnulir  UKL-UPLstandar;

g.      cerneriksaan   Forrnulir  UKI..,. UPL standar    spesifik  dan
Form ulir  UKL-UPL  standar,

h.      penerbitan   Persetujuan     Lmgkungan;

1.           pengisian   SPI 'L:

J.       daftar   lembaga  pelatihan  kompetensi   Amdal;

k.   daftar      lembaga    sertifikasi     kornpetensi     penyusun
Arndell;

1.   daftar    ...
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1.            daftar   lembaga  penyedia  jasa   penyusunan    dokumen
Amdal;

m.      pelaksanaan    Audit   Lingkungan   Hidup;   dan n.       pelaksanaan    DELH dan   DPLH.
(2)	Dalam   pengisian   Formulir  Kerangka  Acuan   sebagaimana dimaksud	pada     ayat    ( 1)     huruf     b,   penanggung    jawab Usaha   dan/atau     Kegiatan  mengisi  berdasarkan    Formulir Kerangka  Acuan   spesifik.

	(3)
	Dalam    pengisian   Formulir
	UKL-UPLstandar    spesifik  dan

	
	Formulir  UKL-UPL standar
	sebagaimana    dimaksud   pada


ayat    (1)  huruf     f,  penanggung    jawab       Usaha     dan/atau
Kegiatan  mengisi  berdasarkan    Forrnulir  UKL-UPLstandar spesifik  dan   Formulir  UKL-UPLstandar.



Pasal483

( 1)        Sis tern    informasi     pelaporan     Persetujuan      Lingkungan sebagaimana		dimaksud   dalam   Pasal   480  ayat   (2) huruf   b digunakan	untuk     merekam    dan    menggambarkan      data dan   informasi  pelaksanaan    pengelolaan   dan   pemantauan Lingkungan		 Hidup      dari     penanggung      jawab       Usaha dan/   atau   Kegiatan.

(2)		Sistem     informasi    sebagimana    dimaksud     pada    ayat    (1) diterapkan	kepada    setiap   Usaha   dan/atau     Kegiatan  yang wajib memiliki Amdal atau   UKL-UPL.

(3) 		Penanggungjawab     Usaha   dan/atau    Kegiatan  wajib  Amdal atau   UKL-UPLmenyampaikan    laporan    yang   meliputi:

a.      pengendalian   Pencemaran  Air;

b.      pengendalian   Pencemaran   Udara;

c.        pengelolaan   Limbah  83;

d.      pengendalian   kerusakan    lingkungan;   dan

	e.
	substansi
	lainnya        sesuai
	dengan
	ketentuan

	
	peraturan
	perundang-undangan.
	
	




Pasal   484   ...
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Pasal484

(1) 	Sistem    Informasi   status     Lingkungan   Hidup    sebagaimana dimaksud	dalam    Pasal    480   ayat    (2}   huruf    c  digunakan untuk 	merekam   dan   menggambarkan    data   dan   informasi
	Lingkungan
	Hidup    secara
	komprehensif
	sebagai     acuan

	pengambilan
	keputusan.
	
	


(2)	Pemerintah     dan     Pemerintah      Daerah      menyusun      dan melaporkan	status      Lingkungan     Hidup     yang     memuat informasi  terdiri   atas:

a.      faktor   pemicu    perubahan    lingkungan;

b.      tekanan   yang   menyebabkan    perubahan    lingkungan;

c.       status    dan   kondisi   lingkungan;

d.      dampak   dari  peruhahan    lingkungan;   dan e.       rcspon    terhadap   perubahan    lingkungan.
(3) 	Faktor      pemicu       perubahan       lingkungan      sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   a meliputi:

a.      jumlah    penduduk;

b.      tingkat    pertumbuhan     penduduk;

c.       tingkat    pertumbuhan    ekonomi;  dan d. 	bencana.
(4)    Tekanan     yang      menyebabkan      perubahan       lingkungan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   b rneliputi:

a.      penggunaan    sumber    daya;

b.      jumlah    limbah   yang   dihasilkan;

c. 	Emisi  langsung   dan  tidak   langsung   ke udara,    air,  dan tanah;

d.      tingkat    kebisingan;

e.      radiasi;    dan

f.      tingkat    gangguan.

(5) 		Status     dan    kondisi     hngkungan    sebagaimana      dimaksud pada 	aya t   (2)  huruf   c   diukur     dengan     indcks     kualitas Lingkungan	Hidup   yang   terdiri   atas  indeks:

a.      kualitas   air;

b.      kualitas   udara;

c. kualitas   ...
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d.      kualitas   tutupan     lahan;

e.      kualitas   ekosistem   gambut;  dan

f. 	lainnya       sesuai       dengan       ilmu     pengetahuan       dan perkembangan	teknologi.

(6)	Dampak      dari      perubahan       lingkungan       sebagaimana dimaksud	pada   ayat   (2) huruf   d terdiri   atas:

a.      perubahan    lingkungan;

b. 	dampak    yang    ditimbulkan     oleh    sumber     pencemar terhadap	kualitas   Lingkungan   Hidup;

c.      daya   dukung    dan   daya   tampung;

d.      kebencanaan;dan

e. 		perubahan        sosial       ekonomi      akibat        perubahan lingkungan.

(7)	Respon     terhadap     peru  bahan      lingkungan     se bagaimana dimaksud		pada     ayat    (2)   huruf     e   meliputi    perubahan kebijakan	untuk    mengatasi   tekanan,   status,    dan   darnpak dari  perubahan    lingkungan.



Pasal485

Kementerian/lernbaga         pemerintah        nonkementerian         dan perangkat    daerah     yang    menyelenggarakan     pelayanan    publik terkait    dengan    pemantauan     kualitas   lingkungan      melakukan pertukaran       informasi      melalui       sistem       informasi      status Lingkungan   Hidup.



Pasal   486

Sistem      informasi     Pengelolaan      Limbah     83      sebagaimana dimaksud    dalam    Pasal    480   ayat    (2)  huruf     d   paling    sedikit meliputi  inforrnasi  pelaksanaan    Pengelolaan   Limbah  83  untuk kegiatan:

a.      kinerja    Pengelolaan   Limbah  83:


b.      penanggulangan      kedaruratan      Limbah    B3   dan     Limbah nonB3;dan
 (
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c. 	pemulihan          fungsi          Lingkungan terkontaminasi 	Limbah  83.


Hidup         akibat




Pasal   487   ...
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Sistem      lnformasi     peta     rawan      lingkungan         sebagaimana dimaksud    da]am    Pasal   480   ayat   (2) huruf    e  bertujuan    untuk menggambarkan     kondisi    rawan    lingkungan   di  Indonesia   yang diakibatkan  oleh:

a.     banjir;

b.    longsor;

c.    kebakaran   hutan;

d.    dampak  perubahan   iklim; dan/   atau e.    dampak   Lingkungan   lainnya.


Pasal488

(1) 	Menteri   menetapkan     sistem    informasi   pengawasan     dan penerapan	Sanksi    Administratif    sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal     480    ayat     (2)   huruf      f   bertujuan     untuk mengintegrasikan		pelaksanaan          pengawasan         dan penerapan	Sanksi    Administratif    di  pusat,     provinsi,   dan kabupaten/kota	dengan    berbasis   teknologi  informasi.

	(2)
	Gubernur    atau    bupati/wali    kota
	menyampaikan
	laporan

	
	basil    pelaksanaan     pengawasan
	dan    penerapan
	Sanksi


Administratif    kepada     Menteri   untuk      diintegrasikan    ke
dalam      sistem      informasi    pengawasan      dan     penerapan
Sanksi   Administratif.

(3)		Sistem     informasi    pengawasan     dan     penerapan       Sanksi  Administratif	sebagaimana      dimaksud      pada      ayat     (1) memuat	informasi  paling   sedikit   berupa:

a. 		status     ketaatan    pemegang   Perizinan    Berusaha    atau Persetujuan		Pemermtah         terkait         Persetujuan Lingkungan;	dan

b.      status    tindak   lanj ut  basil   pengawasan.

(4) 	Tata   cara   penyampaian    informasi  sebagaimana    dimaksud pada 	ayat    (3)   dilaksanakan      sesuai     dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan.





Pasal   489   ...
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Pasa.1489

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

a.      sistem   informasi  status    Lingkungan   Hidup;

b.      indeks   kualitas   Lingkungan   Hidup;

c.      sistem   inforrnasi  peta   rawan   lingkungan;   dan d.       sistern   informasi  Pengelolaan   Limbah  83, diatur    dalam   Peraturan   Mcnteri.


BABX

PEMBJNAAN  DAN  PENGAWASAN



Bagian   Kesatu

Pembinaan



Pasal   490

(1)    Menteri  melakukan   pemoinaan   kepada:

	a.
	gubernur;
	

	b.
	Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup:
	

	c.
	pejabat    pengendali   Dampak  Lingkungan;
	

	d
	penyuluh   Lingkungan   Hidup;
	

	e.
	Pejabat   Pengawas  Lingkungan   Hidup;
	

	f.
	lernbaga  sertifikasi   kompctensi   Amdal;
	

	g.
	lem baga   pelatihan   kornpetensi    Amdal;
	

	h.
	lem baga      pe nyedia      jasa       penyusunari
Amdal;
	dokurnen

	
1.
	penyusun    Arndal perorangan;
	


J.       penanggung      jawab       Usaha       dan  Zatau      Kegiatan;
dan/atau

k.      ruasyaraka  t.

(2)    Pembinaan      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      ( 1)
dilakukan   t-rkait:

a.      Perizinan  Berusaha   dan   Persetujuan    Pernerintah;


b.  Perlindungan    ...
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b.      Perlindungan   dan   Pengelolaan  Mutu   Air;

c.      PerJindungan   dan   Pengelolaan   Mutu   Udara;

d.       Pengendalian   Pencernaran   dan   Kerusakan   Laut;

e.      Pengelolaan   Limbah  83;  dan/   atau

f. 	muatan      teknis     lainnya      sesuai     dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan.

(3)    Pembinaan      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      ( l)
dilakukan   melalui:

a.      pemberian   norma.   standar,   prosedur,   dan   kriteria:

b.      evaluasi  kinerja    Pemerintah   Daerah;

c.      evaluasi   kinerja    penanggung   jawab    Usaha    dan/   a tau
Kegiatan;

d.      diserninasi   peraturan    perundang-undangan;

e.       birnbingan  teknis;

f.       pendidikan   ctan  pelatihan;

g.      bantuan   sarana    dan   prasarana;

h.      program  percontohan;

1.         forum   bimbingan   dan/   atau   konsultasi   tcknis;

J.        penyuluhan;

k.     penclitian;

1.            pengernbangan;

m.     pemberian   penghargaan;    oan/atau

n. 	berituk    lainnya     sesuai    dengan     perkernbangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi.

(4)	Penghargaan    sebagaimana    dimaksud    pada   avat  (3) huruf m diberikan   kepada:

a. 	penanggungjawab      Usaha   dan/atau    Kegiatan  melalui Program	Penilaian     Peringkat    Kinerja     Perusahaan dalam   pengelolaan   Lingkungan   Hidup;

b.      pernerintah        kabupaten./  kota        melalui         program
Adipura;

	c.
	individu  dan
	kelompok/  Iernbaga  masyarakat
	rnelalui

	
	penghargaan
	Kalpataru;
	


d.   sekolah  ...
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d. 	sekolah      yang     peduli     dan     berbudaya     lingkungan melaiui   program  Adiwiyata;    dan/   atau

e.      bentuk        penghargaan       lain      dalam       peningkatan
Perlindungan    dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

	(5)
	Pemberian  penghargaan    sebagairnana   dimaksud
	pada   ayat

	
	(4)   dilaksanakan      sesuai     dengan      ketentuan
	peraturan


perundang-  undangan,



Pasal   491

	(1)
	Gubernur
	sebagai     wakil    Pernerintah
	Pusat
	melakukan

	
	pembinaan
	kepada:
	
	


a.      bupati/wali    kota;

b. 	perianggung   jawab    Usana     dan/atau     Kegiatan   yang Persetujuan      Lingkungan   ditetapkan    oleh   gubernur; clan

c.      masyarakat.

(2)    Bupatiy wali  kota   melakukan   pernbinaan   kepada:

a. 	penanggung    jawab     Usaha    dan/atau     Kegiatan   yang Persetujuan	Lingkungan   ditetapkan   oleh   oupati/wali kota;   dan

b.      rnasyarakat

(3)    Pernbinaan      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      (1.)
dilakukan   melalui:

a.      evaluasi  kinerja    Pemerintah   Daerah    kabupaten/kota;

b.      diseminasi   peraturan    perundang-undangan;

c.      bimbingan   tekrus;

d.      pcndidikan   dan   pelarihan;

e.       bantuan   sarana    dan   prasarana;

f.      program  percontohan:

g.      forum   bimbingan   dan/  a tau   konsultasi   teknis;

h.      penyuluhan;

1.         penelitian;

J.       pengembangan;

k.  pe!Tbl  erian   .     .    .
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k.      pernberian   penghargaan;    dan/atau

1.	bentuk     lainnya     sesuai     dengan     perkernbangan     ilmu pengetahuan	dan   teknologi,

	(4)
	Dalam
	hal     gubernur
	belum
	melakukan
	pcmbinaan,

	
	Menteri
	melakukan
	pernbinaan
	kepada
	Pemerintah


Daerah      kabupaten/kota        setelah      berkoordinasi     dengan
gubernur.

(5)    Pernbinaan      sebagaimana       dimaksud      pada       ayat      (.2)
dilakukan   melalui:

a.       diseminasi   peraturan    perundang-   undangan;

b.       bimbingan   teknis;

c.      pendidikan   dan   pelatihan;

d.      bantuan   sarana    dan   prasarana;

e.      program  percontohan;

f.       forum   bimbingan   darr/  a tau   konsultasi   teknis;

g.     penyutuhan:

l 1.        penel1i·tia.  n:

1.           pengembangan;

J.       pernherian   penghargaan;    dan/   arau

k. 	bentuk     lainnya     sesuai     dengan     perkembangan     ilrnu pengetahuan	dan   teknologi,




Bagian   Kedua

Pengawasan



Pasal   492

(1) 		Menter+,    gubernur,       atau       bupati/wali        kota       wajib mela kukan     pengawasan    terhadap    ketaatan     penanggung jawan 	Usaha     dan/atau      Kegiatan   atas    ketentuan      yang ditetapkan		dalam    Perizinan   Berusaha    atau    Persetujuan Pemerintah			terkait         Persetujuan        Lingkungan         dan peraturan	perunclar-g-ur-dangan      di  bidang    Perlindungan dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup,


(2) Pengawasan   ...
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(2) 	Pengav   asan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1) dilakukan	berdasarkan     norrna,     standar,    prosedur,    dan kriteria   yang   ditetapkan   o]eh  Menteri



Pasal   493

	(1)
	Menteri
	berwenang     melakukan     pengawasan     terhadap

	
	ketaatan
	penanggung    jawab     Usaha     dan/   atau   Kegiatan


yang   meliputi:

a. 		Perizinan   Berusaha    terkait    Persetuiuan    Lingkungan yang   diterbitkan   oleh  Pemerintah;   atau

	b.
	Persetujuan         Pernerintah
	terkait          Persetujuan

	
	Lingkungan   yang   diterbitkan
	oleh  Pemerintah.





 (
(2)
Gubernur   
 
berwenang
melakukan   
 
pengawasan
terhadap
ketaatan   
 
penanggung
jawab   
 
Usaha    
 
dan/  
 
atau
Kcgiatan
)yang   meliputi:

a.       Perizinan   Berusaha    terkait    Persetujuan    Lingkungan yang 	diterbrtkan    oleh   Pernerintah    Daerah     provinsi; atau

b.      Perse-tujuan        Pemerintah         terkai r          Persetuj  uan Lingkungan yang   diterbitkan   oleh  Pemerinta.h  Daerah provmsi.

	(3)
	Bupati/wali      kota terhadap    ketaatan
	berwenang penanggung
	melakukan	pengawasan jawab 	Usaha     dan/atau

	Kegiatan  yang   meliputi:

	a.
	Perizinan   Berusaha yang         diterbitkan
	terkait oleh
	Persetujuan
Pernerintah
	Lingkungan
Daerah


kabupaten/kota;      atau

	b.
	Persetujuan         Pemerintah
	terkait          Persetujuan

	
	Lingkungan  yang  diterbitkan
	oleh  Pemerintah   Daerah

	
	kabupaten   z kota.
	


(4)    Pengawasan    sebagairnana    dimaksud    pada    ayat   (1),  .iyat
	(2), cian  ayat
	(3) dikecualikan
	terhadap
	analisis    mengenai

	dampak   lalu
	lintas.
	
	


(5) 	Pengawasan    terhadap    analisis      mengenai    dampak     lalu lintas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (4) dilakukan   oleh meuteri  yang   menyelenggarakan    urusan     pemerintahan    di bidang 	perhubungan,    guberriur,    atau     bupati/wali     kota sesuai   dengan    kewenangannya.



(6) Dalarn   ...
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(6) 	Dalam       hal      Perizinan      Berusaha       atau       Persetujuan Pemerintah	 terkait             Persetujuan            Lingkungan mensyaratkan	SL~)   dan      belum      dipenuhi,      Menteri, gubernur,       atau        bupati/wali       kota       sesuai        dengan kewenangannya		melakukan        pengawasan        terhadap kewajiban  lairu.ya   d.~J:i~1  Persetujuan    Lingkungan.



Pasal494

(1) 	Menteri,      gubernur,       atau       bupati/wali        kota       dapat mendelcgasikan		kewe nangan       pengawasan        kepada pejabat/instansi		teknis   yang   bertanggung   jawab   di  bidang Perlindungan	dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

(21	Dalam     melaksa  oakan     pcngawasan,     Menteri,   gubernur, atau 	bupati/wali      kola     menetapkan     Pejabat      Pengawas Lingkungan	Hidrp   yang   merupakan    pejabat    fungsiona).

	(3)
	Penetapan        Pejabat         Perigawas      Lingkungan
	Hidup

	
	sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) dilaksanakan dengan     ketentuan    peraturan   perundang-undangan
mengatur  jabatan     fungsional  pengawas  Lingkungan
	sesuai
yang
Hidup.




Bagian   Ketiga

Wewenang  Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup



Pasal   495

(1)    Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup   berwenang:

a.      melakukan   pemantauan;

b.      memmta   keterangan;

c. 	mern buat   salinan    dari   dokumen   dan/   a tau   membuar catatan    yang   diperlukan;

d.      mernasuki   tempat    tertentu;

e.       memo  tr-et;

f.      membuat   rekarnan   audio   visual:

g.       mengambil   sampel;

h.      memeriksa    peralatan:


 (
'
)
i. memeriksa   ...
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1.         memeriksa     mstalasi     dan/atau       alat     transportasi;
dan/atau

J.        rnenghentikan    pelanggaran   tertentu.

(2) 	Dalam    melaksanakan     wewcnang   sebagaimana    dimaksud pacta  ayat   '1). Pejabar   Pengawas  Lingkungan   Hidup   dapat melakukan	koordinasi    dengan     penyidik   pegawai   negeri sipil,

(3) 	Penanggung    jawab     Usaha     dan/   a tau    Kegiatan    dilarang menghalaugi		pelaksanaan       tugas       Pejabat        Pengawas Lingkungan	Hidup.



Bagian   Keernpat

Pelaksanaan    Pengawasan



Pasal496

(1)    Pengawasan   dilakukan   oleh  Pejabat   Pengawas  Lingkungan
Hidr-p.

(2)    Pengawasan  dapat   dilakuka.i   dengan    cara:
a.       pengawasan   Iangsung;   dan/atau b. 	perigawasan   tidak   1angsung.

	(3)
	Pengawasan    langsung
	sebagaimana    dimaksud    pada   ayat

	
	(2)  huruf    a.  diiakukan
	dengan     mendatangi    lokasi    Usaha


dan/atau    Kegiatan  secara:

a.      reguler;  atau b.      insidental,
(4) 	Pengawasan   tidak   langsung   sebagaimana    dimaksud   pada ayat 	(2)   huruf     b   dilakukan     melalui     pcnelaahan     data laporan 	penanggung    jawah     Usaha     dan/atau      Kegiatan dan  I a tau  data   dari  Sistem   Informasi  Lingkungan   Hirlup.

(5) 	Dalam   hal  basil   pengawasan    tidak   langsung   sebagaimana dirnaksud	pada    ayat   (4) rnenunjukkan     pelanggaran    yang berulang	atau      mengindikasikan       timbulnya     ancaman serius 	terhadap     Lingkungan    Hidup,     Pejabat     Pengawas Lingkungan		Hidup       segera       melakukan       pengawasan langsung.



Pasal   497   ...
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Pasal   497

( 1)        Pengawasan   reguler    sebagaimana    dimaksud   dalain     Pasal
496 	ayat     (3)    huruf      a    dilaksanakan       sesuai      dengan perencanaan		setiap        tahun        berdasarkan        Perizinan Berusaha	 atau         Persetujuan         Pernerintah        terkait Persetujuan	Lingkungan   dan/   atau   informasi  lainnya.

(2)    Pengawasan   reguler    sebagairnana   dimaksud   pada   ayar   (1)
dilakukan   dengan    tahapan:

a.      perencanaan    pengawasan;

b.      pelaksanaan    pengawasan;   dan c.      evaluasi  pengawasan.
(3) 	Perencanaan     pengawasan     sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (2) huruf   a dilakukan   dengan    tahapan:

a.      inventarisasi     dan    identifikasi    Perizinan    Berusaha, dan 	Persetujuan      Pernerintah     terkait      Persetujuan Lingkungan,	serta   informasi  lainnya;  dan

	b.
	penetapan    prioritae   Usaha
	dan/   atau    Kegiatan
	yang

	
	diawasi  dengan    pengawasan
	langsung.
	


(4) 		Pelaksanaan     pcngawasan     sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (2) huruf   b meliputi  kegiatan:

a.      persiapan   pcngawasan;

b.      pemeriksaan    ketuatan;   dan

c.      tindak   lanjut   basil   pengawasan.

(5) 		Evaluasi   pengawasan    sebagarrnana    dimaksud    pada    ayat (2) 	huruf      c    dilaksanakan       untuk       mengukur       tingkat  keberhasilan		  antara      perencanaan     dengan     pelaksanaan pengawasa:n		 serta     mernberikan     umpan      balik    terhadap perbaikan		pengawasan        Perizinan       Berusaha         dan Persetujuan	Pemerintah   tcrkait    Perserujuan    Lingkungan.







Pasal   498   ...
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	Pa~al  498
	

	(1)
	Pengawasan     insidental     sebagairnana
	dimaksnd     dalam

	
	Pasal   496   ayat   (3,,   huruf    b  dilakukan kriteria:
	apabila    mernenuhi


a. 		actanya  indikasi   pelanggaran    ber'ulang   sebagairnana dirnaksud	dalam     Pasal    496    ayat    (5}   dan    indikasi pelanggaran		yang   ter.ieteksi;

b. 	adanya     pengaduan    c'ari   masyarakat    terkait    dugaan Pencemaran	Lingkungan   Hidup   danz  aiau   Kerusakan Lingkungan    Hidup;   dan/atau

	c,
	adanva       laporan       dari
	pengelola     kawasan      atas

	
	pelanggaran    pelaksanaan
	RKL--RPLrinci  oleh   Pelaku


Usaha   dalam   kawasan.

(2) 	Pengaduan    dari  masyarakat    sebagaimana    dimaksud   pada ayat 	{1)  huruf     b,   penanganannya      dilaksanakar:     sesuai dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan,

(3) 	Dalam     hal     adanya      Iaporan    dari     pengelola    kawasan sebagaimana	dirriaksud   pada    ayat    (1)  huruf     c.   Pejabat Pengawas		Lingkungan     Hidup     melakukan     pcngawasan ketaatan	pelaksanaan     ketentuan     dalam     RKL-RPL rinci Pelaku   Usaha   dalam   kawasan.



Pasal499

	(1)
	Dalarn   hai  Usaha    dan/atau
	Kegiatan  telah   menimbuikan

	
	ancaman    serius     terhadap
	Lingkungan    Hidup,       Pejabat


Pengawas    Lingkungan     Hidup     melakukan     penghcntian
pelariggaran   tertentu   sebagairnana   dimaksud   dalam   Pasal
495  ayat   (1) huruf   j.

(2) 		Penghentian   pelanggaran   tertentu   sebagaimana   dimaksud pada   ayat   [L]  bertujuan   untuk    mencegah:

a. 	darnpak   yang    k.. r-ih  besar    dan   lebih   luas   jika   tidak segera 	d1h(.!1,.J.i<:aT1     Pencernaran    Lingkungan    Hidup dan/   atan   Kcrusakan   Lingkungan   Hidup;   dan/   atau

b.       kerugian  yang  lebih  besar   bagi Lingkungan   Hid up jika tidak 	segera     dihentikan     Pencerr.aran     Lingkungan Hidup   dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup.

(3)    Penghentian    pelanggaran     terten  tu   ) ang    dilakukan    oleh
Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hid up  dapat   berupa:



 (
'       
 
.:. 
 
I[
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>..       
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)
a.  pe.nutupan   ...
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a.      penutupan    saluran    pernbuangan   Air Lirnbah;

b.      pernbongkaran    saluran    pcrnbuangan   Air Lirnbah;

c.      per.ghentian   operasi    sumber    Ernisi,

d.      penutupan    lokasi   pernbuangan    Limbah;  dan/   atau

e.       upaya    lainnya    yang   bertujuan    untuk    menghentikan pelanggaran	tcrtentu.

(4) 	Penghentian   pelanggaran   tertentu   sebagaimana    dimaksud pada   ayat   (3) dapat    dilakukan   melatui    pemasangan    plang penghentian	pelanggaran    tertentu   darr/  atau   garis   Pejabat Pengawas  Lingkungan   Hidup,

(S)	Pejabat    Pengawas   Lingkungan   Hidup    setelah    melakukan penghentian	pelanggaran   tertentu   menyusun    berita   acara penghentian	  pelanggaran      tertentu    yang     paling     sedikit mernuat:

a.      identitas      penanggung      jawab       Usaha        dan/   atau
Kegiatan;

	
	b.     jenis   pelanggaran;

c.       ]okasi   dan   titik  koordinat   pelanggaran;
	

	
	d.      waktu    penghentian   peianggaran;   dan
	

	
	e.      berituk    tindakan   penghentian   pelanggaran
	tertentu.

	(6)
	Terhadap     tindakan     penghentian     pelanggaran
	tertentu

	sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (3),  penanggung   jawab
Usaha     dan/atau      Kegiatan   bertanggung    jawab     menjaga







Pasal  SOU

	(1)
	Hasil   pengawasan   yang   dilakukan
	oleh  Pejabat    Pengawas

	
	Lingkungan      Hidup      dituangkan
	dalam       berita      acara


 (
lokasi
dari  
 
potensi    
 
kerusakan,
berubah
atau   
 
hilang
n
y
a
barang
bukti.
)pengawasan   dan   laporan    hasil   pengawasan.

(2)		Berita    acara     pengawasan     sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (  1)  mernuat  fakta   dan   ternuan    hasil   pengawasan.

(3}		Laporan   basil    pengawasan    sebagaimana    dimaksud     pada ayat 	(1)  menyatakan     status     ketaatan     Usaha    dc1n/atau Kegiatan.


(4)  Dalarn   ...


- 35.5

 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INDONESIA
)

 (
SK 
 
No
 
084858
 
A
)
(4)	Dalam       rial se bagaim  f1 na taat,   Peja hat rekornendasi
..neliputi:

kesimpulan       laporan       hasil      pengawasan dimaksud    pada    aya t  (3)  dinyatakan     tidak Pengawas   Lingkungan    Hidup    mernberikan tindak      lanjut      penegakan      hukurn       yang

a.       administratif;
b.      perdata;   dan/   atau c.      pidana,

	kepada
	Menteri,  gubernur,
	atau    bupati/wali
	kota   sesuai

	dengan
	kewenangannya.
	
	


(5) 	Dalam    hal   hasii    pengawasan    tidak    langsung    dari    data pelaporan	mclalui     Sistern    Informaei   Lingkungan      Hidup secara 	 otomatis,     ter us-rne  nerus      dan     dalam     jaringan ditemukan		pelanggaran,     Pejabat     Pengawas    Lingkur-gan Hidup   memberikan    rekornendasi   tindak    lanjut    penegakan hukurn 	kepada    Menteri,  gnbernur,   atau   hupati/wali    kota sesuai    dengan    kewenangannya.



Pasal   501

(1) 	Penegakan   hukum    perdata    sebagaimana    dimaksud   dalam Pasal 	500    ayat     (4)   huruf     b   dapat     dilakukan     dengan pernbuktian	pertanggungjawaban     rnutlak.

	(21
	Pernbuktian
	dengan    prinsip    pertanggungjawaban      mutlak

	
	sebagaimana
	dimaksud    pada   ayat   !l)   harus     dimintakan


oleh  penggugat   dan   terrnuat   dalam   surat   gugatan.

(3) 	Pertanggungjawaban     mutlak    sebagaimana   dimaksud   pada ayat 	(2)  dapat    diberlakukan     kepada     penanggung    jawab Usaha 	dan/atau     Kegiatan    yang   tindakannya,     usahanya, dan/   atau   kegiatannya:

a.      mengguriakan B3;

b.      mcnghasilkan       Limbah     B3     dan / atau       mengeiola
Limbah  83;   dan/   atau

c.       menimbulkan    ancaman    serius    terhadap   Lingkungau
Hid up.

(4)	Tergugat       dapat pembuktian.


mengajukan        pembelaan        dengan




a.  tidak   ...
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a. 	tidak    menggunakan     B.3,  menghasilkan     Limbah   83, a tau  rnenirnbulkan   ancaman   yang   serius;    dan/   a tau

b. 	Pencernaran   Lingkungan   Hidup   dan/   atau   Kerus.akan Lingkungan	Hidup   bukan    disebabkan    oleh   aktivitas Usaha   dan/atau     Kegiatarinya  tetapi   disebabkan    oleh pihak   lain  atau   keadaan   kahar    (force majeun.

(5) 	Tergugat   dapat    dibebaskan    dad   tanggung   jawab    mutlak, sebagaimana	riimaksud      pada      ayat      (I)     jika      dapat membuktikan	 bahwa      Pencemaran     Lingkungan     Hidup dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup   disebabkan    oleh salah   sat: ..~    alasar.:

a.       adanva    bencana  alam   atau   peperangan;

b. 	adanya      keadaan     mernaksa     di    luar     kernampuan manusia;	atau

c.       akibat      perbuatan     pihak     lain    yang     rnenyebabkan terjadinya	Pencernaran   Lingkungan   Hidup   dan/   atau Kcrusakan	 Lingkungan   Hidup,

(6) 	Dalam     hal    Pencernaran     Lingkungan     Hidup     dan/   atau Kerusakan	Lingkungan   Hidup   akibat   perbuatan   pihak   lain sebagaimana	dimaksud    pada   ayat   (5) huruf    c,  pihak    lain bertanggung	   jawab   atas   kerugian  yang   ditimbulkan,



Bagian   Kelirna

Pengawasan  Lapis   Kedua



Pasa!   502

( 1}         Menteri  dapat   melakukan    pengawasan    terhadap   ketaatan penanggung	 jawab      Usaha      ctan/atau      Kegiatan     yang Perizinan	Berusaha    atau    Persetujuan    Pernerintah    terkait Persetujuan	Lingkungan     diterbitkan      oleh     Pemerintah Daeran   jiku:

a.       Mcn+eri menganggap   terjadi   pelanggaran   yang   serius di  bidang    Perlindungan    dan   Pengelolaan   Lingkungan Hidup 	berdasarkan     norma,     standar,    prosedur,    dan kriteria    yang   ditetapkan   oleh  Menteri:  dau

	b.
	gubernur
	dan/atau
	bupati/wali
	kota
	tidak

	
	melakukan
	pengawasan.
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(2) 	Pelanggaran    yang    serius     sebagaimana     yang    dimaksud pada   ayat   [I]  huruf   a meliputi:

a. 		tindakan     melanggar    hukurn      yang    mengakibatkan Pencernaran	 Lingkungan   Hidup   dan  / atau   Kerusakan Lingkungan	Hidup   relatif   besar;   dan/  atau

b.      menimbulkan    keresahan   masyarakat.

(3) 	Pencemaran     Lingkungan     Hidup     dan/atau       Kerusakan Lingkungao	Hidup      rclatif   besar    sebagaimana    dimaksud pada 	ayat         (2)       huruf         a       dilakukan         dengan mempertirnbangkan:
a. 	bet: cuk dan   intensitas   pelanggaran,   dan b. 	besaran   dan/   atau   luas   sebaran   dampak.
't4)'

Pelanggaran    yang    menimhulkan     keresahan    masyar akat sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf   b berdasarkan pengaduan    masyarakat    dan/   a tau   inforrnasi  yang   rnciuas di masyaraka t.


Pasal   503

(l) 	Pejabat     Pengawas   Lingkurigan   Hidup    dalam    melakukan pengawasan	berdasarkan    kode  etik.

(2) 	Kode  etik  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (l)  didasarkan atas   prinsip:
a.       integritas;

b.       profesionalisme;   dan

c.       responsif.

(3) 		Prinsip    kode   etik   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2) wajib    ditaati     oleh   setiap    Pejabat     Pengawac   Lingkungan Hidup

(4) 	Untuk      rnenegakkan      prinsip       kode     etik     sebagaimana dimaksud		pada     ayat     (2)   dibentuk     dewan      kode     etik pengawas	Lingkungan   Hidup.

(5) 	Pejahat   Pengawas  Lingkungan  Hidup   yang  melanggar  kode etik 	dikenakan       sanksi        sesuai        dengan        peraturan perundang-undangan	vang    mengatur    tentang     Aparatur Sipil  Negara.

Pasal   504   ...
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Pasal   504

Ketentuan   lebih   lanjut   rncngenai:

a.      pengawasan   RKL··RPL  rinci;

b.       pemasangan      plang     penghentian      pclanggaran      ter tentu dan/   atau   garis   Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup;

c.      penghitungan     kerugian    akibat     Pencernaran    Lingkungan
Hidup   dan/   atau   Kerusakan     Lingkungan   Hidup;

d.      pedoman  pengawasan   Lingkungan   Hidup;

e.      kode  etik  Pejabat    Pengawas  Lingkungan   Hidup;   dan

f.      pedornan  pengawasan   Lingkungan   Hidup, diatur    da!am   Peraturan   Menteri.


BAB XI

TATA  CARA  PENERAPAN   SANKSI  ADMINISTRATJF   PERlZINAN    BERUSAHA ATAU  PERSETTJJUAN  PEMERINTAH



Bagian   Kesatu

Wewenang  Penerapan   Sanksi   Administratif



Pasal   505

(1) 		Menteri,      gubernur,       atau       bupati/wali        kota       wajib menerapkan		Sanksi     Adrninisrratif   terhadap     penanggung jawab 	Usaha    dan/   atau    Kegiatan  jika   dalam   pengawasan diternukan	pelanggaran   terhadap   ketentuan:

a.      Perizinan  Berusaha;   atau h.      Persetujuan    Pemerintah,
terkait         Persetujuan         Lingkungan        dan        peraturan perundang-undangan          di     bidang       Perlinaungan       dan Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

(2) 	Penerapan    Sanksi     Administratif    sebagaimana     dimaksud pada 	ayat   ( 1)    dilakukan    sesuai    dengan     norrna,     standar , prosedur,	dan   kriteria    vang  ditetapkan   oleh  Menteri.




Pasal   506   ...
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Pasal.506
P)	Menteri    berwenang     inenerapkan      Sanksi      Adrninistratif kepada 	penanggung     iawab     Usaha     dan/   atau     Kcgiatan terhadap	  pelanggaran:

a. 	Perizinan   Berusaha    terkait    Persetujuan    Lingkungan yang  diterbitkan   oleh  Pernerintah;   atau

	b.
	Pcrs-tujuan          Pemerintah
	terkait          Persetujuan

	
	Lingk:.. mgan   yang   diterbitkan
	oleh  Pemerintah.


(2) 	Gubernur    berwenang    mcnerapkan     Sanksi     Administratif kepada 	penanggung     jawab     Usaha     dan-  atau     Kegiatan terhadap	  pelanggaran:

a. 	Perizinan   Berusaha    terkait    Pcrsetujuan    Lingkungan yang 	diterbitkan    oleh   Pemcrintah    Daerah    provinsi; a tau

	b.
	Persetujuan         Pemerintah Lingkungan  yang  diterbitkan provinsi.
	terkait          Persetujuan oleh  Pemerintah   Daerah

	(3)
	Bupati/wali        kota       berwenang Administratif   kepada    penanggung Kegiatan  terhadap   pelanggaran:
	menerapkan        Sanksi jawab    Usaha    dan/   atau


3.. 		Perizinan   Berusaha    .crkait    Persetujuan     Lingkungan yang 	diterbitkan         oleh        Pemerintah          Daerah  kabupaterr/	kota;   atau

	b.      Persetujuan
	Pemermtah
	terkait          Persetujuan

	Lingkungan
	yang  diterbitkan
	oleh  Pcrnerintah   Daerah


kabupaten/kota.



Pasal507

Menteri,   gubernur     atau     bupati/    wali   kota    dalam     penerapan Sanksi     Administratif     dapat     mendelegasikan      kewenangannya kepada      pejabat      yang     membidangi     penegakan     hukum      atau perangkat   dae r ah  yang   mernbidangi   Lingkungan   Hidup.






Bagian    ...
 (
SK 
 
No
 
084862
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INOONESIA


..   360  -


E.lagiar:· Ked ua

Pener  apar,   Sarik.si Administratif



Paragraf   l

Umum



Pas::1-1  508

(1)    Sanksi   Administratif   berupa:

a.       teguran    tertuhs:

b.      paksaan   pernerintah:

c.       denda   adrninistratif;

d.      pernbckuan   Perizinan  Berusaha;   dan/   atau

t.          pencabutan    Perizina.n Bertrsaha.

(2)    Sanksi   Administratif   sebagaimana   dirnaksud   pada   ayat   (1)
diterbitkan   da lam  bentuk    keputusan,

(3)	Keputusan    sebagairnana    dimaksud    pada    ayat   (2)  paling sedikit   memuat:

a.	nama   jabatan     dan   alama.t   pejabar    administrasi    yang berwenang;

b.      nama  clan alamat   penanggung   jawab  Usaha   danj   atau
Kegiatan:

c.      narna   dan   alarnat    perusahaan;

d.      jenis   pelanggaran;

e.      ketentuan   vang   dilanggar;

f. 	uraian    kewajihan  atau   perintah  yang  harus    dilakuka: .. penanggung	jawab   Usaha   dan/atau    Kegiatan;  dan

g.      jangka    waktu   penaatan   kewajiban  penanggung   jawab
Usaha   darr/ntau   Kegiatan.



?u.::.al  .509

(1)    Sar.xci   Administr atif  diterapkan   berdasarkan    atas:
a. 	berita   acara   r+ngawasan;    dan b.       Iaporan  hasil   pcngawasan.
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(2) 		Pejabat   yang   berwenang  menerapkan     Sanksi   Administratif sebagaimana	dimaksud      pada      ayat      (J.)     berdasarkan pertirn be ngan:
a.      efektivitas   dan   efisiensi   terhadap    pelestarian    Iungsi
Lingkungan   Hidup;
b. 	tingkatan   atau   jeriis   pelanggaran   yang  dilakukan   oleh penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kcgiatan:
	c.
	tingkat    ketaatan   penanggung   jawab
	Usaha    darr/  atau

	
	Kegiatan      terhadap       pernenuhan
	perintah       atau

	
	kewajiban        yang         ditentukan
	dalam         Sanksi

	

d.
	Administrarif;
riwayar   ketaatan   penanggung   jawab
	

Usaha   dan/   atau


Kegiaran;   dan/   atau
e.       tingkat     pengaruh    atau    implikasi   pelanggaran    yang dilakukan	oleh   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau Kegiatan  pada Lingkungan   Hidup.


Paragraf  2
Teguran  Tertulis


Pasal   510
Sanksi     Administratif     berupa      teguran      tertulis      sebagaimana dimaksud   cialarn  Pasal   508  ayat   (1) huruf   a diterapkan   apabila penanggung     jawab      Usaha      dan/atau       Kegiatan    melanggar ketentuan      dalam      Perizinan     Berusaha,      atau      Persetujuan Pemerintah     atau      Pemerintah     Daerah      terkait      Persetujuan Lingkungan,    dan    peraturan     perundang-undangan       di   bidang Perlindungan   dan   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup   yang   bersifat administratif.


Paragraf 3
Paksaan   Pemerintah


Pasal   511

( 1)       Sanksi        Adrninistratif       berupa        paksaan       pemerintah sebagaimana		dimaksud   dalarn   Pasal   508   ayat   (1) huruf    b diterapkan		terhadap   pcnanggung   jaw ab    Usaha    dan/   a tau Kegiatan	 yang     tidak      melaksanakan       permtah      dalarn teguran 	tertulis       dalam     jangka       waktu       yang      telah ditetapkan.


(2)  Pengenaan   ...
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!2) 	Pengcnaan    paksaan    perne rintah     sebagaimana    dimaksud pada    ayat   ( lj  dapat    dijatuhkan    tanpa    didahului    teguran tertulis 	apabila           pclanggaran         yang          dilakukan menimbulkan:
a.      ancaman     yang     sangat      serius     bagi    manusia     dan
Lingkungan   Hidup;
b.       darnpak   yang   lebih   besar    dan   lebih   ruas   jika   tidak segera 	dihcnxikan           pencernaran           dan/   atau kerusakannva;	dan/   atau
c.       kerugiar;  yang  lebih  besar   bagi  Lingkungan   Hidup  jixa tiuak 	segera      dihentikan      pencernaran      dan/   a tau kerusakannya.
(3)    Paksaan   pemerintah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   ( 1)
dan   ayat   (2) dapat   dilakukan   dalam   bentuk:
a.      penghentian    sementara   kegiatan  produksi:
b.      pernindahan    sarana    proctuksi;
c.      penutupan     saluran      pembuangan     air    Jimbah     atau
Emisi;
d.      pembongkaran;
e. 	penyitaan   terhadap   barang    atau   alat  yang   berpotensi menimbulkan	peianggaran:
f.         penghentian    sernentara   sebagian  atau   seluruh    Usaha
darr/ atau  Kegiatan;
g.      kewajiban  rnenyusun   DELH  atau   DPLH;  dan/atau
h. 	tindakan    lain   yang    bertujuan    untuk     menghentikan pelanggaran		dan      tindakan      memuhhkan       fungsi Lingkungan	H1d1...p.


Pasal   512

(1) 	Menteri,  gubernur,    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya 	mernaksa     penanggung      jawab      Usaha dar./  a tau       Kegiatan      untuk         melakukan        pernulihan Lingkungan	Hidup   akibat    Pencernaran   Lingkungan   Hidup dan/   atau   Kerusakan   Lingkungan   Ilidup.

(2)	Menteri,  gubernur.    atau    bupati/wali    kota   sesuai    dengan kewenangannya	dapat     rnenunjuk     pihak     ketiga     untuk melakukan	pernulihan    fungsi    Lingkungan    Hidup    akibat
	Pencernaran
	Lirigkungan
	Hidup
	dan/   a tau
	Kerusakan

	Lingkungan
	Hidup.
	
	
	





(3) Pemulihan   ...
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(3)	Pemulihan      fungsi       Lingkungan      Hidup       sebagaimana dimaksud	pada     ayat     (2)   dilakukan     atas     beban     biaya penanggungjawab	Usaha   dan/atau    Kegiatan.

(4)	Behan    biaya   sebagaimana    dimaksud    pada   ayat   (:3)  dapat bersumber	dari  dana   penjaminan   untuk    pemulihan   fungsi Lingkungan		Hidup    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
471.



Pasal   513

(1)		Setiap   penanggung   jawab    Usaha    dan/atau      Kegiatan   yang tidak 	melaksanakan         paksaan         pemerintah         dapat diterapkan	denda       atas      keterlambatan         pelaksanaan paksaan		pemerintah.

(2)		Denda    atas    setiap    keterlambatan      pelaksanaan      paksaan Pemerintah		terhadap   pena.nggung   jawab   Usaha    dan/atau Kegiatan		 ditentukan          berdasarkan            penghitungan persentase	pelanggaran   dikali   nilai  denda   paling   banyak.

(3)		Denda    atas    keterlambatan     sebagaimana     dimaksud    pada ayat   (1) merupakan    penerimaan   negara   bukan    pajak   yang wajib   disetorkan   ke  kas   negara    sesuai   dengan    ketentuan peraturan	perundang-undangan         tentang       Penerimaan Negara   Bukan    Pajak.


Paragraf 4

Denda   Administratif



Pasal   514

(1)	Penanggung    jawab     Usaha     dan/atau      Kegiatan    dikenai denda 	administratif    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
508  ayat   ( 1)   huruf   c dengan    kriteria:

a. 	tidak   memiliki  Persetujuan    Lingkungan   namun    telah memiliki  Perizinan  Berusaha;

b.      tidak   memiliki Persetujuan   Lingkungan   dan  Perizinan
Berusaha;

c. 	melakukan    perbuatan    yang   melebihi  Baku   Mutu   Air Limbah  dan/atau     Baku   Mutu   Emisi,    sesuai    dengan Perizinan  Berusaha;



d.  tidak   ...
 (
SK 
 
No
 
096513
 
A
)

PRESIDEN REPUBLIK      INOONESIA


- 364  -


d.      tidak      melaksanakan       kewajiban     dalam      Perizinan
Berusaha   terkait    Persetujuan    Lingkungan;

	e.
	menyusun
	Amdal    tanpa
	sertifikat
	kompetensi

	
	penyusun
	Amdal;
	
	


f. 		karena      kelalaiannya,     melakukan     perbuatan       yang mengakibatkan		dilampauinya      Baku     Mutu     Udara Ambien,  Baku   Mutu   Air,  Baku   Mutu   Air  Laut,   baku mutu 	gangguan,   dan/   atau    Kriteria  Baku   Kerusakan Lingkungan	Hidup,      yang      tidak      sesuai      dengan  Perizinan	Berusaha    terkait    Persetujuan     Lingkungan yang   dimilikinya;  dan/   a tau

	g.
	melakukan
	perbuatan
	yang         mengakibatkan

	
	Pencemaran
Lingkungan
	Lingkungan
Hidup,     di
	Hidup dan/   a tau   Kerusakan
mana     perbuatan      tersebut


dilakukan   karena    kelalaian  dan  tidak   mengakibatkan
bahaya    kesehatan    manusia   dan/   a tau   Iuka   dan/   a tau
Iuka  berat,   dan/   a tau  matinya  orang.

(2) 	Denda   administratif    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) merupakan	  penerimaan    negara    bukan     pajak    yang   wajib disetorkan	  ke    kas     negara      sesuai      dengan      ketentuan peraturan	perundang-undangan        mengenai    penerimaan negara   bukan    pajak.

(3)    Denda   administratif    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1)
diterapkan   bersamaan    dengan    paksaan   pemerintah.



Pasal   515

( 1)        Besaran     denda       administratif      dengan       kriteria       tidak memiliki Persetujuan  Lingkungan  namun   telah  memiliki Perizinan	Berusaha    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal
514  ayat  (1) huruf   a dihitung  sebesar    2,5%  (dua  koma   lima persen)   dikali   nilai  investasi  Usaha   dan/   atau   Kegiatan.

(2)		Denda   administratif    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1) diterapkan	paling   banyak    Rp3.000.000.000,00       (tiga miliar  rupiah).
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'.5o5 - Pasai  516
i l ]         Besaran     denda       administratif      dengan       kriteria       tidak memiliki  Persetujuan    Lingkungan   dan   Perizinan  Berusaha sebagaimana	dimaksud   dalam   Pasal   514  ayat   (1) huruf    b dihirung	sebesar      ~%   [lima    persen]     dari    nilai    investasi U saha  dan / atau   Kegiatan.

(2) 	Denda   administratif    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   [I] diterapkan	paling   banyak    Rp].000.000.000~00     (tiga  miliar rupiah).



Pa::,al ;,17

ll) 	Besaran   denda    adrninistratif    dengan     kriteria     melakukan perbuatan	yang  melebihi  Baku   Mutu  Air Limbah  dan/   a tau Baku   Mutu   Emisi  sebagairnana   dimaksud   dalarn   Pasal   514 ayat 	(1)   huruf      c    dihitung    berdasarkan     unit     beban pencemar  yang   melebihi  Baku   Mutu   Air  Limbah  dan,'  atau Baku   Muru   Emisi   surnber    tidak   bergerak.

	(2)
	Unit      beban
	penccmar      yang      melebihi     baku       mutu

	
	sebagaimana
berdasarkan
	dirnaksud       pada        ayat       (1)      dihitung
selisih    konsentrasi    aktual    Air  Limbah   atau


Emisi     dengan      konsentrasi     baku     mutu      dikali     dengan
debit/laju    alir  dun  lamanya  waktu    pelanggaran.

(3) 		Denda   adrninistratif   pelanggaran   sebagaimana     dimaksud pada   ayat   (2J dihitung    secara    akurnulasi   setiap   parameter yang   dilampaui   baku   mutunya   diterapkan    paling   banyak Rp3 .000.000.000,00     (tiga  miliar   rupiah).


Pasal   518

( 1)        Besaran     denda       administratif      dengan       kriteria       tidak melaksanakan	kewajiban     dalam      Perizinan     Ber usaha terkait 	 Persetujuan     Lingkungan    sebagaimana     dimaksud dalam 	Pasal   514  ayat   (!)  huruf   d ditentukan    berdasarkan tingkat    pelanggaran:
a.      rmgan;
 (
:,)
)b.      sedang·  atau
c.        berat.
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{2)      Tingkat  pe-langgaran  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dengan    besaran   denda   adrninistratif:
a.       ringar,      paling     sedikit     Rpl.000.000,00       (satu     juta rupiah]    dan   pahng   hauyak    Rp:5.000.000,00   (lima  juta
!'ufi&h);
b. 	~t:~ang,   paling   sedikit   Hpl0.000.000,00     (sepuluh  juta ri..ipir.h)   dan    paling    banyak     Rp 15.000.000  ,00   (lima be las  juta   rupiah);  atau
c.       berat,   paling   sedikic  Rp20.000.000,0G   (dua  puluh   juta rupiah) 	dan    paling    banyak     Rp25.0C0.000,0()      (dua puluh    lima  juta   rupiah].
(3) 	Besaran  denda   administratif   sebagaimana    dimaksud   pada ayat 	(2)     dihitung      secara       akurnulatif       cari       setiap peianggaran,
(4) 	Besarau  derida   adrninistratif   sebagairnana   dimaksud   pada ayat 	(3)             diterapkan              paling               banyak Rp3.000.00Q.OOO,OO	(tiga  miliar   rupiah).
(5) 	Tingkat  pelanggaran   sebagaimana   dimaksud   pada   ayar  (1) tercanturn	dalam    Lampiran   X\1  yang   merupakan     bagian tidak   terpisahkan    dari   Peraturan   Pemerintah   ini.


Pasal   519

Besaran   denda   administratif    dcngan    kriteria    menyusun   Arndal tanpa     sertifikat    kompeterisi    penyusun     Amdal    sebagaimana dimaksud    dalam     Pasal    514    ayat    (1)  Luruf    e   sebesar      10%> (sepuluh  persen)   dari  biaya   penyusunan    Amdal,




Pasal   .520

Besaran   denda    administratif    dengan    kriteria    karena    kelalaian d~n/atau      melakukan     ·perbuatan       sebagairnana         dimaksud dalam    Pasal    51tJ.  ayat   ( 1)   huruf    f dan   huruf    g  dikenai    paling banyak    Rµ3.000.00•).00C,OO  (tiga  miliar   rupiah).



Paragraf
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Paragraf  S

Pembekuan   Perizinan  Berusaha



Pasal   52 l

Pembekuar,   Perizman  Bcrusaha   sebagairnana   dimaksud   dalam Pasal    508   ayat   ( 1)  huruf    d  diterapkan    terhadap    penanggung jawab   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang:

a.      tidak   melaksanakan    paksaan   pernerintah;

b.      tidak   mernbayar   denda   administratif;   darr/  atau

c. 	tidak      membayar      denda       setiap       keterlambatan       atas pelaksanaan	paksaan   pemerintah.





Paragraf 6

Pence  butan    Perizman   Berusaha




Fasal522


Pencabutan    Perizinan  Berusaha   sebogaimana   dimaksucl  daiam pasal    508   ayat   (1)  huruf    e  diterapkan    terhadap    penanggung jawab   Usaha   dan/   a tau   Kegiatan  yang:
 (
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a. 	tidak        melaksanakan pemerintah;


kewajiban        dalam


paksaan

b.      tidak   mernbavar  denda    adrninistratif;

c. 		tidak   membavar    denda paksaan	pernerintar.;


atas    keterlambatan     pclaksanaan

d. 	tidak       melaksanakan Perizinan	Berusaha dan/atau


kewajiban      daJam atau       Persetujuan


pemhckuan
Pemerintah;

e,      melakukan     Pencemaran     Lingkungan   Hidup     dan/atau Kerusakan	Lingkungan       Hidup       yang       tidak       dapat ditanggulangi		atau   sulit   dipulihkan.





Paragraf  ...
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Pa.ragraf 7

Penerapan   Sanksi   Administratif   Lapis   Kedua




 (
(5)
 
Menteri 
 
..
.
) (
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(2)

Pasal523

Mem:eri  dapat    menei  apkan    Sanksi    Administratif   terhadap penanggung   jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan   dalarn    hal Menteri  menganggap    Pcmerintah    Daerah     secara    sengaja tidak       menerapkan        Sanksi        Adrninistratif       terhadap peianggaran     yang     serius     di   bidang     Perlindungan     dan Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

Menteri   dalam    menerapkan     Sanksi    Administratif sebagaimana     dimaksud    pada    ayat    (1)  didasarkan     atas hasil    eenga.wasan    sebagaimana     dimaksud    dalam     Pasal
502.



Paragraf  8

Pengawasan   Pelaksanaau    Sanksi   Adrninistratif



Pasa.1524

11)	Menteri     melakukan      pengawasan      terhadap        penaatan pelaksanaan	Sanksi    Adrninistratif   yang    diterbitkan    oleh Mentcri.

(2) 	Gubernur     me.lakukan    pengawasan     terhadap     penaatan pelaksanaan	Sanksi    Adm.nistratif    yang    diterbitkan    oleh gubernur.

(3) 	Bupatr/wali      kota      melakukan      pengawasan       terhadap pcnaa.an	 pelaksauaan        Sanksi        Administratif       yang diterbitkan	oleh  bupa.ti/wali   kota.

(4; 		Dalarn      hal     hasil      ~engawns;an     pelaksariaan        Sanksi  Administratif		menunjukkan      penanggung    jawab     Usaha dan/   atau     Kegiatan   tidak    melaksanakan      sebagian     atau seluruh 	kewajiban   dalam    Sar- ksi   Administratif,     Menteri, gubernur,		atau       bupati/wali      kota       se suai       dengan kewenangannya		dapat    menerapkan    Sanksi    Administratif yang   lebih   berat.
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(5) 	Menteri    dapat      melakukan      pengawasan      pelaksanaan Sanksi    Administratif   yang   diterbitkan   oleh   gubernur   atau bupati/wali	kota,   apabila:

a.       gubernur    atau     bupati/wali     kota    tidak     melakukan pengawasan;	dan/   a tau

b.      menimbulkan    keresahan   masyarakat.

Paragraf 9

Pencabutan    Keputusan   Sanksi   Administratif

Pasal   525

Menteri,    gubernur,     atau     bupati/wali      kota     sesuai      dengan kewenangannya      se bagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     506 melakukan      pencabutan       keputusan       Sanksi       Administratif apabila    berdasarkan     hasil   pengawasan    terhadap    penanggung jawab      Usaha      dan/   atau      Kegiatan    telah     menaati     seluruh kewajiban  dalam   Sanksi   Administratif.

Pasal   526

Ketentuan   lebih  lanjut   mengenai:

a.      perhitungan    unit   beban   pencemar;

b.      perhitungan    denda   administratif;    dan

c.       tata   cara   pengenaan   Sanksi   Administratif dia.tur   dalam   Peraturan   Menteri.


BAB XII KETENTUANPERALIHAN

Pasal   527

Pada   saat   Peraturan   Pemerintah   ini  mulai   berlaku:

	a.
	izin     lingkungan,     izin     Perlindungan      dan
	Pengelolaan

	
	Lingkungan       Hidup,        Surat        Keputusan
	Kelayakan


Lingkungan   Hidup,   rekomendasi   UKL-UPL,atau   dokumen
Lingkungan     Hidup     yang     telah     mendapat     persetujuan sebelum  berlakunya   Peraturan   Pemerintah   ini,  dinyatakan tetap   berlaku    dan   menjadi  prasyarat   serta   termuat   'dalam Perizinan  Berusaha   atau   Persetujuan    Pemerintah;


b.  penilaian   ...
 (
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b.       penilaian   Amdal,  atau    pemeriksaan    Formulir   UKL-UPL dan 	pengajuan      izm    Perlindungan      dan      Pengelolaan Lingkungan	Hidup   yang   sedang   dalam   proses,    dilanjutkan sampai    dengan    terbitnya   Persetujuan    Lingkungan;

c. 	lisensi    yang    telah    dimiliki   komisi     penilai     Amdal    tetap berlaku    dan  dapat   diperpanjang   sampai    terbentuknya   Tim Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup;

	d.
	komisi       penilai       Amdal     tetap
	melaksanakan
	tugas

	
	melakukan       Uji     Kelayakan
	Amdal     sampai
	dengan


terbentuknya    Tim  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup;

e.       sertifikasi    profesi    dari    lembaga    sertifikasi    profesi    yang dimiliki	  oleh    penyusun     Amdal     tetap     berlaku      sampai dengan 	berakhirnya    masa    berlaku     sertifikasi   dan   dapat diperpanjang		sampai      terbentuknya      lembaga    sertifikasi kompetensi;	dan

f. 	dalarn    hal   Pemerintah    atau    Pemerintah    Daerah     belum menetapkan		Baku    Mutu   Air  pada   badan    air  permukaan, menggunakan		Baku     Mutu     Air    kelas     2    sebagaimana tercantum	dalam    Lampiran   VI  yang    merupakan     bagian tidak   terpisahkan    dari  Peraturan  Pemerintah  ini.



BAB XIII KETENTUANPENUTUP

Pasal528

Pada    saat    Peraturan    Pemerintah    ini   mulai    berlaku,    semua peraturan    perundang-undangan       yang   merupakan     peraturan pelaksanaan    dari:

a. 	Peraturan    Pemerintah    Nomor   19  Tahun      1999    tentang Pengendalian	Pencemaran     dan/   a tau     Perusakan      Laut (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun    1999  Nomor
32,    Tambahan     Lembaran    Negara     Republik    Indonesia
Nomor 3816);

b.       Peraturan    Pemerintah    Nomor  41   Tahun      1999    tentang Pengendalian	Pencemaran      Udara      (Lembaran     Negara Republik	Indonesia   Tahun     1999   Nomor 86,   Tambahan Lembaran	 Negara   Republik  Indonesia  Nomor 3853);



c.  Peraturan    ...
 (
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c. 	Peraturan    Pernerintah    Nornor  82   Tahun     200  _I              ten tang Pengelolaan	Kualitas   Air  dan   Pengendalian    Pencemaran Air  (Lembaran   Negara    Republik   Indonesia   Tahun     2001
Nomor      15::5,     Tambahan      Lernbaran     Negara      Republik
Indonesia   Nomor  4161};

d.      Pera tu ran   Pemerintah   Nomor  27  Tahun    2012   ten tang   Izin
Lingkungan   (Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia. Tahun
2012    Nomor   48,   Tambahan    Lernbaran   Negara    Republik
Indonesia   Nomor   5285);

e. 	Peraturan    Pemerintah    Nomor    l O 1      Tahun     2014    ten tang Pengclolsan	Limbah    Bahan      Berbahaya     dan     Beracun (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun    2014   Nornor
333,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik   Indonesia
Nomor   5617),

masih   tetap   berlaku    sepanjang   tidak   bertentangan    atau   belum diganti    dengan     peraturan    yang   baru    berdasar  kan   Peraturan Pemerintah   ini.


Pasa1529

Pada   saat   Peraturan   Pemerintah   ini  rnulai   berlaku:

a. 	Peraturan     Pemerintah    Nomor     19  Tahun      1 q99    tentang Pengendalian	Pencernaran     dan/   atau      Perusakan      Laut (Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun    199q  Nomor
32,    Tambahan     Lembaran     Negara     Republik    Indonesia
Nomor  3816J;

b. 	Peraturan     Pemerintah     Nomor    41   Tahun      1999    tentang Pengendalian	Pencemaran      Udara      (Lembaran     Negara Republik	Indonesia    Tahun     1999   Nornor  86,   Tarnbahan Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia.  Nomor   3853);

c. 	Peraturan     Pernerintah    Nomor    82   Tahun     2001    tentang Pengelolaan		Mutu   Air  dan   Pengendalian   Pencemaran   Air (Lernbaran	Negara    Tahun     200  l   Nornor  153,   Tambahan Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor   4161)

d.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   27  Tahun    2012   tentang    fain
Lingkungan   [Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun
2012    Nomor   48.   Tambahan    Lernbaran   Negara    Republik
Indonesia  Nornor 5285);





e.  Peraturan    ...
 (
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Peraruran   Pemerintah   Nornor   101  Tahun    2014   (Lembaran Negara     Republik    Indonesia    Tahun      2014     Nornor    333, Tambahan    Lembaran   Negara    Republik   Indonesia    Nornor
5617),

dicabut    dan  dinyatakan    tidak   berlaku.



Pasal  53U

Ketentuan    Pasal    21   sampai    dengan     Pasal    :~5  terkait    dengan dana   jarninan   pemulihan   Lingkungan   Hi-tup   dalam    Peraturan Pemerintah   Nomor  46 Tahun    20 J  7 tentang    Inst rumen   Ekonomi Lingkungan     Hidup     (Lernbarun      Negara     Republik    Indonesia Tahuu    2017   Nomor  228,  Tambahan   Lembaran  Negara   Republik Indonesia   Nornor  6134)   dicabut    dan   dinyatakan   tidak   berlaku.



Pasal   531

Pada   saar   Peraturan   Pernerintah   im  rnulai   berlaku:

a. 	Lernbaga    Uji   Kelayakan    Lingkungan     Hidup     terbentuk dalarn 	waktu      paling      lama      6     (enam)      bulan       scja.k diberlakukan	Peraturan   Pemerintah   ini;

b. 	Tim   Uji  Kelayakan   Lingkungan    Hidup    terbeutuk    dalam waktu    paling   lama   9  [sernbilan)  bulan    sejak   diberlakukan Peraturan	Pemerintah   ini;

c. 	lembaga  sertifikasi  kompetensi   penyusun   Amdal   terbentuk dalam 	waktu       paling      lama      6     (enam)      bulan       sejak diberlakukan	Peraturan  Pemerintah ini;

	d.
	dalarn   jangka
	waktu    paling    lama   6  (enarn) bulan    sarnpai

	
	terbenruknya
	Lernbaga  Uji Kelayakan  Lingkungan   Hidup,

	
	perpanjangan
	lisensi     komisi     penilai     Amdal     dilakukan


se auai       dengan         kctentuan        peraturan        perundang•
undangan;

e. 	penyusunan       dan     penetapan      Baku      Mutu      Afr    serta perhitungan	dan   penetapan    alokasi    beban    pencernar   air harus 	diselesaikan    dalam    jangka     waktu     paling    lama    '2 (dua)   tahun    sejak   Peraturan   Pernerintah   ini  diundangkan;

f. 	perncnuhan     Baku    Mutu    hasil    uji   Emisi    sebagai     dasar pengenaan		pajak      kendaraan      bermotor     untuk      unsur pencemar	lingkungan   diberlakukan    2  (dua)  tahun    setelah Peraturan	 Pemerintah   ini  diundangkan:


g. kewajiban   ...
 (
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	g.
	kewajiban   memiliki  tenaga
	kerja   yang   memiliki  sertifikat

	
	kompetensi        di      bidang
	Pengelolaan       Limbah      83

	
	diberlakukan    paling   lambat
	1   (satu)  tahun    sejak   Peraturan


Pemerintah   ini  diundangkan;

h. 	seluruh       keputusan      Sanksi      Administratif     yang     telah diterbitkan	tetap     berlaku      sampai     dengan     dipenuhinya kewajiban  pengenaan   Sanksi   Administratif;   dan

1.	penurunan      kandungan     hidrokarbon     pada     Limbah    83 berupa 		serbuk      bor    yang     akan      dilakukan      Dumping (Pembuangan)	ke    laut     dari    hasil     pemboran     kegiatan eksplorasi  dan/   a tau  eksploitasi  di laut  yang  menggunakan lumpur 	bor  berbahan   dasar    sintetis    (synthetic-based   mud) dari  paling   tinggi  5%  (lima persen)   menjadi  0%  (nol  persen) dilakukan		paling    lambat     sampai     dengan     31   Desember
2024.



Pasal   532

(1)	Pada   saat   Peraturan   Pemerintah   ini  mulai   berlaku,   semua peraturan			  pelaksanaan        dana        penjaminan        untuk pemulihan	fungsi   Lingkungan   Hidup   yang   telah   ada   tetap berlaku 	sepanjang   tidak   bertentangan     dengan    Peraturan Pemerintah		ini.

(2) 	Dengan   mempertimbangkan      prioritas   nasional,   kesiapan kelembagaan,	mekanisme       dan       sistem       pendukung, penerapan	kewajiban   dana   penjaminan    untuk    pemulihan fungsi    Lingkungan    Hidup    dilaksanakan     paling    lambat     5 (lima) tahun    sejak   berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini.



Pasal   533

Pada    saat    Peraturan    Pemerintah    ini   mulai    berlaku,    semua peraturan   perundang-undangan      yang   mengatur   tentang pengawasan     dan    Sanksi     Administratif    disesuaikan     dengan ketentuan   dalam   Peraturan  Pemerintah  ini.



Pasal534

Peraturan      Pemerintah      mi     mulai      berlaku       pada      tanggal diundangkan.




Agar ...
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Agar	setiap pengundangan penempatannya Indonesia.

orang 	mengetahuinya,       memerintahkan Peraturan		Pemerintah       1n1         dengan dalam 		Lembaran      Negara       Republik




Ditetapkan di Jakarta
pada  tanggal  2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKOWIDODO

Diundangkan  di Jakarta
pada  tanggal  2 Februari 2021

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNAH. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021  NOMOR 32

Salinan   sesuai  dengan  aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 (
~fcil~~tQg  
 
Perundang-undan
~~·v.istrasi    
 
Hukum,
~
)gan    dan
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PENJELASAN ATAS
PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 22  TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAANPERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP

I.      UMUM

Kualitas  Lingkungan   Hidup   dan   sumber    daya   aiam   yang   berfungsi   untuk menopang  kehidupan   warga   negara   harus   dapat   dipastikan   selalu   berada    dalam kondisi      yang     baik.     Dalam     rangka      memastikan      fungsi     tersebut     berjalan sebagaimana      mestinya,     maka     perlu     dilakukan     upaya      Perlindungan      dan Pengelolaan    Lingkungan    Hidup    yang    sungguh-sungguh      dan    konsistcn    oleh sem ua  pemangku   kepen  tingan.
Pasal    28H   ayat    (1)  Undang-Undang     Dasar    Negara    Republik   Indonesia Tahun    1945  menegaskan   bahwa   "Setiap   orang   berhak    hidup   sejahtera   lahir   dan batin,    bertempat    tinggal,  dan   mendapatkan     lingkungan    hidup    yang   baik   dan sehat    serta    berhak     memperoleh   pelayanan    kesehatan",    Selanjutnya    Pasal    33 ayat   (4)  Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik   Indonesia   Tahun     1945   juga menegaskan     bahwa     "Perekonomian    nasional    diselenggarakan     berdasar    atas demokrasi     ekonorni    dengan      prinsip      kebersamaan,       efisiensi    berkeadilan, berkelanjutan,     berwawasan    lingkungan,    kemandirian,     serta    dengan     menjaga keseimbangan   kemajuan   dan  kesatuan   ekonomi  nasional".  Sebagai  tindak   lanjut atas   amanat    dari  Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik  Indonesia  Tahun    1945 tersebut    telah   diundangkan     Undang-Undang    Nomor  32  Tahun     2009    tentang Perlindungan     dan     Pengelolaau    Lingkungan    Hidup,     yang    ditujukan     untuk mernberikan    acuan     pengaturan     dalam     menjamin    hak    setiap     orang     dalam mendapatkan     Lingkungan    Hidup    yang    baik   dan    sehat    sebagaimana     arnanat dalam   Unaang-Undang    Dasar   Negara   Republik  Indonesia  Tahun    1945
Selain    memastikan    dan   menjamin   tersedianya    kondisi    lingkungan    yang baik     dan     sehat,      Pernerintah    juga     berkewajiban     untuk      dapat      menjamin kesejahteraan    dan   penghidupan    yang   layak   dari   sisi  ekonomi  bagi  setiap   warga negaranya.     Dalam     rangka      mewujudkan     hal    tersebut,     telah     diundangkan Undang-Undang   Nomor 1  I Tahun    2028   tentang    Cipta   Kerja  yang   dimaksudkan untuk      mendorong    kemudahan     investasi,    peningkatan     lapangan    kerja    bagi seluruh      warga     Negara     Republil:    Indonesia     dan     pcnyederhanaan       regulasi pcrizinan.    Undang-Undang    Nou.or    11  Tahun     2020    tentang     Cipta    Kerja   yang mengubah   beberapa   ketentuan    dalarn     Undang-Undang    Nomor 32  Tahun    2009 tentang      Pertindung.m     dan     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup     ditindaklanjuti

 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INDONESIA
)
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dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan  yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan    Perlindungan    dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.    Peraturan Pemerintah   ini  dimaksudkan    untuk    menjamin   keselarasan    antara    kepentingan ekonomi  untuk    kesejahteraan    warga   negara    dan   kelestarian   Lingkungan   Hidup yang   merupakan    hak  warga   negara.
Peraturan      Pemerintah      tentang       Penyelenggaraan      Perlindungan      dan Pengelolaan    Lingkungan    Hidup    disusun    dengan     muatan      substansi     meliputi perencanaan,      pemanfataan,      pengendalian,     pemeliharaan,      pengawasan     dan penegakan    hukum      Lingkungan    Hidup,    yang    sejalan     dengan     ruang     lingkup Perlindungan     dan    Pengelolaan    Lingkungan    Hidup     sebagaimana     tercantum dalam   Pasal   4 Undang-Undang   Nomor 32 Tahun   2009   tentang    Perlindungan   dan Pengelolaan   Lingkungan   Hidup.

Perencanaan     dalam    Peraturan    Pemerintah    ini   mencakup    perencanaan perlindungan    dan   pengelolaan   Mutu   Air,  Mutu    Udara,    dan   Mutu    Laut     yang dilakukan    dengan    melalui    tahapan    inventarisasi,    penyusunan     dan   penetapan baku   mutu,   penyusunan    dan  penetapan   wilayah  perencanaan,    penyusunan    dan penetapan    rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan   Mutu   Air,  Mutu   Udara    dan Mutu   Laut.

Pemanfaatan      dan      pemeliharaan       dalam      Peraturan     Pemerintah     ini dimaksudkan     untuk     dapat     menjaga   kelestarian    dan    kelangsungan     kualitas mutu   lingkungan   yang  diselenggarakan    berdasarkan    Rencana  Perlindungan   dan Pengelolaan   Mutu   Air  (RPPMA),Rencana   Perlindungan    dan   Pengelolaan,Mutu Udara     (RPPMU), dan    Rencana    Perlindungan     dan     Pengelolaan    Mutu     Laut (RPPML).

Pengendalian   dalam   Peraturan   Pemerintah   ini  mencakup  pengendalian   di level   Usaha     dan/atau      Kegiatan,   dimulai    pada     tahap     perencanaan      melalui mekanisme     Persetujuan     Lingkungan    dengan      dokumen    Lingkungan     Hidup berupa     Arndal,     UKL-UPL, atau     SPPL.  Pengendalian    di   tahap     operasi     dan pascaoperasi     menggunakan     instrumen     baku    mutu     lingkungan    dan    Kriteria Baku      Kerusakan      Lingkungan.      Upaya      pengendalian      dilakukan      dengan menyelaraskan     antara     rumusan    pengaturan     kemudahan    Perizinan   Berusaha dengan      pengaturan     pengendalian     dampak    dari    Usaha     dan/atau      Kegiatan terhadap   Lingkungan   Hidup.

Peraturan    Pemerintah   ini  mengatur   Pengelolaan   Limbah  B3  dan   Limbah nonB3    yang   meliputi   pengelolaan   di  penghasil   Limbah   dan   jasa    pengelolaan Limbah  B3.  Pengelolaan   Limbah  B3  dan   Limbah  nonB3   mencakup   pengaturan tentang    penetapan   Limbah  B3 dan   Limbah  nonB3,   pengurangan,    penyimpanan, pengumpulan,      pengangkutan,     pemanfaatan,      pengolahan     dan     penimbunan untuk    memastikan    keamanan   kesehatan    rnanusia   dan   kelestarian   Lingkungan Hidup.

Pengawasan   dan   penegakan   hukum    Lingkungan   Hidup   dilakukan   untuk menjamin   ketentuan    yang   telah    ditetapkan    dalam    tahap    perencanaan     suatu Usaha    dan/atau     Kegiatan  dilaksanakan    sesuai    dengan    perencanaan    dan   akan

mendapatkan     ...
 (
SK 
 
No
 
097308
 
A
)

mendapatkan    konsekuensi    apabila    terjadi    penyimpangan    dalam    pelaksanaan Usaha    dan/atau     Kegiatan   terhadap    kewajiban   pada    Persetujuan    Lingkungan dalam    Perizinan   Berusaha    atau    Persetujuan    Pemerintah.    Penerapan   terhadap
	penegakan   hukum
	dilakukan    dengan    prinsip    ultimum   remedium   dan
	melalui

	tahapan   penerapan
	Sanksi   Administratif.
	


Dalam     rangka     efektivitas    dan    efisiensi   serta     pengintegrasian      secara menyeluruh     terhadap     Perlindungan     dan     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup, Peraturan    Pemerintah    ini   juga    memberikan    arahan      dan    amanat      dibangun sebuah    Sistem   Informasi  Lingkungan   Hidup   yang   saling   melengkapi   dan   dapat saling   terintegrasi.
II. 	PASALDEMI PASAL Pasal   1

Cukup   jelas.


Pasal2

Cukup   jelas.



Pasal   3

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas. Ayat  (6)
Yang dimaksud   dengan    "Persetujuan   Lingkungan   eksisting"  adalah Persetujuan		Lingkungan      untuk        Usaha       dan/atau        Kegiatan sebelumnya	yang   melingkup  Usaha   dan/atau    Kegiatan  eksisting.

Ayat  (7)

Cukup   jelas.

 (
PRES  
 
I
 
DEN
) (
REPUBLIK
) (
INDONESIA
- 
 
3
 
-
)
Pasal   4 ...
 (
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Pasal   4

Cukup   jelas.


Pasal   5

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Yang    dimaksud     "pertimbangan      ilmiah"     adalah      kajian      secara
komprehensif    yang   dapat    menggambarkan     suatu     rencana   Usaha dan/   atau    Kegiatan   memiliki  dampak   yang   berpengaruh    terhadap kawasan   lindung  atau   tidak.

Ayat  (6)

Cukup   jelas. Ayat  (7)
Cukup   jelas.

Pasal6

Cukup   jelas.


Pasal   7

Cukup   jelas.
 (
PRESIDEN
) (
REPUBLIK
) (
INDONESIA
-
 
4
 
-
)

 (
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0
6
5011
 
A
)
Pasal   8

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas.















Huruf   d ...
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Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Yang dimaksud   "jasad   renik"   termasuk   produk    rekayasa   genetik.

Huruf   g

Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas.

Huruf   i

Cukup   jelas.

Pasal9

Cukup   jelas.


Pasal   10

Ayat  (1) Huruf   a
Cukup   jelas. Huruf   b
Yang dimaksud   dengan    "rencana   kelola   hutan"    adalah    rencana pada 	kesatuan    pengelolaan    hutan     yang    disusun    berdasarkan hasil 		tata        hutan         dan       rencana       kehutanan,        dengan memperhatikan	aspirasi,      peran       serta      dan      nilai      budaya masyarakat	 serta    kondisi     lingkungan,    memuat    semua     aspek pengelolaan	hutan    dalam   jangka    panjang  dan  jangka    pendek.

Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas.

Huruf   g ...
 (
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A
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Pengecualian    ini   hanya     berlaku     untuk     tenant   yang    berada     di kawasan      industri,      kawasan      ekonomi     khusus,       kawasan pela.buhan  dan  perdagangan   bebas   yang   telah   dilengkapi  dengan Amdal kawasan   serta    rencana   Usaha    dan/   atau    Kegiatan   milik tenant  telah   di lingkup  di dalam   Amdal kawasan.

Huruf   h

Cukup   jelas. Huruf   i
Kcgiatan  pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   rnencakup   antara lain:

a. 	kegiatan   pemulihan    fungsi    Lingkungan   Hidup    yang   tidak memerlukan	izin  Usaha    dan/atau     Kegiatan  dan   dilakukan dengan    memanfaatkan    bahan    yang   alami;

	b.
	kegiatan    pemulihan
	fungsi
	Lingkungan
	Hidup
	dengan

	
	menggunakan    bahan
	alami;
	
	
	


c.       kegiatan    pemulihan     lahan     terkontaminasi      Limbah    83;
dan/atau

d.       kegiatan   pemulihan    fungsi    Lingkungan   Hidup    yang   tidak diketahui	sumber       dan     pelaku      pencemaran      dan/   a tau kerusakan.

Huruf   j

Yang  dimaksud    "rencana    Usaha     dan/atau      Kegiatan    selain" adalah     Usaha     dan/atau      Kegiatan   yang    secara     skala/hesaran tidak       wajib       Amdal,        mekanismenya        dilakukan       dengan mengajukan    permohonan    pengecualian    kewajiban    merniliki Amdal kepada    instansi   yang   berwenang   dan   bertanggung   jawab terhadap   pengelolaan   kawasan   lindung.

Ayat (2)

Cukup   jelas. Ayat (3)
Cukup   jelas. Ayat (4)
Cukup   jelas.


 (
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A
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Pasal   11

Cukup   jelas.




Pasal   12  ...
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Pasal   12

Cukup   jelas.



Pasal   13

Cukup   jelas.



Pasal   14

Cukup   jelas.



Pasal   15

Cukup   jelas.



Pasal   16

Cukup   jelas.



Pasal   17

Cukup   jelas.



Pasal   18

Cukup   jelas.



Pasal   19

Cukup   jelas.



Pasal20

Ayat(l)

	Yang     dimaksud
	dengan
	"penapisan
	secara      mandiri"
	adalah

	penapisan   yang
	dilakukan
	sendiri    oleh
	penanggung   jawab
	U saha


dan/  atau    Kegiatan  yang   dapat    diajukan   dan   ditetapkan    instansi
Lingkungan   Hidup   sesuai   dengan    kewenangannya. Ayat (2)
Cukup   jelas.


Ayat (3) ...
 (
SK 
 
No065014A
)
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Ayat (3)

Cukup   jelas. Ayat (4)
Cukup   jelas.


Pasal   21

Cukup   jelas.


Pasal22

Cukup   jelas.


Pasal23

Cukup   jelas.


Pasal24

Cukup   jelas.


Pasal   25

Cukup   jelas.


Pasal   26

Cukup   jelas.


Pasal   27

Cukup   jelas.


Pasal28

Cukup   jelas.



Pasal29

Ayat (1)

Yang  dimaksud    "dampak   secara     langsung    baik   positif    dan/atau negatif" adalah   dampak  terhadap   masyarakat,   yang  terkena    dampak langsung,	yang    memiliki   efek   positif    seperti    adanya     kesempatan kerja   atau   kesempatan    berusaha    atau   memiliki  efek  negatif   seperti konflik   sosial   atau   gangguan   kesehatan.

Ayat (2) ...
 (
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Ayat (2)

Yang  dimaksud    dengan     "pemerhati    Lingkungan    Hidup,     peneliti, atau 	lembaga    swadaya    masyarakat     pendarnping"  adalah      orang perorangan		 atau      lembaga    yang     memiliki    perhatian      terhadap lingkungan		hidup     di   wilayah    studi     rencana     Usaha      dan/atau Kegiatan,  memiliki  perhatian    terhadap   masyarakat    yang   berada    di wilayah	 studi    rencana  Usaha    dan/atau     Kegiatan,   atau    ikut    serta membina		masyarakat    atau    membina   masyarakat    di  wilayah   studi rencana	Usaha   dan/atau    Kegiatan.

Pasal   30
Cukup   jelas.


Pasal   31
Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Cukup   jelas. Ayat (3)
Cukup   jelas.

Ayat (4)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Nilai-nilai  lokal   merujuk   pada   perilaku   positif   masyarakat    yang terkena  dampak langsung dalam berhubungan  dengan  alam dan lingkungan   sekitarnya,   yang   dapat    bersumber   dari   nilai   agama,
adat   istiadat,   petuah    nenek   moyang  atau   budaya    setempat,   yang terbangun    secara    alamiah   dalam    suatu    komunitas    masyarakat untuk    beradaptasi    dengan    lingkungan   di  sekitarnya.
Huruf   c

Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas. Ayat (6)
Cukup   jelas.

Ayat (7)

Cukup   jelas.

Pasal   32  ...
 (
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Huruf   a

Yang   dimaksud    dengan    "masyarakat    rentan"     merupakan    lapisan masyarakat		yang    paling    berpotensi    terkena     dampak   dari    Usaha dan/atau	Kegiatan   sehingga    membutuhkan     perhatian    lebih   agar tidak   berakibat   buruk    pada   kehidupannya.

Huruf   b

Yang dimaksud  dengan  "masyarakat  adat"  merupakan  kelompok masyarakat	yang    secara     turun-menurun       bermukim    di   wilayah geografis  tertentu     karena    adanya    ikatan    pada    asal   usul    leluhur, adanya 	 hubungan     yang    kuat    dengan     sumber     daya    alam    serta adanya 	sistem    nilai   yang   menentukan     pranata     ekonomi,   politik, sosial,   dan   hukum.

Huruf   c

Cukup   jelas.


Pasal33

Cukup   jelas.



Pasal   34

Cukup   jelas.



Pasal35

Cukup   jelas.



Pasal36

Cukup   jelas.



Pasal37

Cukup   jelas.



Pasal   38

Cukup   jelas.


Pasal   39  ...
 (
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Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf  a

Cukup   jelas.

Huruf  b

Cukup   jelas.

Huruf  c

Cukup   jelas.

Huruf  d

Cukup   jelas.

Huruf  e

Cukup   jelas.

Huruf  f

Yang dimaksud   dengan    "prakiraan   Dampak  Penting"   mencakup prakiraan	besaran   dan   sifat  penting   dampak.

Huruf  g

Cukup   jelas.

Huruf  h

Cukup   jelas.

Huruf  i

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.



Pasal40

Cukup   jelas.



Pasal   41

Cukup   jelas.


Pasal   42  ...
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Pasal   42

Cukup   jelas.



Pasal   43

Cukup   jelas.



Pasal   44

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Penilaian  administrasi   merujuk  pada  pemeriksaan   terhadap kelengkapan    administrasi    berdasarkan    persyaratan    administrasi yang   telah   ditetapkan.

Huruf   b

Penilaian   substansi    merujuk   pada   penilaian   secara    keseluruhan dan      komprehensif      yang     berupa       penilaian     terhadap      aspek konsistensi,   keharusan,    relevansi,  dan  kedalaman.

Ayat (3) Huruf   a
Cukup   jelas.

Huruf   b

Persetujuan    awal   memuat   perencanaan    teknis    Usaha    dan/atau Kegiatan    seperti      persetujuan      tekno     ekonomi    untuk       Usaha dan/   a tau     Kegiatan    pertambangan,      rencana    induk     pelabuhan untuk     Usaha     dan/atau      Kegiatan      kepelabuhan     atau     rencana induk          bandara         untuk           Usaha          dan/   atau          Kegiatan kebandarudaraan,      atau   persetujuan    awal  yang   sejenis.

Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.

Huruf   f ...
 (
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Huruf   f

Cukup   jelas.

Ayat  (4)

Cukup   jelas.

Ayat  (5)

Cukup   jelas.


Pasal   45

Cukup   jelas.


Pasal46

Cukup   jelas.


Pasal47

Cukup   jelas.


Pasal48

Cukup   jelas.


Pasal   49

Cukup   jelas.


Pasal   50

Cukup   jelas.


Pasal   51

Cukup   jelas.


Pasal   52

Cukup   jelas.


Pasal53

Cukup   jelas.





Pasal    54  ...
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Pasal   54

Cukup   jelas.


Pasal   55

Cukup   jelas.


Pasal   56

Cukup   jelas.


Pasal57



Cukup   jelas.


Pasal   58

Cukup   jelas.


Pasal   59

Cukup   jelas.


Pasal   60

Cukup   jelas.


Pasal   61

Cukup   jelas.


Pasal62



Cukup   jelas.


Pasal63



Cukup   jelas.


Pasal64



Cukup   jelas.


Pasal   65  ...
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Pasal   65

Cukup   jelas.


Pasal66



Cukup   jelas.


Pasal67



Cukup   jelas.


Pasal68



Cukup   jelas.


Pasal69



Cukup   jelas.


Pasal   70

Cukup   jelas.


Pasal   71

Cukup   jelas.


Pasal   72

Cukup   jelas.



Pasal   73

Cukup   jelas.



Pasal   74

Cukup   jelas.



Pasal   75

Cukup   jelas.





Pasal   76  ...
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Pasal   76

Cukup   jelas.


Pasal   77

Cukup   jelas.


Pasal   78

Cukup   jelas.


Pasal   79

Cukup   jelas.



 (
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Pasal80



Cukup   jelas.


Pasal   81

Cukup   jelas.


Pasal   82

Cukup   jelas.


Pasal83



Cukup   jelas.


Pasal   84

Cukup   jelas.


Pasal   85

Cukup   jelas.


Pasal   86

Cukup   jelas.

Pasal   87  ...
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Pasal87



Cukup   jelas.


Pasal   88

Cukup   jelas.


Pasal   89

Cukup   jelas.


Pasal90



Cukup   jelas.


Pasal   91

Cukup   jelas.


Pasal92



Cukup   jelas.


Pasal93



Cukup   jelas.


Pasal94



Cukup   jelas.


Pasal95



Cukup   jelas.


Pasal96



Cukup   jelas.


Pasal97



Cukup   jelas.

Pasal   98  ...
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Pasal98



Cukup   jelas.



Pasal   99

Cukup   jelas.



Pasal   100

Cukup   jelas.



Pasal   101

Cukup   jelas.



Pasal   102

Cukup   jelas.



Pasal   103

Cukup   jelas.



Pasal   104

Cukup   jelas.



Pasal   105

Cukup   jelas.



Pasal   106

Cukup   jelas.



Pasal   107

Ayat(l)

Cukup   jelas

Ayat  (2) Huruf   a
Angka   1












Yang  ...



PRESIDEN
REPUBLIK     INDONESIA

-  19 -

Yang    dimaksud     dengan      "sungai,    anak     sungai,      dan sejenisnya"   adalah    alur   atau   wadah    Air  alami   dan/atau buatan     berupa     jaringan    pengaliran    air   beserta     Air  di dalamnya     mulai     dari     hulu     sampai      muara,      dengan dibatasi   kanan    dan   kiri  oleh  garis   sempadan.

Angka   2

Yang   dimaksud    dengan    "danau    dan   sejenisnya"   adalah tern pat   limpasan   Air  permukaan    dan/   a tau   pada    aliran Air  tanah    yang   berkumpul    pada    suatu    titik   yang   nisbi lebih   rendah     daripada    wilayah   sekitarnya,    baik   secara alami   maupun   buatan.

Angka   3

Yang  dimaksud   dengan    "rawa   dan   lahan    basah    lainnya" adalah      wadah      Air    beserta      Air    dan     daya     air    yang terkandung      di    dalamnya,      tergenang      secara       terus• menerus   atau   musiman,   terbentuk   secara   alami   di lahan yang   relatif   datar    atau    cekung    dengan    endapan   mineral atau   gambut,   dan   ditumbuhi    vegetasi,  yang   merupakan suatu    ekosistem.

Huruf   b

Yang  dimaksud    dengan     "akuiter"   adalah     lapisan      batuan
	jenuh
	air  tanah   yang   dapat   menyimpan   dan   meneruskan
	air

	tanah
	dalam   jumlah    cukup    dan  ekonomis.
	


Ayat  (3)

Cukup   jelas.



Pasal   108

Ayat(l)

Yang   dimaksud    dengan    "diselenggarakan    dengan    pendekatan DAS"adalah   penyelenggaraan   yang  bersifat   sistematis   di dalam DAS yang    melingkupi    batas    wilayah   administratif     dan/atau kegiatan	sektor.

Yang   dimaksud    dengan     "ekosisternnya"    adalah     suatu     sistem ekologi  yang     terbentuk     oleh    hubungan      timbal      balik     ta.k terpisahkan	antara    mahluk    hidup   dengan    lingkungannya.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal   109  ...
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Pasal   109

Cukup   jelas.

Pasal   110

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Peta   DAS  dan   peta   CATyang  digunakan   adalah    peta   yang   sudah ditetapkan     dan/  a tau    dipublikasikan     oleh    instansi    pemerintah sesuai    dengan    kewenangannya    berdasarkan    ketentuan   peraturan perundang-undangan.

Pasal   111

Cukup   jelas.

Pasal   112

Ayat  ( 1) Huruf  a
Yang 	dimaksud     dengan      "aspek      hidrologi"   antara       lain informasi	terkait    evapotranspirasi,     presipitasi,   dan   air  larian (nm  ofjJ.

Yang  dimaksud    dengan     "aspek     hidrogeologi"  antara      lain cekungan	air  tanah,    aliran   air  tanah,    rawan   air  tanah.

Huruf   b

Yang dimaksud   dengan   "aspek   geologi" antara    lain  komposisi, struktur,		sifat     fisik,   sejarah,    dan     proses      pembentukan bebatuan	yang   mempengaruhi    mutu    kualitas   dan   kuantitas air.

Huruf   c

Yang  dimaksud    dengan     "aspek    morfologi" adalah     tampang memanjang	alur   sungai   dan   tampang   melintang   sungai.

Huruf   d

Yang dimaksud  dengan   "aspek   ekologi" adalahjenis,    populasi, kondisi   flora  dan  fauna   air,  serta   vegetasi  dan  fauna   di sekitar Badan   Air.


Huruf   e ...
 (
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Huruf   e

Yang dimaksud   dengan    "aspek    Mutu   Air"  adalah     informasi yang menggambarkan   keadaan air termasuk  sedimen beserta parameter   tertentu   yang  terkandung   dalam   air.

Huruf   f

Yang  dimaksud    dengan     "aspek    sumber     pencemar"    adalah aktivitas	atau        kondisi        lingkungan       yang       berpotensi mempengaruhi	Mutu   Air,  seperti   Usaha   dan/  atau   Kegiatan.

Huruf   g

	Yang  dimaksud    dengan     "aspek
	pemanfaatan
	air"    adalah

	informasi      mengenai      bentuk
	pemanfaatan
	air      yang






Ayat  (2)

mempengaruhi        Mutu       Air,      seperti        kebiasaan/budaya
masyarakat,    dan  informasi  terkait   lainnya.

Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan    "data    sekunder"    adalah     data   yang diperoleh	secara    tidak   langsung,   melainkan    melalui    tangan kedua,   ketiga,   atau   seterusnya,   yang  masih   relevan   dan  dapat digunakan		dalam   melakukan   karakterisasi    Badan   Air.

Huruf   b

Yang  dimaksud    dengan     "data    primer"   adalah     data    yang diperoleh	   langsung    di   objek    penelitian    atau     dari    tangan pertama	subjek    penelitian,   responden,    atau    informan,   yang diperlukan	dalam   melakukan   karakterisasi    Sadan    Air.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cuku  p j elas.



Pasal   113

Ayat  (1)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Segmentasi    atau    zonasi    Sadan    Air  ditentukan    berdasarkan kesamaan   ekosistem.



Ayat  (2) ...
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Ayat  (2)

Yang dimaksud   dengan    "pemantauan    Mutu   Air  tanah    referensi" adalah 	pemantauan      air    tanah      di   lokasi     lain    yang     memiliki karakteristik	hidrogeokimia   yang   sama    dengan    karakteristik    air tanah   di lokasi   yang  sedang   dikaji  atau   ditentukan   baku   mutunya.

Lokasi   air  tanah    referensi  terse but  dianggap  masih   pristine/ alami atau   belum   dipengaruhi   kegiatan  antropogenik.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.



Pasal   114

Cukup   jelas.



Pasal   115

Cukup   jelas.



Pasal   116

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Yang dimaksud   dengan    "sektor   industri"   merupakan    seluruh bentuk 	 kegiatan     ekonomi    yang     mengolah     bahan      baku dan/ atau   memanfaatkan    sumber    daya  industri   sehingga menghasilkan	barang    yang    mempunyai    nilai    tambah     atau manfaat	lebih  tinggi,   termasuk   jasa   industri.

Huruf   b

Yang  dimaksud   dengan     "sektor    domestik"   adalah     kegiatan yang  menghasilkan   air  limbah   domestik,  seperti   permukiman, perkantoran,	area     komersial    dan     kegiatan    lainnya     yang sejerus.

Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas.

Huruf   e ...
 (
SK 
 
No
 
0
6
5029
 
A
)
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Huruf   e

Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukupjelas

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas.



Pasal   117

Cukup   jelas.



Pasal   118

Ayat(l)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Yang  dimaksud   dengan    "DAS strategis   nasional"  adalah    DAS yang 	pengelolaannya      berdasarkan       ketentuan      peraturan perundang-undangan	menjadi  kewenangan   Pemerintah.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.


Ayat  (2) ...
 (
SK 
 
No
 
065030
 
A
)
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Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal   119

Cukup   jelas.



Pasal   120

Cukup   jelas. Pasal   121
Cukup   jelas.



Pasal   122

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Yang dimaksud   dengan    "status    Mutu   Air"  adalah    tingkat    kondisi Mutu   Air yang   menunjukan    kondisi   cemar   atau   kondisi   baik  pada suatu 	Sadan    Air  dalam    waktu    tertentu   dengan    membandingkan Baku   Mutu   Air yang  akan   dicapai.



Pasal   123

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Huruf   a

Yang dimaksud   dengan    "Mutu   Air  sasaran"   adalah    Mutu   Air yang   direncanakan    untuk    dapat    diwujudkan    dalam   jangka

waktu   ...
 (
SK 
 
No
 
065031
 
A
)
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waktu 	tertentu     melalui     penyelenggaraan      program    kerja dalam   rangka    pengendalian   pencemaran    air  dan   pemulihan Mutu   Air.

Huruf   b

Cukup   jelas.

Ayat  (4)

Cukup   jelas. Ayat  (5)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Kondisi   sosial,     ekonomi,    dan    budaya      mencakup     bentuk kegiatan    di    bidang     tersebut    yang     berhubungan      dengan pemanfaatan       dan       pembuangan       Air     Limbah,      seperti pengelolaan    sampah    rumah      tangga     dan     sampah    sejenis sampah   rumah    tangga   yang   berkontribusi    dalam   mencemari air.



Pasal   124

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

Huruf   c

Yang 	dimaksud     dengan      "kebijakan     lainnya"    merupakan kebijakan	yang    dikeluarkan     Pemerintah     untuk     menjamin

terpenuhinya    ...
 (
SK 
 
No
 
065032
 
A
)
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terpenuhinya       kebutuhan      pokok      air     sehari-hari      untuk masyarakat       atau       kebutuhan       lainnya       sesuai       prioritas nasional.



Pasal   125

Ayat  (1)

Yang dimaksud   dengan   "pemanfaatan   air"  adalah    bentuk    kegiatan yang    menggunakan     air   sebagai    bahan     baku    dan/atau     sebagai media   untuk    menerima  Air Limbah.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal   126

Cukup   jelas.



Pasal   127

Cukup   jelas.



Pasal   128

Ayat(l)

Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan    "sumber   pencemar    nirtitik"   adalah kondisi   tidak   diketahuinya    sumber    utama    pencemarnya   atau sumber    tidak   tentu.

Huruf   b

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Yang dimaksud   dengan    "pengurangan    (reduce),   penggunaan kembali  (reuse),  pendauran   ulang   (recycle),  perolehan   kembali manfaat	(recovery),   dan/atau    pengisian  kembali  (recharge)  Air


Limbah  ...
 (
SK 
 
No
 
065033
 
A
)
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Limbah"  adalah    kegiatan   yang   ditujukan    untuk    mengurangi Air  Limbah  yang   dilepas    ke  media   Air,  melalui    pemanfaatan Air   Limbah,    efisiensi    penggunaan     Air,    penyimpanan    Air Limbah,      dan/   atau        bentuk         lainnya         sesuai         dengan perkembangan    ilmu  pengetahuan    dan   teknologi.

Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas.



Pasal   129

Ayat  ( 1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Sumber   Air  Lirnbah  dari   rumah     tangga    berupa     Air  Limbah yang    dihasilkan     dari    kegiatan    rumah      tangga,     seperti     air mandi,    cuci,  dan   kakus.

Huruf   b

Sumber  Air Limbah  dari  air  limpasan   atau   nirtitik    adalah    Air Limbah  yang   dibawa    oleh   air  larian    (nm  oft, pada    saat   atau setelah    terjadinya   hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud   dengan    "bantuan    sarana    dan   prasarana"    adalah bantuan	dengan    kriteria    tertentu   dan  berdasarkan    skala   prioritas.

Ayat (4)

Cukup   jelas.




Ayat (5) ...
 (
SK 
 
No
 
097316
 
A
)
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Ayat  (5)

Yang  dimaksud    dengan     "badan    usaha     yang    memiliki   Perizinan Berusaha"	 adalah     badan     usaha     yang    memiliki   perizinan   yang diperlukan	untuk    melakukan   kegiatan  pengelolaan   Air Limbah.

Ayat  (6)

Cukup   jelas.



Pasal   130

Cukup   jelas.



Pasal   131

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Yang   dimaksud    dengan     "pemanfaatan     Air   Limbah   untuk aplikasi   ke  tanah"    adalah    pemanfaatan    air  limbah   dari   suatu jenis    Usaha    dan/  atau    Kegiatan,   yang   pada    kondisi    tertentu masih     mengandung     unsur     yang    dapat     dimanfaatkan,     baik dijadikan           sebagai            substitusi            pupuk             maupun penyiraman   tanah     pada    lahan     budidaya    atau     nonbudidaya atau   pemanfaatan    lain  pada   tanah.

Huruf   d


Cukup   jelas.
 (
SK 
 
No
 
065035
 
A
)

Ayat  (3)

Cukup   jelas.






Pasal   132  ...
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Pasal   132

Cukup   jelas.



Pasal   133

Cukup   jelas.


Pasal   134

Ayat ( 1) Huruf  a
Pertimbangan         "fungsi          ekologis"       ditujukan         untuk mendapatkan    informasi   mengenai  jasa    ekosistem,   penyedia, dan     pengatur     air    yang     meliputi    penyediaan     air    bersih, pengaturan    tata    aliran    air,   dan   pemurnian    air,   serta    biota yang   membutuhkan     Mutu   Air tertentu.

Huruf   b

Yang dimaksud   dengan    "Alokasi Behan    Pencemar   Air"  yaitu penurunan		atau   kuota   beban   yang  ditetapkan   untuk    masing• masing 	 sumber      pencemar     sesuai      (proporsional)     dengan besaran	kontribusi    beban    pencemar   masing-masing    sumber pencemar		tersebut    terhadap    total    beban     pencemar    aktual pada 	satu    segmen   atau    zonasi    Badan    Air  permukaan     atau DAS.

Alokasi  Behan    Pencemar   Air  dapat    berarti    penurunan    beban pencemar	untuk     masing-masing     sumber     pencemar    apabila daya   tampung   beban    pencemar   sudah    terlewati,   sedangkan apabila 	daya   tampung   beban    pencemar   masih    tersedia   atau belum    terlewati,   maka    kuota    beban    pencemar    yang    masih diperbolehkan	untuk     dibuang   bagi   masing-masing     sumber pencemar.

Huruf   c


Cukup   jelas.
 (
SK 
 
No
 
097317
 
A
)

Ayat (2)

Cukup   jelas. Ayat (3)
Cukup   jelas. Ayat (4)
Cukup   jelas.














Ayat (5) ...
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Ayat (5)

Cukup   jelas.



Pasal   135

Cukup   jelas.



Pasal   136

Cukup   jelas.



Pasal   137

Cukup   jelas.



Pasal   138

Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Yang dimaksud  dengan    "titik  penaatan"   merupakan    titik  yang ditetapkan	sebagai    acuan    ketaatan   penanggung   jawab    Usaha dan/   atau     Kegiatan    dalam     pengambilan     contoh     uji    pada pembuangan		dan/   a tau   pemanfaatan    Air Limbah.

Huruf   d

Yang dimaksud   dengan    "titik   pernbuangan"    merupakan    titik yang  ditetapkan   sebagai   lokasi  keluaran  Air Limbah pada  air permukaan.

Huruf   e

Yang dimaksud   dengan    "titik   pernantauan"    merupakan    titik yang    ditetapkan     sebagai     acuan     penanggung    jawab     Usaha dan/atau     Kegiatan   dalam    pengambilan    contoh    uji   pada    air permukaan,    air  tanah,    dan/atau    tanah.

Huruf   f ...
 (
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No
 
097318
 
A
)
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Huruf    f

Cukup   jelas.

Huruf    g

Cukup   jelas.

Huruf    h

Angka   1

Yang  dimaksud    dengan     "pelepasan    dadakan"    adalah membuang	Air  Limbah   di  luar    debit   yang   ditentukan pada   saat   tertentu   sekaligus.

Angka   2

Yang 	dimaksud      dengan        "mengencerkan"       adalah menambahkan	air    setelah      pengolahan     Air    Limbah sebelum		atau     pada     titik    penaatan     untuk      keperluan pemenuhan	Baku   Mutu   Air Limbah.

Ketentuan   ini  tidak   berlaku    dalam   hal  pengenceran  Air Limbah    merupakan      bagian      integral    dari     teknologi pengelolaan.

Angka   3

Cukup   jelas. Angka   4
Cukup   jelas. Angka   5
Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup   jelas.



Ayat (4)

Cukup   jelas.



Pasal   139

Cukup   jelas.




 (
SK 
 
No
 
097319
 
A
)
Pasal   140

Cukup   jelas.





Pasal   141  ...
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Pasal   141

Cukup   jelas.



Pasal   142

Cukup   jelas.



Pasal   143

Cukup   jelas.



Pasal   144

Cukup   jelas.



Pasal   145

Cukup   jelas.



Pasal   146

Cukup   jelas.



Pasal   147

Cukup   jelas.



Pasal   148

Cukup   jelas.



Pasal   149

Cukup   jelas.



Pasal   150

Cukup   jelas.




Pasal   151  ...
 (
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Pasal   151

Cukup   jelas.



Pasal   152

Cukup   jelas.



Pasal   153

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Yang dimaksud   dengan    "remediasi"  adalah    upaya    pemulihan pencemaran	  Lingkungan    Hidup    untuk     memperbaiki    mutu Lingkungan	Hidup.

Huruf   c

Yang 	dimaksud      dengan        "rehabilitasi"      adalah        upaya pemulihan	untuk    mengembalikan    nilai,   fungsi,   dan   manfaat Lingkungan		Hidup    termasuk    upaya    pencegahan    kerusakan lahan, 		memberikan       perlindungan,        dan       memperbaiki ekosistem.

Huruf   d

Yang dimaksud   dengan    "restorasi"   adalah    upaya    pemulihan untuk 	menjadikan   Lingkungan  Hidup   atau   bagian-bagiannya berfungsi  kembali  sebagaimana   semula.

Huruf   e

Cukup   jelas.



Pasal   154

Cukup   jelas.



Pasal   155

Cukup   jelas.





Pasal   156  ...
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Pasal   156

Ayat (1)

Yang  dimaksud   dengan     "perneliharaan    Mutu   Air"  adalah     upaya yang   dilakukan   untuk    menjaga  Mutu   Air termasuk   kuantitas    dan keberlangsungan	air.

Ayat (2)

Cukup   jelas. Ayat (3)
Huruf   a

Yang 	dimaksud      dengan       "konservasi      Badan       Air     dan ekosistemnya"		adalah     upaya    melindungi   Badan    Air  beserta ekosistemnya	   karena     keduanya    saling    mempengaruhi     dan menentukan	kualitas   dan   keberlangsungan     air.

Huruf   b

Yang 	dimaksud     dengan      "pencadangan      Badan      Air    dan ekosistemnya"	  adalah      upaya      mengelola    Badan      Air    dan ekosistemnya	dalam     jangka      waktu     tertentu     agar     fungsi keduanya	sebagai   penyedia  air  tidak   terganggu.

Huruf   c

Cukup   jelas.

Ayat (4)

Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas. Ayat (6)
Yang dimaksud   dengan    "memitigasi   pelepasan    Emisi   gas   rumah kaca"   adalah    upaya   untuk    menekan   atau   menghindari    pelepasan emisi   gas  rumah    kaca   yang   dihasilkan   oleh  Air Limbah.

Senyawa  gas  rumah    kaca   dari  Air Limbah  bersumber   dari  senyawa
	organik
	yang    terkandung     dalam
	Air   Limbah,
	berupa
	karbon

	dioksida
	(C02)  dan   metana    (CH4).
	
	
	


Ayat (7)

Cukup   jelas.



Pasal   157

Cukup   jelas.


Pasal   158  ...
 (
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Pasal   158

Cukup   jelas.



Pasal   159

Cukup   jelas.



Pasal   160

Cukup   jelas.



Pasal   161

Ayat(l)

Yang dimaksud   dengan    "badan    usaha"    dapat   berupa    penanggung jawab    Usaha    dan/atau     Kegiatan  yang   menghasilkan    Air  Limbah, ataupun    pihak    lainnya    yang   melakukan    kegiatan   pengurangan pencemar   air.

Ayat (2)

Cukup   jelas.



Pasal   162

Cukup   jelas.



Pasal   163

Cukup   jelas.



Pasal   164

Huruf   a

Yang dimaksud  dengan   "inventarisasi   udara"   adalah   kegiatan pengumpulan,	pencatatan    dan   analisis    data   dan   informasi  yang meliputi  sumber    Emisi  dan  gangguan,   serta   mutu   Udara   Ambien.

Huruf   b

Cuku  p j elas. Huruf   c
Cukup   jelas.



SK  No 065042 A                                                                                                  Huruf   d   ...
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Huruf   d

Cukup   jelas.

Pasal   165

Ayat(l)

Huruf   a

Yang dimaksud   dengan    "sumber   Emisi"  merupakan    sumber pencemar	dari  usaha    dan/  a tau   kegiatan  yang   mengeluarkan Emisi.

Yang 	dimaksud     dengan      "sumber    gangguan"     merupakan sumber 		pencemar    yang    menggunakan     media    udara     atau padat   untuk    penyebarannya.

Huruf   b

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Huruf   a

Yang   dimaksud    dengan     "surnber    tidak     bergerak"    adalah sumber    Emisi  yang  menetap,  tidak   berpindah   atau   tetap   pada suatu 	tempat    mencakup    sumber     titik   (point   source)  seperti cerobong	  pabrik     dan     sumber      area     (area    source)   seperti kawasan	industri,   tempat    pemrosesan    sampah,    kehutanan, perkebunan,	dan  perumahan.

Huruf   b

Yang 	dimaksud     dengan      "sumber      bergerak"     merupakan sumber 		Emisi    yang    tidak    tetap    pada    suatu     tempat     yang berasal   dari  alat  transportasi    berbasis  jalan   seperti   kendaraan bermotor,  dan  berbasis  nonjalan  seperti   kereta   api,  alat  berat, dan   kendaraan   berat   lainnya.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.

Pasal   166

Ayat  (1)

Huruf   a·

Sumber   Emisi    dan    gangguan   merupakan    Usaha    dan/atau
Kegiatan  yang   menghasilkan   Emisi  dan   gangguan.
Jenis    ...
 (
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No
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A
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Jenis 	Emisi    dan    pencemar    udara     dapat     berupa     gas   atau partikulat,	seperti    karbon    monoksida   (CO), nitrogen   oksida (NOx), sulfur   dioksida  (802),   dan  hidrokarbon  (HC).

Jenis 	gangguan    dapat     berupa     kebisingan,     kebauan,     dan getaran.

Huruf   b

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan    "data   primer''  merupakan    data   yang diperoleh  secara   langsung  di objek  penelitian  atau   dari  tangan pertama	subjek    penelitian,   responden,    atau    informan,   yang diperlukan	dalam   melaksanakan    inventarisasi   udara.

Huruf   b

Yang   dimaksud    dengan     "data    sekunder"    merupakan     data yang  diperoleh  secara   tidak   langsung   melalui   tangan    pertama melainkan    melalui    tangan     kedua,     ketiga,    atau    seterusnya, yang       masih        relevan       dan       dapat        digunakan       dalam melaksanakan    inventarisasi   udara.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.

Pasal   167

Cukup   jelas.

Pasal   168

Huruf   a

Pengukuran	merupakan     kegiatan   untuk     menentukan     besaran Emisi,   gangguan,   dan  Mutu   Udara   ambien    dengan    menggunakan alat  ukur.

Huruf   b

Perhitungan	merupakan     kegiatan    menghitung    besaran    Emisi, gangguan,  dan  Mutu  Udara   ambien   dengan   menggunakan   metode tertentu.

Pasal   169

Cukup   jelas.



Pasal   170  ...
 (
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Pasal   170

Cukup   jelas, Pasal   171
Cukup   jelas. Pasal   172
Cukup   jelas. Pasal   173
Ayat  (1)

	Menteri/kepala
	lembaga
	pemerintah     nonkementerian
	terkait

	antara         lain
	menteri
	yang        menyelenggarakan
	urusan

	pemerin tahan
	di bidang:
	
	


a.      perhubungan;

b.      energi   dan   sumber    daya  mineral;

c.      perindustrian;

d.      tata   ruang;

e.      ketenagakerjaan;

f.         kesehatan;

g.      riset   dan   teknologi;

h.      perencanaan    dan   pembangunan    nasional;   dan
1.           meteorologi,  klimatologi,  dan  geofisika. Ayat  (2)

	Inventarisasi      udara
	dilakukan     oleh
	bupati/wali
	kota
	dan

	mengoordinasikan
	masing-masing
	perangkat
	daerah
	di

	wilayahnya.
	
	
	
	


Data 	hasil    inventarisasi    udara     dari    bupati/wali     kota    dalam     1 (satu) 		provinsi   diserahkan     kepada     gubernur    untuk     dianalisis sehingga   didapat    penyebab   utama    sumber    pencemar   udara    dan parameter		pencemar     dominan     dari     setiap      kabupaten/kota. Selanjutnya		data    inventarisasi     udara     tersebut    diserahkan    ke tingkat 		nasional     untuk       dibuat       peta      panduan      ( roadmap) pengendalian		 pencemaran   udara.

Ayat  (3)


Cukup   jelas.
 (
SK 
 
No
 
065045
 
A
)

Pasal   174

Ayat  (1)

Cukup   jelas.







Ayat  (2) ...
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Ayat  (2) Huruf   a
Yang  dimaksud    dengan     "jenis    parameter"    adalah     zat   atau senyawa		kimia    yang    menyebabkan     terjadinya    pencemaran udara, 	seperti     karbon     monoksida   (CO), hidrokarbon   (HC), a tau   sulfur   dioksida  (S02).



Huruf   b

Yang  dimaksud    dengan     "nilai    parameter"    adalah     be saran konsentrasi		zat    atau     senyawa    kimia    yang    menyebabkan terjadinya	pencemaran   udara.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal   175

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Yang dimaksud   dengan    "kawasan   pristine"   adalah    daerah    yang
menghasilkan    cadangan   udara    bersih   seperti   hutan    primer.



Pasal   176

Cukup   jelas



Pasal   177

Cukup   jelas.


Pasal   178  ...
 (
SK 
 
No
 
065046
 
A
)
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Pasal   178

Cukup   jelas.

Pasal   179

Ayat ( 1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Cukupjelas

Huruf   b

Yang  dimaksud    dengan     "nilai    konsentrasi     Udara     Ambien tertinggi  di  kelas   WPPMU"adalah   besaran   Baku   Mutu   Udara Ambien    nasional     dikalikan     dengan      angka      indeks      atau persentase   di masing-masing    kelas   WPPMUyang  ditetapkan.

Pasal   180

Cukup   jelas.

Pasal   181

Cukup   jelas.

Pasal   182

Cukup   jelas.

Pasal   183

Huruf   a

Yang  dimaksud    dengan     "status      Mutu    Udara     ambien"   adalah keadaan	mutu     udara     di   suatu     tempat     pada     saat    dilakukan in ven tarisasi.

Huruf   b

Cukup   jelas.

Pasal   184

Cukup   jelas.

Pasal   185

Cukup   jelas.


Pasal   186  ...
 (
SK 
 
No
 
097321
 
A
)
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Pasal   186

Cukup   jelas.



Pasal   187

Ayat ( 1)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Yang  dimaksud   dengan     "jasa    lingkungan"    adalah     kegiatan untuk 	memanfaatkan     potensi    jasa    lingkungan    dengan    tidak merusak	lingkungan   dan   kehidupan   manusia.

Huruf   c

Cukup   jelas.

Ayat (2)

Cukup   jelas.



Pasal   188

Ayat (1)

Yang dimaksud  dengan   "pengendalian   Pencemaran   Udara"   adalah upaya   penccgahan   dan/atau    penanggulangan    Pencemaran   Udara serta   pemulihan   Mutu   Udara.

Ayat (2)

Cukup   jelas.



Pasal   189

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf    c
Cukup   Jelas.




Huruf   d  ...

PRES  I DEN REPUBLIK     INDONESIA
- 42  - Huruf   d
Yang  dimaksud   dengan     "internalisasi     biaya    pengelolaan    Mutu Udara" 	adalah      memasukkan      biaya     Pencemaran     Lingkungan Hidup     dan/   atau        Kerusakan       Lingkungan       Hidup        dalam perhitungan	biaya   produksi   atau    biaya    suatu     Usaha    dan/atau Kegiatan.
Huruf   e

Yang dimaksud   dengan    "kuota    Emisi" adalah     kuota    Emisi   dari sumber 	tidak   bergerak   yang   diizinkan   untuk    dibuang   ke  media Lingkungan	Hidup.

Yang dimaksud   dengan    "perdagangan    kuota    Emisi"   adalah    jual beli 	kuota     Emisi    yang     diizinkan    untuk      dibuang     ke    media Lingkungan	Hidup      an tar   penanggung    jawab    Usaha    dan  / atau Kegiatan.

Huruf   f

Cukup   jelas.

Pasal   190
Cukup   jelas.


Pasal   191
Cukup   jelas.


Pasal   192
Cukup   jelas.



Pasal   193
Cukup   jelas.


Pasal   194
Cukup   jelas.



Pasal   195
Cukup   jelas.


Pasal   196
Cukup   jelas.
 (
Pasal  
 
197 
 
...
) (
SK 
 
No
 
097323
 
A
)
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Pasal   197

Cukup   jelas.



Pasal   198

Cukup   jelas.



Pasal   199

Cukup   jelas.



Pasal200

Cukup   jelas.



Pasal   201

Cukup   jelas    •



Pasal202

Cukup   jelas.




 (
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A
)
Pasal   203

Ayat(l)





Yang  dimaksud    dengan     "penanggung    jawab     Usaha     dan/atau Kegiatan"  adalah    orang   perseorangan    dan/   a tau   kelompok  orang dan/atau	badan    hukum    yang   melakukan   suatu    Usaha   dan/atau Kegiatan	 termasuk     kegiatan    produksi    dan/   a tau     impor     dan ekspor.

Ayat (2)

Huruf   a

Pemantauan     dengan     cara    manual     dilakukan    dengan     cara pengambilan    sampel    lalu   sampel    dianalisis    lebih   lanjut    di laboratorium.

Huruf   b

Pemantauan      dengan      cara     otomatis     dan     terus-menerus menggunakan         peralatan         otomatis        yang         langsung menghasilkan    data   pengukuran    dan   sekaligus   mengirimkan datanya   ke  suatu    stasiun    pengumpul   data.
Ayat (3)  ...
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Ayat (3)

Cukup   jelas. Ayat (4)
Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas. Ayat (6)
Cukup   jelas.



Pasal204

Ayat ( 1)

Huruf   a

Yang   dimaksud     dengan      "produk    dari     Usaha      dan/atau Kegiatan  sektor   industri  otornotif" adalah    semua    hasil   produk suatu     usaha     seperti     kendaraan     bermotor   untuk     angkutan orang,   angkutan   barang    dan  gandengan   atau   tempel,   dan  alat berat.

Huruf   b

Yang dimaksud   dengan    "alat   transportasi    darat"    adalah    alat yang   dipergunakan     untuk     memindahkan     barang    dan   orang dari  satu   lokasi   ke  lokasi   lainnya.

Huruf   c

Yang dimaksud   dengan     "alat    berat"    adalah     alat   penunjang kegiatan        industri,         pertambangan,          pertanian         atau perkebunan,      konstruksi      yang     menggunakan      enjin     yang digerakkan    dengan     motor    bakar    penyalaan    kompresi   yang berfungsi    sebagai     alat    angkat     angkut,      penggali,    penarik, pemadat   dan/   atau   perata    yang   tidak   beroperasi   dijalan    raya dan   mempunyai   daya   minimum   18 (delapan  belas)   KW.

Ayat (2)

Huruf   a

Pengaturan    Emisi   dari   sumber    bergerak   tipe  baru   dikenakan terhadap   enjin   induk    (parent   engine).

Enjin    induk    (parent    engine)  adalah     enjin   yang    dipilih    dari rumpun   enjin   (family    engine) yang   memiliki  fungsi    mernberi efek  tingkat    Emisi  yang   lebih  tinzzi.

Huruf   b ...
 (
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No
 
097325
 
A
)
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Hurufb

Cukup   jelas.

Ayat (3)

Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan     .. berbasis   jalan"    adalah     kendaraan bermotor   yang    digerakkan    oleh   peralatan    mekanik    berupa mesin     selain    kendaraan     yang    berjalan    di   atas    rel   sesuai dengan    ketentuan   peraturan    perundang-undangan.

Huruf   b

Yang dimaksud   dengan    "berbasis   nonjalan"   adalah    peralatan yang  digerakan  oleh  enjin  motor   bakar   yang  digunakan   dalam menunjang    kegiatan   industri   dan/   a tau   alat   angkat,     angkut, penarik,    pemadat,     dan/   atau     perata     yang     didesain    tidak beroperasi   di  jalan    raya,   antara     lain   enjin   stasioner,    kereta api,    peralatan     militer,     alat     berat,     dan     kendaraan      berat lainnya.


 (
SK 
 
No
 
097327
 
A
)
Pasal205
Ayat(l)





Cukup   jelas.

Ayat (2)

Huruf   a

Yang  dimaksud    dengan     "enjin"  adalah     enjin    yang    berdiri sendiri   (stand   alone  engine).

Yang dimaksud  dengan    "enjin   model   baru"   adalah    enjin   yang siap    diproduksi,    akan    dipasarkan,     akan    diproduksi    ulang dengan     perubahan     desain     enjin,    yang    diimpor   dan    belum beroperasi,   atau   yang  sudah   beroperasi  di luar  wilayah  Negara Kesatuan   Republik  Indonesia  dan  akan   dimasukkan    ke dalam wilayah  Negara   Kesatuan   Republik  Indonesia   sebagai    barang modal   bukan    baru.
Huruf   b

Cukup   jelas. Ayat (3)
Cukup   jeias.


Pasal206
Cukup   jelas.




Pasal   207   ...
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Pasal207

Ayat  (1)

Yang  dimaksud    dengan     "baku    mutu     gangguan"    adalah     ukuran batas 	maksimum      pencemar     yang     ditenggang     keberadaannya meliputi  getaran,   kebisingan,   dan   kebauan   yang   boleh   dikeluarkan dari  sumber    Emisi.

Parameter    baku     mutu     kebauan    ditentukan     antara     lain   dengan metode     survey  atau   panel.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.


Pasal208

Cukup   jelas.


Pasal   209

Ayat  (1)

Setiap   Usaha   dan/atau    Kegiatan  yang   memiliki  potensi    mencemari udara    harus     memasukkan     biaya   Pencemaran    Lingkungan   Hidup dan/  a tau   Kerusakan   Lingkungan   Hidup  dalam    perhitungan    biaya produksi   atau   biaya   suatu    Usaha   dan/atau    Kegiatan.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.


Pasal   210

Cukup   jelas.



Pasal   211

Cukup   jelas.




 (
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A
)
Pasal212

Cukup   jelas.





Pasal   213  ...
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Pa.sal 213

Cukup   jelas.



Pasal   214

Cukup   jelas.



Pasal   215

Ayat (1)

Yang dimaksud  dengan    "bencana  yang   mengakibatkan    Pencemaran Udara"   antara    lain  kebakaran    hutan    dan   lahan,    bencana   lain  yang menyebabkan	menurunnya    Mutu   Udara,   serta   berpotensi   terjadinya risiko   gangguan   kesehatan   dan   korban   jiwa.

Ayat (2)

Cukup   jelas.



Pasal   216

Cukup   jelas.



Pasal   217

Cukup   jelas.



Pasal   218

Cukup   jelas.



Pasal   219

Cukup   jelas.



Pasal220

Cukup   jelas.




 (
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A
)
Pasal   221

Ayat (1)

Cukup   jelas.







Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Yang dimaksud  dengan   "kawasan   strategis  nasional"  adalah    wilayah yang      penataan      ruangnya      dip:rioritaskan      karena       mempunyai pengaruh     sangat     penting     secara     nasional    terhadap     kedaulatan negara,    pertahanan    dan  keamanan   negara,    ekonomi,  sosial,   budaya, dan/atau      lingkungan,     termasuk     wilayah   yang    telah    ditetapkan sebagai    situs   warisan  dunia.

Yang  dimaksud    dengan      "kawasan     strategis    nasional     tertentu" adalah       kawasan      yang      terkait       dengan       kedaulatan       negara, pengendalian     Lingkungan    Hidup    dan/   a tau    situs    warisan    dunia, yang   pengembangannya    diprioritaskan    bagi  kepentingan   nasional.

Ayat (3)

Cukup   jelas.



Pasal222

Cukup   jelas.



Pasal223

Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Cukup   jelas. Ayat (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Baku   Mutu   Air Laut  mencakup   air,  sedimen,  dan   biota   laut. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.
 (
Pasal  
 
224  
 
.
.
.
) (
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No
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A
)
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Pasal   224

Cukup   jelas.


Pasal   225

Cukup   jelas.


Pasal226

Cukup   jelas.


Pasal227

Cukup   jelas.


Pasal   228

Cukup   jelas.


Pasal   229

Ayat  (1)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

Huruf   c

Biota  laut  antara    lain  mencakup   biota  di ekosistem  mangrove, padang    lamun,    dan   terumbu   karang.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal230


Cukup   jelas.
 (
Pasal  
 
231 
 
...
) (
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A
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Pasal231

Cukup   jelas.



Pasal232

Cukup   jelas.



Pasal233

Cukup   jelas.



Pasal234

Cukup   jelas.



Pasal   235

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Yang 	dimaksud       dengan         "indeks"        adalah         skala        yang menggambarkan	kondisi   Mutu   Laut  di  lokasi   tertentu   pada   waktu tertentu.



Pasal236

Cukup   jelas.


Pasal   237

Cukup   jelas.


Pasal238

Cukup   jelas.


Pasal239

Cukup   jelas.
 (
Pasal  
 
240 
 
...
) (
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No
 
0
6
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A
)
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Pasal240

Cukup   jelas.



Pasal   241

Cukup   jelas.



Pasal242

Cukup   jelas.



Pasal   243

Cukup   jelas.



Pasal   244

Cukup   jelas.



Pasal   245

Cukup   jelas.



Pasal246

Cukup   jelas.



Pasal   247

Cukup   jelas.



Pasal248

Cukup   jelas.



Pasal249

Cukup   jelas.
 (
Pasal250
Cukup  
 
jelas.
) (
Pasal  
 
251 
 
...
) (
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A
)
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Pasal  251

Cukup   jelas.



Pasal252

Cukup   jelas.



Pasal   253

Cukup   jelas.



Pasal254

Cukup   jelas.



Pasal255

Cukup   jelas.



Pasal256

Cukup   jelas.



Pasal257

Cukup   jelas.



Pasal   258

Cukup   jelas.



Pasal259

Cukup   jelas.



Pasal   260


Cukup   jelas.
 (
Pasal261
Cukup  
 
jelas.
) (
Pasal  
 
262 
 
.
.
.
) (
SK 
 
No
 
065059
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Pasal   262

Cukup   jelas.



Pasal   263

Cukup   jelas.



Pasal264

Cukup   jelas.



Pasal  265

Cukup   jelas.



Pasal266

Cukup   jelas.



Pasal267

Cukup   jelas.



Pasal268

Cukup   jelas.



Pasal   269

Cukup   jelas.



Pasal   270

Cukup   jelas.



Pasal271


Cukup   jelas.
 (
Pasal272
Cukup  
 
jelas.
) (
Pasal  
 
273 
 
..
.
) (
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A
)
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Pasal273

Cukup   jelas.



Pasal274

Cukup   jelas.



Pasal275

Cukup   jelas.



Pasal276

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Limbah  B3  kategori   1    merupakan    Limbah  B3  yang   berdampak akut   dan  langsung  terhadap   manusia   dan  dapat   dipastikan   akan berdampak   negatif   terhadap   Lingkungan   Hidup.

Huruf   b

Limbah  B3  kategori  2 merupakan   Limbah  B3 yang   mengandung B3,   memiliki  efek  tunda    (delayed  effect),   dan   berdampak    tidak langsung     terhadap     manusia     dan     Lingkungan     Hidup     serta memiliki  toksisitas   subkronis   atau   kronis.

Ayat  (3)

Huruf   a

Limbah  B3  dari   sumber    tidak   spesifik  merupakan   Limbah  B3 yang    pada    umumnya    bukan     berasal     dari    proses     utamanya, tetapi     berasal     dari    kegiatan    antara      lain    pemeliharaan     alat, pencucian,    pencegahan    korosi   atau    inhibitor   korosi,    pelarutan kerak,   dan   pengemasan.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Limbah   B3   dari   sumber     spesifik  merupakan    Limbah   B3   sisa proses    suatu    industri   atau   kegiatan  yang   secara    spesifik  dapat diten tukan.
Ayat  (4) ...
 (
SK 
 
No
 
0
6
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A
)
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Ayat  (4)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Yang   dimaksud    dengan      "Limbah   83    dari     sumber      spesifik
khusus"   adalah    Limbah  83  yang   memiliki  efek  tunda    idelaued effect),    berdampak     tidak     langsung     terhadap     manusia     dan Lingkungan   Hidup,    memiliki  karakteristik    beracun   tidak   akut, dan   dihasilkan   dalam   jumlah    yang  besar   per  satuan    waktu.



Pasal277

Cukup   jelas.



Pasal278

Cukup   jelas.



Pasal279

Cukup   jelas.



Pasal280

Cukup   jelas.



Pasal  281

Cukup   jelas.



Pasal282

Ayat  (1)

Kernenterian / lembaga    pemerin tah     nonkemen  terian      an tara      lain kementerian     yang     menyelenggarakan      urusan       pemerintahan     di bidang:

a.      perindustrian;
b.      energi   dan   sumber    daya   mineral;  dan c.       pengawasan   ketenaganukliran.


Ayat  (2) ...
 (
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A
)
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Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal283

Cukup   jelas.



Pasal284

Cukup   jelas.



Pasal285

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Yang 	dimaksud      dengan       "pencampuran       Limbah     B3"     adalah pencampuran		Limbah  B3 dengan    media   lingkungan,   bahan,    Limbah, dan/atau	Limbah    B3    lainnya,     termasuk     pengenceran     dengan menambahkan		cairan    atau    zat   lainnya    pada    Limbah  83,   sehingga konsentrasi		zat  racun   dan/   atau   tingkat   bahayanya   berubah.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas.



Pasal  286

Cukup   jelas.



Pasal287

Cukup   jelas.




 (
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A
)
Pasal288

Cukup   jelas.





Pasal   289  ...
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Pasal289

Cukup   jelas.



Pasal  290

Cukup   jelas.



Pasal   291

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Alat 	penanggulangan       keadaan     darurat       antara       lain     pasir,      oil absorbant,   safety  shower,  oil boom, dan   oil skimmer.



Pasal   292

Cukup   jelas.



Pasal293

Cukup   jelas.



Pasal294

Cukup   jelas.



Pasal   295

Huruf   a

Yang dimaksud   dengan    "melakukan   identifikasi   Limbah  83"   adalah menentukan	sumber    dihasilkannya    Limbah  83.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas.
Huruf   e ...

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA
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Huruf   e

Cukup   jelas.


Pasal296

Cukup   jelas.


Pasal   297

Cukup   jelas.


Pasal   298

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Bukti     penyerahan     Limbah    83     antara      lain    berupa      keterangan penyerahan   Limbah  83,  berita   acara,   atau   risalah.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.

Pasal299

Ayat  (1)

Huruf    a

Segregasi  Limbah  83   sesuai    dengan   jenis   dan   karakteristiknya antara     lain   segregasi  oli  bekas    dengan    minyak    kotor   (slope  oiij dan   segregasi  antara    slag  baja  dengan    slag  tembaga.

Huruf    b

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.

Pasal300

Ayat  (1)

Cukup   jelas.

Ayat  (2) ...
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Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

Huruf   c

Yang dimaksud  dengan   "pencampuran    Limbah 83"  adalah pencampuran	Limbah   83   dengan     media    lingkungan,    bahan, Limbah	dan/atau     Limbah  83   lainnya,   termasuk    pengenceran dengan    menambahkan    cairan   atau   zat  lainnya    pada   Limbah  83.



Pasal   301

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h

Cukup   jelas.
 (
Huruf  
 
i
 
...
) (
SK 
 
No
 
065066
 
A
)
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Huruf   i

Perhitungan     biaya    dan    model    keekonomian    dimaksudkan untuk    memastikan   bahwa   operasional   kegiatan  Pengumpulan Limbah  B3  dapat   berjalan  secara   berkelanjutan.

Huruf  j

Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal302

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Yang  dimaksud    dengan     "verifikasi"   adalah     verifikasi   dokumen berupa  checklist kelengkapan  dan kebenaran  terhadap  persyaratan Persetujuan	Teknis.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.



Pasal303

Cukup   jelas.



Pasal304

Cukup   jelas.



Pasal305

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b

Cukup   jelas.
 (
Huruf  
 
c
 
...
) (
SK 
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065067
 
A
)
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Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Yang dimaksud   dengan    "melakukan    identifikasi   Limbah  83   yang dikumpulkan"	adalah          menentukan     sumber     dan    karakteristik Limbah	83.      Informasi     mengenai     karakteristik       Limbah     83 diperlukan		untuk    mengumpulkan    Limbah  83  dengan    tepat.

Huruf   g

Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Laporan   Pengumpulan     Limbah   83   disusun    untuk     memastikan keseimbangan    antara     Limbah  83   yang   diterima   dan   Limbah   83 yang    akan    diserahkan    kepada     Pengolah   Limbah   83,    Pemanfaat Limbah,  dan/   a tau  Penimbun   Limbah  83.

Huruf   j

Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas.



Pasal306

Cukup   jelas.



Pasal307

Ayat (1)

Verifikasi	dilakukan     dengan      kunjungan      lapangan     ke    lokasi pembangunan	fasilitas  Pengumpulan    Limbah  83  untuk    mengecek kesesuaiannya	 dengan    Persetujuan   Teknis.

Ayat (2)

Cukup   jelas.

Ayat (3) ...
 (
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Ayat  (3)

Cukup   jelas.

Ayat  (4)

Cukup   jelas.



Pasal   308

Cukup   jelas.



Pasal   309

Cukup   jelas.



Pasal   310

Cukup   jelas.



Pasal   311

Cukup   jelas.



Pasal   312

Cukup   jelas.



Pasal   313

Cukup   jelas.




 (
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)
Pasal   314

Ayat  (1)

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas.





















Huruf   d  ...
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Huruf   d

Bukti   penyerahan    Limbah  83   antara     lain   berupa    keterangan penyerahan	Limbah  83,  berita   acara,   atau   risalah.

Ayat (3)

Cukup   jelas.



Pasal315

Cukup   jelas.



Pasal316

Ayat (1) Huruf   a
Cukup   jelas. Huruf   b
Pemanfaatan     Limbah   83    sebagai     substitusi     sumber     energi antara    lain   Pemanfaatan    Limbah  83   sludge  minyak    seperti    oil sludge,   oil sloop,  dan   oli  bekas,    yang   dimanfaatkan     sebagai bahan    bakar   alternatif  pada   industri   semen.

Huruf   c

Pemanfaatan		Limbah     83      sebagai       bahan        baku       yaitu Pemanfaatan	Limbah  83  oli bekas   yang   dimanfaatkan    sebagai bahan    baku   utama    pada   industri   daur   ulang   oli bekas.

Huruf   d

Cukup   jelas. Ayat (2)
Cukup   jelas.



Pasal   317

Ayat(l)

Pelarangan      dimaksudkan       untuk       melindungi      manusia      dan makhluk  hidup  lainnya  dari paparan  Limbah 83 yang berasal  dari technologically enhanced  naturally   occurring  radioactive   material (TENORM)yang  mengandung   radioaktivitas   tertentu.

Ayat (2)

Cukup   jelas.


Ayat (3) ...
 (
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)
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Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal   318

Cukup   jelas.



Pasal   319

Cukup   jelas.



Pasal320

Cukup   jelas.




 (
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A
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Pasal   321

Ayat  (1) Huruf   a
Cukup   jelas.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Angka   1

Cukup   jelas. Angka   2
Cukup   jelas. Angka   3
Cukup   jelas. Angka   4
Cukup   jelas. Angka   5
Cukup   jelas.







































Angka   6 ...

PRESIDEN REPUBLIK      INDONESIA
- 65  - Angka   6

Cukup   jelas. Angka   7
Cukup   jelas. Angka   8
Limbah  83  yang   akan    dimanfaatkan    oleh   industri   semen, maka    memerlukan    uji   total   konsentrasi    logam  TCLP, uji emisi,   dan  uji  kualitas   produk    semen.

Angka   9

Cukup   jelas.

Ayat (2)

Cukup   jelas.



Pasal322

Cukup   jelas.



Pasal   323

Cukup   jelas.



Pasal324

Cukup   jelas.



Pasal   325

Cukup   jelas.



Pasal   326

Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Bukti     penyerahan     Limbah   83    antara      lain    berupa      keterangan penyerahan   Limbah  83,   berita   acara,    atau   risalah.

Ayat (3)

Cukup   jelas.


Ayat (4) ...
 (
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)
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Ayat  (4)

Cukup   jelas.



Pasal   327

Cukup   jelas.



Pasal   328

Cukup   jelas.



Pasal329

Ayat  (1)

Pelarangan      dirnaksudkan       untuk       rnelindungi      rnanusia      dan rnakhluk  hidup  lainnya   dari paparan  Lirnbah 83 yang  berasal   dari technologically enhanced  naturally  occurring radioactive  material (TENORM)yang  rnengandung   radioaktivitas   tertentu.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.




 (
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Pasal330

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Angka   1

Cukup   jelas.























Angka   2 ...


PRES   I DEN REPUBLIK     INDONESIA
- 67 -

Angka   2

Jadwal 	pelaksanaan     pembangunan     fasilitas   Pemanfaatan Limbah		83    memuat    informasi    tentang     uraian     kegiatan pembangunan		fasilitas       dan        lini       masa        (timeline) pembangunan	fasilitas.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas. Huruf  j
Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas. Huruf   1
Cukup   jelas. Huruf   m
Cukup   jelas. Huruf   n
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.




 (
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Pasal   331

Cukup   jelas.





Pasal   332  ...
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Pasal332

Cukup   jelas.



Pasal333

Ayat  (1) Huruf   a
Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas.

Huruf   d

Angka   1

Cukup   jelas. Angka   2
Cukup   jelas. Angka   3
Cukup   jelas.

Angka   4

Cukup   jelas. Angka   5
Cukup   jelas. Angka   6
Cukup   jelas. Angka   7
Cukup   jelas.

Angka   8

Limbah  83  yang   akan    dimanfaatkan    oleh   industri   semen, maka    memerlukan    uji   total   konsentrasi    logam   TCLP, uji emisi,   dan  uji  kualitas   produk    semen.

Angka 9

Cukup   jelas.

Angka   ,10  ...
 (
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No
 
097333
 
A
)
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Cukup   jelas.

Ayat (2) Huruf   a
Yang dimaksud  dengan   "melakukan   identifikasi  Limbah  B3 yang dikumpulkan"	adalah     menentukan     sumber     dan    karakteristik Limbah	B3.    Informasi   mengenai    karakteristik     Limbah   B3 diperlukan	untuk    memanfaatkan    Limbah  83  dengan    tepat.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Hurufh
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas.

Huruf   j

Cukup   jelas. Huruf   k
Laporan   Pemanfaatan    Limbah  B3  disusun    untuk     memastikan keseimbangan    antara    Limbah  B3  yang   diterima   dengan    Limbah B3    yang     dimanfaatkan,       dan     Limbah    B3     hasil      kegiatan Pemanfaatan    Limbah   B3   yang    dikelola   dan/   a tau    diserahkan kepada    Pengolah  Limbah  B3,  dan/   atau   Penimbun  Limbah B3.

Huruf   1

Cukup   jelas.
Huruf   m  ...
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Hurufm

Cukup   jelas. Huruf   n
Cukup   jelas.



Pasal334

Cukup   jelas.



Pasal335

Cukup   jelas.



Pasal336

Cukup   jelas.



Pasal337

Cukup   jelas.



Pasal338

Produk    samping   merupakan    produk     sekunder   yang   dihasilkan    dari suatu       proses       industri     yang      terintegrasi      dengan       proses      yang menghasilkan   produk    utama    (main product).  Produk   samping  lazimnya memiliki    sifat     antara      lain    penggunaannya      bersifat      pasti,     dapat digunakan   secara    langsung   tanpa    proses    lebih   lanjut,    dan   memenuhi syarat   dan/   a tau   standar    produk.



Pasal339

Cukup   jelas.



Pasal   340

Cukup   jelas.




 (
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Pasal   341

Cukup   jelas.





Pasal   342  ...
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Pasal342

Cukup   jelas.



Pasal   343

Cukup   jelas.



Pasal344

Cukup   jelas.



Pasal   345

Ayat (1) Huruf   a
Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Pen en tuan        efisiensi       penghancuran         dan        penghilangan
( destruction  removal  efficiency)   dilakukan    dengan     menghitung
konsentrasi	dan/   a tau   berat    Limbah   B3  di  awal   dan   di  akhir proses 	pengolahan       secara        termal.        Angka        persentase menunjukkan		jumlah     molekul  dari   senyawa   Limbah  B3  yang dihilangkan	 dan    dihancurkan     dibandingkan     dengan     jumlah molekul  dari   senyawa   Limbah  B3  yang   dimasukkan    ke  dalam sistem   Pengolahan   Limbah  B3  secara   termal.

Senyawa    principle    organic   hazardous  constituents  (POHCs) merupakan    B3 yang   sulit   terurai    atau   terdekomposisi.    Senyawa principle    organic   hazardous   constituents   (POHCs)   lazimnya terkandung    dalam   Limbah  B3  sehingga  digunakan   sebagai   cara untuk      mengetahui     kemampuan     efisiensi   penghancuran      dan penghilangan        (destruction    removal     efficiency)      dari       alat Pengolahan   Limbah  B3  secara    termal   yang   menghasilkan    emisi udara    seperti   insinerator.

Senyawa   POHCs  antara     lain    tetrakloroetilena,     toluena,     1,2- dikloropropana,    dan   karbon    tetraklorida.

Ayat (2)

Cukup   jelas.
Ayat (3) ...
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Ayat   (3)

Cukup   jelas.

Ayat   (4)

Cukup   jelas.

Ayat   (5)

Cukup   jelas.

Ayat   (6)

Cukup   jelas.

Ayat   (7)

Cukup   jelas.



Pasal   346

Cukup   jelas.



Pasal347

Cukup   jelas.



Pasal   348

Cukup   jelas.



Pasal   349

Cukup   jelas.



Pasal   350

Cukup   jelas.



Pasal   351

Cukup   jelas.




 (
SK 
 
No
 
097335
 
A
)
Pasal   352

Cukup   jelas.





Pasal   353   ...
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Pasal353

Cukup   jelas.



Pasal354

Cukup   jelas.



Pasal355

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Bukti    penyerahan     Limbah   83    antara      lain    berupa      keterangan penyerahan   Limbah  83,   berita   acara,   atau   risalah.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal   356

Cukup   jelas.



Pasal357

Cukup   jelas.




 (
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Pasal358

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

















Huruf   c ...
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Huruf   c

Angka   1

Cukup   jelas. Angka   2
Jadwal     pelaksanaan     pembangunan     fasilitas    Pengolahan
Limbah   83    memuat    informasi    tentang     uraian     kegiatan
	pembangunan
	fasilitas
	dan
	lini
	masa
	(timeline)

	pembangunan
	fasilitas.
	
	
	
	


Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cuku  p j elas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas. Huruf  j
Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas. Huruf   1
Cukup   jelas. Hurufm
Cukup   jelas. Huruf   n
Cukup   jelas.

Pasal   359

Cukup   jelas.


Pasal   360  ...
 (
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Pasal360

Cukup   jelas. Pasal   361
Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Yang  dimaksud    dengan     "melakukan   identifikasi   Limbah  B3 yang      dikumpulkan"       adalah        menentukan       sumber        dan karakteristik     Limbah   83.    Informasi    mengenai    karakteristik Limbah   83   diperlukan    untuk     mengolah   Limbah   83   dengan tepat.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas. Huruf  j
Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas. Huruf   1
Cukup   jelas.

Huruf   m  ...
 (
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A
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Huruf   m

Cukup   jelas.



Pasal362

Cukup   jelas.



Pasal363

Cuku  p j elas.



Pasal364

Cukup   jelas.



Pasal   365

Cukup   jelas.



Pasal   366

Cukup   jelas.



Pasal   367

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c

Yang  dimaksud   dengan    "penempatan    kembali   di  area    bekas tambang"	adalah     menempatkan     Limbah   83   yang   dihasilkan dari   bahan    baku   yang   bersumber   dari   kegiatan   pertambangan sejenis    dan   memenuhi   ketentuan    teknis    ke  dalam    area   bekas lubang   tambang.
 (
Huruf  
 
d
 
...
) (
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Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas. Ayat  (6)
Cukup   jelas. Ayat  (7)
Cukup   jelas.



Pasal368

Cukup   jelas.


Pasal369

Cukup   jelas


Pasal   370

Ayat  (1) Huruf   a
Cukup   jelas. Huruf   b

Yang dimaksud   dengan   "sistem   pelapis"  adalah    adanya    lapisan pelindung	yang     dibangun     untuk       mencegah     terpaparnya Limbah  83  atau   air  lindi  dari  Limbah  83  ke Lingkungan  Hidup. Lapisan  pelindung  dapat   berupa    synthetic liner atau   compacted clay atau   lapisan    lain  yang   setara   yang   memiliki  permeabilitas yang   sama.    Lapisan  pelindung   dapat   diberikan   dengan    double liner dan/   atau   single  liner atau   hanya   dengan    compacted  clay.
 (
Huruf  
 
c
 
...
) (
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Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Rencana    Penimbunan     Limbah   83,    penutupan,     dan    pasca penutupan   Penimbunan  Limbah 83 berisi antara   lain rencana Perlindungan   dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup   dalam  jangka panjang  di fasilitas  Penimbunan    Limbah  83.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal371

Cukup   jelas.



Pasal   372

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Angka   1

Cukup   jelas. Angka   2
Jadwai     pelaksanaan     pembangunan     fasilitas   Penimbunan
Limbah   83    memuat    informasi    tentang     uraian     kegiatan
	pembangunan
	fasilitas
	dan
	lini
	masa
	(timeline)

	pem bangunan
	fasilitas.
	
	
	
	




 (
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Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.













Huruf   f ...
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Huruf   f

Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas. Huruf  j
Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas. Huruf   1
Cukup   jelas.

Ayat  (3)

Cukup   jelas.



Pasal   373

Cukup   jelas.



Pasal   374

Cukup   jelas.



Pasal   375

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan   "melakukan   identifikasi  Limbah  83  yang ditimbun"  adalah   menentukan   sumber   dan  karakteristik   Limbah
83.    lnformasi    mengenai   karakteristik     Limbah   83   diperlukan untuk    menimbun   Limbah  83  dengan    tepat.


Huruf   b ...
 (
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Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas.



Pasal376

Cukup   jelas.



Pasal377

Cukup   jelas.



Pasal378

Cukup   jelas.



Pasal379

Cukup   jelas.



Pasal380

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Bukti     penyerahan     Limbah   B3   antara      lain    berupa      keterangan penyerahan   limbah   B3,  berita   acara,   atau   risalah.

Ayat  (3) ...
 (
SK 
 
No
 
065087
 
A
)

PRES   I DEN REPUBLIK     INDONESIA
-  81  -

Ayat  (3)

Cukup   jelas.



Pasal   381

Cukup   jelas.



Pasal   382

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Angka   1

Cukup   jelas. Angka   2
Jadwal     pelaksanaan     pembangunan     fasilitas   Penimbunan
Limbah   B3   memuat    informasi    tentang     uraian     kegiatan
	pembangunan
	fasilitas
	dan
	lini
	masa
	(timeline)

	pem bangunan
	fasilitas.
	
	
	
	




 (
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Huruf   c

Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas.

























Huruf    1   ...
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Huruf   i

Cukup   jelas. Huruf   j
Cukup   jelas. Huruf   k
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.



Pasal   383

Cukup   jelas.



Pasal384

Cukup   jelas.



Pasal385

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Yang dimaksud  dengan    "melakukan   identifikasi  Limbah  83  yang ditimbun"  adalah   menentukan    sumber    dan  karakteristik    Limbah
83.    Informasi   mengenai    karakteristik     Limbah   83    diperlukan untuk    menimbun   Limbah  83  dengan    tepat.

Huruf  b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.


Huruf   f ...
 (
SK 
 
No
 
097339
 
A
)
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Huruf   f

Laporan   Penimbunan    Limbah  B3  disusun    untuk     memastikan bahwa   jumlah     Limbah  B3  yang   diterima   sama   dengan    Limbah
83  yang   diolah   dan/   a tau  ditimbun. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas.



Pasal386

Cukup   jelas.



Pasal387

Cukup   jelas.



Pasal   388

Cukup   jelas.



Pasal389

Cukup   jelas.



Pasal390

Cukup   jelas.



Pasal   391

Cukup   jelas.




 (
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A
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Pasal392

Ayat (1) Huruf   a
Cukup   jelas.

Huruf   b

Cukup   jelas.













Huruf   c ...
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Huruf   c

Serbuk     bor    dan    lumpur     bor    dari    hasil    pemboran    Usaha dan/ atau  Kegiatan eksplorasi  dan/ atau  eksploitasi  di laut menggunakan    lumpur     bor   berbahan    dasar    air   (water-based mud) digolongkan  sebagai   Limbah  nonB3.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal   393

Cukup   jelas.



Pasal394

Cukup   jelas.



Pasal395

Ayat  ( 1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Kedalaman   lebih   dari   atau   sama   dengan     100  (seratus)   meter untuk    Dumping  (Pembuangan)  tailing   ke laut  yaitu   kedalaman titik  pembuangan    Limbah  B3  ioutfalt; berada    pada   kedalaman lebih  dari   atau   sama   dengan    100  (seratus)  meter.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Up-welling   merupakan    fenomena   oseanografi   yang    ditandai dengan     terjadinya   penaikan   massa    air   dari   kedalaman    laut hingga   ke  permukaan   yang   disebabkan   antara    lain  angin   dan perbedaan   temperatur.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.


Pasal   396  ...
 (
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A
)
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Pasal396

Cukup   jelas.



Pasal397

Cukup   jelas.



Pasal   398

Cukup   jelas.



Pasal   399

Cukup   jelas.



Pasal400

Cukup   jelas.



Pasal   401

Huruf   a

Yang  dimaksud   dengan   "menghentikan   Usaha   dan/atau    Kegiatan" adalah    penghentian  kegiatan  Dumping  (Pembuangan)  Limbah B3 yang   sedang    berlangsung.

Huruf   b

Cukup   jelas.



Pasal   402

Cukup   jelas.



Pasal   403

Ayat (1)

Pengecualian   dari  Pengelolaan  Limbah  83  dilakukan   secara   kasus per  kasus    oleh   Setiap   Orang   yang   menghasilkan    Limbah  B3  dari sumber    spesifik.

Ayat (2)

Cukup   jelas.

Ayat (3) ...
 (
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No
 
06509
2
 
A
)
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Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal404

Cukup   jelas.



Pasal405

Cukup   jelas.



Pasal406

Cukup   jelas.



Pasal407

Cukup   jelas.



Pasal   408

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas.

Huruf   c

Informasi  mengenai   karakteristik    Limbah  83  diperlukan   untuk perpindahan	lintas   batas   Limbah  83  dimaksud   dengan    tepat.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.


Huruf   f ...
 (
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No
 
065093
 
A
)
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Huruf   f

Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cukup   jelas. Huruf   i
Cukup   jelas. Huruf  j
Cukup   jelas.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas. Ayat  (6)
Cukup   jelas.



Pasal409

Ayat  (1)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Alasan   penolakan   antara    lain  berupa    penolakan   transit    dari  daerah pa bean.


Pasal   410

Cukup   jelas.


 (
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Pasal   411

Cukup   jelas.





Pasal   412  ...
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Pasal   412

Cukup   jelas.


Pasal   413

Cukup   jelas.


Pasal   414

Cukup   jelas.


Pasal415

Cukup   jelas.


Pasal416

Cukup   jelas.


Pasal   417

Cukup   jelas.


Pasal418

Cukup   jelas.


Pasal419

Cukup   jelas.


Pasal   420

Cukup   jelas.



 (
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A
)
Pasal   421

Ayat(l)

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Huruf   a

Cukup   jelas.













Huruf   b  ...
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Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Yang dimaksud  dengan   "tanah   pelapis   dasar"   adalah    tanah   yang dapat   digunakan   sebagai   pelapis   dari  suatu    kegiatan  konstruksi dan/   atau   kegiatan  sejenis.



Pasal   422

Cukup   jelas.



Pasal   423

Cukup   jelas.



Pasal424

Cukup   jelas.



Pasal425

Cukup   jelas.



Pasal   426

Cukup   jelas.



Pasal-427

Cukup   jelas.



Pasal   428

Cukup   jelas.



Pasal   429   ...
 (
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A
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Pasal429

Cukup   jelas.



Pasal   430

Cukup   jelas.



Pasal   431

Cukup   jelas.



Pasal   432

Cukup   jelas.



Pasal  433

Cukup   jelas.



Pasal   434

Cukup   jelas.



Pasal435

Cukup   jelas.



Pasal436

Cukup   jelas.



Pasal   437

Cukup   jelas.



Pasal438

Cukup   jelas.




 (
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Pasal439

Cukup   jelas.





Pasal   440  ...
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Pasal   440

Cukup   jelas.



Pasal   441

Cukup   jelas.



Pasal442

Cukup   jelas.



Pasal443

Cukup   jelas.



Pasal   444

Cukup   jelas.



Pasal445

Cukup   jelas.



Pasal   446

Cukup   jelas.



Pasal   447

Cukup   jelas.



Pasal   448

Cukup   jelas.



Pasal449

Cukup   jelas.



Pasal   450  ...
 (
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PRES   I DEN REPUBUK      INDONESIA
- 92  -

Pasal450

Ayat  ( 1) Huruf   a
Limbah  nonB3   terdaftar   merupakan    Limbah  yang   sudah    tidak
memiliki karakteristik   83  dan  telah  memenuhi  ketentuan penggunaan   minimal  teknologi  terbaik    dan   ramah    lingkungan.

Huruf   b

Limbah  nonB3    khusus     merupakan    Limbah  yang   sebelumnya adalah     Limbah  83   dari   sumber     spesifik   umum     dan   sumber spesifik  khusus    yang   telah   melalui   prosedur   pengecualian.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas.



Pasal   451

Cukup   jelas.



Pasal452

Ayat  (1)

Pengelolaan	Limbah  nonB3    tidak   mempunyai    Persetujuan    Teknis sehingga	semua      standar      teknis     tercantum     dalam     Persetujuan Lingkungan.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas.



Pasal   453  ...
 (
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A
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Pasal   453

Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Yang  dimaksud    dengan     "pencampuran     Limbah   non83"     adalah pencampuran	Limbah  non83    dengan   83,  Limbah  lainnya,  dan/atau Limbah  83,   termasuk    pengenceran    dengan    menam  bahkan     cairan atau   zat  lainnya   yang  mengandung   83  dan/atau    Limbah  83.

Huruf   d

Yang dimaksud   dengan    "tempat  pemrosesan    akhir"   adalah    tempat pemrosesan	akhir   sampah.



Pasal   454

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Yang   dimaksud   dengan    "pengurangan     Limbah  non83    sebelum Limbah	non83     dihasilkan"    adalah     pengurangan    jumlah     atau volume 		Limbah    non83      yang     dihasilkan      dari     modifikasi, perubahan	proses   produksi,   dan/  atau   perubahan    teknologi.

Huruf   b

Yang   dimaksud   dengan    "pengurangan    Limbah  non83    sesudah Limbah	non83     dihasilkan"    adalah     pengurangan    jumlah     atau volume   Limbah  non83    secara   fisik  dan/   atau   termal.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat (4)
Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas, Pasal455
Cukup   jelas.
Pasal   456  ...
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Pasal   456

Cukup   jelas.



Pasal   457

Cukup   jelas.



Pasal  458

Cukup   jelas.



Pasal   459

Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Cukup   jelas. Ayat (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Pemanfaatan    Limbah  nonB3    sebagai    substitusi    sumber    energi antara     lain    pemanfaatan     Limbah   sludge    IPAL dimanfaatkan sebagai   campuran   bahan    bakar   alternatif  pada   boiler.

Huruf   c

Pemanfaatan      Limbah    nonB3      sebagai      bahan       baku      yaitu pemanfaatan     Limbah  nonB3    khusus     seperti    fly   ash   batubara dari     kegiatan    PLTU  dengan      teknologi    boiler    minimal   CFB (Circulating   Fluidized   Bed)   dimanfaatkan     sebagai    bahan     baku kontruksi   pengganti  semen   pozzolan.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas.

Pasal   460  ...
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Pasal460

Cukup   jelas.



Pasal   461

Cukup   jelas.



Pasal462

Cukup   jelas.



Pasal  463

Cukup   jelas.



Pasal464

Cukup   jelas.



Pasal465

Cukup   jelas.



Pasal466

Cukup   jelas.



Pasal467

Ayat (1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Notifikasi  Limbah  nonB3   berfungsi   sebagai    pemberitahuan     kepada negara    penerima   untuk    mendapatkan    persetujuan    negara    tersebut sesuai    dengan    ketentuan   peraturan    perundang-undangan      sebelum ekspor   dapat   dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup   jelas.

Pasal   468  ...
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Pasal468

Cukup   jelas.


Pasal469

Cukup   jelas.


Pasal470

Cukup   jelas.


Pasal471

Ayat ( 1) Huruf   a
Dana    penjaminan    untuk    pemulihan   fungsi    Lingkungan   Hidup digunakan      antara       lain     untuk       kegiatan      penanggulangan Pencemaran        Lingkungan       Hidup        dan/   atau        Kerusakan Lingkungan   Hidup   termasuk   penanggulangan    keadaan   darurat Lingkungan   Hidup  yang  terjadi   akibat   Usaha   dan/atau    Kegiatan pada   tahap   prakonstruksi,    konstruksi,   komisioning,  operasi   dan pemeliharaan,    dan/  a tau   pascaoperasi.

Penanggulangan     keadaan    darurat      Lingkungan    Hidup    adalah serangkaian    kegiatan   yang   dilakukan    untuk     mengatasi    suatu keadaan   bahaya    yang   mengancam   keselamatan    manusia,   yang menimbulkan       Pencemaran       Lingkungan      Hidup     dan/  a tau Kerusakan     Lingkungan     Hidup     dan     memerlukan      tindakan penanggulangan       sesegera     mungkin     untuk       meminimalisasi terjadinya    tingkat     Pencemaran    Lingkungan    Hidup    dan/  atau Kerusakan   Lingkungan   Hidup   yang   lebih  parah.

Suatu        keadaan       dinyatakan       menjadi      keadaan       darurat
Lingkungan   Hidup   dengan    mempertimbangkan:

a.   sumber/bahan       penyebab    terjadinya     kedaruratan      seperti antara 	lain  83  dan/atau    Limbah  83;

b.  memerlukan      penanganan       segera      dan      memadai     agar dampaknya	tidak   meluas;

c.   mengancam   keselamatan   jiwa  manusia;   dan

d.   terdapat   potensi    Pencemaran   Lingkungan   Hidup  dan   i atau Kerusakan	Lingkungan       Hidup        jika        tidak        segera ditanggulangi.
 (
SK 
 
No
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Huruf   b

Cukup   jelas.






Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup   jelas. Ayat (3)
Cukup   jelas. Ayat (4}
Huruf   a

Cukup   jelas. Hurufb
Yang dimaksud  dengan   "remediasi"  adalah   upaya   pemulihan Pencemaran		Lingkungan     Hidup     untuk      memperbaiki     mutu Lingkungan	Hidup.

Huruf   c

Yang dimaksud   dengan    "rehabilitasi"   adalah      upaya    pemulihan untuk 	mengembalikan    nilai,    fungsi,    dan   manfaat   Lingkungan Hidup 	   termasuk       upaya       pencegahan       kerusakan        lahan, memberikan	perlindungan,    dan   memperbaiki   ekosistem.

Huruf   d

Yang  dimaksud    dengan     "restorasi"    adalah     upaya     pemulihan untuk 	menjadikan    Lingkungan    Hidup    atau    bagian-bagiannya berfungsi  kembali  sebagaimana    semula.

Huruf   e

Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas.



Pasal472

Ayat ( 1)

Dana     penjaminan     untuk      pemulihan     fungsi     Lingkungan     Hidup adalah       dana      yang      disediakan      oleh      pemegang      Persetujuan Lingkungan    untuk     pemulihan    kualitas    Lingkungan    Hidup    yang tercemar   dan/atau     rusak     karena     kegiatannya.    Dana    penjaminan untuk    pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   dapat   berbentuk   antara lain  danajaminan     reklamasi,   danajaminan     pascatambang,    asuransi pengelolaan    Limbah   83,    atau     nomenklatur     lain    sesuai     dengan ketentuan   perundang-undangan      sektor   teknis   terkait.


Dana   ...
 (
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A
)
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Dana   penjaminan   untuk    pemulihan   fungsi   Lingkungan   Hidup   wajib disediakan      oleh     pemegang     Persetujuan      Lingkungan      sebagai pelaksanaan    tanggung  jawab    dan   kewajiban   dari   setiap    pemegang Persetujuan        Lingkungan       untuk         melakukan        pengendalian Pencemaran    Lingkungan   Hidup  dan/  a tau   Kerusakan    Lingkungan Hidup    dan   pelaksanaan     asas    pencemar   membayar    (polluters  pay principle) dan   pelaksanaan    internalisasi   biaya   Lingkungan   Hidup.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Huruf   a

Usaha 		dan/atau      Kegiatan   yang    memiliki   risiko    rendah     dan menengah		terhadap   Lingkungan   Hidup   adalah    Usaha   dan/atau Kegiatan yangjika   terjadi   kecelakaan   dan/   atau   keadaan   darurat tidak 	menimbulkan     dampak    yang    besar     dan    luas    terhadap kesehatan	 manusia   dan   Lingkungan  Hidup.

Huruf   b

Cukup   jelas. Ayat  (6)
Cukup   jelas.



Pasal   473

Ayat  (1) Huruf   a
Deposito    berjangka    antara      lain    seperti     deposito    berjangka
jaminan	reklamasi    yang   ditempatkan     pada    bank    Pemerintah atas 	nama      Menteri,    gubernur,     atau     bupati/wali      kota     qq. perusahaan	yang   bersangkutan.

Huruf   b

Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas.


Huruf   d  ...
 (
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Huruf   d

Cukup   jelas.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.



Pasal474

Cukup   jelas.



Pasal   475

Cukup   jelas.



Pasal   476

Cukup   jelas.



Pasal   477

Cukup   jelas.



Pasal478

Cukup   jelas.



Pasal   479

Cukup   jelas.



Pasal480

Cukup   jelas.



Pasal   481

Cukup   jelas.



Pasal482

Cukup   jelas.

Pasal   483  ...
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Pasal483

Cukup   jelas.



Pasal484

Cukup   jelas.



Pasal485

Cukup   jelas.



Pasal486

Cukup   jelas.



Pasal   487

Cukup   jelas.



Pasal   488

Cukup   jelas.



Pasal   489

Cukup   jelas.



Pasal   490

Cukup   jelas.



Pasal   491

Cukup   jelas.



Pasal492

Cukup   jelas.



Pasal493

Cukup   jelas.





Pasal   494  ...
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Pasal494

Cukup   jelas.



Pasal   495

Ayat(l) Huruf  a
Yang 	dimaksud     dengan      "melakukan     pemantauan"      adalah pengecekan	langsung   ke  lokasi   yang   menjadi  objek   Pengawasan sesuai 	  dengan     yang    tertera     dalam     Perizinan    Berusaha    atau Persetujuan	 Pemerintah.

Huruf   b

Cuku  p j elas. Huruf   c
Cukup   jelas.

Huruf   d

Cukup   jelas. Huruf   e
Cukup   jelas. Huruf   f
Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas. Huruf   h
Cuku  p j elas. Huruf   i
Cukup   jelas.

Huruf  j

Yang   dimaksud    dengan     "menghentikan    pelanggaran    tertentu" adalah 	 tindakan   untuk    menghentikan   pelanggaran   tertentu   di lokasi 	ditemukannya      pelanggaran,     antara      lain    penghentian saluran 		bypass     Air   Limbah,   penghentian    pembuangan    Air Limbah			tanpa        melalui        pengolahan,       dan       penghentian penimbunan	Limbah  83  tanpa   izin.

Ayat  (2) ...
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Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Menghalangi    pelaksanaan     tugas     Pejabat     Pengawas    Lingkungan Hidup      merupakan      perbuatan      melawan     hukum       yang      dapat dikenakan     sanksi     hukum      sesuai     dengan      ketentuan     peraturan perundang-undangan.

Pasal   496

Cukup   jelas.


Pasal497

Ayat  (1)

Yang  dimaksud    dengan     "informasi   lainnya"   dapat     berupa     data terkait 	laporan     pelaksanaan     ketentuan    Perizinan   Berusaha    atau Persetujuan		Pemerintah     antara      lain    melalui      Sistem     Informasi Lingkungan		 Hidup,      laporan       hasil      pembinaan,      dan      laporan swapantau	Usaha   dan/atau    Kegiatan.

Ayat  (2)

Cukup   jelas. Ayat  (3)
Cukup   jelas. Ayat  (4)
Huruf   a'

Yang dimaksud  dengan   "persiapan  pengawasan"   adalah   kegiatan yang     dilakukan     oleh    Pejabat     Pengawas    Lingkungan     Hidup sebelum   melaksanakan    pengawasan   langsung   ke  lokasi   Usaha dan/   atau   Kegiatan.

Persiapan   yang   dilakukan    oleh   Pejabat    Pengawas   Lingkungan Hidup   antara    lain  pengumpulan    data   dan   informasi,   penyiapan alat  pelindung   diri,  administrasi,    dan  peralatan   pengawasan.

Huruf   b

Yang 	dimaksud      dengan       "pemeriksaan       ketaatan"      adalah pemeriksaan		di   lokasi     Usaha     dan/atau      Kegiatan    terhadap pelaksanaan			 kewajiban     yang     tercantum      dalam      Perizinan Berusaha	atau     Persetujuan     Pemerintah     terkait      Persetujuan Lingkungan		dan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan     di bidang   Perlindungan   dan   Pengelolaan  Lingkungan   Hidup.
Huruf   c ...
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Huruf   c

Yang dimaksud  dengan   "tindak   lanjut   hasil   pengawasan"   adalah melakukan   analisis    teknis   dan  yuridis   terhadap   temuan    di lokasi Usaha    dan/atau     Kegiatan  dan   rekomendasi   penegakan   hukum yang   dituangkan   dalam   bentuk    laporan    hasil   pengawasan.

Ayat  (5)

Cukup   jelas.



Pasal498
Ayat  (1) Huruf   a

	Yang dimaksud
	dengan    "indikasi   pelanggaran
	yang   terdeteksi"

	adalah     indikasi
	pelanggaran    yang   bersumber
	antara     lain   dari


citra    satelit,     hasil    pengamatan     langsung,    dan    laporan     swa•
pantau    dari  penanggung  jawab   Usaha   dan/   atau   Kegiatan. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Ayat  (2)
Cukup   jelas. Ayat  (3)
Hasil  pengawasan   ketaatan   pelaksanaan    ketentuan   dalam   RKL-RPL rinci  Pelaku   Usaha   dalam   kawasan   digunakan   sebagai   dasar   untuk menerapkan     penegakan    hukum      terhadap    Pelaku     U saha    dalam kawasan   yang   tidak   taat   terhadap   ketentuan   RKL-RPLrinci.



Pasal   499

Cukup   jelas.



Pasal   500

Cukup   jelas.
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Pasal   501

Ayat  (1)





Yang ...
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Yang dimaksud   dengan    "pertanggungjawaban     mutlak"   atau    strict liability adalah    unsur    kesalahan   tidak   perlu   dibuktikan   oleh  pihak penggugat	sebagai   dasar   pembayaran   ganti   rugi.

Ayat (2)

Cukup   jelas. Ayat (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Yang dimaksud  dengan   "ancaman   serius"   adalah    ancaman   yang
berdampak   luas   terhadap   Lingkungan   Hidup   dan   menimbulkan keresahan       masyarakat,       seperti       kesehatan       manusia,      air permukaan,     air   bawah    tanah,     tanah,     udara,     tumbuhan,     dan hew an.

Ayat (4)

Cukup   jelas. Ayat (5)
Cukup   jelas. Ayat (6)
Cukup   jelas.



Pasal502

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Huruf   a

Tindakan	melanggar   hukum    yang   mengakibatkan     Pencemaran Lingkungan	Hidup     dan/  a tau    Kerusakan     Lingkungan    Hidup relatif  besar   seperti   pembuangan   Air Limbah yang  melebihi  Baku Mutu   Air  Limbah  dan   menyebabkan    dilampauinya    Baku   Mutu Air, 	tindakan      membakar      hutan       dan/   atau       lahan       yang mengakibatkan	rusaknya   hutan    dan/  a tau   lahan.

Huruf   b ...
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Huruf   b

Keresahan   masyarakat   antara    lain  terganggunya   kesehatan   dan mata   pencaharian.

Ayat  (3)

Cukup   jelas. Ayat  (4)
Cukup   jelas.



Pasal   503

Ayat(l)

Cukup   jelas. Ayat  (2)
Huruf   a

Yang dimaksud   dengan    "prinsip  integritas"   adaiah    prinsip    yang menjunjung	tinggi  kejujuran   dan  kebenaran.

Huruf   b

Yang  dimaksud   dengan    "prinsip  profesionalisme"   adalah    prinsip menjalani	profesi   sesuai   keahliannya.

Huruf   c

Yang  dimaksud   dengan    "prinsip   responsif'   adalah    prinsip    cepat tanggap.

Ayat  (3)

Cukup   jelas, Ayat  (4)
Cukup   jelas. Ayat  (5)
Cukup   jelas.


Pasal   504

Cukup   jelas.
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Pasal505

Cukup   jelas.





Pasal   506  ...
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Pasal506

Cukup   jelas.



Pasal   507

Cukup   jelas.



Pasal508

Ayat ( 1)

Cukup   jelas. Ayat (2)
Cukup   jelas. Ayat (3)
Huruf   a

Cukup   jelas. Huruf   b
Cukup   jelas. Huruf   c
Cukup   jelas. Huruf   d
Yang   dimaksud     dengan      "jenis     pelanggaran"     adalah      jenis perbuatan     yang     bertentangan      dengan      ketentuan     peraturan perundang-undangan      di  bidang    Perlindungan    dan   Pengelolaan Lingkungan      Hidup      dan/atau       Perizinan     Berusaha      terkait Persetujuan      Lingkungan     dan/  atau     Persetujuan      Pemerintah terkait     Persetujuan     Lingkungan    dan    ditemukan     pelanggaran yang   tertuang   dalam   berita   acara   pengawasan     dan/   a tau   berita acara    klarifikasi.   Jenis    pelanggaran    antara     lain   tidak   memiliki Persetujuan    Lingkungan,   Air  Limbah  melebihi   Baku    Mutu   Air Limbah,  dan   tidak   melakukan   pengelolaan   Limbah  83.

Huruf   e

Yang  dimaksud    dengan     "ketentuan     yang    dilanggar"    adalah kewajiban	dan   larangan    dalam    Perizinan   Berusaha    dan/atau Persetujuan		Pemerintah    terkait    Persetujuan    Lingkungan   yang dilanggar,   dan/  atau   ketentuan   peraturan    perundang-undangan
di bidang   Perlindungan   dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang dilanggar.

Huruf   f ...
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Huruf   f

Cukup   jelas. Huruf   g
Cukup   jelas.



Pasal   509

Cukup   jelas.



Pasal   510

Pelanggaran yang bersifat  administratif  antara  lain tidak membuat dan menyampaikan    laporan,   tidak   memasang   simbol   dan/   atau   label   pada kemasan   Limbah  83,   dan  tidak   memasang   tanda   titik  penaatan.



Pasal   511

Cukup   jelas.



Pasal   512

Cukup   jelas.



Pasal   513

Cukup   jelas.



Pasal   514

Cukup   jelas.



Pasal   515

Ayat  (1)

Nilai investasi  Usaha   dan/  atau   Kegiatan  dihitung  dari  nilai  investasi Usaha 	dan/   atau      Kegiatan    yang     belum      memiliki    Persetujuan Lingkungan.

Ayat  (2)

Cukup   jelas.

Pasal   516  ...


Pasal   517

Cukup   jelas.



Pasal   518

Cukup   jelas.



Pasal   519

Cukup   jelas.



Pasal520

Cukup   jelas.



Pasal   521

Cukup   jelas.



Pasal522

Cukup   jelas.



Pasal   523

Cukup   jelas.



Pasal524

Cukup   jelas.



Pasal525

Cukup   jelas.
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Pasal  
 
516
Cukup  
 
jelas.
)

Pasal526

Cukup   jelas.





Pasal   527  ...



Pasal   528

Cukup   jelas.



Pasal529

Cukup   jelas.



Pasal530

Cukup   jelas.



Pasal   531

Cukup   jelas.



Pasal   532

Cukup   jelas.



Pasal   533

Cukup   jelas.



Pasal534

Cukup   jelas.
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